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PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen 
perencanaan tahunan dan penjabaran RPJMD yang memuat Visi dan Misi 

Gubernur terpilih. RKPD disusun untuk memastikan tujuan dan sasaran 
pembangunan tahunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh 
sumber daya yang ada. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut memerlukan 

penentuan propritas, strategi pencapaian serta rangkaian tindakan yang tepat 
dan cepat termasuk berbagai kebijakan dan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut bukan hanya pencapaian 
tujuan dan sasaran provinsi, tetapi juga pencapaian tujuan dan sasaran 

secara nasional. Karena itu, setiap daerah termasuk Provinsi Nusa Tenggara 
Timur wajib menyusun RKPD sebagai satu kesatuan perencanaan secara 
nasional. 

 
RKPD Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 

2018-2023 yang sekaligus merupakan periode IV RPJPD 2005 – 2025. Sebagai 

periode akhir RPJPD, RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan dlam RKPD 2020 
sudah mulai menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanan. 

RKPD Tahun 2020 juga harus dapat memastikan tercapainya indikator dan 
target RPJPD 2005-2025 dengan memastikan pelaksanaan strategi dan skema 

pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan 
yang mungkin dihadapi. 

 
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah 

perbatasan antarnegara baik dengan Timor Leste maupun dengan Australia, 

di sisi lain Nusa Tenggara Timur belum mampu lepas dari kondisi sebagai 
daerah tertinggal karena 18 dari 22 kab/kota masih merupakan daerah 
tertinggal. Karena itu Provinsi Nusa Tenggara Timur harus bangkit, menata, 

membangun dan meningkatkan segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, 
budaya maupun politik untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang lebih 

baik. Dalam konteks ini RKPD 2020 memegang peranan penting untuk 
menjawab berbagai tuntutan yang ada, sekaligus memastikan target-target 

yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 dan RPJPD 2005-2025 dapat 
dicapai. 

 
RKPD 2020 berpedoman pada RKP 2020, dan memberikan arahan 

pembangunan bagi kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
sehingga sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan 

kabupaten/kota dapat diwujudkan. Muatan RKPD Tahun 2020 sebagaimana 
terlihat pada Gambar 1.1 berikut.  

 
 

 
 
 

 
 

 

BAB  
I 
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          RKP 2020 

Gambar 1.1 
Substansi Muatan RKPD Tahun 2020 

 
           Rantek  

RPJMN & 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
RPJPD 2005 – 2025 mengusung visi pembangunan daerah Nusa 

Tenggara Timur 2005-2025 Yaitu :“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU,  

MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR   DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN 
REPUBLIK INDONESIA”. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) 

periode pembangunan jangka menengah, dimana periode 2018 – 2023 
merupakan periode pembangunan tahap ke-4, atau tahap akhir RPJPD 2005-

2025. Arah kebijakan periode keempat adalah : Percepatan pembangunan 
daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya 
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang 

kompetitif berdaya saing tinggi didukung oleh SDM berkualitas.  
 

Dalam konteks pencapaian visi dan misi RPJPD 2005 – 2025 sekaligus 
mengacu pada tema RKP Tahun 2020 yaitu : “Peningkatan Kualitas SDM”, 
maka RKPD 2020 mengambil Tema : “Peningkatan SDM melalui Akses dan 
Mutu Pelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak 
Utama Ekonomi Berbasis Masyarakat” dan diarahkan untuk mewujudkan 

NTT Bangkit, yang diukur dari 1) kualitas SDM, tingkat kemakmuran, 
kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskanan masyarakat 

NTT, serta 2) Mampu  mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 
daerah  lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, 

dan mewujudkan NTT Sejahtera, uang diukur dari 1) Terpenuhinya 
kebutuhan  dasar masyarakat  baik sandang, pangan dan papan, serta 2) 
Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar 
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individu, gender, maupun wilayah dengan pendekatan pembangunan berbasis 
keadilan sosial 

Upaya mewujudkan Nusa Tenggara Timur Bangkit menuju Sejahtera ini 
disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2020 

sebagaimana yang diarahkan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang 
sedang disusun.  

Pendekatan Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 
berorientasi pada proses dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik, 
teknokratik, top down, bottom up, dan partisipatif sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional. Pendekatan politik digunakan dalam menyusun RKPD provinsi Nusa 

Tenggara Timur  dengan memperhatikan  berbagai masukan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai hasil 

penjaringan aspirasi masyarakat, yang berasal dari hasil kunjungan kerja, 
reses, maupun surat-surat masuk ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Pendekatan teknokratis dalam penyusuan RKPD provinsi Nusa Tenggara 
Timur Tahun 2020 menggunakan metode dan logika  berpikir ilmiah dalam 
menganalis masalah secara sistematik dengan data-data yang akurat. 

Pendekatan top down dilakukan dengan mengacu pada RKP 2020 dan 
Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024   sedangkan pendekatan bottom up 

dilakukan dengan mengacu pada proses Musrenbang yang telah berlangsung 
mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, serta 

musrenbang Provinsi. Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang 
berbasis rakyat, artinya seluruh prioritas pembangunan yang akan 
dilaksanakan telah melalui tahapan konsultasi dengan masyarakat, para 

tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan 
telah dimuatnya rancangan RKPD Provinsi NTT di website Bappeda Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 
 

Sedangkan Pendekatan Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara 

Timur yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan Holistik, 
Integrasi, Tematik dan Spasial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 
 
 Selanjutnya RKPD Tahun 2020 akan menjadi Pedoman penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan RAPBD TA.2020 dan pedoman 

penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. 
 

1.2. DASAR HUKUM   

 

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014  tentang Desa; 

5. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah dan perubahannya; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-

2019; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2020; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Tahun 2010-2030; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023. 

 

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

 
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan 

pembangunan dan sistem keuangan telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2 berikut.  
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Gambar I.2 

 
Dalam konteks pembangunan berdimensi kewilayahan, dokumen 

perencanaan yang bersifat spasial dipadukan dengan dokumen yang 

bersifat a-spasial. Dengan demikian, RKPD Tahun 2019 disinergikan 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun 2010-2030. Tentu saja dengan tetap menjaga keserasian terhadap 

RTRW Nasional, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTR Kawasan Strategis 
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

RKPD Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

dokumen KUA dan PPAS Tahun 2020. Dokumen KUA dan PPAS 

merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Perangkat Daerah TA. 2020 serta dasar penyusunan RAPBD Provinsi 

Nusa Tenggara Timur TA.  2020. Dengan demikian, dokumen RKPD ini 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan 

APBD TA 2020. 
 
 

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1. Maksud   

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 

adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam 
menyelenggarakan pembangunan daerah lingkup Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2020. 
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2. Tujuan  

Tujuan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 adalah: 
1) Menjadi acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam  penyusunan dan 

pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020, Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS)  Tahun 2020 dan RAPBD 

Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2020;  

2) Acuan menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 

3) Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja 

(Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020; 

4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi 

pembangunan baik antarperangkat daerah, dan antara Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat;  

5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan 

sumber daya dan keuangan publik. 
 

1.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 

 

RKPD Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai 
berikut:  

Bab  I.    Pendahuluan. 

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar 

dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta  
sistematika dokumen RKPD. 
 

Bab  II. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah. 

Bab ini menguraikan tentang kondisi umum kondisi daerah, evaluasi 

pencapaian kinerja pembangunan daerah (seperti indikator makro 
ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai 

dengan Tahun 2018 dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dan permasalahan 
pembangunan daerah. 
 

Bab  III. Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah 

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan 

perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator 
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan 

perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, 
tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana 
sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek 

perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun 
rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-

sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah 
(pendapatan, belanja dan pembiayaan). 

 
Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
Bab ini berisi uraian tentang prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 
Tahun lalu dan capaian capaian kinerja RPJMD, identifikasi 

permasalahan daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah. 
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Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi 

Bab ini memuat kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana 

RPJMD kab/kota dan arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota 
yang ditetapkan oleh provinsi sebagai pedoman kabupaten/kota. 

 

Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD 

tahun 2019 lengkap dengan instansi pelaksana/PD, indikator capaian 
masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan 

tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, PD pelaksana, 
Program da n pagu indikatif program tahun 2019. 

 
Bab VII.  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai 

panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. 

 

Bab VIII. Penutup 

Bab ini menguraikan tentang arahan Gubernur, penegasan dalam 

menerapkan RKPD, serta arahan bagi Perangkat Daerah dalam 
mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja 
Perangkat Daerah. 
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2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

                               GAMBARAN UMUM KONDISI    

              DAERAH 

 

 

2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif 

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 

1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 

2.47.931,54 km2 yang terdiri dari wilayah daratan   seluas 47.931,54 km2 dan wilayah 

lautan seluas  200.000 km2.  Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada  

posisi 80 –120 Lintang Selatan dan 1180 – 1250 Bujur Timur. 

NTT merupakan  wilayah kepulauan yang disatukan  Laut Sawu. Sebagai wilayah 

terdepan di Selatan Indonesia,  posisinya sangat strategis karena  berbatasan darat dengan 

Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, 

Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan 

Provinsi  Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.    

Secara administratif  wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan 

sebaran wilayah administratif  seperti disampaikan pada gambar berikut. 

Gambar 2.1 

 Peta Provinsi NTT 

 
Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018 

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km2 (14,61 persen) 

dan Kabupaten Kupang  dengan luas 5.525,83 km2 (11,53 persen), sedangkan wilayah 

terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km2 (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu 

Raijua dengan luas 460,47 km2 (0,96 persen). 

  

 

BAB  

II 
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2.1.1.1   Kondisi Topografi 

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan 

bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang 

sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi 

seperti pada gambar berikut. 

Gambar 2.2 

 Peta Morfologi NTT 

 
     Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018 

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha  luas wilayah NTT 

mempunyai lahan dengan  rentang ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut (dpl). 

Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65  persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. 

Dari sudut kemiringan lahan  ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 

15–40 persen, sedangkan  lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 

persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut,  sistem 

produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah 

maupun lahan kering.  

 

2.1.1.2  Geologi 

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-Pacific 

sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur 

tanah yang labil. Sebaran wilayah dan potensi geologis  disampaikan pada gambar 2.3. 

berikut. 
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Gambar 2.3  

Peta Formasi Geologi NTT 

 
Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2018 

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau 

sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (Ring of Fire)  dan dapat dikategorikan subur 

namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat  kandungan sumber daya 

mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas  bumi/bahan 

bakar minyak.  

 

2.1.1.3 Hidrologi  

Kondisi  dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air 

tanah. Secara umum, potensi hidrologis  terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi 

ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan 

pembangunan.   

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas 

keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 

100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu.  DAS terluas adalah DAS 

Benanain yaitu 329.841 ha.  

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah 

Nusa Tenggara Timur seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 2.4 

 Peta Hidrologi NTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017 

Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm per tahun, dengan baseflow andalan dari 

194 sungai sebesar 122,50 m3/detik setara dengan 3,863 milyar m3/tahun. Dengan 

demikian bila jumlah penduduk NTT  adalah  5.287.302 jiwa pada tahun 2017  maka  

kebutuhan air adalah  6.344.762.400  liter atau 6,345 milyar m3/tahun (dengan standar 

1.200 liter per kapita) atau 201,19 m3/detik. Artinya NTT mengalami defisit air sebesar 

78,69 m3/detik atau 2,461 milyar m3/tahun.   

2.1.1.4  Klimatologi  

NTT termasuk dalam wilayah iklim tropis yang termasuk ke dalam kategori iklim 

semi-ringkai dengan karakteristik musim penghujan rata-rata tiga-sampai empat bulan 

dan musim kemarau  delapan hingga sembilan bulan. Peta sebaran intensitas dan hari 

hujan variatif  antar wilayah disampaikan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.5  

Peta Curah Hujan NTT 

 
Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017 

 

Pemantauan iklim dalam periode 2014-2017 menunjukkan puncak musim 

penghujan terjadi pada bulan Desember hingga Februari dengan curah hujan tertinggi 
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dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada bulan Januari. Wilayah dengan 

intensitas hujan rendah, rata-rata 850 mm/tahun,  adalah Sabu, Maumere,  dan 

Waingapu, sementara intensitas  lebih dari 2.500 mm terjadi  di Ruteng, Kuwus dan 

Lelogama. 
 

2.1.1.5   Wilayah Rawan Bencana 

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis 

(gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, 

banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama 

terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan 

bagian barat Pulau Sumba. Di pulau Flores dan Lembata saja, terdapat 13 gunung berapi 

aktif, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih 

tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 

orang meninggal. 

Sementara risiko bencana hidrometereologis secara merata dialami oleh seluruh 

wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah 

dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. 

Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana hidrometereologis, 

dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai 

Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 

150 orang meninggal dunia.  

Gambar 2.6 

 
  Sumber : DPBD Provinsi NTT, 2017 

Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh 

kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung 

seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana 

hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun 

makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan. 
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Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, 

dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer 

sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) 

disebabkan oleh kegiatan manusia (antropologenic) yang menghasilkan emisi terlalu 

banyak seperti CO2, N2O dan CH2. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam 

peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :  

1) Sektor Berbasis Lahan,  seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, 

kotoran hewan (manure) dan pestisida. 

2) Sektor Energi , seperti :  Penggunaan bahan bakar fosil, transportasi dan industri 

3) Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat dan limbah B3 

4) Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti :  Penebangan mangrove dan kerusakan 

padang lamun 

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana 

hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti 

nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan 

dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam 

hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena 

kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta 

produktivitas hasil-hasil laut. 

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama 

pada sektor pertanian, dan perikanan, yang merupakan sektor yang rentan pada 

perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama 

pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu 

udara untuk memproduksi pangan. maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian 

dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di 

dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.  

2.1.1.6   Demografi  Wilayah 

Peningkatan jumlah penduduk  dipengaruhi  tingkat kelahiran, kematian dan 

migrasi. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 5.120.061 jiwa meningkat menjadi 

5.203.514 jiwa tahun 2016 atau meningkat 83.453 jiwa.  Tahun 2017 jumlah penduduk 

5.287.302 jiwa dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/km² tersebar seperti pada gambar 

berikut. 
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Gambar 2.7 

Peta Kepadatan Penduduk NTT 

 
Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2017 

Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Kupang sebesar 2.289 jiwa/ km², dan 

terendah Kabupaten Sumba Timur 36 jiwa/km². Berdasarkan komposisi penduduk 

menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.619.181 

jiwa atau sebesar 49,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih sedikit 

dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.668.121 jiwa atau  50,46 persen 

dengan sex ratio sebesar 98 persen yang berarti di setiap 100 penduduk perempuan  

terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Komposisi  penduduk  berdasarkan sex ratio 

sebesar 100 penduduk perempuan dan hanya terdapat sex ratio sebesar 98 penduduk 

laki-laki. Berdasarkan perkembangan penduduk, maka struktur penduduk tahun 2017 

seperti  piramida pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.8 

Piramida Penduduk NTT Tahun 2017 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2018 

Sesuai Gambar 2.8, usia penduduk produktif  (16-64 tahun) sebanyak 3.198.817 

jiwa atau 60,50 persen, penduduk yang belum   produktif (0-14 tahun) 1.827.378 jiwa 
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atau 34,56 persen, dan penduduk tidak produktif lagi atau melewati masa  pensiun  

261.107 jiwa. Angka ketergantungan (dependency ratio province) tahun 2017 sebesar 

65,29 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif  menanggung ekonomi 

sebesar 65,29 persen penduduk usia tidak produktif.   

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah   

Potensi pengembangn wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana 

pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam 

wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

A. Kawasan Lindung 

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah 

Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 

ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Luasan ini mencakup 

pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT 

baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 

2.1. berikut : 

Tabel 2.1 

Kawasan Lindung di Provinsi NTT 

 

No. Kawasan Lindung Luasan (Ha) 

1. Hutan lindung 652.915,78 

2. Kawasan yang memberikan Perlindungan 

Setempat 

 

 a. Sempadan pantai 56.274  

 b. Sempadan sungai 181.837  

 c. Kawasan sekitar danau/waduk 28.944  

3. Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman 

nasional, taman wisata alam dan pantai hutan 

bakau 

276.666,85  

4. Kawasan lindung lainnya 695.844,47 
          Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030 

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas 

daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi  dapat 

dimanfaatkan  sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, 

pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai 

daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan 

hutan produksi terbatas  189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan 

produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 

111.568,56 Ha. 

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi 

pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya.  
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Terdapat 20 Klasifikasi  Jasa  Layanan  Ekosistem  berdasarkan daya dukung dan daya 

tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan  (provisioning): pangan, air bersih, serat (fiber), 

bahan bakar (fluel); (b) 8 Fungsi pengaturan (regulating): pengaturan iklim, pengaturan 

tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, 

pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan 

penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya (cultural): 

spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (sense of space), rekreasi 

dan ecotourism, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; 

dan, (d) 3 Fungsi pendukung (supporting): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan 

kesuburan, siklus hara (nutrient), produksi primer. Daya dukung dan daya tampung  

wilayah  sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 

persen), prioritas  dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha 

(37,56 persen). 

 

B. Kawasan Budidaya 

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, 

infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan  dasar  berada pada kawasan budi daya dan 

kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas  2.950.239 ha atau 62,31 

persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman 

pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, 

kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, 

industri infrastruktur dan permukiman. 

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung the 

ring of beauty :  

1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo,  TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau 

Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang,  Kawasan Pantai 

Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano  dan Kawasan Wisata Gunung Mutis; 

2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut  dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang 

didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus 

Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam 

Laut Tujuh Belas Pulau Riung; 

3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat 

Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung 

Adat Bena, Koanara, Tarung,  Laitarung,  Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan Homo 

Florencis Liangbua, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya; 

4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma 

Larantuka; Kawasan  Meriam Jepang  dan Tugu Jepang  Kota Kupang;  Kawasan 
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2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar 

budaya,  Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata. 

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis  dalam pengembangan wilayah 

yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan   dengan Timor 

Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor 

Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan 

Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) III. Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru 

bertumbuh  yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan 

peristirahatan (rest area)  eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan 

bakau, Kawasan sakura Sumba. 

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada  rencana struktur ruang 

melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat 

pengembangan wilayah dengan skala  yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan 

perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka 

potensi pengembangannya  yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 

 

 

2.2.1 Pertumbuhan PDRB 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (gross 

value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah 

adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses 

produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung 

berdasarkan dua harga yaitu harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT 

terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB NTT terus mengalami 

peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2018 nilai PDRB NTT 

mencapai Rp.65,94 triliun dibanding tahun 2017 sebesar 62,79 triliun rupiah. Demikian 

halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku 

menurut lapangan usaha sebesar Rp 99.087 miliar meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 

Rp 91.159 miliar. 
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Tabel 2.2 

Persentase PDRB ADHK-ADHB Menurut Lapangan Usaha  

Di Provinsi NTT Tahun 2016-2018 

Lapangan Usaha 

Produk Domestik Regional Bruto Atas 
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha Provinsi NTT 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 

Provinsi NTT 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 24.316 26.183 28.145 16.505 17.311 17.876 

Pertambangan dan Penggalian 1 .166 1.186 1.207 880 898 913 

Industri Pengolahan 1.034 1.147 1.253 745 800 841 

Pengadaan Listrik dan Gas 59 66 75 46 47 52 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur Ulang 

49 50 54 40 40 43 

Konstruksi 8,994 9.787 10.745 6 .470 6.866 7.255 

Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

9.321 10.071 11.054 6.933 7.241 7.772 

Transportasi dan Pergudangan 4.528 4.942 5.459 3.036 3.269 3.528 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

586 675 757 386 439 493 

Informasi dan Komunikasi 5.878 6.194 6.570 5.256 5.524 5.794 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3.357 3.726 4.066 2.361 2.498 2.586 

Real Estate 2.209 2.347 2.475 1.506 1.581 1.658 

Jasa Perusahaan 257 279 292 169 172 175 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial 
Wajib 

10.665 11.697 13.220 7.656 7.883 8.469 

Jasa Pendidikan 7.983 8.917 9.466 5.163 5.486 5.572 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1 .768 1.941 2.151 1.287 1.382 1.480 

Jasa lainnya 1 .771 1.945 2.098 1.258 1.347 1.434 

PDRB 83,947 91.159 99.087 59.705 62.788 65.941 
 

Sumber : BPS NTT, 2018 

 

Tabel 2.3 

Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha  

Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Lapangan Usaha [Seri 2013] 
PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 

2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,65 27,57 28,40 

Pertambangan dan Penggalian 1,47 1,43 1,22 

Industri Pengolahan 1,25 1,27 1,26 

Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,08 0,08 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 
0,07 0,06 

0,05 

Konstruksi 10,84 10,94 10,84 

Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
11,61 11,53 

11,16 

Transportasi dan Pergudangan 5,09 5,21 5,51 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
0,65 0,7 

0,76 

Informasi dan Komunikasi 8,8 8,8 6,63 
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Lapangan Usaha [Seri 2013] 
PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 

2016 2017 2018 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,95 3,98 4,10 

Real Estate 2,52 2,52 2,50 

Jasa Perusahaan 0,28 0,27 0,29 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
12,82 12,56 

13,34 

Jasa Pendidikan 8,65 8,74 9,55 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,16 2,2 2,17 

Jasa lainnya 2,11 2,15 2,12 

PDRB 100 100 100 
 

Sumber : BPS NTT, Berita Resmi Statistik 2018 

 

Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian 

sebesar 28,40%, disusul administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib 

sebesar 13,34%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dari lapangan usaha pengadaan 

air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu 0,05% disusul penyediaan akomodasi 

dan makan minum sebesar 0,76%. 

Tabel 2.4 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2016−2018 

Lapangan Usaha [Seri 2010] 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di 

Provinsi NTT (Persen), 2016−2018 

2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.23 4,88 3,08 

Pertambangan dan Penggalian 5.66 2,07 2,11 

Industri Pengolahan 4.98 7,36 5,16 

Pengadaan Listrik dan Gas 14.61 0,70 9,57 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang 

0.38 1,43 
5,47 

Konstruksi 8.46 6,12 6,39 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 

6.77 4,45 
7,33 

Transportasi dan Pergudangan 6.73 7,66 7,92 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14.46 13,59 12,16 

Informasi dan Komunikasi 6.76 5,10 4,89 

Jasa Keuangan dan Asuransi 8.47 5,81 3,42 

Real Estate 3.41 4,96 4,85 

Jasa Perusahaan 2.83 1,43 1,67 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib 

5.63 2,96 
7,43 

Jasa Pendidikan 4.18 6,24 2,41 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6.19 7,36 7,11 

Jasa lainnya 3.55 6,99 6,47 

PDRB 5.18 5,16 5,13 
        Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT-Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
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Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami 

peningkatan secara nominal yaitu pada tahun  2017 sebesar Rp. 62.788 miliar naik menjadi 

Rp. 65,941 miliar pada tahun 2018, tetapi berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 

PDRB Provinsi NTT sedikit melambat pada tahun 2018 sebesar 5,13 persen dibandingkan 

pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,16 persen. Seluruh lapangan usaha pada tahun 2018 

mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 

dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,16 

persen. 

 

2.2.2 Laju Inflasi 

Pada tahun 2018 ini, Nusa Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 3,07 persen, 

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,00 persen. Inflasi ini 

dipicu oleh naiknya harga semua kelompok komoditas pengeluaran kecuali kelompok 

komoditas bahan makanan. Menurut kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi di tahun 2018 

terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi sebesar 6,61 persen, diikuti 

kelompok bahan makanan sebesar 3,89 persen, dan kelompok makanan jadi, minuman, 

rokok dan tembakau yang naik sebesar 2,63 persen. Di tahun 2018, penyebab utama 

terjadinya inflasi di Nusa Tenggara Timur didorong oleh kenaikan indeks harga pada 

kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan. Seluruh kelompok 

pengeluaran selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga. 

 

Tabel 2.5 

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur 

Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), 2016–2018 

Wilayah Inflasi 
IHK 

Desember 
2016 

IHK 
Desember 

2017 

IHK 
Desember 

2018 

Inflasi (%) 

2016 2017 
2018  

(Laju Inflasi Tahun 
Kelender **) 

Bahan Makanan 126.74 123.63 128.44 3,86 -2,46 3.89 

Makan Jadi, Minuman, 
Rokok & Tembakau 

144.46 148.87 
152.79 

8,83 3,05 
2.63 

Perumahan 123.63 128.50 130.36 0,77 3,93 1.45 

Sandang 125.04 129.66 130.32 3,84 3,70 0.51 

Kesehatan 115.73 117.70 119.05 2,72 1,70 1.15 

Pendidikan, Rekreasi & 
Olahraga 

126.99 132.66 
134.72 

2,82 4,46 
1.56 

Transportasi & 
Komunikasi 

130.11 134.68 
143.59 

-2,52 3,51 
6.61 

Nusa Tenggara Timur 128,12 130,68 134.70 2,48 2,00 3.07 

Nasional 126.71 131.28 135.39 3.02 3.61 3,16 

 Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2018 

 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa selama tahun 2018, kecenderungan inflasi yang 

terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional,artinya bahwa inflasi 
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yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi 

internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi yang terjadi secara Nasional. Diawal tahun 2017 pada bulan Januari, Nusa 

Tenggara Timur mengalami inflasi sebesar 0,94 persen yang disebabkan karena naiknya 

harga-harga pada kelompok bahan makanan akibat perubahan cuaca. Puncak inflasi terjadi 

pada bulan Desember 2017 yang mencapai 1,84 persen yang disebabkan oleh kenaikan 

harga komoditas bahan makanan dan transportasi yang bertepatan dengan hari raya Natal 

dan Tahun Baru.   

 

2.2.3 PDRB Per Kapita 

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan  nilai PDRB per kepala atau per 

satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi NTT sejak tahun 

2015 sebesar Rp. 14,87 juta meningkat menjadi Rp. 17,24  juta pada tahun 2017. 

Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi 

dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ketahun juga cenderung 

mengalami peningkatan. Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2015 

sebesar Rp. 11.66 juta meningkat menjadi Rp. 11,88 juta pada tahun 2017. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.6 

PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2015 - 2017 

U r a i a n 2015 2016 2017 

Nilai PDRB (Miliar Rp) 

- ADHB 76,120,8 83,947,8 91,159,7 

- ADHK 2010 56,770,8 59,705,3 62,788,1 

PDRB perkapita (Ribu Rp) 

- ADHB 14,867,1 16,132,9 17,241,6 

- ADHK 2010 11,661,0 11,474,1 11,875,5 

Pertumbuhan 

PDRB perkapita ADHK 2010 7,2 (1,6) 3,5 

Jumlah penduduk (000 org) 5 120,1  203,5 5 287,2 
              Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 

 

2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio) 

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat 

ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 

1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, 

atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.  

Indeks Gini NTT berada dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada 

kisaran 0.30-0.40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, 

meskipun PDRB per kapita rendah. Indeks Gini NTT relatif stabil pada angka 0,34-0,36 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, indeks Gini sebesar 0.36, menurun pada tahun 2013 
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menjadi 0,35, naik menjadi 0.36 pada tahun 2014, menurun lagi tahun 2015 menjadi 0,34 

dan pada tahun 2016 dan 2017 naik menjadi masing-masing 0,36, sedangkan Indeks Gini 

Provinsi NTT pada bulan Maret 2018 sebesar 0,35. Dengan demikian, tingkat pendapatan 

antara masyarakat miskin dan kaya yang relatif tidak berbeda signifikan, baik pada 

masyarakat kota maupun masyarakat desa. Jika dibandingkan nasional senilai 0,39, maka 

indeks Gini NTT lebih rendah. 

Tabel 2.7 

Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 Maret 

2018 

Rasio Gini 0,35 0,36 0,34 0,36 0,36 0,35 

         Sumber : BPS NTT-Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT 

 

 

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah 

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar 

hidup layak. Dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. 

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk 

mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah 

dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan 

indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang 

dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang 

mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah  negara maju, negara 

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan 

ekonomi terhadap kualitas manusia.  

IPM NTT periode 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,86%. IPM 

NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2016 sebesar 67,75 menjadi 68,28 pada tahun 2017 

atau meningkat  sebanyak 0,36 dalam kurun waktu tiga tahun. Berdasarkan rata-rata 

nasional sejak tahun 2005 hingga tahun 2012, NTT berada  pada posisi 31 dari 34 Provinsi. 

Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal jauh. Pada tahun 

2012 IPM NTT 60,81 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 

67,70, terus tertinggal hingga tahun 2017 IPM NTT 63,73, IPM rata-rata nasional sudah 

mencapai 70,81.   

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Standar_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_maju
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_terbelakang
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Tabel 2.8 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

di Provinsi NTT Menurut Komponen, 2013-2017 

Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Usia Harapan Hidup (thn) 65,81 65,91 65,96 66,04 66,07 

Harapan Lama Sekolah (thn) 12,27 12,65 12,84 12,97 13,07 

Rata-rata Lama Sekolah (thn) 6,76 6,85 6,93 7,02 7,15 

Pengeluaran per Kapita (Rp.000) 6.899 6.934 7.003 7.122 7.350 

IPM NTT 61,68 62,26 62,67 63,13 63,73 

IPM Rata-rata Nasional 68,31 68,90 69,55 70,18 70,81 

 Sumber: BPS NTT, 2017 

 

2.2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah  

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai 

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka 

rata-rata lama sekolah di NTT terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 rata-rata 

lama sekolah di NTT mencapai 6,93 tahun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,02 tahun 

dan pada tahun 2017 menjadi 7,15 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di 

NTT hanya mencapai kelas-7.  

 
 

Tabel 2.9 

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Wilayah 

Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut 

Kabupaten/Kota (Tahun) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumba Barat 6,37 6,38 6,44 6,45 6,51 

Sumba Timur 5,98 6,14 6,31 6,48 6,73 

Kupang 6,71 6,84 6,88 6,93 7,1 

Timor Tengah Selatan 5,94 5,98 6,26 6,27 6,39 

Timor Tengah Utara 6,22 6,69 6,87 7,13 7,14 

Belu 6,95 7,03 7,05 7,06 7,07 

Alor 7,68 7,74 7,75 7,76 7,77 

Lembata 7,07 7,44 7,51 7,52 7,58 

Flores Timur 6,74 6,86 6,98 6,99 7,12 

Sikka 6,49 6,53 6,54 6,55 6,56 

Ende 7,03 7,3 7,37 7,38 7,63 

Ngada 7,47 7,51 7,6 7,61 7,85 

Manggarai 6,76 6,79 6,81 6,97 6,98 

Rote Ndao 6,11 6,16 6,45 6,67 6,98 

Manggarai Barat 6,65 6,8 6,81 6,82 7,14 

Sumba Tengah 5,07 5,1 5,12 5,21 5,51 
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Wilayah 

Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut 

Kabupaten/Kota (Tahun) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumba Barat Daya 5,97 6,01 6,29 6,3 6,31 

Nagekeo 6,98 7,14 7,33 7,34 7,52 

Manggarai Timur 6,04 6,42 6,43 6,44 6,45 

Sabu Raijua 5,24 5,54 5,56 5,68 6,02 

Malaka 5,64 6,07 6,08 6,31 6,32 

Kota Kupang 11,35 11,41 11,43 11,44 11,45 

Nusa Tenggara Timur 6,76 6,85 6,93 7,02 7,15 

    Sumber : BPS NTT, 2018 

 

 

2.2.7 Harapan Lama Sekolah 

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. 

Harapan lama sekolah di NTT menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 

2016 harapan lama sekolah di NTT mencapai 12,97 tahun, meningkat pada tahun 2017 

menjadi 13,07 tahun.   

Tabel 2.10 

Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Wilayah 

Harapan Lama Sekolah Menurut 

Kabupaten/Kota (Tahun) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumba Barat 11,88 12,11 12,4 12,64 12,87 

Sumba Timur 11,74 12,02 12,04 12,3 12,79 

Kupang 13,13 13,45 13,47 13,48 13,49 

Timor Tengah Selatan 12,03 12,51 12,52 12,53 12,54 

Timor Tengah Utara 13,03 13,24 13,26 13,27 13,28 

Belu 11,02 11,41 11,80 12,02 12,24 

Alor 10,94 11,25 11,41 11,64 12,08 

Lembata 11,19 11,50 11,86 12,23 12,25 

Flores Timur 11,09 11,49 11,9 12,38 12,88 

Sikka 11,03 11,38 11,54 11,91 12,34 

Ende 13,49 13,71 13,73 13,74 13,75 

Ngada 11,92 11,99 12,32 12,66 12,67 

Manggarai 10,90 11,29 11,60 11,92 12,32 

Rote Ndao 11,93 12,20 12,22 12,51 12,91 

Manggarai Barat 9,89 10,15 10,41 10,67 11,09 

Sumba Tengah 12,12 12,59 11,65 11,93 12,31 

Sumba Barat Daya 11,23 11,44 12,79 13,02 13,03 

Nagekeo 11,17 11,39 11,61 11,98 12,45 

Manggarai Timur 9,91 10,15 10,30 10,58 11,04 

Sabu Raijua 11,67 12,18 12,71 13,00 13,11 

Malaka 11,34 11,56 12,01 12,28 12,75 

Kota Kupang 15,35 15,55 15,75 15,76 15,77 

Nusa Tenggara Timur 12,27 12,65 12,84 12,97 13,07 

   Sumber : BPS NTT, 2018 
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2.2.8 Jumlah Pengeluaran per Kapita 

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua 

anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. 

Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2010 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 6,615 juta meningkat 

pada tahun 2017 menjadi Rp 7,35 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita 

masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai 

Rp12,44 juta.  

 

Tabel 2.11 

Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Wilayah 

Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan 

Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumba Barat     6.672  6.714  6.776  6.914  6.997  

Sumba Timur     8.744  8.808  8.883  9.004  9.093  

Kupang     6.875  6.945  7.085  7.217  7.301  

Timor Tengah Selatan     6.005  6.061  6.118  6.360  6.676  

Timor Tengah Utara     5.626  5.679  5.799  5.930  6.164  

Belu     6.967  7.025  7.083  7.199  7.251  

Alor     6.223  6.284  6.346  6.468  6.553  

Lembata     6.794  6.857  6.888  7.010  7.084  

Flores Timur     7.048  7.099  7.150  7.237  7.442  

Sikka     7.500  7.559  7.618  7.740  7.855  

Ende     8.491  8.551  8.679  8.801  8.841  

Ngada     8.002  8.070  8.085  8.195  8.649  

Manggarai     6.706  6.790  6.875  7.008  7.056  

Rote Ndao     5.800  5.873  5.946  6.110  6.320  

Manggarai Barat     6.862  6.937  7.012  7.149  7.269  

Sumba Tengah     5.828  5.880  5.822  5.907  5.946  

Sumba Barat Daya     5.755  5.788  5.933  6.079  6.134  

Nagekeo     7.830  7.868  7.906  8.054  8.119  

Manggarai Timur     5.170  5.208  5.246  5.396  5.643  

Sabu Raijua     4.717  4.748  4.781  4.923  5.120  

Malaka     5.495  5.512  5.563  5.658  5.726  

Kota Kupang  12.676  12.766  12.856  12.986  13.028  

Nusa Tenggara Timur     6.899  6.934  7.003  7.122  7.350  

                    Sumber : BPS NTT, 2018 
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2.2.9 Umur Harapan Hidup 

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat 

kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2015 

angka  umur harapan hidup sebesar 65,96 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada 

tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 66 tahun. Tahun 2016 angka 

umur harapan hidup sebesar 66,04 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 

2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun, dan pada tahun 2017 angka 

umur harapan hidup sebesar 66,07. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin 

meningkat namun tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 1-5 bulan. 
 

 

Tabel 2.12 

Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Wilayah 
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumba Barat 66,07 66,11 66,11 66,15 66,20 

Sumba Timur 63,45 63,48 63,88 64,00 64,12 

Kupang 62,87 62,97 63,17 63,33 63,49 

Timor Tengah Selatan 65,42 65,45 65,55 65,60 65,65 

Timor Tengah Utara 65,89 65,89 66,09 66,14 66,19 

Belu 62,26 62,31 63,01 63,21 63,42 

Alor 59,71 59,73 60,23 60,35 60,47 

Lembata 65,30 65,35 65,85 66,02 66,19 

Flores Timur 63,88 63,88 64,28 64,36 64,45 

Sikka 65,68 65,70 66,10 66,20 66,30 

Ende 64,24 64,27 64,37 64,42 64,48 

Ngada 67,30 67,32 67,32 67,34 67,36 

Manggarai 64,75 64,78 65,48 65,66 65,84 

Rote Ndao 62,67 62,86 62,86 63,13 63,41 

Manggarai Barat 65,92 65,98 65,98 66,19 66,19 

Sumba Tengah 67,05 67,65 67,65 67,73 67,74 

Sumba Barat Daya 67,61 67,08 67,08 67,71 67,76 

Nagekeo 66,04 66,05 66,25 66,31 66,36 

Manggarai Timur 67,26 67,27 67,27 67,39 67,40 

Sabu Raijua 57,83 57,98 58,38 58,69 59,00 

Malaka 64,11 64,15 64,15 64,27 64,29 

Kota Kupang 68,09 68,14 68,34 68,46 68,58 

Nusa Tenggara Timur 65,82 65,91 65,96 66,04 66,07 

       Sumber : BPS NTT, 2018 
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2.2.10 Angka Kemiskinan 

Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke 

tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2015 menjadi 1.159.840 jiwa, menurun tahun 

2016 menjadi 1.149.920 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat lagi 

menjadi 1.150.790 jiwa sedangkan untuk bulan Maret tahun 2018 jumlah penduduk miskin 

sebesar 1.142.17 ribu orang. 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk 

miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan 

kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang 

terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan 

keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin 

menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. 

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang 

dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis 

kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur 

rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat 

bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar 

Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan 

yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan 

non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori 

penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806 

/kapita/bulan ditambah GK non makanan Rp.106.414 /kapita/bulan. Setiap semester, garis 

kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 

2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester.  

Garis kemiskinan NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 346.737 meningkat 

dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 322.947. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty 

Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing 

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh 

rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT 

menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman 

kemiskinan NTT 4,06 meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,69 namun menurun pada 

tahun 2017 menjadi 4,34 dan pada bulan Maret 2018 sebesar 3,90 

Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) merupakan suatu indeks 

yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara 

penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam 

perkembangannya. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,07 meningkat menjadi 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/20/akhir-2016-angka-garis-kemiskinan-semakin-tinggi


RRKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 II-21 

1,29 di tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 1,17, sedangkan pada Maret 2018 

sebesar 1,02. 
 

Tabel 2.13 
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2013-2018 

Indikator 

Angka Kemiskinan (%) 

2015 2016 2017 
Maret 2018 

(ribu) 

Jumlah penduduk miskin (jiwa) 1.159.840 1.149.920 1.150.790 1.142.17 

Garis Kemiskinan 

(rupiah/kapita/bulan) 

297.864 322.947 346.737 278.911 

Indeks kedalaman kemiskinan 

(P1) 

4,06 4,69 4,34 3,90 

Indeks keparahan kemiskinan 

(P2) 

1,07 1,29 1,17 1,02 

Persentase Penduduk Miskin NTT 22.58 22.01 21.38 21.35 

Persentase Penduduk Miskin 

Indonesia 

11.13 10.70 10.12  

   Sumber : BPS NTT-Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi NTT Desember 2018 

 

2.2.11 Angka Partisipasi Kasar  

Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut 

diperhitungkan. Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu 

tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, 

tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Dari 

perkembangan angka partisipasi kasar di NTT menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan, semakin rendah APK. Walau demikian, terjadi peningkatan angka pastisipasi 

kasar tingkat pendidikan dasar ke tingkat pendidikan menengah dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2011 berturut-turut angka partisipasi kasar pendidikan SMA/SMK/MA dari 57,92 

meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,83. Artinya terjadi perbaikan aksesibilitas 

penduduk untuk meningkatkan pendidikan. 
 

 

Tabel 2.14 

Angka Partisipasi Kasar di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Jenjang 
Pendidikan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang 

Pendidikan 

2013 2014 2015 2016 2017 

PAUD N/A N/A 56,32 57,44 58,32 

SD/MI 113,44 114,68 116,46 114,12 114,05 

SMP/MTs 80,25 88,66 88,96 89,56 91,35 

SMA/SMK/MA 64,85 71,86 75,54 79,34 78,83 

       Sumber : BPS NTT, 2017 

 

APK PAUD tertinggi 58,32 dicapai pada tahun 2017 dan terendah 56,32 di tahun 

2015. APK SD/MI tertinggi 114,68 dicapai pada tahun 2014 dan terendah 113,44 di tahun 
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2013. APK SMP/MTs tertinggi 91,35 dicapai tahun 2017 dan terendah 80,25 pada tahun 

2013. APK SMA/SMK/MA tertinggi 79,34 di tahun 2016 dan terendah 64,85 pada tahun 

2013. 

 

2.2.12 Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur 

jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok 

umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) 

turut diperhitungkan. Angka partisipasi murni di NTT mengalami peningkatan walau masih 

berada di bawah rata-rata nasional. Angka partisipasi murni di NTT pada jenjang 

pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan dari 40,84% menjadi 53,32% pada tahun 

2017. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs, maka terjadi angka putus  

sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 13,84%. APM SD/MI tertinggi 

95,40 tahun 2017 dan terendah 92,13 di tahun 2012. SMP/MTs tertinggi 67,16 di tahun 

2017 dan terendah 55,93 tahun 2013. SMA/SMK/MA tertinggi dicapai pada tahun 2017 

pada angka 53,32 dan terendah 38,62 pada tahun 2013.  

Tabel 2.15 

Angka Partisipasi Murni di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Jenjang 

pendidikan 

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 

2013 2014 2015 2016 2017 

SD/MI 93,60 94,56 94,95 95,24 95,40 

SMP/MTs 59,24 65,86 66,32 66,56 67,16 

SMA/SMK/MA 47,31 52,15 52,51 52,87 53,32 

Perguruan Tinggi N/A N/A N/A N/A 16,55 

       Sumber : BPS NTT, 2017 

Terdapat selisih yang cukup besar pada masing-masing jenjang apabila data APK 

dibandingkan dengan APM sebagai contoh untuk jenjang SD/MI terdapat selisih senilai 

18,65% dikarenakan pada Tahun 2017, terdapat 31.328 siswa yang mengulang untuk 

jenjang SD, demikian juga untuk jenjang SMP, terdapat selisih senilai 24,19%, dikarenakan 

pada Tahun 2017 terdapat 720 siswa yang mengulang untuk jenjang SMP, Hal ini berlaku 

juga untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, terdapat selisih sebesar 25,51% dikarenakan 

terdapat 419 siswa yang mengulang untuk untuk level SMA serta 149 untuk jenjang SMK.  

Untuk nilai APS di Provinsi NTT, secara umum makin tinggi jenjang pendidikan, semakin 

rendah pula nilai APS. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah. Pada 

Tahun 2017 terdapat 1.980 siswa SD yang putus sekolah yang meningkat menjadi 2.872 

siswa yang putus sekolah pada Tahun 2018. Rincian angka mengulang dan angka putus 

sekolah selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. 16 

Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang untuk  jenjang pendidikan 

SD, SMP, SMA dan SMK di NTT Tahun 2017 dan 2018 

No. Indikator 
Tingkat Pendidikan 

SD SMP SMA SMK 

Tahun 2017 

1. Putus Sekolah 1.980 2.501 2.256 1.485 

2. Mengulang 31.328 720 419 149 

Tahun 2018 

1. Putus Sekolah 2.872 3.127 2.410 1.609 

2. Mengulang 28.822 1.000 371 330 
              Sumber: Data verifikasi PDSPK November 2018, Kementerian Dikbud 

 

 

2.2.13 Angka Partisipasi Sekolah 

Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu 

terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan 

Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS NTT mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 APS dengan kelompok umur 7-12 tahun 

92,34 meningkat tahun 2017 menjadi 98,27. Demikian halnya dengan kelompok umur 13-

15 tahun dan 16-18 tahun masing masing meningkat dari 89,39 menjadi 94,76 dan dari 

64,90 menjadi 74,65. Namun untuk kelompok umur 5-6 tahun mengalami penurunan dari 

35,05 pada tahun 2015 menjadi 16,11 di tahun 2017. 

Tabel 2.17 

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Kelompok 
Umur 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur 

2013 2014 2015 2016 2017 

5-6 N/A N/A 35,05 31,18 16,11 

7- 12 92,34 97,99 98,13 98,24 98.27 

13-15 89,39 94,26 94,39 94,60 94,76 

16-18 64,90 73,96 74,25 74,56 74,65 

19-24 
22,88 26,22 26,54 26,75 27,80 

Sumber : BPS NTT, 2017 

 

2.2.14 Angka Buta Huruf 

Angka Buta Huruf (ABH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap 

penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH NTT pada tahun 2017 mengalami penurunan 

dibanding tahun 2016. Pada tahun 2017 ABH NTT sebesar 7,25%, turun sebesar 0,15% 

dibanding tahun 2016 sebesar 7,40%. ABH tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya 

sebesar 18,28%, disusul Kabupaten Sumba Tengah 15,4%, dan Kabupaten Sumba Barat 

15,11%. ABH terendah di Kota Kupang 0,97%, disusul Kabupaten Ngada 1,62% dan 

Kabupaten Lembata 2,7%. 
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Tabel 2.18 
Angka Buta Huruf di Provinsi NTT Tahun 2015-2017 

Wilayah 

Persentase Buta Huruf (Persen) 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Sumba Barat 15,43 13,26 13,52 17,08 13,8 16,83 16,23 13,52 15,11 

Sumba Timur 4,25 6,36 7,16 8,63 9,95 9,36 6,38 8,10 8,23 

Kupang 6,04 7,20 5,67 8,72 9,11 8,39 7,35 8,13 6,99 

Timor Tengah 
Selatan 

10,00 10,59 9,34 14,23 15,03 14,03 12,15 12,86 11,74 

Timor Tengah Utara 8,66 7,23 5,79 10,37 8,38 9,71 9,53 7,81 7,78 

Belu 9,78 9,43 7,91 11,15 12,01 12,15 10,47 10,73 10,04 

Alor 3,29 1,92 2,25 5,19 5,78 5,38 4,28 3,93 3,89 

Lembata 2,05 0,86 1,61 8,17 7,16 3,62 5,40 4,30 2,70 

Flores Timur 4,28 2,90 2,74 9,38 7,28 7,96 6,99 5,23 5,52 

Sikka 5,81 4,29 7,18 6,53 10,61 10,07 6,20 7,69 8,73 

Ende 2,48 3,20 1,83 4,86 7,04 3,72 3,76 5,26 2,84 

Ngada 1,63 1,39 1,64 3,10 1,61 1,60 2,39 1,50 1,62 

Manggarai 3,31 3,73 2,29 6,28 6,16 6,92 4,84 4,98 4,67 

Rote Ndao 6,79 8,06 8,37 7,33 7,34 8,11 7,05 7,71 8,25 

Manggarai Barat 2,57 1,99 1,62 4,32 4,69 6,19 3,46 3,36 3,94 

Sumba Tengah 7,14 6,26 11,76 11,9 12,67 19,34 9,43 9,35 15,4 

Sumba Barat Daya 13,92 17,15 16,77 17,43 19,3 19,87 15,62 18,2 18,28 

Nagekeo 3,72 4,11 4,78 5,25 5,79 3,84 4,52 4,99 4,29 

Manggarai Timur 1,97 2,84 2,84 3,12 4,35 5,14 2,56 3,61 4,01 

Sabu Raijua 11,39 10,21 8,01 10,82 12,46 11,07 11,11 11,3 9,50 

Malaka 16,28 11,87 12,06 15,89 13,38 13,26 16,07 12,66 12,70 

Kota Kupang 0,76 0,35 0,98 1,51 0,55 0,95 1,12 0,45 0,97 

Nusa Tenggara 
Timur 

6,11 6,07 5,87 8,39 8,69 8,58 7,27 7,40 7,25 

Sumber : BPS NTT, 2017 

 

2.2.15 Jumlah Kasus Kematian Bayi, Anak Balita dan Balita 

Kasus kematian bayi, anak balita dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif. 

Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi tahun 2016 sebanyak 1.689 jiwa, jumlah kematian 

anak balita tertinggi sejumlah 449 jiwa terjadi tahun 2016 dan jumlah kematian balita 

tertinggi sejumlah 1.174 pada tahun 2017. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di 

Kabupaten Kupang tahun 2015 sebanyak 198 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi 

terjadi tahun 2015 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan jumlah kematian balita 

tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 sejumlah 170 jiwa.  
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Tabel 2.19 

Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita 

Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 
Kasus Kematian 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kasus kematian bayi 1.286 1.280 1.300 1.088 1.044 

Jumlah kasus kematian balita 1.478 1.437 1.480 1.268 1.174 
            Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017 

 

2.2.16 Jumlah Kasus Kematian Ibu 

Kasus kematian ibu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 

jumlah kematian ibu 176 kasus, menurun tahun 2014 sejumlah 158 kasus, umtuk tahun 

2016 dan 2017 masing-masing menjadi 182 kasus menurun menjadi  163 kasus.  
 

Tabel 2.20 

Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 
Kasus Kematian Ibu 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah kasus kematian ibu 176 158 176 182 163 

   Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017 
 

2.2.17 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang 

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, 

atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang 

dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang 

Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita. 

Tabel 2.21 

Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang 

2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase gizi buruk 1,10 1,00 0,96 0,87 0,87 

Persentase gizi kurang 6,90 7,15 4,16 2,50 2,84 
      Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2017 

 

Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke 

tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kenaikan justru terjadi pada 

persentase balita dan baduta wasting dan underweight. 

Tabel 2.22 

Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight 

di NTT Tahun 2015-2017 

Kelompok 

Umur 
Indikator 

NTT Tahun Indonesia 

2015 2016 2017 2017 

Baduta Stunting 32,7 32,1 29,8 20,1 

 Wasting 11,7 17,5 17,9 12,8 

 Underweight 18,9 23,0 22,8 14,8 

Balita Stunting 41,2 38,7 40,3 29,6 

 Wasting 13,6 17,4 15,8 9,5 

 Underweight 25,6 28,2 28,3 17,8 

            Sumber : Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017 

https://www.lusa.web.id/tag/nutrisi/
https://www.lusa.web.id/tag/kalori/
https://www.lusa.web.id/tag/balita/
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2.2.18 Rasio penduduk yang bekerja 

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 96,17% dengan  tingkat 

partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 2.219.291 jiwa dan rasio penduduk yang 

bekerja pada tahun 2017 naik menjadi 96,73% atau sebanyak 2.320.061 jiwa dan Tingkat 

partisipasi angkatan kerja 69,09%, tingkat pengangguran terbuka 78.548 jiwa atau 3,27%  

sedangkan sampai dengan bulan Agustus 2018  rasio penduduk yang bekerja sebesar 

96,99% atau sebanyak 2.411.533 jiwa dengan TPAK sebesar 70,17% dan TPT sebesar 

74.748 jiwa atau 3,01%. 

Tabel 2.23 

Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2017 

No. Kegiatan Utama 2015 2017 Agustus 2018 

A. Angkatan Kerja 2.307.737 2.398.609 2.486.281 

1 Bekerja 2.219.291 2.320.061 2.411.533 

2 Pengangguran Terbuka 88.846 78.548 74.748 

B. Bukan Angkatan Kerja 1.024.663 1.073.247 1.056.838 

1 Sekolah 406.687 377.245 388.407 

2 Mengurus Rumah Tangga 479.617 562.544 547.798 

3 Lainnya 138.359 133.458 120.633 

Jumlah 3.471.856 3.333.400 3.543119 

Rasio penduduk yang berkerja 96,17 96,73 96,99 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,83 3,27 3,01 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) 

69,25 69,09 70,17 

  Sumber : BPS NTT, 2017 

 

 

2.2.19 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja 

antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat 

perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan 

atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat. Ketidakadilan gender 

merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem budaya dan struktur sosial, sehingga 

perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut.    

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar 

pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. 

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan 

perempuan.  Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang 

mengukur peran aktif  perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan 

dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan 

pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. 

Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan nilai IPM yang rendah, namun memiliki 

gap IPG dan IPM yang paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya, dengan besaran rasio 

96,66 persen. Nilai IPG tahun 2013 sebesar 65,99 dan IDG 68,28. Kecilnya gap pencapaian 
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IPM dan IPG di NTT menunjukkan bahwa pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan 

perempuan di NTT tidak jauh berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan gender di 

NTT relatif paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya. Kecilnya gap tersebut terutama 

disebabkan oleh besaran sumbangan pendapatan penduduk perempuan NTT terhadap total 

pendapatan yang paling tinggi di antara lainnya. Sumbangan pendapatan ini dihitung dari 

upah buruh yang bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian. 
 

Tabel 2.24 
Indeks Pembangunan Gender NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017 

Indeks 2013 2014 2015 2016 2017 

Indeks Pembangunan 

Gender 

NTT 91,74 92,76 92,91 92,72 92,44 

Indonesia 90,19 
 

90,34 91,03 90,82 90,96 

Indeks Pemberdayaan 

Gender 

NTT 59,81 63,06 64,75 65,07 63,76 

Indonesia 70,46 70,68 70,83 71,39 71,74 
   Sumber : BPS NTT, 2018 

 

Kesetaraan gender tidak bisa dicapai tanpa dukungan kebijakan-kebijakan yang 

mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Di Provinsi NTT, sampai 

dengan saat ini, tidak ada kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah maupun instrumen atau 

alat yang bisa digunakan untuk mengarusutamakan gender. 

 

2.2.20 Keluarga Pra Sejahtera 

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, 

papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuan sosial 

psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal 

dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat mampu memenuhi 

kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti 

kebutuhan untuk menabung, dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah 

keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis 

dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur 

bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga 

Sejahtera II, III dan III Plus terlihat pada tabel di bawah ini. 
 

 

Tabel 2.25 

Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi NTT Tahun 2013-2014 

Indikator 2013 2014 

Keluarga Pra Sejahtera 627.401 625.096 

Keluarga Sejahtera I 296.833 208.491 

Keluarga Sejahtera II,III, III Plus 199.165 1.448.147 

Jumlah 1.123.399 2.281.734 
  Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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Dari Tabel 2.25, terlihat adanya peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera II, III dan 

III plus dari tahun 2013 ke tahun 2014. Secara persentase pada tahun 2014 Keluarga 

Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 36,53% dan Keluarga Sejahtera II, III dan III plus sebesar 

63,47%. 

 

2.2.21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah 

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut 

pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 

sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
 

Tabel 2.26 

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Opini BPK Atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah 

WDP WDP WDP WTP WTP 

             Sumber : SIPD Provinsi NTT, 201 

 

2.2.22 Daya Dukung Pangan 

Tabel 2.26 menjelaskan bahwa daya dukungan pangan di Provinsi NTT untuk Pangan 

Non Beras mengalami surplus sebesar 1.696.501 ton sedangkan pada pangan beras 

mengalami defisit sebesar 15.700 Ton. Dengan demikian dari sisi pemenuhan kebutuhan 

pangan berbasis karbohidrat perlu adanya diversifikasi pangan.  

Tabel 2.27 

Daya Dukung Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 

Uraian Jumlah Penduduk Satuan 

Kebutuhan 

Ton/tahun 

setara beras 

Surplus/Defisit 

Jumlah Penduduk                            5,287,302  Orang 734,935  

Beras 719,235 Ton 

 

-15,700 

Pangan Non Beras 2,431,436 Ton  1,696,501 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2017 

 

2.2.23 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan 

keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama 

pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk 

menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun 

perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.  

Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam 

perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama 

penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang 
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dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan 

gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

pola pangan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik. 

Tabel 2.28 

Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2012-2016 

Indikator 
Tahun (%) 

2013 2014 2015 2016 

Skor PPH 66,2 65,0 71,3 73,0 

   Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

 

2.2.24 Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB 

Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB NTT mencakup urusan pilihan dengan 

melibatkan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan 

dan perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disumbang oleh pertanian 

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuhan. 

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB NTT berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,99%, turun pada tahun 

2015 menjadi 24,97%, turun lagi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 23,95% dan 

23,57%. 

Kontribusi sektor pariwisata didukung dengan lapangan usaha akomodasi, makan 

minum dan transportasi menunjukkan kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada 

tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB NTT mencapai angka 5,83% 

meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,16%. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan 

terhadap PDRB NTT tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti sejak tahun 2014-2017.  

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTT terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2014 sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB NTT 4,72% 

meningkat di tahun 2017 menjadi 5,01%. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan 

terhadap PDRB NTT cenderung menurun sejak tiga tahun lalu. Pada tahun 2014 sebesar 

1,44% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,30%. 

Berbeda dengan sektor pertambangan, di sektor perdagangan sumbangan terhadap 

PDRB NTT terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 10,65% meningkat tahun 2017 

menjadi 11,05%. Sedangkan sektor industri dengan lapangan usaha berupa industri 

makanan, industri tekstil, industri kayu, industri galian memberikan kontribusi realatif 

rendah dari tahun 2014 hingga tahun 2017. 
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2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 

Tabel 2.29 

Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT Tahun 2014-2017 

Indikator 
Tahun (Persen) 

2014 2015 2016 2017 

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 24,99 24,97 23,95 23,57 

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 5,83 5,89 6,09 6,16 

Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB 0,15 0,15 0,15 0,14 

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB 4,72 4,77 4,87 5,01 

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB 1,44 1,41 1,39 1,30 

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 10,65 10,87 11,10 11,05 

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 1,23 1,24 1,23 1,26 

  Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

 

 

 

 
 

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang 

dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik pada urusan wajib dan 

urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan 

penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, 

usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, 

perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi 

dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan 

bangsa dan politik dalam negeri 

 

2.3.1 Layanan Urusan Wajib  

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun 

tidak terkait pelayanan dasar 

 

2.3.1.1 Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

2.3.1.1.1 Pendidikan 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan 

pendidikan Provinsi NTT diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan 

kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan 

untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan. 
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A. Angka Partisipasi Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap 

penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang 

bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-

2017 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.30 
Angka Partisipasi SekolahTahun 2013-2017  

NO INDIKATOR APS NTT TAHUN APS INDONESIA 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 

1 
7 – 12 tahun 

Sekolah Dasar (SD/MI) 
92,34 97,99 98,13 98,24 98,27 99,14 

2 

13-15 tahun 

Sekolah Menengah 

Pertama (SMP/MTs) 

89,39 94,26 94,39 94,60 94,76 95,08 

3 

16-18 tahun 

Sekolah Menengah Atas 

(SMA/SMK/MA) 

64,90 73,96 74,25 74,56 74,65 71,42 

4 
19-24 tahun 

Perguruan Tinggi 
22,88 26,22 26,54 26,75 27,80 24,77 

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018 
 

Berdasarkan tabel di atas,  dapat dilihat per jenjang usia sekolah, yaitu usia SD, 

usia SMP dan usia SMA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur angka partisipasi sekolah 

yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 98 persen, artinya 

hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang 

mengenyam pendidikan di SD. Pada usia 13-15 tahun atau usia SMP, APS sebesar 

94,76% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 74,65%. APS terendah 

berada pada usia 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi sebesar 27,80%. APS pada 

setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan 

jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Nusa Tenggara Timur secara 

persentase mengalami peningkatan, bahkan pada usia SMA dan Perguruan Tinggi, APS 

NTT berada di atas APS nasional, namun untuk usia SD dan SMP masih berada di 

bawah APS nasional. 
 

 

B. Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah  

Rasio sekolah dengan murid mengindikasikan kemampuan untuk menampung 

semua penduduk usia pendidikan. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin 

baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid 

diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 2.31 

Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017 

Rasio Sekolah Terhadap Siswa 2013 2014 2015 2016 2017 

SD 1:179 NA 1:164 1 : 88 1 : 116 

SMP 1:207 NA 1:206 1 : 96 1 : 109 

SMA/MA/ SMA/LB 1:414 NA 1:299 1 : 84 1 : 136 

SMK 1:336 NA NA 1 : 73 1 : 108 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

C. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah 

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan 

dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan 

sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur 

jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru 

Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2.32 

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah  

Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Jenjang pendidikan Tahun Sekolah Murid Guru Rasio Murid-Guru 

SD/MI 2013 4.910 867.045 24.892 34,83 

 2014 4.977 817.680 25.872 31,60 

 2015 5 116 840.208 54.827 15,32 

 2016 5.171 823.742 53.447 15,41 

 2017 5,226 800,926 50,685 15,80 

SMP/MTs 2013 1.453 293.126 9.677 30,29 

 2014 16.16 325.742 10.56 30,85 

 2015 1 599 328.827 24.567 13,38 

 2016 1.667 342.498 23.757 14,42 

 2017 1,730 350,169 24,936 14,04 

SMA/SMK/ MA 2013 623 202.081 25.205 8,02 

 2014 864 221.371 21.585 10,26 

 2015 748 223.436 17.509 12,76 

 2016 792 253.361 18.452 13,73 

 2017 825 267.469 20.169 13,26 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Dalam periode 2013 – 2017, terjadi perbaikan rasio Murid-Guru di semua 

tingkatan, baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, rasio Murid-

Guru mencapai 15,80 (SD/MI), 14,04 (SMP/MTs) dan 12,26 (SMA/SMK/MA). Angka-

angka ini sudah lebih baik dari pada standar yang diatur dalam Permendikbud 23 tahun 

2013. 

 

D. Angka Putus Sekolah  

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak 

bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. 

Berdasarkan data dari kemendikbud,  angka putus sekolah dasar (SD/MI) di tahun 2013 
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sebesar 1,88 persen, capaian kondisi akhir di tahun 2017 menjadi sebesar 1,04 persen, jauh 

lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,53 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah 

menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,70 

persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 3,77 persen, jauh 

lebih tinggi dari pada angka nasional sebesar 1,76 persen. Berikutnya di tingkat pendidikan 

sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA),  kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 

1,80 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,57 persen, 

lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,55 persen. 

Tabel 2.33 

Angka Putus Sekolah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

NO URAIAN 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 NAS 

1 Sekolah Dasar (SD/MI) 1,88 1,32 0,69 0,30 1,04 0,53 

2 
Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTs) 1,70 1,31 1,23 6,02 3,77 1,76 

3 
Sekolah Menengah Atas 

(SMA/SMK/MA) 1,80 0,59 2,49 8,60 4,57 3,55 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

E. Angka Melanjutkan Pendidikan 

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan 

setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. 
 

Tabel 2.34 

Angka Melanjutkan Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Tahun NAS 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 

1 
Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTs) 
NA NA 85,34 84,61 91,33 90,08 

2 
Sekolah Menengah Atas 

(SMA/SMK/MA) 
NA NA 86,97 74,38 85,45 77,50 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 
 

Berdasarkan tabel di atas, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar 

(SD/MI) ke tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) tahun 2015 

sebesar 85,34 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 menjadi sebesar 91,33 persen, 

lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 90,08 persen. Berikutnya angka melanjutkan 

pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs) ke tingkat pendidikan 

sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA),  kondisi angka melanjutkan pendidikan tahun 

2015 sebesar 86,97 persen turun menjadi 85,45 persen di tahun 2017, namun masih lebih 

tinggi dari pada rata-rata nasional sebesar 77,50 persen. 
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F. Kompetensi Guru 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Melalui 

arahan dan bimbingan guru yang profesional, peserta didik bisa berkembang menjadi 

sosok yang cerdas dan terpelajar. Peserta didik diharapkan menjadi generasi yang handal 

dan berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi 

persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik di 

tingkat nasional maupun internasional. 

Guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses 

pendidikan, sehingga kualifikasi dan kompetensi guru perlu dievaluasi. Pasal 8 Undang-

Undang No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani 

serta memiliki kemampuan melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, 

sementara kompetensi guru diperoleh melalui standar pendidikan profesi. Menurut 

Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah, yaitu: 

1. Guru pada SD/MI atau bentuk lain sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik 

pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang 

pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau Psikologi yang diperoleh dari 

Program studi yang terakreditasi. 

2. Guru pada SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/ Sederajat dan SMK/MAK/ Sederajat 

harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) 

atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu dan diperoleh dari program strudi yang terakreditasi. 

 

Gambar 2.9 

Persentase Guru yang memiliki Ijazah D4/S1  

Provinsi NTT Tahun 2016 

 

 

Pada Tahun 2016, Persentase Guru yang memiliki ijazah D4/S1 Provinsi Nusa 

Tenggara Timur untuk jenjang SMP, SMA dan SMK diatas 85% dengan rincian pada 

jenjang SMP sebesar 86,5%, SMA 96,5% dan untuk Jenjang SMK sebesar 91,3%. 

Sedangkan pada jenjang pendidikan SD, persentase guru yang memiliki ijazah D4/S1 

sebesar 56%. 
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Gambar 2.10 

Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Provinsi NTT Tahun 2016 

 
 

Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan 

pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru (UKG) 

dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan 

kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan 

sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan 

profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam 

penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru 

Provinsi NTT pada Tahun 2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masih berada 

dibawah rata-rata Nasional.  

 

G. Akreditasi Sekolah 

Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu 

institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar 

mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi 

mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan 

bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dengan 

mengacu pada 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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Gambar 2.11 

Hasil Akreditasi Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan  

SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi NTT Tahun 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai dengan tahun 2017, kondisi akreditasi pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh kelompok sekolah 

yang belum terakreditasi, dengan rincian untuk jenjang SD sebesar 50,3%, SMP sebesar 

69,4%, SMA sebesar 55,1% serta SMK sebesar 83,5%. Sedangkan untuk sekolah yang 

terakreditasi A untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sebesar 1,8%, SMA sebesar 

10,5% serta SMK sebesar 1,2%. Hal ini menunjukan pemerataan kualitas pendidikan di 

Provinsi NTT yang masih sangat amat rendah.   

 

H. Kompetensi Lulusan 

Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah 

secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian 

mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.  
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Gambar 2.12 

Rata-Rata Hasil Ujian Nasional dan Skor Indeks Integritas Ujian Nasional  

Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017 

 
 

Pada Tahun 2017, rata-rata hasil ujian nasional untuk jenjang pendidikan SMP, 

SMA IPA, SMA IPS dan SMK masih berada di bawah rata-rata nasional. Demikian juga 

rata-rata Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 

tahun 2017 masih berada di bawah rata-rata nasional.  

I. Pendidikan Luar Biasa 

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi 

anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada tahun 

2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam undang-undang tersebut dikemukakan hal-hal 

yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan 

khusus, salah satunya yaitu pada Bab IV Pasal 5 (2). Warga negara yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 

pendidikan khusus, (3). Warganegara di daerah terpencil atau terbelakang serta 

masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4). 

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 

pendidikan khusus. 

Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan layanan pendidikan bagi anak 

berkebutuhan pendidikan khusus tidak hanya yang bersifat regional dan nasional, tetapi 

juga yang bersifat internasional. Beberapa diantaranya adalah: a. Deklarasi tentang Hak 

Azasi Manusia 1948, termasuk di dalamnya hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi 

semua orang – PBB. b. Konvensi tentang Hak Anak 1989 (PBB, dipublikasikan tahun 

1991) c. Pendidikan untuk Semua 1990: Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk 

Semua di Jomtien, Thailand yang menyatakan bahwa: (1) memberi kesempatan kepada 

semua anak untuk sekolah; dan (2) memberikan pendidikan yang sesuai bagi semua 

anak. Dalam kenyataannya, pernyataan tersebut belum termasuk di dalamnya anak luar 
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biasa (UNESCO, dipublikasikan tahun 1991 dan 1992) d. Peraturan Standar tentang 

Kesamaan Kesempatan untuk Orang-orang Penyandang Cacat 1993  (PBB, 

dipublikasikan tahun 1994). 

Pada Tahun 2017/2018, penduduk Provinsi NTT yang menerima layanan 

pendidikan luar biasa sebanyak 2.563 siswa, dengan komposisi terbesar pada jenjang 

umur 7-12 tahun sebesar 37%, dan usia 13-15 tahun sebesar 29%. Rincian selengkapnya, 

dapat dilihat pada Tabel 2.35.  

Tabel 2. 35 

Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur Provinsi NTT 

Tahun 2017/2018 

No. Jenjang 
< 7 tahun 

7-12 

tahun 

13-15 

tahun 

16-18 

tahun 

> 18 

tahun 

Total 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

1. Pendidikan 

Luar Biasa 

(PLB) 

42 1.64 955 37 736 29 582 23 - - 2563 100 

  Negeri 16 0.84 727 38 557 29 415 22 197 10 1913 100 

  Swasta 26 3.99 228 35 179 28 167 26 51 7.8 651 100 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 Jumlah sekolah luar biasa pada tahun 2017/2018 berjumlah 37 unit dengan 

rincian SDLB sebanyak 4 unit, SMPLB sebanyak 3 unit, SMLB sebanyak 4 unit serta 

SLB sebanyak 26 unit. Sedangkan menurut jenis pendidikan, sebanyak 7 unit SLB 

adalah sekolah swasta dari total 37 unit. Rincian gambaran mengenai sekolah luar biasa 

dapat dilihat pada Tabel 2.36. 

Tabel 2.36 

Gambaran Pendidikan Luar Biasa Provinsi NTT  

Tahun 2015/2016 sampai dengan 2017/2018 

No. Indikator 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Jumlah Sekolah 34 34 37 

 

Negeri 25 27 30 

 

Swasta 9 7 7 

2. Jumlah Siswa Baru 33 594 524 

 

Negeri 28 481 383 

 

Swasta 5 113 141 

3. Jumlah Siswa 2209 2429 2563 

 

Negeri 1679 1859 1912 

 

Swasta 530 570 651 

4. Jumlah Siswa Mengulang N/A N/A 84 

 

Negeri N/A N/A 44 

 

Swasta N/A N/A 40 

5. Jumlah Siswa Putus Sekolah N/A N/A 18 

 

Negeri N/A N/A 9 

 

Swasta N/A N/A 9 

6. Jumlah Siswa Yang Lulus 281 188 76 

 

Negeri 214 139 - 

 

Swasta 67 49 76 

7. Jumlah Guru 554 487 615 
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No. Indikator 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 

Negeri 442 390 522 

 

Swasta 112 97 93 

8 Jumlah Tenaga Kependidikan 554 57 87 

 

Negeri 442 54 82 

 

Swasta 112 3 5 

9. Jumlah Rombongan Belajar 389 517 512 

 

Negeri 306 422 427 

 

Swasta 83 95 85 

10. Jumlah Ruang Kelas 359 373 439 

 

Negeri 287 304 370 

 

Swasta 72 69 69 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.1.1.2 Kesehatan 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah memelihara kesehatan masyarakat agar 

masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif yang dilakukan melalui peningkatan 

pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan 

masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas-

fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu 

menjangkau semua elemen masyarakat. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan harus dilakukan dengan menambah kuantitas fasilitas kesehatan terkait dengan 

dan peningkatan kualitas melalui standarisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan 

melalui akreditasi. 

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita 

Perkembangan posyandu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan  namun 

rasionya fluetuatif dengan satuan  balita yang dilayani. Rasio tahun 2013 sebesar 

15.18, tahun 2014  sebesar 16.45  dan pada tahun 2017 sebesar 15.89 yang artinya 

setiap 15 posyandu dapat menampung 1.000 balita (15:1.000). Walaupun sudah 

melewati kondisi ideal dimana seharusnya 10 posyandu untuk melayani 1.000 balita, 

namun keaktifan posyandu itu sendiri masih rendah, di kondisi ini digambarkan 

bahwa pada tahun 2017 persentase posyandu aktif hanya mencapai 50,78%. 

Perkembangan posyandu dan rasio dapat diihat  pada Tabel 2.37.   

 

Tabel 2.37 
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi NTT, 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Posyandu 9.368 10.323 5.954 10.033 10.053 

Jumlah Balita 617.216 627.547 622.757 627.471 632.639 

Rasio Posyandu 

Per Satuan Balita 
15,18 16,45 9,56 15,99 15,89 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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b. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk 

Pada tahun 2016 jumlah puskesmas 384 dengan rasio sebesar 1:13.550 jiwa 

dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 396 puskesmas dengan rasio 1:13.351 jiwa, 

sudah berada dalam kondisi ideal di mana 1 puskesmas harus melayani 16.000 

penduduk, namun dengan kondisi geografis dirasa perlu ditingkatkan jumlah 

puskesmas agar dapat melayani penduduk di Daerah Terpencil, Perbatasan dan 

Kepulauan (DTPK). Pertambahan jumlah puskesmas juga diimbangi dengan 

meningkatnya jumlah polindes dan klinik/balai kesehatan yang pada  tahun 2017 

masing-masing   dengan rasio 1:5.513 jiwa untuk polindes dan rasio 1:550.760 jiwa 

untuk klinik/balai kesehatan. Namun untuk Puskesmas Pembantu mengalami 

penurunan sehingga rasio puskemas pembantu pada rahun 2017 sebesar 1 : 4.979 

yang berarti belum memenuhi rasio ideal sebesar 1 : 1.500 penduduk. 

Tabel 2. 38 

Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan  

Per  Penduduk  Provinsi NTT Tahun  2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Puskesmas 368 379 383 384 396 

- Rasio Puskesmas 1:13.461 1:13.289 1:13.368 1:13.550 1:13.351 

Puskesmas Pembantu 1.080 1.081 1.088 1.081 1.062 

- Rasio Puskesmas 

Pembantu 
1:4.587 1:4.659 1:5.625 1:4.814 1:4.979 

Polindes 755 1,022 710 944 959 

- Rasio Polindes 1:6.561 1:4.928 1:7.211 1:5.512 1:5.513 

Klinik/Balai Kesehatan 0 0 0 29 96 

- Rasio Klinik/Balai 

Kesehatan 
0 0 0 1:179.431 1:550.760 

Jumlah Penduduk 4.953.967 5.036.897 5.120.061 5.203.514 5.287.302 

          Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk 

Jumlah rumah sakit dalam periode 2013-2017 menunjukkan tren meningkat. 

Pada tahun 2013 tercatat terdapat 43 rumah sakit, meningkat pada tahun 2017 menjadi 

50 rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio rumah sakit 

dengan jumlah penduduk pada tahun 2013-2017 belum mencukupi, pada tahun 2017 

tercatat rasio sebesar 1:103.672 penduduk, sementara idealnya 1 rumah sakit untuk 

1000 penduduk (WHO). Penambahan fasilitas Rumah sakit dan rasionya seperti pada 

Tabel 2.39.  
 

Tabel 2.39 

Jumlah  dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Rumah Sakit 43 44 46 47 51 

Jumlah Penduduk 4.953.967 5.036.897 5.120.061 5.203.514 5.287.302 

Rasio Rumah Sakit 1:115.208 1:114.474 1:111.305 1:110.713 1:103.672 

    Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 
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Dengan demikian beberapa desa yang ada di pulau-pulau kecil dan pulau besar 

yang memiliki kondisi topografi berupa gunung dan lembah yang sulit dijangkau oleh 

pelayanan medis sehingga membutuhkan pelayanan khusus lewat laut dan kasus-

kasus emergensi yang membutuhkan rujukan cepat via transportasi udara. 

 

d. Rasio Dokter Dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk 

Pembangunan kesehatan harus didukung  ketersediaan  tenaga medis dan  

prasarana kesehatan. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter 

umum dan dokter gigi) sebesar 17 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2013 

sebesar 14 per 100.000 penduduk. Rasio bidan naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 

56 per 100.000 penduduk menjadi 74 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat 

turun dari keadaan tahun 2013 sebesar 108 per 100.000 penduduk menjadi 97 per 

100.000 penduduk di tahun 2017. Untuk tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, 

sanitarian, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, keterapian 

fisik dan keteknisan medik) naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 39 per 100.000 

penduduk menjadi 67 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Walaupun rasio tenaga 

kesehatan cenderung mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah kondisi 

standar. 

Tabel 2.40 
Rasio Tenaga Kesehatan  Menurut Sarana Kesehatan Provinsi NTT  

Tahun  2013-2017 

Jenis Tenaga 

Kesehatan 

Ratio Tenaga Kesehatan NTT  per 100.000 

penduduk tahun Standar 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tenaga Medis 14 20 15 15 17 62 

Bidan 56 56 72 72 74 100 

Perawat 108 108 91 92 97 173 

Tenaga 

Kesehatan 

Lainnya 

39 39 55 48 67 83 

           Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

 

e. Angka kesakitan 

Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Provinsi NTT 

fluktuatif dari tahun 2013 sampai ke tahun 2017. Angka kesakitan malaria, 

tuberkolosis, HIV, diare dan DBD mengalami penurunan yang berarti, namun tetap 

belum memenuhi target secara keseluruhan. Rincian angka kesakitan penyakit 

menular dan tidak menular tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada 

Tabel 2.41.  

 

 



RRKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 II-42 

Tabel 2.41  

Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi NTT  

Tahun 2013-2017 

No Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Angka kesakitan Malaria (Annual 

Paracite Index – API) per 1.000 

penduduk 

22 13,59 7,05 5,5 5,39 

2 Prevalensi Tuberkulosis per 

100.000 penduduk 
210 68 92 106 61 

3 Prevalensi HIV (%) pada populasi 

penduduk dewasa usia (15-49 

tahun) 

0,2 0,3 0,1 0,001 0,001 

4 Angka kesakitan diare per 1.000 

penduduk 
8,96 6 8 6 6 

5 Angka kesakitan DBD per 100.000 

penduduk 
10,7 2,45 1,06 19,82 4,00 

6 Prevalensi Kusta per 1.000 

penduduk 
0,6 0,90 1,00 0,30 1,18 

7 Angka Kesakitan Filariasis per 

1.000 penduduk 
1 1,20 0,69 6,08 3,70 

8 Persentase penduduk dengan 

hipertensi 
NA 49,12 4,64 4,72 14,30 

9 Persentase penduduk obesitas NA 16,74 0,01 3,26 12,61 

10 Persentase IVA positif pada 

perempuan usia 30-50 tahun 
NA 3,54 0,89 12,56 0,71 

11 Persentase tumor/benjolan payudara 

pada perempuan 30-50 tahun 
NA 2,76 1,50 1,33 12,11 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  

A. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik 

Jalan sebagai penghubung antar wilyah di Provinsi NTT perlu diketahui 

kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan 

darat, serta orang/penumpang dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian. 

Panjang jalan Provinsi NTT berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017 

adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% terletak di pulau-pulau Timor, Alor, Rote, 

Sabu, 39,73% di pulau Flores, Lembata dan 17,80% di pulau Sumba. 
 

Tabel 2.42 

Total Panjang Jalan Provinsi NTT tahun 2013 - 2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Panjang Jalan  Provinsi (Km) 1.397,12 1.737,37 1.737,37 1.737,37 2.650 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 
 

Peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui program pembangunan dan 

rehabilitasi jalan dan jembatan yang dilakukan tiap tahunnya. Panjang jalan dan jembatan 

yang dibangun dan direhabiltasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.43. 
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Tabel 2.43  

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 

dan jembatan Provinsi  (Km) 

41,87 55,18 59,89 38,13 87,76 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 
 

 

Pada tahun 2017 kondisi jalan dalam keadaan baik 54,49%, sementara jalan rusak 

ringan 9,41%, jalan rusak sedang sebesar 9,35% dan jalan dengan kondisi rusak berat 

26,75%. Proporsi kondisi jalan pada tahun 2017 dapat  Tabel 2.44. 

 

Tabel 2.44 

Kondisi Jalan Provinsi NTT Tahun 2017 

Kondisi Jalan Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat 

Persentase 54,49 9,41 9,35 26,75 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

B. Jaringan Irigasi Provinsi  

Pada tahun 2017, ada 52 Daerah Irigasi Pusat yang luas potensialnya 133.929 

Ha dengan luas fungsional 31.356 Ha (23,4 persen).  Daerah Irigasi  Provinsi 

sebanyak 36 daerah irigasi dengan luas potensialnya 49.326 Ha,  luas fungsional 

27.589 Ha (55,6 persen). Untuk Daerah Irigasi Kabupaten/Kota luas fungsional 

67.223 Ha. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR RI, Kabupaten dengan luas 

Daerah Irigasi terbesar adalah Manggarai (8.250 ha), Sumba Timur (6.910 ha), 

Manggarai Barat (4.731 ha), Ngada (4.544 ha) dan Sumba Barat Daya (3.589 ha). 

Tabel 2.45 

Kondisi Baik Jaringan Irigasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

No Indikator Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 

Kondisi Baik Jaringan Irigasi di 

Daerah Irigasi Kewenangan 

Provinsi (Ha) 

58.555  58.555  60.328  60.328  60.328  

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Dari Tabel 2.45, dapat dilihat bahwa tingkat kondisi baik jaringan irigasi 

terus meningkat dari 58.555 hektar are di tahun 2013 menjadi 60.328 hektar are di 

tahun 2017. 
 

C. Sumber Air Minum Rumah Tangga 

Jika dilihat sumber air minum rumah tangga, sampai dengan tahun 2017 

sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen) dan 

disusul oleh Sumur Terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air ledeng 

menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. 
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Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan 

oleh swasta) dan sumur bor/pompa. Yang menjadi perhatian utama adalah masih 

adanya pelayanan air minum rumah tangga dengan menggunakan sumur / mata air 

tidak terlindung yaitu sebesar 17,82% pada tahun 2017. 
 

Tabel 2.46 

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Tahun 

Air 

kemasan/ isi 

ulang 

Ledeng 
Sumur bor/ 

pompa 

Sumur 

terlindung 

Mata air 

terlindung 

Sumur/ mata air 

tidak 

terlindung 

Lainnya 

2013 5,43 13,62 3,45 20,33 29,53 20,05 7,59 

2014 6,10 12,16 3,31 19,26 31,55 19,78 7,84 

2015 5,10 13,89 3,58 18,37 32,92 17,72 8.42 

2016 5,69 13,49 3,60 18,05 30,56 20,81 7,79 

2017 8,10 12,42 4,99 18,31 31,51 17,82 6,85 
Sumber : Susenas 2014-2017   

 

Sedangkan untuk indikator yang diukur yaitu persentase sarana air bersih 

perdesaan naik dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60,16% pada tahun 2017.  

Sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak meningkat dari 

43,33% dari tahun 2013 menjadi 65,20% pada tahun 2017. 
 

Tabel 2.47 

Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum 

Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017 
 

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Sarana Air Bersih 

Perdesaan 

20 47,99 57,46 54,68 60,16 

2 Rumah tangga 

dengan sumber air 

minum layak 

43,33 54,88 62,72 60,04 65,20 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 
 

D. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas 

sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher 

angsa tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau 

Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan 

oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pada 

tahun 2013 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 24,91 persen, mengalami 

kenaikan sebesar 20,40  poin pada tahun 2017 menjadi 45,31%. Jika dibandingkan 

dengan rata-rata nasional sebesar 67,89%, maka tentunya masih berada di bawah 

rata-rata nasional. Gambar di bawah memperlihatkan persentase rumah tangga yang 

mempunyai akses terhadap sanitasi layak selama kurun waktu 2013-2017. 
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Gambar 2.13 

Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses 

Terhadap Sanitasi Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

 
Sumber : Statistik Perumahan Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

Pencapaian agenda prioritas nasional dan rencana strategis Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan mengarahkan 

Peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan 

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut 

meliputi pendataan, perencanaan,  dan pelaksanaan, hingga pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu 

dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam 

bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan 

perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka 

sinergi pusat dan daerah. 
 

A. Indikator Rumah Layak Huni 

Pada tahun 2013 jumlah rumah dengan atap seng mencapai 80,91 persen  

menjadi 88,16%  tahun 2017 atau meningkat meningkat 7,25%. Untuk lantai rumah 

terluas menunjukkan tertinggi lantai semen mencapai 46,65% tahun 2013  menjadi 

49,89% tahun 2017 atau meningkat 3,24%. Lantai rumah yang perlu menjadi prioritas  

peningkatan yaitu rumah lantai tanah yang  mencapai 23,37% dan lainnya 6,64% tahun 

2017.  Khusus untuk  rumah adat karena tradisi lebih memilih  lantai kayu atau semen, 

sehingga perlu dilakukan pendekatan khusus sehingga secara budaya tetap terjaga dan 

dari kebutuhan kelayakan tetap dapat dipenuhi. 

 

Tabel 2.48 

Persentase Rumah Layak Huni Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase Rumah Layak Huni 63,3 63,4 64 NA 63 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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Persentase rumah layak huni selama tahun 2013 sampai 2017 mengalami 

kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 sebesar 63,3%, menurun tipis pada tahun 

2017 menjadi sebesar 63%. 

 

B. Rumah Tidak Layak Huni  

Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta 

kesehatan penghuninya. Sampai dengan 2017, masih ada 426.990 unit rumah tidak layak 

huni di NTT, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 399.739 unit. 

Jumlah RTLH tertinggi ada di Kabupaten Sumba Barat Daya (70.213 unit), Kabupaten 

TTS (52.784 unit) dan Kabupaten TTU (30.046 unit). Jumlah RTLH terendah ada di 

Kabupaten Sumba Barat (3.380 unit), Kota Kupang (4.964 unit) dan Kabupaten Ngada 

(6.156 unit). 

 

2.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam 

meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah 

dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama  dengan Aparat Keamanan dalam 

Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, 

FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI 

dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) 

Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan 

wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 

350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, 

Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas. Jumlah linmas di tahun 

2017 sebanyak 44.876 orang. Dalam rangka Peningkatan Ketahanan Seni Budaya, untuk 

memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat 

memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi 

kehidupan beragama. Dari 22 Kabupaten/Kota  kaya akan potensi seni dan budaya serta 

keragaman yang tersebar di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah 

wadah seni dan budaya seperti art and culture center. 

 

2.3.1.1.6 Sosial 

Pembangunan kesejahtersaan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, 

wanita rawan sosial-ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain 

permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa Kabupaten 

seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang 

perlu ditangani secara serius. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang 
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Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau 

kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi 

dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 

(jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan 

gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, 

keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara 

mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.  

Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT, yaitu fakir miskin, anak 

terlantar dan korban bencana alam. Data PMKS di Provinsi NTT tahun 2013-2017 tersaji 

pada Tabel 2.49.  

Tabel 2. 49 

Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Penyandang Masalah 

Kesejateraan Sosial 
2013 2014 2015 2016 2017 

Anak Balita Terlantar 14.529 14.529 17.081 33.939 33.939 

Anak Terlantar 62.092 62.092 58.170 120.876 120.876 

Korban Tindak Kekerasan 1.470 1.470 1.663 1.429 519 

Anak Jalanan 3.672 3.672 2.965 1.259 1.259 

Anak Cacat 5.001 5.001 6.706 5.775 5.775 

Lansia Terlantar - - 36.022 52.666 - 

Wanita Rawan Sosial Ekonomi 58.511 58.511 45.276 57.236 70.185 

Penyandang Cacat 34.079 22.862 30.782 30.400 30.400 

Pemulung 1.218 1.218 1.274 1.045 1.045 

Tuna Suila 823 823 1.953 1.797 1.797 

Penyandang HIV/AIDS 2.351 319 3.700 3.700 3.700 

Pengemis 7 7 614 604 604 

Gelandangan 8 8 272 265 265 

Eks Narapidana 7.215 7.215 7.267 7.211 7.211 

Korban Penyalahgunaan Napza 166 166 345 370 370 

Keluarga Fakir Miskin 504.852 610.495 421.799 597.413 216.914 

Masyarakat Yang Tinggal di 

Daerah Rawan Bencana 
15.792 15.792 - - - 

Korban Bencana Alam 51.765 51.765 36.039 86.106 86.106 

Keluarga Bermasalah Sosial 

Psikologis 
3.515 - 2.359 2.142 2.142 

Komunitas Adat Terpencil 12.522 - 10.964 5.071 5.071 

Pekerja Migran/Deportan 362 - 1.701 805 805 

Anak Berhadapan Dengan 

Hukum 
- 3.114 190 234 234 

Anak Korban Tindak 

Kekerasan 
- - 1.024 519 519 

Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus 
- - 61 106 106 

Kelompok Minoritas - - 499 693 693 

Korban Traffiking - - 424 225 - 

Korban Bencana Sosial - - 2.884 805 805 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

     

 

 



RRKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 II-48 

2.3.1.2 Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja 

Berdasarkan data Sakernas, penduduk usia kerja tahun 2013 mencapai 3.191.748 

orang yang meningkat  menjadi 3.471.856  orang atau  naik 2,11%.  Penduduk usia kerja 

dominan ada di pedesaan atau 79,63% dan menurun menjadi 76,33%. Berdasarkan 

kondisi tersebut menunjukan adanya pergeseran angkatan kerja dari pedesaan ke 

perkotaan dengan peningkatan mencapai 7,28%, sedangkan pedesaan  meningkat 0,71%. 

Tabel 2.50 

Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT 

Tahun 2013-2017 

PUK 

 

Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 1.558.416 48,83 1.592.960 48,84 1.628.065 48,86 1.662.622 48,87 1.697.137 48,88 

Perempuan 1.633.332  51,17  1.668.379 51,16 1.704.335 51,14 1.739.453 51,13 1.774.719 51,12 

L+P 3.191.748 100,00 3.261.339 100,00 3.332.400 100,00 3.402.075 100,00 3.471.856 100,00 

Daerah  

Kota 649.969 20,36  667.059 20,45 754.201 22,63 787.953 23,16 821.888 23,67 

Desa 2.541.779  79,64  2.594.280 79,55 2.578.199 77,37 2.614.122 76,84 2.649.968 76,33 

K+D 3.191.748  100,00  3.261.339 100,00 3.332.400 100,00 3.402.075 100,00 3.471.856 100,00 

Sumber: Sakernas, 2018 

 

A. Angkatan Kerja (AK) 

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun 

dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan. Kondisi angkatan kerja  tahun 2013-2017 

berdasarkan jenis kelamin dan daerah seperti pada tabel berikut 
 

Tabel 2.51  

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT 

 Tahun 2013-2017 

AK 
Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 1.244.946 57,33 1.274.336 56,70 1.311.858 56,85 1.324.755 56,29 1.357.673 56,60 

Perempuan 930.225 42,77 973.102 43,30 995.879 43,15 1.028.893 43,71 1.040.936 43,40 

L+P 2.175.171 100,00 2.247.438 100,00 2.307.737 100,00 2.353.648 100,00 2.398.609 100,00 

Daerah 

Kota 365.88 16,82 388.987 17,31 440.178 19,07 506.468 21,52 478.616 19,95 

Desa 1.809.291 83,18 1.858.451 82,69 1.867.559 80,93 1.847.180 78,48 1.919.993 80,05 

K+D 2.175.171 100,00 2.247.438 100,00 2.307.737 100,00 2.353.648 100,00 2.398.609 100,00 

Sumber: Sakernas, 2018 
 

Jumlah angkatan kerja tahun 2013 mencapai 2.175.171  orang  meningkat  

menjadi 2.298.609 pada tahun 2017 orang atau meningkat 2,19%. Berdasarkan domisili 

menunjukkan ada peningkatan angkatan kerja perkotaan dari 18,82%  menjadi 19,95%. 
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Proporsi angkatan kerja pada tahun 2017  sebanyak 56,60% laki-laki dan 43,40% 

perempuan.      

B. Bukan Angkatan Kerja (BAK) 

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 

tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan 

kegiatan lainnya.  Kondisi bukan angkatan kerja  seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2.52 

Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

BAK 
Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 313.470 30,84 318.624 31.43 316.207 30,86 337.867 32,23 339.464 31,63 

Perempuan 703.107 69,16 695.277 68.57 708.456 69,14 710.56 67,77 733.783 68,37 

L+P 1.016.577 100 1.013.901 100 1.024.663 100 1.048.427 100 1.073.247 100 

Daerah 

Kota 284.089 27,95 278.072 27,43 314.023 30,65 281.485 26,85 343.272 31,98 

Desa 732.488 72,05 735.829 72,57 710.64 69,35 766.942 73,15 729.975 68,02 

K+D 1.016.577 100 1.013.901 100 1.024.663 100 1.048.427 100 1.073.247 100 

Sumber: Sakernas. 2018 
 

Jumlah  penduduk bukan angkatan kerja tahun 2013 mencapai 1.016.577 orang 

meningkat menjadi 1.073.247 orang tahun 2017 atau meningkat 1,92%. Pada tahun 2017 

menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin komposisi  penduduk bukan angkatan 

kerja laki-laki mencapai 31,63% jauh di bawah perempuan yang mencapai 68,37%. 

Komposisi bukan angkatan kerja dominan di perdesaan mencapai 68,02% dan di 

perkotaan hanya mencapai 31,63%. 

 
 

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan 

kerja terhadap penduduk usia kerja, dihitung dari banyaknya angkatan kerja terhadap 

banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia 

kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang 

mencari pekerjaan. TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan 

gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari 

merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Rasio ini menggambarkan partisipasi 

angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.53. 
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Tabel 2.53 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT 

 Tahun 2013-2017 

TPAK 2013 2014 2015 2016 2017 

Laki-laki 79,89 80,00 80,58 79,68 80,00 

Perempuan 56,95 58,33 58,43 59,15 58,65 

Laki-laki + Perempuan 68,15 68,91 69,25 69,18 69,09 

Kota 56,29 58,31 58,36 64,28 58,23 

Desa 71,18 71,64 72,44 70,66 72,45 

Kota + Desa 68,15 68,91 69,25 69,18 69,09 
   Sumber : Sakesnas, 2018 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan, di mana pada tahun 

2013 sebesar 68,15% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 69,09%. Berdasarkan jenis 

kelamin, kenaikan TPAK dari tahun 2013 sampai tahun 2017 lebih tinggi pada 

perempuan dengan kenaikan sebesar 1,7% dibanding laki-laki sebesar 0,11%. 

Berdasarkan wilayah tahun 2013 sampai tahun 2017, kenaikan pada daerah perkotaan 

lebih tinggi daripada perdesaan, dimana pada wilayah perkotaan TPAK naik sebesar 

1,94% sedangkan pada wilayah perdesaan sebesar 1,27%. 
 

D. Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan 

kerja yang termasuk dalam pengangguran.  Pengangguran adalah orang yang masuk dalam 

angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum 

mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTT cenderung 

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017, TPT terendah mencapai 8,22%. TPT tertinggi tahun 

2013 yang mencapai 9,22%. 
 

 

Tabel 2.54 

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT dan Nasional 2013-2017  

TPT 
NTT Tahun Indonesia 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 

Jenis Kelamin  

Laki-laki 2,81 3,23 3,19 2,88 3,41  

Perempuan 3,84 3,30 4,68 3,73 3,10  

L+P 3,25 3,26 3,83 3,25 3,27 5,50 

Daerah 

Kota 7,40  8,05 8,80 5,56 8,66 6,79 

Desa 2,41 2,25 2,66 2,62 1,93 4,01 

K+D 3,25 3,26 3,83 3,25 3,27 5,50 
Sumber : Sakernas, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 2.54, dapat dilihat bahwa TPT mengalami fluktuasi, 

dimana pada tahun 2013 sebesar 3,25% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 3,83%, 

kemudian turun di tahun 2016 menjadi 3,25% lalu naik lagi pada tahun 2017 menjadi 

3,27%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPT tahun 2017 lebih tinggi pada laki-

laki dibanding perempuan, sedangkan berdasarkan wilayah pada tahun 2017, TPT 
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pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Jika dibandingkan 

dengan angka nasional sebesar 5,50% maka TPT NTT sudah berada di bawah 

nasional. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang 

tidak terserap dalam pasar kerja. 

Tabel 2.55 

Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi NTT  

Tahun 2015-2017 

Pendidikan 
Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa) 

2015 2016 2017 

SD Ke bawah 15.146 13.401 14.985 

SLTP 9.264 8.873 7.116 

SLTA Ke atas 64.036 54.306 56.447 

Jumlah 88.446 76.580 78.548 

   Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 
 

Proporsi tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada 

tahun 2017 adalah pengangguran dengan pendidikan SLTA ke atas dengan 71,86%, 

turun dari proporsi tahun 2015 sebesar 72,40%. Pengangguran dengan tingkat 

pendidikan SLTP proporsinya menurun dari 10,47% pada tahun 2015 menjadi 9,06% di 

tahun 2017, sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah naik 

proporsinya dari 17,12% di tahun 2015 menjadi 19,08% di tahun 2017. 

 

E. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT 

Jumlah PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri menurun dari tahun 2013 

sebanyak 4.095 orang menjadi 1.739 orang di tahun 2017. Malaysia menjadi negara yang 

paling banyak menyerap PMI asal NTT dengan total PMI sebanyak 1.478 orang. Jumlah 

PMI illegal pada tahun 2016 sebanyak 443 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi 

sebanyak 510 orang. Sedangkan jumlah PMI yang meninggal tahun 2016 sebanyak 46 

orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 62 orang, dan pada tahun 2018 

sampai tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 104 orang. Jumlah sebaran PMI 

berdasarkan Negara tujuan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 

2.56. 

 

Tabel 2.56 

Sebaran PMI Asal NTT Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2017 

No Negara Tujuan 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Malaysia 3.471  3.504  2.449  1.853  1.478  

2 Singapura 430  296  184  151  124  

3 Hongkong 62  30  37  22  29  

4 Brunai Darussalam 6  7  15  16  93  

5 Arab Saudi 5  3  -  -  -  

6 Qatar 21  -  -  1  4  

7 Taiwan - 3  1  -  1  

8 Cyprus 1  -  -  - - 
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No Negara Tujuan 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Oman 30  10  3  1  2  

10 Kuwait 1  - - - - 

11 Uni Emirat Arab 67  -  1  -  2  

12 Timor Leste            -  - - - 2  

13 Kongo 1  -  - - - 

14 Italia -  3  - - - 

15 Papua New Guinea - 1  - - - 

16 Bahrain - 6  10  - - 

17 New Zealand -  - - 2  - 

18 Makao -  -  2  -  -  

19 Sudan - - - - 1  

20 Uzbekistan -  - - - 1  

21 Turki - - - - 1  

19 Solomon - - 4  -  1  

Jumlah 4.095  3.856  2.706  2.046  1.739  
 Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
 

F. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) 

BLK di Provinsi NTT sampai tahun 2018 berjumlah 8 unit, yaitu BLK Ruteng di 

Kabupaten Manggarai, BLK Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, BLK Kabupaten 

Flores Timur, BLK UKM Ende di Kabupaten Ende, BLK Labuan Bajo di Kabupaten 

Manggarai Barat, BLK Alor di Kabupaten Alor, BLK Waitabula di Kabupaten Sumba 

Barat Daya dan UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang di Kota Kupang. 

 

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Layanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk 

dengan indikator sebagai berikut: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di 

mana DP3A mencatat terdapat 4.542 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2013-

2017; Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebesar 305; Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) Perempuan yaitu sebesar 64,41% lebih rendah dari 

laki-laki sebesar 81,23%; perempuan yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 

35,52% dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% dan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30% dan laki-laki 

sebesar 3,23 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dari 

1.568 kasus di tahun 2013 menjadi 582 kasus di tahun 2017. Walaupun pada tahun 2017 

meunjukan peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2016 sebanyak 384 

kasus, seperti yang terlihat pada gambar berikut. 
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Gambar 2.14 

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi NTT 

 Tahun 2013-2017 

 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

Kasus kekerasaan terhadap anak NTT pada tahun 2017 mencapai 305 kasus, di 

mana kasus kekerasaan lebih banyak terjadi pada anak perempuan daripada laki-laki. 

Jumlah kasus kekerasaan terhadap anak perempuan pada tahun 2017 sebanyak 282 kasus 

dan anak laki-laki sebanyak 21 kasus. 

 

Tabel 2. 57 

Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota 

 Provinsi NTT Tahun 2017 

 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

Sedangkan, kedudukan perempuan sebagai anggota DPRD dapat dijelaskan 

bahwa anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT periode 

2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 

615 orang ( 91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Jumlah 

Perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di Kabupaten Malaka 24%, TTS 20% 

dan Ngada 20%, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat 

Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD. 
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Tabel 2.58 

Jumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan PNS Provinsi NTT 

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Perempuan (Anggota DPRD) :           

- Provinsi 4 6 7 7 7 

- Kabupaten/Kota 49 64 63 60 69 

- PNS 3.958 2.546 2.746 6.885 6.782 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.1.2.3 Pangan 

Data Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT menunjukkan 

bahwa ketersediaan pangan untuk konsumsi per kapita per hari di NTT mengalami 

penurunan dalam kelompok pangan sumber energi (nabati dan hewani) dari 3.449 tahun 

2015 menjadi 3.294 tahun 2017. Penurunan juga terjadi di kelompok makanan sumber 

lemak dari 73,41 tahun 2015 menjadi 56,89 di tahun 2017. Sementara di kelompok 

sumber protein terjadi peningkatan dari 77,23 tahun 2015 menjadi 92,80 tahun 2017. 

Kemampuan daya dukung dan daya tampung yang didukung berdasarkan  

pengembangannya sesuai peruntukan ruang, yaitu kawasan untuk usaha pertanian, 

perikanan, pertambangan, industri menengah dan besar, industri kecil/rumah tangga, 

kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan permukiman. Luas dan  peran  

jasa ekosistem untuk penyediaan pangan di NTT menunjukkan bahwa potensi wilayah 

yang menopang penyediaan pangan yang berkategori tinggi sampai sangat tinggi adalah 

32,98%  (15,226,95 ha) dan berkategori sedang luasnya 14,09% (6,503,40 ha).  

Dengan demikian, potensi penyediaan pangan untuk keseluruhan wilayah NTT 

relatif cukup besar. Kisaran persentasi potensi wilayah berdasarkan luas masing-masing 

Kabupaten  yang berkategori sangat tinggi adalah 0,02 sampai 1,2%. Pada kategori ini, 

lima Kabupaten terendah dalam persentasi luasan wilayahnya dalam penyediaan pangan 

adalah Belu, Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. 

Sedangkan lima Kabupaten terluas dalam kategori ini adalah Manggarai, Ngada, Flores 

Timur, Lembata dan Alor. 

Tabel 2.59 

Jumlah Cadangan Pangan Provinsi NTT Tahun 2013-2016 

2.3.1.2.4 Pertanahan 

Uraian 

2013 2014 2015 2016 

Jumlah Cadangan Pangan  100 109,23 178,27 146,32 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan. 

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya 



RRKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 II-55 

untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. 

Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang 

memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah 

dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas. 

 

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat 

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat 

(HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini 

bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. 

Persentase Luas Lahan Bersertifikat di NTT disajikan pada Tabel 2.60. Berdasarkan 

tabel ini, dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat dominan Provinsi NTT 

hingga tahun 2018 adalah sebesar 72,07 persen 

Tabel 2.60 

Persentase Luas Lahan Bersertifikat  

Uraian HGB HGU HM HPL 

Persentase Luas Lahan 

Bersertifikat (persen) 6,00 4,26 72,08 2,57 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup  

Urusan lingkungan hidup meliputi perencanaan Lingkungan Hidup yang 

didasarkan pada  Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) untuk melihat daya 

dukung, daya tampung, jasa ekosistem dan risiko lingkungan bagi seluruh aktifitas 

pembangunan. Daya dukung lingkungan mencakup ketersediaan air permukaan, kondisi 

DAS, pangan, fungsi lindung dan lahan terbangun. Daya tampung lingkungan terkait 

dengan kemampuan lahan, kondisi udara dan air. Sedangkan kinerja jasa ekosistem 

mencakup penyedia dan pengendali air, penyedia pangan, informasi kerentanan terhadap 

perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, pembinaan dan pengawasan terhadap izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kearifan 

lokal, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan  

keanekaragaman hayati. Risiko Lingkungan mencakup kawasan rawan bencana dan 

persampahan. 

A. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup 

Pembangunan lingkungan hidup didukung kawasan lindung terdiri dari: kawasan 

hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan 

perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; 

kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. 

Kawasan hutan lindung di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total 

kurang lebih 652.916 ha. Pembangunan lingkungan hidup juga didukung pada kawasan 

budidaya. 
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B. Kondisi Lingkungan Hidup 

Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan kualitas kawasan hutan pada 

kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan tingkat kekritisannya. Luas lahan 

kritis menjadi ancaman dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Dari total lahan 

dalam kawasan hutan seluas 1.808.774.65 ha  yang tidak kritis  hanya seluas 116.983,72 

ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 713.206,87 ha 

atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 2.926.215,79 ha. Kawasan 

konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar di 21 Kabupaten/Kota yang terdiri 

dari kawasan taman nasional, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dan 

kawasan taman hutan raya. 

Tabel 2.61 

Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan 

 Provinsi NTT Tahun 2017 

No Kondisi 2017 Persentase (%) 

A Dalam Kawasan Hutan   

1 Tidak  Kritis 116.983,74 7,34 

2 Potensial Kritis 932.980,00 32,17 

3 Agak Kritis 676.702,80 58,49 

4 Kritis 75.832,75 1,18 

5 Sangat Kritis 6.275,34 0,82 

 Jumlah 1.808.774,64 100 

B Luar Kawasan Hutan   

1 Tidak  Kritis 713.206,87 1,09 

2 Potensial Kritis 304.114,51 49,31 

3 Agak Kritis 1.024.667,13 16,37 

4 Kritis 872.502,7 32,53 

5 Sangat Kritis 11.724,58 0,71 

 Jumlah 2.926.215,79 100 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

C. Akses Air Minum 

Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber    penyakit. 

Pada tahun 2017 layanan air minum  65,20%, seperti yang terlihat pada Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 

Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak  

Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2017 
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Berkaitan dengan rumah tangga di NTT yang memiliki akses terhadap air minum 

layak, jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,52 poin. 

Akan tetapi jika dipilah menurut daerah tempat tinggal, maka  perbedaan  yang  besar 

besar  antara akses air layak penduduk perkotaan dan perdesaan. Masih sekitar 40% 

penduduk perdesaan masih mengkonsumsi air tidak layak. 

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, disebutkan bahwa kondisi hingga 

tahun 2017, capaian akses air minum layak sebesar 60,04% dan target akses air minum 

layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%, 

sehingga terdapat gap sebesar 39,96%.  Daya tampung sumber air minum layak sampai 

dengan tahun 2017, sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi 

(31,51 persen), disusul oleh sumur terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air 

ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. 

Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh 

swasta) dan sumur bor/pompa. 

Tabel 2.62 

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Tahun 
Air kemasan/ 

Isi ulang 
Ledeng 

Sumur bor/ 

pompa 

Sumur 

terlindung 

Mata air 

terlindung 

Sumur/ Mata air 

tidak terlindung 
Lainnya 

2013 5,43 13,62 3,45 20,33 29,53 20,05 7,59 

2014 6,10 12,16 3,31 19,26 31,55 19,78 7,84 

2015 5,10 13,89 3,58 18,37 32,92 17,72 8.42 

2016 5,69 13,49 3,60 18,05 30,56 20,81 7,79 

2017 8,10 12,42 4,99 18,31 31,51 17,82 6,85 
Sumber : Susenas 2013-2017   

 

Mengenai distribusi luas dan peran jasa ekosistem terhadap penyediaan air bersih 

berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten yang memiliki potensi jasa 

penyediaan air bersih dalam kategori tinggi memiliki luas lahan berkisar antara 0,01 

sampai 0,5% dari luas wilayah masing-masing Kabupaten. Tiga belas Kabupaten yang 

memiliki persentasi luasan terkecil dalam kategori ini adalah Kabupaten Rote Ndao, 

Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sikka, 

Lembata, Alor, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Sementara tiga 

Kabupaten yang memiliki persentasi luasan tertinggi berdasarkan luas Kabupaten 

masing-masing adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Belu. 

Secara umum, lahan yang ada di Provinsi NTT memberikan jasa pengaturan 

pemurnian air yang tergolong tinggi. Kabupaten yang tergolong memiliki persentase 

besar lahan berpotensi tinggi dalam penyediaan jasa ini adalah Kabupaten Timor Tengah 

Selatan seluas 256.807,63 ha atau 5,56%, Kabupaten Kupang seluas 255.092,86 ha atau 

5,53%, dan Ende seluas 154.900,03 ha atau 3,36% dari total lahan yang ada. Untuk lahan 

yang terbilang luas, tetapi berpotensi sangat rendah hingga rendah dalam penyediaan jasa 
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pengaturan pemurnian air terdapat di Kabupaten Sumba Timur.  Luas lahan di 

Kabupaten ini yang berpotensi sangat rendah adalah 212.835,90 ha atau 4,61% dan yang 

berkategori rendah seluas 323.353,59 ha atau 7,0% total luas lahan di NTT.  Kabupaten 

Sumba Timur memiliki banyak air permukaan yang mengalir dari Kabupaten 

tetangganya. Akan tetapi, vegetasi yang relatif jarang membuat air sulit untuk 

memurnikan diri yang menyebabkan rendahnya kualitas air di Kabupaten ini. 

 
D. Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS)  sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192  

pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada, maka terdapat 

27 DAS memiliki peran yang dominan  dengan cakupan luas 1.527.900 ha perlu dikelola 

secara intensif dengan memanfaatkan rencana pengelolaan DAS terpadu. Saat ini sudah 

terdapat 4 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yaitu RPDAST Benain, 

RPDAST Noelmina, RPDAST Aesesa, dan RPDAST Kambaniru. 

 

E. Perubahan Iklim dan Kebencanaan 

Dalam hal jasa pengaturan iklim, Kabupaten/Kota di NTT umumnya hanya 

memiliki lahan yang relatif sempit yang mampu mempengaruhi iklim secara signifikan. 

Tiga Kabupaten yang memiliki persentase tertinggi potensinya dalam mengatur iklim 

adalah berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah adalah: Kabupaten Alor (seluas 

137.138.02 ha (2,97% dari total lahan di NTT), Manggarai Barat (124.451,76 ha atau 

2,70%) dan Ende (119.637,20 atau 2,59% total lahan). Jasa pengaturan iklim berkategori 

tinggi terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (seluas 175.358,10 ha atau 3,80%) 

dan Kabupaten Kupang (156.731,75 ha atau 3,39% luas total lahan di NTT).  Lahan yang 

didominasi oleh pegunungan berhutan lebat dan perkebunan serta sungai, bendungan dan 

embung-embung di kelima Kabupaten ini membuat kelimanya melampaui Kabupaten 

lainnya dalam hal pengaturan iklim.  Dengan tutupan vegetasi yang luas membuat suhu 

di Kabupaten-Kabupaten ini menjadi lebih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya di 

NTT.  

Dari segi tata air dan pengaturan banjir, tiga Kabupaten yang menyumbang lahan 

paling luas untuk jasa berkategori sangat baik adalah:  Kabupaten Timor Tengah Selatan 

seluas 187.840,89 atau 4,07%, Kabupaten Kupang seluas 153.664,00 atau 3,33% dan 

Kabupaten Alor seluas 140.164,67 ha atau 3,04%.  Kabupaten Kupang juga 

menyumbang lahan seluas 119.486,23 ha atau 2,59% untuk kategori jasa pengaturan tata 

air dan banjir berpotensi baik.  Lahan berpotensi baik lainnya untuk tata air dan banjir 

terdapat juga di Kabupaten Ngada seluas 107.044,85 atau 2,32% dan Manggarai Timur 

seluas 101.154,89 ha atau 2,19%. Sebaliknya, lahan terluas yaitu 407.747,37% atau 

8,83% berpotensi jasa yang sangat rendah terdapat di Kabupaten Sumba Timur.  Lahan 

potensinya sangat rendah juga terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 
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123.864,85 ha atau 2,68% dan Kabupaten Sumba Tengah seluas 110.076,28 ha atau 

2,38% total luas lahan di NTT.   

Jasa pengaturan selanjutnya adalah pengaturan pencegahan dan perlindungan dari 

bencana. Kabupaten yang memiliki persentase paling tinggi dalam menyediakan jasa 

pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah Kabupaten Alor seluas 

107.517,34 ha atau 2,33% dan Manggarai Barat seluas 102.379,81 ha atau 2,22%. 

Sedangkan lahan yang menyediakan jasa pengaturan pencegahan bencana berpotensi 

baik terdapat di Manggarai Timur seluas 126.379,80 ha atau 2,74% total luas lahan. 

Sebaliknya, Kabupaten yang jasa perlindungan bencananya berpotensi sangat rendah 

adalah Kabupaten Kupang seluas 459.146,80 ha atau 9,95%, Sumba Timur seluas 

448.369,50 ha atau 9,71% dan di Timor Tengah Selatan seluas 333.792,19 ha atau 7,23% 

luas total lahan di NTT. 

 

F. Kualitas Udara 

Eko-region yang ada di NTT memberikan jasa pemeliharaan kualitas udara mulai 

dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Meskipun demikian, luasan eko-region 

yang menghasilkan jasa sangat rendah dan rendah relatif besar dan tidak berbeda dengan  

eko-region yang menyediakan jasa tinggi hingga sangat tinggi. Lahan yang berpotensi 

sangat rendah hingga rendah dalam pemeliharaan kualitas udara di NTT mencapai luasan 

sebesar 1.708.601,05 atau sekitar 37,01% dari total lahan yang ada. Luasan ini 

berimbang dengan lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi yang mencapai  luasan 

sebesar 1.714.155,15 ha atau 37,13% dari keseluruhan lahan yang terdapat di NTT. 

 

2.3.1.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting 

dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi 

rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan 

ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.  

 

a. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi 

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi adalah ada atau tidaknya 

ketersediaan database kependudukan skala Provinsi. Ketersediaan database 

kependudukan skala Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai 

dengan 2017 berada dalam kategori “ada”. 
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Tabel 2.63 

Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Ketersediaan database 

kependudukan skala Provinsi 

(ada/tidak) 

Ada Ada Ada   Ada Ada 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

 

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Persentase PKK Aktif 

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK 

dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.64., 

di mana persentase PKK Aktif tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 100%. 

 

Tabel 2.64 

Persentase PKK Aktif  di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase PKK Aktif 100 100 100 100 100 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

b. Persentase Posyandu Aktif 

Persentase Posyandu aktif adalah jumlah Posyandu aktif dibagi dengan jumlah 

Posyandu dikalikan 100 persen. Persentase Posyandu aktif di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur dapat dilihat pada Tabel 2.65.  Persentase Posyandu Aktif menurun dari keadaan 

tahun 2013 sebesar 51,22% menjadi 50,78%. Hal ini menjadi masalah karena belum 

optimalnya pelayanan, Posyandu Aktif, padahal Posyandu menjadi ujung tombak 

pelayanan kesehatan masyarakat yang paling terkecil.  

Tabel 2.65 

Persentase Posyandu Aktif  Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase Posyandu Aktif 51,22 50,50 57,54 57,34 50,78 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

c. Persentase Desa Siaga Aktif 

Persentase Desa Siaga Aktif adalah jumlah Desa Siaga Aktif dibagi dengan 

jumlah Desa Siaga dikalikan 100 persen. Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur disajikan pada Tabel 2.66. Persentase Desa Siaga Aktif meningkat 

dari keadaan tahun 2013 sebesar 57,17% menjadi 79,75%. Hal ini menunjukan belum 

optimalnya pembentukan desa siaga di masyarakat. 
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Tabel 2.66 

Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur  

Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase Desa Siaga Aktif 57,17 50,78 59,47 70,81 79,75 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
 

 

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk 

menekan laju pertumbuhan penduduk, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan 

keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Salah satu strategi untuk 

mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4Terlalu; terlalu muda melahirkan 

(di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan 

terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun).  

 

a. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Kondisi laju pertumbuhan penduduk fluktuatif yaitu 1,7% tahun 2013 dengan 

jumlah penduduk 4.953.967 jiwa  sedangkan tahun 2016 tumbuh 1,69% dengan jumlah 

penduduk 5.203.541 jiwa.  

Gambar 2.16 

 

Sumber  : BPS Provinsi NTT, 2018 

Pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk menurun  menjadi 1,68%  dengan jumlah 

penduduk 5.237.302 jiwa atau turun 0,01% dibanding tahun 2016. 

 
 

b. Cakupan Peserta KB aktif 

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah 

pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang isterinya berumur 

antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini 

menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.  

 

 

 

Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Provinsi NTT 

Tahun 2013-2017 
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Tabel 2.67 

Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Cakupan Peserta KB Aktif (%) 60,10 45,69 52,64 57,19 32,51 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Peserta KB aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 

sampai tahun 2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan signifikan terjadi 

dari tahun 2016 sebesar 57,19% menjadi 32,51% pada tahun 2017. Ini menunjukkan 

semakin menurunnya pemahaman dan kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB 

yang aktif. 

 

c. Cakupan peserta KB Baru 

Peserta KB baru (PB) adalah jumlah orang yang pertama kali menggunakan 

metode kontrasepsi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan 

program untuk menarik PB dari segmen masyarakat yang belum memanfaatkan Program 

KB. Cakupan peserta KB baru Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada 

Tabel 2.68. 

Tabel 2.68 

Cakupan Peserta KB Baru Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Cakupan Peserta KB Baru (%) 11,6 10,6 8,8 8,6 5,2 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Peserta KB Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 

sampai tahun 2017 menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2013 cakupan peserta KB 

baru sebesar 11,6% namun pada tahun 2017 turun menjadi hanya 5,2%. Ini menunjukkan 

penurunan tingkat kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB. 

d. Kampung KB 

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki 

kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga 

Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang 

dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan pembentukan kampung KB untuk 

meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non-

pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi wilayah. Pencanangan Kampung KB dari tahun 2016 sebesar 25 Kampung 

KB, kemudian naik menjadi 320 Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2017. Pada 

tahun 2018 pencanangan Kampung KB mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan 

hanya sebesar 218 Kampung KB, sehingga total Kampung KB yang telah terbentuk di 

Provinsi NTT sebanyak 563 Kampung KB. Jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk di 

Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 2.69. 
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Tabel 2. 69 

Jumlah Kampung KB yang Sudah Dibentuk per Kabupaten/Kota 

 di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2018 

No Kabupaten/Kota 
Tahun Pencanangan 

Jumlah 
2016 2017 2018 

1 Sumba Barat -  6  -  6  

2 Sumba Timur 3  26  8  37  

3 Kupang 1  26  12  39  

4 Timor Tengah Selatan 1  15  2  18  

5 Timor Tengah Utara -  32  9  41  

6 Belu 4  12  3  19  

7 Alor -  16  5  21  

8 Lembata 2  6  4  12  

9 Flores Timur 1  20  2  23  

10 Sikka 1  24  3  28  

11 Ende -  23  34  57  

12 Ngada 2  10  5  17  

13 Manggarai -  12  10  22  

14 Rote Ndao 1  21  8  30  

15 Manggarai Barat 2  8  26  36  

16 Sumba Tengah 1  5  5  11  

17 Sumba Barat Daya 2  10  18  30  

18 Nagekeo 1  7  6  14  

19 Manggarai Timur 1  20  42  63  

20 Sabu Raijua 1  2  11  14  

21 Malaka 1  12  5  18  

22 Kota Kupang -  7  -  7  

  Nusa Tenggara Timur 25 320 218 563 

 Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.1.2.9 Perhubungan 

A. Jumlah Terminal 

Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan 

orang dan barang, berdasarkan keputusan menteri perhubungan dan Keputusan Gubernur 

Nusa Tenggara Timur Nomor 169/Kep/HK/2010, di NTT terdapat 20 Terminal, yaitu: 

Terminal Type A 1 unit,  Type  B  15 unit dan Terminal Type  C  4 unit yang tersebar di 

Kabupaten/Kota se NTT. Dalam  tahun 2014 terjadi penambahan terminal Type A : 1 

unit yaitu di Naiola–Kabupaten TTU dan Terminal Type B 1 unit  di Labuan Bajo 

(Kabupaten Manggarai Barat) sehingga jumlah keseluruhan Terminal  menjadi 22 unit. 

 

B. Jumlah Pelabuhan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang 

Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) di Provinsi NTT saat ini sudah memiliki 74 

(tujuh puluh empat), dimana sebelumnya hanya 42 (empat puluh dua) Pelabuhan Laut 

berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang 
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Kepelabuhan Nasional, terjadi penambahan 32 (tiga puluh dua) pelabuhan. Berdasarkan 

hirarki dan fungsinya Pelabuhan Laut di NTT terdiri dari: 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 

(sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 64 (enam puluh empat) Pelabuhan Pengumpan 

(Regional & Lokal). Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu : 
 

1. Pelabuhan Utama, dari aspek penggunaan, hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi 

NTT ada 1 (satu) Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Laut Tenau Kupang. 

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut 

dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan 

internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang 

dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar-

Provinsi. 

2. Pelabuhan Pengumpul, adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan 

angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah 

menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 

angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi. Di  Provinsi 

NTT terdapat 9 (sembilan) pelabuhan pengumpul.  

3. Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal), adalah pelabuhan yang berfungsi 

melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri 

dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul 

dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan 

penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Berdasarkan hiraki dan 

fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 64 (enam puluh empat) pelabuhan 

pengumpan, yang terdiri dari : Pengumpan Regional, ada 6 (enam) yaitu Pelabuhan 

Kalabahi Kabupaten Alor, Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya, 

Pelabuhan Terong/Waiwerang Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Baranusa 

Kabupaten Alor, Pelabuhan Marapokot Kabupaten Nagekeo dan Pelabuhan Moru 

Kabupaten Alor.  Pelabuhan Pengumpan Lokal berjumlah 58 (lima puluh delapan). 

Alur pelayaran sistem tranportasi laut terdiri dari : 

– Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang  - Timor Leste, Atapupu – Timor 

Leste dan Kalabahi – Timor Leste; 

– Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba – Maumere – Makasar – 

Pare Pare – Nunukan – Tarakan, Larantuka – Makasar – Batu Licin – Semarang – 

Tanjung Priuk –  Tanjung Pinang, Ende - Waingapu – Benoa – Surabaya – Dumai – 

Surabaya; dan 

– Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – 

Pulau Ende – Maumbawa – Mborong – Waingapu –  Waikelo – Labuan Bajo, 

Kupang – Naikliu – Wini –  Kalabahi – Maritaing – Lirang – Kisar – Leti, Kupang – 



RRKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 II-65 

Mananga – Lewoleba  – Balauring – Baranusa – Kalabahi – Atapupu, Kupang – 

Mananga – Maumere – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima, Kupang – Sabu 

Raijua  – Raijua – Sabu Raijua – Kupang, dan Kupang – Mananga – Maumere – 

Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo –Labuan Bajo – Bima. 

C. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor serta Kecelakaan Lalu Lintas 

Jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat dari tahun 2013 sebanyak 439.708 

unit menjadi 679.991 unit di tahun 2017 atau meningkat sebanyak 54,6%. 
 

Tabel 2.70 

Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 
Perkembangan Jumlah Kendaraan di NTT 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mobil Penumpang 24.918 24.918 34.423 30.999 33.222 

Bus/Mikro Bus 1.390 1.390 1.400 1.623 1.662 

Truk/ Pick Up 21.055 21.055 30.659 28.107 31.271 

Alat Berat *) 0 0 0 156 165 

Sepeda Motor 392.345 439.832 507.545 561.795 613.671 

Jumlah 439.708 487.195 574.027 622.680 679.991 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

*) = (Data Tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak tersedia) 

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi NTT naik dari keadaan 

tahun 2013 sebanyak 1.109 kecelakaan menjadi 1.342 kecelakaan pada tahun 2017. 

Kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas sejalan dengan kenaikan jumlah korban, dimana 

korban mati naik dari 423 orang pada tahun 2013 menjadi 499 orang pada tahun 2017, 

korban luka berat naik dari 378 orang pada tahun 2013 menjadi 398 orang pada tahun 

2017, dan korban luka ringan naik dari 1.182 orang di tahun 2013 menjadi 1.743 orang 

di tahun 2017. Data kecelakaan lalu lintas tahun 2013  sampai 2017 dapat dilihat pada 

Tabel 2.71. 

Tabel 2. 71 

Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban  

di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

No Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1. Jumlah Kecelakaan Lalu 

lintas  
1.109 982 1.104 1.338 1.342 

2 Mati 423 403 349 440 499 

3 Luka Berat 378 396 411 437 398 

4 Luka Ringan 1.182 970 1.408 1.699 1.743 

Sumber : Kepolisian Daerah NTT, 2018 

 

D. Arus Kunjungan dan Penumpang  

Arus kunjungan kapal laut terindikasi meningkat, hal ini seiring dengan 

bertambahnya unit kapal laut yang beroperasi di wilayah NTT. Namun meningkatnya 

arus kunjungan kapal laut tidak diikuti dengan arus penumpang naik dimana terjadi 

penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2017, sedangkan untuk arus penumpang turun 

mengalami kenaikan. Arus kunjungan kapal laut dan penumpang kapal kaut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 2.72 
Arus Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Arus Kunjungan Kapal Laut : 

- Datang 29.659 14.238 1.274.787 1.687.407 39.052 

- Berangkat 29.659 14.223 1.286.504 1.653.065 0 

Arus Penumpang Kapal Laut : 

- Naik 1.034.014 575.990 122.084 1.023.639 1.028.030 

- Turun 987.503 577.232 110.483 1.091.522 1.002.119 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

 

Sementara arus penumpang pesawat mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke 

tahun 2017. Hal ini mengindikasikan perubahan alat angkutan yang digunakan dalam 

mobilisasi antar-daerah dari penggunaan sarana angkutan kapal laut ke pesawat udara. 

Tabel 2.73 

 Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara 

Provinsi NTT Tahun 2015-Desember 2018 

Bandar Udara 

Jumlkah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Di Provinsi NTT (Orang) 

 Berangkat Datang 

2015 2016 2017 
Desember 

2018 
2015 2016 2017  

Desember 

2018 

Tambolaka 66.964 78.331 96.970 9.766 64.048 75.755 93.081 10.302  

Umbu Mehang 

Kunda 
55.974 77.027 79.685 

6.969  
 

56.881 76.083 77.044 
6.786  

 

Terdamu 8.837 6.631 5.487 561 7.660 6.024 4.872 534  

A. A. Bere Tallo, 

Belu 
11.146 37.936 41.321 

4.625  
 

11.425 36.773 41.668 
4.188  

 

Mali 33.401 51.197 57.789 
4.554  

34.150 50.804 57.482 
4.706  

 

Wunopito 12.253 13.101 13.827 1.219  11.932 12.843 13.572 1.390  

Gewayantana 24.300 36.906 44.088 
3.642  

25.162 37.566 44.208 
3.753 

 

Frans Seda 68.548 108.988 90.837 9.047  72.464 107.493 93.264 10.567 

H.H. Aroebusman 77.046 91.389 100.945 8.109  74.066 97.094 100.670 8.724  

Turalelo 23.735 34.161 35.451 3.523 22.863 30.773 31.691 3.912  

Frans Sales Lega 16.270 9.805 9.880 1.134  16.507 12.701 11.308 1.017  

Lekunik 12.653 20.420 22.170 2.304  12.349 21.309 22.892 2.247  

Komodo 120.437 189.755 238.287 22.057 112.851 174.404 217.922 28.896  

El Tari 754.940 897.418 847.294 78.471 752.429 947.785 913.804 85.789  

Jumlah 1.286.504  1.653.065 1.684.031 155.981  1.274.787  1.687.407 1.723.415 172.811  

Sumber : Survei Transportasi Udara, 2018 

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika  

A. Keberadaan Website Milik Pemerintah dan Jumlah Nama Domain yang Dikelola 

Pemerintah Daerah 

Dalam upaya peningkatan penyebar-luasan informasi mengenai penyelenggaraan 

pembangunan dari pemerintah Provinsi kepada masyarakat, maka diperlukan 

keberadaan website milik pemerintah Provinsi. Status keberadaan website milik 
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Pemerintah Provinsi NTT dan jumlah nama domain yang dikelola pemerintah daerah 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 2.74 

Status Website Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah 

Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

No Kegiatan 
Maksud dan 

Tujuan 
Sasaran Capaian 

1 Website Pemprov. NTT 

 

Penyebarluasan 

informasi kegiatan 

pemerintahan, 

pembangunan dan 

kemasyarakatan 

secara online 

Masyarakat  

 

5 terbitan (setiap 

tahun ditebitkan) 

 

2 Website PPID Penyebarluasan 

informasi 

pemerintahan berupa 

profil perangkat 

daerah, program 

kegiatan dan capaian 

kinerja perangkat 

daerah dan laporan 

keuangan serta 

informasi-informasi 

lain sesuai peraturan 

yang berlaku 

Masyarakat 

 

5 terbitan (setiap 

tahun ditebitkan) 

 

3 Domain resmi 

pemerintah (.go.id) 

Tersedianya domain 

website resmi khusus 

pemerintah sebagai 

media hosting 

 

Perangkat 

Daerah  

20 sub domain  

4 Domain Resmi e-mail 

(.go.id) 

Tersedianya domain 

e-mail resmi  

pemerintah  

Perangkat 

Daerah 

100 alamat e-mail 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 2.74, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah 

adalah website Pemprov, NTT, website PPID, serta tersedia 20 sub domain milik 

pemerintah dan 100 alamat email dengan domain resmi. Sementara penyebaran 

informasi publik milik pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2013 sampai dengan 2018 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. 75 

Penyebaran Informasi Publik Milik Pemerintah Provinsi NTT  

Tahun 2013-2018 

No Kegiatan Maksud dan Tujuan Sasaran Capaian 

1 Kegiatan 

Pameran 

 

Penyebarluasan informasi 

pembangunan dan capaian 

kinerja pembangunan oleh 

masing-masing Perangkat 

Daerah dan Instansi Vertikal 

Masyarakat 5 kali (100 %) 
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No Kegiatan Maksud dan Tujuan Sasaran Capaian 

2 Kegiatan 

Dialog 

Radio/TV/ 

Publik 

Penyebarluasan informasi 

program /kegiatan pemerintah 

yang aktual melalui media 

elektronik dan media tatap 

muka 

Kelompok 

stakeholder 

terkait dan 

masyarakat 

- Dialog TV 5 kali 

- Dialog Radio 10 

kali 

- Dialog publik 18 

kali  

3 Pemutaran 

Film 

 

Penyebarluasan informasi 

penyelenggaraan pemerintahan 

dan wawasan kebangsaan yang 

edukatif   

Masyarakat 

Pedesaan 

25 kali tersebar 

di 21 Kabupaten 

4 Media Luar 

Ruang Publik 

Penyebarluasan informasi 

program dan himbauan-

himbauan yang aktual melalui 

media Baliho dan Spanduk  

Masyarakat 50 media 

baliho/spanduk 

5 Kelompok 

Informasi 

Masyarakat 

(KIM) 

Penyebarluasan informasi 

program pemerintah melalui 

pembentukan kelompok 

informasi masyarakat pedesaan 

melalui media  online dan 

tradisional 

Masyarakat 

Pedesaan  

 

 

 

22 Kelompok 

dan kegiatan 

setiap tahun 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

Penyebaran informasi publik milik pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan 

pameran, dialog radio/tv/publik, pemutaran film di desa-desa, media penyampaian 

informasi luar ruang publik, serta melalui kelompok informasi masyarakat. Sementara itu 

layanan jumlah layanan publik yang diselenggarakan dengan aplikasi melalui sistem e-

government terdiri dari PPID, Free Hotspot, e-Surat, e-Absensi, e-Report, E-Jadwal dan 

E-Agenda. 

B. Persentase Penduduk yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi 

Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang 

menggunakan komputer dan internet. Walau demikian, angka ini masih relatif rendah 

dibandingkan Nasional. Data Susenas menunjukkan bahwa pengguna komputer di NTT 

tahun 2017 sebesar 12,98% dan pengguna internet sebanyak 17,88%. Padahal pengguna 

internet secara Nasional sudah mencapai 54,68%. Laki-laki lebih banyak menggunakan 

internet daripada perempuan, walaupun perbedaannya tidak signifikan. 

 

Tabel 2.76 

Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan  Komunikasi  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Jenis  Alat Komunikasi dan Informasi 2013 2014 2015 2016 2017 

Telepon dan Komputer 

Telepon   2,70 2,60 1,33 3,52 0 

Telepon Seluler   69,20 72,05 36,65 37,96 40,97  

Komputer   10,83 11,84 11,52 9,69 12.89 

Internet 

Pria   8,25  10,98 13,61  19,44 

Wanita   6,81  9,07 12,02 16,36 

Jumlah   7,52  10,01 12,81 17,88  
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  

A. Persentase Koperasi Aktif 

Pada tahun 2013 jumlah koperasi di NTT sebanyak 2.720 unit dengan jumlah 

koperasi yang aktif sebesar 2.408 unit atau sebesar 88,53%. Tahun 2017 persentase 

koperasi aktif naik menjadi 91,27% atau sebanyak 3.776 unit dari jumlah keseluruhan 

koperasi sebesar 4.137 unit. 

 

Tabel 2.77 

Persentase  Koperasi Aktif Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017 

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Aktif Persentase Koperasi Aktif 

2013        2.720  2.408 88,53  

2014        3.130  2.818 90,03  

2015        3.707  3.394 91,56  

2016        4.059  3.752 92,44  

2017        4.137  3.776 91,27  
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

B. Jumlah Koperasi Unit Desa 

Jumlah koperasi meningkat dari 2.720 koperasi pada tahun 2013 menjadi 4.137 di 

tahun 2017. Sayangnya, hanya terdapat 175 adalah Koperasi Unit Desa (4%). Sementara 

anggota koperasi meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama. Jumlah 

Koperasi Unit Desa juga hanya bertambah 7 unit dari keadaan 2013 sebesar 168 unit. 

Tabel 2.78 

Jumlah Koperasi Unit Desa Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Koperasi Unit Desa  168 171 149 109 175 

2. Koperasi Lainnya 2.552 2.597 3.245 3.305 3.962 

Jumlah 2.720 2.768 3.394 3.414 4.137 

Total Anggota Koperasi 585.695 695.699 727.218 997.050 1.206.390 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

C. Posisi Kredit Usaha Kecil 

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) perbankan di Provinsi NTT fluktuatif dari 

tahun 2012 sampai tahun 2016, dimana meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2015, lalu 

menurun pada tahun 2016. Rincian Posisi KUK Perbankan menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi NTT tahun 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2. 79 

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi 

NTT (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016 

Wilayah 

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut 

Kelompok Kabupaten/Kota 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sumba Barat 109.414 140.266 159.302 178.723 196.776 
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Wilayah 

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut 

Kelompok Kabupaten/Kota 

2012 2013 2014 2015 2016 

Sumba Timur 166.819 199.159 250.912 315.887 285.662 

Kupang 118.276 153.317 282.959 358.554 250.208 

TTS 99.795 146.167 192.695 183.922 222.649 

TTU 154.816 184.293 199.357 252.668 258.080 

Belu 256.866 312.413 371.850 448.287 395.189 

Alor 87.174 109.026 148.649 197.028 199.395 

Lembata 85.870 128.674 147.018 172.141 173.248 

Flores Timur 151.982 202.693 246.921 265.089 259.639 

Sikka 285.649 325.970 379.041 457.177 388.000 

Ende 229.101 282.965 328.495 366.365 350.590 

Ngada 149.083 189.759 213.234 221.728 244.543 

Manggarai  279.241 373.573 444.541 428.623 368.092 

Rote Ndao 20.934 42.521 85.051 125.518 85.025 

Manggarai Barat  39.744 49.556 98.557 152.212 213.325 

Sumba Tengah 3.004 8.376 16.942 19.907 21.420 

SBD 8.962 17.238 52.751 77.125 91.367 

Nagekeo 12.606 33.278 70.226 119.054 117.496 

Maggarai Timur 9.070 40.869 75.018 98.524 107.877 

Sabu Raijua - 1.873 5.578 16.068 20.128 

Malaka - - - - - 

Lainnya / Others                 

Kota / Municipality 
- - - - 1.432 

Kota Kupang 1.028.806 1.184.524 1.465.060 1.746.060 934.966 

Jumlah / Total 3.297.212 4.126.507 5.234.157 6.201.300 5.185.107 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 
D. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di NTT per 30 Nopember 2018 sebanyak 

Rp 1,471 trilyun atau meningkat Rp.199,805 milyar (13,58%) dari penyaluran KUR 

tahun 2017. Jumlah tersebut hanya sebesar 1,24% saja dari total penyaluran KUR di 

Indonesia (Rp.118,290,743). Namun jumlah penyaluran KUR di NTT pada tahun 2017 

(Rp.1,271 Trilyun) justru berkurang 5,13% dari jumlah penyaluran KUR tahun 2016 

(Rp.1,340 Milyar). Total penyaluran KUR di NTT per 30 Nopember 2018, terdiri dari 

KUR Mikro sebesar Rp.853.909 Milyar ditambah KUR Kecil sebesar Rp.616.118 Milyar 

dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp.1,170 Milyar. Penyaluran KUR di Provinsi NTT 

tahun 2013 sampai 2018 dapat dilhat pada tabel berikut. 

Tabel 2. 80 

Penyaluran KUR di Provinsi NTT Tahun 2013-2018 

Tahun Realisasi Keterangan 

2013 NA tidak ada data 

2014 NA tidak ada data 

2015 NA tidak ada data 

2016 1.340.155000000 per 31 Desember 2016 

2017 1.271.391.500.000 per 31 Desember 2017 

2018 1.471.197.000.000 per 30 Nopember 2018 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha dengan syarat 

aset maksimal Rp 500 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil bersyarat aset 

antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 

milyar. Sedangkan usaha menengah bersyarat besar aset antara Rp 500 juta sampai  Rp 

10 milyar dan omzet sebesar Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar. Ketiga bentuk 

kewirausahaan ini merupakah indikator penting untuk menilai perkembangan ekonomi 

masyarakat, karena dikelola langsung oleh masyarakat dan biasanya padat karya 

(melibatkan banyak tenaga kerja) yang berdampak langsung pada peningkatan lapangan 

kerja dan pendapatan. Perkembangan dan persebaran usaha mikro, kecil dan menengah 

di NTT dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. 81 

Data Sebaran Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah Di NTT 

 Tahun 2013- 2017 (Per Desember Setiap Tahun) 

No Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Jumlah Unit 

Usaha Mikro 

70.558 70.558 76.668 79.316 76.670 

a Aset 444.515.400 444.515.400 444.515.000 444.515.400 544.515.400 

b Omset 2.998.410.200 2.998.410.200 2.998.410.200 2.998.410.200 3.283.410.200 

c Tenaga Kerja 70.588 70.588 76.668 79.260 76.670 

2 Jumlah Unit 

Usaha Kecil 

24.936 24.936 24.936 24.936 24.947 

a Aset 1.620.800.000 1.620.800.000 1.620.800.000 1.620.800.000 2.224.800.000 

b Omset 14.213.755.000 14.213.755.000 14.213.755.000 14.213.755.000 17.083.755.000 

c Tenaga Kerja 24.936 24.936 24.936 24.936 24.947 

3 Jumlah Unit 

Usaha 

Menengah 

2.103 2.103 2.103 2.149 2.103 

a Aset 7.570.800.000 7.570.800.000 7.570.800.000 7.570.800.000 7.570.800.000 

b Omset 2.063.100.000 2.063.100.000 2.063.100.000 2.063.100.000 2.063.100.000 

c Tenaga Kerja 2.103 2.103 2.103 2.103 2.103 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Tabel 2.81 menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan jumlah unit 

usaha mikro di NTT dalam kurun waktu 2013-2017 (hanya 9%). Bahkan unit usaha kecil 

dan menengah relatif tidak bertambah. Tetapi dalam hal aset dan omset, ada peningkatan 

22% untuk usaha mikro, dan 37% untuk usaha kecil. Sedangkan omset usaha mikro 

meningkat 10% dan usaha kecil meningkat 20%. Walau terjadi peningkatan aset dan 

omset sebagaimana dijelaskan, tetapi tidak terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja 

yang signifikan di usaha mikro (hanya 9%) dan tidak terjadi penambahan tenaga kerja di 

unit usaha kecil. Berdasarkan data di atas, terjadi stagnasi usaha menengah di NTT 

dalam kurun waktu 2013-2017, baik dalam hal jumlah unit usaha, jumlah aset, omset 

maupun penyerapan tenaga kerja. 
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2.3.1.2.12 Penanaman Modal  

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) 

untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

Tabel 2.82 

Realisasi Investasi Provinsi NTT Periode Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah) 

Uraian  2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan Tenaga Kerja Penanaman Modal  

- Proyek 9 94 8 16 97 

- Tenaga Kerja 0 0 1,807 1,327 12,567 

Nilai Investasi Proyek 

PMDN (Juta Rupiah) 
47.111,78 109.130,97 1.296.677,02 505.619,50 2.538.516.04 

Jumlah Realisasi Proyek PMA dan Tenaga Kerja  

- Proyek 37 93 55 45 72 

- Tenaga Kerja 0 0 1,255 3,215 108 

Nilai Investasi Proyek 

PMA (Juta Rupiah) 
155.464,12  484.145,49 991.346,97 1.641.450,53 963.451, 27 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Tabel 2.82 menunjukan bahwa NTT merupakan Provinsi yang diminati oleh 

investor, baik dari dalam maupun luar negeri yang terlihat dari meningkatnya besaran 

proyek, tenaga kerja maupun nilai investasi. Hal ini menunjukan potensi yang dimiliki 

oleh Provinsi NTT dalam prospek pengembangan ekonomi di masa depan.  

 

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui 

berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta 

pembangunan gelanggang remaja dan lapangan olahraga. Organisasi pemuda yang 

melaksanakan pembinaan dan pengkaderan anggota secara berkesimbungan yaitu 

PMKRI, GMKI, GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Peradah serta 

Organisasi Kemahasiswaan, Karang Taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi 

keolahragaan  ditangani semakin profesional dengan meningkatnya partisipasi 

masyarakat. 

Tabel 2.83 

Data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan 12 47 82 117 152 

Jumlah organisasi lingkungan yang 

aktif dan terbina 

3 7 11 15 19 

Jumah organisasi ekonomi yang aktif 

dan terbina 

11 15 19 23 27 

Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, 

aktif dan terbina 

56 2 5 5 5 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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Dari Tabel 2.83 dilihat bahwa jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan mengalami 

kenaikan yang berarti dari tahun 2013 sebesar 12 orang menjadi 152 orang pada tahun 

2017. Hal ini menunjukan peningkatan keberhasilan pembinaan atlet. Sementara itu, 

peningkatan juga terjadi pada jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina dari 3 

organisasi pada tahun 2017 menjadi 19 organisasi pada tahun 2017, dan jumlah 

organisasi ekonomi yang aktif dan terbina dari 11 organisasi pada tahun 2013 menjadi 27 

organisasi pada tahun 2017. Sedangkan jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan 

terbina turun dari 56 organisasi di tahun 2013 menjadi 5 organisasi saja di tahun 2017. 

Hal ini menunjukan fokus pembinaan organisasi pada lima tahun terakhir yang lebih 

pada organisasi lingkungan dan ekonomi daripada organisasi sosial. 

Tabel 2. 84 

Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 

No Indikator Capaian 2017 

1 Jumlah organisasi pemuda yang aktif 41 organisasi 

2 Jumlah wisausaha aktif 875 orang 

3 Jumlah cabang olahraga yang dibina 6 cabor 

4 Jumlah atlet bersertifikat 750 atlet 

5 Jumlah pelatih bersertifikat 333 atlet 

6 Jumlah atlet berprestasi 180 atlet 

7 Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan 324 medali 

8 Jumlah sarana dan prasarana olahraga 4.299 lapangan 

9 Jumlah pemuda NTT Yang masih menganggur 78.548 pemuda 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif 

sampai saat ini berjumlah 41 Organisasi Kepemudaan, Persentase wirausaha yang aktif 

sebanyak 875 orang, cakupan pembinaan olahraga dari 40 Cabang Olahraga dan 5 

Cabang Prioritas, ada 6 Cabang olahraga yang menjadi binaan yaitu Kempo, Tinju, 

Atletik, Taekwondo, Pencaksilat, Karate. Jumlah atlet yang bersertifikat sebanyak 750 

atlet dengan jumlah atlet berprestasi 180 atlet, sedangkan Jumlah Pelatih  yang 

bersertifikat 333 Pelatih. Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan (Cabang Kempo, 

Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencak Silat dan Karate) di kejuaraan nasional dan 

intenasional adalah 291 medali dengan rincian 121 medali emas, 82 medali perak,  88 

medali perunggu. Jumlah pemuda NTT yang masih menganggur sebanyak  78.548 

Pemuda. Sedangkan untuk sarana dan prasarana olahraga, jumlah gedung olahraga 

sebanyak 27 gedung terdiri dari 5 buah GOR, 3 buah gedung serba guna dan 19 buah 

stadion. Sedangkan jumlah lapangan olahraga di Desa berjumlah 4.299 lapangan 

olahraga, terdiri dari 1.477 lapangan sepakbola, 2.139 lapangan bola voli, 282 lapangan 

bulutangkis, 78 lapangan bola basket, 279 lapangan tenis meja dan 44 lapangan futsal.  
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2.3.1.2.14 Statistik 

Dalam penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan pemerintah, 

diperlukan data yang akurat agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat 

sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen berupa “Provinsi Dalam Angka” dan 

Buku “PDRB Provinsi” mutlak dibutuhkan. Kedua dokumen tersebut di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur disusun oleh Badan Pusat Statistik.  

Tabel 2.85 

Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

 

 

 
S

S

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

Sementara itu sampai dengan tahun 2018 belum ada rekomendasi pelaksaaan 

survei yang dikeluarkan oleh BPS, padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 

1997 tentang statistik, setiap survei yang ingin dilaksanakan oleh pihak lain harus 

meminta rekomendasi oleh BPS. 

 

2.3.1.2.15 Persandian 

Penetration Test untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi sehingga dapat 

dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut sehingga relatif aman 

dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini baru 3 aplikasi yang sudah 

dilakukan penetration test, yaitu SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah 

Daerah) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Server dan Email 

nttprov.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika,  RKPD online di Bappeda. Data 

tentang alat dan kondisi alat pengamamanan informasi yang diberikan oleh Badan Siber 

dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 86 

Data Alat Dan Kondisi Alat Pengamamanan Informasi Milik 

Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017 

No Nama Alat Jumlah Keterangan 

1 Jammer 1 Belum digunakan 

2 Counter 

Surveilans 

1 Belum digunakan 

3 Email Sanapati 1 Baik 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengamanan informasi di Pemerintah 

Provinsi NTT belum berjalan maksimal, karena alat pengamanan informasi belum 

digunakan. Selain itu dari tahun 2013-2017 hanya 2 orang SDM yang telah mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan mengenai persandian.  

No Indikator 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 Buku Provinsi Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada 

2 Buku PDRB Provinsi Ada Ada Ada Ada Ada 
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2.3.1.2.16 Kebudayaan 

Sebagai Provinsi kepulauan,  NTT mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. 

Untuk menjamin kelestariannya, maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui 

pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek 

kebudayan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, 

kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra. Pembangunan kebudayaan  

juga mendukung  peningkatan  pariwisata budaya melalui  pengembangan desa adat, 

desa budaya dan kekuatan kultur organisasi. 
 

Tabel 2.87 

Jenis Sarana Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2017 

No Jenis Jumlah 

1 Cagar Budaya 2 

2 Desa Adat 25 

3 Museum 4 

4 Rumah Budaya Nusantara 5 

5 Sanggar dan Komunitas 25 

6 Warisan Budaya Tak Benda 20 

Jumlah 81 

Sumber : Ditjen Kebudayaan, 2017 

Jumlah sarana kebudayaan Provinsi NTT sampai tahun 2017 sebanyak 81 sarana, 

dimana jumlah terbanyak adalah desa adat dan juga sanggar dan komunitas yang 

berjumlah masing-masing 25 unit. 

 

Tabel 2.88 

Persentase Obyek Budaya Provinsi NTT yang Tertangani Tahun 2013-2017 

Indikator 2013 2014 2015 2016 2017 

Persentase obyek budaya yang tertangani 55 71 71 100 48,67 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Persentase obyek budaya yang ditangani cenderung mengalami penurunan dari 

tahun 2013 sebesar 55% menjadi 48,67% di tahun 2017. Walaupun di tahun 2014 sampai 

2016 mengalami peningkatan.  

 

 

2.3.1.2.17 Perpustakaan 

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun 

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Provinsi NTT pada Tahun 2013 

sebanyak 248.013 orang, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 

menjadi 48.086 orang. Pengunjung perpustakaan di Provinsi NTT dapat terlihat pada 

tabel berikut. 
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Tabel 2. 89 

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2012-2017 

Uraian 
2013 2014 2015 2016 2017 

Orang Orang Orang Orang Orang 

Jumlah pengunjung 

perpustakaan per tahun 

248.013 12.440 32.916 38.585 48.086 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

Sedangkan jumlah koleksi perpustakaan, data tenaga pustakawan, data tenaga teknis 

fungsional umum dan data tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat di 

Perpustakaan Daerah Provinsi NTT tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 2. 90 

Jumlah Koleksi Perpustakaan, Data Tenaga Pustakawan, Data Tenaga Teknis 

Fungsional Umum Dan Data Tenaga Penilai Angka Kredit Yang Memiliki 

Sertifikat Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 

No Uraian Jumlah 

1 Jumlah koleksi buku perpustakaan 6.009 judul / 

14.088 eksemplar 

2 Jumlah tenaga pustakawan 13 orang 

3 Jumlah tenaga teknis fungsional umum 46 orang 

4 Jumlah tenaga penilai angka kredit yang 

memiliki sertifikat 

4 orang 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT sampai tahun 2018 

sebanyak 6.009 judul dengan jumlah keseluruhan 14.088 eksemplar, dengan jumlah 

tenaga pustakawan sebanyak 13 orang. Jumlah tenaga teknis fungsional umum yang 

membantu mengelola perpustakaan sebanyak 46 orang, sedangkan tersedia 4 orang 

tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat. Secara umum keadaan 

perpustakaan di Provinsi NTT Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.91. 

 

Tabel 2. 91 

Keadaan Perpustakaan Di Nusa Tenggara Timur s/d 2018 

No Jenis Perpustakaan Jumlah 

1 Umum 21 

2 Khusus 630 

3 Sekolah 6.693 

a. SD/MI 4.819 

b. SMP/MTS 1.320 

c. SMA/SMK/MA 554 

7 Perguruan Tinggi 40 

8 Desa/Kelurahan 1.083 

9 Rumah Ibadah 1.763 

10 Taman Bacaan Masyarakat 224 

11 Puskesmas 10 

Jumlah 10.395 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 
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Jumlah perpustakaan di NTT sampai tahun 2018 berjumlah 10.395 buah, dimana 

sebagian besar terdapat di sekolah-sekolah dengan jumlah 6.693, sedangkan sisanya 

terdapat di rumah ibadah, desa/kelurahan, serta fasilitas sosial lainnya. 

2.3.1.2.18 Kearsipan 

Aspek pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan 

pengeloaan SDM arsip.  Untuk mewujudkan tatakelola arsip,  maka telah dilaksanakan 

empat kegiatan utama sebagai dasar program, yaitu perbaikan sistem administrasi 

kearsipan, penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, peningkatan kualitas 

pelayanan informasi, pembinaan dan pengembangan aparatur. Jumlah tenaga fungsional 

kearsipan (arsiparis) yang ada di NTT sampai tahun 2018 adalah sebanyak 168 orang, di 

mana 50 orang berstatus pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan 118 orang berstatus 

pegawai Pemerintah Provinsi NTT.  Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi 

NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 2. 92 

Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar 

Baku Kearsipan Tahun 2018 

Uraian 
Perangkat 

Daerah 

Memenuhi 

Standar Baku 

Kearsipan 

Belum Memenuhi 

Standar Baku 

Kearsipan 

JUMLAH 49 23 26 

% 100 46,9 53,1 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

Dari Tabel 2.92 terlihat bahwa walaupun memiliki 118 arsiparis namun pengelolaan 

kearsipan lingkup Pemerintah Provinsi NTT belum baik, terbukti dari rendahnya 

persentase perangkat daerah Provinsi NTT yang memenuhi standar baku kearsipan 

sebesar 46,9%. Hal ini membuktikan tenaga arsiparis belum tersebar di Perangkat 

Daerah Provinsi NTT secara merata menyebabkan pengelolaan kearsipan di perangkat 

daerah belum berjalan opimal. Padahal tertib penyelenggaraan kearsipan merupakan 

bagian penilaian dari indeks reformasi birokrasi. 

Peningkatan kapasitas SDM kearsipan bagi pengelola di Provinsi NTT dari tahun 

2014 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2. 93 

Data Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2014-2018 

 

Tahun No Nama Pendidikan/ Pelatihan Jumlah 

2018 1 Bimtek aparatur pengelola JIKN, SIKN, JIKD 

dan SIKD di Provinsi NTT 

25 orang 

 2 Bimtek pengawasan kearsipan bagi 

arsiparis/pengelola arsip pada perangkat daerah  

50 orang 

2017 1 Diklat penyusutan arsip 1 orang 
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Tahun No Nama Pendidikan/ Pelatihan Jumlah 

 2 Bimtek pengelolaan arsip elektronik/SIKD bagi 

aparatur pengelola arsip di Provinsi NTT 

25 orang 

2016 1 Diklat pengelolaan arsip inaktif 1 orang 

 2 Bimtek kearsipan bagi Sekdes/Seklur di 2 

Kabupaten 

70 orang 

2015 1 Diklat program arsip vital 1 orang 

 2 Diklat penyusunan jadwal retensi arsip 1 orang 

 3 Diklat pengangkatan arsiparis ahli 1 orang 

 4 Diklat pengelolaan arsip dinamis 1 orang 

 5 Diklat layanan informasi kearsipan 2 orang 

 6 Diklat pengelolaan arsip berbasis TIK 1 orang 

    

 

2014 

1 Diklat teknik akuisisi bagi arsiparis / pengelola 

arsip di lembaga kearsipan sedaratan Flores, 

Lembata dan Alor 

30 orang 

 2 Bimtek arsip masuk desa 65 orang 

TOTAL  274 orang 
Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

Menurut Tabel 2.93, dari tahun 2014 sampai 2018 sudah 274 orang tenaga pengarsipan 

di Provinsi NTT yang ditingkatkan kapasitasnya melalui arsip melalui pendidikan dan 

pelatihan serta bimbingan teknis. Peningkatan kapasitas tenaga dilaksanakan dengan 

sasaran tenaga pengarsipan itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, 

Kelurahan dan Desa. 

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan  

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 

unggulan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Urusan pilihan meliputi kelautan dan 

perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, 

perindustrian dan transmigrasi. 

 

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan 

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan untuk  

meningkatkan pengelolaan sumberdaya  kelautan. Sektor perikanan turut berkontribusi 

pada PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK yang terus meningkat dalam periode 2013 

sampai 2017. Dalam tahun 2017, kontribusi sektor ini pada PDRB-ADHB sebesar 5,01% 

dan PDRB-ADHK sebesar 5,37%. 

Potensi  budidaya lainnya yang potensial yaitu  rumput laut yang telah menjadi  

sumber utama ekonomi pada beberapa wilayah. Produksi Rumput Laut  tahun 2013 

mencapai 1.802.090 ton  dan 1.836.847 ton tahun 2016  dengan sentral produksi terbesar  

Kabupaten Kupang yang mencapai 1.342.582 ton dan kontribusi produksi Kabupaten 

lainnya yaitu Alor, Flores Timur, Rore Ndao dan  Sabu Raijua. 
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Panjang garis pantai  di seluruh wilayah Provinsi NTT adalah 5.700 Km dengan 

jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 

juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 

25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya.  

 

Tabel 2.94 

Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, Produksi  

Perikanan Laut dan Kontribusi terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha 

 (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan- Miliar/Persen) di  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Perikanan Laut 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Produksi Perikanan Laut Ton 127.156 108.009 118.292 175.992 179.296 

Rumah Tangga Perikanan 

Budidaya 
- 37.009  38.931 38.443 37.267 0* 

Produksi Perikanan Budidaya Ton 1.805.184 1,971,792 2,062,164 1,841,882 0* 

PDRB Menurut Lapangan Usaha 

Sektor Perikanan (PDRB-

ADHB) 

Miliar 2.747,7 3.235,0 3.628,4 4.091,1 4.569,3 

% 4,48 4,72 4,77 4,87 5,01 

Sektor Perikanan (PDRB-

ADHK) 

Miliar 2.344,6 2.518,2 2.643,8 2.794,7 2.944,9 

% 4,06 7,41 4,99 5,71 5,37 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

* (Data tahun 2017 Tidak Tersedia) 
 

Potensi lestari perikanan tangkap sebesar ± 491.700 ton/tahun, tangkapan yang 

diperbolehkan sebanyak ±393.360 ton/thn, produksi tahun 2016 sebesar 123.765 (31, 

5%). Luas lahan budidaya air tawar di NTT adalah 51,870 Ha dan pemanfaatannya 

berupa kolam ikan lele, karper dan nila seluas 570 Ha/1,1% (Data tahun 2016). Potensi 

dan pemanfaatan lahan budidaya laut dengan luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha 

dengan pemanfaatan budidaya rumput laut dan kerapu seluas 11.245 Ha/20,92%. (Data 

Tahun 2016). 

Terdapat 5 (lima) Kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi NTT 

adalah Kabupaten Kupang, Alor, Rote Ndao, Flores Timur dan Sumba Timur. Produksi 

Rumput Laut paling tinggi dihasilkan dari Kabupaten Kupang, dengan produksi yang 

fluktuatif. Pada tahun 2015 produksi rumput laut mencapai 1.548.467 ton, pada tahun 

2016 mengalami penurunan menjadi 1. 342.582 ton.  

 

Tabel 2.95 

Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2013-2016 

Wilayah 
Produksi Rumput Laut (Ton) 

2013 2014 2015 2016 

Sumba Barat 199,46 59,95 160 154,7 

Sumba Timur 18.773,29 19.648 21.546,5 21.546,5 

Kupang 1.305.333,3 1.431.933,3 1.548.467 1.342.582 

Timor Tengah Selatan - - - - 

Timor Tengah Utara - - - - 
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Wilayah 
Produksi Rumput Laut (Ton) 

2013 2014 2015 2016 

Belu 255,6 - - - 

Alor 86.138,67 197.464,53 161.347,6 161.347,6 

Lembata 6.418,67 4.735,07 7.375 7.375 

Flores Timur 70.846,13 84.738,32 92.849,01 124.526,06 

Sikka 264 16 20 20 

Ende 84 38,99 25,9 25,76 

Ngada 2.599,05 283,46 35 35 

Manggarai 452,87 2.219,94 32,41 681,15 

Rote Ndao 111.213,33 145.840,83 145.840 128.595,13 

Manggarai Barat 63,47 157,65 183,88 185,79 

Sumba Tengah 276 236,29 96,19 76,47 

Sumba Barat Daya 62.390,53 3.744,83 280,04 160,37 

Nagekeo 87,38 - 9,87 9,87 

Manggarai Timur 1.894,55 2.006,96 2.311,39 1.311,2 

Sabu Raijua 134.800 74.720,55 75.571,72 48.214,49 

Malaka - - - - 

Kota Kupang - - - - 

Nusa Tenggara Timur 1.802.090,3 1.967.844,7 2.056.151,5 1.836.847,1 

Sumber : Statistik Perikanan, 2017 
 

Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya air payau, dengan luas lahan budidaya 

air payau 35.455 Ha dan pemanfaatan untuk budidaya bandeng, dan udang seluas 1.356 

Ha/3,82 %. Teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan laut kategori 

usaha adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. 

Berdasarkan data series dari tahun 2012-2016, mayoritas rumah tangga usaha perikanan 

laut kategori usaha mayoritas menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang 

fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2016.  

Tabel 2.96 

Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha Provinsi NTT Tahun 

2013-2016 

Kategori Usaha 2013 2014 2015 2016 

Tanpa Perahu 7.609 7.937 4.828 4.828 

Perahu Tanpa Motor 17.738 16.290 13.302 13.302 

Motor Tempel 5.483 5.941 5.516 6.734 

Kapal Motor 6.585 6.682 7.115 7.283 

<5 GT 4.744 4.719 4.291 4.458 

         5 GT ke atas 1.841 1.963 2.824 2.825 

Jumlah 37.415 36.850 30.761 32.147 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 
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Tabel 2.97 

Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Kab/Kota 
Lokasi 

Kab/ Kec 

 Lahan (Ha)  
Kapasitas 

Produksi/musim/ 

Tahun 2017  

Lahan (Ha)  
Ket 

 

Potensi  

Yang 

Digarap 
2013 2014 2015 2016 Potensi 

Yang 

Digarap 

Kota 

Kupang 

Kel. Oesapa 

Barat Kec. 
Kelapa Lima 

5 0.5 - 60 
 

- 5 0.5 

Tambak Garam 

Teknologi 

Geomembran (tidak 

ada tidak lanjut 

pendampingan dari 

Pemda Kota Kupang) 

Kabupaten 

Kupang 

Desa Oeteta 

Kec. Sulamu 
30 25 40 40 60 60 30 25 

Tambak Garam 

Rakyat 

Desa 

Buipolo 

Kec. Sulamu 
500 400 40 40 60 60 500 400 

Tambak Garam 
Rakyat 

Desa 

Merdeka 

Kec. Sulamu 
1,000 100 40 40 60 60 1,000 100 

Tambak Garam 

Rakyat 

Desa 

Nunkurus 

dan Desa 

Oebelo 

2,720 - - - - - 2,720 -   

Timor 

Tengah 

Selatan 

Desa 

Toineke 

Kec. Kualin 

50 1 40 80 120 120 50 1 
2015 peralihan tambak 

tanah ke tambak 

teknologi geomembran 

Timor 

Tengah 

Utara 

Desa 

Oesoko Kec. 
Insana 

500 2 40 80 120 120 500 2 
2015 peralihan tambak 

tanah ke tambak 
teknologi geomembran 

Belu 

Wewiku 3 1 40 40 40 40 3 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Tasifeto 

Timur 
5 1 40 40 40 40 5 1 

Tambak Garam 

Rakyat 

Malaka Betun 20,000 - - - - - 20,000 - 
Tambak Garam 
Rakyat 

Lembata 

Ileape 15 2 40 40 40 40 15 2 
Tambak Garam 

Rakyat 

Lebatukan 5 4 40 40 40 100 5 4 

sebelun tahun 2016 

masih menggunakan 

tambak tanah. 2016 

peralihan tambak 

tanah ke tambak 
teknologi geomembran 

Alor 

Pantar 

Tengah 
5 1 40 40 40 40 5 1 

Tambak Garam 

Rakyat 

Alor Besar 

Alor Barat 

laut 

1 0.5 40 60 130 130 1 0.5 
Tambak Garam 

Teknologi 

Geomembran 

Flores 

Timur 

Desa Pledo 

Kec. 

Witihama 
10 0.5 80 - - - 10 0.5 

Tambak Garam 

Teknologi 

Geomembran 

Desa 

Kolidateng 
2 1 40 - 

  
2 1 

Tambak Garam 

Rakyat 

Sikka 

Desa 
Nangahale 

Kec. 

Talibura 

4 0.5 70 84 100 100 4 0.5 
Tambak Garam 

Teknologi 

Geomembran 

Ende 
Desa 
Wewaria 

500 100 40 40 40 40 500 100 
Tambak Garam 
Rakyat 

Ngada Kaburea 100 10 40 40 40 40 100 10 
Tambak Garam 

Rakyat 

Nagekeo 

Desa 

Waekoka, 

Kec. Aesesa 

1,000 5 40 40 40 40 1,000 5 
Tambak Garam 

Rakyat (Tanah Pemda) 

Desa 

Totumala, 

Kec. Mbay 
100 50 40 40 40 40 100 50 

Tambak Garam 
Rakyat 

Desa 

Anapoli, 

Kec. 

Wolowae 

100 - - - - - 100 -   
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Kab/Kota 
Lokasi 

Kab/ Kec 

 Lahan (Ha)  
Kapasitas 

Produksi/musim/ 

Tahun 2017  

Lahan (Ha)  
Ket 

 

Potensi  

Yang 

Digarap 
2013 2014 2015 2016 Potensi 

Yang 

Digarap 

Desa 

Totonala, 
Kaburea - 

Kec. 

Wolowae 

200 - - - - - 200 -   

Manggarai 

Timur 
Desa Reo 5 3 40 40 40 40 5 3 

Tambak Garam 

Rakyat 

Sumba 

Timur 

Pandawai 4 4 40 40 40 40 4 4 
Tambak Garam 
Rakyat 

Umalolu 2 1 40 40 40 40 2 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Haharu 3 1 40 40 40 40 3 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Desa Kayuri, 

Kec. 

Umalulu 
10,000 - - - - - 10,000 - - 

Sumba 

Barat 

Daya 

Laura 5 1 40 40 40 40 5 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Sumba 

Tengah 

Mamboro 5 1 40 40 40 40 5 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Katikutana 

Selatan 
3 1 40 40 40 40 3 1 

Tambak Garam 

Rakyat 

Sabu 

Raijua 

Lokasi 

Menyebar 
Di seluruh 

Kec. 
 

121 40 1000 1800 9000 
 

121 
Tambak Garam 

Teknologi 

Geomembran 

Rote Ndao 

Rote Tengah 5 1 40 10 10 10 5 1 
Tambak Garam 
Rakyat 

Rote Timur 30 1 40 10 10 10 30 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Desa 

Daudolu 

Kec. Rote 

Barat Laut 

3 3 40 10 10 10 3 3 
Tambak Garam 

Rakyat 

Desa 

Netenaen 

Kec. Rote 

Barat Laut 

2 1 40 10 10 10 2 1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Kec. 

Lobalain 
2 1 40 10 10 10 2 1 

Tambak Garam 

Rakyat 

Oenggae 

Desa 

Tungganamo 

Kec. Pante 

Baru 

2 2 60 80 100 100 2 2 
Tambak Garam 

Teknologi 

Geomembran 

Desa Seru 

Beba Kec. 

Rote Timur 
2 1 40 10 10 10 2 1 

Tambak Garam 
Rakyat 

Desa Faifua 

Kec. Rote 

Timur 
 

1 40 10 10 10 
 

1 
Tambak Garam 

Rakyat 

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.2.2 Pariwisata  

Pariwisata merupakan  masa depan ekonomi NTT, karena mempunyai multiplier-

effect yang banyak. NTT merupakan salah satu destinasi utama pariwisata  nasional dan 

Labuan  Bajo sebagai salah satu KSPN  dari 10  yang ada secara nasional. Pariwista  

mengalami perkembangan cukup pesat dengan selama periode 2013-2017 seperti pada 

Tabel 2.98. 
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Tabel 2. 98 

Perkembangan Wisatawan  dan Rata-Rata Lama Tinggal  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Manca Negara 45.107 65.939 66.860 65.499 93.455 

Domestik 318.658 331.604 374.456 430.582 523.083 

Total 363.765 397.543 441.316 496.081 616.538 

Rata-Rata Lama Menginap 

Tamu Asing 2,19 1,99 2,26 2,23 2,15 

Tamu Domestik 1,79 1,95 1,84 1,85 1,86 

Tingkat Penghunian Kamar 

Hotel Bintang 39,48 47,29 45,98 51,48 54,56 

Hotel Non Bintang 19,65 18,55 18,82 19,63 22,20 

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018 

 

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan disertai dengan pilihan  yang 

bervariasi  sesuai dengan potensi  wisata yang ada di seluruh wilayah. Perkembangan  

berdasatkan minat wisatawan seperti pada Gambar 2.17. 

 

Gambar 2. 17 

Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata  sesuai Wilayah di NTT 

 
Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 2018 

 

Sesuai dengan pengembangan The Ring of Beauty pariwisata NTT, yaitu Wilayah 

Pulau-Pulau Timor-Sumba dan Flores menunjukkan variasi minat wisatawan. 

Berdasarkan  wilayah menunjukkan bahwa pariwista  alam dan budaya pada wilayah 

Lembata-Flores, Timor dan Sumba  mendapat kunjungan wisatawan tertinggi. 

Kunjungan wisatawan lainya yang diminati, yaitu  pantai dan kampung tradisional. 

Meningkatnya kunjungan wistawan mendukung peningkatan kontribusi sektor 

akomodasi dan makan-minum  pada perekonomian daerah. Perkembangan kontribusi 

yang dicapai pada Tahun 2013-2017 seperti pada Tabel 2.99. 
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Tabel 2. 99 

Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum  

terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian  
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Penyediaan Akomodasi dan Makan-

Minum (ADHB) 

Miliar 367,8 422,4 487,1 586,1 675,9 

% 0,60 0,62 0,64 0,70 0,70 

- Penyediaan Akomodasi (ADHB 

–Miliar) 

Miliar 188,6 213,8 246,5 312,8 375,1 

% 0,31 0,31 0,32 0,37 0,41  

- Penyediaan Makan dan Minum 

(ADHB-Miliar) 

Miliar 179,2 208,7 240,6 273,3 300,9 

% 0,29 0,30 0,32 0,33 0,33  

Penyediaan Akomodasi dan Makan-

Minum (ADHK) 

Miliar 299,6 318,3 337,9 386,8 439,3 

% 7,34 6,25 6,17 14,46 13,59 

- Penyediaan Akomodasi (ADHK 

–Miliar) 

Miliar 155,9 164,9 174,4 210,7 249,3 

% 6,97 5,78 5,78 20,81 18,31  

- Penyediaan Makan dan Minum 

(ADHK-Miliar) 

Miliar 143,7 153.4 163.5 176.1 190,0  

% 7,76 6,77 6,59 7,69 7,93 

                   Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

Berdasarkan perkembangan kontribusi pada PDRB menunjukkan bahwa  

penyediaan akomodasi dan makan-minum berdasarkan ADHB meningkat  perannya dari  

0,60%  menjadi 0,70% tahun 2017. Sedangkan PDRB ADHK  menunjukkan 

perkembangan  yaitu 7,34% menjadi 13,59%.  

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai 

fasilitas seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitis dan awarenenss serta layanan 

yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, 

makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata 

menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan yang menantang memberi 

sensasi.  

NTT sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha 

menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka 

meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha 

masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, 

pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan 

dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi NTT. Untuk mewujudkan 

hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah berusaha mengeluarkan berbagai 

kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan 

nusantara (domestik) maupun dari  wisatawan manca negara (turis asing). 

 

2.3.2.3 Pertanian 

Pertanian merupakan salah satu urusan penting  terkait dengan perannya dalam 

pembinaan petani yang jumlahnya mencapai 59% lebih dari seluruh angkatan kerja  yang 

bekerja.  Pertanian  juga merupakan penyumbang terbesar pada PDRB Nusa Tenggara 
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Timur yang mencapai 28,72%. Perkembangan kontribusi PDRB-ADHB sektor pertanian 

dan sub sektornya seperti pada Tabel berikut. 

Tabel 2.100 

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017   

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

1. Sektor Pertanian dan 

Kehutanan  (ADHB) 

Miliar 18.272,8 20.456,3 22.752,4 24.316,9 26.183,6 

% 29,80 29,86 29,89 28,97 28,72 

2. Pertanian, 

Peternakan,  dan Jasa 

Peternakan 

Miliar 15.437,1 17.120,5 19.009,8 20.103,7 21.485,5 

% 25,17 24,99 24,97 23,95 23,57 

3. Kehutanan  
Miliar 88,1 100,8 114,3 122,1 128,9 

% 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 
       Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018  

Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB  menunjukkan penurunan   yaitu 

29,80% tahun 2013  menjadi 28,72% atau menurun  sebesar  1,08%.  

A. Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun 2017 menunjukkan 

peningkatan luas tanam (ha), luas panen (ha) dan produksi (ton) jagung dalam periode 

2013-2017. Tetapi terjadi penurunan produktivitas (ton/ha) dari 2,62 ton/ha tahun 2013 

menjadi 2,59 ton/ha tahun 2017 atau menurun sebanyak 0.26 persen. 

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada tanaman padi. Walau dalam kurun 

waktu 2013-2017 luas tanam (ha) meningkat 9,09%, luas panen meningkat 4,12% dan 

produksi meningkat 3,86%, tetapi produktivitas (ton/ha) menurun 0,26%. 

Luas lahan sawah dengan irigasi di NTT meningkat dari 119.413 ha tahun 2013 

menjadi 122.746 ha tahun 2017. Kabupaten dengan lahan sawah beririgasi terluas tahun 

2017 adalah Sumba Timur (15.209 ha) dan Manggarai Barat (11.559 ha). Sedangkan 

lahan sawah beririgasi terkecil pada tahun yang sama ada di Kabupaten Lembata (74 ha) 

dan Kota Kupang (205 ha).  

Luas sawah non-irigasi di NTT juga meningkat dari 80.878 ha (tahun 2013) 

menjadi 93.049 ha (tahun 2017). Kabupaten dengan sawah non-irigasi terluas tahun 2017 

adalah  Kabupaten Kupang (16.896 ha) dan Kabupaten Rote Ndao (14.785 ha). 

Sedangkan yang tersempit ada di Kabupaten Lembata (8 ha) dan Kota Kupang (197 ha). 

Berdasarkan kemampuan produksi, ada lima Kabupaten mampu memenuhi 

kebutuhan sendiri, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo dan Rote Ndao. 

Berdasarkan kemampuan produksi yang mencapai  lebih dari 500.000 ton masih 

dibutuhkan 200.000 ton lebih dengan asumsi  konsumsi per kapita  sebanyak 112 

kg/kapita per tahun. 

 

B. Perkebunan 

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar 

yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau 



RRKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 II-86 

dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional maupun ekspor 

ke luar negeri.  Produksi   perkebunan yang menonjol yaitu kelapa 68.347 ton, kopi 

22.228 ton, kakao 19.096 ton, vanili 463 ton dan pinang 4.984 ton.  

 

C. Peternakan 

Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang menonjol pada tahun 

2013- 2017 sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.101 

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Jenis Ternak 2013 2014 2015 2016 2017 

Sapi 823.134 865.731 899.577 984.551 1.285.360 

Kerbau 133.786 134.457 141.075 156.927 174.875 

Kuda 111.047 112.948 111.047 112.557 149.523 

Kambing 592.365 
677.012 

626.431 637.969 2.018.130 

Domba 63.877 65.421 66.884 321.667 

Babi 1.739.481 1.755.058 1.812.449 1.845.408 3.464.686 

Ayam 

Kampung 
10.681.149 10.766.948 10.585.385 10.662.627 11.093.152 

Ayam Ras 770.095 

931.746 

551.299 5.039.677 5.574.589 

- Pedaging 590.45 350.537 4.838.166 5.540.704 

- Petelur 179.645 200.762 201.511 33.885 

Itik 302.096 315.417 322.923 344.942 203.03 
   Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

Perkembangan  populasi ternak  menunjukkan perkembangan yang positif. 

Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi (1.854.408) diikuti Sapi 

(984.508) Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan 

NTT sebagai pendukung swasembada daging.   

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit 

Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 54 RPH Pemerintah dan 2 RPH Swasta. 

RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih 

kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Jumlah ternak 

yang dipotong tahun 2016 adalah babi sebesar 158.459 ekor dan sapi sebanyak 69.121 

ekor per tahun. Khusus untuk ternak sapi  menunjukkan perkembangan pemotongan dan 

pengiriman yang meningkat seperti pada tabel berikut. 
 

Tabel 2.102 

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2014 2015 2016 2017 
Pertumbuhan 

(%) 

Populasi Sapi (ekor) 865.731 899.534 984.508 1.003.752 3,83 

Kuota 62.605 57.536 66.150 70.800 3,48 

Realisasi 49.568 52.811 63.429 66.574 7,90 

Pemotongan 77.709 81.991 82.944 83.212 1,75 

Konsumsi Lokal (ekor) 77.709 81.991 82.944 83.212 1,75 
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Uraian 2014 2015 2016 2017 
Pertumbuhan 

(%) 

Antar Pulau (ekor) 49.614 52.811 63.429 66.574 7,88 

Jumlah Dimanfaatkan 127.323 134.802 146.373 149.786 4,20 

Sumber  : SIPD Provinsi NTT, 2018 

Populasi ternak sapi pada tahun 2014 mencapai 856.731 ekor menjadi 1.00.752 

ekor atau  tumbuh 3,83%. Ternak sapi menjadi potensi utama mendukung perdagangan 

dan untuk memenuhi potensi pasar dalam  negeri. 

 

2.3.2.4 Kehutanan 

Laju deforestrasi di NTT cukup tinggi. Menurut Statistik Kehutanan, pada  tahun 

2014-2015 terjadi deforestrasi sebesar 13.932 ha, dimana 2.835 ha adalah hutan tetap. 

Sektor kehutanan sendiri bukanlah sektor yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB. 

Pada tahun 2017, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB hanya 0,14% yang 

diperoleh dari penjualan kayu, menurun 0,01 persen dari tahun 2014. Padahal, dari segi 

pelestarian air dan lingkungan, hutan adalah faktor penting. 

Gambar 2.18 

Sebaran Tutupan Hutan Provnsi NTT Tahun 2015 

 

2.3.2.5 Energi Dan Sumber Daya Mineral 

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik 

Sumber penerangan rumah tangga terdiri dari rumah tangga yang menggunakan 

listrik PLN, Listrik npn PLN dan bukan listrik. Listrik PLN adalah sumber penerangan 

listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang 

dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber 

penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak 

dikelola oleh PLN). Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama dapat 

dilihat pada tabel di bawah. 
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Tabel 2.103 

Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Provinsi NTT Tahun 2013-2018 

Sumber 

Penerangan 

Utama 

NTT Tahun Indonesia 

2013 2014 2015 2016 2017 2017 

Listrik PLN 59,85 65,47 64,11 64,96 66,02 95,99 

Listrik Non PLN 10,82 8,73 9,79 7,18 11,34 2,15 

Bukan Listrik 29,33 25,80 26,09 27,86 22,64 1,86 
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

 

Dari Tabel 2.103, terlihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga yang 

menggunakan listrik PLN dari 59,85% pada tahun 2013 menjadi 66,02% pada tahun 

2017. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga yag menggunakan listrik non-PLN dari 

10,82% di tahun 2013 menjadi 11,34% pada tahun 2017, sehingga persentase rumah 

tangga yang sumber penerangan utama bukan listrik turun menjadi 22,64% di tahun 

2017 dari keadaan tahun 2013 sebesar 29,33%. Jika dibandingkan dengan angka nasional 

di mana persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 95,99% dan 

Listrik non PLN sebesar 2,15% dan bukan listrik sebesar 1,86%, maka dapat dikatakan 

kondisi NTT masih jauh dari harapan. Data terakhir dari kementerian ESDM bahwa rasio 

elektrifikasi (RE) Provinsi NTT sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terendah se-

Indonesia, yakni sebesar 60,38%.  

Tabel 2.104 

Kapasitas Listrik di Provinsi NTT Tahun 2012-2016 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Kapasitas Terpasang Pembangkit 

Listrik (Mega Watt) 
158,69 160,54 272,8 297,25 337,73 

Tenaga Listrik yang Dibangkitkan 

(GWh) 
643,87 717,66 730,93 820,2 908,97 

Listrik yang Didistribusikan (GWh) 567,32 639,57 702,26 749,76 829,59 
        Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

 

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi NTT mengalami peningkatan 

dari tahun 2012 sebesar 158.69 MW menjadi 337.73 MW pada tahun 2016. Tenaga 

listrik yang dibangkitkan pada tahun 2012 sebesar 643.87 GWh mengalami peningkatan 

menjadi 908.97 GWh pada Tahun 2016. Sedangkan Listrik yag didistribusikan pada 

Tahun 2012 sebesar 567.32 GWh juga mengalami peningkatan menjadi 829.59 GWh. 

 

B. Jumlah Usaha Pertambangan  

Jumlah usaha pertambangan di Provinsi NTT meningkat 68 unit, dari 253 unit di 

tahun 2015 menjadi 321 unit di tahun 2017. Peningkatan tertinggi usaha pertambangan 

ada di Kabupaten Kupang yang meningkat 40 usaha dan Manggarai Barat yang 

bertambah 14 usaha pertambangan. 
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Tabel 2.105 

Jumlah Usaha Pertambangan per Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Wilayah 
Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan 

2015 2016 2017 

Sumba Barat 1 1 1 

Sumba Timur 2 1 1 

Kupang 36 58 76 

Timor Tengah Selatan 74 74 75 

Timor Tengah Utara 43 45 45 

Belu 35 35 36 

Alor 4 6 7 

Lembata 0 1 1 

Flores Timur 0 1 3 

Sikka 0 2 2 

Ende 6 9 9 

Ngada 4 5 5 

Manggarai 13 14 13 

Rote Ndao 11 9 9 

Manggarai Barat 1 1 15 

Sumba Tengah 1 1 1 

Sumba Barat Daya 2 2 2 

Nagekeo 2 2 2 

Manggarai Timur 3 7 4 

Sabu Raijua 2 2 2 

Malaka 10 10 10 

Kota Kupang 3 3 2 

Nusa Tenggara Timur 253 289 321 
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.2.6 Perdagangan  

Kegiatan perdagangan NTT didukung perdagangan Dalam Negeri melalui 

perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan 

ekspor.  

Tabel 2.106 

Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi NTT dan Indonesia 

Tahun 2013-2017 (Juta US $ / Miliar Rupiah) 

Uraian 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nusa Tenggara Timur : 

- Ekspor 21,24 20,79 23.94 33.15 22,68 

- Impor 27,06 31,92 7.87 29.09  73,71 

- Selisih - 5,82 - 11,13 16.07 4.06 -51,02  

- PDRB (ADHB) 

Miliar 
1.196.29 1.383,71 1.834,22 1.776,70 2.282,87 

- Net Ekspor Antar 

Daerah (ADHB) 

Miliar 

(27.025,56) (32543,14) (38.889,04) (42.425,10) (46.100,56)  

Indonesia : 

- Ekspor 182.552 176.292 150.366 145.186  168.828 

- Impor 186.629 178.178 142.695 135.653  156.986 

- Selisih - 4.077 - 1.886 7.672 9.533  11.843 
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 
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Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB NTT Tahun 2017, terbesar adalah 

dari perdagangan besar dan eceran reparasi mobil serta sepeda motor yang menyumbang 

11,05% PDRB. Secara nominal, kontribusi sektor ini meningkat stabil dalam Periode 

2013-2017. 

 

2.3.2.7 Perindustrian 

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi 

Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu: Industri Kulit 

11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan 

logam mulia 102 Desa (3,44%), Industri Anyaman 344 Desa (11,60%), Industri 

Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9,74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33,68%) 

Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18,88%) dan industri lainnya 172 Desa 

(5.80%).   

 

2.3.2.8 Transmigrasi 

Transmigrasi merupakan suatu program pemerintah untuk memindahkan 

penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang bertujuan untuk 

mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, memberikan 

kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk 

mengolah sumber daya di wilayah lainnya. Agar program ini berjalan lancar, maka 

pemerintah berkewajiban memfasilitasi penduduk yang berminat untuk bertransmigrasi. 

Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi di Provinsi NTT dapat dilihat di 

Tabel 2.107 yang menunjukkan peningkatan persentasi peminat transmigrasi yang 

berhasil difasilitasi dari 52,8% di tahun 2013 menjadi 62,89% di tahun 2017. Hal ini 

menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah untuk dapat melaksanakan program 

transmigrasi secara maksimal. 

Tabel 2.107 

Besaran Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi  

 Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 

Besaran  peminat transmigrasi 

yang berhasil difasilitasi 
52,8 33,69 50,63 67,52 62,89 

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

 

 

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang 

2.3.3.1 Perencanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT telah 

disahkan  menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025. 

RPJMD Provinsi NTT sebagai penjabaran RPJPD telah ditetapkan menjadi Perda 
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melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Tahun 2013-2018. Selama periode 2013-2017 dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah  yaitu (1) Dokumen Perencanaan: tersedianya dokumen 

perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA; tersedianya Dokumen 

Perencanaan RPJMD  yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; tersedianya 

Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. (2) Dokumen 

pengendalian rencana pembangunan dan Hasil evaluasi tahunan rencana pembangunan. 

Dan (3) Dokumen pengendalian pelaksanaan dan hasil pengendalian pembangunan 

sesuai Peraturan Gubernur. 

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk memandu dan mengintegrasikan 

pembangunan daerah sesuai visi-misi kepala daerah. Kualitas perencanaan sangat 

menentukan capaian kinerja pembangunan. Untuk mendukung peningkatan kualitas  

perencanaan pembangunan, maka  melalui kerjasama Badan Pusat Statistik telah 

dikembangkan NTT Satu Data pembangunan yang didukung pemetaaan  melalui 

dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG).  

 

2.3.3.2 Keuangan 

A. Tata Kelola Keuangan  

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting  

dalam pelaksanaan good governance.  Audit rutin tata kelola keuangan dilaksanakan 

setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan  menghasilkan opini  

dalam pelaporan kinerja pemerintah Daerah Provinsi.  Pada    Periode Tahun 2013-2015,  

Opini BPK terhadap LKPD  mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

untuk tahun 2013 dan 2014. Sedangkan sejak tahun 2015 hingga 2017 mencapai kinerja  

dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). 

 

B. Realisasi Penerimaan Asli Daerah 

Realisasi PAD Provinsi terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2013 

hingga tahun 2017 mengalami tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan kinerja 

yang masih kurang dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 

menjaring penerimaan bagi Pemerintah Provinsi. Perkembangan PAD tahun 2013-2017 

seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.19 

Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah  

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

 
Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

2.3.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Umum 

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam 

meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah 

dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama  dengan Aparat Keamanan dalam 

Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, 

FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM, Yayasan, PMKRI dan 

GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) 

Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan 

wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 

350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda,LSM, Ormas Pemuda, 

Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas. 
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2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 
 

 

Hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun dalam RPJMD 2013-

2018 terhadap pelaksanaan aspek dan urusan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 2. 108 
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

No 

Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/ Indikator 

Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja 

Standar 

Interpretasi belum 

tercapai (<) sesuai 

(=) melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 

1) KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT 

              

1.1. Kesejahteraan    dan    

Pemerataan 

Ekonomi 

              

1.1.1. Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, 

Administrasi keuangan 

daerah, Perangkat 
Daerah, Kepegawaian 

dan Persandian 

              

1.1.1.1 Pertumbuhan PDRB 

ADHK 

5.41 5.05 4.92 5.17 5.16     

1.1.1.2 Laju inflasi 8.41 7.76 4.92 2.48 2.00     

1.1.1.3 PDRB ADHK per 

kapita (dalam juta) 

10.4 10.74 11.09 11.49      

1.1.1.4 Indeks Gini 0.35 0.36 0.34 0.36 0.36 0.39   

1.1.1.5 Jumlah Pengeluaran per 

Kapita (ribu rupiah) 

8,002 8,070 8,085 8,195 8,649     

1.1.1.6 Rasio Penduduk yang 
Bekerja 

  96.17  96.73     

1.1.1.7 Tingkat Pengangguran 
Terdidik 

         

1.1.1.8 Indeks Kepuasan 
Layanan Masyarakat 

         

1.1.1.9 Opini BPK atas 

Laporan Keuangan  

Daerah 

WDP WDP WDP WTP WTP 

WTP 

  

1.1.1.10 Pencapaian Skor Pola 

Pangan Harapan (PPH) 

66.2 65 71.3 73      

1.2. Kesejahteraan Sosial          

1.2.1 Sosial Kemasyarakatan          

1.2.1.1 IPM 61.68 62.26 62.67 63.13 63.73 70.81   

1.2.1.2 Umur Harapan Hidup 65.82 65.91 65.96 66.04 66.07 71.06   

1.2.1.3 Persentase Keluarga Pra 

Sejahtera dan Keluarga 

Sejahtera I 

82.27 36.53        

1.2.1.4 Indeks Pembangunan 

Gender 

91.74 92.76 92.91 92.72 92.44 
90.96 

  

1.2.1.5 Indeks Pemberdayaan 

Gender 

59.81 63.06 64.75 65.07 63.76 71.74   

1.2.2 Pendidikan          

1.2.2.1 Angka Rata-Rata Lama 

Sekolah 

6.76 6.85 6.93 7.02 7.15 8.42   

1.2.2.2 Harapan Lama Sekolah 12.27 12.65 12.84 12.97 13.07     
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No 

Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/ Indikator 

Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja 

Standar 

Interpretasi belum 

tercapai (<) sesuai 

(=) melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 

1.2.2.3 Persentase Penduduk 

miskin 

20.24 19.6 22.58 22.01 21.38 10.12   

1.2.2.4 Angka Partisipasi Kasar 

: 

         

1.2.2.4.1 SD/MI 113.44 114.68 116.46 114.12 114.05 108.5   

1.2.2.4.2 SMP/MTs 80.25 88.66 88.96 89.56 91.35 90.23   

1.2.2.4.3 SMA/SMK/MA 64.85 71.86 75.54 79.34 78.83 82.84   

1.2.2.5 Angka Partisipasi 

Murni 

         

1.2.2.5.1 SD/MI 93.60 94.56 94.95 95.24 95.40 97.19   

1.2.2.5.2 SMP/MTs 59.24 65.86 66.32 66.56 67.16 78.40   

1.2.2.5.3 SMA/SMK/MA 47.31 52.15 52.51 52.87 53.32 60.37   

1.2.2.6 Angka Partisipasi 
Sekolah 

         

1.2.2.6.1 7 - 12 tahun 92.34 97.99 98.13 98.24 98.27 99.14   

1.2.2.6.2 13 - 15 tahun 89.39 94.26 94.39 94.60 94.76 95.08   

1.2.2.6.3 16 - 18 tahun 64.90 73.96 74.25 74.56 74.65 71.42   

1.2.2.6.4 19 - 24 tahun 22.88 26.22 26.54 26.75 27.80 24.77   

1.2.2.6.5 Angka Buta Huruf 8.5 8.82 7.27 7.40 7.25     

1.2.3 Kesehatan          

1.2.3.1 Kasus Kematian           

1.2.3.1.1 Ibu 176 158 176 182 163     

1.2.3.1.2 Bayi 1,286 1,280 1,300 1,088 1,044     

1.2.3.1.3 Balita 1,478 1,437 1,480 1,268 1,174     

1.2.3.2 Persentase Balita Gizi 

Buruk dan Kurang 

         

1.2.3.2.1 Balita Gizi Buruk 1.10 1.00 0.96 0.87 0.87     

1.2.3.2.2 Balita Gizi Kurang 6.90 7.15 4.16 2.50 2.84     

1.2.3.2.3 Baduta stunting NA NA 32.7 32.1 29.8 20.1   

1.2.3.2.4 Baduta wasting NA NA 11.7 17.5 17.9 12.8   

1.2.3.2.5 Baduta underweight NA NA 18.9 23.0 22.8 14.8   

1.2.3.2.6 Balita stunting NA NA 41.2 38.7 40.3 29.6   

1.2.3.2.7 Balita wasting NA NA 13.6 17.4 15.8 9.5   

1.2.3.2.8 Balita underweight NA NA 25.6 28.2 28.3 17.8   

             

2) PELAYANAN 

UMUM 

         

2.1 Pelayanan Urusan 
Wajib 

         

2.1.1 Pendidikan          

2.1.1.1 Pendidikan dasar          

2.1.1.1.1 Angka partisipasi 

sekolah 

97.34 97.99 98.13 98.24 98.27     

2.1.1.1.2 Rasio Guru terhadap 

murid 

34.83 31.6 15.32 15.41 15.8     

2.1.1.1.3 Angka Putus Sekolah 1.88 1.32 0.69 0.30 1.04     

2.1.1.1.3.1 SD 1 : 179 NA 1 : 164 1 : 88 1 : 116     

2.1.1.1.3.2 SMP 1 : 207 NA 1 : 206 1 : 96 1 : 109     

2.1.1.1.3.3 SMA/MA/ SMA/LB 1 : 414 NA 1 : 299 1 : 84 1 : 136     

2.1.1.1.3.4 SMK 1 : 336 NA NA 1 : 73 1 : 108     

2.1.1.2 Pendidikan menengah          

2.1.1.2.1 Angka partisipasi 

sekolah 

         

2.1.1.2.1.1 SMP/MTs 89.39 94.26 94.39 94.6 94.76     

2.1.1.2.1.2 SMA/SMK/MA 64.81 73.96 74.25 74.56 74.65     

2.1.1.2.2 Rasio Guru terhadap 

murid 

         

2.1.1.2.2.1 SMP/MTs 30.29 30.85 13.38 14.42 14.04     

2.1.1.2.2.2 SMA/SMK/MA 8.02 10.26 12.76 13.73 13.26     

2.1.1.2.3 Angka Putus Sekolah          
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No 

Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/ Indikator 

Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja 

Standar 

Interpretasi belum 

tercapai (<) sesuai 

(=) melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1.1.2.3.1 SMP/MTs 1.7 1.31 1.23 6.02 3.77     

2.1.1.2.3.2 SMA/SMK/MA 1.8 0.59 2.49 8.6 4.57     

2.1.1.2.4 Angka Melanjutkan 

Pendidikan 

         

2.1.1.2.4.1 SMP/MTs   85.34 84.61 91.33     

2.1.1.2.4.2 SMA/SMK/MA   86.97 74.38 85.45     

2.1.2 Kesehatan          

2.1.2.1 Rasio posyandu per 

satuan balita 

15.18 16.45 9.56 15.99 15.89     

2.1.2.2 Rasio       puskesmas,       

poliklinik, pustu per 
satuan penduduk 

         

  Puskesmas 1 : 13.461 1 : 

13.289 

1 : 

13.368 

1 : 

13.550 

1 : 

13.351 

1 : 16.000   

  Puskesmas Pembantu 1 : 4.587 1 : 4.659 1 : 5.625 1 : 4.814 1 : 4.979 1 : 1.500   

  Polindes 1 : 6.561 1 : 4.928 1 : 7.211 1 : 5.512 1 : 5.513     

2.1.2.3 Rasio Rumah Sakit per 

Satuan Penduduk 

1 : 

115.208 

1 : 

114.474 

1 : 

111.305 

1 : 

110.713 

1 : 

103.672 

1 : 1.000   

2.1.2.4 Rasio Tenaga 

Kesehatan 

         

2.1.2.4.1 Tenaga Medis 14 20 15 15 17 62   

2.1.2.4.2 Bidan 56 56 72 72 74 100   

2.1.2.4.3 Perawat 108 108 91 92 97 173   

2.1.2.4.4 Tenaga Kesehatan 

Lainnya 

39 39 55 48 67 83   

2.1.3 Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang  

         

2.1.3.1 Tingkat Kemantapan 

Jaringan Jalan Dalam 

Kondisi Baik (%) 

   54.41 54.49     

2.1.3.2 Kondisi Baik Jaringan 

Irigasi di Daerah Irigasi 

Kewenangan Provinsi 

58.555 ha 58.555 

ha 

60.328 

ha 

60.328 

ha 

60.328 ha     

2.1.3.3 Persentase Sarana Air 

Bersih Perdesaan 

20 47.99 57.46 54.68 60.16     

2.1.3.4 Persentase Rumah 

Tangga yang 
Mempunyai Akses 

Terhadap Sanitasi 

Layak  

24.91 16.12 23.9 40.46 45.31     

2.1.4 Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman 

         

2.1.4.1 Persentase Persentase 

Rumah Layak Huni 

63.3 63.4 64 NA 63     

2.1.5 Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Serta 

Perlindungan 
Masyarakat 

         

2.1.5.1 Persentase Ormas dan 
LSM aktif 

         

2.1.5.2 Jumlah Linmas     44,876     

2.1.6 Sosial          

2.1.6.1 Persentase PMKS yang 

Tertangani 

         

2.1.7 Tenaga Kerja          

2.1.7.1 Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 

68.15 68.91 69.25 69.18 69.09     

2.1.7.2 Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

3.25 3.26 3.83 3.25 3.27 5.5   

2.1.8 Pemberdayaan 

Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
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No 

Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/ Indikator 

Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja 

Standar 

Interpretasi belum 

tercapai (<) sesuai 

(=) melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1.8.1 Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan  

1568 1054 1191 384 582     

2.1.8.2 Kasus Kekerasan 
Terhadap Anak 

         

2.1.9 Pangan          

2.1.9.1 Jumlah cadangan 
pangan provinsi (ton) 

100 109.23 178.27 146.32      

2.1.10 Pertanahan          

2.1.10.1 Persentasi Luas Lahan 
Bersertifikat 

         

2.1.11 Lingkungan Hidup          

2.1.11.1 Persentase Rumah 

Tangga Dengan Sumber 

Air Minum Layak 

43.33 54.88 62.72 60.04 65.2     

2.1.11.2 Indeks Kualitas Air 50.14 52.48 53.35 NA 39.63     

2.1.11.3 Indeks Kualitas Udara 85.41 77.13 NA NA 91.18     

2.1.11.4 Indeks Kualitas 

Tutupan Lahan 

         

2.1.12 Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

         

2.1.12.1 Ketersediaan Database 

Kependudukan  

ada ada ada ada ada ada   

2.1.13 Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

         

2.1.13.1 Persentase PKK Aktif 100 100 100 100 100 100   

2.1.13.2 Persentase Posyandu 

Aktif 

51.22 50.5 57.54 57.34 50.78     

2.1.13.3 Persentase Desa Siaga 

Aktif 

57.17 50.78 59.47 70.81 79.75     

2.1.14 Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga 

Berencana 

         

2.1.14.1 Laju Pertumbuhan 

Penduduk 

1.7 1.65 1.79 1.69 1.68     

2.1.14.2 Cakupan Peserta KB 

Aktif 

60.1 45.69 52.64 57.19 32.51     

2.1.14.3 Cakupan Peserta KB 

Baru 

11.6 10.6 8.8 8.6 5.2     

2.1.14.4 Unmeet Need          

2.1.15 Perhubungan          

2.1.15.1 Jumlah Terminal 20 22 22 22 22     

2.1.15.2 Jumlah Pelabuhan 74 74 74 74 74     

2.1.16 Komunikasi dan 

Informatika  

         

2.1.16.1 Keberadaan Website 

Milik Pemerintah 

ada ada ada ada ada     

2.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, 

dan Menengah  

         

2.1.17.1 Persentase Koperasi 

Aktif  

88.53 90.03 91.56 92.44 91.27     

2.1.17.2 Jumlah Koperasi Unit 

Desa (KUD) 

168 171 149 109 175     

2.1.18 Penanaman Modal          

2.1.18.1 Nilai Investasi Proyek 
PMDN (Juta Rupiah) 

47,112 109,131 1,296,67
7 

505,620 253,851,
604 

    

2.1.18.2 Nilai Investasi Proyek 

PMA (Juta Rupiah) 

155,464.1

2 

484,145.

49 

991,346.

97 

1,641,45

0.53 

963,451.

27 

    

2.1.19 Kepemudaan dan 

Olahraga 

         

2.1.19.1 Jumlah atlet berprestasi 

yang diorbitkan 

12 47 82 117 152     
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No 

Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/ Indikator 

Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja 

Standar 

Interpretasi belum 

tercapai (<) sesuai 

(=) melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1.19.2 Jumlah organisasi 

lingkungan yang aktif 

dan terbina 

3 7 11 15 19     

2.1.19.3 Jumah organisasi 

ekonomi yang aktif dan 

terbina 

11 15 19 23 27     

2.1.19.4 Jumlah organisasi sosial 

yang dibentuk, aktif dan 

terbina 

56 2 5 5 5     

2.1.20 Statistik          

2.1.20.1 Ketersediaan Buku 
Provinsi Dalam Angka 

Ada Ada Ada Ada Ada     

2.1.20.2 Ketersediaan Buku 
PDRB Provinsi 

Ada Ada Ada Ada Ada     

2.1.21 Persandian          

2.1.21.1 Jumlah Aplikasi 

Pemerintah yang 
Terlindungi 

3 3 3 3 3     

2.1.22 Budaya          

2.1.22.1 Persentase obyek 

budaya yang tertangani 

55 71 71 100 48.67     

2.1.23 Perpustakaan          

2.1.23.1 Jumlah pengunjung 

perpustakaan  

248,013 12,440 32,916 38,585 48,086     

2.1.24 Kearsipan          

2.1.24.1 Persentase Perangkat 
Daerah yang Memenuhi 

Standar Baku Kearsipan  

    46,94% 100   

2.2 Pelayanan Urusan 
Pilihan 

         

2.2.1 Kelautan dan Perikanan          

2.2.1.1 Kontribusi Sektor 

Perikanan terhadap 
PDRB 

 4.72 4.77 4.87 5.01     

2.2.1.2 Produksi Perikanan 

(ton) 

127,156 108,009 118,292 175,992 179,296     

2.2.2 Pariwisata           

2.2.2.1 Kontribusi Sektor 

Pariwisata terhadap 

PDRB 

 5.83 5.89 6.09 6.16     

2.2.2.2 Jumlah Kunjungan 

Wisatawan 

         

2.2.2.2.1 Manca Negara 45,107 65,939 66,860 65,499 93,455     

2.2.2.2.2 Domestik 318,658 331,604 374,456 430,582 523,083     

2.2.2.3 Rata-rata Lama 

Menginap 

         

2.2.2.3.1 Tamu Asing 2.19 1.99 2.26 2.23 2.15     

2.2.2.3.2 Tamu Domestik 1.79 1.95 1.84 1.85 1.86     

2.2.3 Pertanian          

2.2.3.1 Kontribusi Sektor 

Pertanian terhadap 

PDRB 

 24.99 24.97 23.95 23.57     

2.2.4 Kehutanan          

2.2.4.1 Kontribusi Sektor 

Kehutanan terhadap 

PDRB 

 0.15 0.15 0.15 0.14     

2.2.5 Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

         

2.2.5.1 Persentase Rumah 

Tangga Pengguna 

Listrik 

70.67 74.2 73.9 72.14 77.36 

98.14 

  

2.2.5.2 Kontribusi Sektor 

Pertambangan terhadap 

PDRB 

 1.44 1.41 1.39 1.3     
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No 

Aspek/Fokus/Bidang 

Urusan/ Indikator 

Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja 

Standar 

Interpretasi belum 

tercapai (<) sesuai 

(=) melampaui (>) 2013 2014 2015 2016 2017 

2.2.6 Perdagangan          

2.2.6.1 Kontribusi Sektor 
Perdagangan terhadap 

PDRB 

 10.65 10.87 11.1 11.05     

2.2.7 Perindustrian          

2.2.7.1 Kontribusi Sektor 

Industri Pengolahan 
terhadap PDRB 

 1.23 1.24 1.23 1.26     

2.2.8 Transmigrasi          

2.2.8.1 Persentase Transmigran 

Swakarsa 

         

         

3) DAYA SAING 

DAERAH 

         

3.1 Rata-Rata Pengeluaran 

Per Kapita Sebulan 

Kelompok Makanan  

240,207 267,584 298,180 312,312 399,251     

3.2 Rata-Rata Pengeluaran 

Per Kapita Sebulan 

Kelompok Non-

Makanan  

191,846 225,504 235,710 264,315 282,232     

3.3 Nilai tukar petani 99.05 100.26 101.91 101.07 102.18     

3.4 Rasio Ketergantungan 68.34 68.34 66.75 65.99 65.29     

3.5 Jumlah Penumpang 

Kapal Laut 

         

3.5.1 Penumpang Naik 1,034,014 575,990 122,084 1,023,63

9 

1,028,03

0 

    

3.5.2 Penumpang Turun 987,503 577,232 110,483 1,091,52

2 

1,002,11

9 

    

3.6 Jumlah Penumpang 

Pesawat 

         

3.6.1 Penumpang Berangkat 1,098,317 1,137,90

9 

1,286,50

4 

1,653,06

5 

1,684,03

1 

    

3.6.2 Penumpang Datang 1,133,292 1,085,99

0 

1,274,78

7 

1,687,40

7 

1,723,41

5 

    

3.7 Ketersediaan 

Akomodasi 

         

3.7.1 Jumlah Hotel   334 334 365     

3.7.2 Jumlah Kamar   6,491 6,491 8,316     

3.8 Ketersediaan Restauran 
dan Rumah Makan  

959 975 976 1,683 2,149     

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018 

 

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja 

pembangunan secara keseluruhan yang telah diolah dari tabel di atas, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

2.4.1.  Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan 

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menunjukkan tingkat konsumsi rumah 

tangga. Semakin besar konsumsi, semakin atraktif bagi peningkatan ekonomi daerah. 

Pengeluaran konsumsi dihitung berdasarkan pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan 

makanan per jumlah penduduk. Pola pengeluaran konsumsi ini juga menjadi salah satu alat 

menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.  
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Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran 

berarti semakin buruk kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena, makanan adalah 

prioritas pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, sehingga 

tidak banyak pendapatan yang tersisa untuk kebutuhan non makanan. Perkembangan 

pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan penduduk NTT bisa dilihat pada tabel 

berikut. 
 

Tabel 2.109 

Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut Kelompok Pengeluaran 

Tahun 2013 – 2017 

Wilayah Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 

NTT Rata-Rata 

Pengeluaran Per 

Kapita Sebulan 

Kelompok Makanan  

240.207  267.584  298.180  312.312  399.251  

Rata-Rata 

Pengeluaran Per 

Kapita Sebulan 

Kelompok Non-

Makanan  

191.846  225.504  235.710  264.315  282.232  

Persentase makanan 

tehadap total 

pengeluaran 

56% 54% 56% 54% 59% 

NASIONAL Rata-Rata 

Pengeluaran Per 

Kapita Sebulan 

Kelompok Makanan 

356.435 388.350 412.462 460.639 527.956 

Rata-Rata 

Pengeluaran Per 

Kapita Sebulan 

Kelompok Non-

Makanan 

347.126 387.682 456.361 485.619 508.541 

Persentase makanan 

tehadap total 

pengeluaran 

51% 50% 47% 49% 51% 

       Sumber:  BPS Provinsi NTT, 2018 

Secara merata, pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan di NTT tidak 

banyak berubah sejak tahun 2013 sampai 2017, dan hanya terjadi sedikit peningkatan. Ada 

penurunan pada tahun 2014, tetapi kembali meningkat tahun 2015 dan 2017 sehingga, pada 

tahun 2017, persentase pengeluaran untuk kelompok makanan mendominasi pengeluaran 

keluarga dengan angka 59%. Dibandingkan konsumsi berdasarkan kelompok pengeluaran 

secara nasional, persentase NTT tetap lebih tinggi, walaupun persentase nasional juga tidak 

banyak berubah dalam lima tahun terakhir. 

Pada tahun 2017, persentase pengeluaran kelompok makanan penduduk NTT 

sebesar 59%, sedangkan secara nasional sebesar 51%. Ini berarti, NTT masih butuh 

peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk agar persentase pengeluaran untuk makanan 

bisa menurun dan konsumsi keluarga bisa lebih atraktif. Ini bukan saja meningkatkan 

kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi positif untuk ekonomi daerah. 
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2.4.2.  Nilai Tukar Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima 

(It) dan di bayar (Ib) petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang 

dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk 

proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar 

dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih 

baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, bila NTP lebih kecil atau di 

bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. 

Tabel 2. 110 

Nilai Tukar Petani  dan Nilai Tukar Petani Menurut  

Sub Sektor Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Uraian 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 
Desember 

2018 

- NTP 99,05 100,26 101,91 101,07 102,18 107,02 

Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor  

- Tanaman Bahan Makanan 97,06 99,24 105,04 103,43 104,84 111,38 

- Hortikultura 93,21 97,41 99,89 98,78 101,24 104,44 

- Tanaman Perkebunan Rakyat 94,65 98,71 88,57 95,10 95,45 102,21 

- Peternakan 113,06 104,95 105,30 105,95 106,18 108,36 

- Perikanan 113,88 102,77 104,01 103,67 105,67 108,36 

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

 

NTP Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir berkisar antara 99,05 pada tahun 2013 

sampai 102,18 di tahun 2017 dan pada bulan Desember 2018 sebesar 107,02. Secara umum, 

NTP terus meningkat, tetapi NTP menurut sub sektor mengalami variasi. NTP untuk 

tanaman bahan makanan mengalami NTP yang membaik setiap tahun dalam lima tahun 

terakhir. Sementara NTP untuk sub sektor tanaman perkebunan rakyat, walaupun 

cenderung lebih baik daripada periode tahun dasar dalam lima tahun terakhir, tetapi belum 

mencapai angka 100 pada tahun 2017 dan pada bulan Desember mencapai angka 102. 

Demikian juga NTP hortikultura yang baru mencapai 101,24 pada tahun 2017. NTP pada 

sub sektor peternakan dan perikanan justru cenderung menurun. NTP peternakan menurun 

dari 113,06 pada tahun 2013 menjadi 106,18 tahun 2017, dan NTP perikanan menurun dari 

113,88 menjadi 105,67. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan tukar produk 

peternakan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian dalam program pembangunan NTT. 
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2.4.3.  Tingkat Kriminalitas 

Tingkat kriminalitas diukur dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan 

persentase penyelesaian tindak pidana kriminalitas.  

Gambar 2. 20 

Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan di NTT tahun 2013-2017 

 
Sumber: BPS RI, 2018 

NTT menunjukkan kecenderungan tindak pidana kriminalitas yang menurun dari 

tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2013, tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 8.869 

kasus, sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 8.529 kasus. Kabupaten Sumba Barat (data 

masih termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) dan Kota Kupang 

adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan tertinggi di NTT 

sepanjang 2013 sampai 2017. Selain tindak pidana yang dilaporkan, tingkat kriminalitas 

juga terkait dengan persentase penyelesaian kasus kriminalitas. Dibandingkan dengan 

persentase nasional,   

 

Tabel 2. 111 

Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas Provinsi NTT dan Indonesia 

Tahun 2013-2016 

Tahun NTT INDONESIA 

2013 51,34 52,92 

2014 55,10 54,26 

2015 62,79 58,13 

2016 60,87 58,74 
Sumber: BPS RI, 2018  

Penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas di NTT semakin membaik 

dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2013, hanya 51,34% kasus kriminalitas yang 

diselesaikan, sementara rata-rata nasional sebesar 52,92%. Tetapi pada tahun 2016, 

persentasi penyelesaian mencapai 60,87%, jauh lebih baik daripada rata-rata nasional yang 

sebesar 58,75%. Kabupaten Sumba Barat (termasuk data dari Kabupaten Sumba Barat Daya 

dan Sumba Tengah) serta Kota Kupang masih menjadi Kabupaten/Kota dengan 

kemampuan penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas terendah di NTT. 
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2.4.4.  Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah 

angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (0-14 tahun 

dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi 

yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, 

artinya makin banyak yang harus ditanggung dan dalam jangka panjang dapat 

memperlambat pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan di Provinsi NTT 

dibandingkan Indonesia bisa dilihat pada Tabel 2.112. 
 

Tabel 2.112 

Rasio Ketergantungan NTT dan Indonesia 

Tahun 2010 2015 

NTT 70,60 66,70 

INDONESIA 50,50 48,60 
Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 

Rasio ketergantungan NTT menurun dari 70,60 tahun 2010 menjadi 66,70 tahun 

2015. Ini artinya, dari 100 penduduk usia produktif di NTT tahun 2015 harus menanggung 

66,7 penduduk bukan usia produktif. Walaupun menurun, Rasio Ketergantungan NTT 

masih di atas rata-rata Nasional, yakni 50,5 (tahun 2010) dan 48,60 (tahun 2015). Selain itu, 

rasio ketergantungan NTT adalah yang tertinggi secara nasional dalam pengukuran tahun 

2010 dan 2015, sementara yang terendah adalah DKI Jakarta dengan rasio 37,4 (tahun 

2010) dan 39,9 (tahun 2015). Proyek Rasio Ketergantungan tahun 2020 dan 2025, NTT 

masih akan menduduki posisi tertinggi nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi 

pembangunan ekonomi, dimana selain usaha menciptakan lebih banyak lapangan kerja, 

juga menanggung konsekuensi dari profil demografi yang relatif menua. Rasio 

ketergantungan dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori 

daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan 

produtivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang 

sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi 

beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk 

yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio 

menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk 

membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. 
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Tabel 2.113 

Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) Penduduk   

Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Umur 
2013  2014  2015  2016  2017  

Absolut persen Absolut persen Absolut persen Absolut Persen Absolut persen 

0-14 1.770.012 35,73 1.799.637 35.73 1.799.021 35,14 1.813.199 34,85 1.827.378 34,56 

15-64 2.942.795 59,40 2.992.061 59.40 3.070.775 59,98 3.134.874 60,25 3.198.817 60,50 

65+ 241.160 4,87 245.199 4.87 250.265 4,89 255.441 4,91 261.107 4,94 

0-14  & 65+ 2.011.172 40,60 2.044.836 40.60 2.049.286 49,02 2.068.640 39,75 2.088.485 39,50 

Total 4.953.967 100,00 5.036.897 100,00 5.120.061 100,00 5.203.514 100,00 5.287.302 100,00 

Dependency 

Ratio 
68,34 68,34 66,75 65,99 65,29 

  Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018 
 

Rasio ketergantungan mengalami penurunan, di mana  secara  numerik  berada di 

atas 50, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit lebih banyak 

penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Itu berarti, kualitas penduduk (baik 

tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) masih kurang mampu menekan 

beban ketergantungan sampai pada tingkat terendah yang berguna mendongkrak 

pembangunan ekonomi. 

2.4.5.  Akomodasi 

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah 

ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel dan kamar di NTT dari tahun 2015 sampai 2017 

mengalami peningkatan akumulatif sebanyak 21 hotel, dari 334 (tahun 2015) menjadi 365 

(tahun 2017). Jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Barat dalam periode ini bertambah 22 

unit dan di Kabupaten Rote Ndao bertambah 10 unit, sementara di Kabupaten Ende justru 

berkurang 13 unit dan di Kabupaten Sikka berkurang 6 unit.  

Tabel 2.114 

Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kabupaten/Kota (unit)  

Provinsi NTT Tahun 2015-2017 

Kabupaten/Kota 
Hotel Kamar 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Sumba Barat 7 7 9 162 162 195 

Sumba Timur 8 8 14 157 157 352 

Kupang 3 3 2 51 51 39 

Timor Tengah Selatan 10 10 13 237 237 305 

Timor Tengah Utara 9 9 10 187 187 236 

Belu 14 14 11 310 310 285 

Alor 6 6 7 123 123 150 

Lembata 5 5 6 135 135 167 

Flores Timur 16 16 15 207 207 221 

Sikka 31 31 25 530 530 567 

Ende 34 34 21 405 405 440 

Ngada 23 23 27 290 290 328 
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Kabupaten/Kota 
Hotel Kamar 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Manggarai 18 18 14 299 299 282 

Rote Ndao 8 8 18 118 118 204 

Manggarai Barat 50 50 72 801 801 1272 

Sumba Tengah - - - - - - 

Sumba Barat Daya 8 8 6 163 163 167 

Nagekeo 7 7 12 88 88 153 

Manggarai Timur 7 7 6 66 66 71 

Sabu Raijua 6 6 5 55 55 58 

Malaka - - 4 - - 60 

Kota Kupang 64 64 68 2107 2107 2764 

Nusa Tenggara Timur 334 334 365 6491 6491 8316 

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018 

 

2.4.6.  Restauran dan Rumah Makan  

Ketersediaan restauran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang 

mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke NTT, baik penduduk 

nasional maupun mancanegara. Perkembangan jumlah restaurant dan rumah makan bisa 

dilihat di Tabel 2.115. 
 

Tabel 2.115 

Jumlah Restauran dan Rumah Makan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 

Wilayah 
Jumlah 

2013 2014 2015 2016 2017 

Sumba Barat 21 21 21 21 21 

Sumba Timur 14 14 14 14 33 

Kupang 15 15 15 15 35 

Timor Tengah Selatan 15 15 15 15 144 

Timor Tengah Utara 52 52 52 62 62 

Belu 78 78 78 82 82 

Alor 11 11 11 11 15 

Lembata 23 23 23 23 41 

Flores Timur 24 24 24 70 90 

Sikka 55 55 55 55 130 

Ende 53 53 53 53 82 

Ngada 88 104 104 104 50 

Manggarai 72 72 72 72 119 

Rote Ndao 29 29 29 29 36 

Manggarai Barat 33 33 33 33 106 

Sumba Tengah 5 5 6 6 6 

Sumba Barat Daya 6 6 6 21 21 

Nagekeo 92 92 92 92 122 

Manggarai Timur 12 12 12 12 42 

Sabu Raijua 8 8 8 8 36 

Malaka - - - 39 - 

Kota Kupang 253 253 253 846 876 

Nusa Tenggara Timur 959 975 976 1683 2149 

  Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018 
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Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah rumah makan dan restauran di Provinsi 

NTT, yaitu dari 959 unit (tahun 2013) menjadi 2.149 unit (tahun 2017) atau naik sebanyak 

1.190 unit dalam lima tahun terakhir. Rata-rata semua Kabupaten mengalami peningkatan 

jumlah, kecuali Kabupaten Ngada yang justru berkurang sebanyak 54 unit dari 104 menjadi 

50 unit. 

 

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan 

Realisasi RPJMD 

Mengingat pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 telah berakhir, maka perlu 

dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, 

apakah target yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan dicapai sesuai dengan target 

yang telah ditetapkan, kemudian bila ada permasalahan dapat diantisipasi dan menjadi 

permasalahan untuk diperhatikan pada perencanaan ke depan. 

Pada pelaksanaan RKPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2018 yang merupakan 

akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, terdapat berbagai 

Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT 

sesuai dengan 8 Misi Pembangunan Daerah, yaitu: 

1. Misi  I: Pembangunan Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka 

Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing. 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi NTT, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT, dan Badan 

Perpustakaan Daerah Provinsi NTT. Sedangkan Program Priotas yang dijalankan 

adalah: 

A. Program Urusan Pendidikan 

1) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal 

2) Program Pengembangan dan dan Peningkatan Pendidikan Luar Biasa 

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan 

4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

5) Program Hibah Pendidikan 

6) Program Bantuan Sosial Kependidikan 

B. Program Urusan Kebudayaan 

1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

C. Program Urusan Perpustakaan 

1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

D. Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 

3) Program Hibah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 

 

2. Misi 2: Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan 

yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Kesehatan  Provinsi 

NTT dan RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang, dengan Program Priotas yang 

dijalankan adalah: 
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1) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 

2) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 

3) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

4) Program Peningkatan Gizi 

5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan 

6) Program Manajemen Informasi dan Regulasi Pembangunan Kesehatan 

7) Program Upaya Kesehatan Perorangan 

8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

9) Program Hibah Kemasyarakatan Bidang Kesehatan 

10) Program Bantuan Sosial Bidang Kesehatan  

 

3. Misi 3: Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi 

Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi Untuk Mampu Memanfaatkan 

Keunggulan Potensi Lokal. 

  Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh  11 SKPD, yaitu: 

1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 

2) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT 

3) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT 

4) Kantor P2TSP Provinsi NTT 

5) Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT 

6) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT  

7) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT  

8) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT 

9) Dinas Peternakan Provinsi NTT 

10) Dinas Kehutanan Provinsi NTT 

11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT  

Program Priotas yang dijalankan adalah: 

A. Program Urusan Ketenagakerjaan 

1) Program Pembinaan dan Peningkatan Ketenagakerjaan 

2) Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

3) Program Pengembangan dan Pembinaan  Wilayah Transmigrasi 

B. Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Koperasi 

2) Program Pengembangan Usaha Kecil Menengah 

3) Program Hibah Koperasi 

C. Program Urusan Penanaman Modal  

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 

2) Program Peningkatan Investasi Daerah 

3) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi 

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan 

5) Program Koordinasi dan Pembinaan  Pembangunan Perekonomian  dan Sumber 

Daya Alam  

6) Program Fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Pembinaan Badan Usaha 

7) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Perekonomian 

D. Program Urusan Pariwisata 

1) Program Pengembangan Kemitraan Kebudayaan, Destinasi dan Promosi 

Pariwisata 
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2) Program Pengembangan Sumber Daya dan Ekonomi Kreatif 

3) Program Hibah Pariwisata 

E. Program Urusan Ketahahan Pangan  

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan 

2) Program Peningkatan Penyuluhan Usaha Tani 

F. Program Urusan Pertanian  

1) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman 

Perkebunan 

2) Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan dan 

Hortikultura 

3) Program Pengembangan Benih dan Pembibitan 

4) Program Peningkatan  Produksi Hasil Peternakan 

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 

6) Program Dukungan dan Manajemen Pembangunan Peternakan 

G. Program Urusan Kehutanan 

1) Program Pengembangan Pemanfaatan dan Penertiban Sumber Daya Hutan 

H. Program Urusan Perindustrian dan Perdagangan 

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 

3) Program Peningkatan Perdagangan  Dalam Negeri dan Luar Negeri 

4) Program Hibah Bidang Perekonomian. 

 

4. Misi 4: Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 23 SKPD, yaitu: 

1) Bappeda Provinsi NTT 

2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 

3) Satpol Pamong Praja Provinsi NTT  

4) Biro Umum Setda Provinsi NTT 

5) Biro Keuangan Setda Provinsi NTT 

6) Biro Hukum Setda Provinsi NTT 

7) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 

8) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT 

9) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT 

10) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT  

11) Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT 

12) Sekretariat Dewan Provinsi NTT 

13) Inspektorat Provinsi NTT  

14) Kantor Penghubung Provinsi NTT 

15) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT  

16) Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi NTT 

17) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 

18) Sekretariat Dewan KORPRI Provinsi NTT 

19) Badan Penelitian dan Pengembangan  Provinsi NTT 

20) Badan Arsip Daerah Provinsi NTT 

21) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 

22) Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi NTT 

23) Komisi Penyiaran dan Indonesia Daerah Provinsi NTT 
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Program Priotas yang dijalankan adalah: 

A. Program Urusan Perencanaan 

1) Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

2) Program Dukungan Manajemen Kerjasama Pembangunan Daerah Dengan 

Lembaga Internasional 

B. Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

1) Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, 

Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional 

2) Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  

3) Program Pemeliharaan Keamanan, Kenyamanan Lingkungan dan Perlindungan 

Masyarakat 

4) Program Peningkatan Penegakan Produk Hukum Daerah 

5) Program Hibah Pengamanan dan Ketertiban 

C. Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala 

Daerah 

2) b)   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 

3) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 

4) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 

5) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 

6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

7) Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 

8) Program Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah 

9) Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

10) Program Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama 

11) Program Hibah Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Sosial, 

Keagamaan dan Kependidikan 

12) Program Bantuan Sosial Bidang Pendidikan. 

13) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

14) Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kependudukan dan Otonomi 

Daerah 

15) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 

16) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 

17) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 

Kebijakan Kepala Daerah 

18) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

19) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Pusat 

20) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 

Penataan Aset 

21) Program Pendidikan Kedinasan 

22) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

23) Program Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan KORPRI 

24) Program Pengembangan Data Informasi Perijinan Investasi 

25) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan 
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26) Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek, Lingkungan 

Hidup, Politik dan Pemerintahan 

27) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah serta Penyerbarluasan Data dan Informasi Penelitian 

D. Program Urusan Kearsipan 

1) Program Peningkatan Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan 

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

E. Program Urusan Komunikasi Dan Informasi 

1) Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Daerah 

2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 

3) Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 

4) Program Hibah Organisasi Bidang Komunikasi dan Informasi 

5) Program Pengembangan Data dan Informasi 

F. Program Urusan Umum 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan Capaian Kinerja 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

 

5. Misi 5: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 8 SKPD, yaitu: 

1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT 

2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

3) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 

4) Bappeda Provinsi NTT 

5) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT  

6) Dinas Kehutanan Provinsi NTT  

7) Kesatuan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mutis Timau Provinsi NTT 

8) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT 

Program Prioritas yang dilaksanakan adalah: 

A. Program Urusan Pekerjaan Umum 

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

2) Program Pengolahan Sumber Daya Air 

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi  

4) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan 

5) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 

6) Program Manajemen dan Layanan Tata Laksana  Infrastruktur Pekerjaan Umum 

B. Program Urusan Kesehatan 

1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 

C. Program Urusan Perhubungan 

1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan 

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

D. Program Urusan Perencanaan 

1) Program Pengembangan Data Perencanaan dan Pembinaan Tata Ruang 
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E. Program Urusan Lingkungan Hidup 

1) Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaaatan Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup; 

2) Program Perlindungan Pemulihan Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 

3) Program Rehabilitasi Hutan dan Hutan 

F. Program Urusan Kehutanan 

1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

G. Program Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral  

1) Program Pembinaan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangan, Migas 

dan Panas Bumi 

2) Program Pengembangan Pertambangan 

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 

 

6. Misi 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta 

Perlindungan dan Kesejahteraan Anak 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang 

dijalankan adalah: 

1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan 

2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

3) Program Hibah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana 

 

7. Misi 7: Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi NTT, sedangkan Program Prioritas yang dijalankan adalah: 

1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya 

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 

3) Program Pengembangan Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran 

Produksi Perikanan 

4) Program Bantuan Sosial Kelautan Perikanan  

 

8. Misi 8: Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan, Bencana dan Pengembangan 

Kawasan Perbatasan 

Misi Pembangunan ini dilaksanakan oleh  SKPD yaitu: 

1) Bappeda Provinsi NTT 

2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi NTT 

3) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT 

4) Dinas Sosial Provinsi NTT 

5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 

Program Prioritas yang dijalankan adalah: 

A. Program Urusan Perencanaan 

1) Program Desa Mandiri Anggur Merah 

2) Program Hibah Ekonomi Produktif 
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B. Program Urusan Pemberdayaan MasyarakatDesa 

1) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Pedesaan 

2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Ekonomi dan Aparatur Desa 

3) Program Pengembangan Kemitraan dan Teknologi Pedesaan 

4) Program Hibah Perumahan (P2LDT) 

 

C. Program Urusan Perbatasan  

1) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

D. Program Urusan Sosial 

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil KAT dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 

2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

3) Program Penyandang Penyakit Sosial 

4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

5) Program Bantuan Sosial Kepada Individu dan Keluarga 

E. Program Urusan Penanggulangan Bencana Daerah 

1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tertuang dalam APBD 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018, harus dievalusi capaiannya secara 

periodik/triwulan agar diketahui kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) Lingkup 

Pemerintah Provinsi NTT selaku pengelola anggaran. Hal ini dapat dilihat dari realisasi atau 

penyerapan kinerja program/kegiatan APBD dari masing-masing PD. 

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD Pemerintah Provinsi NTT Tahun 

2018, maka Bappeda Provinsi NTT telah melakukan penyampaian Instrumen Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Pembangunan dan cara pengisian Matriks Evaluasi RKPD, Renja dan Renstra 

PD Provinsi, baik melalui pelatihan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya maupun 

denganpenjelasancarapengisian Format Evaluasi menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, pada 

lampiran surat yang dikirimkan oleh Bappeda kepada seluruh PD.  

Pada Triwulan IV ini, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan dari seluruh 

PD lingkup pemerintah Provinsi NTT hanya dapat dilakukan terhadap 42PD yang 

menyampaikan laporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) PD (Kondisi Laporan yang 

disampaikan ke Bappeda Provinsi NTT s/d bulan Desember 2018) 

42 PD yang melaporkan ke Bappeda Provinsi NTT yang sesuai dengan Format Pelaporan 

(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), sebagai berikut: 

1. Dinas Kebudayaan Provinsi NTT 

2. Dinas Kearsipan Provinsi NTT 

3. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT 

4. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT 

5. Inspektorat Daerah Provinsi NTT 

6. Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi NTT 

7. Biro Hukum Setda Provinsi NTT 

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 

9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT 

10. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 
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11. Dinas Sosial Provinsi NTT 

12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT 

13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT 

14. Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT 

15. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT 

16. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT 

17. Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTT 

18. Dinas Perhubungan Provinsi NTT 

19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

20. Biro Pengadaan Layanan BJ Setda Provinsi NTT 

21. Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 

22. Dinas Kesehatan Provinsi NTT 

23. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT 

24. Biro Umum Setda Provinsi NTT 

25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT 

26. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 

27. RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 

28. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT 

29. Dinas Pariwisata  Provinsi NTT 

30. Dinas Kehutanan Provinsi NTT 

31. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT 

32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 

33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 

34. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT 

35. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT 

36. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT 

37. Sekretariat DPRD Provinsi NTT 

38. Dinas Komunikasi dan Informatika  Provinsi NTT 

39. Biro Perkonomian Setda Provinsi NTT 

40. Dinas Perpustakan Provinsi NTT 

41. Dinas Perdagangan Provinsi NTT  

42. Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT 

 

Terdapat 7 PD, yang tidak menyampaikan laporan Evaluasi Hasil Renja PD, yaitu : 

1. Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta  

2. Dinas Pertanian Provinsi NTT 

3. Dinas Peternakan Provinsi NTT 

4. Dinas Pendidikan Provinsi NTT 

5. Biro Pemerintahan 

6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 

7. Dinas Perindustrian Provinsi NTT 

 

Capaian target anggaran triwulan IV lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan 

Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2018 sebagaimana pada tabel 

2.116 berikut ini: 
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Tabel 2.116 

Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran 

Per-Urusan Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 

Keadaan Triwulan IV 

NO URUSAN PEMERINTAHAN 

ANGGARAN 
SISA ANGGARAN 

 PAGU   REALISASI   

  Rp   %  RP % 

I URUSAN WAJIB : 1,201,560,816,566    1,010,823,064,834  84.13      190,737,751,732  15.87 

1 PENDIDIKAN 474,348,355,000       362,126,651,002  76.34      112,221,703,998  23.66 

 DINAS PENDIDIKAN                                                                                                               474,348,355,000       362,126,651,002  76.34      112,221,703,998  23.66 

2 KESEHATAN 221,061,823,100       170,684,425,305  77.21        50,377,397,795  22.79 

 DINAS KESEHATAN         61,475,885,700         50,636,422,465  82.37        10,839,463,235  17.63 

 RSUD PROF. DR. WZ. 

JOHANNES 

159,585,937,400       120,048,002,840  75.22        39,537,934,560  24.78 

3 PEKERJAAN UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

264,202,667,000       260,098,605,899  98.45          4,104,061,101  1.55 

 DINAS PEKERJAAN UMUM 

DAN TATA RUANG 

264,202,667,000       260,098,605,899  98.45          4,104,061,101  1.55 

4 PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 

117,823,426,000       106,519,163,960  90.41        11,304,262,040  9.59 

 DINAS PERUMAHAN 

RAKYAT DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

117,823,426,000       106,519,163,960  90.41        11,304,262,040  9.59 

5 KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

SERTA PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT 

6,839,233,300           4,824,013,142  70.53          2,015,220,158  29.47 

 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA 

6,839,233,300           4,824,013,142  70.53          2,015,220,158  29.47 

6 SOSIAL 19,201,210,290         18,858,551,830  98.22             342,658,460  1.78 

 DINAS SOSIAL 19,201,210,290         18,858,551,830  98.22             342,658,460  1.78 

7 TENAGA KERJA 7,999,560,200           6,493,333,208  81.17          1,506,226,992  18.83 

 DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI 

7,999,560,200           6,493,333,208  81.17          1,506,226,992  18.83 

8 PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

1,605,835,668           1,508,142,130  93.92               97,693,538  6.08 

 DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

1,605,835,668           1,508,142,130  93.92               97,693,538  6.08 

9 KETAHANAN PANGAN 7,227,135,500           7,121,409,165  98.54             105,726,335  1.46 

 DINAS KETAHANAN 

PANGAN 

7,227,135,500           7,121,409,165  98.54             105,726,335  1.46 

10 LINGKUNGAN HIDUP 3,695,628,600           3,410,146,737  92.28             285,481,863  7.72 

 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

DAERAH 

3,695,628,600           3,410,146,737  92.28             285,481,863  7.72 

11 PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

4,783,785,900           4,561,855,051  95.36             221,930,849  4.64 

 DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

4,783,785,900           4,561,855,051  95.36             221,930,849  4.64 

12 PERHUBUNGAN 14,542,516,900         13,584,649,196  93.41             957,867,704  6.59 

 DINAS PERHUBUNGAN 14,542,516,900         13,584,649,196  93.41             957,867,704  6.59 

13 KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

3,988,955,600           3,444,754,357  86.36             544,201,243  13.64 

 DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

3,988,955,600           3,444,754,357  86.36             544,201,243  13.64 

14 KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN  MENENGAH 

19,354,533,000         18,424,207,157  95.19             930,325,843  4.81 

 DINAS KOPERASI DAN 

USAHA KECIL MENENGAH 

19,354,533,000         18,424,207,157  95.19             930,325,843  4.81 
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NO URUSAN PEMERINTAHAN 

ANGGARAN 
SISA ANGGARAN 

 PAGU   REALISASI   

  Rp   %  RP % 

15 PENANAMAN MODAL 4,585,213,208           4,410,734,239  96.19             174,478,969  3.81 

 DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 

4,585,213,208           4,410,734,239  96.19             174,478,969  3.81 

16 PEMUDA DAN OLAHRAGA 17,789,985,000         13,000,056,569  73.08          4,789,928,431  26.92 

 DINAS KEPEMUDAAN DAN 

OLAHRAGA 

17,789,985,000         13,000,056,569  73.08          4,789,928,431  26.92 

17 KEBUDAYAAN 8,145,907,600           8,051,399,437  98.84               94,508,163  1.16 

 DINAS KEBUDAYAAN 8,145,907,600           8,051,399,437  98.84               94,508,163  1.16 

18 PERPUSTAKAAN 2,540,765,700           2,351,526,816  92.55             189,238,884  7.45 

 DINAS PERPUSTAKAAN 2,540,765,700           2,351,526,816  92.55             189,238,884  7.45 

19 KEARSIPAN 1,824,279,000           1,349,439,634  73.97             474,839,366  26.03 

 DINAS KEARSIPAN 1,824,279,000           1,349,439,634  73.97             474,839,366  26.03 

II URUSAN PILIHAN : 210,608,820,436       127,806,337,371  60.68        82,802,483,065  39.32 

20 KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 

38,771,562,000         38,565,821,408  99.47             205,740,592  0.53 

 DINAS KELAUTAN  DAN 

PERIKANAN  

38,771,562,000         38,565,821,408  99.47             205,740,592  0.53 

21 PARIWISATA 15,238,140,000         13,324,889,353  87.44          1,913,250,647  12.56 

 DINAS PARIWISATA 15,238,140,000         13,324,889,353  87.44          1,913,250,647  12.56 

22 PERTANIAN 47,531,871,136         23,910,224,820  50.30        23,621,646,316  49.70 

 DINAS PERTANIAN 28,536,936,136         16,923,965,301  59.31        11,612,970,835  40.69 

 DINAS PETERNAKAN 18,994,935,000           6,986,259,519  36.78        12,008,675,481  63.22 

23 KEHUTANAN 33,841,787,000         21,226,014,348  62.72        12,615,772,652  37.28 

 DINAS KEHUTANAN 33,841,787,000         21,226,014,348  62.72        12,615,772,652  37.28 

24 ENERGI DAN SUMBER 

DAYA MINERAL 

63,500,294,100         23,161,159,919  36.47        40,339,134,181  63.53 

 DINAS ENERGI DAN 

SUMBER DAYA MINERAL 

63,500,294,100         23,161,159,919  36.47        40,339,134,181  63.53 

25 PERDAGANGAN 3,224,791,200           3,150,625,373  97.70               74,165,827  2.30 

 DINAS PERDAGANGAN 3,224,791,200           3,150,625,373  97.70               74,165,827  2.30 

26 PERINDUSTRIAN 8,500,375,000           4,467,602,150  52.56          4,032,772,850  47.44 

 DINAS PERINDUSTRIAN 8,500,375,000           4,467,602,150  52.56          4,032,772,850  47.44 

III PENUNJANG URUSAN 157,437,613,588       140,244,248,657  89.08        17,193,364,931  10.92 

27 PENGAWASAN 9,084,744,208           8,797,576,192  96.84             287,168,016  3.16 

 INSPEKTORAT 9,084,744,208           8,797,576,192  96.84             287,168,016  3.16 

28 PERENCANAAN 14,212,785,000         13,269,386,603  93.36             943,398,397  6.64 

 BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

14,212,785,000         13,269,386,603  93.36             943,398,397  6.64 

29 KEUANGAN 84,243,217,100         74,158,373,606  88.03        10,084,843,494  11.97 

 BADAN PENDAPATAN, 

PENGELOLA KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 

84,243,217,100         74,158,373,606  88.03        10,084,843,494  11.97 

30 KEPEGAWAIAN 12,774,296,200         10,999,587,920  86.11          1,774,708,280  13.89 

 BADAN KEPEGAWAIAN 

DAERAH 

12,774,296,200         10,999,587,920  86.11          1,774,708,280  13.89 

31 PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DAERAH 

26,866,868,000         24,214,038,136  90.13          2,652,829,864  9.87 

 BADAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

DAERAH 

26,866,868,000         24,214,038,136  90.13          2,652,829,864  9.87 

32 PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

2,970,388,080           2,895,264,100  97.47               75,123,980  2.53 

 BADAN PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH 

2,970,388,080           2,895,264,100  97.47               75,123,980  2.53 
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NO URUSAN PEMERINTAHAN 

ANGGARAN 
SISA ANGGARAN 

 PAGU   REALISASI   

  Rp   %  RP % 

33 KOORDINASI 

PELAKSANAAN URUSAN 

PEM. DAN PEMBANGUNAN 

DGN PEM.PUSAT 

PERBATASAN 

3,156,123,000           1,919,544,181  60.82          1,236,578,819  39.18 

 BADAN PENGHUBUNG 

PROV.NTT di JAKARTA 

3,156,123,000           1,919,544,181  60.82          1,236,578,819  39.18 

34 PERBATASAN 2,305,649,000           2,218,426,400  96.22               87,222,600  3.78 

 BADAN PENGELOLA 

PERBATASAN DAERAH 

2,305,649,000           2,218,426,400  96.22               87,222,600  3.78 

35 KORPS PEGAWAI RI 1,823,543,000           1,772,051,519  97.18               51,491,481  2.82 

 SEKRETARIAT DP KORPRI 1,823,543,000           1,772,051,519  97.18               51,491,481  2.82 

IV PENDUKUNG URUSAN 170,160,528,100       152,679,828,814  89.73        17,480,699,286  10.27 

36 SEKRETARIAT DAERAH 92,501,630,100         78,055,941,044  84.38        14,445,689,056  15.62 

 BIRO UMUM 67,188,821,000         55,870,528,874  83.15        11,318,292,126  16.85 

 BIRO HUKUM 2,528,877,000           2,328,797,700  92.09             200,079,300  7.91 

 BIRO ORGANISASI 3,698,031,000           3,561,544,425  96.31             136,486,575  3.69 

 BIRO PEREKONOMIAN 2,502,859,100           2,459,741,400  98.28               43,117,700  1.72 

 BIRO KESEJAHTERAAN 

RAKYAT 

4,044,153,000           3,865,215,125  95.58             178,937,875  4.42 

 BIRO PEMERINTAHAN 3,289,191,000           1,101,396,740  33.49          2,187,794,260  66.51 

 BIRO HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

4,034,722,000           3,807,925,577  94.38             226,796,423  5.62 

 BIRO LAYANAN PENG. 

BARANG & JASA 

3,297,563,000           3,248,840,550  98.52               48,722,450  1.48 

 BIRO KERJASAMA 1,917,413,000           1,811,950,653  94.50             105,462,347  5.50 

37 SEKRETARIAT DPRD 69,129,991,000         66,649,090,567  96.41          2,480,900,433  3.59 

 SEKRETARIAT DPRD 69,129,991,000         66,649,090,567  96.41          2,480,900,433  3.59 

38 URUSAN KESATUAN 

BANGSA DAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

8,528,907,000           7,974,797,203  93.50             554,109,797  6.50 

 BADAN KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

3,532,282,000           3,340,741,349  94.58             191,540,651  5.42 

 BADAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

4,996,625,000           4,634,055,854  92.74             362,569,146  7.26 

 TOTAL 1,739,767,778,690    1,431,553,479,676  82.28      308,214,299,014  17.72 

 

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari beberapa Urusan 

Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan pada Triwulan IV ini sudah berada di 

atas  80% dengan predikat Tinggi (T). Pada triwulan IV ini seharusnya realisasi capaian 

anggaran sudah mencapai 100 %. 
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Tabel 2.217 

Interval dan KriteriaPenilaian Realisasi Kinerja 

INTERVAL NILAI 

REALISASI KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN 

REALISASI KINERJA 

91% ≤ 100%  SANGAT TINGGI (ST) 

76% ≤ 90%  TINGGI (T) 

66% ≤ 75%  SEDANG (S) 

51% ≤ 65%  RENDAH (R) 

≤ 50%  SANGAT RENDAH (SR) 

 

Skala Intensitas kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut : 

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja yang telah memenuhi target dan berada 

diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 

2) Hasil Sedang 

Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal 

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. 

Menunjukan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah 

persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. 

 

Dari Tabel 2.217, dapat dikategorikan pencapaian target yang dicapai oleh 49 PD di urut 

dari yang tertinggi adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.218 

Capaian Target PD di Urut dari yang Tertinggi 

NO PERANGKAT DAERAH 

ANGGARAN 

 PAGU  REALISASI 

  Rp   %  

1 DINAS KEBUDAYAAN 8,145,907,600  8,051,399,437  98.84  

2 DINAS KETAHANAN PANGAN 7,227,135,500  7,121,409,165  98.54  

3 BIRO LAYANAN PENG. BARANG & JASA 3,297,563,000  3,248,840,550  98.52  

4 DINAS KELAUTAN  DAN PERIKANAN  38,771,562,000  38,565,821,408  99.47  

5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 

RUANG 

264,202,667,000  260,098,605,899  98.45  

6 BIRO PEREKONOMIAN 2,502,859,100  2,459,741,400  98.28  

7 DINAS SOSIAL 19,201,210,290  18,858,551,830  98.22  

8 DINAS PERDAGANGAN 3,224,791,200  3,150,625,373  97.70  

9 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH 

2,970,388,080  2,895,264,100  97.47  

10 SEKRETARIAT DP KORPRI 1,823,543,000  1,772,051,519  97.18  

11 INSPEKTORAT 9,084,744,208  8,797,576,192  96.84  

12 SEKRETARIAT DPRD 69,129,991,000  66,649,090,567  96.41  

13 BIRO ORGANISASI 3,698,031,000  3,561,544,425  96.31  

14 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 2,305,649,000  2,218,426,400  96.22  

15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

4,585,213,208  4,410,734,239  96.19  

16 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4,044,153,000  3,865,215,125  95.58  
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NO PERANGKAT DAERAH 

ANGGARAN 

 PAGU  REALISASI 

  Rp   %  

17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA 

4,783,785,900  4,561,855,051  95.36  

18 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 

MENENGAH 

19,354,533,000  18,424,207,157  95.19  

19 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,532,282,000  3,340,741,349  94.58  

20 BIRO KERJASAMA 1,917,413,000  1,811,950,653  94.50  

21 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 4,034,722,000  3,807,925,577  94.38  

22 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

1,605,835,668  1,508,142,130  93.92  

23 DINAS PERHUBUNGAN 14,542,516,900  13,584,649,196  93.41  

24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 

14,212,785,000  13,269,386,603  93.36  

25 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 

4,996,625,000  4,634,055,854  92.74  

26 DINAS PERPUSTAKAAN 2,540,765,700  2,351,526,816  92.55  

27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 3,695,628,600  3,410,146,737  92.28  

28 BIRO HUKUM 2,528,877,000  2,328,797,700  92.09  

29 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN 

117,823,426,000  106,519,163,960  90.41  

30 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DAERAH 

26,866,868,000  24,214,038,136  90.13  

31 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

84,243,217,100  74,158,373,606  88.03  

32 DINAS PARIWISATA 15,238,140,000  13,324,889,353  87.44  

33 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3,988,955,600  3,444,754,357  86.36  

34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12,774,296,200  10,999,587,920  86.11  

35 BIRO UMUM 67,188,821,000  55,870,528,874  83.15  

36 DINAS KESEHATAN 61,475,885,700  50,636,422,465  82.37  

37 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7,999,560,200  6,493,333,208  81.17  

38 DINAS PENDIDIKAN                                                                                                               474,348,355,000  362,126,651,002  76.34  

39 RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES 159,585,937,400  120,048,002,840  75.22  

40 DINAS KEARSIPAN 1,824,279,000  1,349,439,634  73.97  

41 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17,789,985,000  13,000,056,569  73.08  

42 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6,839,233,300  4,824,013,142  70.53  

43 DINAS KEHUTANAN 33,841,787,000  21,226,014,348  62.72  

44 BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di 

JAKARTA 

3,156,123,000  1,919,544,181  60.82  

45 DINAS PERTANIAN 28,536,936,136  16,923,965,301  59.31  

46 DINAS PERINDUSTRIAN 8,500,375,000  4,467,602,150  52.56  

47 DINAS PETERNAKAN 18,994,935,000  6,986,259,519  36.78  

48 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL 

63,500,294,100  23,161,159,919  36.47  

49 BIRO PEMERINTAHAN 3,289,191,000  1,101,396,740  33.49  

 

Kesimpulan hasil evaluasi kinerja PD dalam mengelola program dan kegiatan RKPD 

provinsi NTT tahun 2018 yang dijabarkan dalam renja PD masing-masing untuk Triwulan IV 

diperoleh data-data capaian kinerja RKPD dan realisasi anggaran sebagai berikut : 
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Tabel 2.219 

Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi NTT Tahun 2018 Triwulan IV 

NO PERANGKAT DAERAH 

Rata-rata Capaian 

Kinerja Program 

Prioritas 

Predikat Capaian 

Kinerja 

1 DINAS KEBUDAYAAN 98.84 ST 

2 DINAS KETAHANAN PANGAN 98.54 ST 

3 BIRO LAYANAN PENG. BARANG & JASA 98.52 ST 

4 DINAS KELAUTAN  DAN PERIKANAN  99.47 ST 

5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 98.45 ST 

6 BIRO PEREKONOMIAN 98.28 ST 

7 DINAS SOSIAL 98.22 ST 

8 DINAS PERDAGANGAN 97.70 ST 

9 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

DAERAH 

97.47 ST 

10 SEKRETARIAT DP KORPRI 97.18 ST 

11 INSPEKTORAT 96.84 ST 

12 SEKRETARIAT DPRD 96.41 ST 

13 BIRO ORGANISASI 96.31 ST 

14 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 96.22 ST 

15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

96.19 ST 

16 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 95.58 ST 

17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA 

95.36 ST 

18 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL 

MENENGAH 

95.19 ST 

19 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 94.58 ST 

20 BIRO KERJASAMA 94.50 ST 

21 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT 94.38 ST 

22 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

93.92 ST 

23 DINAS PERHUBUNGAN 93.41 ST 

24 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH 

93.36 ST 

25 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 

92.74 ST 

26 DINAS PERPUSTAKAAN 92.55 ST 

27 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 92.28 ST 

28 BIRO HUKUM 92.09 ST 

29 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN 

90.41 T 

30 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DAERAH 

90.13 T 

 

31 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

88.03 T 

32 DINAS PARIWISATA 87.44 T 

33 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 86.36 T 

34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 86.11 T 

35 BIRO UMUM 83.15 T 

36 DINAS KESEHATAN 82.37 T 

37 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 81.17 T 

38 DINAS PENDIDIKAN                                                                                                               76.34 T 

39 RSUD PROF. DR. WZ. JOHANNES 75.22 S 

40 DINAS KEARSIPAN 73.97 S 

41 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 73.08 S 

42 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 70.53 S 

43 DINAS KEHUTANAN 62.72 R 

44 BADAN PENGHUBUNG PROV.NTT di JAKARTA 60.82 R 
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NO PERANGKAT DAERAH 

Rata-rata Capaian 

Kinerja Program 

Prioritas 

Predikat Capaian 

Kinerja 

45 DINAS PERTANIAN 59.31 R 

46 DINAS PERINDUSTRIAN 52.56 R 

47 DINAS PETERNAKAN 36.78 SR 

48 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 36.47 SR 

49 BIRO PEMERINTAHAN 33.49 SR 

 

Capaian target anggaran triwulan I lingkup Pemerintah Provinsi NTT sesuai urusan 

Pemerintahan (Wajib dan Pilihan) untuk belanja langsung tahun 2019 sebagaimana pada tabel 

2.220 berikut ini: 

Tabel 2.220 

Pagu, Realisasi dan Tingkat Capaian Anggaran 

Pemerintahan dalam RKPD Provinsi NTT Tahun 2019 

KeadaanTriwulan I 

NO PERANGKAT DAERAH 

ANGGARAN 
SISA ANGGARAN 

PAGU 
REALISASI 

Rp % RP % 

1 Dinas Kelautan dan Perikanan 
Prov. NTT 

40,937,119,000  691,050,575  1.69  40,246,068,425  98.31 

2 Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Prov. NTT 

47,334,809,000  1,986,848,525  4.20  45,347,960,475  95.80 

3 Dinas Kesehatan Prov. NTT 61,798,598,720  2,060,897,110  3.33  59,737,701,610  96.67 

4 Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga Prov. NTT 

25,021,517,000  7,700,812,330  30.78  17,320,704,670  69.22 

5 Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak Prov. NTT 

1,742,349,000  257,554,100  14.78  1,484,794,900  85.22 

6 Biro Organisasi Setda Prov. 
NTT 

2,464,614,000  265,168,400  10.76  2,199,445,600  89.24 

7 Dinas Pariwisatan dan 
Ekonomi Kreatif Prov. NTT 

36,462,346,000  938,190,294  2.57  35,524,155,706  97.43 

8 Dinas Penanaman Modal dan 
PTSP  Prov. NTT 

4,369,439,000  611,536,671  14.00  3,757,902,329  86.00 

9 Biro Pemerintahan Setda 
Provinsi NTT 

6,666,843,000  469,443,950  7.04  6,197,399,050  92.96 

10 Biro Hubungan Masyarakat 
dan Protokol Setda Prov. NTT 

4,077,816,000  244,568,020  6.00  3,833,247,980  94.00 

11 Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Prov. NTT 

4,097,184,000  312,999,967  7.64  3,784,184,033  92.36 

12 RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes 
Kupang 

131,393,626,000  23,950,430,529  18.23  107,443,195,471  81.77 

13 Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Prov. 
NTT 

11,707,831,000  758,005,737  6.47  10,949,825,263  93.53 

14 Dinas Sosial Prov. NTT 20,259,988,000  2,819,206,629  13.92  17,440,781,371  86.08 

15 Badan Pendapatan dan Aset 
Daerah Prov. NTT 

32,446,006,000  5,508,877,527  16.98  26,937,128,473  83.02 

16 Inspektorat Daerah Prov. NTT 10,706,953,992  1,425,736,526  13.32  9,281,217,466  86.68 

17 Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Prov. NTT 

21,250,659,300  122,812,150  0.58  21,127,847,150  99.42 

18 Dinas Koperasi Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Prov. NTT 

15,477,039,000  978,250,817  6.32  14,498,788,183  93.68 

19 Biro Hukum Setda Prov. NTT 1,462,670,200  272,589,000  18.64  1,190,081,200  81.36 
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NO PERANGKAT DAERAH 

ANGGARAN 
SISA ANGGARAN 

PAGU 
REALISASI 

Rp % RP % 

20 Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan Prov. NTT 

4,134,638,000  292,580,056  7.08  3,842,057,944  92.92 

21 Sekretariat DPRD Prov. NTT 55,971,036,200  8,957,319,378  16.00  47,013,716,822  84.00 

22 Badan Pengelola Perbatasan 
Prov. NTT 

1,943,489,000  212,694,600  10.94  1,730,794,400  89.06 

  TOTAL BELANJA 
LANGSUNG 

539,783,082,412  60,624,878,291  11.23  479,158,204,121  88.77 

 

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi capaian anggaran dari 21 Perangkat Daerah pada 

Triwulan I Tahun anggaran 2019 ini masih berada di bawah  50% dengan predikat Sangat 

Rendah (SR). 

 

2.5 INTERGRASI RTRW DALAM RPJMD 

2.5.1 Rencana Struktur Ruang 

2.5.1.1 Rencana Sistem Perkotaan  

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah Provinsi NTT merupakan pusat 

pertumbuhan wilayah Provinsi, yang dapat terdiri dari: 

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); 

b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp); 

c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 

d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); 

e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan 

f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 

 

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan 

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa 

Provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria: 

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan 

ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; 

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri 

dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau 

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama 

transportasi skala nasional atau melayani beberapa Provinsi. 

 

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan 

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. 

PKW ditetapkan dengan kriteria: 

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan 

ekspor-impor yang mendukung PKN; 
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b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri 

dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau 

c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang 

melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten. 

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan 

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. 

PKL ditetapkan dengan kriteria: 

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri 

dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan; dan/atau 

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang 

melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan. 

 

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah 

kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan 

perbatasan Negara. PKSN ditetapkan dengan kriteria: 

a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara 

tetangga; 

b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang 

menghubungkan dengan negara tetangga; 

c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan 

wilayah sekitarnya; dan/atau 

d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat 

mendorong perkembangan kawasan disekitarnya. 

 

Rekomendasi hirarki Sistem Pusat Kegiatan dikaji dengan memperhatikan 

Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan. Sistem Pusat Kegiatan berdasarkan 

Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.27. Pada tabel ini dapat dilihat rekomendasi 

terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN promosi, Pusat Kegiatan Strategis 

Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKW promosi, dan Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL). 

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi : 

a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah 

Provinsi NTT; 

b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di 

Kabupaten Sikka; 

c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu 

di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di 

Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat; 
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d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota  Bajawa 

di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak 

di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay 

di Kabupaten Nagekeo; 

e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba’a di Kabupaten Rote 

Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, 

Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan 

Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur; 

f. PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor 

Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor. 

 

Sistem Perdesaan mencakup seluruh pusat Kecamatan diluar Sistem Perkotaan di 

seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, dengan Kecamatan strategis tertera 

pada tabel berikut. 

Tabel 2.221  

Kecamatan Strategis di Provinsi NTT 

Kabupaten/ Kota Kecamatan Strategis 

Kota  - 

Kupang Kupang Barat, Amarasi,  Sulamu, Amfoang Utara 

Timor Tengah Selatan Amanuban Selatan, Kolbano, Boking, Amanatun Utara, Mollo Utara 

Timor Tengah Utara Miomafo Timur, Miomafo Barat, Insana, Biboki Anleu 

Belu Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, 

Kobalima 

Rote Ndao Rote Timur, Rote Barat Daya 

Alor Alor Barat Daya, Alor Timur, Pantar 

Lembata Omesuri, Atadei 

Flores Timur Wulang Gitang, Solor Timur, Adonara Timur 

Sikka Paga, Waigete, Magepanda 

Ende Nangapenda, Wolowaru, Wewaria 

Nagekeo Nangaroro, Mauponggo, Boawae 

Ngada Golewa, Aimere, Wolomese 

Manggarai Timur Kota Komba, Sambi Rampas, Poco Ranaka 

Manggarai Satar Mese, Cibal 

Manggarai Barat Lembor, Kuwus 

Sumba Barat Daya Kodi Bangedo, Wewewa Timur 

Sumba Barat Lamboya, Tanarighu 

Sumba Tengah Umbu Ratu Nggay Barat 

Sumba Timur Kambera, Lewa, Umalulu, Ngadu Ngala 

Sabu Hawu Mehara 
   Sumber Data: Hasil Analisis RTRW 2018 
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2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan pembangunan dan hasilnya cukup 

menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya beberapa indikator pembangunan. 

Namun demikian, harus diakui bahwa dengan berbagai keterbatasan dan karakteristik 

wilayah NTT, belum semua indikator menunjukkan hasil yang maksimal. Provinsi NTT 

masih tetap menemui berbagai kendala dan tantangan.  

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa mendatang. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai masalah, tantangan dan 

kendala dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2020 yang akan datang.  

Permasalahan pembangunan daerah pada tahun 2020  yang masih dihadapi Provinsi 

NTT adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Kondisi 

kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Kondisi 

kesejahteraan masyarakat lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

dimana IPM NTT yang masih berada jauh dibawah rata-rata RPJMD Provinsi NTT 2018-

2023 dan rata-rata IPM Indonesia.  

Selain masalah kesejahteraan masyarakat masalah lainnya yang juga memiliki 

keterkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya daya saing daerah. 

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk 

mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. 

Permasalahan pembangunan daerah tersebut sebagai berikut : 

A. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 

1. Bidang Pendidikan 

Permasalahan pembangunan  pendidikan di NTT antara lain : (1) belum 

optimalnya mutu layanan pendidikan; dan, (2) belum meratanya akses layanan 

pendidikan. Kedua permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa sub-masalah 

sebagai berikut : 

a) Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam 

melanjutkan pendidikan; 

b) Distribusi guru yang belum merata antar-daerah serta masih rendahnya ketersediaan 

tenaga pendidik khusus untuk mengajar di lembaga pendidikan khusus; 

c) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru non-PNS; 

d) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi; 

e) Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah; 

f) Nilai Rata-rata UAN yang masih rendah; 

g) Pengangguran terbesar berasal dari lulusan pendidikan menengah umum dan 

kejuruan serta pendidikan tinggi; 
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h) Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah; 

i) Rendahnya literasi masyarakat NTT; 

j) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. 

 

2. Bidang Kesehatan 

a) Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT; 

b) Tingginya kasus gizi buruk dan stunting; 

c) Tingginya kasus kematian ibu dan bayi di NTT; 

d) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular; 

e) Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; 

f) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. 

 

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

a) Jalan dan Jembatan 

1. Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam 

kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi; 

2. Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, 

Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, 

terutama di daerah yang terisolasi. 

3. Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan. 

b) Sumber Daya Air 

1. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi Provinsi; 

2. Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku. 

c) Air Minum dan Sanitasi 

1. Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih; 

2. Kualitas air minum dan sanitasi layak; 

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih. 

d) Jasa Konstruksi  

1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah; 

2. Masih tingginya bangunan mangkrak dikarenakan keterlambatan pekerjaan oleh 

pelaku jasa konstruksi; 

3. Belum tersedianya informasi kondisi kelayakan bangunan aset milik daerah. 

e) Penataan Ruang 

1. Aspek pemanfaatan ruang terkendala pada pelaksanaan pembangunan yang tidak 

sesuai dengan RTRW; 

2. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang terkendala pada belum disusunnya 

seluruh perangkat pengendalian pemanfataan ruang sebagai acuan pelaksanaan 

tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang. 
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4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

a) Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya; 

b) Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah; 

c) Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan 

yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada 

dokumennya; 

d) Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; 

e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan. 

5. Bidang Kamtibnas dan Perlindungan Masyarakat 

a) Meningkatnya ancaman terorisme dan intoleransi, serta ancaman terhadap kebebasan 

berdemokrasi dan ketahanan nasional yang membutuhkan pencegahan dan 

penanganan secara komprehensif serta terpadu; 

b) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum; 

c) Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah rata-rata target KPU; 

d) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah; 

e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kamtibmas. 

 

6. Bidang Sosial  

a) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan kepada anak, perempuan dan 

tindak pidana perdagangan orang; 

b) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran; 

c) Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS; 

d) Belum optimalnya penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial  

e) Masih tingginya potensi konflik sosial; 

f) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

g) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial. 

 

B. Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Non-Layanan Dasar 

1.  Bidang Tenaga Kerja  

a) Terbatasnya lapangan pekerjaan; 

b) Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki  kompetensi rendah, baik 

yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri; 

c) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah; 

d) Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri 

(wirausaha baru); 

e) Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi; 

f) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan 

tenaga kerja berkualitas dan yang  sesuai dengan kebutuhan pasar; 
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g) Masih tingginya pengangguran dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas. 

 

2.  Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 

a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam 

mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak; 

b) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah; 

c) Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di NTT; 

d) Masih tinggi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

e) Masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan 

perlindungan anak. 

 

3.  Bidang Pangan 

a) Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten di NTT masih timpang atau belum 

merata; 

b) Jumlah masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi; 

c) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi; 

d) Rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat; 

e) Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan 

akses terhadap pangan serta  distribusi pangan. 

4. Bidang Pertanahan 

a) Belum optimalnya dukungan penyediaan lokasi untuk pembangunan fasilitas umum; 

b) Masih cukup luas  kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikat;  

c) Banyak lahan potensial untuk investasi tetapi terhambat karena status tanah serta 

banyak persoalan konflik agraria. 

5. Bidang Lingkungan Hidup 

a) Menurunnya daya dukung dan  fungsi layanan jasa ekosistem  Daerah Aliran Sungai 

(DAS) yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah 

resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif; 

b) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang 

dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan; 

c) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan 

kesiapsiagaan terhadap bencana; 

d) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman 

hayati. 
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6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

a) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pengelola Kabupaten/Kota, menyebabkan 

proses pelayanan Dokumentasi Administrasi Kependudukan terhambat dalam 

menjangkau daerah terpencil; 

b) Kurang meratanya aksesibilitas jaringan komunikasi antara Kabupaten/Kota yang akan 

melakukan perekaman data; 

c) Masih banyak sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di Kabupaten/Kota yang 

rusak dan tidak layak operasi; 

d) Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan blanko Kartu Tanda Penduduk 

Elektonik (KTP EL), sehingga terjadi keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah 

yang menyebabkan rendah dan lamanya  proses penerbitan KTP di daerah; 

e) Masih tingginya jumlah anak yang belum  memiliki akta lahir, sehingga mereka tidak 

tercantum  dalam Kartu Keluarga. 

 

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a) Belum sinergis dan terpadu program/kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dengan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b) Masih diperlukan peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana desa; 

c) Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan  ekonomi 

rakyat dan ekonomi Pancasila di desa; 

d) Rendahnya Pendapatan Asli Desa PADes, yang mengakibatkan tinggginya 

ketergantungan desa terhadap dana transfer; 

e) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDES belum memahami manajemen 

BUMDES (pelaksana teknis hingga kepala desa); 

f) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatanteknologi informasi/TI untuk 

meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa. 

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

a) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari tingginya tingkat 

fertilitas; 

b) Cakupan peserta KB aktif  menurun drastis; 

c) Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan konstrasepsi. 

d) Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur. 
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9. Bidang Perhubungan 

a) Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras)  transportasi di perdesaan, wilayah 

perbatasan, dan  tempat wisata; 

b) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk 

menjamin konektivitas antar-wilayah; 

c) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan 

guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi; 

d) Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena 

jembatan timbang tidak beroperasi; 

e) Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi; 

f) Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik); 

g) Meningkatnya  angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian; 

h) Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan taksi 

online; 

i) Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan   konflik sosial 

(masalah tanah); 

j) Adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang. 

 

10.  Bidang Komunikasi dan Informatika 

a) Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan website dalam mendukung 

efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); 

b) Rendahnya kapasitas dan inovasi SDM pengelola aplikasi Pemerintah; 

c) Masih banyak terdapat layanan teknologi informasi (TI) yang belum didukung 

dengan payung hukum atau regulasi/kebijakan yang dapat mengikat dan mengatur 

implementasi dan operasional layanan TI; 

d) Masih kurangnya sosialisasi terhadap  regulasi, kebijakan dan prosedur TI; 

e) Belum optimalnya kepatuhan dalam  implementasi kebijakan, regulasi, dan prosedur 

layanan TI. 

11.  Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

a) Belum optimalnya pendampingan pada kelembagaan koperasi; 

b) Rendahnya skala pembiayaan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); 

c) Masih rendahnya akses terhadap sumberdaya oleh koperasi dan UMKM; 

d) Rendahnya tingkat produktivitas koperasi dan UMKM; 

e) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM. 
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12.  Bidang Penanaman Modal 

a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal; 

b) Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata; 

c) Masih perlu ditingkatkan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu sesuai 

dengan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat secara lebih baik, lebih  cepat, 

dan lebih murah; dan  

d) Belum berjalannya perizinan terpadu satu pintu berbasis One Single Submission 

(OSS). 

 

13.  Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

a) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar; 

b) Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;  

c) Kurangnya berkesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya 

kemitraan dengan stakeholders; 

d) Masih rendahnya prestasi atlit pada berbagai event kejuaraaan olahraga pada level 

nasional maupun internasional; 

e) Masih tingginya pemuda NTT yang menganggur dikarenakan kurangnya basic skill 

dan minat berwirausaha. 

 

 

14. Bidang Statistik 

a) Masih belum tersedia data/informasi yang terpercaya, mutakhir dan relevan guna 

menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi; 

b) Belum berfungsi NTT satu data dan satu peta. 

 

15. Bidang Persandian 

Masih diperlukan peningkatan sistem pengamanan data pada jaringan komunikasi dan 

sistem informasi. 

 

16. Bidang Kebudayaan 

a) Masih rendahnya perlindungan terhadap HAKI  dan Hak Paten terhadap budaya 

lokal; 

b) Masih rendahnya apresiasi terhadap pelaku budaya; 

c) Belum optimalnya peran museum dalam pelestarian budaya; 

d) Kurang optimalnya promosi budaya lokal lewat peningkatan literasi. 

 

17. Bidang Perpustakaan 

a) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ada yang belum memiliki prasarana gedung 

permanen serta sarana pelayanan yang standar; 

b) Masih kurangnya kuantitas dan  kualitas pustakawan maupun teknisi perpustakaan; 
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c) Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau semua  daerah tertinggal, terjauh dan 

terluar; 

d) Belum optimalnya Pustakawan dalam peningkatan literasi masyarakat NTT; 

e) Belum baik layanan buku dan perpusatakaan elektronik. 

 

18. Bidang Kearsipan 

a) Ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan belum sesuai standar kearsipan; 

b) Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan; 

c) Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif; 

d) Belum tersedianya pelayanan arsip elektronik. 

 

C. Urusan Pemerintah Pilihan 

1. Bidang Kelautan dan Perikanan 

a) Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi 

dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir; 

b) Masih rendahnya tingkat penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh 

nelayan; 

c) Kerusakan wilayah perairan; 

d) Belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut; 

e) Belum optimalnya produksi dan produktivitas garam daerah. 

 

2. Bidang Pariwisata 

a) Belum adanya konsep dan penerapan community-based tourism; 

b) Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan 

kinerja sesuai potensinya; 

c) Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial wisata  belum sadar wisata; 

d) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan; 

e) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga); 

f) Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata; 

g) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif. 

 

3. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan 

a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan 

pertanian organik; 

b) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih 

berorientasi pada on-farm; 

c) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani; 

d) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian; 
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e) Belum adanya konsep penerapan pertanian terpadu yang berorentasi industri 

pengolahan; 

f) Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong 

inovasi pertanian; 

g) Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi 

anomali iklim NTT. 

 

4. Bidang Peternakan 

a) Kurangnya kontrol pengeluaran ternak besar betina produktif keluar NTT; 

b) Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak; 

c) Ketergantungan bibit ayam Broiler pedaging dan petelur dari luar NTT; 

d) Ketergantungan akan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT; 

e) Belum adanya database pemetaan potensi ternak, lahan padang penggembalaan dan 

lahan hijauan pakan ternak yang ter-update secara on-line; 

f) Belum adanya inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit ternak, khususnya 

berbasis teknologi informasi secara on-line; 

g) Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen); 

h) Kurangnya jumlah rumah potong hewan; 

i) Belum adanya pabrik pengolahan daging; 

j) Masih minimnya jumlah usaha pembibitan ternak yang intensif dan berkelanjutan. 

 

5. Bidang Kehutanan 

a) Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi untuk peningkatan pendapatan 

masyarakat yang terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di 

sekitar hutan; 

b) Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam 

kategori baik; 

c) Belum adanya hutan pendidikan, riset dan wisata (arboretum); 

d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 

e) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan. 

 

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 

a) Belum optimalnya  evaluasi terhadap perizinan dan praktek pertambangan; 

b) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara 

layak; 

c) Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum 

mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EPT 

karena energi fosil harganya masih lebih murah; 
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d) Ekploitasi air bawah tanah yang tidak berbasis pada perencanaan yang baik dengan 

memperhatikan sistem KARST daerah. 

 

7.  Bidang Perdagangan 

a) Belum tersedianya informasi pasar secara real time; 

b) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok; 

c) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern; 

d) Dominasi barang impor (barang impor lebih besar dari ekspor); 

e) Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik 

komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat 

memberikan informasi pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya 

saing; 

f) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan berbasis on-line ke 

depan (sesuai perkembangan Revolusi Industry 4.0 ), dimana model disribusi pasar  

mengalami perubahan secara mendasar ke depannya. 

 

8. Bidang Perindustrian 

a) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; 

b) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan 

bersertifikat; 

c) Belum adanya data kelompok industri; 

d) Belum adanya industri minuman beralkohol tradisional yang berlisensi dan bermerek. 

e) Pengembangan Status Kawasan Industri Bolok dari Badan Pengelola menjadi 

Perseroan Terbatas  

9. Bidang Transmigrasi 

a) Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan 

b) Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi. 

D. Urusan Penunjang Pemerintahan 

1. Bidang Perencanaan 

a) Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah menurunnya persentase 

keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Hal ini disebabkan oleh 

belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan 

tahunan; 

b) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, dikarenakan kesalahan 

penjabaran dalam merumuskan indikator kegiatan kedalam item kegiatan-kegiatan 

pendukung; 

c) Belum adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPRD dalam rangka penetapan 

usulan hasil Musrenbang dan hasil kunjungan kerja; 

d) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana. 
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2. Bidang Keuangan 

a) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 

b) Belum optimal penerapan system penerimaan pendapatan daerah secara on-line dari 

hasil pajak dan non pajak; 

c) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar; 

d) Belum diterapkan metode penerapan standar biaya dalam anggaran; 

e) Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja 

operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana-

prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan. 

 

3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan 

a) Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih 

memerlukan peningkatan; 

b) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi 

jabatan pegawai; 

c) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional; 

d) Belum optimalnya penerapan SAKIP; 

e) Belum dilakukan rencana pengembangan sumberdaya manusia ASN; 

f) Tingginya jumlah pegawai honorer; 

g) Masih adanya ketimpangan gender dalam pengisian jabatan struktural. 

+ 

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan fungsi lainnya 

a) Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan 

perencanaan pembangunan; 

b) Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang Iptekin; 

c) Belum optimalnya peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP serta 

pendampingan untuk memfasilitasi Kabupaten/Kota; 

d) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah; 

e) Belum sinergisnya kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah; 

f) Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah NTT; 

g) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik. 
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KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 
KEUANGAN DAERAH 

 

  

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kondisi ekonomi tahun lalu 

dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator 

pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan 

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian 

daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Rumusan rencana Kebijakan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada tahun 2020 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Provinsi 

NTT tahun 2018-2023, dan dengan memperhatikan arahan nasional di bidang 

ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP.  

Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2020 

adalah “Pembangunan berpusat pada Sumber Daya Manusia”. Prioritas 

Pembangunan daerah pada tahun rencana 2020 adalah sebagai berikut :  

- Pembangunan Ekonomi Pariwisata sebagai penggerak utama 

pembangunan; 

- Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan tujuan 

pembangunan berkelanjutan; 

- Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan 

keluarga; 

- Pengembangan industri garam sebagai industri nasional. 

Secara umum arahan ekonomi daerah Nusa Tenggara Timur di tahun rencana 

dipusatkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan dan cepat tumbuh 

yang dimotori sektor pariwisata daerah sebagai Prime mover. Pada saat yang 

sama pengembangan industri pengolahan didorong untuk tumbuh agar dapat 

memberi nilai tambah pada komoditi pangan daerah dan memberi daya 

dorong terhadap upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru dan 

menekan angka pengangguran. Pada gilirannya diharapkan pendapatan 

masyarakat akan tumbuh dan konsumsi rumah tangga meningkat dan 

memberi stimulus bagi berkembangnya makin banyak usaha-usaha produktif 

masyarakat.  

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 

2019-2023, empat indikator makro ekonomi yang menjadi target pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun rencana dan tahun selanjutnya 

adalah sebagaimana termuat tabel berikut :  
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5,12% 5,11% 5,13%

5,50%

5,03%
5,07%

5,17%

5,40%

4,74%

4,84%

4,94%

5,04%

5,14%

5,24%

5,34%

5,44%

5,54%

2016 2017 2018 2019*

Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara 
Timur dan Nasional 2016-2019

Provinsi NTT Nasional

keterangan : Data 2019 adalah data sementara, untuk NTT merupakan proyeksi BI, data nasinal merupkan proyeksi 

 

Tabel 3.1 
Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur  

Tahun 2019-2023 

INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2019 2020 2021 2022 2023 
Pertumbuhan 
ekonomi 

% 5.87 6.6 7.7 8.57 10.09 

Laju Inflasi % 3 3 3 3 3 

Indeks Gini Poin 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia 

Poin 63.73 65.54 67.35 69.17 71 

Persentase 
Penduduk 

Miskin 

% 20 18 16 14 12 

 

3.1.1. Evaluasi Kondisi Pembangunan Ekonomi Nusa Tenggara Timur. 

Ekonomi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2016-2017 menunjukkan performa 

yang baik yang 

diindikasikan 

dengan laju 

pertumbuhan 

diatas rerata 

Nasional, 

kecuali pada 

tahun 2018 

yang berada 

sedikit dibawah 

rerata Nasional. 

Pada tahun 

2016 ekonomi 

NTT tumbuh 

5,12% 

sementara 

ekonomi nasional tumbuh 5,03%. Pada tahun 2017, Ekonomi NTT mengalami 

pelambatan dan hanya tumbuh 5,11%, namun masih lebih tinggi 

dibandingkan angka pertumbuhan nasional. Pada tahun 2018, seiring dengan 

makin mebaiknya situasi perekonomian global, ekonomi NTT tumbuh lebih 

agresif dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 5.13%. pada saat yang sama 

ekonomi nasional juga tumbuh agresif sebesar 5.17. BI memprediksi ekonomi 

NTT akan tumbuh 5,50% pada akhir tahun 2019, sementara Pemerintah 

memprediksikan pertumbuhan Nasional sebesar 5,40%.  

a. PDRB Pendekatan Produksi/ Sektoral 

Struktur perekonomian daerah di Nusa Tenggara Timur masih didominasi 

sektor-sektor ekstraktif (lapangan usaha pertanian, perikanan, kehutanan). 

Pada tahun 2018, sektor primer ini masih menyumbang hampir sepertiga dari 

total PDRB NTT. Perekonomian daerah juga didorong oleh sektor jasa, 

khususnya pada lapangan usaha “administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib” . Lapangan usaha ini menyumbang 13,34% 
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terhadap total PDRB NTT tahun 2018 yang berjumlah hampir 100 Trilyun.  

Tabel berikut menyajikan PDRB (Nominal) Nusa Tanggara Timur tahun 2016-

2018.  

Tabel 3.2 

PDRB Atas Dasar Harga  Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 

 

 

Sektor-sektor lain yang penting bagi penciptaan lapangan kerja dan 

pendorong pertumbuhan, seperti industri pengolahan hanya berkontribusi 

sebesar 1,26%, terhadap total PDRB tahun 2018.   

Meskipun ekonomi daerah masih sangat tergantung pada sektor pertanian, 

perikanan dan kehutanan, terlihat terjadinya pergeseran struktur 

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 
                   

24.309.282,70  

                   

26.168.119,56  

                   

28.145.405,90  

Pertambangan dan Penggalian 
                     

1.164.179,10  

                     

1.181.370,49  

                      

1.207.240,70  

Industri Pengolahan 
                     

1.034.288,80  

                     

1.147.211,20  

                      

1.252.963,50  

Pengadaan Listrik dan Gas 
                           

59.408,50  

                           

66.388,98  

                            

75.072,70  

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang 

                           

48.990,40  

                           

50.483,47  

                            

53.566,90  

Konstruksi 
                     

8.957.209,60  

                     

9.719.302,75  

                   

10.744.877,90  

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor 

                     

9.212.311,90  

                     

9.940.200,89  

                   

11.054.067,50  

Transportasi dan Pergudangan 
                     

4.524.929,90  

                     

4.938.940,11  

                      

5.458.619,50  

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 

                         

579.170,40  

                         

667.179,90  

                         

756.613,70  

Informasi dan Komunikasi 
                     

5.878.512,60  

                     

6.194.544,62  

                      

6.569.830,60  

Jasa Keuangan dan Asuransi 
                     

3.357.415,10  

                     

3.735.986,04  

                      

4.066.116,90  

Real Estate 
                     

2.179.209,10  

                     

2.315.518,98  

                      

2.475.130,40  

Jasa Perusahaan 
                         

257.185,00  

                         

279.075,04  

                         

292.137,00  

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib 

                   

10.664.988,80  

                   

11.697.015,52  

                   

13.220.247,00  

Jasa Pendidikan 
                     

7.976.286,50  

                     

8.769.875,91  

                      

9.466.186,20  

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 
                     

1.767.997,10  

                     

1.941.036,82  

                      

2.150.818,80  

Jasa lainnya 
                     

1.771.424,80  

                     

1.945.361,26  

                      

2.098.356,80  

PDRB 
                   

83.742.790,30  

                   

90.757.611,54  

                   

99.087.252,10  
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perekonomian daerah. Sektor-sektor jasa terlihat makin membesar 

peranannya dalam perekonomian daerah sepanjang periode 2016-2018, 

sementara sektor primer secara perlahan berkurang dominasinya. 

Dibandingkan tahun 2017, pada tahun 2018, share sektor pertanian, 

perikanan dan kehutanan berkurang sebesar -0,43% . lapangan usaha lain 

yang mengalami penurunan share adalah pertambangan dan penggalian         

(-0,08%), informasi dan komunikasi (-0,2%), jasa keuangan dan asuransi       

(-0,01%), jasa pendidikan (-0,11%), dan jasa lainnya (-0,03%).  Sementara itu 

lapangan usaha yang membesar proporsinya dalam pembentukan PDRB 

dibandingkan tahun 2017 adalah konstruksi (0,13%), Perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (0,20%), transportasi dan 

pergudangan (0,07%), penyediaan akomodasi dan makan minum (0,03%), 

administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib (0,45%), dan 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial (0,03%). 

Pertumbuhan positif dan cenderung lebih baik dari rerata nasional pada 

periode 2016-2018, disumbangkan oleh bertumbuhnya semua sektor dan 

lapangan usaha yang ada di daerah, meskipun laju pertumbuhan per sektor 

masih bervariasi. Dengan meihat data PDRB riil periode 2016-2018, dapat 

disampaikan beberapa fakta berikut: Lapangan usaha dengan pertumbuhan 

paling tinggi adalah penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 

12,16% pada tahun 2018. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan dalam 

beberapa tahun terakhir mendorong berkembangnya lapangan usaha ini. 

Sementara itu lapangan usaha dengan pertumbuhan paling rendah adalah 

jasa perusahaan yang hanya tumbuh 1,67%. Lapangan usaha dengan share 

terbesar dalam perekonomian daerah yaitu pertanian, perikanan dan 

kehutanan hanya tumbuh 3,08%, jauh lebih rendah dari tahun 2017 yang 

tumbuh sebesar 5,02%.  

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, lapangan usaha dengan 

Pertumbuhan tertinggi adalah “pengadaan listrik dan gas”. Lapangan usaha 

ini tumbuh 9,57% pada tahun 2018 berbanding hanya 0,7% pada tahun 

sebelumnya. Perluasan jaringan kelistrikan untuk menjangkau wilayah-

wilayah terpencil pada kawasan Flores dan Sumba yang gencar dilaksanakan 

pada tahun 2018 menyumbang terhadap catatan pertumbuhan yang tinggi 

ini. lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang juga mencatat pertumbuhan yang tinggi dibandingkan tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2018 lapangan usaha ini tumbuh 5,47% jauh lebih 

tinggi dari catatan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang sebesar 1,43%. 

Pembangunan besar-besaran infrastruktur pengairan di Nusa Tenggara Timur 

pada tahun 2017 dan 2018 berefek tumbuhnya produktivitas lapangan kerja 

ini. lapangan usaha yang juga mencatat pertumbuhan lebih tinggi 

dibandingkan tahun sebelumnya adalah lapangan usaha administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Pada tahun 2017 

pertumbuhan lapangan usaha ini sebesar 2,96% dan setahun setelahnya 

meningkat pesat menjadi 7,3%. Upaya pemerintah melindungi masyarakat 

dengan merancang berbagai skema perlindungan sosial mendorong 

bertumbuhnya lapangan usaha ini. Selain itu, tuntutan perbaikan kinerja 

pelayanan publik dan upaya perbaikan manajemen pertanahan telah 

menyumbang terhadap bertumbuhnya lapangan usaha ini pada tahun 2018.   
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5,02

1,89

7,36

0,7

1,43

5,83

4,45

7,66

13,59

5,1
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3,08
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Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Transportasi dan Pergudangan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Real Estate

Jasa Perusahaan

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Jasa Pendidikan

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa lainnya

Pertumbuhan PDRB NTT berdasarkan Lapangan Usaha, 2017-2018

2018 2017

lapangan usaha yang kinerjanya lebih rendah pada tahun 2018 dibandingkan 

tahun 2017 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang 

tumbuh 3,08% lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 

5,02%. Masih belum optimalnya infrastruktur pengairan dan perhubungan 

yang dibangun masih menyisakan kendala bagi sektor ini untuk dapat 

tumbuh lebih cepat. Kendala akses permodalan juga menjadi salah satu sebab 

masih belum maksimalnya sektor ini. Belum adanya tata niaga yang baik 

yang dapat melindungi petani, nelayan dan penggarap hutan menyebabkan 

masih belum optimalnya para pekerja pada lapangan usaha ini 

mengusahakan peningkatan skala produksinya. Ketiadaan industi pengolahan 

yang ada juga menyebabkan ketidakpastian pasar dan hilangnya potensi 

peningkatan nilai tambah pertanian.  

Lapangan usaha lain dengan pertumbuhan lebih rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Meskipun 

merupakan lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, terlihat bahwa 

capaian tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Selain itu 

lapangan usaha jasa pendidikan juga menunjukkan pelambatan dari 

pertumbuhan sebesar 5,47% pada tahun sebelumnya menjadi 2,41% pada 

tahun 2018. Meningkatnya kecendrungan untuk menyekolahkan anak-anak 

diluar NTT bisa jadi menjadi salah satu pendorong menurunnya demand, dan 

karenanya berefek pelambatan pertumbuhan, pada lapangan usaha 

penyediaan akomodasi dan makan minum dan lapangan usaha jasa 

pendidikan sekaligus.  
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Nilai PDRB NTT pada (nominal) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 92 Trilyun, 

tumbuh hampir 10% dibandingkan nilai PDRB pada tahun sebelumnya 

sebesar Rp. 84 Trilyun. Sementara itu nilai riil PDRB NTT pada tahun 2017 

adalah sebesar Rp. 62 Trilyun atau tumbuh 5,11%dari nilai tahun 

sebelumnya sebesar Rp. 59,6 Trilyun.  Sepanjang 2016-2018, PDRB NTT 

tumbuh positif  pada kisaran ± 5% pertahun. BI memproyeksikan ekonomi 

daerah pada tahun 2019 (triwulan I) tumbuh  4,90% - 5,30%.  

Konsumsi rumah tangga masih menjadi andalan pendorong pertumbuhan 

sepanjang 2015-2018 sebagaimana terlihat dari proporsinya dalam PDRB 

pengeluaran sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2018 konsumsi 

rumah tangga  menyumbang 71,91% dari keseluruhan pengeluaran di 

NTT. Meskipun proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sepanjang 

2015 menunjukkan penurunan, penurunan tersebut sangat kecil dan 

belum menunjukkan pergeseran struktur pengeluaran dari PDRB NTT.  

Apabila konsumsi rumah tangga menunjukkan trend menurun dalam 

komposisi pengeluaran sepanjang 2015 – 2018, tidak demikian halnya 

dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/Investasi yang 

meningkat sepanjang 2015-2017. Pembangunan infrastruktur perumahan, 

perhubungan/transportasi dan pengairan yang gencar dilaksanakan di 

wilayah Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah), serta 

swasta dalam tiga tahun tersebut mendorong terjadinya perubahan 

komposisi PDRB (pengeluaran) NTT.  

Sebagai salah satu instrumen fiskal daerah, APBD dapat digunakan untuk 

mendorong tumbuhnya produktivitas daerah lewat belanja pemerintah. 

Sepanjang periode 2015-2018 terlihat bahwa belanja pemerintah semakin 

meningkat proporsinya dalam pembentukan PDRB. Belanja pemerintah 

yang digunakan pemeritah daerah untuk merangsang tumbuhnya inisiatif-

inisiatif produktif, secara total menyumbang 30,47% terhadap 
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pembentukan PDRB pengeluaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 65,9 

Trilyun.  

c. PDRB Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur 

Dipilah per wilayah, kawasan-kawasan pusat aktivitas ekonomi, dan 

kawasan-kawasan dengan jumlah penduduk besar masih merupakan 

kawasan dengan nilai PDRB yang tinggi. Sepanjang 2015-2017, Kota Kupang 

tercatat sebagai daerah dengan PDRB terbesar diantara 22 Kabupaten/Kota di 

NTT diikuti Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan. Sementara 

Kabupaten dengan jumlah penduduk yang kecil, daerah pemekaran “baru” 

dan Kawasan dengan infrastruktur ekonomi yang minim masih menunjukkan 

kinerja PDRB yang tergolong kecil relatif terhadap Kabupaten/Kota lain di 

NTT. Beberapa Kabupaten tersebut , seperti Sabu Raijua, dan Sumba Tengah 

mencatatkan Pencapaian PDRB riil tahun 2017 dibawah Rp. 1 Trilyun. 
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Meskipun beberapa Kabupaten/Kota memiliki angka PDRB yang tinggi relatif 

dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain, namun hal ini tidaklah linear 

dengan catatan pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan ekonomi) daerah. 

Pengecualian untuk Kota Kupang yang mencatat baik angka maupun 

pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di NTT, 

beberapa Kabupaten menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang lebih baik 

dibandingkan rata-rata NTT. Kabupaten Belu, misalnya, pada tahun 2017 

menunjukkan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Kota Kupang, diikuti oleh 

Kabupaten Rote Ndao. Demikian juga halnya dengan Kabupaten Sumba Barat 

daya yang mencatat pertumbuhan sebesar 5,52%, bandingkan dengan 

pertumbuhan 4,02%  pada tahun 2014.  

Beberapa Kabupaten region Flores seperti Kabupaten Ende, Ngada dan 

Manggarai Timur yang mengalami pelambatan pertumbuhan dibandingkan 

tahun 2016.  

B. Inflasi  

Povinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam wilayah dengan angka inflasi 

yang relatif rendah dibandingkan dengan rerata nasional. Pada tahun 2016, 

inflasi di Provinsi ini tercatat sebesar 2,48%, saat inflasi nasional tercatat 

sebesar 3,02%. 

Pada tahun 2017 

inflasi NTT turun 

menjadi 2% pada 

saat inflasi 

nasional adalah 

3,61%. Pada tahun 

2018 inflasi 

daerah adalah 

sebesar 3,13% 

saat inflasi 

nasional tercatat 

sebesar 3,07%. BI 

memproyeksikan 

bahwa stabilitas 

harga akan terjaga 

di NTT dengan 

catatan sebesar 2,7% sementara Kementerian Keuangan memproyeksikan 

inflasi nasional pada tahun 2019 sebesar 3,25%.  

Situasi ekonomi nasional yang kondusif ditengah recovery ekonomi dunia 

menciptakan lingkungan yang baik untuk terjaganya harga. Stabilnya harga 

dikawasan ini didorong juga oleh turunnya harga kelompok komoditas pangan 

pasca kenaikan cukup tinggi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya stabilitas 

harga didorong oleh peningkatan kapasitas produksi pangan, khususnya 

komoditas daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan cabai, serta 

semakin lancarnya pasokan komoditas pangan seperti beras dan gula pasir. 

BI memproyeksikan inflasi di NTT pada akhir tahun 2019 lebih rendah dari 

2018 yaitu sebesar 2,30-2,70.  

Bahan pangan masih menjadi kontributor utama terjadinya inflasi di NTT.  

Tingginya harga ayam ras sebagai akibat naiknya harga pakan ayam turut 

berdampak pada inflasi di NTT yang memiliki ketergantungan atas komoditas 
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tersebut. Selain kelompok makanan, masih berlangsungnya kegiatan 

multiyears terkait pembangunan Bendungan Temef dan proyek elektrifikasi 

turut menyumbang pada inflasi di triwulan III 2018 dengan meningkatnya 

harga besi beton dan seng akibat permintaan yang tinggi.  

Dalam laporan bulanan data sosial ekonomi NTT, bulan November 2018, BPS 

NTT mencatat jenis komoditi yang menyumbang terjadinya inflasi di NTT. 

Bahan makanan masih menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di 

NTT dengan besar inflasi 4,84 (yoy), diikuti oleh komoditi makanan jadi, 

minuman, rokok dan tembakau dengan laju inflasi sebesar 3,39%. Sementara 

sandang merupakan penyumbang terkecil terjadinya inflasi di NTT dengan 

angka inflasi tahunan sebesar 0,95%. 

Tabel 3.3 

Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Oktober 2018, menurut kelompok pengeluaran (2012=100) 

Secara umum dapat disampaikan bahwa inflasi Provinsi NTT pada triwulan III 

cenderung terjaga dan mengalamipenurunan secara bulanan. Hal ini di 

sebabkan karena mulai menurunnya permintaan pasca inflasi di triwulan II 

2018 yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Harga daging dan telur 

ayam ras tercatat masih tinggi di awaltriwulan III 2018 namun berangsur-

angsur kembali normal hingga di bulan September 2018. Kelompok komoditas 

bumbu-bumbuan seperti aneka bawang, aneka cabai dan hortikultura 

tercatat stabil di seluruh periode triwulan III 2018. Tren ini juga diikuti oleh 

komoditas, beras walaupun secara tahunan mengalami inflasi namun secara 

bulanan relatif stabil. 

Dalam kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi NTT, Bank Indonesia 

memperingkatkan Potensi risiko inflasi yang perlu diwaspadai pada triwulan 

I2019 adalah faktor cuaca seperti curah hujan serta gelombang tinggi. Curah 

hujan yang tinggi dapat  menyebabkan produksi ternak terutama ayam dan 

telur berkurang seiring ketahanan hewan ternak yangberkurang, selain 

pasokan bibit dari daerah lain yang terhambat tinggi gelombang. Di sisi lain, 

gelombang laut yang tinggi berpotensi menyebabkan inflasi dari sisi ikanlaut 

tangkap yang produksinya berkurang seiring terhambatnya aktivitas melaut 
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nelayan. Selain itu, pasokan bahan makanan dari daerah lain juga berpotensi 

terhambat seiring adanya gelombang tinggi.  

Situasi ekonomi nasional dan global turut andil dalam meningkatkan resiko 

inflasi daerah pada tahun 2019. Adanya pemilihan Presiden pada bulan april 

2019 diperkirakan juga akan meningkatkan resiko inflasi di daerah. 

Perubahan harga minyak dunia juga dipercaya akan meningkatkan resiko 

inflasi daerah pada tahun fiskal 2019.  

 

C. Ketenagakerjaan 

Tingkat pengangguran terbuka di NTT sepanjang 2010-2017 berkisar 

antara 2,77% sampai dengan 3,99%, lebih rendah dari tingkat pengangguran 

terbuka secara 

nasional 

sepanjang 2010-

2015 yang 

mencapai lebih 

dari 5%.  Pada 

tahun 2010, TPT 

di Provinsi NTT 

mencapai 3,45% 

dari total 

angkatan kerja 

pada tahun yang 

sama sejumlah 

2,06 juta jiwa. 

Pada tahun 2011, TPT NTT menurun menjadi 2,77% dari total angkatan kerja 

sejumlah 2,09 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 

2,98% dari total angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 2,09 juta jiwa, dan 

meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 3,36% dari angkatan kerja sejumlah 

2,10 juta jiwa. TPT NTT menurun pada tahun 2014 menjadi 3,37% dari total 

angkatan kerja sebesar 2,17 juta tetapi meningkat lagi menjadi 3,99% dari 

total angkatan kerja sebesar 2,21 juta jiwa.  

Belum tumbuhnya sektor-sektor ekonomi sekunder (industri pengolahan, 

perdagangan besar dan eceran) dan jasa menyebabkan ekonomi belum 

beroperasi secara penuh (full employment) dan menyumbang terhadap tingkat 

pengangguran terbuka di NTT.  

Angka pengangguran 

yang relatif rendah di 

NTT disebabkan salah 

satunya oleh migrasi 

angkatan kerja keluar 

daerah. BPS NTT 

mencatat angka 

migrasi keluar yang 

cukup besar pada 

tahun 2015-2016 dan 

menurun drastis pada 

tahun 2017. Sementara 
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itu pada kurun waktu yang sama, migrasi tenaga kerja yang masuk ke 

wilayah NTT hanya sebanding dengan 1% migrasi tenaga kerja keluar NTT. 

Kebijakan nasional untuk menertibkan pengiriman tenaga kerja keluar negeri 

dan terbukanya lapangan kerja daerah sebagai imbas stabilnya ekonomi 

regional serta masuknya investasi di NTT khususnya yang berhubungan 

dengan industri pariwisata, menyumbang terhadap penurunan tajam angka 

migrasi keluar pada tahun 2017.  

D. Kemiskinan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam daerah di Indonesia dengan 

tingkat kemiskinan tertinggi. Pada tahun 2018, persentase penduduk miskin 

di NTT mencapai 21,25% atau 1,1 juta jiwa. Lebih dari seperlima dari total 

penduduk NTT masuk dalam kategori penduduk miskin. Hanya provinsi 

Papua dan Papua 

Barat yang memiliki 

Persentase penduduk 

miskin lebih besar 

daripada NTT. Data 

tahun 2014-2018 

menunjukkan bahwa 

persentase penduduk 

miskin menurun 

perlahan dengan 

pengecualian pada 

tahun 2015 yang 

justru meningkat saat 

secara nasional 

persentase penduduk 

miskin menurun. Yang menarik adalah penurunan persentase penduduk 

miskin di NTT masih lebih lambat daripada persentase pendurunan nasional. 

Sepanjang 2014-2018 penurunan kemiskinan nasional pertahun berkisar 

antara 0,2 sampai 0,8 poin persen sementara di NTT penurunan kemiskinan 

hanya berkisar -3 sampai 0,3 poin persen. Catatan tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa baik persentase penduduk miskin, maupun kinerja 

pengentasan kemiskinan di NTT masih jauh lebih rendah dari rerata nasional.  

Dipilah per kabupaten/kota, Kabupaten Kupang tercatat sebagai Kabupaten 

dengan jumlah penduduk miskin terbesar. Pada tahun 2018 jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten ini mencapai 130 ribu jiwa. Kabupaten 

Sumba Barat Daya berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin 

pada tahun 2018 mencapai hampir 100 ribu jiwa. Sedangkan kabupaten 

Nagekeo tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terkecil. 

Pada tahun 2018 penduduk miskin di Nagekeo tercatat sebanyak 18 ribu jiwa. 

Kabupaten berikutnya dengan jum;ah penduduk miskin terkecil kedua adalah 

ngada dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 20 ribu 

jiwa.  
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Data mengenai Persentase penduduk miskin di NTT berdasarkan 

kabupaten/ kota menunjukkan postur yang hampir serupa dengan 

pengecualian Kota Kupang yang mencatat persentase terendah dibandingkan 

dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi NTT. Lokasi Kota Kupang 

sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di NTT menyebabkan rendahnya 

persentase kemiskinan. Demikian halnya dengan Flores Timur yang mencatat 

persentase penduduk miskin kedua di NTT. Sejarah panjang Flores Timur 

sebagai pusat penyebaran pendidikan di Flores menyebabkan kabupaten ini 

tumbuh menjadi 

salah satu pusat 

aktivitas 

ekonomi yang 

penting pada 

kawasan Flores 

dan sekitarnya. 

Hal ini berimbas 

pada relatif 

rendahnya 

kemiskinan di 

Kabupaten ini 

dibandingkan 

Kabupaten lain 

di daratan Flores 

maupun Sumba 

dan Timor. Hal 

ini mengkonfirmasi postur permasalahan kemiskinan di Indonesia yang secara 

umum yang cenderung terjadi di daerah perdesaan. 

Pada tahun 2018 kabupaten dengan proporsi penduduk miskin 

terbanyak terhadap total penduduk adalah kabupaten Sumba Tengah. Lebih 
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dari sepertiga penduduk di kabupaten ini masuk dalam kelompok miskin. 

Kabupaten Sabu Raijua menjadi kabupaten kedua dengan prosentase 

penduduk miskin tertinggi. Pada tahun 2018, 30,83% dari total penduduknya 

termasuk dalam kelompok miskin. Karakteristik kedua kabupaten yang sama-

sama merupakan daerah Otonom yang relatif baru  (Sumba tengah 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat; dan Sabu Raijua 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Kupang), masih membutuhkan waktu 

untuk bertransformasi menjadi daerah yang penting bagi perdagangan dan 

aktivitas produktif, dan karenanya dapat memberikan sumbangan bagi upaya 

pengentasan penduduk miskin di NTT.  

E. Ketimpangan 

Meskipun termasuk dalam kelompok daerah paling miskin di Indonesia, Nusa 

Tenggara Timur termasuk dalam kelompok yang paling kecil ketimpangannya. 

Pada tahun 2018 (Maret, yoy) gini ratio NTT adalah 0,351, lebih rendah dari 

gini ratio nasional yang pada tahun yang sama mencapai 0,389. Meskipun 

demikian terdapat catatan mengenai upaya mengurangi ketimpangan di 

provinsi NTT. Sepanjang 2015-2018 menunjukkan trend peningkatan. Pada 

tahun 2015 

(perbandingan bulan 

Maret year on year) 

angka gini ratio 

mencapai 0,39 

menurun pada 

tahun 2016 menjadi 

0,336. Namun pada 

tahun 2017 

meningkat menjadi 

0,359, kemudian 

menurun kembali 

pada tahun 2018 

menjadi 0,351. 

Selanjutnya, terlihat bahwa ketimpangan relatif lebih tinggi diwilayah 

perkotaan 

dibandingkan 

dengan perdesaan. 

Sepanjang 2015-

2018, ketimpangan 

di wilayah perkotaan 

di NTT selalu lebih 

tinggi dibandingkan 

ketimpangan 

diwilayah perdesaan. 

Perbedaan angka 

gini ratio antara 

perkotaan dan 

perdesaan bisa 

mencapai 0,4 poin 

sebaaimana yang terlihat pada grafik di atas.  
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3. Tantangan Perkonomian Daerah 

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi 

Nusa Tenggara Timur antara lain : 

1) Ekonomi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2014-2017 menunjukkan 

performa yang baik yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan diatas 

rerata Nasional, kecuali pada tahun 2018 yang berada sedikit dibawah 

rerata Nasional, dimana nasional tumbuh 5,17% sedangkan Nusa 

Tenggara Timur 5,13%, namun pada tahun 2019 diperkirakan 

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur akan tumbuh sebesar 

5,50% di atas nasional yang diprediksi tumbuh 5,40%. Namun demikian 

pertumbuhan ekonomi ini belum mampu mengurangi secara signifikan 

kesenjangan pendapatan perkapita Nusa Tenggara Timur dengan rata-

rata pendapatan per kapita nasional; 

2) Ketersediaan infrastruktur belum menjangkau seluruh wilayah 

kepulauan dan  masih ada infrastruktur yang telah terbangun 

kualitasnya rendah sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung 

percepatab pembangunan dan peningkatan daya tarik investasi; 

3) Selain pertanian, sebagian besar kebutuhan lainnya masih didatangkan 

dari luar Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat; 

4) Semua kabupaten perekonomiannya masih didominasi oleh sektor 

primer, kecuali Kota Kupang yang digerakkan oleh sektor tersier. 

Konsentrasi ekonomi terbesar juga di Kota Kupang, sehingga perlu 

dikembangkan pusat-pusat ekonomi di luar Kota Kupang; 

5) Percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan holistik-tematik, 

integratif dan spasial karena sebagian  pembangunan belum secara 

konsisten mengacu pada  arahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

6) Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antara Pusat, 

Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan sumberdaya 

pembangunan belum efisien dan efektif dalam mendorong percepatan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

7) Kebijakan afirmatif pembangunan kawasan perbatasan Negara, daerah 

tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), provinsi kepulauan, dan arahan 

pembangunan sesuai Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu 

Menuju Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, adil 

dan berkesinambungan;  

8) Kemampuan percepatan pembangunan sumberdaya manusia belum 

mencapai target  sehingga berdampak pada lemahnya daya saing tenaga 

kerja  dan terbatasnya kemampuan peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). 
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3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

 
3.2.1 Pendanaan Pembangunan 

Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan RKPD 2020 

diarahkan pada kualitas belanja sesuai prioritas daerah tahun 2020 

untuk pencapaian sasaran RPJMD 2018-2023, khususnya untuk tahun 

2020 dengan prinsip money follows program melalui pendekatan 

Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). 

Untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan, perlu 

dilakukan sinkronisasi serta sinergi tidak saja dalam hal pelaksanaan 

program dan kegiatan, namun juga dalam hal sinergi dan sharing 

pendanaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

lembaga mitra pembagunan, swasta, dll. 
 
3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui 

proyeksi jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan 

pembiayaan) sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran 

pembiayaan) dapat dilakukan dengan lebih cermat, tepat, dan 

terukur.Proyeksi penentuan kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan 

tahapan : 1) evaluasi kinerja pendapatan daerah untuk tahun rencana, 2) 

perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan 

pembiayaan), dan 3) penelaahan prospek perekonomian daerah dan 

kebijakan keuangan negara khususnya dana transfer daerah. 

3.2.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2018 

Tabel 3.4 memperlihatkan persentase realisasi pendapatan daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
 

Tabel 3.4. 

Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2018 

No URAIAN 2015 2016 2017 2018*) 

 
PENDAPATAN 98.88 104,51 98,31 97,39 

 1 Pendapatan Asli Daerah 101.38 99,18 104,50 100,54 

  Pajak Daerah 100.60 102,17 104,13 104,62 

  Retribusi Daerah 85.92 88,31 96,23 104,28 

  
Hasil pengelolahan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 
99.97 99,36 99,43 98,57 

  Lain-lain PAD yang Sah 112.98 87,90 110,48 79,90 

 2 Dana Perimbangan 96.64 106,75 96,88 96,87 

  Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 69.25 110,09 100,88 74,63 

  Dana Alokasi Umum 100.00 116,79 100,00 100,00 

  Dana Alokasi Khusus 80.88 98,53 93,76 94,86 

 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 100.13 90,87 49,17 26,86 

  Dana Hibah 
 

62,68 14,07 26,58 

  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 100.95 100 100,00  
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No URAIAN 2015 2016 2017 2018*) 

  Penerimaan dari Pihak Ketiga 107.58  -   
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah. 

   *) : Data sementara 

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT yang ditunjukkan oleh 

tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan  sejak tahun 2015 tidak 

pernah mencapai target, kecuali pada tahun 2016 melampaui target yang 

ditetapkan. Realisasi PAD setiap tahun selalu melampaui target yang 

ditetapkan, kecuali pada tahun 2017. Namun demikian, kinerja 

pengelolaan dana transfer daerah selalu di bawah target yang ditetapkan, 

khususnya DAK. Yang juga perlu menjadi perhatian, memperhatikan data 

realisasi PAD, perlu dihitung kembali potensi pendapatan daerah, karena 

data yang ada menunjukkan kinerja pengelolaan PAD masih 

memungkinkan untuk ditingkatkan. 

3.2.1.2.Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan 

Tabel 3.5 menunjukkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi 

NTT tahun 2013-2018 sebesar 15,12%, dengan proporsi terbesar dari 

Pendapatan Dana Perimbangan sebesar 29,51%, diikuti oleh Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) sebesar 16,84%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 

mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 35,12%. Kondisi ini 

berdampak pada kemandirian daerah di mana NTT dinilai masih sangat 

bergantung terhadap Dana Perimbangan sehingga diperlukan upaya-upaya 

khususnya untuk meningkatkan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Tabel 3.5. 
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2013–2018 

No 

         RATA-RATA 

  

URAIAN TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015 TA. 2016 TA. 2017 
 PERTUMBU

HAN 
Urut 

  TA. 2018 

         (%) 
          
           

           

1 PENDAPATAN 2.387.439.508.423 2.787.513.320.677 3.315.669.415.296 3.875.554.164.669 4.700.213.492.589 4.782.190.212.593 15,12 

 1 Pendapatan Asli Daerah 523.201.203.067 763.300.806.702 882.315.240.378 995.186.120.952 1.047.491.567.026 1.096.370.228.577. 16,84 

  a. Pendapatan Pajak Daerah 363.720.612.876 559.803.345.782 662.667.383.501 745.481.335.512,06 814.122.727.711 866.157.779.773 20,08 

  b. 
Pendapatan Retribusi 
Daerah 8.589.942.871 18.447.549.341 32.888.198.526 40.418.137.792 24.266.495.631 28.670.494.733 38,82 

  c. 
Hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang      

 
 

   dipisahkan 53.317.240.346 63.445.962.924 71.557.011.784 77.139.883.317 67.209.561.753 72.415.455.930 6,89 

  d. 
Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah 97.573.406.974 121.603.948.655 115.202.646.567 132.146.764.331 141.892.781.931 129.126.498.141 6,49 

         
 

 

 2 
Pendapatan Dana 
Perimbangan 1.165.848.622.793 1.282.745.347.275 1.461.922.422.707 2.839.657.758.567 3.643.692.862.110 3.680.327.636.180 29,51 

  a. 
Pendapatan Bagi Hasil pajak 
dan Bukan 

84.034.259.793 76.821.847.275 60.821.837.707 91.213.201.567 87.876.729.182 

 
 

   Pajak 64.495.737.073 (1,94) 

  b. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 1.003.991.703.000 1.131.687.590.000 1.300.445.875.000 1.337.091.848.000 1.784.462.326.000 1.827.412.640.000 13,26 

  c. Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 77.822.660.000 74.235.910.000 100.654.710.000 1.411.352.709.000 1.771.353.806.928 1.788.419.259.107 271,92 
           

 3 
Lain-lain Pendapatan yang 
Sah 698.389.682.563 741.467.166.700 971.431.752.211 40.710.285.150 9.029.063.453 5.492.347.836 (35,12) 

  a. 
Dana Kontigensi/ 
Penyeimbang - - - - - 

 
 

  b. Dana Hibah - 2.772.837.975 7.646.336.929 6.871.462.150 1.529.063.453 5.492.347.836 69,41 

  c. Dana Darurat     -   

  d. 
Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi  dan      

 
 

   Pemda Lainnya - - - - -   

  e 
Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 692.946.195.000 733.921.280.000 963.785.415.282 33.838.823.000 7.500.000.000 

 
(47,42) 

  f. Bantuan dari Pihak Ketiga 5.443.487.563 4.773.048.725 - - -  (2,46) 

 
Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , diolah. 
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URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Rata-rata 

Pertumbu

han

BELANJA 22,2 -25,37 32,81 22,95 93,39 29,196

Belanja Tidak Langsung 11,68 14,5 41,63 24,45 94,3 37,312

Belanja Pegawai 11,09 3,62 26,2 122,94 97,83 52,336

Belanja Bunga - -

Belanja Subsidi - -

Belanja Hibah -99,8 25,44 28,18 -7,46 93,44 7,96

Belanja Bantuan Sosial 9,64 -20,01 8,54 113,39 99,82 42,276

Belanja Bagi Hasil 110,77 11,17 47,82 6,73 88,01 52,9

Belanja Bantuan Keuangan 124,71 -5,89 26,24 -83,29 100 32,354

Belanja Tak Terduga 439 -68,2 243,32 275 3,43 178,51

Belanja Langsung 44,75 32,78 25,25 20,31 91,64 42,946

Belanja Pegawai -23,58 18,68 20,78 40,93 95,87 30,536

Belanja Barang dan Jasa 26,42 22,77 25,55 39,93 90,45 41,024

Belanja Modal 111,25 46,49 30,5 -4,42 92,77 55,318

 

3.2.1.3.Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung 

Rata-rata belanja tidak langsung dihitung agar bisa memperkirakan 

besarnya belanja tidak langsung yang harus dianggarkan daerah untuk 

tahun rencana. Pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung untuk 

tahun 2014 – 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6. berikut. 

Tabel 3.6. 

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja 2014-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
     Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah. 
 
 

3.2.1.4.Analisis Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

Analisis sumber – sumber pendapatan daerah dilakukan untuk 

mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan terhadap 

total pendapatan daerah sehingga bisa menjadi salah satu dasar 

pengambilan kebijakan, apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan 

target dan realisasi pendapatan daerah. Optimalisasi dimaksud terutama 

dilakukan pada komponen pendapatan yang relatif masih memberikan 

kontribusi kurang signifikan. 

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Hal 

ini ditunjukkan oleh proporsi Dana Perimbangan sampai dengan tahun 

2018 sebesar 76,96% dari total pendapatan daerah. Hal ini masih 

ditambah dengan dana transfer lainnya yaitu Dana Hibah dan Dana 

Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Lain-lain Pendapatan yang Sah.  
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Tabel 3.7. 
Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah 2013-2018 

No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  PENDAPATAN 100 100 100 100 100 100 

  Pendapatan Asli Daerah 21,91 26,74 31,4 25,32 22,29 22,93 

  Pajak Daerah 15,23 19,97 23,52 19,03 17,32 18,11 

  Retribusi Daerah 0,36 0,96 1,17 0,83 0,52 0,6 

  
Hasil pengelolahan Kekayaan 
Daerah yang dipisahkan 

2,23 2,31 2,54 2,21 1,43 1,51 

  Lain-lain PAD yang Sah 4,09 3,5 4,17 3,25 3,02 2,7 

  Dana Perimbangan 48,83 46,54 51,89 73,53 77,52 76,96 

  Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 3,52 2,66 2,16 2,21 1,87 1,35 

  Dana Alokasi Umum 42,05 41,18 46,16 34,32 37,97 38,21 

  Dana Alokasi Khusus 3,26 2,7 3,57 37,09 37,69 37,4 

  
Lain-Lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah 

29,25 26,72 34,4 1,14 0,19 0,11 

  Dana Hibah         0,03 0,11 

  Dana Darurat             

  
Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemda Lainnya 

            

  
Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus 

29,02 26,05 0,19 0,27 0,16 
                 
-  

  
Bantuan Keuangan dari 
Provinsi/Pemda Lainnya 

            

  
Pendapatan dari Jaminan 
Kesehatan 

            

  Penerimaan dari Pihak Ketiga 0,23 0,23 34,21 0,87 
                 
-  

                 
-  

                     Sumber: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diolah. 

Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penting 

bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus berupaya 

melakukan terobosan-terobosan guna meningkatkan derajat otonomi 

fiskalnya, antara lain dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi 

daerah dan hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

3.2.1.5.Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Daerah 

Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap komponen 

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yaitu dengan 

membandingkan antara target dan realisasinya.  
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Tabel 3.9. 

Kinerja Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaann Daerah 2014-2018 

 
            Sumber : BPKD, diolah. 
 

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Menentukan proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 tidak terlepas 

dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional,  dan prospek 

1 101,42 98,88 104,51 97,98 97,39

1 103,88 101,12 99,18 103,10 100,54

a. Pendapatan Pajak Daerah 101,99         100,60       102,17       104,11          104,62

b. Pendapatan Retribusi  Daerah 69,85           85,92          88,31         96,26             104,28

c.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 100,00         99,97          99,36         99,43             
98,57

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 126,57         110,81       87,90         100,45          79,9

2 100,28         96,64          106,75       96,86             96,87

a.
Pendapatan Bagi Hasil pajak dan 

Bukan Pajak 104,90         69,25          110,09       100,88          
74,63

b. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 100,00         100,00       116,79       100,00                100,00 

c. Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 100,00         80,88          98,53         93,70             94,86

3 100,96         100,36       90,87         46,87             26,58

a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang -                -              -              -                 -            

b. Dana Hibah -                -              -              -                 26,58

c. Dana Darurat -                -              -              -                 -            

d.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi   

dan Pemda Lainnya -                -              -              -                 -            

e Dana Penyesuaian dan Otonomi 102,50         100,95       100,00       100,00          -            

f. Bantuan dari Pihak Ketiga -                -              -              -                 -                 

2 92,74           94,45          97,03         92,55             93,39             

1 Belanja Tidak Langsung 95,85           98,72          98,90         95,53             94,30             

Belanja Pegawai/Personalia 95,18           100,16       99,06         95,95             97,83             

Belanja Hibah 100,30         100,46       101,03       96,92             93,44             

Belanja Bantuan Sosial 62,64           73,96          100,00       92,54             99,82             

Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota 89,46           95,71          90,94         91,58             88,01             

Belanja Bantuan Keuangan 85,59           85,37          94,92         95,37             100,00          

Belanja T idak Terduga 79,59           14,01          57,47         1,15               3,43               

2 Belanja Langsung 87,60           88,37          93,79         87,11             91,64             

Belanja Pegawai/Personalia 96,82           94,62          97,63         94,65             95,87             

Belanja Barang dan Jasa 87,91           88,85          91,91         90,35             90,45             

Belanja Modal 85,69           87,06          95,12         79,77             92,77             

3 Surplus ( Defisit ) (1-2) 8,68              4,43            7,48            5,43               23,30             

4 99,09           100,44       99,06         98,73             99,26             

1 Penerimaan Pembiayaan 99,31           99,63          99,34         99,08             100,00          

2 Penegeluaran Pembiayaan 99,71           98,00          99,93         99,99             69,39             

5 99,09           100,44       99,06         98,73             99,26             

6

100,00         100,00       100,00       100,00          100,00          

2018

BELANJA

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Perhitungan Tahun 

Berkenaan (SILPA) ( 3+5)

2014

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan yang Sah

2015 2016 2017
No 

Urut
URAIAN
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ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan 

arah kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 

ke tahun berkisar ± 5,0%-5,2%, Namun tahun 2020 diproyeksikan 

meningkat menjadi 6,6% dengan pembangunan yang dilaksanakan di 

berbagai bidang.  

2) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi 

Nusa Tenggara Timur yang dilihat dari Gini Ratio, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur masih berada di bawah Nasional. Namun demikian 

perlu diupayakan agar ada penurunan Gini Ratio saat ada perbaikan 

kesejahteraan dari peningkatan pendapatan masyarakat. 

3) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur terhadap Pemerintah Pusat, dimana proporsi PAD hanya sebesar 

22,93% pada TA. 2018. Untuk itu sesuai amanat RPJMD Provinsi Nusa 

Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya 

akan meningkatkan PAD. 

4) Memperhatikan indikasi rencana pendapatan daerah pada RPJMD 

2018-2023, maka terdapat selisih antara indikasi pendanaan jangka 

menengah dan hasil proyeksi pendapatan daerah. Hal ini disebabkan 

hasil kajian dan klarifikasi terdapat prospek pendapatan yang cukup 

baik pada tahun 2020. Realisasi Pendapatan TA. 2018, APBD TA. 2019, 

RPJMD 2020 dan Proyeksi RKPD 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 

3.10. 

Tabel 3.10. 
Realisasi Pendapatan TA. 2018, APBD TA. 2019, RPJMD 2020 dan Proyeksi 

RKPD 2020 

 

         Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. NTT 

Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya 

ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara  Timur terhadap 

REALISASI TA. 2018 TA. 2019 RPJMD UTK 2020 PROYEKSI 20220

1 2 3 4 5 6

PENDAPATAN DAERAH 4.782.190.212.593 5.347.158.022.105   5.613.609.255.928   5.653.645.247.522    306.487.225.417      5,73       

PAD       1.096.370.228.577     1.131.943.378.705     1.612.495.630.000      1.438.430.604.122        306.487.225.417 27,08     

HASIL PAJAK DAERAH 1) 866.157.779.773        876.340.119.705        940.235.180.736      1.016.455.414.000        140.115.294.295 15,99     

HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 28.670.494.733          30.540.465.000        438.408.844.341           97.560.571.800          67.020.106.800 219,45   

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG            72.415.455.930          80.950.000.000          84.997.500.000         131.550.000.000          50.600.000.000 62,51     

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH          129.126.498.141        144.112.794.000        148.854.104.923         192.864.618.322          48.751.824.322 33,83     

DANA PERIMBANGAN 3.680.327.636.180     4.174.054.978.000     3.959.130.767.130      4.174.054.978.000                                -   -         

BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK 64.495.737.073 63.170.495.000        88.152.208.680        63.170.495.000         -                            -         

DANA ALOKASI UMUM 1.827.412.640.000     1.875.182.301.000     1.891.372.082.400      1.875.182.301.000                                -   -         

DANA ALOKASI KHUSUS 1.788.419.259.107     2.235.702.182.000     1.979.606.476.050      2.235.702.182.000                                -   -         

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5.492.347.836          41.159.665.400          41.982.858.798           41.159.665.400                                -   -         

PENDAPATAN HIBAH 5.492.347.836          41.159.665.400          41.982.858.798           41.159.665.400                                -   -         

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS                                -   -         

Dana Insentif Daerah             7.500.000.000 #DIV/0!JUMLAH PENDAPATAN 4.782.190.212.593      5.347.158.022.105   5.613.609.255.928   5.653.645.247.522           306.487.225.417 5,73       4.3.4.01.03.
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%
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Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari 

komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. 

Untuk itu ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk 

meningkatkan pedapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus 

memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan 

dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, 

maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Peningkatan tata kelola pendapatan melalui: 

 Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan 

daerah;  

 Pembenahan manajemen data penerimaan PAD 

 Optimalisasi Samsat Online untuk pajak daerah dan penerapan 

aplikasi online untuk seluruh pendapatan daerah; 

 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah melalui:  

a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan 

retribusi daerah.  

b) Mengintensifkan penerimaan retribusi daerah.  

2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah secara 

profesional; 

 Memaksimalkan Kapasitas produksi dan produktivitas UPTD 

potensial  

 Kemitraan swasta dalam pengelolaan aset daerah  

 Penyertaan modal  pada Bank NTT dan Lembaga keuangan 

lainnya yang potensial, termasuk BUMD dan BUMDes 

 Pengembangan kawasan wisata  

 Perbaikan sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai 

3. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan 

melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan 

mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi 

daerah seperti marungga, peternakan, garam, pembangunan feed mil, 

dll 

4. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang mengalokasikan 

DAK, dan menyerap DAK dengan optimal sekaligus melakukan 

pelaporan DAK dengan baik  

5. Optimalisasi  pengelolaan sumber-sumber  dana kerjasama hibah 

luar negeri dan lembaga internasional  

6. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat  yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah  

 

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 
 

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi yang terdiri 

dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan 

perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan 

dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 
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fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan 

sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. 

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, 

baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan 

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan 

informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan 

keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau 

dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 : 

1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai 

arahan undang-undang Nomor  23 Tahun 2014. 

2) Belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total APBD, funsi  

kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal 

sebesar 18-22% dari total APBD. 

3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan 

pendekatan anggaran kinerja money follows program, berorientasi pada 

pencapaian hasil dari input yang direncanakan.  

4) Belanja daerah membiayai program prioritas pembangunan daerah 

yang mengacu pada indikator RPJMD untuk tahun 2020. 

5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan 

menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerjasama antar sektor, 

provinsi-kabupaten, ataupun antar perangkat daerah. 

6) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 berkomitmen 

untuk menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, untuk 

itu akan dilakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni yang 

tersebar di 22 kabupaten/kota sesuai sebayak 6.125 rumah. 

7) Sebagaimana pendapatan, terdapat perbedaan antara arahan RPJMD 

untuk belanja daerah tahun 2020 dengan proyeksi belanja daerah 

dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Proyeksi 

belanja daerah dalam RPJMD untuk tahun 2020 sebesar Rp 5,636 

Trilyun lebih sedangkan proyeksi belanja RKPD tahun 2020 sebesar Rp 

6,391 Trilyun lebih bertambah Rp.943,179 Milyar lebih dari proyeksi 

belanja dalam RPJMD untuk tahun 2020. 

 

Belanja Daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk membiayai : 

1. Program/Kegiatan Prioritas dengan kriteria sebagai berikut: 

 Menunjang pencapaian RPJMD 2018-2023 dan sinergi  RKP 2020; 

 Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan yang bersifat multi – 

years; 

 Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; 

 Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat; 
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 Memperhatikan Catatan Evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap 

RAPBD Provinsi NTT Tahun 2019, Pokok-pokok Pikiran DPRD, dan 

LHP BPK 

 Belanja perangkat daerah yang tidak mendukung secara langsung 

pencapaian indikator dan target RPJMD dianggarkan secara efisien 

dan  efektif  

2. Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk 

pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, 

diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga 

internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. 

3. Pola-pola sharing dana dan sharing program/kegiatan, ataupun hibah 

dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama – sama 

menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi 

tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/kota dapat 

dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian 

dimana kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan 

secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya 

karitatif mulai dikurangi.   

 

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan 

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

1) Penerimaan Pembiayaan 

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) 

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk 

mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum 

terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan 

dan pengeluaran Iainnya yang belum terselesaikan sampai akhir 

tahun anggaran.SiLPA APBD sebelum perubahan merupakan angka 

estimasi.  

b) Pencairan Dana Cadangan 

Pencairan dana cadangan dilakukan untuk membiayai Pemilihan 

Kepala Daerah tahun 2018. Pencairan dilakukan terhadap dana 

cadangan yang sudah dibentuk sesuai Peraturan Daerah. 

c) Penerimaan Pokok Pinjaman Daerah 

Diarahkan pada penerimaan kembali pinjaman daerah yang 

diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4. 

2) Pengeluaran Pembiayaan 

a) Penyertaan Modal 

Penyertaan modal dilakukan kepada perusahaan 

daerah/BUMD/lembaga lainnya sehingga dapat meningkatkan 
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kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

b) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 

Pemerintah daerah harus melakukan pengendalian batas maksimal 

defisit APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada 

penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan 

APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah 

daerah akan memanfaatkannya untuk penambahan program dan 

kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan 

yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam 

hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah 

melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran 

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, 

pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau 

pengurangan volume program dan kegiatannya. 
 

Mengingat struktur RKPD Tahun 2020 mengalami defisit, maka perlu 

menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk 

penyesuaian/rasionalisasi terhadap berbagai usulan belanja sehingga 

defisit yang terjadi bisa ditutup oleh pembiayaan netto. 

 
Memperhatikan Tabel 3.11 terlihat bahwa masih terdapat defisit yang cukup 

besar pada RKPD Tahun 2020, karena itu akan ditentukan prioritas program 

dan kegiatan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta 

disesuaikan dengan pendapatan defenitif yang berasal dari Dana Perimbangan 

dan perkembangan lebih lanjut. 
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Tabel 3.11 

Realisasi Belanja dan Pembiayaan TA. 2018, APBD TA. 2019, RPJMD 2020 dan Proyeksi RKPD 2020 

 

REALISASI TA. 2018 TA. 2019 RPJMD UTK 2020 PROYEKSI 20220

1 2 3 4 5 6

BELANJA DAERAH       4.847.508.278.861     5.448.447.210.705     5.636.139.493.578      6.391.626.414.666        943.179.203.961 17,31     

BELANJA TIDAK LANGSUNG       3.218.631.037.313     3.427.011.819.705     3.271.258.212.012      3.686.566.590.043        259.554.770.338 7,57       

BELANJA PEGAWAI       1.285.969.369.989     1.549.940.522.000     1.579.037.363.547 1.643.912.943.592          93.972.421.592 6,06       

BELANJA HIBAH       1.481.857.799.120     1.400.192.389.000     1.199.149.600.000      1.522.692.389.000        122.500.000.000 8,75       

BELANJA BANTUAN SOSIAL            19.426.000.000          20.322.000.000          22.191.490.515           20.322.000.000                                -   -         

BELANJA BAGI HASIL KEPADA 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 

PEMERINTAHAN DESA

         427.541.748.500        448.845.974.305        462.355.543.230         491.928.323.051          43.082.348.746 9,60       

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN 

PEMERINTAHAN DESA

             3.710.934.400            2.710.934.400            3.524.214.720             2.710.934.400                                -   -         

BELANJA TIDAK TERDUGA                 125.185.304            5.000.000.000            5.000.000.000             5.000.000.000                                -   -         

BELANJA LANGSUNG       1.628.877.241.548     2.021.435.391.000     2.364.881.281.566 2.705.059.824.623        340.178.543.057 16,83     

BELANJA PEGAWAI 139.382.893.672         190.390.518.867      247.880.487.126      -                             -         

BELANJA BARANG DAN JASA          959.733.313.273        888.544.793.115     1.148.323.103.668                                 -   -         

BELANJA MODAL          529.761.034.603        942.500.079.018        968.677.690.772                                 -   -         

JUMLAH BELANJA       4.847.508.278.861     5.448.447.210.705     5.636.139.493.578      6.391.626.414.666        943.179.203.961 17,31     

SURPLUS/(DEFISIT)           (65.318.066.268)      (101.289.188.600)        (22.530.237.650)       (737.981.167.144)      (636.691.978.544) 628,59   

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH          278.265.000.216        101.289.188.600          22.530.237.650           30.000.000.000        (71.289.188.600) (70,38)    

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH 

TAHUN SEBELUMNYA

         273.576.825.165          94.532.949.600           30.000.000.000        (64.532.949.600) (68,27)    

6:01:02 PENCAIRAN DANA CADANGAN                                 -                                  -   

PENERIMAAN KEMBALI IPINJAMAN 

DAERAH/NVESTASI NON PERMANEN

             4.688.175.051            6.756.239.000          22.530.237.650                                 -            (6.756.239.000) (100,00)  

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN          278.265.000.216        101.289.188.600          22.530.237.650           30.000.000.000        (71.289.188.600) (70,38)    

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                               -            25.000.000.000           25.000.000.000          25.000.000.000 

PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH 

DAERAH

                                 -                                 -            25.000.000.000           25.000.000.000          25.000.000.000 -         

PINJAMAN DAERAH                               -                                   -                                  -   

                              -            25.000.000.000          25.000.000.000 

         278.265.000.216        101.289.188.600            2.469.762.350        (96.289.188.600) (95,06)    

6,3          212.946.933.948                                 -        (20.060.475.300)       (732.981.167.144)      (732.981.167.144)

6.2.2.

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN           25.000.000.000 

PEMBIAYAAN NETO             5.000.000.000 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 

BERKENAAN (SILPA)
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4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 
 

 

 

 

 

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana 

termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah Nusa Tenggara Timur Yang 

Maju,  Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Visi dimaksud dalam arahan periode ke empat pelaksanaan 

pembangunan jangka menengah 2018 – 2023 dirumuskan sebagai 

penuntasan MDGs dan pencapaian daya saing perekonomian daerah 

berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

berkualitas dan bermoral serta  mengembangkan kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah.  Arahan 

RPJPD untuk periode keempat 2018-2023 dimaksud dijabarkan ke dalam 

RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dalam visi “NTT BANGKIT 

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA 

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. 

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tersebut kemudian dijabarkan  ke 

dalam misi , yaitu : 

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil 

2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan 

pariwisata nasional (ring of beauty) 

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk 

mempercepat pembangunan 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik 

 

Kelima misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran tahunan  

melalui indikator dan target yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran 

tahunan ini sinkron dan mendukung pencapaian indikator dan target 

nasional. Secara makro, indikator dan target nasional dan Nusa Tenggara 

Timur untuk tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. 

 

 

 

BAB 

IV 



RKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 IV-2 

 

 

Tabel 4.1 

Target Indikator Makro Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional  

Tahun 2020 

Indikator Capaian 2018 Target 2020 

Indonesia NTT Indonesia NTT 

Pertumbuhan Ekonomi 5,17 5,13 5,3-5,5 6,6 

IPM 71,39 64,9 72,5 65,54 

Tingkat Kemiskinan 9,66 21,03 8,5-9,0 18 

TPT 5,34 3,01 4,8-5,1 2,7 

Indeks Gini 0,389 0,35 0,375-0,380 0,35 

 

Pembangunan tahun 2020 diarahkan untuk mencapai indikator makro dan 

target yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan mendukung 

pencapaian indikator dan target nasional. Tabel 4.2 menunjukkan 

keselarasan misi, tujuan dan sasaran per misi sesuai amanat RPJMD untuk 

tahun 2020. 

Tabel 4.2 
Keselarasan Misi, tujuan dan Sasaran RPJMD untuk Tahun 2020 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2020 

MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil 

1. Menciptakan 

kemandirian dan 

stabilitasperekonomian 

daerah 

  Persentase pertumbuhan 

ekonomi 

% 6,6 

    PDRB per kapita Rp. Juta 15 

    Pengeluaran per kapita Rp. Juta 8,54 

  1. Meningkatnya 

ketersediaan, 

aksesibilitas, kualitas, 

dan keamanan pangan 

Persentase produksi 

pangan utama terhadap 

jumlah penduduk 

% 96 

    
Skor Pola Pangan 

Harapan (SPPH) 

Poin 84 

    

Kontribusi sektor 

pertanian terhadap 

PDRB 

% 25 

   Nilai Tukar Petani(NTP) Poin 115 

 

2. Meningkatnya 

kinerja industri dan 

perdagangan dalam 

perekonomian daerah 

Persentase pertumbuhan 

ekspor 

% 12 

   

Kontribusi sektor 

industri pengolahan 

terhadap PDRB 

% 2,47 

   

Kontribusi sektor 

perdagangan terhadap 

PDRB 

% 13,37 

 

3. Terciptanya iklim 

investasi dan usaha 

yang kondusif serta 

kesempatan kerja 

yang merata bagi 

semua penduduk 

Persentase pertumbuhan 

investasi 

% 6 

   

Persentase UMKM 

terhadap jumlah 

penduduk 

% 0,9 

   
Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

% 2,7 
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2020 

2. Menciptakan Nusa 

Tenggara Timur yang 

berkeadilan sosial 

  

Persentase penduduk di 

bawah garis kemiskinan 

% 18 

    
Indeks Gini Poin 0,35 

    
Indeks Pembangunan 

Gender 

Poin 93 

  1. Meningkatnya peran 

semua penduduk dalam 

pembangunan 

daerah 

Indeks Pemberdayaan 

Gender 

Poin 65,5 

  2. Meningkatnya 

ketersediaan dan akses 

terhadap rumah layak 

huni, bagi penduduk 

miskin 

Jumlah rumah tidak 

layak huni 

Unit 210.000 

    
Persentase rumah tangga 

menurut airlayak 

% 79 

    
Persentase rumah tangga 

menurut sanintasi layak 

% 67 

3. Meningkatkan daya 

dukung dan daya 

tampung lingkungan 

hidup 

sertapemanfaatan 

sumber 

daya alam secara 

berkelanjutan 

1. Meningkatnya 

kualitas lingkungan 

hidup 

Indeks kualitas 

lingkungan hidup 

Poin 62,5 

    

Kesesuaian fungsi, 

struktur dan pola ruang 

(RTRW) 

% 40 

 

2. Meningkatnya 

ketangguhan bencana 

daerah 

Indeks risiko bencana Poin 147 

MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional 

(Ring of Beauty) 

1. Mewujudkan 

pariwisata sebagai 

penggerak utama 

ekonomi daerah 

(prime mover) 

1. Terwujudnya 

pengembangan 

pariwisata NTT 

melalui pemenuhan 

unsur 5A pariwisata 

dengan pola 

pendekatan kawasan 

Kontribusi Sektor 

Pariwisata terhadap 

PDRB 

% 1,2 

    
Lama tinggal kunjungan 

wisata 

Hari 3 

    
Jumlah wisatawan 

domestik &mancanegara 

Orang 887.815 

    
Jumlah Tourism Estate 

dalam Ring of Beauty 

Kawasan 14 

MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan 

1. Mempercepat 

pembangunan 

infrastruktur yang 

berkualitas dalam 

pengembangan 

ekonomi masyarakat 

1. Meningkatnya 

aksesibilitas dan 

kualitas infrastruktur 

Proporsi panjang jalan 

provinsi dalam kondisi 

baik 

% 80 

    
Persentase irigasi dalam 

kondisi baik 

% 90 

    

Persentase bendungan 

dan embung dalam 

kondisi baik 

% 

  

    
Jumlah terminal dalam 

kondisi baik 

Unit 2 

    
Jumlah dermaga dalam 

kondisi baik 

Unit 1 

    
Jumlah bandar udara Unit 2 
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2020 

    
dalam kondisi baik 

    

    
Rasio elektrifikasi % 70 

MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

1. Meningkatkan akses 

dan kualitas layanan 

pendidikan serta 

kesehatankepada 

semua penduduk 

  Indeks Pembangunan 

Manusia 

Poin 65 

  1. Meningkatnya akses 

dan kualitas layanan 

pendidikan 

APS: % 

  

  a. 3-6 Tahun  a. 20 

  b.7-12 Tahun  b. 100 

  c.13-15 Tahun  c. 96 

  d.16-18 Tahun  d. 78 

  e. 19-24 Tahun  e. 29 

    APM: % 
  

  a.SD/MI/Sederajat  a. 97 

  b.SMP/MTs/Sederajat  b. 69 

  c.SMA/MA/Sederajat  c. 56 

  d. Perguruan Tinggi  d. 18 

    APK: % 
  

  a..PAUD  a. 61 

  b.SD/MI/Sederajat  b. 114 

  c.SMP/MTs/Sederajat  c. 94 

    d.SMA/MA/Sederajat   d. 82 

  e. Perguruan Tinggi  e. 27 

    Jumlah Anak Putus 

Sekolah pada semua 

jenjang pendidikan: 

Siswa 

  

  a.SD/MI/Sederajat  a. 1780 

  b.SMP/MTs/Sederajat  b. 2.250 

  c.SMA/MA/Sederajat  c. 1.200 

    
Harapan Lama Sekolah Tahun 13,8 

    Rata-rata lama sekolah Tahun 8,1 

    Persentase SD 

terakreditasi  minimal B 

% 25 

  
Persentase SMP 

terakreditasi  minimal B 

% 19 

  
Persentase SMA 

terakreditasi  minimal B 

% 25 

  
Persentase SMK 

terakreditasi  minimal B 

% 12 

  

2. Meningkatnya akses 

dan kualitas 

layanan kesehatan 

Rasio Tenaga 

Kesehatan:     

    

Rasio Tenaga Medis per 

100.000 

penduduk 

22 

    

Rasio Bidan per 

100.000 

penduduk 

85 

    

Rasio Perawat per 

100.000 

penduduk 

92 

    Rasio Tenaga Kesehatan per 72 
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4.2 Prioritas Pembangunan Daerah 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN 
TARGET 

2020 

Lainnya 100.000 

penduduk 

    Jumlah unit layanan 

khusus (Puskesmas 

Terapung dan Flying 

Health Care) 

Unit 4 

    
Usia Harapan Hidup 

(UHH) 

Tahun 67,4 

    
Persentase Puskesmas 

Terakreditasi 

% 55 

    
Persentase Rumah Sakit 

Terakreditasi 

% 77,5 

  

3. Terwujudnya 

Penanggulangan 

Masalah Gizi Balita 

Persentase Balita 

Stunting 

% 35,8 

    
Persentase Balita 

Wasting 

% 13,1 

    
Persentase Balita 

Underweight 

% 23,8 

MISI V:  Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik 

1. Menciptakan 

Birokrasi yang 

profesional dengan 

karakteristik adaptif, 

berintegritas, 

berkinerja tinggi, 

bebas dan bersih KKN 

1. Meningkatnya 

kualitas tatakelola 

panyelenggaraan 

pemerintahan dan 

pelayanan publik yang 

efektif, 

akuntabel, transparan 

serta partisipatif 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

% 68 

      

    
Opini BPK Opini WTP 

    
Peringkat LPPD Peringkat 25 

    
Nilai Akuntabilitas 

Kinerja 

Poin A 

    
Indeks Perilaku Anti 

Korupsi 

Poin 2 

    

Indeks Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

Poin 2,1 

    
Indeks kepuasan 

pelayanan publik 

Poin 80 

    Indeks Demokrasi Poin 70 

    

Tingkat Partisipasi 

Pemilu Kepala Daerah 

NTT 

% - 

 

 
 

 
 

Kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020, harus 

tetap memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi terhadap Prioritas dan 

sasaran pembangunan nasional tahun 2020. 

RKP 2020 merupakan titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan 

nasional, karena pada saat bersamaan dilakukan penyusunan Rancangan 

Teknokratik RPJMN 2020-2024. Karena itu, penyusunan RKP 2020 dan 

selanjutnya dijabarkan pada RKPD Provinsi NTT Tahun 2020 perlu mengacu 

pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. 
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4.2.1. Arah Kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 

RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN periode keempat dari RPJPN 

2005-2025. Visi Indonesia 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG 

MANDIRI, MAJU,  ADIL DAN MAKMUR”, Sasaran Pokok Pembangunan 

Jangka  Panjang Nasional diupayakan secara  bertahap melalui RPJMN 

lima tahunan  sebagai berikut: 

RPJMN 2005 – 2009 

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang  

ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil  

dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat 

RPJMN 2010 – 2014 

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan  

menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk  pengembangan 

kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya  saing 

perekonomian 

RPJMN 2015 – 2019 

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang  

dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian  

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia  

berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat 
RPJMN 2020 - 2024 

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,  adil, dan 

makmur melalui percepatan pembangunan di  berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya  struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan  keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang  

didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat tiga kata 

kunci dalam sasaran paokok dimaksud, yaitu : a. Struktur Perekonomian  

yang Kokoh, b. Keunggulan Kompetitif  Wilayah, dan c. SDM Berkualitas.
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Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 disusun dengan kerangka pemikiran sebagaimana gambar 

4.1 berikut. 

 

Gambar 4.1 

Kerangka Pemikiran Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 

 
 



RKPD  Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 IV-8 

 

Target Makro Pembangunan pada akhir periode RPJMN 2020-2024 

direncanakan sebagaimana terlihat pada tabel 4.3 berikut. 

 

Tabel 4.3 

Indikator Makro Pembangunan Nasional Tahun 2024 

Indikator Target Tahun 2024 

Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 6,0 

Tingkat Kemiskinan (%) 6,5 – 7,0 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka (%) 

4,0 – 4,6 

Gini Rasio 0,370 – 0,374 

IPM 75,35 
 

4.2.1.1. Arah Kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 untuk 

wilayah Nusa Tenggara  
 

Pembangunan kewilayahan termasuk untuk wilayah Nusa Tenggara 

mengacu pada isu strategis pengembangan kewilayahan sebagaimana 

telah dikaji dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, adalah 

sebagai berikut : 

1. PENURUNAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH 

a) Kemiskinan di KTI (12,3%), KBI (8,5%),  perdesaan (13.1%) dan 

perkotaan (7,02%)  yang tinggi (BPS, 2018) 

b) Ketimpangan Pendapatan Perdesaan  (0,324) -Perkotaan (0,4) 

c) Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI  terutama Pulau Jawa 

2. PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH 

a) Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan  Baru yang rendah (10 

dari 12 KEK, 4 dari 14  KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata) 

b) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat  Pertumbuhan yang 

lemah 

c) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum  berkembang 

3. PENGELOLAAN URBANISASI 

a) Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan  bonus 

demografi 2030 

b) Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi  nasional 

yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan  hanya 4% PDB, di India 

13% PDB) 

4. PEMANFAATAN RUANG 

a) Konflik ruang  yang semakin meningkat (15.525 kasus  periode 

2015-2018) 

b) Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar  tidak dapat 

melaksanakan kewenangannya terutama  untuk pembangunan 

infrastruktur (20.000 desa) 

c) Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang  belum sesuai 

semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus  kejadian Banjir, Longsor, 

Kebakaran 
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5. PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING 

DAERAH 

a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak 

baru 37,8%, air minum 72%, sanitasi layak 67,5%, dsb) (BPS, 2017) 

b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata 

>70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta  

sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal 

c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan 

Inovasi Daerah yang belum berkembang 

d) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi  

4.2.2. Tema Pembangunan 2020 

4.2.2.1 Tema dan Prioritas Nasional RKP Tahun 2020 

RKP 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-

2024, yang menitik beratkan pada pembangunan sumber daya 

manusia.Karena itu, Tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber 

Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.RKP 2020 selain 

berfokus pada sumber daya manusi, juga dititikberatkan pada 

pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi 

melali investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan 

tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) untuk tahun 

2020, yaitu : 

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan 

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah 

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja 

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup 

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan 

4.2.2.2 Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 
 

Sejalan dengan tema RKP 2020, RKPD 2020 menetapkan tema 

“Peningkatan Kualitas SDM melalui Akses dan Mutu Pelayanan 

Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Utama 

Ekonomi Berbasis Masyarakat”. 

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2020 sesuai RKPD 

diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah 

diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023, dan nantinya akan 

disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada 

tahapan selanjutnya. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan 

dengan prinsip money follows programme, dimana penganggaran 

diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian 

target RPJMD. 

Pendekatan penyusunan RKPD 2020, secara proses dilakukan 

melalui pendekatan top down, bottom up, politik dan partisipatif, 

sedangkan secara substansi penyusunan RKPD 2020 berorientasi 

pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, 

Integratif, dan Spasial. Tematik, berarti ditentukan tema yang 
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menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu.Holistic 

mengandung arti bahwa tematik yang ada dijabarkan ke dalam 

perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu 

sampai ke hilir dalam satu rangkaian kegiatan.Integratif berarti upaya 

mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program baik dari 

pusat, provinsi sendiri, kabupaten/kota maupun seluruh pelaku 

pembangunan lainnya. Spasial berarti kagiatan pembangunan 

direncanakan secara fungsional, lokasinya berkaitan satu dengan lain 

dalam satu kesatuan wilayah dan berkaitan antarwilayah. 

4.2.2.3 Prioritas Lokasi Pembangunan RKPD 2020 
 

Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran secara HITS 

aspek spasial lokasi pembangunan merupakan komponen penting 

dalam mewujudkan pembangunan yang efsien, efektif serta berdaya 

guna dan berhasil guna.  Penetapan lokasi pembangunan harus 

mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur 2010-2030, dengan memperhatikan data dan capaian 

pembangunan masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan 

prioritas pembangunan daerah tahun 2020. 
 
 Terdapat dua strategi pengembangan kewilayahan pada RKPD 

2020, yaitu strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan. Dari 2 

(dua) strategi ini, telah ditetapkan prioritas lokasi pembangunan, 

yaitu berdasarkan pemerataan, adalah lokasi yang disepakati antara 

provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, terkait dengan pengembangan pariwisata ataupun pusat 

produksi untuk pertumbuhan wilayah, sebagaimana terdapat pada 

Tabel 4.5. Selain itu juga telah ditetapkan lokasi yang disepakati 

antara provinsi dan kabupaten/kota untuk pemerataan, hal ini lebih 

dikaitkan dengan penurunan kemiskinan dan pencegahan 

penanganan stunting, sebagaimana terdapat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.5 
Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pertumbuhan  

No. Kabupaten Kecamatan 

1. Kabupaten Ende – Kelimutu Kecamatan Kelimutu 

2. Kabupaten Kupang – Liman Kecamatan Semau Selatan 

3. Kabupaten Rote Ndao – Mulut Seribu Kecamatan Landuleko 

4. Kabupaten Lembata - Lamalera   Kecamatan Wulandoni 

5. Kabupaten Sumba Timur – Nggongi  Kecamatan Karera 

6. Kabupaten Alor – Moru  Kecamatan ABAL 

7. Kabupaten TTS – Fatumnasi Kecamatan Fatumnasi 

8. Kabupaten SBD – Waikelo Sawah  Kecamatan Wewewa Timur 
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Tabel 4.6 

Lokasi Prioritas sesuai Strategi Pemerataan  
untukPenurunan Kemiskinan & Penanganan Stunting 

No. Kabupaten Kecamatan 

1. Kabupaten TTU    Noemuti 

2. Kabupaten Belu  Raimanuk 

3. Kabupaten Malaka Weliman 

4. Kabupaten Sabu  Raijua Sabu Barat 

5. Kabupaten Sumba Tengah  Umbu Ratu Nggay 

6. Kabupaten Sumba Barat   Tana Righu 

7. Kabupaten Flores  Timur  Larantuka 

8. Kabupaten Sikka  Talibura 

9. Kabupaten Ngada  Bajawa 

10. Kabupaten Nagekeo Boawae 

11. Kabupaten Sabu Raijua    Hawu Mehara 

12. Kabupaten Manggarai Timur  Kota Komba 

13. Kabupaten Manggarai   Langke Rembong 

14. Kota Kupang  Alak 

15. Kabupaten TTS Kuatnana 

16. Kabupaten Kupang Kupang Tengah 

17. Kabupaten Alor Alor Barat Daya 

18. Kabupaten Sumba Timur  Lewa 

19. Kabupaten Sumba Barat Daya Kodi Utara 

20. Kabupaten Manggarai Barat Komodo 

21. Kabupaten Ende Nangapanda 

22. Kabupaten Lembata Buyasuri 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Gambar 4.3 

Peta Sebaran Stunting per kabupaten/kota se-NTT 
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4.2.2.4 Prioritas Daerah RKPD 2020 

 Terdapat 7 (tujuh) prioritas daerah untuk tahun 2020, yaitu : 

1. Pengentasan Kemiskinan dan stunting 

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

3. Kelestarian Lingkungan Hidup  

4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata 

5. Pemantapan Infrastruktur dasar, jalan,air, energi dan transportasi 

6. Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan kesehatan 

7. Reformasi Birokrasi 

 

a. PRIORITAS DAERAH 1 :Pengentasan Kemiskinan dan stunting 
 

Prioritas daerah Pengentasan Kemiskinan dan Stunting 

bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan 

menurunkan angka prevelensi stunting di Nusa Tenggara Timur, 

dilakukan melalui penanganan terpadu pengentasan kemiskinan 

dan stunting pada lokasi prioritas hasil deselinasi. Prioritas daerah 

ini dilaksanakan melalui 5 (lima) sasaran, yaitu : 1) Perlindungan 

sosial bagi masyarakat miskin, 2) Peningkatan akses layanan 

kesehatan dan gisi masyarakat, 3) Pemerataan akses pendidikan 

berkualitas, 4) Peningkatan Akses Masyarakat  Terhadap 

Perumahan dan  Permukiman Layak, dan 5) Peningkatan tata 

kelola pelayanan dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Peta Kemiskinan per Kabupaten/Kota se-NTT 
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Gambar 4.5 

Kerangka PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting 

Perlindungan Sosial Bagi
Masyarakat Miskin

Pemerataan Akses
Layanan Pendidikan 
Berkualitas

Peningkatan Tata
Kelola Layanan Dasar

Peningkatan Akses Layanan
Kesehatan dan Gizi  Masyarakat

Peningkatan Akses Masyarakat  
Terhadap Perumahan dan  
Permukiman Layak

PENGENTASAN KEMISKINAN & STUNTING 

1

2

3

4

5
PD

PP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH I

 

Pengentasan kemiskinan dan stunting dilakukan antara lain 

melalui : a) Penanganan rumah tidak layak huni pada keluarga 

miskin sebanyak 6.125 unit yang tersebar di 22 kabupaten/kota 

se-Nusa Tenggara Timur, b) Peningkatan angka layanan 

aksesibilitas terhadap air bersih dan sanitasi serta energi listrik, c) 

Penanganan ibu hamil hingga 1000 hari kelahiran, d) peningkatan 

kapasitas kelembagaan kader posyandu dan kader PKK pada 629 

desa/kelurahan yang paling besar berkontribusi dapa kemiskinan 

dan stunting, e) Peningkatan ketahanan pangan dan angka 

konsumsi terhadap sumber makanan bergizi. 

Sasaran dan Indikator PD Pengentasan Kemiskinan dan 

Stunting sebagaimana terlihat pada tabel 4.7 berikut. 

 

Tabel 4.7 

Sasaran dan Indikator PD Pengentasan Kemiskinan dan Stunting 

No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin 

1. Penduduk miskin, KAT, kelompok rentan dan 

PMKS lainnya terakses perlindungan sosial 
% 80 

Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Gisi Masyarakat 

1. Balita dengan masalah Gizi (intervensi gizi spesifik): 

- Stunting 
- Wasting 

- Underweight 

 

 
% 

 

35,8 
13,1 

23,8 

2. Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan 
seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi 

buruk  

% 2,0 

3. Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan 

seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi 
buruk 

% 2,0 

4. Cakupan kelembagaan sosial budaya PKK dalam 

mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan 
kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga 

% 40 

Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Berkualitas 

1. Akreditasi sekolah minimal B (pemenuhan 8 % 40% 
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No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

standar sisdiknas): SLB 

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 

1. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni unit 6.125 

2. Kab/Kota yang melaksanakan perbaikan 

perumahan dan permukiman layak huni 
Kab/kota 22 

3. Persentase Penanganan kawasan kumuh % 70 

4. Persentase rumah tangga menurut air layak % 79 

5. Persentase Rumah tangga menurut sanitasi layak % 67 

6. Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik unit 2500 

7. Persentase akses rumah tangga miskin terhadap 
listrik 

% 67 

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 

1. Pencapaian SPM Sosial % 100 

2. Persentase pencapaian SPM perumahan rakyat dan 
kawasan permukiman 

% 100 

 

b. PRIORITAS DAERAH 2 : Peningkatan Pendapatan 

Masyarakat 

Prioritas daerah ini diarahkan untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor riil, dan 

peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi. 

Beberapa hal yang dilakukan adalah : 1) Peningkatan 

kapasitas, kreatifitas dan produktivitas tenaga kerja vokasi, 2) 

Pembangunan industri pakan ternak Feedmil  dalam rangka 

menjaga stabilitas harga pakan serta mencegah inflasi 

terhadap telur dan daging ayam, 3) Peningkatan produksi 

tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan 

berkualitas (kelor, padi, jagung, bawang merah, bawang putih), 

4) Peningkatan sumber daya potensial, antara lain garam yang 

dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 5) Peningkatan produksi 

pada kawasan hutan produksi dan hasil hutan bukan kayu, 6) 

Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya, 7) Pembangunan industri pengolahan untuk hasil 

produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan 

sumber daya lainnya, 8) Peningkatan aksesibilitas perdagangan 

untuk hasil produksi dan hasil pengolahan, dan 9) Penguatan 

permodalan skala kecil dan menengah bagi koperasi dan 

BUMD. 
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Gambar 4.6 
Kerangka PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

Peningkatan Nilai Tambah
dan Ekspor Produk
Pertanian (Marungga)

Peningkatan Produksi 
bibit dan benih 
Pertanian, Peternakan 
dan Perikanan 

Pengembangan Iptek  
dan Inovasi Daerah

Pengembangan
Industri Garam Daerah

Percepatan Peningkatan  
Keahlian Tenaga Kerja

PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT

1

2

3

4

5

PD

PP

Program Prioritas PN-3PRIOROTAS PEMBANGUNAN DAERAH II

 
 

Sasaran dan Indikator PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

sebagaimana terlihat pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 

Sasaran dan Indikator PD Peningkatan Pendapatan Masyarakat 

No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

Peningkatan Nilai Tambah dan Ekspor Produk Pertanian  (Marungga)  

1. Nilai Ekspor US$ 27.446.739 

2. Volume Ekspor Ton 113.248 

3. Jumlah industri pengolahan hasil-hasil dengan data 

terpilah gender 

Klpk 

 

2327 

 

4. Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, 
kelautan dan perikanan 

Unit 156 

5. Jumlah jenis Industri pengolahan produkyang di-

repacking dan di-rebranding 

jenis 3 

Pengembangan  Industri Garam Daerah  

1. Jumlah kelompok industri garam Klpk 102 

2. Penggunaan luas lahan garam teknologi 

geomembran 

Ha 102 

3. Jumlah produksi garam KI  Ton 10.200 

Peningkatan Produksi bibit dan benih Pertanian, Peternakan dan Perikanan  

1. Jumlah produksi rumput laut ton 2.619.000 

2. Jumlah produksi perikanan  tangkap ton 216.948 

3. Jumlah produksi perikanan  budidaya ton 2.228.677 

4. Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan % 1,15 

5. Persentase pertumbuhan produksi hortikultura % 1,25 

6. Persentase pertumbuhan produksi perkebunan % 1,54 

7. Persentase pertumbuhan produksi marungga % 20 

8. Persentase pertumbuhan populasi ternak besar % 8 

9. Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil  % 20 

10. Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas % 6 

11. Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak    

Percepatan Peningkatan  Keahlian Tenaga Kerja 

1. Persentase tenaga kerja yang bersertifikatkompedata 

terpilah  gender) 

% 60 
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2. Persentase besaran pencari kerja  terdaftar yang   
ditempatkan 

% 40 

3. Persentase penyerapan eks peserta  pelatihan di 

pasar kerja 

% 45 

4. Persentase besaran kasus  ketenagakerjaan yang 

diselesaikan melalui perjanjian bersama 

% 70 

5. Persentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas % 35 

6. Jumlah tenaga kerjasektor industri yang diserap  1.20 

Pengembangan Iptek  dan Inovasi Daerah 

1. Persentase koperasi aktif:  % 91,5 

2. Persentase pertumbuhan UKM:  % 2 

3. Persentase pertumbuhan UKM baru  di    

4. Persentase penyerapan tenaga kerja  lokal pada 

kegiatan investasi dengandata terpilah gender 

% 2 

5. Jumlah kemitraan investor dengan  UMKM Perusahaan 10 

 

c. PRIORITAS DAERAH 3 :Kelestarian Lingkungan Hidup  

Prioritas daerah ini diarahkan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa hal yang 

dilakukan adalah : 1) peningkatan kemampuan 

penanggulangan bencana dalam penanganan pra bencana, 

kedaruratan dan pasca bencana, 2) mengurangi kerusakan 

hutan pasca penyerahan kewenangan kehutanan ke provinsi, 

meningkatkan reboisasi kawasan sumber daya air dan hutan 

serta menerapkan pengelolaan perhutanan sosial, 

3)meningkatkan kualitas air, air laut dan udara serta 

penanganan persampahan dan limbahn bahan berbahaya dan 

beracun, 4) mengurangi kerusakan laut dan pesisir serta 

meningkatkan konservasi perairan, 5) mengurangi kerusakan 

lingkungan dan sumber daya alam melalui pengawasan 

terpadu perijinan pertambangan, 6) peningkatan pembangunan 

berkelanjutan di kawasan ekowisata terutama kawasan 

komodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 
Kerangka PD Kelestarian Lingkungan 
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Sasaran dan Indikator PD Kelestarian Lingkungan sebagaimana 

terlihat pada tabel 4.9 berikut. 

 

Tabel 4.9 

Sasaran dan Indikator PD Kelestarian Lingkungan 

No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim 

1. Rencana kontinjensi dan sistem peringatan 
dini bencana 

sistem 
 

2 

2. Kabupaten yang memiliki RPB dan RAD-  PB-API  dokumen 16 

3. Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana   desa/kel 100 

Pemanfaatn dan optimalisasi Hutan Produksi 

1. Luas hutan dan lahan yang direhabilitas ha 400 

2. Luas hutan dengan tanaman bunga  endemik lokal ha 1000 

3. Jumlah hutan arboretum (khusus spesies  flora dan 

fauna endemik) 

unit 2 

Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu 

1. Indeks kualitas air  60 

2. Jumlah DAS yang dikelola DAS 7 DAS 

3. Jumlah kabupaten/ kota yang  melaksanakan 

penanganan limbah bahanberbahaya dan beracun  

kab/kota 

 

5 

 

4. Indeks kualitas udara  92,5 

Pelestarian hutan dan Lingkungan Pesisir 

1. Luas kawasan konservasi perairan  daerah bagi 

pemijahan dan cadangan  potensi kelautan 
perikanan 

Ha 183.389,98   

Pengurangan Emisi  Gas Rumah Kaca 

    

    

 
 

 
 

 
d. PRIORITAS DAERAH 4 : Pembangunan Pariwisata dan 

Industri Pariwisata 
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Prioritas Daerah Pembangunan Pariwisata dan Industri 

Pariwisata merupakan prime mover ekonomi Nusa Tenggara 

Timur. Melalui prioritas ini dilakukan upaya 

optimalisasi pemanfaatan pariwisata dalam rangka 

pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan 

kewilayahan melalui tourism estate. Nusa Tenggara timur 

memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk 

mendukung danmembangun sektor pariwisata. Letak 

geografisnya Nusa Tenggara Timur yang strategis 

memungkinkan untuk menjadi salah satu gerbang dan pusat 

pengembangan pariwisata nasional. Beberapa hal yang menjadi 

fokus adalah : 1) Pembangunan 7 (tujuh) tourism estate baru di 

7 (tujuh) kabupaten, 2) Pembangunan pertanian, perikanan 

dan peternakan terintegrasi pada 8 (delapan) lokasi tourism 

estate, 3) Pemenuhan unsur 5A pada 8 (delapan) lokasi tourism 

estate, 4) Penguatan promosi pariwisata lewat digitasi 

literasiyang terintegrasidalam tourism information center, 5) 

Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, 6) 

Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, 7) Fasilitasi 

pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan  tenaga 

kerja lokal di bidang wisata, 8) Repacking dan rebranding 

produk industri kreatif. 

 

 
Gambar 4.8 

Kerangka PD Pengembangan Pariwisata dan Industri Pariwisata 

 
 

Sasaran dan Indikator PD Pengembangan Pariwisata dan 

Industri Pariwisata sebagaimana terlihat pada tabel 4.10 berikut. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 

Sasaran dan Indikator PD Pengembangan Pariwisata  
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dan Industri Pariwisata 

No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

Peningkatan kelembagaan dan SDM pariwisata berbasis  masyarakat(Comunity 
Based) 

1. Jumlah tenaga terampi bersertifikat dengan data 

terpilah Gender   

orang 397 

2. Jumlah SMK yang di refitalisasi menjadi SMK 

percontohan dengan kualitas kelulusan yang ber 
saing pdalevelnasional / internasional ( Lokasi 

prioritas pada Pariwisata estate 
SMK Pariwisata  

SMK  Fashion  
SKM Maritim 

 

 
 

 
Unit 

Unit 
Unit 

 

 
 

 
4 

4 
4 

3. Jumlah usaha di bidang pariwisata yang di kelola 

masyarakat  

unit 2.206 

Pengembangan Jaringan Informasi Pariwisata (TIC) yang terintegrasi dengan digital  

literasi dan promosi wisata  

1. Jumlah TIC ( Tourism Information Centre di setiap 
kabupaten / kota yang terintergrasi dengan rumah 

NTT dan perpustakaan umum ramah pengunjung  

Unit 14 

2. Jumlah obyek wisata yang memiliki literasi  Unit 14 

3. Presentase ketersediaan Perpustakaan Umum di 

Pariwisata Estate 

% 34 

Percepatan pembangunan infrastruktur  pariwisata 

1. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 
ke lokasi pariwisata estate 

% 35 

2. Persentase trayek di pariwisata estate  % 25 

3. Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 

Pariwisata estate  

km 64 

4. Persentase dukungan elektrifikasi di setiap 
pariwisata Estate  

% 64 

5. Presentase ketersediaan fasilitas kesehatan di 

Pariwisata Estate  

% 64 

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kinerja  industri Kreatif   

1. Jumlah UMKM berbasis ekonomi kreatif  Unit 55 

2. Jumlah Olah Raga Tradisional yang dibina untuk 

mendukung pariwisata Estate 

Unit 5 

3. Jumlah olahraga rekreasi  Unit 3 

4. Jumlah lokasi hutan wisata  yang mendukung 
pengembangan Pariwisata Estate 

Unit 2 

Pengembangan Jaringan Kerjasama  Pariwisata 

1. Persentase BUMDes Pariwisata Estate % 64 

2. Persentase Investasi di Pariwisata Estate % 64 

3. Persentase   sumber daya budaya yang dilestarikan  % 40 

4. Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan 
pariwisata estate 

% 64 

5. Presentase pertumbuhan produksi tanaman  pangan 

di Pariwisata Estate  

% 1,15 

6. Presentase pertumbuhan produksi hortikultura di 
Pariwisata Estate 

% 1,12 

7. Presentase  pertumbuhan produksi perkebunan di 

Pariwisata Estate:  

% 1,15 

8. Presentase pertumbuhan populasi peternakan di 

Pariwisata Estate 

% 4 

9. Persentase  pertumbuhan industri di Pariwisata 
Estate 

% 4 

 

e. PRIORITAS DAERAH 5 : Pemantapan infrastruktur dasar, 

jalan, air, energi dan transportasi 
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Prioritas daerah ini dilaksanakan untuk menyediakan 

infrastuktur dasar berupa jalan, air, energi dan transportasi 

yang layak sebagai bentuk pelayanan publik yang berkualitas.  

Akses infrastuktur diarahkan untuk penanganan jalan provinsi 

sehingga dapat memperpendek waktu tempuh. Pemenuhan 

kebutuhan akan air dilakukan melaui pembangunan Prioritas 

daerah ini dilaksanakan antara lain melalui: 1) Peningkatan 

jalan provinsi dengan aksesibilitas baik sepanjang 300 km 

melalui peningkatan kecepatan waktu tempuh, 2) Peningkatan 

jumlah daerah irigasikewenangan provinsi dengan kondisi 

baik, 3) Peningkatan jumlah embung, 4) Peningkatan jumlah 

perda rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi dan 

pengurangan angka deviasi pemanfaatan ruang terhadap 

perencanaan ruang, 5) Peningkatan kualitas terminal Tipe B 

dan sarana prasarana keamanan lalu lintas untuk,                             

6) Peningkatan trayek dan armada lalu lintas untuk 

menunjang pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan 

membuka isolasi, 7) Peningkatan kualitas pelabuhan 

penyeberangan, 8) Peningkatan kualitas layanan kapal dan 

trayek angkutan laut dan udara, 9) Pemenuhan kelengkapan 

fasilitas KIR kendaraan bermotor dan 10) Meningkatkan angka 

elektrifikasi. 

 

Gambar 4.9 

Kerangka PD Pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air, energi 
dan transportasi 

 
 

Sasaran dan Indikator PD Pemantapan Infrastruktur Dasar, 
Jalan, Air, Energi dan Transportasi sebagaimana terlihat pada tabel 

4.11 berikut. 
 

 
 
 

Tabel 4.11 
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Sasaran dan Indikator PD Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, 

Energi dan Transportasi 

No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

Pemenuhan Kebutuhan  Energi  Baru Terbaharukan 

1. Persentase bauran sumber enerji terbarukan dalam  
elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) 

% 15 

2. Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik unit 2500 

Peningkatan  Akses  dan Kualitas jalan jembatan ,  prasarana  dan sarana 
transportasi 

1. Panjang jalan dalam kondisi mantap:  km 1444  

2. Panjang jalan dengan aksesibilitas baik km 2311  

3. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan  

provinsi:  

% 85 

4. Jumlah terminal tipe B yang baik unit 7 

5. Penambahan jumlah trayek angkutan jalan dan  

penyeberangan yang dilayani:  
- Jalan 

- Penyeberangan 

 

 
Trayek 

Trayek 

 

 
3 

1 

6. pelayanan  pelabuhan dan penyeberangan % 80 

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan  
pelabuhan dan penyeberangan 

% 80 

8. Persentase pengawasan sub sektor darat, laut dan  

udara 

% 70 

9. Peresentase pencapaian SPM Pekerjaan Umum  100 

Peningkatan Kuantitas,  Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air 

1. Jumlah embung dalam kondisi baik unit 50  

2. Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah 

tangga, perkotaan  dan industri serta pulau-pulau 
kecil 

unit 

 

2 

Peningkatan Daya Dukung  SDA dan Daya Tampung  Lingkungan 

3. Kesesuaian fungsi dan pola ruang % 40 

 

f. PRIORITAS DAERAH 6 : Aksesibilitas dan Kualitas 

pendidikan dan Kesehatan 

Prioritas daerah Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan 

Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia khususnya dari sektor pendidikan dan 

kesehatan, dengan cara meningkatkan aksesibilitas dan 

kualitas pendidikan dan kesehatan. Indikator kualitas SDM 

yang dilihat dari IPM NTT untuk tahun 2018 menagali 

peningkatan cukup baik, dari 63,73 menjadi 64,9. Namun 

demikian prevalensi stunting masih tinggi. Untuk itu perlu 

peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan 

kesehatan, melalui :  

1) SARANA 

a) Peningkatan jumlah sekolah dan kelas 

b) Peningkatan jumlah puskesma dan layanan sarana 

mobile di darat, laut dan udara 

2) PRASARANA 

a) Peningkatan prasarana pendidikan (buku, peralatan 

laboratorium) 

b) Peningkatan peralatan kesehatan 

3) SDM 
a) Peningkatan jumlah guru bersertifikat 

b) Peningkatan jumlah guru 

c) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan 
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4) KEGIATAN PRIORITAS antara lain : 

a) Peningkatan manajemen mutu pendidikan 

b) Peningkatan angka literasi 

c) Peningkatan pendidikan vokasi 

d) Peningkatan lama sekolah 

e) Peningkatan angka partisipasi sekolah 

f) Peningkatan angka partisipasi murni 

g) Pengurangan angka penyakit dominan di Nusa Tenggara 

Timur 

Gambar 4.12 
Kerangka PD Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan 

Kesehatan 

 
 
Sasaran dan Indikator PD Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 

dan Kesehatansebagaimana terlihat pada tabel 4.12 berikut. 
 

Tabel 4.12 

Sasaran dan Indikator PD Aksesibilitas dan Kualitas  

Pendidikan dan Kesehatan 

No. Sasaran/Indikator Satuan Target 2020 

Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan 

1. APS: Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah 

gender) 

% 100 

2. APS: Penduduk usia 16-18 tahun (disabilitas)   

3. APM SMA/sederajat % 100 

4. APM SLB % 100 

5. APK SMA/sederajat % 100 

6. APK SLB % 100 

7. SiswaAngka Putus Sekolah SLB (data terpilah 

gender):  

siswa 0 

8. Angka Putus Sekolah SMK (data terpilah gender) siswa 0 

9. Jumlah ketersediaan Asrama pada SMA/ Sederajat 

yang  terdekat pada wilayah dengan aksesibilitas 
rendah 

10 unit 

 

10 unit 

 

10. Persentase akreditasi Sekolah Minimal B 

(Pemenuhan 8  Standar Sisdiknas): SMA= 25%; SMK 

% 12 

11. Persentase Pencapaian SPM Pendidikan % 100 

Pemuda NTT yang berkapasitas dan berkapabilitas 

    

Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan 
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Peningkatan Kualitas dan kuantitas Pelayanan Kesehatan 

1. Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit 
Terakreditasi:  

Puskesmas=   

RS=  

 
 

% 

% 

 
 

80 

85 

2. Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita: 
Ibu= 0;  

Bayi= 0;  
Balita= 0 

 
Kasus 

Kasus 
Kasus 

 
0 

0 
0 

3. Persentase kasus HIV yang diobati % 50 

4. Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (case 

detection  rate/CDR) TBC 

% 65 

5. Jumlah Kab/kota dengan angka keberhasilan 

pengobatan (success  Rate) TBC>85% 

Kab/kota 14 

6. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria Kab/kota 5 

7. Jumlah Kab/Kota dengan insidens Rate DBD 
<49/100.000 penduduk 

Kab/kota 22 

8. Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi Rate Kusta 

<1/10.000 

Kab/kota 18 

9. Jumlah Kab/ Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap 

>90% 

Kab/kota 9 

10. Jumlah Kab/Kota dengan Desa/ Kelurahan yang 
melaksanakan  POSBINDU PTM>50% 

Kab/kota 13 

11. Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang 

melakukanpelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria 
>20% 

Kab/kota 18 

12. Rasio Tenaga Kesehatan:  

medis=  

bidan=  
perawat:  

nakes lainnya=  

 

Orang 

Orang 
Orang 

Orang 

 

23 

85 
154 

72 

13. Persentase Pencapaian SPM Kesehatan % 100 

14. Persentase Kemandirian BLUD % 46 

15. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit % 86 

Fasilitas Khusus Kesehatan Daerah terpencil , perbatasan dan kepulauan 

1. Jumlah Flying Health Care unit 1 

 

a. PRIORITAS DAERAH 7 :Reformasi Birokrasi 

Prioritas daerah Reformasi Birokrasi ditujukan untuk untuk 

memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata 

kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, 

transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber 

daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang 

efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi 

dan aparat diharapkan bekerja dengan profesional dan 

berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat 

pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa 

Tenggara Timur. Hal ini dilakukan melalui : 1). Perangkat 

Daerah yang right sizing, 2). Penerapan e-Government dan 

Data Terpadu, 3). Penerapan Sistem Manajemen Kinerja, 4). 

Penataan dan Pemutahiran Produk Hkum Daerah, 5). 

Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas. 

 
 

 
Gambar 4.12 
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Kerangka PD Aksesibilitas dan Kualitas pendidikan dan 

Kesehatan 
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BAB 

V 

5.1. KINERJA EKONOMI DAERAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI NUSA 

TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2017 

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS 

DAERAH 

Pada Bab ini akan dijabarkan Program Prioritas tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada Masyarakat. Program 

Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi 

sasaran pokok arah kebijakan periode kedua rencana pembangunan jangka menengah daerah 

tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan NTT 2019. 

Dalam rangka menjamin ouput perencanaan agar sinergis, prioritas pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT perlu dijabarkan secara umum untuk menjamin integrasi 

perencanaan daerah kedalam perencanaan Pemerintah Provinsi dan Nasional. Untuk itu, dalam 

RKPD 2020 ini perlu memuat arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ada di 

provinsi NTT.  

Bab ini akan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama berisi evaluasi umum pencapaian kinerja 

ekonomi daerah pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT tahun 2012-2017, dan prediksi 

kinerja ekonomi daerah pada tahun rencana. Bagian kedua memuat mengenai arahan kebijakan 

pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.  

Secara agregat Provinsi NTT, Kinerja ekonomi Daerah menunjukan laju pertumbuhan yang 

tinggi dan konsisten sepanjang periode 2013, kecuali untuk tahun fiskal 2014. Pada tahun 2013 

pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 5,02%. Meskipun tetap tumbuh positif pada tahun 

berikutnya, laju pertumbuhan sedikit mengalami pelambatan pada tahun 2014, yang hanya 

tumbuh 4,89%. Situasi ekonomi daerah membaik pada tahun 2015 dan mencatat pertumbuhan 

yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 geliat ekonomi daerah 

semakin agresif yang ditunjukkan oleh catatan laju pertumbuhan yang menembus 5,04%,. 

Stabilitas ekonomi nasional ditengah kelesuan ekonomi dunia menyediakan situasi yang 

kondusif bagi tumbuhnya ekonomi NTT pada tahun tersebut. Kinerja yang baik ini bertahan 

pada tahun 2017 yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,23%.  
 

Gambar 5.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi NTT, 2013-2017 
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Maraknya proyek-proyek infrastrukur pengairan dan transportasi pada tahun-tahun tersebut 

mendorong ekonomi tumbuh melewati rerata laju pertumbuhan nasional.  

Kinerja ekonomi daerah pada  22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, sepanjang 2013-2017 

menunjukkan trend positif, meskipun terlihat mengalami sedikit pelambatan pada tahun 2014-

2015.  Kota Kupang tercatat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi sepanjang 

2013-2017, dan menyumbang  terhadap pertumbuhan NTT yang relatif tinggi sepanjang periode 

tersebut.  

Pada tahun 2013, pertumbuhan Kota Kupang tercatat sebesar 7,20%. Sementara Kabupaten 

dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua adalah Kabupaten Belu  (6,04%). Kabupaten dengan 

catatan pertumbuhan paling rendah pada taun 2013 adalah Kabupaten Alor (4,20%).  

Pada tahun 2014, walaupun sedikit mengalami pelambatan dibanding tahun sebelumnya, laju 

pertumbuhan ekonomi kota Kupang tecatat sebesar 6,81%, juga adalah yang tertinggi di 

Provinsi NTT, dan lebih tinggi dari pertumbuhan agregat ekonomi daerah NTT secara 

keseluruhan (NTT = 4,89%) . Pada tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah 

Kabupaten lain di Provinsi NTT berkisar antara 4,02% - 5,5,7%. Kabupaten Sumba Barat daya 

tercatat sebagai Kabupaten dengan laju pertumbuhan paling lambat relatif terhadap 

Kabupaten/Kota lain di NTT.  

Pada tahun fiskal 2015, ekonomi NTT tumbuh sedikit lebih baik dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu tumbuh 4,91%. Kota Kupang masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat 

pertumbuhan tertinggi relatif dibandingkan Kabupaten lain. Ekonomi Kota Kupang tumbuh 

6,63% sementara Kabupaten lain tumbuh antara 4,39% - 5,34%. Kabupaten Timor Tengah 

Selatan tercatat sebagai Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan paling lambat dibandingkan 

dengan Kabupaten lain di NTT.  

Tabel 5.1 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-NTT 
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Mayoritas Kabupaten/Kota yang ada di NTT mengalami pelambatan pada tahun fiskal 2015, 

sementara beberapa Kabupaten menunjukkan kinerja ekonomi daerah yang lebih baik. Pada 

tahun tersebut ekonomi  kota Kupang tumbuh 6,63%, tertinggi dibandingkan daerah lain di 

NTT, sementara Nagekeo tercatat sebagai Kabupaten dengan laju pertumbuhan paling lambat 

relatif terhadap Kabupaten lain dengan laju sebesar 4,45%. Trend “konvergensi” laju 

pertumbuhan ekonomi terlihat pada tiga tahun ini yang dicerminkan dengan makin kecilnya gap 

laju pertumbuhan antara daerah dengan pertumbuhan tertinggi dengan daerah dengan catatan 

pertumbuhan paling rendah.  

Pada tahun 2016, trend menguatnya pertumbuhan ekonomi terlihat semakin nyata. Kota Kupang 

terlihat masih menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi 6,74% diikuti Kab. Belu dengan 

pertumbuhan 5,76%. Ekonomi Kabupaten lain tumbuh berkisar 4,55% - 5,16%. terlihat bahwa 

seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTT tumbuh lebih baik dibandingkan kinerja pada tahun 

sebelumnya.  

Ekonomi NTT kembali bergairah pada tahun 2017. Pertumbuhan NTT pada tahun 2017, sebesar 

5,23%, masih berada diatas pertumbuhan nasional, dan laju pertumbuhan ekonomi daerah NTT 

lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kota Kupang masih merupakan kontributor 

terbesar dalam ekonomi agregat NTT dengan catatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 

fiscal 2017 sebesar 5,81%, diikuti oleh Kabupaten Belu sebesar 5,73%. Rata-rata pertumbuhan 

Kabupaten lain di NTT berkisar antara 4,88-5,49%.  

 

5.1.1. Kinerja Kesejahteraan Rakyat 

Bagian sebelumnya memberi gambaran mengenai perbandingan kinerja pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota secara umum, namun belum menyentuh mengenai perbandingan pertumbuhan 

dengan kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dua indikator penting 

kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan dan IPM 

akan dapat memperjelas posisi Kabupaten/Kota dalam kuadran-kuadran posisi tertentu, sebagai 
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contoh, menjelaskan Kabupaten mana saja yang memiliki pertumbuhan tinggi dengan proporsi 

penduduk miskin yang juga tinggi, atau pertumbuhan rendah namun proporsi penduduk miskin 

yang juga rendah. 

Untuk tujuan ini digunakan tiga diagram cartesian yaitu : pertumbuhan dan proporsi penduduk 

miskin, pertumbuhan dengan indeks pembangunan manusia, dan Proporsi penduduk miskin 

dengan indeks pembangunan manusia.  

 

5.1.1.1.  Laju Pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia 

Sumbu Y pada diagram dibawah ini adalah rerata IPM tahun 2012-2017 dan sumbu X 

mencantumkan rerata laju pertumbuhan ekonomi 2012-2017. Empat kuadran yang ada 

mencantumkan informasi sebagai berikut :  

- Kuadran 1 (Q1) merupakan memuat kelompok Kabupaten dengan Indeks Pembangunan 

Manusia lebih tinggi dari rerata NTT 2012-2017, sementara pertumbuhan lebih rendah 

dari rata-rata pertumbuhan NTT sepanjang 2012-2017 

- Kuadran 2 (Q2) memuat kelompok Kabupaten/Kota yang rerata IPM nya sepanjang 

2012-2017 diatas rata-rata NTT dan Pertumbuhan Ekonominya diatas rata-rata 

pertumbuhan ekonomi NTT.  

- Kuadran 3 (Q3) memuat kelompok Kabupaten yang rerata IPMnya lebih rendah dari 

rerata IPM NTT sepanjang 2012-2017, namun pertumbuhan ekonominya lebih tinggi 

dari rerata Pertumbuhan ekonomi NTT 2012-2017 

- Kuadran 4 (Q4) memuat kelompok Kabupaten yang rerata IPMnya berada dibawah 

rerata IPM NTT sepanjang  2012-2017, dan laju pertumbuhan ekonominya lebih lambat 

disbanding laju pertumbuhan ekonomi NTT sepanjang periode yang sama.  

 

Gambar 5.3 

Diagram rerata IPM tahun 2012-2017 
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Plot pada diagram diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Nagekeo, Sikka, Lembata, dan Sumba 

Barat termasuk dalam kuadran pertama. Angka Indeks Pembangunan Manusia yang lebih tinggi 

relatif terhadap Kabupaten lain tidak berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 

relative lambat sepanajang periode yang sama.  

Pada kuadran kedua beberapa Kabupaten/Kota seperti Ende, Ngada, Sumba Timur, Kabupaten 

Kupang, dan terutama Kota Kupang, tercatat berada dalam kelompok Kab/Kota dengan rerata 

IPM lebih tinggi dibandingkan rerata IPM NTT 2012-2017 dan laju pertumbuhan ekonomi yang 

lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lain sepanjang 2012-2017.  

Pada kuadran ketiga, Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai, Manggarai Timur, Belu, 

Malaka dan Sabu Raijua memiliki rerata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi relatif 

terhadap Kabupaten lain yang ada di NTT, namun rerata IPM pada Kabupaten-kabupaten ini 

masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten-Kabupaten lain sepanjang periode 2012-2017.   

Terdapat tujuh Kabupaten yang menghuni kuadran keempat pada diagram diatas yang 

menandakan IPM yang lebih rendah dibandingkan rerata NTT sepanjang 2012-2017, dan laju 

pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada NTT pada 

periode 2012-2017. Kabupaten tersebut adalah : Manggarai Barat, Timor Tengah Selatan, 

Sumba Tengah, Alor, Rote Ndao, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur.  

 

5.1.1.2. Laju Pertumbuhan dan Proporsi Penduduk Miskin 

Sumbu Y pada diagram dibawah ini mencatat rerata proporsi Penduduk miskin di NTT pada 

periode 2012-2017 sementara sumbu X mencatat laju pertumbuhan ekonomi sepanjang periode 

yang sama. Dengan menarik garis lurus pada plot rerata provinsi NTT, didapatkan 4 kuadran 

sebagai berikut :  

- Kuadran 1 (Q1) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki Proporsi penduduk miskin 

lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTT, dan laju pertumbuhan 

yang lebih lambat dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di NTT  sepanjang periode 

2012-2017.  

- Kuadran 2 (Q2) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki Proporsi penduduk miskin 

lebih tinggi dibandingkan Kab/Kota lain di NTT, namun laju pertumbuhan ekonomi nya 

lebih tinggi dibandingkan Kab/Kota lain di NTT sepanjang 2012-2017 

- Kuadran 3 (Q3) meneglompokkan Kabupaten/Kota yang memiliki Proporsi Penduduk 

miskin lebih kecil dibandingkan Kabupaten lain di NTT dan laju pertumbuhan 

ekonominya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lain sepanjang 2012-2017. 

- Kuadran 4 (Q4) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki Proporsi Penduduk Miskin 

lebih rendah dibandingkan Kabupaten lain, namun laju pertumbuhan ekonominya lebih 

lambat dibandingkan Kabupaten lain di NTT sepanjang 2012-2017.  
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Gambar 5.4 

Diagram rerata Proporsi Penduduk Miskin tahun 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Tengah, Timor Tengah Utara, Lembata, Sumba Barat 

dan Rote Ndao termasuk dalam Kelompok Kuadran 1 yang mengindikasikan kinerja 

pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan 

Kabupaten/Kota lain di NTT sepanjang periode 2012-2017 

Kuadran 2 dihuni oleh Kabupaten Sabu raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya Manggarai 

Timur dan Ende. Kelompok Kabupaten ini mencatat laju pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan dengan Kabupaten lain di NTT, namun Proporsi penduduk miskin pada Kelompok 

ini juga masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten Lain di NTT sepanjang 2012-2017.  

Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, Malaka, Ngada, Belu, dan khususnya Kota Kupang 

menghuni Kuadran 3 yang menggambarkan bagaimana laju pertumbuhan ekonomi sepanjang 

2012-2017 lebih baik dibandingkan Kabupaten lain di NTT, dan Proporsi Penduduk Miskin di 

Kabupaten ini lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten lain di NTT pada periode 2012-

2017.  

Kabupaten Manggarai Barat, Alor, Sikka, Flores Timur dan Nagekeo berada pada kuadran 4 

yang berarti kelompok ini memiliki proporsi penduduk miskin lebih rendah dibandingkan 

Kabupaten lain di NTT, namun kinerja pertumbuhan ekonominya masih lebih lambat 

dibandingkan Kabupaten lain di NTT sepanjang periode 2012-2017.  

 

5.1.1.2. Indeks Pembangunan Manusia dan Proporsi Penduduk Miskin 

Diagram cartesian terakhir mengelompokkan Kabupaten/Kota dalam ruang kuadran IPM dan 

Proporsi penduduk miskin. Sumbu Y pada diagram tersebut menunjukkan rerata proporsi 

penduduk miskin sepanjang 2012-2017, sementara sumbu X menunjukkan rerata IPM sepanjang 

2012-2017.  

Dengan menggunakan plot NTT dalam diagram didapatkan empat kuadran dengan 

pengelompokan sebagai berikut :  
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1. Kuadran 1 (Q1) : Mengelompokkan Kabupaten yang memiliki rerata Proporsi Penduduk 

Miskin lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTT dan rerata IPM  lebih 

rendah dibandingkan Kabupaten/Kota lain di NTT sepanjang 2012-2017.  

2. Kuadran 2 (Q2) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki rerata proporsi penduduk 

miskin lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain, sementara rerata IPM nya lebih 

tinggi dibandingkan Kabupaten lain di NTT sepanjang 2012-2017 

3. Kuadran 3 (Q3) mengelompokkan Kabupaten/Kota yang memiliki rerata proporsi 

penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan Kabupaten lain di NTT dan rerata IPM yang 

lebih tinggi dibandingkan rerata NTT sepanjang 2012-2017 

4. Kuadran 4 (Q4) mengelompokkan Kabupaten yang memiliki proporsi penduduk miskin 

lebih sedikit dibandingkan  rerata NTT namun dengan rerata IPM yang juga lebih rendah 

dibandingkan rerata NTT sepanjang periode 2012-2017 

 

Gambar 5.5 

Diagram rerata Proporsi Penduduk Miskin dan  

Pertumbuhan IPM rerata tahun 2012-2017 

 

 

Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Timor Tengah 

Selatan, Manggarai Timur dan Timor Tengah Utara berada pada kuadran pertama yang 

mengindikasikan proporsi penduduk miskin yang tinggi dan IPM yang rendah relatif terhadap 

capaian NTT sepanjang periode 2012-2017 

Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Lembata, Ende, dan Kabupaten Kupang berada 

pada kuadran kedua yang mengidnikasikan rerata IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

rerata NTT, namun dengan proporsi penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan rerata 

NTT pada periode 2012-2017. 
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5.2. PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-

PROVINSI NTT PADA TAHUN RENCANA 

Kota Kupang, Ngada, Nagekeo, dan Sikka berada pada kuadran ketiga yang 

mendgindikasikan rerata IPM lebih tinggi dibandingkan rerata IPM NTT, dan proporsi 

penduduk miskin lebih rendah dibandingkan rerata NTT pada periode 2012-2017 

Pada  kuadran keempat Kabupaten Alor, Manggarai, Manggarai Barat, Malaka, Belu, dan 

Flores Timur termasuk dalam kelompok Kabupaten dengan proporsi penduduk miskin lebih 

sedikit dibandingkan rerata Provinsi NTT, namun dengan rerata IPM yang juga lebih rendah 

dibandingkan rerata NTT pada periode 2012-2017. 

Berdasarkan catatan kinerja ekonomi daerah sepanjang 2013-2017, pertumbuhan ekonomi 

NTT sepanjang 2018-2020 diproyeksikan akan terus menunjukkan kinerja yang semakin baik. 

Pada tahun 2018, ekonomi Nusa Tenggara Timur diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,23%, 

laju yang diprediksikan akan sama dengan kinerja pada tahun 2017. Pertumbuhan lebih tinggi 

diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2019 dengan angka pertumbuhan 5,30%. Membaiknya 

situasi ekonomi dunia, dan nasional dipercaya akan mendorong ekonomi dunia untuk ikut 

tumbuh lebih cepat. Trend pertumbuhan yang makin tinggi juga diprediksi akan terus terjadi 

pada tahun rencana 2020. Ekonomi NTT diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,36%.  

Dipilah per Kabupaten/Kota, Kinerja ekonomi beberapa Kab/Kota yang sepanjang 2013-

2017 tercatat memiliki pertumbuhan yang tinggi, diprediksi akan tetap tumbuh dengan cepat, 

akan tetapi laju pertumbuhannya tidak akan seagresif laju pertumbuhan dari Kabupaten/Kota 

yang sepanjang periode 2013-2017 menunjukkan kinerja yang lambat. Kota Kupang sebagai 

ibukota Provinsi NTT masih akan tetap menjadi daerah dengan laju pertumbuhan yang paling 

tinggi relative terhadap Kabupaten lain di NTT. Pada tahun 2020, ekonomi Kota Kupang 

diprediksi tumbuh 6,44%. Kabupaten Rote Ndao juga diprediksi akan mencatat laju 

pertumbuhan yang tinggi. Pada tahun 2020, Ekonomi Kabupaten ini diprediksikan akan tumbuh 

6,32%. Dengan melihat kinerja ekonomi daerah dalam lim atahun terakhir, pada tahun rencana 

2020 Kabupaten Malaka diprediksi akan memiliki laju pertumbuhan paling rendah relative 

terhadap Kabupaten lain di NTT dengan laju pertumbuhan terprediksi sebesar 4,58%. 

Trend “konvergensi” laju pertumbuhan ekonomi daerah akan tetap berlangsung sepanjang 

2018-2020 dengan pole yang berbeda.  Berbeda dengan periode 2013-2017, dimana laju 

pertumbuhan dari Kabupaten-kabupaten paling lambat terlihat sangat “cepat” sementara 
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5.3. TARGET PENGURANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI 

NTT PADA TAHUN RENCANA 2020 

pertumbuhan dari Kabupaten dengan pertumbuhan tinggi melambat, pada 2018-2020, semua 

Kabupaten/Kota rata-rata mengalami pertumbuhan yang stabil dan lebih tinggi disbanding 

tahun-tahun sebelumnya, beberapa daerah diprediksi akan mengalami pelambatan laju 

pertumbuhan, namun angkanya sangat kecil dan tidak mempengaruhi angka pertumbuhan 

agregat NTT yang diprediksi tumbuh 5,36%.  

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan untuk mengurangi jumlah dan proporsi 

penduduk  miskin menjadi dibawah dua digit pada akhir periode pembangunan jangka 

menengah 2018-2023. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 

1.146.788 jiwa dari total populasi sebesar 5.371.370 jiwa atau setara dengan 21,35%, jauh lebih 

tinggi dari proporsi penduduk miskin di Indonesia secara umum. Pada tahun rencana 2020, 

pemerintah  menargetkan pengurangan baik jumlah  maupun  proporsi penduduk miskin di NTT 

menjadi 997.461 jiwa dari prediksi total populasi sebesar 5.541.355 jiwa, atau setara dengan 

18% dari total populasi; pada 2021 ditargetkan turun menjadi 14%; pada 2022 

ditargetkanturunmenjadi 11%; dan pada tahun 2023 ditargetkan turun menjadi 8%.  

Dengan menetapkan target pengentasan kemiskinan demikian, Pemerintah Provinsi 

membutuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah 

administrasinya untuk dapat mencapai target pengurangan kemiskinan minimal sebagaimana 

tercantum pada tabel dibawah ini  
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Tabel 5.2 

Target Pengurangan Jumlah penduduk miskin per Kabupaten se Provinsi NTT tahun rencana 2020. 
 

N
O 

KAB/    
KOTA 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Populasi /       

( Jiwa ) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin           

( Jiwa ) 

% 

Proyeksi 

Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin           

( Jiwa ) 

% 

Prediksi 

Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 

Prediksi 

Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 

Prediksi 

Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 

Prediksi 

Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 

1 Sumba 
Barat 

127,776  36,562  28.61% 129,795  36,531  28.15% 131,819  31,801  24.12% 133,863  25,117  18.76% 135,924  20,039  14.74% 138,004  14,797  10.72% 

2 Sumba 
Timur 

256,722  77,908  30.35% 260,778  77,842  29.85% 264,846  67,762  25.59% 268,951  53,521  19.90% 273,093  42,700  15.64% 277,272  31,529  11.37% 

3 Kupang 378,704  84,057  22.20% 384,688  83,985  21.83% 390,689  73,110  18.71% 396,744  57,745  14.55% 402,854  46,070  11.44% 409,018  34,018  8.32% 

4 Timor 
Tengah 
Selatan  

471,357  135,975  28.85% 478,805  135,860  28.37% 486,274  118,288  24.33% 493,811  93,412  18.92% 501,416  74,525  14.86% 509,088  55,029  10.81% 

5 Timor 
Tengah 
Utara 

253,681  58,386  23.02% 257,690  58,336  22.64% 261,710  50,783  19.40% 265,766  40,110  15.09% 269,859  32,000  11.86% 273,988  23,629  8.62% 

6 Belu 216,992  33,832  15.59%      
220,421  

33,803  15.34% 223,859  29,426  13.14% 227,329  23,242  10.22% 230,830  18,543  8.03% 234,362  13,692  5.84% 

7 Alor 206,116  43,747  21.22%      
209,373  

43,710  20.88% 212,639  38,050  17.89% 215,935  30,053  13.92% 219,260  23,977  10.94% 222,615  17,705  7.95% 

8 Lembata 139,904  36,134  25.83%      
142,114  

36,103  25.40% 144,331  31,428  21.77% 146,568  24,823  16.94% 148,825  19,804  13.31% 151,102  14,623  9.68% 

9 Flores Timur 255,612  26,876  10.51% 259,650  26,853  10.34% 263,701  23,376  8.86% 267,788  18,463  6.89% 271,912  14,730  5.42% 276,072  10,877  3.94% 

10 Sikka 322,337  44,853  13.91% 327,430  44,815  13.69% 332,538  39,012  11.73% 337,692  30,813  9.12% 342,893  24,583  7.17% 348,139  18,152  5.21% 

11 Ende 276,410  64,884  23.47% 280,777  64,828  23.09% 285,158  56,434  19.79% 289,577  44,573  15.39% 294,037  35,561  12.09% 298,536  26,258  8.80% 

12 Ngada  161,610  20,140  12.46% 164,164  20,123  12.26% 166,725  17,517  10.51% 169,309  13,835  8.17% 171,916  11,038  6.42% 174,547  8,151  4.67% 

13 Manggarai 334,432  71,610  21.41% 339,716  71,549  21.06% 345,016  62,284  18.05% 350,364  49,194  14.04% 355,759  39,248  11.03% 361,202  28,981  8.02% 

14 Rote Ndao 162,152  45,412  28.01% 164,714  45,373  27.55% 167,283  39,498  23.61% 169,876  31,197  18.36% 172,492  24,889  14.43% 175,132  18,378  10.49% 

15 Manggarai 
Barat 

267,392  49,218  18.41% 271,617  49,176  18.10% 275,854  42,809  15.52% 280,130  33,812  12.07% 284,444  26,975  9.48% 288,796  19,919  6.90% 

Teacher
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N

O 

KAB/    

KOTA 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Populasi /       
( Jiwa ) 

Jumlah 

Penduduk 
Miskin           

( Jiwa ) 

% 
Proyeksi 
Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 

Penduduk 
Miskin           

( Jiwa ) 

% 
Prediksi 
Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 
Prediksi 
Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 
Prediksi 
Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 
Prediksi 
Populasi       

( Jiwa ) 

Jumlah 
Pendudu

k Miskin           

( Jiwa ) 

% 

16 Sumba 
Tengah 

71,843  25,282  35.19% 72,979  25,260  34.61% 74,117  21,989  29.67% 75,266  17,368  23.08% 76,425  13,856  18.13% 77,594  10,232  13.19% 

17 Sumba 
Barat Daya 

337,171  99,204  29.42% 342,498  99,119  28.94% 347,841  86,285  24.81% 353,233  68,151  19.29% 358,673  54,371  15.16% 364,160  40,148  11.02% 

18 Nagekeo 145,075  19,133  13.19% 147,367  19,117  12.97% 149,666  16,642  11.12% 151,986  13,144  8.65% 154,326  10,487  6.80% 156,687  7,743  4.94% 

19 Manggarai 
Timur 

284,572  74,590  26.21% 289,068  74,526  25.78% 293,578  64,876  22.10% 298,128  51,241  17.19% 302,719  40,881  13.50% 307,351  30,187  9.82% 

20 Sabu Raijua 92,967  28,122  30.25% 94,436  28,098  29.75% 95,909  24,460  25.50% 97,396  19,319  19.84% 98,896  15,413  15.59% 100,409  11,381  11.33% 

21 Malaka 189,274  30,802  16.27% 192,265  30,776  16.01% 195,264  26,791  13.72% 198,291  21,161  10.67% 201,345  16,882  8.38% 204,425  12,466  6.10% 

22 Kota 
Kupang 

419,270  40,080  9.56% 425,695  40,046  9.41% 432,538  34,861  8.06% 439,243  27,534  6.27% 446,007  21,967  4.93% 452,831  16,220  3.58% 

   Nusa 
Tenggara 
Timur  

5,371,369  1,146,807  21.35% 5,456,040  1,145,829  21.00% 5,541,355  997,482  18.00% 5,627,246  787,828  14.00% 5,713,905  628,539  11.00% 5,801,330  464,115  8.00% 
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5.4. PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN/KOTA SE-

PROVINSI NTT PADA TAHUN RENCANA 2020 

 

Secara agregat NTT, penurunan  kemiskinan sebesar -3,35 poin persen dibandingkan pada tahun 

2018. Dengan prediksi populasi sebesar 5,4 juta penduduk pada tahun 2020, jumlah total 

penduduk miskin ditargetkan turun menajadi dibawah 1 juta jiwa.  

Dengan memperhatikan  besaran proporsi penduduk miskin pada Kabupaten/Kota yang ada di 

NTT, dan kinerja penurangan penduduk miskin pada masing-masing kabupaten/kota se-NTT 

maka target pengurangan kemiskinan yang lebih besar dibebankan kepada Kabupaten dengan 

jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Kabupaten Sumba tengah (tahun 2018:35,19%, 

ditargetkan menjadi 29,67% pada tahun 2020), Kabupaten Sumba Timur (tahun 2018: 30,35% 

ditargetkan menjadi 25, 59% pada tahun 2020), dan Kabupaten Sabu Raijua (tahun 2018: 

30,25% ditargetkan menjadi 25,50%). 

Untuk dapat mencapai target penurunan penduduk miskin pada tahun rencana 2020, kegiatan-

kegiatan pembangunan yang berioentasi kepada masyarakat miskin mutlak diperlukan. 

Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota perlu diarahkan secara efektif untuk 

menciptakan program-program kerayatan yang pro-poor, dan pro job agar persoalan kemiskinan 

yang menempatkan NTT sebagai Provinsi termiskin nomor tiga di Indonesia dapat diurai dan 

diselesaikan. 

 

 

Dalam kaitan dengan penurunan kemiskinan, fokus pada aspek-aspek paling mendasar dari 

kemiskinan menjadi strategi dasar untuk menurunkan kemiskinan di NTT. Salah satu aspek 

kemiskinan adalah perumahan layak. Tingginya angka kemiskinan di NTT disebabkan salah 

satunya oleh tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)  di Provinsi ini. Pada tahun 

2018 jumlah RTLH di NTT berjumlah 426.990 unit rumah.  

Mengingat besarnya sumberdaya yang dibutuhkan untuk penanganan RTLH di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi berinisiatif untuk mengusulkan intervensi pemerintah 

pusat dalam menangani persoalan RTLH dimaksud. Pemerintah Provinsi NTT mengusulkan 

skema penanganan RTLH untuk dibiayai APBN sepanjang 2019-2023 sebanyak 100.000 RTLH 

dengan rincian 20.000 RTLH yang ditangani setiap tahun yang tersebar pada Kabupaten/Kota se-

Provinsi NTT sebagaimana tertera pada table berikut ini  
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Tabel 5.3 

Usulan penanganan RTLH dari APBN tahun 2019-2023 

No Kab/Kota Desa 
RTLH

O 

% 

RTLH 
2,019 2,020 2021 RTLH3 2022 2023 TOTAL 

1 Sumba Barat 63 3,380 12 158 56 - - - - 214 

2 Sumba Timur 140 20,130 3,679 943 950 919 4513 725 - 8,050 

3 Kupang 160 26,583 3,293 1,245 1,306 1361 8114 1303 - 13,329 

4 TTS 266 52,784 5,254 2,472 2,722 3068 21431 3441 3629 36,763 

5 TTU 160 30,046 3,979 1,407 1,511 1637 10612 1704 - 16,871 

6 Belu 69 18,402 2,488 862 938 1038 7006 1125 559 11,528 

7 Alor 158 10,931 3,221 512 382 120 - - - 1,014 

8 Lembata 144 9,606 1,519 450 322 65 - - - 837 

9 Flores Timur 229 8,274 3,149 388 134 - - - - 522 

10 Sikka 147 21,636 3,021 1,013 1,030 1014 5231 840 - 9,128 

11 Ende 255 17,795 1,787 834 665 317 - - - 1,816 

12 Ngada 135 6,156 2,316 288 129 - - - - 417 

13 Manggarai 145 16,508 3,893 773 729 612 1637 263 - 4,014 

14 Rote Ndao 112 13,453 3,831 630 590 488 1171 188 - 3,067 

15 Manggarai 

Barat 

164 21,834 4,949 1,023 1,020 968 4478 719 - 8,208 

16 Sumba 

Tengah 

65 7,578 9,770 355 302 189 - - - 846 

17 SBD 173 70,213 2,929 3,289 3,872 4794 38902 6246 12632 69,735 

18 Nagekeo 97 9,056 4,578 424 349 191 - - - 964 

19 Manggarai 

Timur 

159 27,769 5,648 1,301 1,377 1460 9023 1449 - 14,610 

20 Sabu Raijua 58 11,192 1,231 524 525 502 2385 383 - 4,319 

21 Malaka 127 4,964 2,093 233 68 - - - - 301 

22 Kota Kupang 0 18,700  876 1,024 1256 10065 1616 3180 18,017 

     20,000 20,001 19999 124568 20002 20000 224,570 

 

 

Selain mendorong peran Pemerintah Pusat dalam penanganan RTLH, dalam RPJMD Provinsi 

NTT 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT  menargetkan penanganan 25.000 unit RTLH yang 

akan dibagi dalam lima tahun masing-masing 5000 unit pada setiap tahun sejak 2020-2023 yang 

tersebar pada 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 

APBD Provinsi NTT dengan rincian sebagaimana yang tertera pada tabel berikut :  

Tabel 5.4 

Target Penanganan RTLH oleh Pemerintah Provinsi NTT tahun 2019-2023 

No Kabupaten/Kota RTLHO % RTLH 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

1 Sumba Barat 3,380 12.41 40 14 - - - 54 

2 Sumba Timur 20,130 3,679 236 237 230 181 - 884 

3 Kupang 26,583 3,293 311 326 340 326 - 1,303 

4 TTS 52,784 5,254 618 680 767 860 - 2,925 

5 TTU 30,046 5,557 352 378 409 426 - 1,565 

6 Belu 18,402 3,979 215 234 259 281 - 989 

7 Alor 10,931 2,488 128 96 30 - - 254 

8 Lembata 9,606 3,231 112 80 16 - - 208 

9 Flores Timur 8,274 1,519 97 34 - - - 131 

10 Sikka 21,636 3,149 253 257 253 210 - 973 

11 Ende 17,795 3,021 208 166 79 - - 453 
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No Kabupaten/Kota RTLHO % RTLH 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

12 Ngada 6,156 1,787 72 32 - - - 104 

13 Manggarai 16,508 2,316 193 182 153 66 - 594 

14 Rote Ndao 13,453 3,893 158 147 122 47 - 474 

15 
Manggarai 
Barat 21,834 3,831 256 255 242 180 - 933 

16 Sumba Tengah 7,578 4,949 89 76 47 - - 212 

17 SBD 70,213 9,770 822 968 1198 1561 3990 8,539 

18 Nagekeo 9,056 2,929 106 87 48 - - 241 

19 

Manggarai 

Timur 27,769 4,578 325 344 365 362 - 1,396 

20 Sabu Raijua 11,192 5,648 131 131 126 96 - 484 

21 Malaka 4,964 1,231 58 17 - - - 75 

22 Kota Kupang 18,700 20.93 219 256 314 404 1,009 2,202 

  TOTAL  426,990 2,093 4,999 4,997 4998 5000 4999 24,993 

 

 

Pemerintah Provinsi juga mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah 

administrasinya untuk menggunakan sumberdaya APBD nya masing-masing untuk menangani 

RTLH di Kabupaten/Kota masing-masing dengan target lima tahun sebanyak 6.343 RTLH yang 

dapat ditangani. Rata-rata setiap tahun RTLH yang ditangani oleh Kab/Kota se-NTT secara total 

sebanyak 1.300 unit. Rincian target penanganan RTLH oleh Kabupaten/Kota se-NTT sepanjang 

2019-2023 adalah sebagaimana tertera pada table berikut  

 

 

Tabel 5.5 

Target Penanganan RTLH oleh Kabupaten/Kota tahun 2018-2023 

 

NO KABUPATEN/KOTA RTLHO %RTLH 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

1 SUMBA BARAT 3,380  12  40  14      -  54  

2 SUMBA TIMUR 20,130  37  236  237  230  181   -  884  

3 KUPANG 26,583  33  311  326  340  326   -  1,394  

4 TIMOR TENGAH 

SELATAN 

30,046  53  618  680  767  860   -  2,926  

5 TIMOR TENGAH 

UTARA 

18,402  56  352  378  409  426   -  1,565  

6 BELU 10,931  40  2,156  234  259  281   -  991  

7 ALOR 9,606  25  128  96  30     -  254  

8 LEMBATA 8,274  32  112  80  16     -  209  

9 FLORES TIMOR 21,636  15  97  34   -     -  131  

10 SIKKA 17,795  31  253  257  253  210   -  974  

11 ENDE 6,156  30  208  166  76     -  454  

12 NGADA 16,508  18  72  32   -     -  104  

13 MANGGARAI 13,453  23  193  182  153  66   -  594  

14 ROTE NDAO 21,834  39  158  147  122  47   -  474  

15 MANGGARAI BARAT 7,578  38  256  255  242  180   -  932  

16 SUMBAH TENGAH 70,213  49  89  76  47     -  211  

17 SUMBA BARAT 

DAYA 

70,213  98  822  968  1,198  1,561  3,990  8,540  

18 NAGEKEO 9,056  29  106  87  48     -  241  

19 MANGGARAI TIMUR 27,769  46  325  344  365  362   -  1,397  

20 SABU RAIJUA 11,192  56  131  131  126  96   -  484  
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NO KABUPATEN/KOTA RTLHO %RTLH 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

21 MALAKA 4,964  12  58  17   -   -   -  75  

22 KOTA KUPANG 18,700  21  219  256  314  405  1,009  2,202  

   TOTAL 426,990  37  5,000  5,000  5,000  5,000  5,000  25,000  

 

 

Selain dengan memobilisasi anggaran pemerintah (APBN dan APBD), pemerintah Provinsi juga 

berinisiatif mendorong partisipasi Desa melalui Dana Desa, dan partisipasi swasta lewat dana 

CSR yang diarahkan untuk penanganan RTLH di NTT. Dari sumber pendanaan tersebut , 

ditargetkan dalam lima tahun 195.717 RTLH telah ditangani oleh ADD, sementara 25.000 

RTLH ditangani oleh swasta melalui CSR. Rincian target penanganan RTLH yang dibiayai dari 

ADD dan CSR sepanjang 2019-2023 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut  
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Tabel 5.5 

Target penanganan RTLH dibiayai ADD dan CSR tahun 2019-2023 

NO KABUPATEN DESA RTLH RTLH 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

1 SUMBA BARAT 63 33,80 12,41% 1,260 40  14     - - 1,260 54 

2 SUMBA TIMUR 140 20,139 36,79% 2,800 236  237 2,800 230 2,438 181 - - 10,838 884 

3 KUPANG 160 26,583 32,93% 3,200 311 2,800 326 3,200 340 3,200 326 960 - 13,760 1,304 

4 TIMOR TENGAH 

SELATAN 

266 62,784 52,54% 5,320 618 3,200 680 5,320 767 5,320 860 5,320 - 26,600 3 

5 TIMOR TENGAH 

UTARA 

160 30,046 55,57% 3,299 352 5,320 378 3,200 409 3,200 426 2,857 - 15,657 2 

6 BELU 69 18,402 39,79% 1,380 215 3,200 234 1,380 259 1,380 281 1,380 - 6,900 991 

7 ALOR 158 10,931 24,88% 3,160 128 1,380 96 90 30   - - 6,410 254 

8 LEMBATA 144 9,606 32,21% 2,880 112 3,160 80  16   - - 5,760 209 

9 FLORES TIMUR 229 8,274 15,19% 4,580 97 2,880 34     - - 5,491 131 

10 SIKKA 147 21,636 31,49% 2,940 253 911 257 2,940 253 2,940 210 - - 11,760 974 

11 ENDE 255 17,795 30,21% 5,100 208 2,940 166 1,873 79   - - 12,073 454 

12 NGADA 135 6,156 17,87% 2,700 72 5,100 32 2,900    - - 3,530 104 

13 MANGGARAI 145 16,508 23,16% 2,900 193 830 182 2,240 153 2,900 66 - - 8,948 594 

14 ROTE NDAO 112 13,453 38,93% 2,240 159 2,900 147 3,280 122 2,240 47 - - 7,628 474 

15 MANGGARAI BARAT 164 21,834 38,31% 3,280 256 2,240 255 710 242 3,280 180 - - 12,251 932 

16 SUMBAH TENGAH 65 7,578 49,49% 1,300 89 3,280 76 360 47 710  - - 3,310 211 

17 SUMBA BARAT 

DAYA 

173 70,213 97,70% 3,460 822 1,300 968 731 1,198 3,460 1,561 3,460 3,990 17,300 8,540 

18 NAGEKEO 97 9,056 29,29% 1,940 106 3,460 87 3,180 48 731  - - 4,611 241 

19 MANGGARAI TIMUR 159 27,769 45,78% 3,180 325 1,940 344 1,160 365 3,180 362 1,670 - 14,390 1,397 

20 SABU RAIJUA 58 11,192 56,48% 1,160 131 3,180 131  126 1,160 95 - - 4,297 484 

21 MALAKA 127 4,964 12,31% 2,540 59 1,160 17     - - 2,943 75 

22 KOTA KUPANG - 18,700 20,93%  219 403 256  314  404 - 1,009 - 2,202 

 TOTAL 3,026 42,990 37,30% 60,520 5,000 51,584 5,000 38,464 5,000 38,464 5,000 15,647 5 195,717 25,000 
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Dengan mendorong mobilisasi sumberdaya yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota, Desa dan Swasta, target  penanganan 100%  RTLH di 

NTT dapat diselesaikan pada akhir periode perencanaan jangka menengah 2018-2023.  
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 RENCANA KERJA DAN 

PENDANAAN DAERAH 
 

Program dan kegiatan  prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 merupakan 

program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. 

Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan dan saran pembangunan sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018 – 2023 dan RKPD Tahun 2020 

khususnya, dibutuhkan kerja sama dan sinergi baik dalam hal perencanaan, kebijakan, 

penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, maupun 

Lembaga donor/mitra.   
  

Program dan Kegiatan sesuai arahan nasional yang mendukung pencapaian prioritas 

nasional sekaligus mendukung pencapaian prioritas daerah. Karena itu Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur mendukung program dan kegiatan nasional di Nusa Tenggara Timur. 
  

Perencanaan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam Rancangan Awal RKPD 

Tahun 2020 mengacu pada RPJMD 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan 

dengan kondisi dan potensi serta kewenangan masing-masing perangkat daerah. Perencanaan 

dimaksud akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020.  
 
Pagu Indikatif per Perangkat Daerah untuk tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel 5.1 

berikut. 

Tabel 5.1 

Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2020 

 
 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 639.008.868.556

DINAS KESEHATAN 369.840.773.395

RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG 162.893.626.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 925.629.810.132

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.871.322.120

DINAS SOSIAL 23.430.995.260

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.434.500.200

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 36.278.102.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.103.719.200

DINAS PERHUBUNGAN 10.751.711.000

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.790.528.700

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 18.697.027.500

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU
4.368.351.000

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.021.236.760

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.591.060.860

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 40.937.119.000

DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 36.781.346.000

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 47.306.720.000

DINAS PETERNAKAN 21.641.288.000

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 20.880.828.900

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 11.177.769.000

AnggaranPERANGKAT DAERAH
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Pagu indikatif ini dijabarkan ke dalam program dan kegiatan dalam Rancangan Renja masing-

masing Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD dan Renstra PD. Rincian pagu belanja 

langsung terlampir. 

INSPEKTORAT DAERAH 10.706.954.000

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH
17.559.464.600

BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 45.416.006.000

BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI 19.828.211.740

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 20.592.269.900

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH 19.943.292.726

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI 4.878.830.000

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 2.743.336.500

BIRO UMUM 61.582.173.500

BIRO HUKUM 1.975.681.598

BIRO ORGANISASI 3.754.751.000

BIRO EKONOMI DAN KERJASAMA 3.456.811.000

BIRO PEMERINTAHAN 6.666.843.000

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL 4.578.266.000

BIRO PENGADAAN BARANG/JASA 2.850.282.191

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 62.662.495.700

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.443.490.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.983.961.585

2.705.059.824.623

Anggaran

TOTAL

PERANGKAT DAERAH
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KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 

 

 

Penetapan indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 

bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan 

yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator 

Kinerja Kunci (IKK) pada tahun 2020. 

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja 

pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah Tahun 2020 disajikan sebagaimana Tabel 7.1.dan 7.2 

berikut. 

 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 

No Indikator Satuan Tahun 2020 

1 Pertumbuhan ekonomi % 6.6 
2 Laju Inflasi % 3 

3 Indeks Gini poin 0.35 

4 Indeks Pembangunan poin 65.54 
 Manusia    

5 Persentase penduduk % 18 
 miskin    

6 Usia harapan hidup Umur 66,67 

7 Peringkat Nasional LPPD peringkat 24 

 

Tabel 7.2 

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
 Tahun 2020 

 

No.   Bidang Urusan/Indikator Kinerja  Satuan 
2020 

    Pembangunan Daerah   

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
  

  Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi   

1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 
Administrasi Keuangan Umum,  

Perangkat  Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 

  

   - 

 - 

Persentase peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

Peningkatan  PDRB perkapita 

Rp.M 

Rp.Juta 

1.450.000 

19 

   - Tingkat pengeluaran perkapita Rp.000 8.3 

   - Tingkat pengangguran terbuka % 3,04 

  Kesejahteraan Sosial   

1 Urusan Pendidikan   

   - Rata-rata lama sekolah thn 7,85 

   - Angka melek huruf Point 93,66 

B ASPEK PELAYANAN UMUM  

 

  

  Pelayanan Urusan Wajib :   

BAB  
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No.   Bidang Urusan/Indikator Kinerja  Satuan 
2020 

    Pembangunan Daerah   

  Terkait Pelayanan Dasar   

2 Pendidikan Menengah   

   - Rata-rata lama sekolah thn 7,85 

   - Angka melek huruf % 93,66 

3 Urusan Kesehatan   

   - Angka kematian ibu kasus 0 
   - Angka kematian bayi kasus 0 

   - Angka kematian balita kasus 0 

4 Urusan pekerjaan umum dan penataan 
ruang 

  

   - Persentase jalan dalam kondisi baik km 423 

  
  

 - 
 - 

Daerah irigasi dalam kondisi baik 
Jumlah rumah tidak layak huni 

ha 
unit 

3.600 
304.990 

5 Urusan ketentraman, ketertiban umum 
dan perlindungan masyarakat 

  

   - Persentase pemilih dalam 

menggunakan hak pilih 

  

    Melalui pemilu :   
     - Pilpres   

     - Pilkada   

   - Presentase penyelesaian pelanggaran 

Peraturan 

  

    Daerah dan Peraturan Kepala  Daerah   
6 Urusan Sosial   

   - Persentase PMKS yang ditangani % 18,55 
 Pelayanan Urusan Tidak Terkait 

Pelayanan Dasar 

  

7 Urusan tenaga kerja   

   - Tingkat pengangguran terbuka % 2,7 
8 Urusan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

  

   - % Perempuan dalam Lembaga 
Perwakilan Provinsi 

% 30 

   - Jumlah kasus  KDRT Kasus 250 

  - Persentase Pencapaian Tahapan 

Desa/Kelurahan Layak Anak 

% 2,9 

9 Urusan pangan   

   - Skor pola pangan harapan poin 78 

10 Urusan lingkungan hidup   

   - Indeks kualitas lingkungan hidup poin 64 

11 Urusan pemberdayaan masyarakat dan 

desa 

  

   - Posyandu aktif Unit 5642 
   - BUMDes aktif Unit 780 

12 Urusan perhubungan   

   - Persentase angkutan umum layak 

jalan 

  

13 Urusan komunikasi dan informatika   

   - Skor PeGi pemeringkatan e-

government 

  

  
  

 - 
  

Persentase informasi publik yang 
disediakan dan 

Dipublikasi 

  

   - Persentase perangkat daerah yang 
telah memiliki 

unit 37 

   website aktif   

14 Urusan koperasi usaha kecil dan 

menengah 

  

   - Rasio UMKM dan koperasi terhadap 
populasi penduduk 

Poin 0,9 
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No.   Bidang Urusan/Indikator Kinerja  Satuan 
2020 

    Pembangunan Daerah   

15 Urusan penanaman modal   

   - Realisasi nilai investasi (PMA dan 
PMDN) 

Rp.T 5,5 

16 Urusan kepemudaan dan olah raga   

   - Jumlah medali yang diperoleh dalam 

penyelenggaraan 

Buah 5 

    olah raga tingkat regional, nasional 

dan internasional 

  

   - Persentase organisasi pemuda yang 
dibina 

% 55 

17 Urusan kebudayaan   

   - Persentase Benda, Situs dan Kawasan 

Cagar Budaya 

% 75 

    yang dilestarikan   

18 Urusan perpustakaan dan kearsipan   

   - Persentase Angka kunjungan 

perpustakaan  per tahun 

% 52 

  - Pengelolaan arsip secara baku   

  Pelayanan Urusan Pilihan   

19 Urusan pertanian   

   - Nilai tukar petani Point 101,7 

20 Urusan pariwisata   

   - Presentase kunjungan wisatawan org 887.815 

   - Rata-rata lama tinggal wisatawan hari 3 
21 Urusan kelautan dan perikanan 

  

  

  - Nilai tukar nelayan poin 105,8 

22 Urusan perindustrian dan perdagangan   

   - Persentase pertumbuhan ekspor %  
23 Urusan transmigrasi   

24 Urusan pemerintahan 

Urusan perencanaan pembangunan 

  

   - Persentase usulan masyarakat yang 

diakomodir dalam 

% 100 

    Dokumen perencanaan   

   - Persentase Penjabaran Program 

RPJMD kedalam RKPD  

% 100 

   - Persentase ketersediaan data dan 

informasi 

% 100 

   - Perencanaan pembangunan % 100 

25 Urusan keuangan dan asset   

    Opini laporan BPK opini WTP 

26 Urusan kepegawaian dan pendidikan dan 
pelatihan 

  

    Nilai rata-rata SKP Point  

27 Urusan kelitbangan   

   - Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan laporan 20 
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PENUTUP 
 

 

Sebagai upaya mengefektifkan pencapaian sasaran pembangunan 

daerah tahun 2020 dengan mendayagunakan sumber pendanaan yang 

terbatas maka dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah semua 

Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menerapkan prinsip 

efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Persyaratan 

utama dalam implementasi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan 

adalah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka mendapatkan keterpaduan 

Program danKegiatan yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur dari berbagai 

sumber pendanaan, baik sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan dari stakeholders lainnya yang 

berasal dari swasta, maupun bantuan pendanaan melalui NGO dan Lembaga 

Kejasama Bilateral dan Multilateral. 
 
Bagian dari upaya koordinasi ini telah dilakukan melalui pelaksanaan 

Musrenbang mulai dari jenjang pemerintahan terendah yaitu Desa hingga 

pelaksanaan Musrenbang Nasional. Acuan dokumen Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 selain dokumen perencanaan jangka 

menengah daerah, juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2020. Oleh karena itu RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman dalam 

penyusunan kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun 

kerangka investasi dan pelayanan umum pemerintah dan dalam penyusunan 

APBD Tahun Anggaran 2020. 
 
Dalam rangka keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 

setiap Program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing 

perangkat daerah wajib menyempurnakan Renja Perangkat Daerah tahun 

2020 sesuai RKPD 2020 sebagaiberikut: 

1. Usulan pembangunan tahun 2020 harus di dukung perencanaan 

berkualitas, oleh karena itu setiap usulan program/kegiatan 

pembangunan harus dilengkapi kelengkapan dokumen yaitu; (a) target 

dan sasaran yang terukur; (b) lokasi yang jelas; (c) dokumen teknis 

berupa Survey Investigation Design (SID), proposal dan TOR sesuai jenis 

program/kegiatan; 
 

2. Untuk menjamin kepastian terpenuhinya dokumen pendukung usulan 

Program/kegiatan pembangunan tahun 2020, maka Bappelitbangda 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bappeda/BP4D/Bappelitbang 

Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara intensif berkoordinasi 

sehingga masing-masing perangkat daerah terkait Tingkat Provinsi dan 

perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pengusul memenuhi 

kewajibannya; 
 

3. Bagi usulan strategis yang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dan 

memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Nusa Tenggara Timur 

usulan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat disiapkan oleh 

perangkat daerah Provinsi; 

BAB  
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4. Untuk usulan strategis program/kegiatan dalam satu wilayah 

Kabupaten/Kota maka usulannya disiapkan perangkat daerah 

Kabupaten/Kota; 
 

5. Kegiatan fisik yang membutuhkan desain, maka pembiayaan studi desain 

dapat dilakukan melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD 

Kabupaten/Kota; 

 

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 disusun 

untuk menjadi pedoman bagi semua Perangkat Daerah (SKPD) – Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerjanya dan juga 

sebagai dokumen acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran 

pembangunan tahun 2020 selanjutnya. 
 
Semua perencanaan Program dan Kegiatan selanjutnya, tidak dapat 

keluar dari kerangka yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas 

yang tidak sempat termuat dalam RKPD Tahun s2020 ini. 

 

 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 

 

 

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT 

 

 



NO Dinas Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	2021
1 DINAS	PENDIDIKAN	DAN	KEBUDAYAAN 639,108,868,556 0
2 DINAS	KESEHATAN 373,960,773,395 0
3 RSUD	Prof.	Dr.	W.Z.	JOHANNES	KUPANG 162,893,626,000 179,182,988,600
4 DINAS	PEKERJAAN	UMUM	DAN	PERUMAHAN	RAKYAT 925,629,810,132 3,144,000,000
5 SATUAN	POLISI	PAMONG	PRAJA 3,871,322,120 3,172,387,120
6 DINAS	SOSIAL 23,430,995,260 26,169,059,760
7
DINAS	PEMBERDAYAAN	PEREMPUAN	DAN	PERLINDUNGAN	
ANAK 2,434,500,200 2,602,763,400

8 DINAS	LINGKUNGAN	HIDUP	DAN	KEHUTANAN 36,278,102,000 42,954,500,000
9 DINAS	PEMBERDAYAAN	MASYARAKAT	DAN	DESA 11,103,719,200 10,127,637,000
10 DINAS	PERHUBUNGAN 10,751,711,000 8,303,037,984
11 DINAS	KOMUNIKASI	DAN	INFORMATIKA 5,790,528,700 1,024,800,000
12 DINAS	KOPERASI,	TENAGA	KERJA	DAN	TRANSMIGRASI 19,697,027,450 0
13

DINAS	PENANAMAN	MODAL	DAN	PELAYANAN	TERPADU	SATU	
PINTU 4,368,351,000 2,854,499,900

14 DINAS	KEPEMUDAAN	DAN	OLAHRAGA 12,021,236,760 16,626,753,760
15 DINAS	KEARSIPAN	DAN	PERPUSTAKAAN 5,591,060,860 7,944,156,346
16 DINAS	KELAUTAN	DAN	PERIKANAN 40,937,119,000 0
17 DINAS	PARIWISATA	DAN	EKONOMI	KREATIF 36,781,346,000 23,564,700,000
18 DINAS	PERTANIAN	DAN	KETAHANAN	PANGAN 47,306,720,000 57,472,138,025
19 DINAS	PETERNAKAN 21,641,288,000 29,240,703,400
20 DINAS	ENERGI	DAN	SUMBER	DAYA	MINERAL 20,880,828,900 19,793,550,000
21 DINAS	PERINDUSTRIAN	DAN	PERDAGANGAN 11,177,769,000 10,009,857,572
22 INSPEKTORAT	DAERAH 10,706,954,000 11,224,990,415
23

BADAN	PERENCANAAN	PEMBANGUNAN,	PENELITIAN	DAN	
PENGEMBANGAN	DAERAH 17,559,464,600 16,888,084,753

24 BADAN	PENDAPATAN	DAN	ASET	DAERAH 45,416,006,000 46,931,144,512
25 BADAN	KEUANGAN	DAERAH 19,828,211,740 0
26 BADAN	KEPEGAWAIAN	DAERAH 20,592,269,900 21,753,396,402
27 BADAN	PENGEMBANGAN	SUMBER	DAYA	MANUSIA	DAERAH 19,943,292,726 22,279,732,022
28 BADAN	PENGHUBUNG	PROVINSI	NTT	DI	JAKARTA 4,878,830,000 0
29 BADAN	PENGELOLA	PERBATASAN	DAERAH 2,743,336,500 3,057,805,000
30 BIRO	UMUM 61,582,173,500 58,433,228,602
31 BIRO	HUKUM 1,975,681,598 2,499,715,677
32 BIRO	ORGANISASI 3,754,751,000 3,940,500,000
33 BIRO	EKONOMI	DAN	KERJASAMA 3,456,811,000 2,800,100,000
34 BIRO	PEMERINTAHAN 6,666,843,000 2,814,411,000
35 BIRO	HUBUNGAN	MASYARAKAT	DAN	PROTOKOL 4,578,266,000 4,884,000,000
36 BIRO	PENGADAAN	BARANG	DAN	JASA 2,850,282,191 0
37 SEKRETARIAT	DEWAN	PERWAKILAN	RAKYAT	DAERAH 62,662,495,700 68,928,525,270
38 BADAN	KESATUAN	BANGSA	DAN	POLITIK 2,443,490,000 2,083,750,000
39 BADAN	PENANGGULANGAN	BENCANA	DAERAH 2,983,961,585 3,221,600,000

Total 2,710,279,824,573 715,928,516,520
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DINAS	PENDIDIKAN	DAN	KEBUDAYAAN

Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 8,342,958,960 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Surat	Menyurat	Dinas 12	Bulan Tertib	Administrasi	Surat	Menyurat	Dinas 100% 30,000,000 0

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Tagihan	Komunikasi	Telepon,	Air,	
Internet,	dan	Listrik

12	Bulan Kelancaran	Pelaksanaan	Tugas 100% 900,000,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Biaya	Pajak	dan	Perijinan	Kendaraan	Roda	
Empat	dan	Roda	Dua

12	Buah Kelancaran	Pelaksanaan	Tugas 100% 85,000,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Biaya	Penyediaan	Jasa	Administrasi	
Keuangan

12	Bulan Tertib	Pengelolaan	Administrasi	Keuangan	OPD 100% 2,900,000,000 0

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Biaya	Penyediaan	Jasa	dan	Bahan	
Kebersihan	Kantor

12	Bulan Kenyamanan	dan	Kebersihan	Kantor 100% 850,000,000 0

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik,	Pusat	Layanan	Autis	(PLA)

Jumlah	Biaya	Penyediaan	Alat	Tulis	Kantor 	 Peningkatan	Kelancaran	Pelaksanaan	Tugas 100% 250,000,000 0

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Biaya	Penyediaan	Barang	Cetakan	dan	
Penggandaan

12	Bulan Peningkatan	Kelancaran	pelaksanaan	tugas	untuk	
memenuhi	kebutuhan	bahan	cetakan,	
penggandaan	dan	Jilid

100% 300,000,000 0

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Biaya	Penyediaan	Instalasi	Listrik	dan	
Penerangan	Bangunan	Kantor

12	Bulan Peningkatan	Kelancaran	Pelaksanaan	Tugas 100% 30,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Biaya	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	
Peraturan	Perundang-undangan

12	Bulan Peningkatan	Wawasan	dan	Budaya	Kerja	Pegawai 100% 28,000,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Penyediaan	Makanan	dan	Minuman 12	Bulan Tersedianya	Jamuan	Makanan	dan	Minuman 100% 150,000,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Terlaksananya	Rapat	Rapat	
Koordinasi	dan	Konsultasi	ke	Luar	Daerah

12	Bulan Terwujudnya	kegiatan	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Rencana	Pembangunan	Bidang	Pendidikan

100% 200,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Penyediaan	Jasa	Pengangkutan	
Beras	dan	Barang	Dinas

12	Bulan Tersedianya	jasa	angkutan	beras	dan	barang	dinas 100% 50,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Bulan	pelaksanaan	Koordinasi	dan	
Konsultasi	pelaksanaan	tugas	dalam	daerah

12	Bulan Terlaksanannya	pemenuhan	kebutuhan	koordinasi,	
konsultasi,	evaluasi,	pendampingan	dan	tugas	
lainnya

100% 200,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Penyediaan	Jasa	Pengamanan	
Kantor

12	Bulan Tersedianya	Jasa	Pengamanan	Kantor 100% 325,000,000 0

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial 12	Bulan Terjaminnya	Kebutuhan	Jaminan	Sosial	Seluruh	
Pegawai	PPPK	Kantor	Dinas,	11	UPT	Pendidikan,	
dan	SKO

100% 2,044,958,960 0

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 600,000,000 0

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bahan	Pemeliharaan	Gedung	Kantor 12	Bulan Tersedianya	Bahan	Pemeliharaan	Gedung	Kantor 100% 250,000,000 0
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	

Kendaraan	Dinas/Operasional
12	Bulan Tersedianya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	

Kendaraan	Dinas/Operasional
100% 200,000,000 0

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Perlengkapan	Gedung	Kantor

12% Terpeliharanya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 50,000,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi,	UPT.	
Tekkomdik

Jumlah	Bulan	Terpeliharanya	Peralatan	Gedung	
Kantor

12	Bulan Terpeliharanya	Peralatan	Gedung	Kantor 100% 100,000,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 20,000,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi Jumlah	Bulan	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Ikhtisar	Realisasi	Kinerja	SKPD

12	Bulan Tersusunnya	Laporan	Capaian	Kinerja	dan	Ikhtisar	
Realisasi	Kinerja	SKPD

100% 20,000,000 0

1.01 URUSAN	WAJIB	PELAYANAN	DASAR
1.01 01 PENDIDIKAN

Jumlah	ketersediaan	Asrama	pada	SMA/	
Sederajat	yang	terdekat	pada	wilayah	
dengan	aksesibilitas	rendah

10%

Angka	Putus	Sekolah	SMA/	Sederajat	(data	
terpilah	gender)

0	Siswa

APS:	Penduduk	usia	16-18	tahun	(data	
terpilah	gender)

100%

Penduduk	usia	4-18	tahun	(Penduduk	
Disabilitas)

100%

22	Kabupaten/Kota	se-Provinsi	NTT Jumlah	siswa	SMK	penerima	Bantuan	Operasional	
Sekolah	(BOS)

1	Paket Tersalurnya	Bantuan	Operasional	Sekolah	(BOS)	
SMK

100% 66,857,623,270 0

Kota	Kupang Jumlah	siswa/i	SMK	yang	mengikuti	Magang	
industri

50	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat	dan	Kreatifitas	siswa 100% 650,000,000 0

22	Kab./Kota Jumlah	DAK	SMA 50	Paket Peningkatan	Kualitas	Sarana	Prasarana	Pendidikan 100% 47,503,674,600 0

22	Kab./Kota Jumlah	DAK	SMK 150	Paket Peningkatan	Kualitas	Sarana	Prasarana	Pendidikan 100% 159,985,353,250 0

22	Kab./Kota Manajemen/Administrasi	Proyek	DAK	SMA 1	Paket Terlaksananya	Manajemen	Proyek	DAK	SMA 100% 2,500,193,400 0
18	Kab Jumlah	siswa	SMA/SMK	penerima	Beasiswa 2000	Siswa Peningkatan	partisipasi	Siswa. 100% 2,500,000,000 0
**Sumba	Tengah;	Sabu	Raijua;	TTS;	Alor	(1	
diantara	4)

Jumlah	Unit	Sekolah	Baru	SMK	parawisata	yang	
dibangun.

1	Sekolah Tersedianya	SMK	parawisata. 100% 2,000,000,000 0

22	Kab./Kota Manajemen/Administrasi	Proyek	DAK	SMK 1	Paket Terlaksananya	Manajemen	Proyek	DAK	SMK 100% 8,420,281,750 0
Kab.	Kupang,	Kab.	Flores	Timur,	Kab.	TTU,	Kab.	
Belu

Jumlah	paket	sarana	Sanitasi	Sekolah	yang	
terbangun	(Akses	Air	Dasar,	Akses	Jamban	Dasa,	
Akses	Sarana	Cuci	Tangan	Dasar)

4	Sekolah Tersedianya	sarana	sanitasi	sekolah	yang	
memadai.

100% 320,000,000 0

Kab.	Belu,	Kab.	Kupang,Kab.	Alor,	Kab.	Malaka,	
Kab.	Rote	Ndao,	Kab.	TTS,	Kab.	TTU,	Kab.	Sabu	
Raijua.	(	2	diantara	8	)

Jumlah	Asrama	sekolah	menengah	yang	
dibangun.

2	Unit Tersedianya	Asrama	sekolah	menengah. 100% 2,000,000,000 0

Kota	Kupang,	dan	Nasional Jumlah	siswa/i	SMA	peserta	lomba	Olimpiade	
Olahraga	Siswa	Nasional	(O2SN)

88	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat,	dan	Kreatifitas	Siswa	
SMA

100% 425,000,000 0

Kota	Kupang,	dan	Nasional Jumlah	siswa/i	yang	mengikuti	Olimpiade	
Olahraga	Siswa	Nasional	(O2SN)	SMK

88	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat	dan	Kreatifitas	siswa 100% 425,000,000 0

Kota	Kupang,	dan	Nasional Jumlah	siswa/i	SMA	yang	mengikuti	Olimpiade	
Sains	Nasional	(OSN)	SMA

210	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat	dan	Kreatifitas	siswa/i	
SMA

100% 400,000,000 0

Kota	Kupang,	Nasional Jumlah	siswa/i	yang	mengikuti	Festival	Inovasi	
dan	Kewirausahaan	(FIKS)	Siswa	SMK

35	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat	dan	Kreatifitas	siswa	SMK 100% 150,000,000 0

Kota	Kupang,	dan	Nasional Jumlah	siswa/i	yang	mengikuti	Festival	Lomba	
Seni	Siswa	Nasional	(FLS2N)	SMA	tingkat	Provinsi

85	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat	dan	Kreatifitas	siswa	SMA 100% 370,000,000 0

Kota	Kupang,	dan	Nasional Jumlah	siswa/i	yang	mengikuti	Festival	Lomba	
Seni	Siswa	Nasional	(FLS2N)	SMK	tingkat	Provinsi

85	Siswa Terbinanya	Minat,	Bakat	dan	Kreatifitas	siswa	SMK 100% 400,000,000 0

22	Kabupaten/Kota	se-Prov.	NTT Jumlah	Peralatan	TIK	Pendukung	UNBK	SMA 100	Paket Tersedianya	peralatan	pendukung	Ujian	Nasional	
Berbasis	Komputer	(UNBK)

80% 10,000,000,000 0

22	Kabupaten/Kota Jumlah	Peralatan	TIK	Pendukung	UNBK	SMK 50	Paket Tersedianya	peralatan	pendukung	Ujian	Nasional	
Berbasis	Komputer	(UNBK)

100% 6,700,000,000 0

22	Kabupaten/Kota Jumlah	sekolah	SMA/SMK	yang	mengikuti	tryout	
Ujian	Nasioal

200	Orang Terlaksananya	Ujian	Nasional	(UN)	SMA	dan	SMK 100% 500,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	peserta	yang	mengikuti	pelatihan	
penyusunan	soal	USBN

280	Orang Peningkatan	Kompetensi	Tenaga	Pendidik 100% 600,000,000 0

Kupang Jumlah	Peserta	yang	mengikuti	Bimbingan	Teknis	
Pengembangan	Kurikulum	Muatan	Lokal

100	Orang Peningkatan	Kompetensi	Guru	dalam	menyusun	
Kurikulum	Muatan	Lokal	(Revitalisasi	SMK)

100% 350,000,000 0

22	Kabupaten/Kota Jumlah	Sekolah	yang	terdistribusi	Paket	Soal	
Ujian	Nasional	(UN)	SMA	dan	SMK

150	Sekolah Terlaksananya	Ujian	Nasional	(UN)	SMA	dan	SMK 100% 150,000,000 0

22	Kabupaten/Kota Jumlah	siswa	SMA	Penerima	Bantuan	
Operasional	Sekolah	(BOS)

1	Paket Tersalurnya	Bantuan	Operasional	Sekolah	(BOS)	
SMA

100% 175,252,082,326 0

Manggarai,	Manggarai	Barat,	Ngada,	Ende,	dan	
Malaka

Jumlah	Pusat	Sumber	BelajarBerbasis	TIK	di	
Daerah	3	T	(Terpencil,	Terdepan,	Terluar)

5	Kabupaten Tersedianya	Pusat	Sumber	Belajar	berbasis	
Teknologi	Informasi	(TI)	pada	Kantor	Dinas.

100% 500,000,000 0

Kota	Kupang,Sabu	Raijua,	Nagekeo,	Sumba	
Tengah.

Jumlah	guru	SMA/SMK	peserta	kegiatan	
Desiminasi	dan	Fasilitasi	Pengembangan	Konten	
Pembelajaran	berbasis	TIK.

120	Orang Tersedianya	materi	belajar	mengajar	dengan	
menggunakan	Teknologi	Informasi	dan	Komunikasi

100% 350,000,000 0

7	Kab Jumlah	Rehabilitasi	Ruang	Kelas	Rusak	Berat 7	Unit Terpeliharanya	Ruang	Kelas	SMA/SMK 100% 700,000,000 0
Kota	Kupang Jumlah	siswa/i	SD	dan	SMP	yang	mengikuti	lomba	

O2SN,	FLS2N,	OSN	ditingkat	Provinsi	dan	Nasional
600	Siswa Terbinanya	minat,	bakat,	dan	kreatifitas	siswa/i	SD	

dan	SMP.
100% 400,000,000 0

22	Kab./Kota Jumlah	Sekolah	Luar	Biasa	(SLB)	yang	terdistribusi	
Paket	Soal	Ujian	Nasional	(UN)	dan	Ujian	Sekolah	
(US)

32	Sekolah Terlaksananya	Ujian	Sekolah	(US)	dan	Ujian	
Nasional	(UN)	SLB.

100% 700,000,000 0

10	Kabupaten/Kota Jumlah	Penambahan	Alat	Praktek	dan	
Peraga/Keterampilan

5	Paket Peningkatan	Kualitas	Sarana	Prasarana	Pendidikan	
Sekolah	Luar	Biasa

100% 375,000,000 0

PLA Pembuatan	pagar	Keliling	Pusat	Layanan	Autis 1	Lokasi Peningkatan	Kualitas	Sarana	Prasarana	Pendidikan	
Sekolah	Luar	Biasa

100% 350,000,000 0

22	Kabupaten/Kota Jumlah	DAK	SLB 100	Paket Peningkatan	Kualitas	Sarana	Prasarana	Pendidikan 100% 1,015,497,750 0

7	Kabupaten Manajemen/Administrasi	Proyek	DAK	SLB 44	Paket Terlaksananya	Manajemen	Proyek	DAK	SLB 100% 53,447,250 0
Rote	Ndao,	Ende,	Manggarai,	Sabu	Raijua,	dan	
Kab.Kupang

Seleksi	siswa	Afirmasi	Pendidikan	Daerah	3T 100	Orang Peningkatan	akses	dan	layanan	pendidikan. 100% 200,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	siswa	peserta	lomba	FLS2N	siswa	SLB. 33	Siswa Terlaksananya	Peningkatan	minat,	bakat	dan	
kreatifitas	siswa

100% 206,000,000 0

1

1.01 01 15 PROGAM	PENINGKATAN	AKSESBILITAS	DAN	
KUALITAS	LAYANAN	PENDIDIKAN	SERTA	
KELESTARIAN	BUDAYA

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

1.01 01 15 02 Pembinaan	pendidikan	khusus	dan	layanan	khusus

621,735,909,596 0

1.01 01 15 01 Pembinaan	pendidikan	menengah

RENCANA	PROGRAM	DAN	KEGIATAN	PRIORITAS	DAERAH	TAHUN	2020

PROV.	NTT
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Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

Kota	Kupang Jumlah	siswa	peserta	lomba	O2SN	siswa	SLB. 33	Siswa Terlaksananya	Peningkatan	minat,	bakat	dan	
kreatifitas	siswa

100% 206,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	siswa	peserta	lomba	Festival	dan	Lomba	
Literas	siswa	SLB.

33	Siswa Terlaksananya	Peningkatan	minat,	bakat	dan	
kreatifitas	siswa

100% 206,000,000 0

Alor Jumlah	peserta	Hari	Aksara	Internasional	(HAI)	ke	
55

22	Orang Terlaksananya	Peningkatan	minat,	bakat	dan	
kreatifitas	siswa

100	
Kab/kota

500,000,000 0

20	Kabupaten/Kota Jumlah	Sekolah	Luar	Biasa	yang	menerima	
Bantuan	Operasional	Manejemen	Mutu	(BOMM)

33	Sekolah Peningkatan	Kualitas	Layanan	Pendidikan 100% 4,200,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	siswa	Keberbakatan	Olahraga	yang	
mengikuti	Kegiatan	Belajar	Mengajar

216	Siswa Terlaksananya	Pembinaan	dan	Pengembangan	
Prestasi	Olahraga	dan	Akademik

100% 6,600,000,000 0

22	Kab./Kota Jumlah	siswa	Sekolah	Luar	Bisa	(SLB)	Penerima	
Bantuan	Operasional	Sekolah	(BOS)

1	Paket Tersalurnya	Bantuan	Operasional	Sekolah	(BOS)	
SLB

100% 5,000,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	Guru	Sekolah	Luar	Biasa	(SLB)	Peserta	
Pelatihan	Pengembangan	Media	Pembelajaran	
berbasis	TIK

30	Orang Terlaksananya	pengembangan	Materi	
Pembelajaran	Berbasis	TIK	bagi	siswa/i	SLB

100% 300,000,000 0

22	kab/kota Evaluasi	Kinerja	Kepala	Sekolah 533	Orang Peningkatan	Kompetensi	Pengawas	Sekolah 100%	% 250,000,000 0
Kota	Kupang Jumlah	peserta	yang	mengikuti	Olimpiade	Guru	

Nasional	(OGN)	tingkat	Provinsi
50	Orang Peningkatan	Partisipasi	Guru	dalam	Kegiatan	

Lomba	Tingkat	Provinsi	dan	Nasional
100%	% 383,956,000 0

22	kab/kota Jumlah	guru	yang	mengikuti	pelatihan	
pendampingn	Program	Keprofesian	
Berkelanjutan	(PKB)	bagi	guru	belum	
bersertifikasi.

1000	Orang Peningkatan	kapasitas	dan	kompetensi	guru	mata	
pelajaran	dalam	wadah	MGMP

100%	% 4,000,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	guru	honor	komite	dan	honor	yayasan	
SMA/SMK/SLB	yang	menerima	penghasilan	
tambahan

....	Orang Peningkatan	produktifitas	guru	dan	tendik	melalui	
peningkatan	kesejahteraan	Guru	dan	tendik

100%	% 50,000,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	penyelenggaraan	Musyawarah	Guru	Mata	
Pelajaran	(MGMP)

22	Kab/kota Terbinanya	Kelompok	Kerja	Guru 100%	% 638,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	Pengawas	yang	menerima	dana	
Operasional

120	Orang Pengawas	dapat	melakukan	kegiatan	
operasionalnya

100%	% 1,325,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	Guru	Kontrak	Provinsi	yang	menerima	
Honorarium

2343	Orang Penghargaan	Terhadap	Profesi	Guru	Kontrak	
Provinsi

100%	% 50,608,800,000 0

22	kab/kota	dan	Kota	Kupang Jumlah	Guru	dan	Tenaga	Kependidikan	
Berprestasi	yang	terpilih.

46	Orang Meningkatnya	Mutu	Pendidik	dan	Tenaga	
Kependidikan

100%	% 350,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	Penilaian	Angka	Kredit	Jabatan	Fungsional 1000	Orang Peningkatan	jumlah	guru	yang	mengajukan	
kenaikan	pangkat

100%	% 300,000,000 0

Sabu	Raijua,	Manggarai,	Manggarai	Timur,	dan	
SBD

Jumlah	peserta	yang	mengikuti	kegiatan	peatihan	
pendamping	operator	guru	(	Proktor	)	SMA/SMK	
untuk	pelaksanaan	UNBK

120	Orang Peningkatan	Kompetensi	Tenaga	Pendidik 100% 459,000,000 0

7	Lokasi	(Rayonisasi) Jumah	Kepala	Sekolah	yang	mengikuti	Rapat	
Koordinasi	Kepala	Sekolah

1002	Orang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Kepala	Sekolah 100% 250,000,000 0

Nasional Jumlah	Pendampingan	Proyek	DAK	SMA	dan	SMK 1	Paket Terlaksanya	Pendampingan	Proyek	DAK	SMA	dan	
SMK

100% 100,000,000 0

Kab.	Rote	Ndao,	Kab.	Malaka,	Kab.	Manggarai	
Barat,	Kab.	Ende

Jumlah	ketersediaan	Buku	untuk	Perpustakaan	
sekolah	(SMA/SMK	dan	SLB)

10000	Buku Tersedianya	Buku	untuk	Perpustakaan	sekolah	
(SMA/SMK	dan	SLB)

100% 500,000,000 0

22	Kab./Kota Manajemen	Dana	BOS 1	Paket Terlaksananya	Manajemen	BOS 100% 32,000,000 0
Kota	Kupang Jumlah	Peserta	Bimtek	Operator	Aplikasi	Data	

Pokok	Pendidikan	(DAPODIK)	SMA,	SMK,	dan	SLB
300	Orang Peningkatan	Mutu	Manajemen	Layanan	

Pendidikan
100% 400,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	Dokumen	Hasil	Evaluasi	Pelaksanaan	
Program	Pendidikan	Tahun	2019

1	Dokumen Evaluasi	Terhadap	Pelaksanaan	Program	
Pendidikan	Tahun	2019

1	Dokumen 131,000,000 0

22	Kab/Kota Jumlah	Dokumen	Hasil	Monitoring	(Bantuan	
Operasional	Sekolah)/BOS	SMA/SMK

2	Dokumen Terlaksananya	Kegiatan	Monitoring	(Bantuan	
Operasional	Sekolah)/BOS	SMA/SMK

100% 400,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	Bendahara	BOS	SMA,SMK,	dan	SLB	
Peserta	Bimbingan	Teknis	Pengelolaan	Dana	
Bantuan	Operasional	(BOS)

300	Orang Peningkatan	Kompetensi	Bendahara	BOS	
SMA/SMK/SLB	Pengelola	Dana	BOS

100% 400,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	dokumen	Grand	Design	Pengembangan	
Pendidikan	NTT

1	Dokumen Penigkatan	Mutu	Manajemen	Layanan	Pendidikan 100% 150,000,000 0

Kantor	Dinas	Pendidikan	Provinsi	NTT Hosting	Website	Dinas 1	Jenis Tersedianya	Sistem	Informasi	Pendidikan	Online	
yang	memadai

100% 20,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	dokumen	hasil	pengembangan	Kurikulum	
Lokal	SMK	Pariwisata,	Kuliner,	Fashion,	Maritim

1	Dokumen Penigkatan	Mutu	Manajemen	Layanan	Pendidikan 100% 467,000,000 0

22	Kab./Kota Jumlah	dokumen	hasil	pendampingan	
pemenuhan	8	standart	pendidikan.

22	Kab/kota Terlaksananya	pendampingan	8	standar	
pendidikan	bagi	sekolah.

100% 250,000,000 0

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 16 KEBUDAYAAN

Jumlah	SMK	yang	direvitalisasi	menjadi	
SMK	Percontohan	dengan	kualitas	lulusan	
yang	bersaing	pada	level	nasional/	
internasional	(Jurusan	Pariwisata,	Kuliner,	
Fashion,	Maritim)

4	Unit

SMK	Akreditasi 12%
Persentase	akreditasi	Sekolah	
SMA/Sederajat	Minimal	B	(Pemenuhan	8	
Standar	Sisdiknas)

25%

SMK	Maritim 4	Unit
SMK	Fashion 4	Unit
SMK	Kuliner 4	Unit

Jakarta Jumlah	peserta	Parade	Tari	Nusantara	Tk.	
Nasional

27	Orang Terlaksananya	Parade	Tari	Nusantara	Tk.	Nasional 100% 400,000,000 0

Jakarta Jumlah	peserta	Pawai	Budaya	Nusantara 50	Orang Terlaksananya	Pawai	Budaya	Nusantara 100% 450,000,000 0
Kab.	Sumba	Tengah Jumlah	kegiatan	syuting	Visualisasi	Upacara	Ritual	

Adat
1	Keg Penyutingan	Visualisasi	Upacara	Ritual	Adat 100% 50,000,000 0

Kab.	Manggarai	Timur Jumlah	dokumen	Pengkajian	Tradisi	Megalitik 5	Dokumen Buku	Kajian	yang	memliki	makna	filosofi	yang	
terdapat	pada	monumen	megalitik

100% 100,000,000 0

Kupang/Jakarta Jumlah	peserta	Gita	bahana	Nusantara	Tk.	
Nasional

100	Orang Terlaksananya	Gita	bahana	Nusantara	Tk.	Nasional 100% 125,000,000 0

8	Destinasi	dan	Kota	Kupang Jumlah	kegiatan	pagelaran	kesenian	daerah	yang	
dilaksanakan.

9	Keg Gelaran	Kesenian	Daerah 100% 500,000,000 0

Kupang Jumlah	peserta	Festival	Kesenian	Daerah	Tk.	
Provinsi	dan	Pekan	Budaya

420	Orang Terlaksananya	Festival	Kesenian	Daerah	Tingkat	
Provinsi	dan	Pekan	Budaya

100% 450,000,000 0

Kab.	Alor Kajian	koleksi	Museum	NTT 300	Buku Tingkat	ketersediaan	Kajian	berkaitan	dengan	
koleksi	Museum	NTT.yang	dihasilkan

100% 75,000,000 0

22	Kab/Kota Jumlah	dokumen	warisan	budaya	terinventarisasi	
(museum,	makam	pahlawan,	kampung	adat,	
rumah	adat,	situs	bersejarah/cagar	budaya,	
sanggar	dan	komunitas	budaya,	bahasa	daerah,	
cerita	rakyat,	permainan	rakyat,	komunitas	aliran	
kepercayaan,	peninggalan	sejarah	lainnnya)

1	Dokumen Terlaksananya	Pelestarian	Budaya	Daerah	Lintas	
Kabupaten/Inventarisasi	Warisan	Budaya

100% 400,000,000 0

22	kab/kota Jumlah	pelaku	budaya	yang	diberi	penghargaan. 5	Orang Terlaksananya	pemeberian	penghargaan	kepada	
pelaku	budaya.

100% 100,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	Peserta	Bimbingan	Teknis	Juru	Pelihara	
cagar	budaya	se	Provinsi	NTT

73	Orang Terlaksananya	Bimbingan	Teknis	Juru	Pelihara	
cagar	budaya	se	Provinsi	NTT

100% 250,000,000 0

Museum	Provinsi	NTT Sistem	Aplikasi	E-	Museum	NTT 1	Keg Peningkatan	Pelayanan	Publik	berbasis	IT	dan	
Multimedia

100% 200,000,000 0

22	Kab/kota Jumlah	juru	pelihara	cagar	budayadi	22	Kab/Kota	
se	NTT	yang	diberikan	dukungan,	penghargaan	
sebagai	bentuk	kerjasama	di	bidang	budaya.

73	Orang Terlaksananya	Pemberian	Dukungan,	Penghargaan	
dan	Kerjasama	di	Bidang	Budaya	terhadap	juru	
pelihara	cagar	budayadi	22	Kab/Kota	se	NTT.

100% 800,000,000 0

Desa	Nggela-Kab.Ende,	Desa	Guru	Sina	-	Kab.	
Ngada	(Untuk	Kampung/Rumah	adat	yang	
terbakar)

Jumlah	lokasi	rumah	adat/kampung	adat	yang	
direvitalisasi/pemugaran	rumah	adat/kampung	
adat

2	Lokasi Terlaksananya	Revitalisasi/pemugaran	Rumah	
adat/kampung	Adat

100% 600,000,000 0

Jakarta Jumlah	peserta	Festival	Kesenian	daerah	Tingkat	
Nasional

20	Orang Terlaksananya	Festival	Kesenian	daerah	Tingkat	
Nasional

100% 200,000,000 0

Kupang Jumlah	peserta	workshop	Tenun	Ikat	dan	
Flobamorata	Fashion	Festival

100	Orang Terlaksananya	Workshop	Tenun	Ikat	dan	
Flobamorata	Fashion	Festival

100% 350,000,000 0

Nasional Jumlah	peserta	temu	karya	budaya	tingkat	
nasional.

20	Orang Terlaksananya	Temu	karya	tingkat	nasional	(temu	
karya	budaya	se	Indonesia)

100% 400,000,000 0

Mendukung	kegiatan	prov	(BBGR,	Hardiknas,	
Bulan	Soekarno	dll)

Jumlah	kegiatan	pemutaran	film	berkarakter. 1	Keg Pengembangan	Karakter 100% 200,000,000 0

Jakarta Jumlah	peserta	Designer	NTT	dan	Parade	Busana	
Tingkat	Nasional

20	Orang Terlaksananya	Desainer	NTT	dan	Parade	Busana	
Tingkat	Nasional

100% 300,000,000 0

Jakarta Jumlah	peserta	Parade	Musik	dan	lagu	daerah	
tradisional	Tk.	Nasional

20	Orang Terlaksananya	Parade	Musik	dan	lagu	daerah	
tradisional	Tk.	Nasional

100% 350,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	peserta	Workshop	tenaga	teknis	kesenian	
(Tari,	musik,	teater	dan	seni	rupa)

75	Orang Terlaksananya	Workshop	tenaga	teknis	kesenian	
(Tari,	musik,	teater	dan	seni	rupa)

100% 250,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	etnis/jenis	seni	yang	bawakan	pada	
kegiatan	seni	masuk	sekolah	(SD,	SMP,	
SMA/SMK)

22	Jenis Terlaksananya	Seni	Masuk	Sekolah	(SD,	SMP,	
SMA/SMK)

100% 250,000,000 0

Kab.	Sumba	Barat Jumlah	Dokumentasi	Visual	kesenian	asli	daerah	
yang	dihasilkan.

2	Kabupaten Tingkat	ketersediaan	dokumentasi	Visual	kesenian	
asli	daerah

100% 100,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	karya	seni	rupa	yang	di	pamerkan	pada	
pameran	seni	rupa	tk.	Provinsi

60	Jenis Terlaksananya	Pameran	Seni	Rupa	Tk.	Provinsi 100% 250,000,000 0

Kota	Kupang ReinventarisasiI	Koleksi	Numismatika/Heraldika	
Museum	NTT	yang	terinventarisasi.

200	Koleksi Tingkat	ketersediaan	inventarisasi	Data	Koleksi	
Numismatika/Heraldika	Museum	NTT

100% 50,000,000 0

Kota	Kupang Jumlah	kegiatan	pekan	Kunjungan	Museum 1	Keg Tingkat	Kunjungan	Museum 100% 50,000,000 0
Penyesuaian	dengan	Arkeologi	Nasional Jumlah	dokumen	Ekskavasi	Gua	Sejarah	

Kehidupan	Purbakala
5	Dokumen Teridentifikasinya	gua	hasil	ekskavasi	sehingga	

dapat	meningkatkan	pemahaman,	pengetahuan	
didalam	ekskavasi

100% 80,000,000 0

1.01 01 15 03 Pembinaan	ketenagaan

1.01 01 15 02 Pembinaan	pendidikan	khusus	dan	layanan	khusus

8,410,000,000 01.02 16 15 PROGAM	PENINGKATAN	AKSESBILITAS	DAN	
KUALITAS	LAYANAN	PENDIDIKAN	SERTA	
KELESTARIAN	BUDAYA

1.01 01 15 04 Manajemen	Layanan	Pendidikan

1.02 16 15 01 Pengembangan	kebudayaan
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Nasional Kegiatan	pameran	museum	tingkat	nasional	(alat	
musik	tradisional).

5	Orang Terlaksananya	dan	Terpublikasinya	Koleksi	Alat	
Musik	NTT	di	Pameran	Museum	Tingkat	Nasional	
(Alat	Musik	Tradisional).

100% 100,000,000 0

Kabupaten	Nagekeo	dan	Kabupaten	Malaka Jumlah	laporan	hasil	Pemetaan	Bahasa	Daerah	
dan	Seminar	Pemetaan	Bahasa	daerah

2	Laporan Pemetaan	Bahasa	Daerah	dan	Seminar	Pemetaan	
Bahasa	daerah

100% 250,000,000 0

Nasional Pameran	museum	kain	tenun	tradisional	tk.	
Nasional

5	Orang Terlaksananya	dan	Terpublikasinya	Koleksi	Kain	
Tenun	NTT	di	Pameran	Museum	Kain	Tenun	
Tradisional	Tk.	Regional

100% 100,000,000 0

Kab.	Sikka,	Flores	Timur,	dan,	Kab.	Alor Pengadaan	Benda	Koleksi	Museum 3	Lokasi Pengadaan	benda	koleksi	museum	sebagai	
penyelamatan	dan	pelestarian	benda	budaya

100% 300,000,000 0

Museum	Provinsi	NTT Perawatan	Koleksi	Logam	dan	Tulang	di	Kota	
Kupang

100	Koleksi Terpeliharanya	dan	terawatnya	Koleksi	Logam	dan	
Tulang

100% 25,000,000 0

Kab.	Sumba	Barat Visualisasi	Koleksi	Museum	Ritual	Panangkapan	
Nyale

1	Buah Tersedianya	sebuah	hasil	karya	dokumenter	
tentang	ritual	adat	di	NTT

100% 80,000,000 0

Museum	Provinsi	NTT Katalogisasi	Pameran	tetap	di	Museum	NTT	yang	
disediakan.

500	Eks Tingkat	ketersediaan	katalog	bagi	Masyarakat	
terkait	pameran	tetap	di	museum	NTT.

100% 75,000,000 0

Desa	Nggela	Kab.Ende,	Desa	Guru	Sina	-	Kab.	
Ngada,	Desa	Bondo	Maroto-	Kab.	Sumba	Barat

Jumlah	dokumen	hasil	idenfikasi	kerusakan	
bencana	Kebakaran

3	Dokumen Terlaksananya	idenfikasi	kerusakan	rumah	
adat/kampung	adat.

100% 50,000,000 0

Kab.	Sumba	Timur Kajian	koleksi	kain	Tenun	daerah. 1	Keg Tingkat	ketersediaan	Kajian	berkaitan	dengan	
koleksi	Kain	Tenun	yang	dihasilkan

100% 100,000,000 0

639,108,868,556 0

DINAS	KESEHATAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 4,190,600,000 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat kota	kupang terlaksnanya	jasa	surat	menyurat 1	Paket tersedianya	jasa	surat	menyurat 1	Paket 20,000,000 0
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
kota	kupang Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
1	Paket Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
1	Paket 950,000,000 0

kota	kupang Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	
kesehatan	PNS

1	Paket Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

1	Paket 75,000,000 0

kota	kupang penyediaan	jasa	dministrasi	keuangan 1	Paket tersedianya	penyediaan	jasa	dministrasi	keuangan 1	Paket 250,000,000 0
0.00 00 01 05 Penyediaan	jasa	jaminan	barang	milik	daerah kota	kupang Penyediaan	jasa	jaminan	barang	milik	daerah 1	Paket adanya	Penyediaan	jasa	jaminan	barang	milik	

daerah
1	Paket 65,000,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

kota	kupang Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

1	Paket Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

1	Paket 350,000,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan kota	kupang Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan 1	Paket Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan 1	Paket 300,000,000 0
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor kota	kupang Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor 1	Paket Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor 1	Paket 550,000,000 0
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor kota	kupang Penyediaan	alat	tulis	kantor 1	Paket Penyediaan	alat	tulis	kantor 1	Paket 75,000,000 0
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan kota	kupang Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan 1	KM Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan 1	Paket 65,000,000 0
0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	

penerangan	bangunan	kantor
kota	kupang Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	

penerangan	bangunan	kantor
1	Paket Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	

penerangan	bangunan	kantor
1	Paket 375,600,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

kota	kupang Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

1	Paket Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

1	Paket 15,000,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman kota	kupang Penyediaan	makanan	dan	minuman 1	Paket Penyediaan	makanan	dan	minuman 1	Paket 75,000,000 0
0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	

daerah
kota	kupang Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	

daerah
1	Paket Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	

daerah
1	Paket 100,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

kota	kupang Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

1	Paket Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

1	Paket 20,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	kab/	kota Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/kota Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	dalam	
daerah

22	
Kab/kota

75,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor kota	kupang Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor 1	Paket Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor 1	Paket 650,000,000 0
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial kota	kupang Penyediaan	jasa	jaminan	sosial 1	Paket Penyediaan	jasa	jaminan	sosial 1	Paket 85,000,000 0
0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal kota	kupang	dan	luar	provinsi Pendidikan	dan	pelatihan	formal 1	Paket Pendidikan	dan	pelatihan	formal 1	Paket 75,000,000 0
0.00 00 01 52 Penyediaan	pameran	pembangunan kota	kupang pameran	pembangunan 1	Paket pameran	pembangunan 1	Paket 20,000,000 0
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 6,389,000,000 0

0.00 00 02 05 Pengadaan	kendaraan	dinas/operasional kota	kupang pengadaan	kendaraan	dinas	operasional 1	Paket pengadaan	kendaraan	dinas	operasional 1	Paket 500,000,000 0
kota	kupang Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor 1	Paket Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor 1	Paket 234,000,000 0
UPT	LATNAKES DAK	PENUGASAN	SARANA	DAN	PRASARANA	UPT	

LATNAKES
1	Paket ADANYA	DAK	PENUGASAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	UPT	LATNAKES
1	Paket 4,120,000,000 0

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor kota	kupang Pengadaan	peralatan	gedung	kantor 1	Paket Pengadaan	peralatan	gedung	kantor 1	Paket 150,000,000 0
0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair kota	kupang Pengadaan	meublair 1	Paket Pengadaan	meublair 1	Paket 245,000,000 0
0.00 00 02 20 Pemeliharaan	rutin/berkala	rumah	jabatan kota	kupang Pemeliharaan	rutin/berkala	rumah	jabatan 1	Paket Pemeliharaan	rutin/berkala	rumah	jabatan 1	Paket 50,000,000 0
0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor kota	kupang Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor 1	Paket Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor 1	Paket 450,000,000 0
0.00 00 02 23 Pemeliharaan	rutin/berkala	mobil	jabatan kota	kupang Pemeliharaan	rutin/berkala	mobil	jabatan 1	Paket Pemeliharaan	rutin/berkala	mobil	jabatan 1	Paket 70,000,000 0
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
kota	kupang Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
1	Paket Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
1	Paket 350,000,000 0

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

kota	kupang Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

1	Paket Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

1	Paket 70,000,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

kota	kupang Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

1	Paket Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

1	Paket 150,000,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 15,000,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

kota	kupang Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

1	Paket Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

1	Paket 15,000,000 0

1.01 URUSAN	WAJIB	PELAYANAN	DASAR
1.01 02 KESEHATAN

Persentase	Puskesmas	dan	Rumah	Sakit	
Terakreditasi	(Puskesmas)

80%

Persentasi	Balita	dengan	masalah	gizi	
(Intervensi	Gizi	Spesifik)-	wasting

10.5

Persentasi	Balita	dengan	masalah	gizi	
(Intervensi	Gizi	Spesifik)	-Stunting

33.5

Unmet	Need 23.80%
Jumlah	Flying	Health	Care 1	Unit
CPR 49%
Jumlah	Puskesmas	Terapung 2	Unit
TFR 3.1
Rasio	Tenaga	Kesehatan	(Nakes) 72
Persentase	Penduduk	yang	Mengalami	
Gangguan	Kesehatan

32%

Rasio	Tenaga	Kesehatan	(Perawat) 154
Kasus	Kematian	Ibu,	Bayi	dan	Balita	
(Balita)

0	Kasus

Rasio	Tenaga	Kesehatan	(Bidan) 85
Kasus	Kematian	Ibu,	Bayi	dan	Balita	(Bayi) 0	Kasus
Rasio	Tenaga	Kesehatan	(Medis) 23
Kasus	Kematian	Ibu,	Bayi	dan	Balita	(Kasus	
Kematian	Ibu)

0	Kasus

Rasio	Tenaga	Kesehatan 0
Persentase	Puskesmas	dan	Rumah	Sakit	
Terakreditasi	(RS)

85%

Persentasi	Balita	dengan	masalah	gizi	
(Intervensi	Gizi	Spesifik)-underweig

23.8

Persentase	kasus	HIV	yang	diobati %
Kota	Kupang,	Kab	Alor,	Kab	Flotim	dan	Kab	
Manggarai

Terlaksananya	workshop	percepatan	pencapaian	
5	pilar	STBM	dan	Verifikasi	dalam	rangka	
deklarasi	STBM	5	Pilar	bersama	Pokja	AMPL	Prov.	
NTT	dan	Pokja	Stunting	Prov.	NTT

4	Kab/kota Adanya	workshop	percepatan	pencapaian	5	pilar	
STBM	di	Kupang	dan	terselenggaranya	verifikasi	di	
3	Kabupaten	yaitu	Alor,	Flotim	dan	Manggarai

4	Kab/kota 215,000,000 0

kota	kupang Terlasananya	orientasi	penyehatan	air	minum	
bagi	lintas	sektor	dan	program

22	Kab/kota Adanya	orientasi	penyehatan	air	minum	bagi	lintas	
sektor	dan	program

22	
Kab/kota

203,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Revitalisasi	Saka	Bakti	Husada 80	Orang Adanya	Revitalisasi	Saka	Bakti	Husada 80	Orang 123,000,000 0
22	kab/kota Terlaksananya	Revitalisasi	Saka	Bakti	Husada	

dalam	mendukung	Percepatan	Penanggulangan	
dan	Pencegahan	Stunting

80	Orang Adanya	Revitalisasi	Saka	Bakti	Husada	dalam	
mendukung	Percepatan	Penanggulangan	dan	
Pencegahan	Stunting

80	Orang 84,600,000 0

22	kab/	kota Terlaksanaya	Bimtek	UKBM 22	Kab/kota Adanya	Bimtek	UKBM 22	
Kab/kota

181,216,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Petugas	
Promkes	Kab/Kota	dalam	Pemberdayaan	
Masyarakat	Mendukung	Percepatan	
Penanggulangan	dan	Pencegahan	Stunting

22	Kab/kota Adanya	Peningkatan	Kapasitas	Petugas	Promkes	
Kab/Kota	dalam	Pemberdayaan	Masyarakat	
Mendukung	Percepatan	Penanggulangan	dan	
Pencegahan	Stunting

22	
Kab/kota

126,900,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pengadaan	Alat	Pengukur	BB,TB,	
Alat	Permainan	Edukatif	(APE)	bahan	stimulan	
tumbuh	kembang	balita

22	Kab/kota Adanya	Pengadaan	Alat	Pengukur	BB,TB,	Alat	
Permainan	Edukatif	(APE)	bahan	stimulan	tumbuh	
kembang	balita

22	
Kab/kota

150,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	penyebarluasan	informasi	
kesehatan	melalui:	media	Cetak:	Buku	
Panduan,Format/Kartu	Pemantauan	,	Spanduk,	
Umbulumbul,	Baliho,	Leaflet.

4	Paket Adanya	penyebarluasan	informasi	kesehatan	
melalui:	media	Cetak:	Buku	Panduan,Format/Kartu	
Pemantauan	,	Spanduk,	Umbulumbul,	Baliho,	
Leaflet.

4	Paket 151,500,000 0

kota	kupang Terlaksananya	penyebarluasan	informasi	
kesehatan	melalui	media	elektronik:	Penayangan	
Radio	Spot,	Penayangan	TV	spot,	Penayangan	
melalui	Videotron,	Talkshow	di	TV	dan	Radio

4	Paket Adanya	penyebarluasan	informasi	kesehatan	
melalui	media	elektronik:	Penayangan	Radio	Spot,	
Penayangan	TV	spot,	Penayangan	melalui	
Videotron,	Talkshow	di	TV	dan	Radio

4	Paket 151,500,000 0

22	kab/	kota erlaksananya	Intervensi	Balita	melalui	pembinaan	
pola	makan	keluarga	Berbasis	Menu	Gizi	
Seimbang

22	Kab/kota adanya	Intervensi	Balita	melalui	pembinaan	pola	
makan	keluarga	Berbasis	Menu	Gizi	Seimbang

22	
Kab/kota

505,300,000 0

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

TOTAL

1.02 16 15 01 Pengembangan	kebudayaan

1.01 02 15 01 Peningkatan	kesehatan	masyarakat

343,754,767,075 01.01 02 15 PROGRAM	PENINGKATAN	AKSESIBILITAS	DAN	
KUALITAS	LAYANAN	KESEHATAN
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kota	kupang erlaksananya	Penyediaan	KIT	Pos	Upaya	
Kesehatan	Kerja	(UKK

97	Paket Adanya	Penyediaan	KIT	Pos	Upaya	Kesehatan	Kerja	
(UKK

97	Paket 121,250,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Penyediaan	Media	KIE	Program	
Kesehatan	Kerja	dan	Olahraga

97	Paket Adanya	Penyediaan	Media	KIE	Program	Kesehatan	
Kerja	dan	Olahraga

97	Paket 61,812,000 0

5	regional Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	tenaga	
kesehatan	Asuhan	gizi

22	Kab/kota Adanya	Peningkatan	Kapasitas	tenaga	kesehatan	
Asuhan	gizi

22	
Kab/kota

500,000,000 0

5	regional Terlaksananya	Peningkatan	kapasitas	Tatalaksana	
Anak	Gizi	Buruk	bagi	(dokter,	perawat,	gizi)	
dengan	komposisi	1:1:1	per	puskesmas	dan	
rumah	saki

22	Kab/kota Adanya	Peningkatan	kapasitas	Tatalaksana	Anak	
Gizi	Buruk	bagi	(dokter,	perawat,	gizi)	dengan	
komposisi	1:1:1	per	puskesmas	dan	rumah	saki

22	
Kab/kota

310,500,000 0

kota	kupang Terlaksananya	pengadaan	Sanitarian	kit	dan	
kaporit

1	Paket Terlaksananya	pengadaan	Sanitarian	kit	dan	
kaporit

1	Paket 150,000,000 0

Kabupaten	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka	dan	Kota	
Kupang

Tersedianya	Dukungan	Peralatan	Penunjang	di	
TFC

5	Kab/kota Adanya	Dukungan	Peralatan	Penunjang	di	TFC 5	Kab/kota 75,000,000 0

Kabupaten	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka	dan	Kota	
Kupang

Terlaksananya	pendampingan	teknis	oleh	Tim	
Ahli	(spesialis)	untuk	tata	laksana	anak	gizi	buruk	
di	Terapheutic	Feeding	Centre	(TFC)/Panti	Rawat	
Gizi

5	Kab/kota Adanya	pendampingan	teknis	oleh	Tim	Ahli	
(spesialis)	untuk	tata	laksana	anak	gizi	buruk	di	
Terapheutic	Feeding	Centre	(TFC)/Panti	Rawat	Gizi

5	Kab/kota 120,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	suplemen	gizi	(serbuk	
kelor)	bagi	balita	kurus	dan	Ibu	Hamil	KEK

1	Keg Adanya	Pengadaan	suplemen	gizi	(serbuk	kelor)	
bagi	balita	kurus	dan	Ibu	Hamil	KEK

1	Keg 500,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Distribusi	logistik	program	Kesmas	
(Provinsi	ke	Kabupaten)

22	Kab/kota Terlaksananya	Distribusi	logistik	program	Kesmas	
(Provinsi	ke	Kabupaten)

22	
Kab/kota

410,300,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pertemuan	berkala	evaluasi	
pemberian	Tablet	Tambah	Darah	rematri	di	
sekolah

4	Keg Adanya	Pertemuan	berkala	evaluasi	pemberian	
Tablet	Tambah	Darah	rematri	di	sekolah

4	Keg 20,000,000 0

22	kab/kota terlaksananya	Bimtek	dalam	rangka	Penguatan	
Intervensi:	-	Penanganan	Ibu	hamil	Kurang	Energi	
Kronis,	-	Penanganan	Balita	kurus,	-	Pengawasan	
pemberian	Tablet	Tambah	Darah	(TTD)	ibu	hamil	
dan	remaja	putri	-	Perbaikan	kualitas	data

22	Kab/kota Adanya	Bimtek	dalam	rangka	Penguatan	
Intervensi:	-	Penanganan	Ibu	hamil	Kurang	Energi	
Kronis,	-	Penanganan	Balita	kurus,	-	Pengawasan	
pemberian	Tablet	Tambah	Darah	(TTD)	ibu	hamil	
dan	remaja	putri	-	Perbaikan	kualitas	data

22	
Kab/kota

392,900,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Penguatan	Kapasitas	nakes	dalam	
Pelayanan	KB	Pasca	Salin	sesuai	metode	
kontrasepsi

22	Kab/kota Terlaksananya	Penguatan	Kapasitas	nakes	dalam	
Pelayanan	KB	Pasca	Salin	sesuai	metode	
kontrasepsi

22	
Kab/kota

320,500,000 0

22	kab/	kota erlaksananya	pelatihan	PMBA	bagi	Petugas	
Kab/Kota

22	Kab/kota Adanya	pelatihan	PMBA	bagi	Petugas	Kab/Kota 22	
Kab/kota

522,100,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	refreshing	supervisi	fasilitatif	
PMBA	bagi	nakes

22	Kab/kota Adanya	refreshing	supervisi	fasilitatif	PMBA	bagi	
nakes

22	
Kab/kota

498,000,000 0

kabupaten	Regional Terlaksananya	Penguatan	Kapasitas	nakes	dalam	
Tatalaksana	Bayi	Berat	Lahir	Rendah	dan	Asfiksia	
dalam	rangka	menurunkan	kematian	bayi

22	Kab/kota Adanya	Penguatan	Kapasitas	nakes	dalam	
Tatalaksana	Bayi	Berat	Lahir	Rendah	dan	Asfiksia	
dalam	rangka	menurunkan	kematian	bayi

22	
Kab/kota

425,000,000 0

kabupaten	Regional Terlaksananya	penguatan	intervensi	Nakes	
terhadap	pelaksanaan	Manajamen	Terpadu	Balita	
Sakit	(MTBS)

22	Kab/kota Adanya	penguatan	intervensi	Nakes	terhadap	
pelaksanaan	Manajamen	Terpadu	Balita	Sakit	
(MTBS)

22	
Kab/kota

367,000,000 0

Penguatan	Internal	dan	Eksternal	dalam	Upaya	
Penurunan	Kematian	Ibu	dan	Bayi	melalui	Audit	
Maternal	Perinatal	dan	Pemantaun	Wilayah	
Setempat	Kesehatan	Ibu	dan	Anak	ke	Kab/Kota

Penguatan	Internal	dan	Eksternal	dalam	Upaya	
Penurunan	Kematian	Ibu	dan	Bayi	melalui	Audit	
Maternal	Perinatal	dan	Pemantaun	Wilayah	
Setempat	Kesehatan	Ibu	dan	Anak	ke	Kab/Kota

22	Kab/kota adanya	Penguatan	Internal	dan	Eksternal	dalam	
Upaya	Penurunan	Kematian	Ibu	dan	Bayi	melalui	
Audit	Maternal	Perinatal	dan	Pemantaun	Wilayah	
Setempat	Kesehatan	Ibu	dan	Anak	ke	Kab/Kota

22	
Kab/kota

218,700,000 0

kota	kupang Penyusunan	Grand	Strategy	Penurunan	Kematian	
Ibu	dan	Bayi

1	Keg adanya	Penyusunan	Grand	Strategy	Penurunan	
Kematian	Ibu	dan	Bayi

1	Keg 40,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Sosialisasi	dan	Advokasi	tentang	
1000	Hari	Pertama	Kehidupan

22	Kab/kota Adanya	Sosialisasi	dan	Advokasi	tentang	1000	Hari	
Pertama	Kehidupan

22	
Kab/kota

275,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Penguatan	koordinasi	dalam	
pelaksanaan	UKS	Terintegrasi	Tablet	Tambah	
Darah	Remaja	Putri,	Kesehatan	Reproduksi	dan	
Gizi	di	22	Kab/Kota

22	Kab/kota Adanya	Penguatan	koordinasi	dalam	pelaksanaan	
UKS	Terintegrasi	Tablet	Tambah	Darah	Remaja	
Putri,	Kesehatan	Reproduksi	dan	Gizi	di	22	
Kab/Kota

22	
Kab/kota

197,100,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Monitoring	Pelaksanaan	Dak	Non	
Fisik	(Stunting,	Bok,	Akreditasi	Rs/Puskesmas,	
Jampersal	Dll)	Di	Kabupaten/Kota

1	Kali adanya	Monitoring	Pelaksanaan	Dak	Non	Fisik	
(Stunting,	Bok,	Akreditasi	Rs/Puskesmas,	Jampersal	
Dll)	Di	Kabupaten/Kota

1	Kali 251,407,000 0

kota	kupang Terlaksanaya	Pertemuan	Advokasi	Manajemen	
Ukm	Tersier

1	Kali Adanya	Pertemuan	Advokasi	Manajemen	Ukm	
Tersier

1	Kali 342,985,500 0

kota	kupang Terlaksananya	Rakorkesda	Tk.	Provinsi	NTT 1	Kali Adanya	Rakorkesda	Tk.	Provinsi	NTT 1	Kali 540,000,000 0
22	kab/kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	

perencanaan	dan	penganggaran	terpadu	di	
Kab/Kota

1	Kali adanya	Monitoring	dan	Evaluasi	perencanaan	dan	
penganggaran	terpadu	di	Kab/Kota

1	Kali 409,421,400 0

jakarta Konsultasi	Penyusunan/Pelaksanaan	Dak	Non	
Fisik	(Stunting,	Bok,	Akreditasi	Rs/Puskesmas,	
Jampersal	Dll)	Ke	Pusat

4	Kali adanya	Konsultasi	Penyusunan/Pelaksanaan	Dak	
Non	Fisik	(Stunting,	Bok,	Akreditasi	Rs/Puskesmas,	
Jampersal	Dll)	Ke	Pusat

4	Kali 82,359,000 0

kota	kupang Rakontek	Dukungan	Upaya	Percepatan	
Pencapaian	SPM

1	Kali adanya	Rakontek	Dukungan	Upaya	Percepatan	
Pencapaian	SPM

1	Kali 588,190,000 0

22	kab/kota	dan	jakarta Terlaksanaya	Pertemuan	Konsolidasi	
Perencanaan	Dana	DAK	Fisik	dan	Non	Fisik	di	22	
Kab/Kota	dan	ke	Pusat

1	Kali Adanya	Pertemuan	Konsolidasi	Perencanaan	Dana	
DAK	Fisik	dan	Non	Fisik	di	22	Kab/Kota	dan	ke	
Pusat

1	Kali 6,464,910,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Penguatan	intervensi	Pencegahan	
Penularan	Penyakit	dari	Ibu	ke	Anak	(PPIA)

22	Kab/kota Adanya	Penguatan	intervensi	Pencegahan	
Penularan	Penyakit	dari	Ibu	ke	Anak	(PPIA)

22	
Kab/kota

363,400,000 0

10	kabupaten Terlaksananya	Peningkatan	kapasitas	pengelola	
program	KIA	dalam	Perencanaan	Terpadu	
Kesehatan	Ibu	dan	Anak	(PT-KIA)

10	Kabupaten Adanya	Peningkatan	kapasitas	pengelola	program	
KIA	dalam	Perencanaan	Terpadu	Kesehatan	Ibu	
dan	Anak	(PT-KIA)

10	
Kabupaten

343,500,000 0

kabupaten	regional Terlaksananya	Orientasi	Tenaga	Kesehatan	dalam	
Pencegahan	bahaya	kehamilan	melalui	program	
P4K

240	Orang Adanya	Orientasi	Tenaga	Kesehatan	dalam	
Pencegahan	bahaya	kehamilan	melalui	program	
P4K

240	Orang 250,000,000 0

kota	kupang MANAJEMEN	DAK	NON	FISIK 1	Paket ADANYA	MANAJEMEN	DAK	NON	FISIK 1	Paket 4,575,000,000 0
Kab.	Manggarai	Barat Terlaksananya	Pemantauan	dan	

penanggulangan/investigasi	Saat	KLB	penyakit	
menular	potensi	wabah	dan	krisis	kesehatan	
Akibat	Bencana

22	Kab/kota Terpantaunya	dan	tertanggulanginya/investigasi	
Saat	KLB	penyakit	menular	potensi	wabah	dan	
krisis	kesehatan	Akibat	Bencana

22	
Kab/kota

250,000,000 0

Region	Floresta	I	(Manggarai,	Mabar,	Matim,	
Ngada)

Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Tim	Gerak	
Cepat	(TGC)	investigasi/penyelidikan	
epidemiologi	dalam	penanggulangan	wabah/KLB	
dan	Krisis	Kesehatan	Akibat	Bencana

4	Kabupaten Meningkatnya	Kapasitas	Tim	Gerak	Cepat	(TGC)	
investigasi/penyelidikan	epidemiologi	dalam	
penanggulangan	wabah/KLB	dan	Krisis	Kesehatan	
Akibat	Bencana

4	
Kabupaten

197,555,500 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	Koordinasi	Surveilans	
Aktif	Rumah	Sakit	dalam	pelaporan	Sistem	
Kewaspadaan	Dini	dan	Respon	Penyakit	Potensial	
Wabah/KLB	dan	Krisis	Kesehatan	Akibat	Bencana

22	Kab/kota Meningkatnya	Koordinasi	Surveilans	Aktif	Rumah	
Sakit	dalam	pelaporan	Sistem	Kewaspadaan	Dini	
dan	Respon	Penyakit	Potensial	Wabah/KLB	dan	
Krisis	Kesehatan	Akibat	Bencana

22	
Kab/kota

125,234,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Asistensi	Teknis	Aplikasi	Sistem	
Kewaspadaan	Dini	dan	Respon	Penyakit	Potensial	
Wabah/	KLB	dan	Krisis	Kesehatan	Akibat	Bencana

22	Kab/kota Terlaksananya	Asistensi	Teknis	Aplikasi	Sistem	
Kewaspadaan	Dini	dan	Respon	Penyakit	Potensial	
Wabah/	KLB	dan	Krisis	Kesehatan	Akibat	Bencana

22	
Kab/kota

110,478,000 0

9	Kab	:	Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	
Nagekeo,	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

Terlaksananya	Peningkatan	Koordinasi	
Pembentukan	Rabies	Center	di	Kabupaten	
Endemis

9	Kabupaten Meningkatnya	Koordinasi	Pembentukan	Rabies	
Center	di	Kabupaten	Endemis

9	
Kabupaten

55,000,000 0

9	Kab	:	Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	
Nagekeo,	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

Terlaksananya	Distribusi	Vaksin	Anti	Rabies	dari	
Pusat	ke	Provinsi,	dari	provinsi	ke	9	Kabupaten	
Endemis	Rabies.

4	Kali Terdistribusinya	Vaksin	Anti	Rabies	dari	Pusat	ke	
Provinsi,	dari	provinsi	ke	9	Kabupaten	Endemis	
Rabies.

4	Kali 65,000,000 0

9	Kab	:	Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	
Nagekeo,	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

Terlaksananya	Peningkatan	Koordinasi	
Penanggulangan	dengan	Pendekatan	"One	
Health"	Lintas	Sektor	Tingkat	Provinsi

9	Kabupaten Meningkatnya	Koordinasi	Penanggulangan	dengan	
Pendekatan	"One	Health"	Lintas	Sektor	Tingkat	
Provinsi

9	
Kabupaten

50,000,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengadaan	Logistik	Pendukung	
Kegiatan	DBD	(	Alat,	Bahan,)

22	Kab/kota Terlaksananya	Pengadaan	Logistik	Pendukung	
Kegiatan	DBD	(	Alat,	Bahan,)

22	
Kab/kota

11,593,212,375 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	petugas	
Kesehatan	dalam	Tatalaksana	DBD	di	22	
Kabupaten/Kota

22	Kab/kota Meningkatnya	Kapasitas	petugas	Kesehatan	dalam	
Tatalaksana	DBD	di	22	Kabupaten/Kota

22	
Kab/kota

580,308,500 0

Regional	I	di	Kota	Kupang	Regional	II	di	
Kab.SBD,	Regional	III	di	Kab.	Nagekeo	dan	
Reginal	IV	di	Kab.	Ende

Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Tenaga	
Kesehatan	dalam	pengoperasian	mesin	fogging	
untuk	penanggulangan	DBD

110	Orang Meningkatnya	Kapasitas	Tenaga	Kesehatan	dalam	
pengoperasian	mesin	fogging	untuk	
penanggulangan	DBD

110	Orang 398,088,750 0

22	kab/kota Terlaksananya	kegiatan	pengadaan	bahan	
material	reagent	dan	bahan	pendukung	
laboratorium	lainnya	untuk	pemeriksaan	telur	
cacing	pada	feses	(KIT	Kato	Katz)

404	Paket Terlaksananya	kegiatan	pengadaan	bahan	material	
reagent	dan	bahan	pendukung	laboratorium	
lainnya	untuk	pemeriksaan	telur	cacing	pada	feses	
(KIT	Kato	Katz)

404	Paket 808,000,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Peningkatan	kapasitas	petugas	
Laboratorium	Kabupaten	dalam	Pemeriksaan	
Kecacingan	metode	Kato	Katz

25	Orang Meningkatnya	kapasitas	petugas	Laboratorium	
Kabupaten	dalam	Pemeriksaan	Kecacingan	metode	
Kato	Katz

25	Orang 268,570,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Tenaga	
Kesehatan	dalam	Tatalaksana	Malaria	pada	Ibu	
Hamil	sesuai	standar	di	Kabupaten	Endemis	
Malaria

4	Kabupaten Meningkatnya	Kapasitas	Tenaga	Kesehatan	dalam	
Tatalaksana	Malaria	pada	Ibu	Hamil	sesuai	standar	
di	Kabupaten	Endemis	Malaria

4	
Kabupaten

153,300,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Tenaga	
Mikroskopis	melalui	panel	test	malaria

4	Kabupaten Meningkatnya	Kapasitas	Tenaga	Mikroskopis	
melalui	panel	test	malaria

4	
Kabupaten

146,800,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Pelatihan	Participatory	Learning	
and	Action	(PLA)	Malaria	bagi	Anggota	Saka	Bakti	
Husada	di	Kabupaten	Endemis	Malaria

5	Kabupaten Terlatihnya	Participatory	Learning	and	Action	(PLA)	
Malaria	bagi	Anggota	Saka	Bakti	Husada	di	
Kabupaten	Endemis	Malaria

5	
Kabupaten

261,600,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Pertemuan	Penyusunan	dan	
Sosialisasi	Pedoman	Surveilans	Migrasi	Malaria	
Tingkat	Provinsi	NTT

1	Dokumen Tersusun	dan	Tersosialisasinya	Pedoman	
Surveilans	Migrasi	Malaria	Tingkat	Provinsi	NTT

1	Dokumen 89,100,000 0

21	Kab/Kota Terlaksananya	Peningkatan	koordinasi	
pencapaian	eliminasi	malaria	bagi	stakeholder	di	
kabupaten/kota	persiapan	eliminasi	malaria

4	Kab/kota Meningkatnya	koordinasi	pencapaian	eliminasi	
malaria	bagi	stakeholder	di	kabupaten/kota	
persiapan	eliminasi	malaria

4	Kab/kota 51,100,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	Koordinasi	Tim	
Advokasi	Eliminasi	Malaria	Tingkat	Provinsi	NTT

4	Kali Terkoordinasinya	Tim	Advokasi	Eliminasi	Malaria	
Tingkat	Provinsi	NTT

4	Kali 2,000,000 0

1.01 02 15 01 Peningkatan	kesehatan	masyarakat

1.01 02 15 02 Pencegahan	dan	pengendalian	penyakit
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22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	kapasitas	Petugas	
dalam	Pelaksanaan	Triple	Eliminasi

22	Kab/kota Meningkatnya	kapasitas	Petugas	dalam	
Pelaksanaan	Triple	Eliminasi

22	
Kab/kota

648,880,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Supervisi	Fasilitatif	Untuk	
Pencatatan	dan	Pelaporan	PPIA

22	Kab/kota Terlaksananya	Supervisi	Fasilitatif	Untuk	
Pencatatan	dan	Pelaporan	PPIA

22	
Kab/kota

220,403,300 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	Evaluasi	Penularan	
Penyakit	HIV,	Sipillis	dan	Hepatitis	B	dari	Ibu	ke	
Anak	(PPIA)	(stunting)

22	Kab/kota Terevaluasinya	Penularan	Penyakit	HIV,	Sipillis	dan	
Hepatitis	B	dari	Ibu	ke	Anak	(PPIA)	(stunting)

22	
Kab/kota

198,862,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	Koordinasi	Lintas	
Sektor	terkait	sebagai	upaya	deteksi	dini	dan	
penanggulangan	penyakit	bagi	migran

1	Kali Terkoordinasinya	Lintas	Sektor	terkait	sebagai	
upaya	deteksi	dini	dan	penanggulangan	penyakit	
bagi	migran

1	Kali 1,950,000 0

3	kabupaten Terlaksananya	Asistensi	Teknis	Laboratorium	
Intermediate	Daratan	Flores	dan	Sumba

4	Keg Terlaksananya	Asistensi	Teknis	Laboratorium	
Intermediate	Daratan	Flores	dan	Sumba

4	Keg 61,080,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Peningkatan	kapasitas	masyarakat	
dalam	TOSS	TB	(Kepala	desa,	Kader,	Tim	PKK	dll)	
melalui	PLA

75	Orang Meningkatnya	kapasitas	masyarakat	dalam	TOSS	
TB	(Kepala	desa,	Kader,	Tim	PKK	dll)	melalui	PLA

75	Orang 73,855,000 0

9	Kab	:	Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	
Nagekeo,	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

Terlaksananya	Monitoring	Penanggulangan	
Rabies	Di	Kabupaten	Endemis

9	Kabupaten Termonitoringnya	Penanggulangan	Rabies	Di	
Kabupaten	Endemis

9	
Kabupaten

48,300,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	advokasi	
penanggulangan	TBC	di	tingkat	Provinsi

1	Kali Meningkatnya	Kapasitas	advokasi	penanggulangan	
TBC	di	tingkat	Provinsi

1	Kali 265,000,000 0

Kab.	Belu.	Kab/	Malaka,	Kab.	TTU	dan	Kab.	
Kupang

Terlaksananya	Pertemuan	Peningkatan	
Koordinasi	Pengendalian	Malaria	di	4	Kabupaten	
Perbatasan	Indonesia	-	Republic	Demokratik	
Timor	Leste

1	Kali Meningkatnya	Koordinasi	Pengendalian	Malaria	di	
4	Kabupaten	Perbatasan	Indonesia	-	Republic	
Demokratik	Timor	Leste

1	Kab/kota 92,800,000 0

Sikka,	Ende,	Manggarai,	Sumba	Timur,	Ngada Terlaksananya	Pertemuan	Penyusunan	Rencana	
Kontijensi	Kesiapsiagaan	Penanggulangan	
Kedaruratan	Kesehatan	Masyarakat	(KKM)	
berpotensi	KLB/Wabah

56	Orang Terlaksananya	Pertemuan	Penyusunan	Rencana	
Kontijensi	Kesiapsiagaan	Penanggulangan	
Kedaruratan	Kesehatan	Masyarakat	(KKM)	
berpotensi	KLB/Wabah

56	Orang 170,898,000 0

Malaka,Manggarai	Barat,	Manggarai	Timur,	
Lembata,	Sumba	Barat,	Sumba	Timur,	Sumba	
Barat	Daya,	Sumba	Tengah,	Rote	Ndao,	Sabu	
Raijua,	Nagekeo

Trlaksana	Assesment	Manajemen	Kapasitas	
Daerah	Penerapan	Manajemen	Penanggulangan	
Krisis	Kesehatan

12	Kab/kota Trlaksana	Assesment	Manajemen	Kapasitas	Daerah	
Penerapan	Manajemen	Penanggulangan	Krisis	
Kesehatan

12	
Kab/kota

104,400,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Evaluasi	Kegiatan	Pasca	KLB	
Penyakit	Menular	Potensial	Wabah	dan	Krisis	
Kesehatan	Akibat	Bencana

22	Kab/kota Terlaksananya	Evaluasi	Kegiatan	Pasca	KLB	
Penyakit	Menular	Potensial	Wabah	dan	Krisis	
Kesehatan	Akibat	Bencana

22	
Kab/kota

194,660,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Bimbingan	teknis	penguatan	dan	
tatalaksana	kasus	oleh	Tim	penanganan	KLB	
dalam	gedung	(Medis,Paramedisdan	
laboratorium	)

12	Keg Terlaksananya	Bimbingan	teknis	penguatan	dan	
tatalaksana	kasus	oleh	Tim	penanganan	KLB	dalam	
gedung	(Medis,Paramedisdan	laboratorium	)

12	Keg 200,640,000 0

6	Kab/Kota Terlaksananya	Table	Top	Exercise	dan	Gladi	
Renkon	KLB	DBD

6	Kab/kota Terlaksananya	Table	Top	Exercise	dan	Gladi	
Renkon	KLB	DBD

6	Kab/kota 200,000,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Rencana	Kontijensi	
KLB	Penyakit	DBD

1	Kab/kota Tersusunnya	Rencana	Kontijensi	KLB	Penyakit	DBD 1	Kab/kota 100,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Supervisi	
Supportif	Prog.	Imunisasi

22	Kab/kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Supervisi	
Supportif	Prog.	Imunisasi

22	
Kab/kota

188,164,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	Peningkatan	
Koordinasi	Web	Keamanan	Vaksin	Tk.	Prov

1	Keg Meningkatnya	Peningkatan	Koordinasi	Web	
Keamanan	Vaksin	Tk.	Prov

1	Keg 103,834,000 0

22	kab/kota Kapasitas	Pelaksanaan	Imunisasi	Back	Lock	
Figthing	dan	Drop	Out	Follow	Up	
Imunisasi/Sweeping	Sasaran	Imunisasi	di	Tingkat	
Kabupaten/Kota

7	Kab/kota Meningkatnya	Kapasitas	Pelaksanaan	Imunisasi	
Back	Lock	Figthing	dan	Drop	Out	Follow	Up	
Imunisasi/Sweeping	Sasaran	Imunisasi	di	Tingkat	
Kabupaten/Kota

7	Kab/kota 72,100,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Tenaga	
Kesehatan	untuk	meningkatkan	cakupan	
Imunisasi	Dasar	Lengkap	(IDL)	Imunisasi	Rutin

1	Keg Meningkatnya	Kapasitas	Tenaga	Kesehatan	untuk	
meningkatkan	cakupan	Imunisasi	Dasar	Lengkap	
(IDL)	Imunisasi	Rutin

1	Keg 208,620,000 0

Kab.	TTS,	Kab.	TTU,	Kab.	Belu,	Kab.	Malaka Terlaksananya	Peningkatan	Koordinasi	Peran	
serta	Kab/Kota	dalam	pencapaian	program	
imunisasi

4	Kabupaten Meningkatnya	Koordinasi	Peran	serta	Kab/Kota	
dalam	pencapaian	program	imunisasi

4	
Kabupaten

65,760,000 0

22	kab/kotaTerlaksananya	Assesment	
Kesehatan	Jiwa	di	Kabupaten/Kota	bagi	5	
Kab/Kota

Terlaksananya	Assesment	Kesehatan	Jiwa	di	
Kabupaten/Kota	bagi	5	Kab/Kota

18	Kali Terlaksananya	Assesment	Kesehatan	Jiwa	di	
Kabupaten/Kota	bagi	5	Kab/Kota

18	Kali 150,000,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Advokasi	&	sosialisasi	Tingkat	
provinsi	:	Gubernur,	LSM,	Dinkes,	Dinas	Terkait,	
Universitas,	STIKES,	POLTEKES,	TOMAS,	TOGA,

1	Kali Terlaksananya	Advokasi	&	sosialisasi	Tingkat	
provinsi	:	Gubernur,	LSM,	Dinkes,	Dinas	Terkait,	
Universitas,	STIKES,	POLTEKES,	TOMAS,	TOGA,

1	Kali 175,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Pengadaan	Kit	Posbindu	Utama 75	Paket Terlaksananya	Pengadaan	Kit	Posbindu	Utama 75	Paket 750,000,000 0
22	kab/kota Terlaksananya	Assesment	Posbindu	bagi	15	

Kabupaten
4	Kabupaten Terlaksananya	Assesment	Posbindu	bagi	15	

Kabupaten
4	
Kabupaten

95,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Pengadaan	Crioterapi 22	Buah Terlaksananya	Pengadaan	Crioterapi 22	Buah 1,980,000,000 0
22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	koordinasi	

pengendalian	penyakit	tidak	menular	melalui	
Posbindu	PTM	bagi	Stake	holder	kabupaten/kota

13	Kab/kota Meningkatnya	koordinasi	pengendalian	penyakit	
tidak	menular	melalui	Posbindu	PTM	bagi	Stake	
holder	kabupaten/kota

13	
Kab/kota

180,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	koordinasasi	
pengendalian	kanker	pada	wanita	melalui	Deteksi	
dini	IVA

13	Kab/kota Meningkatnya	koordinasasi	pengendalian	kanker	
pada	wanita	melalui	Deteksi	dini	IVA

13	
Kab/kota

150,000,000 0

8	kabupaten Terlaksananya	Pelatihan	deteksi	dini	kanker	
payudara	dengan	metode	SADANIS	dan	kanker	
leher	rahim	dengan	metode	IVA	bagi	dokter	dan	
bidan	Tingkat	Provinsi	NTT

50	Orang Terlatihnya	deteksi	dini	kanker	payudara	dengan	
metode	SADANIS	dan	kanker	leher	rahim	dengan	
metode	IVA	bagi	dokter	dan	bidan	Tingkat	Provinsi	
NTT

50	Orang 245,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	kapasitas	tenaga	
kesehatan	dalam	tatalaksana	penyakit	diare	di	22	
Kabupaten/Kota

22	Kab/kota Meningkatnya	kapasitas	tenaga	kesehatan	dalam	
tatalaksana	penyakit	diare	di	22	Kabupaten/Kota

22	
Kab/kota

402,053,750 0

22	kab/kota Terlaksananya	Asistensi	Teknis	Persiapan	
Eliminasi	Kusta

1	Kali Terasistensinya	Teknis	Persiapan	Eliminasi	Kusta 1	Kali 260,085,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	Petugas	
Kesehatan	di	Daerah	Endemis/Riwayat	Frambusia

1	Kali Meningkatnya	Kapasitas	Petugas	Kesehatan	di	
Daerah	Endemis/Riwayat	Frambusia

1	Kali 228,500,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Monev	Pelayanan	Darah	di	RS	dan	
UTD

22	Unit Adanya	Monev	Pelayanan	Darah	di	RS	dan	UTD 22	Unit 120,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Dukungan	operasional	terhadap	
BPRS	Provinsi

12	Bulan Adanya	Dukungan	operasional	terhadap	BPRS	
Provinsi

12	Bulan 260,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Supervisi	dan	monev	Tim	BPRS	ke	
semua	RSUD

22	Kab/kota Adanya	Supervisi	dan	monev	Tim	BPRS	ke	semua	
RSUD

22	
Kab/kota

160,000,000 0

jakarta Terlaksananya	Koordinasi	dan	konsultasi	tim	
BPRS	ke	pusat

2	Kali Adanya	Koordinasi	dan	konsultasi	tim	BPRS	ke	
pusat

2	Kali 50,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pelatihan	Pelayanan	Darah	bagi	
petugas	UTD	dan	Bank	darah	di	RS

22	Unit Adanya	Pelatihan	Pelayanan	Darah	bagi	petugas	
UTD	dan	Bank	darah	di	RS

22	Unit 250,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	Helikopter	Ambulans 1	Unit Adanya	Pengadaan	Helikopter	Ambulans 1	Unit 0 0
kota	kupang Terlaksananya	Pertemuan	persiapan	dan	evaluasi	

pelayanan	Flying	Health	care
2	Kali Adanya	Pertemuan	persiapan	dan	evaluasi	

pelayanan	Flying	Health	care
2	Kali 0 0

kota	kupang Terlaksananya	Launching	Public	Safety	Center	
119	Provinsi	NTT

1	Kali Adanya	Launching	Public	Safety	Center	119	
Provinsi	NTT

1	Kali 0 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Peningkatan	Akses	Pelayanan	
Kesehatan	Bergerak	di	Puskesmas	di	DTPK	
melalui	Pelayanan	Kesehatan	Terpadu	oleh	Tim	
Kesehatan	Provinsi

1	Unit Adanya	Peningkatan	Akses	Pelayanan	Kesehatan	
Bergerak	di	Puskesmas	di	DTPK	melalui	Pelayanan	
Kesehatan	Terpadu	oleh	Tim	Kesehatan	Provinsi

7	Unit 0 0

22	kab/kota Terlaksananya	Peningkatan	Akses	Pelayanan	
Kesehatan	Bergerak	di	Puskesmas	di	DTPK	
melalui	Pelayanan	Kesehatan	Terpadu	oleh	Tim	
Kesehatan	Provinsi

7	Unit Adanya	Peningkatan	Akses	Pelayanan	Kesehatan	
Bergerak	di	Puskesmas	di	DTPK	melalui	Pelayanan	
Kesehatan	Terpadu	oleh	Tim	Kesehatan	Provinsi

7	Unit 373,648,500 0

kota	kupang Tersedianya	Operasional	Ambulance	untuk	Public	
Safety	Center	119	untuk	mendukung	FHC	di	
Provinsi	NTT

1	Kali Adanya	Operasional	Ambulance	untuk	Public	
Safety	Center	119	untuk	mendukung	FHC	di	
Provinsi	NTT

1	Kali 0 0

provinsi	dan	kab/kota Terlaksananya	Pengadaan	Ambulance	untuk	
Public	Safety	Center	119	untuk	mendukung	FHC	
di	Provinsi	NTT

1	Unit Adanya	Pengadaan	Ambulance	untuk	Public	Safety	
Center	119	untuk	mendukung	FHC	di	Provinsi	NTT

1	Unit 0 0

luar	provinsi Terlaksananya	Koordinasi	ke	Luar	Provinsi	terkait	
Program	Public	Safety	Center	119	di	Provinsi	NTT

2	Kali Adanya	Koordinasi	ke	Luar	Provinsi	terkait	Program	
Public	Safety	Center	119	di	Provinsi	NTT

2	Kali 0 0

kota	kupang Terlaksananya	Rapat	Perencanaan	dan	Evaluasi	
untuk	Program	Public	Safety	Center	119	untuk	
mendukung	FHC	di	Provinsi	NTT

4	Kali Adanya	Rapat	Perencanaan	dan	Evaluasi	untuk	
Program	Public	Safety	Center	119	untuk	
mendukung	FHC	di	Provinsi	NTT

4	Kali 0 0

22	kab/kota Terlaksananya	Pendampingan	Pasca	Akreditasi	
FKTP

22	Kab/kota Adanya	Pendampingan	Pasca	Akreditasi	FKTP 22	
Kab/kota

116,180,000 0

6	RS	rujukan Terlaksananya	Operasional	Sarpras	SISRUTE 6	Paket Adanya	Operasional	Sarpras	SISRUTE 6	Paket 500,000,000 0
22	kab/kota Terlaksananya	Bimbingan	Teknis	Akreditasi	FKTP 22	Kab/kota Terlaksananya	Bimbingan	Teknis	Akreditasi	FKTP 22	

Kab/kota
587,840,500 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Rapat	Perencanaan	dan	Evaluasi	
Universal	Health	Coverage

22	Kab/kota Adanya	Rapat	Perencanaan	dan	Evaluasi	Universal	
Health	Coverage

22	
Kab/kota

346,033,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Penataan	Manajemen,	
Perencanaan,	Penganggaran,	Pelaksanaan	
Monitoring	dan	Evaluasi	di	RS

1	Kali Adanya	Penataan	Manajemen,	Perencanaan,	
Penganggaran,	Pelaksanaan	Monitoring	dan	
Evaluasi	di	RS

1	Kali 120,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pembinaan	pemberi	pelayanan	
kesehatan	yang	optimal	bagi	penduduk	miskin	di	
kelas	III	RS	penyelenggara	JKN

51	Orang Adanya	Pembinaan	pemberi	pelayanan	kesehatan	
yang	optimal	bagi	penduduk	miskin	di	kelas	III	RS	
penyelenggara	JKN

51	Orang 120,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Monev	pelaksanaan	JKN/KIS	
Provinsi	ke	semua	RS

51	Unit Adanya	Monev	pelaksanaan	JKN/KIS	Provinsi	ke	
semua	RS

51	Unit 120,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Peningkatan	Kemampuan	
pengelola	program	dalam	rangka	JKN

22	Orang Adanya	Peningkatan	Kemampuan	pengelola	
program	dalam	rangka	JKN

22	Orang 80,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pertemuan	Sosialisasi	dan	
Advokasi	Pelayanan	Telemedicine	bagi	RSUD	dan	
Pemda	Kab/Kota

1	Kali Adanya	Pertemuan	Sosialisasi	dan	Advokasi	
Pelayanan	Telemedicine	bagi	RSUD	dan	Pemda	
Kab/Kota

1	Kali 200,000,000 0

1.01 02 15 03 Pelayanan	kesehatan

1.01 02 15 02 Pencegahan	dan	pengendalian	penyakit
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RSUP Terlaksananya	Dukungan	pendirian	RSUP 1	Paket Terlaksananya	Dukungan	pendirian	RSUP 1	Paket 350,000,000 0
jakarta Terlaksananya	Konsultasi	program	yankes	ke	

pusat	dalam	rangka	pembangunan	rumah	sakit	
umum	vertik

4	Kali Adanya	Konsultasi	program	yankes	ke	pusat	dalam	
rangka	pembangunan	rumah	sakit	umum	vertik

4	Kali 80,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pemenuhan	Peralatan	untuk	
Penguatan	Rujukan	Regionalisasi	dalam	
mendukung	Flying	Health	Care

6	Paket Adanya	Pemenuhan	Peralatan	untuk	Penguatan	
Rujukan	Regionalisasi	dalam	mendukung	Flying	
Health	Care

6	Paket 0 0

RS	Rujukan	Regional Terlaksananya	Monev	dan	Bimtek	Pelayanan	
Flying	Health	Care	di	RSUD

1	Kali adanya	Monev	dan	Bimtek	Pelayanan	Flying	Health	
Care	di	RSUD

1	Kali 0 0

RS	Rujukan	Regional Terlaksananya	Operasional	dan	pemeliharaan	
Helikopter	Ambulans	(paramedic,	pilot	&	crew)

12	Kasus Adanya	Operasional	dan	pemeliharaan	Helikopter	
Ambulans	(paramedic,	pilot	&	crew)

12	Kasus 0 0

6	RS	rujukan Terlaksanana	Pengadaan	Sarana	Prasarana	
SISRUTE

6	Paket Adanya	Pengadaan	Sarana	Prasarana	SISRUTE 6	Paket 3,000,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pertemuan	Sosialisasi	dan	
Advokasi	Pelayanan	Rujukan	Menggunakan	
Aplikasi	SISRUTE	(Sistem	Rujukan	Terpadu)	bagi	
RSUD	dan	Pemerintah	Kab/Kota

1	Kali Adanya	Pertemuan	Sosialisasi	dan	Advokasi	
Pelayanan	Rujukan	Menggunakan	Aplikasi	SISRUTE	
(Sistem	Rujukan	Terpadu)	bagi	RSUD	dan	
Pemerintah	Kab/Kota

1	Kali 220,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Kunjungan	dokter	spesialis	dalam	
rangka	yankes	rujukan	di	RS	rujukan	non	regional

14	Unit Adanya	Kunjungan	dokter	spesialis	dalam	rangka	
yankes	rujukan	di	RS	rujukan	non	regional

14	Unit 1,520,000,000 0

kota	kupang Tersedianya	Operasional	Pelayanan	Kesehatan	
Terapung

1	Paket Tersedianya	Operasional	Pelayanan	Kesehatan	
Terapung

1	Paket 0 0

kota	kupang Tersedianya	SDM	Pelayanan	Kesehatan	Terapung 1	Paket Tersedianya	SDM	Pelayanan	Kesehatan	Terapung 1	Paket 0 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	Pelayanan	Kesehatan	
terapung

1	Paket Terlaksananya	Pengadaan	Pelayanan	Kesehatan	
terapung

1	Paket 247,000,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Tinjauan	lapangan	terkait	
Pengadaan	Pelayanan	Kesehatan	terapung

2	Kali Adanya	Tinjauan	lapangan	terkait	Pengadaan	
Pelayanan	Kesehatan	terapung

2	Kali 0 0

kota	kupang Terlaksananya	Audiensi	terkait	Pelayanan	
Kesehatan	terapung

2	Kali Adanya	Audiensi	terkait	Pelayanan	Kesehatan	
terapung

2	Kali 0 0

RSJ	naimata	kupang Terlaksananya	Pengurusan	Perijinan	lingkungan	
dalam	rangka	pengadaan	IPAL

1	Paket adanya	Pengurusan	Perijinan	lingkungan	dalam	
rangka	pengadaan	IPAL

1	Paket 150,000,000 0

22	kab/kota Pembinaan	Asuhan	Mandiri	TOGA	melalui	
Pembuatan	tepung	Kelor	dan	Instan	Faloak

22	Kab/kota Adanya	Pembinaan	Asuhan	Mandiri	TOGA	melalui	
Pembuatan	tepung	Kelor	dan	Instan	Faloak

22	
Kab/kota

264,072,500 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	Tempat	Tidur	untuk	
Rumah	Sakit	Jiwa

50	Unit Adanya	Pengadaan	Tempat	Tidur	untuk	Rumah	
Sakit	Jiwa

50	Unit 1,438,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pertemuan	persiapan	Akreditasi	
RS	versi	SNARS

1	Kali Adanya	Pertemuan	persiapan	Akreditasi	RS	versi	
SNARS

1	Kali 200,000,000 0

kota	kupang Tersedianya	Operasional	SP3T	Provinsi	NTT 1	Paket Adanya	Operasional	SP3T	Provinsi	NTT 1	Paket 117,440,000 0
Kupang,	Kab.	Sumba	Timur,	Kab	Ende Terlaksananya	Pengambilan	dan	pemeriksaan	

sampel	darah	dan	urine	calon	mahasiswa/i	
kesehatan	di	NTT

12	Sekolah Adanya	Pengambilan	dan	pemeriksaan	sampel	
darah	dan	urine	calon	mahasiswa/i	kesehatan	di	
NTT

12	Sekolah 83,988,000 0

6	RS	RUJUKAN Terlaksananya	bimtek	Peningkatan	Pelayanan	
Kesehatan	Rujukan	Regional

1	Kali Adanya	bimtek	Peningkatan	Pelayanan	Kesehatan	
Rujukan	Regional

1	Kali 60,000,000 0

RSJ	NAIMATA	KUPANG Terlaksananya	Operasional	RSJ 1	Paket adanya	Operasional	RSJ 1	Paket 3,700,000,000 0
kota	kupang	(	RSJ	NAIMATA	) Terlaksananya	Pemenuhan	tenaga	Pelayanan	

Kesehatan	RSJ
50	Orang Adanya	Pemenuhan	tenaga	Pelayanan	Kesehatan	

RSJ
50	Orang 1,250,000,000 0

RS	JIWA	NAIMATA Terlaksananya	Penyediaan	kendaraan	Roda	2	dan	
roda-4	(khusus)

2	Unit Adanya	Penyediaan	kendaraan	Roda	2	dan	roda-4	
(khusus)

2	Unit 1,000,000,000 0

kota	kupang	RS	JIWA	NAIMATA Terlaksananya	Peningkatan	Kemampuan	dalam	
rangka	penguatan	SDM	dan	manajemen	RS	Jiwa

5	Kali Adanya	Peningkatan	Kemampuan	dalam	rangka	
penguatan	SDM	dan	manajemen	RS	Jiwa

5	Kali 280,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Penyediaan	gedung	RS	Jiwa 3	Paket Adanya	Penyediaan	gedung	RS	Jiwa 3	Paket 11,000,000,000 0
22	kab/	kota Terlaksananya	Bimtek	Pelaksanaan	Dana	Alokasi	

Khusus	(DAK)	Fisik	dan	Non	Fisik	Sub	Bidang	
Pelayanan	Kefarmasian

1	Kali adanya	Bimtek	Pelaksanaan	Dana	Alokasi	Khusus	
(DAK)	Fisik	dan	Non	Fisik	Sub	Bidang	Pelayanan	
Kefarmasian

1	Kali 197,416,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Bimtek	Penyaluran	Narkotika,	
Psikotropika,	Prekursor	dan	Obat	Keras	di	Sarana	
Pelayanan	Kesehatan

1	Kali adanya	Bimtek	Penyaluran	Narkotika,	Psikotropika,	
Prekursor	dan	Obat	Keras	di	Sarana	Pelayanan	
Kesehatan

1	Kali 197,416,000 0

kota	kupang Tersedianya	Biaya	Distribusi	Obat,	vaksin,	
perbekalan	kesehatan	dan	media	promosi	
kesehatan	ke	Kab/Kota

22	Kab/kota Adanya	Biaya	Distribusi	Obat,	vaksin,	perbekalan	
kesehatan	dan	media	promosi	kesehatan	ke	
Kab/Kota

22	
Kab/kota

400,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	Obat	dan	Bahan	Habis	
Pakai	Buffer	Stock	Provinsi

49	Paket Adanya	Pengadaan	Obat	dan	Bahan	Habis	Pakai	
Buffer	Stock	Provinsi

49	Paket 750,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Workshop	Pengendalian	
Penggunaan	Antimikroba	di	Rumah	Sakit

9	Kab/kota Adanya	Workshop	Pengendalian	Penggunaan	
Antimikroba	di	Rumah	Sakit

9	Kab/kota 186,305,000 0

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	Rote	Ndao,	
Sabu	Raijua,	Sumba	Timur,	Sumba	Tengah,	
Sumba	Barat,	Sumba	Barat	Daya,	TTU,	Belu,	
Malaka,	Alor,	Sikka,	Ende,	Nagekeo

Terlaksananya	Lokakarya	Manajemen	
Pengelolaan	Obat	bagi	Pengelola	Obat	di	
Puskesmas	dan	Rumah	Sakit

89	Orang Adanya	Lokakarya	Manajemen	Pengelolaan	Obat	
bagi	Pengelola	Obat	di	Puskesmas	dan	Rumah	Sakit

89	Orang 236,875,000 0

kota	kupang Terlaksananya	pengadaan	sarana	prasarana	
pendukung	kegiatan	instalasi	farmasi	provinsi	
(DAK	Reguler)

1	Paket Adanya	pengadaan	sarana	prasarana	pendukung	
kegiatan	instalasi	farmasi	provinsi	(DAK	Reguler)

1	Paket 150,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Rehabilitasi	instalasi	farmasi	
provinsi	(DAK	Reguler)

1	Paket adanya	Rehabilitasi	instalasi	farmasi	provinsi	(DAK	
Reguler)

1	Paket 250,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pembangunan	jalan/selasar	
instalasi	farmasi	provinsi	(DAK	Reguler)

1	Paket Adanya	Pembangunan	jalan/selasar	instalasi	
farmasi	provinsi	(DAK	Reguler)

1	Paket 100,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pertemuan	Jejaring	dalam	rangka	
peningkatan	kerjasama	dengan	Stakeholder	
Pengguna	jasa	Laboratorium	Kesehatan

75	Unit Adanya	Pertemuan	Jejaring	dalam	rangka	
peningkatan	kerjasama	dengan	Stakeholder	
Pengguna	jasa	Laboratorium	Kesehatan

75	Unit 14,500,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	Media	Promosi	Cetak	
rangka	promosi	UPT	Laboratorium	Kesehatan

1	Paket adanya	Pengadaan	Media	Promosi	Cetak	rangka	
promosi	UPT	Laboratorium	Kesehatan

1	Paket 125,375,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Perjalanan	Dinas	Dalam	Rangka	
Bimbingan	Teknis,	Advokasi	dan	Sosialisasi	jenis-
jenis	Layanan	Laboratorium	ke	Kabupaten

22	Kab/kota adanya	Perjalanan	Dinas	Dalam	Rangka	Bimbingan	
Teknis,	Advokasi	dan	Sosialisasi	jenis-jenis	Layanan	
Laboratorium	ke	Kabupaten

22	
Kab/kota

100,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Belanja	Perjalanan	Dinas	Dalam	
Rangka	Pemeriksaan	Laboratorium	Dalam	Rangka	
KLB/Bencana

22	Kab/kota Adanya	Belanja	Perjalanan	Dinas	Dalam	Rangka	
Pemeriksaan	Laboratorium	Dalam	Rangka	
KLB/Bencana

22	
Kab/kota

20,000,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Food	security	untuk	Presiden	dan	
Wakil	Presiden

22	Kab/kota adanya	Food	security	untuk	Presiden	dan	Wakil	
Presiden

22	
Kab/kota

20,000,000 0

22	kab/	kota terlaksananya	Kegiatan	On	The	Job	Trainning	
Malaria	dan	Perbaikan	Mikroskop	dalam	rangka	
Percepatan	Eliminasi	Malaria	NTT	di	22	Kab/Kota

22	Kab/kota Adanya	Kegiatan	On	The	Job	Trainning	Malaria	dan	
Perbaikan	Mikroskop	dalam	rangka	Percepatan	
Eliminasi	Malaria	NTT	di	22	Kab/Kota

22	
Kab/kota

198,000,000 0

Jakarta,	Bandung.	Surabaya,	Yogyakarta,	Bali Terlaksananya	Konsultasi	Laboratorium	
Kesehatan	ke	Kemenkes	dan	BBLK

1	Paket adanya	Konsultasi	Laboratorium	Kesehatan	ke	
Kemenkes	dan	BBLK

1	Paket 70,000,000 0

jakarta	dan	surabaya Terlaksananya	kursus,	pelatihan,	sosialisasi	dan	
bimbingan	Teknis	PNS	Biaya	kegiatan	PME	
Bakteri,	Serologi	dan	Parasit

1	Paket Adanya	kursus,	pelatihan,	sosialisasi	dan	
bimbingan	Teknis	PNS	Biaya	kegiatan	PME	Bakteri,	
Serologi	dan	Parasit

1	Paket 15,000,000 0

jakarta	dan	surabaya Terlaksananya	kursus,	pelatihan,	Belanja	kursus-
kursus	singkat/	pelatihan	Magang	Kultur	kuman	
TB	MDR,	Magang	Quality	Control,	magang	
Pemeriksaan	Limbah	dan	PMI	KimiA	Air,	Magang	
Sistem	Informasi	Laboratorium	Kesehatan

1	Unit Terlaksananya	kursus,	pelatihan,	Belanja	kursus-
kursus	singkat/	pelatihan	Magang	Kultur	kuman	TB	
MDR,	Magang	Quality	Control,	magang	
Pemeriksaan	Limbah	dan	PMI	KimiA	Air,	Magang	
Sistem	Informasi	Laboratorium	Kesehatan

1	Unit 108,284,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	peralatan	penunjang	
untuk	pemeriksaan	laboratorium	kesehatan

1	Paket Adanya	Pengadaan	peralatan	penunjang	untuk	
pemeriksaan	laboratorium	kesehatan

1	Paket 361,704,500 0

kota	kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	dan	Kalibrasi	alat	
laboratorium

1	Paket Adanya	Pemeliharaan	dan	Kalibrasi	alat	
laboratorium

1	Paket 100,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	peralatan	laboratorium	
Kesehatan

1	Paket Adanya	Pengadaan	peralatan	laboratorium	
Kesehatan

1	Paket 262,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pengadaan	Reagensia	dan	
Pemeriksaan	Sampel

1	Paket Adanya	Pengadaan	Reagensia	dan	Pemeriksaan	
Sampel

1	Paket 1,488,663,100 0

kota	kupang Terlaksananya	Pembangunan	Instalasi	
Pengelolaan	Air	Limbah	(	IPAL)	di	Laboratorium	
Kesehatan	Provinsi

1	Paket Adanya	Pembangunan	Instalasi	Pengelolaan	Air	
Limbah	(	IPAL)	di	Laboratorium	Kesehatan	Provinsi

1	Paket 1,500,000,000 0

KOTA	KUPANG DAK	FISIK	RUMAH	SAKIT	JIWA	NAIMATA 1	Paket ADANYA	DAK	FISIK	RUMAH	SAKIT	JIWA	NAIMATA 1	Paket 495,000,000 0
KOTA	KUPANG DAK	FISIK	INSTALSI	FARMASI 1	Paket DAK	FISIK	INSTALASI	FARMASI 1	Paket 82,000,000 0
kota	kupang pemantapan	mutu	eksternal 1	Paket adanya	pementapan	mutu	eksternal 1	Paket 15,000,000 0
kota	kupang penyelenggaraan	pemantapan	mutu	eksternal	

bagi	laboratorium	fasyankes	di	NTT
1	Paket adanya	enyelenggaraan	pemantapan	mutu	

eksternal	bagi	laboratorium	fasyankes	di	NTT
1	Paket 100,000,000 0

kota	kupang sampling	dan	pemeriksaan	pasien	PROLANIS	di	6	
puskesmas	di	kota	kupang

1	Paket adany	sampling	dan	pemeriksaan	pasien	PROLANIS	
di	6	puskesmas	di	kota	kupang

1	Paket 40,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Midwefery	Update 1	Kali Adanya	Pelatihan	Midwefery	Update 1	Kali 121,074,000 0
kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Penilai	Angka	Kredit 1	Kali Adanya	Pelatihan	Penilai	Angka	Kredit 1	Kali 154,374,000 0
kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Komunikasi	Perubahan	

Perilaku
30	Orang adanya	Pelatihan	Komunikasi	Perubahan	Perilaku 30	Orang 125,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Sanitasi	Total	Berbasis	
Masyarakat

30	Orang Adanya	Pelatihan	Sanitasi	Total	Berbasis	
Masyarakat

30	Orang 137,000,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Standarisasi	Manajemen	
Terpadu	Balita	Sakit

30	Orang Terlaksananya	Pelatihan	Standarisasi	Manajemen	
Terpadu	Balita	Sakit

30	Orang 143,224,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Kesehatan	Kerja	dan	
Olahraga

30	Orang Adanya	Pelatihan	Kesehatan	Kerja	dan	Olahraga 30	Orang 135,388,000 0

kota	kupang Terlaksananya	Pelatihan	Pelayanan	Kesehatan	
Lingkungan

30	Orang TAdanya	Pelatihan	Pelayanan	Kesehatan	
Lingkungan

30	Orang 140,349,000 0

22	kab/	kota	dan	jakarta Terlaksananya	Pemilihan	9	Jenis	Tenaga	
Kesehatan	Teladan	Puskesmas	(9	Nakes	Teladan	
Ttingkat	Provinsi	dan	9	Nakes	Teladan	Tingkat	
Nasional).

18	Dokumen adanya	Pemilihan	9	Jenis	Tenaga	Kesehatan	
Teladan	Puskesmas	(9	Nakes	Teladan	Ttingkat	
Provinsi	dan	9	Nakes	Teladan	Tingkat	Nasional).

18	
Dokumen

351,729,200 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Uji	Kompetensi.	Jabatan	
Fungsional	Kesehatan	yang	Naik	Jenjang	dan	
Inpasing

74	Dokumen Adanya	Uji	Kompetensi.	Jabatan	Fungsional	
Kesehatan	yang	Naik	Jenjang	dan	Inpasing

74	
Dokumen

245,513,000 0

22	kab/	kota	dan	jakarta Terlaksananya	Penetapan	Angka	Kredit	Jabatan	
Fungsional	kesehatan

1030	Dokumen Terlaksananya	Penetapan	Angka	Kredit	Jabatan	
Fungsional	kesehatan

1030	
Dokumen

17,811,100 0

1.01 02 15 04 Pengembangan	sumber	daya	manusia	kesehatan

1.01 02 15 03 Pelayanan	kesehatan
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22	kab/	kota	dan	juga	jakarta Terlaksananya	Pengurusan	STR,	STRTTK,	Surat	
Keterangan	Tugas	Praktik	dr.spesialis,	Surat	
Keterangan	Lolos	butuh/wajib	lapor	Apoteker

12860	Dokumen Adanya	Pengurusan	STR,	STRTTK,	Surat	Keterangan	
Tugas	Praktik	dr.spesialis,	Surat	Keterangan	Lolos	
butuh/wajib	lapor	Apoteker

1286	
Dokumen

67,868,600 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pendampingan	dan	Pengendalian	
serta	Pengawasan	Tenaga	Kesehatan	Strategis	
Nusantara	Sehat	di	Lokus	Puskesmas	Daerah	
Terpencil	Provinsi	Kepulauan	(DTPK).

22	Kab/kota Adanya	Pendampingan	dan	Pengendalian	serta	
Pengawasan	Tenaga	Kesehatan	Strategis	
Nusantara	Sehat	di	Lokus	Puskesmas	Daerah	
Terpencil	Provinsi	Kepulauan	(DTPK).

22	
Kab/kota

93,376,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Tenaga	
Kesehatan	PTT	Daerah,	Program	Intersip	Dokter	
Indonesia	(PIDI)	dan	Wajib	Kerja	Dokter	Spesialis	
(WKDS)	yang	ditempatkan	di	Fasyankes	RSUD/RS	
dan	Puskesmas.

22	Kab/kota Adanya	Monitoring	dan	Evaluasi	Tenaga	Kesehatan	
PTT	Daerah,	Program	Intersip	Dokter	Indonesia	
(PIDI)	dan	Wajib	Kerja	Dokter	Spesialis	(WKDS)	
yang	ditempatkan	di	Fasyankes	RSUD/RS	dan	
Puskesmas.

22	
Kab/kota

93,376,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pembayaran	Honor	Tenaga	
Kesehatan	PTT	Daerah	di	Puskesmas	se	Prov.NTT

574	Orang Adanya	Pembayaran	Honor	Tenaga	Kesehatan	PTT	
Daerah	di	Puskesmas	se	Prov.NTT

574	Orang 12,398,400,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pengangkatan	Honor	Tenaga	
Kesehatan	PTT	Daerah	di	Puskesmas	se	Prov.NTT

100	Orang Adanya	Pengangkatan	Honor	Tenaga	Kesehatan	
PTT	Daerah	di	Puskesmas	se	Prov.NTT

100	Orang 2,160,000,000 0

1.01 02 16 PROGRAM	NTT	SEJAHTERA Angka	penemuan	pasien	baru	TBC	BTA	
positif	(Case	Detection	Rate/	CDR)	TBC

65% 19,553,060,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Bantuan	jaminan	kesehatan	bagi	
penduduk	miskin	melalui	BPJS	kesehatan

22	Kab/kota Adanya	Bantuan	jaminan	kesehatan	bagi	penduduk	
miskin	melalui	BPJS	kesehatan

22	
Kab/kota

16,000,000,000 0

7	kabupaten	lokus	pariwisata Terlaksananya	Pemenuhan	Ambulance	(Gawat	
Darurat	untuk	Puskesmas	Pariwisata

7	Paket Adanya	Pemenuhan	Ambulance	(Gawat	Darurat	
untuk	Puskesmas	Pariwisata

7	Paket 2,811,900,000 0

22	kab/	kota Terlaksananya	Pelatihan	PPGD	untuk	Puskesmas	
Pariwisata

30	Orang adanya	Pelatihan	PPGD	untuk	Puskesmas	
Pariwisata

30	Orang 601,160,000 0

Lembata,	Alor,	Rote	Ndao,	Manggarai	Barat,	
Ende,	Malaka,	Sumba	Timur,	Sumba	Barat,	
Sumba	Barat	Daya

Terlaksananya	Pertemuan	Evaluasi	Program	
pelayanan	RSUD	dalam	mendukung	pelayanan	
fasilitas	kesehatan	di	daerah	wisata	(Ring	of	
Beauty)

1	Kali adanya	Pertemuan	Evaluasi	Program	pelayanan	
RSUD	dalam	mendukung	pelayanan	fasilitas	
kesehatan	di	daerah	wisata	(Ring	of	Beauty)

1	Kali 140,000,000 0

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 06 ADMINISTRASI	KEPENDUDUKAN	DAN	

PENCATATAN	SIPIL
1.02 06 15 PROGRAM	PENINGKATAN	AKSESIBILITAS	DAN	

KUALITAS	LAYANAN	KESEHATAN
Angka	penemuan	pasien	baru	TBC	BTA	
positif	(Case	Detection	Rate/	CDR)	TBC

65% 58,346,320 0

1.02 06 15 01 Kependudukan	dan	pencatatan	sipil kota	kupang Terlaksananya	rakor	dengan	pejabat	
kabupaten/kota

50	Orang Adanya	rakor	dengan	pejabat	kabupaten/kota 50	Orang 58,346,320 0

373,960,773,395 0

RSUD	Prof.	Dr.	W.Z.	JOHANNES	KUPANG

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,692,612,000 1,861,873,200

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	administrasi	surat	menyurat 12	Bulan Terkirimnya	surat	rumah	sakit	selama	12	bulan 100% 10,000,000 11,000,000
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	pembayaran	telepon	dan	

langganan	internet	;	Terlaksananya	pembayaran	
air	;	Terlaksananya	pembayaran	listrik

12	Bulan Operasional	Rumah	Sakit	Berjalan	Lancar 100% 1,200,000,000 1,320,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	pembayaran	pajak	kendaraan	
operasional	rumah	sakit	:	Kendaraan	Roda	6	;	
Kendaraan	Roda	4	;	Kendaraan	Roda	2

60	Unit Operasional	Rumah	Sakit	Berjalan	Lancar 100% 70,709,700 77,780,670

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Jumlah	orang	yang	mendapat	honor	pengelolaan	
APBD

30	Orang Pengelolaan	Keuangan	dan	Barang	Jasa	RS	Berjalan	
Lancar

100% 83,804,400 92,184,840

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Jumlah	Bahan	Cetak	Kesekretariatan	;	Jumlah	
Bahan	Cetak	Keuangan	;	Jumlah	Bahan	yang	
difotokopi	;	Jumlah	Jilid

53472	
Blok/Lembar

Operasional	Rumah	Sakit	Berjalan	Lancar 100% 34,500,000 37,950,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Jumlah	komponen	Instalasi	Listrik	yang	diadakan 138	
Buah/Unit/Roll

Operasional	Rumah	Sakit	Berjalan	Lancar 100% 13,000,000 14,300,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Jumlah	bacaan	kesehatan	diadakan	dan	Jumlah	
Koran

2	Paket Operasional	Rumah	Sakit	Berjalan	Lancar 100% 12,000,000 13,200,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Jumlah	bulan	ketersedianya	dana	untuk	
koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	daerah

12	Bulan Operasional	Rumah	Sakit	Berjalan	Lancar 100% 50,000,000 55,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Tersedianya	beras	Pegawai/	Barang	dinas	RS 12	Bulan Kepuasan	pelanggan	internal	rumah	sakit	terhadap	
beras	pegawai/barang	dinas	RS

100% 56,374,000 62,011,400

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang jumlah	bulan	ketersediaan	dana	untuk	
melakukan	koordinasi/tugas	lain	dalam	daerah

12	Bulan Terlaksananya	rakor/tugas	lain	dalam	daerah 100% 20,000,000 22,000,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Jumlah	orang	yang	mendapat	jaminan	sosial 177	Orang terlaksananya	jaminan	sosial	bagi	tenaga	rumah	
sakit

100% 142,223,900 156,446,290

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 9,646,000 10,610,600

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor RSUD	PROF.	DR.	W.Z.	JOHANNES	KUPANG Jumlah	Perlengkapan	Gedung	Kantor	yang	
diadakan

5	Buah Kepuasan	Pelanggan	Rumah	Sakit 80% 9,646,000 10,610,600

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 7,249,000 7,973,900

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

RSUD	PROF.	DR.W.Z.JOHANNES	KUPANG Tersedianya	Pengelolaan	Informasi	Publik 12	Bulan Meningkatnya	Informasi	Publik 100% 3,000,000 3,300,000

0.00 00 06 02 Penyusunan	pelaporan	keuangan	akhir	tahun RSUD	PROF.	DR.W.Z.JOHANNES	KUPANG Jumlah	Laporan	Capaian	Kinerja	dan	Keuangan	
Rumah	Sakit

13	Dokumen Terlaksananya	Pembuatan	Laporan	Capaian	Kinerja	
dan	Keuangan	Rumah	Sakit

100% 4,249,000 4,673,900

1.01 URUSAN	WAJIB	PELAYANAN	DASAR
1.01 02 KESEHATAN

Persentasi	Kemandirian	BLUD 46%
Persentasi	pencapaian	SPM	Rumah	Sakit 86%

RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	Pelayanan	Yang	Berkualitas 100% Presentase	Pencapaian	SPM	RS 100% 18,657,309,500 20,523,040,450
RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	Pelayanan	Yang	Berkualitas 100% Presentase	Pencapaian	SPM	RS 100% 34,150,000 37,565,000
RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	Pelayanan	Yang	Berkualitas 100% Presentase	Pencapaian	SPM	RS 100% 18,472,659,500 20,319,925,450
RSUD	Prof.DR.W.Z.Johannes	Kupang Terlaksananya	Pelayanan	Yang	Berkualitas 100% Presentase	Pencapaian	SPM	RS 100% 20,000,000 22,000,000

1.01 02 17 05 Peningkatan	mutu	pelayanan	BLUD RSUD	Prof.DR.W.Z.	Johannes	Kupang Terlaksananya	Kemandirian	dalam	BLUD 46% Presentase	Kemandirian	BLUD 46% 124,000,000,000 136,400,000,000
162,893,626,000 179,182,988,600

DINAS	PEKERJAAN	UMUM	DAN	PERUMAHAN	RAKYAT

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 3,127,623,270 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksannya	Penyediaan	Jasa	Surat	Menyurat 100% Presentase	Terlayaninya	Jasa	Surat	Menyurat 100% 25,093,200 0
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kota	Kupang Terlaksannya	pelayanan	Jasa	Komunikasi,	Sumber	

Daya	Air	dan	Listrik
100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Komunikasi,	Air	

dan	Listrik
100% 1,257,465,000 0

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang Terlaksannya	Perlayanan	Jasa	Jaminan	
Pemeriksaan	Kesehatan	PNS

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Jasa	Jaminan	
Pemeriksaan	Kesehatan

100% 66,220,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksannya	Jasa	Pemeliharaan	dan	Perijinan	
Kendaraan	Dinas/Operasional

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Pemeliharaan	
dan	Perijinan	Kendaraan	Dinas/Operasional	Kantor

100% 94,930,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksannya	Penyediaan	Jasa	Administrasi	
Keuangan

100% Presentase	Pengelolaan	dan	Pelayanan	
Administrasi	Keuangan

100% 105,183,540 0

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	dan	Bahan	
Kebersihan	Kantor

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Kebersihan	
Kantor

100% 107,138,720 0

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Alat	tulis	Kantor 100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Alat	Tulis	
Kantor

100% 109,450,000 0

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Barang	Cetak,	
Penggandaan	dan	Jilid

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Cetak,	
Pengandaan	dan	Jilid	Administrasi	Perkantoran

100% 89,650,660 0

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Komponen	
Penerangan	Bangunan	Kantor

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Penerangan	
Bangunan	Kantor

100% 27,500,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	Bacaan 100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Bahan	Bacaan 100% 42,900,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Makanan	dan	
Minuman

100% Tugas	Pokok	dan	Fungsi	Dinas	Terlaksana	Sesuai	
Ketentuan

100% 82,335,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kota	Kupang Terlasananya	Rapat-rapat	koordinasi	dan	
konsultasi	bidang	Pekerjaan	Umum	dan	
Perumahan	Rakyat

100% Presentase	pemenuhan	kebutuhan	koordinasi	dan	
konsultasi	Pekerjaan	Umum	dan	Perumahan	
Rakyat

100% 50,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pengangkutan	
Beras	PNS

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Pengangkutan	
Beras

100% 82,500,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kota	Kupang Terlaksannya	Koordinasi,	Konsultasi,	Evaluasi,	
Pendampingan,	dan	Tugas	lainnya	Dalam	Daerah

100% Presentase	pemenuhan	kebutuhan	Koordinasi,	
Konsultasi,	Evaluasi,	Pendampingan	dan	Tugas	
lainnya	Dalam	Daerah

100% 110,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pengamanan	
Kntor

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Pengamanan	
Kantor

100% 397,848,000 0

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial 100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Ketenaga	Kerjaan	Bagi	Pegawai	
Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja

100% 220,084,150 0

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang Terlaksananya	Pelatihan/Bimtek	Bagi	Aparatur 100% Meningkatnya	SDM	Aparatur 100% 242,825,000 0
0.00 00 01 52 Penyediaan	pameran	pembangunan Kota	Kupang Terlaksananya	pameran	Pembangunan 100% Terlaksananya	pameran	Pembangunan 100% 16,500,000 0
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 1,028,901,010 0

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Meningkatnya	sarana	dan	prasarana	aparatur	
yang	representatif	dalam	rangka	pelaksanaan	
tugas	yang	profesional

100% Terpenuhinya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 100,000,000 0

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	Peralatan	
Gedung	Kantor

100% Presentase	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana 100% 117,580,000 0

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Meubulair	untuk	
kebutuhan	Dinas

100% Presentase	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Kantor	Serta	Kinerja	Produktivitas	Pegawai

100% 82,500,000 0

TOTAL

1.01 02 16 01 Peningkatan	ketersediaan	fasiltias	kesehatan	di	
pariwisata	estate

1.01 02 15 04 Pengembangan	sumber	daya	manusia	kesehatan

TOTAL

1.01 02 17 03 Peningkatan	penunjang	pelayanan	kesehatan

161,184,119,000 177,302,530,900

1.01 02 17 01 Peningkatan	pelayanan	medis

1.01 02 17 PROGRAM	UPAYA	KESEHATAN	PERORANGAN
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0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	Kantor	dan	Kawasan	Gedung	Kantor

100% Presentase	Pemenuhan	Kebutuhan	Penataan	
Gedung	dan	Kawasan	Gedung	Kantor

100% 184,978,010 0

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas/Operasional

100% Presentase	pemenuhan	penggantian	suku	cadang,	
jasa	service	dan	bahan	bakar,	pelumas	kendaraan	
secara	berkala	bagi	Kendaraan	Dinas/Operasional

100% 351,318,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Peralatan	Kantor

100% Presentase	Pemenuhan	Terpeliharanya	Peralatan	
kantor

100% 192,525,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 78,892,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terlaksannya	Penyusunan	Laporan	Keuangan	
Semesteran,	Pelaporan	Prognosis	Realisasi	
Anggaran,	Penyelesaian	Administrasi	Tindak	
Lanjut	LHP,	Pemutahiran	Data	Aset

3	Dokumen Tersedianya	Laporan	Keuangan	Semesteran	
Pelaporan	Prognosis	Realisasi	Anggaran,	Laporan	
Tindak	Lanjut	LHP	Serta	Laporan	Pemutahiran	Data	
Aset

3	Dokumen 78,892,000 0

1.01 URUSAN	WAJIB	PELAYANAN	DASAR
1.01 03 PEKERJAAN	UMUM	DAN	PENATAAN	RUANG

Penambahan	rumah	layak	huni	dari	aspek	
penghunian

1	Unit

Kesesuaian	fungsi	dan	pola	ruang 40%
Penambahan	rumah	layak	huni 4	Unit
Jumlah	embung	dalam	kondisi	baik 50	Unit
Persentase	ketersediaan	rumah	dengan	
sumber	air	layak

40%

Panjang	jalan	dalam	kondisi	baik 2311	KM
Jumlah	prasarana	air	baku	untuk	melayani	
rumah	tangga,	perkotaan	dan	industri	
serta	pulau-pulau	kecil

2	Unit

Jumlah	DI	dalam	kondisi	baik 34.53	Ha
Kab/kota	yang	melaksanakan	perbaikan	
perumahan	dan	permukiman	layak

22	Kab/kota

Barate	-	Manubelon	-	Naikliu	(DAK) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM 18,634,000,000 0
Oenlasi	-	Anin	-	Sp.	Sunu	-	Boking	(DAK) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 3	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 3	KM 11,180,400,000 0
Kondo	-	Sp.	Noa	-	Hita	(DAK) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM 18,634,000,000 0
Sp.	Nggorang	-	Sp.	Wangkung	-	Kondo	(PHJD) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5.5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5.5	KM 20,497,400,000 0
Hita	-	Sp.	Tiga	-	Kedindi	(PHJD) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 9.1	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 9.1	KM 33,913,880,000 0
Kondo	-	Sp.	Noa	-	Hita	(PHJD) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 9.5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 9.5	KM 35,404,600,000 0
Kapan	-	Nenas	(DAK) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM 18,634,000,000 0
Sp.	Noa	-	Golowelu	(Bts.	Kab)	(DAK) Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5	KM 18,634,000,000 0
Jembatan	Mota	Oe Terbangunnya	Jembatan	di	Jalan	Provinsi 15	m Terbangunnya	Jembatan	di	Jalan	Provinsi 15	m 3,300,000,000 0
Jembatan	Nangarasong/Palu Terbangunnya	Jembatan	di	Jalan	Provinsi 15	m Terbangunnya	Jembatan	di	Jalan	Provinsi 15	m 3,300,000,000 0
Jembatan	Nangaguhi Terbangunnya	Jembatan	di	Jalan	Provinsi 10	m Terbangunnya	Jembatan	di	Jalan	Provinsi 10	m 2,200,000,000 0
Pengawasan	Pembangunan	Jalan	dan	Jembatan Terlaksananya	Pengawasan	Pembangunan	Jalan	

dan	Jembatan	Provinsi
20	Paket Terlaksananya	Pengawasan	Pembangunan	Jalan	

dan	Jembatan	Provinsi
20	Paket 15,000,000,000 0

Perencanaan	Teknis	Jalan	dan	Jembatan Tersedianya	Dokumen	Perencanaan	Teknis	
Pembangunan	Jalan	dan	Jembatan

10	Paket Tersedianya	Dokumen	Perencanaan	Teknis	
Pembangunan	Jalan	dan	Jembatan

10	Paket 10,000,000,000 0

Rehabilitasi	dan	Pemeliharaan	Jembatan Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 6	Paket Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 6	Paket 4,000,000,000 0
Survey	Kondisi	Jalan	dan	Jembatan	Kewenangan	
Provinsi

Tersedianya	Data	Kondisi	Jalan	dan	Jembatan	
Provinsi

1	Lump Tersedianya	Data	Kondisi	Jalan	dan	Jembatan	
Provinsi

1	Lump 875,000,000 0

Pengawasan	Rehab./Pemel	Jalan	dan	Jembatan Terlaksananya	Pengawasan	
Rehabilitasi/Pemeliharaan	Jalan	dan	Jembatan	
Provinsi

7	Paket Terlaksananya	Pengawasan	
Rehabilitasi/Pemeliharaan	Jalan	dan	Jembatan	
Provinsi

7	Paket 1,750,000,000 0

Pengadaan	Alat	-	Alat	Laboratorium	Pengujian Tersedianya	Pelayanan	Laboratorium 1	Paket Tersedianya	Pelayanan	Laboratorium 1	Paket 500,000,000 0
Kalibrasi	Alat	-	Alat	Laboratorium Tersedianya	Pelayanan	Laboratorium 1	Paket Tersedianya	Pelayanan	Laboratorium 1	Paket 150,000,000 0
Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Sp.	
Mohubukul	-	Lumbung

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.67	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.67	KM 1,670,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Perintis	
Kemerdekaan

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 2.95	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 2.95	KM 2,950,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Baa	-	Batutua Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 5	KM 5,000,000,000 0
Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Bts.	Kab.	Belu	-	
Sanleo	-	Sp.	Welaus

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 3	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 3	KM 3,000,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Lingkar	Luar	
Kabupaten	Kupang	-	Tablolong

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1	KM 1,000,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Kefamenanu	-	
Eban

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 3.2	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 3.2	KM 3,200,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Halilulik	-	Bts.	
Kab.	Malaka

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.7	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.7	KM 1,700,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Ekam	
(Nonbes)	-	Baun

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 10.55	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 10.55	KM 10,550,000,000 0

Ruas	jalan	Batas	Kab	Belu-Sanleo-Sp.Welaus Terlaksananya	rehap	jembatan	dan	pemeliharaan	
rutin

1	Paket Persentase	jalan	baik	dan	jembatan	baik 100% 1,000,000,000 0

pulau	semau Terlaksana	master	plan	jalan	lingkar	luar	pulau	
semau

80	KM Dokumen	master	plan	jalan	lingkar	luar	pulau	
semau

1	Dokumen 1,000,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Baranusa	-	
Puntaru

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.80	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.80	KM 1,800,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Melolo	-	Kananggar

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 20.14	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 20.14	KM 20,140,000,000 0

kota	kupang tersediannya	pelayaanan	tenaga	kontrak 90	Orang Terfasilitasi	administrasi,	pengendalian	dan	
pengawasan	pelaksanaan	kegiatan	bina	marga

12	Bulan 1,944,000,000 1,944,000,000

Administrasi	Pendukung,	Pelatihan,	Rapat	
Koordinasi,	Perjalanan	Dinas	Pendukung	
Program/Kegiatan

Tersedianya	Administrasi	Pendukung	
Program/Kegiatan

1	Paket Tersedianya	Administrasi	Pendukung	
Program/Kegiatan

1	Paket 1,000,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Oelmasi	-	Kukak	-	Barate

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 2.40	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 2.40	KM 2,400,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Barate	-	Manubelon	-	Naikliu

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 59.25	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 59.25	KM 59,250,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Naikliu	-	Oepoli	(Bts.	Negara)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 22	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 22	KM 22,000,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Hansisi	-	Tanjung	Meolao

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 12.63	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 12.63	KM 12,630,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Kolbano	-	Boking

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 9.23	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 9.23	KM 9,230,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Panite	
-	Oemoro

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5.50	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 5.50	KM 5,500,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Kapan	
-	Bts.	Kab.	TTU

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 12.80	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 12.80	KM 12,800,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Sp.	
Niki-niki	-	Oenlasi

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 2.60	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 2.60	KM 2,600,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Oenlasi	-	Anin	-	Sp.	Sunu	-	Boking

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 28.85	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 28.85	KM 28,850,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Kapan	
-	Nenas

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 21.25	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Propinsi 21.25	KM 21,250,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Nenas	
-	Sutual

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 26	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 26	KM 26,000,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Sutual	
-	Noelelo

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 12	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 12	KM 12,000,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Seba	-	
Ege

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.1	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.1	KM 7,100,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Ledeana	-	Teriu

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 4.5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 4.5	KM 4,500,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Ledemanu	-	Lobodei

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 4.8	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 4.8	KM 4,800,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Watatuku	(Sp.	Mola)	-	Mataraben

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 18.06	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 18.06	KM 18,060,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Balauring	-	Wairiang

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 8.464	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 8.464	KM 8,464,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Waijarang	-	Wulandoni

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.92	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.92	KM 7,920,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Napung	-	Mali	-	Mudajebak	(Bts.	Kab)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 8.06	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 8.06	KM 8,060,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Wologai	-	Detukeli

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 6.41	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 6.41	KM 6,410,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Kaburea	(Bts.	Kab)	-	Maukaro	-	Nabe

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.48	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.48	KM 7,480,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Bajawa	-	Poma

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 9.7	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 9.7	KM 9,700,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Poma	-	
Mboras	(Riung)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 10.9	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 10.9	KM 10,900,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Waiklambu	(Bts.	Kab)	-	Mboras	(Riung)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 9.9	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 9.9	KM 9,900,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Mboras	(Riung)	-	Danga

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.9	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1.9	KM 1,900,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Mbazang	(Bts.	Kab)	-	Waepana

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 15.45	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 15.45	KM 15,450,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Aeramo	-	Kaburea	(Bts.	Kab)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 10.97	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 10.97	KM 10,970,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Reo	-	
Dampek	-	Pota

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.79	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.79	KM 7,790,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Kondo	
-	Sp.	Noa	-	Hita

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 20	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 20	KM 20,000,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Kananggar	-	Ngonggi	(Sp.	Aukakehok)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.14	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7.14	KM 7,140,000,000 0

1,944,000,000

1.01 03 15 01 Peningkatan	dan	pemeliharaan	bidang	bina	marga

909,144,393,8521.01 03 15 PROGRAM	PENINGKATAN	INFRASTRUKTUR,	TATA	
RUANG	DAN	KAWASAN
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Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Ngonggi	-	Wahang	-	Malahar

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 55.99	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 55.99	KM 55,990,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Baing	-	
Aukakehok

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 23.63	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 23.63	KM 23,630,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	
Patiala	-	Bts.	Kab.	Sumba	Barat	Daya

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 19.12	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 19.12	KM 19,120,000,000 0

Peningkatan	Jalan	Metode	GO	Ruas	Jalan	Bts.	
Kab.	Sumba	Barat	-	Gaura	-	Bondokodi

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 5.04	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 5.04	KM 5,040,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Padedeweri	-	
Wanokaka

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 1	KM 1,000,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Padedeweri	-	
Padedewatu	(Sp.	Nihi	Watu)	-	Patiala

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 0.97	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 0.97	KM 970,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Waikabubak	-	
Bts.	Kab.	Sumba	Tengah

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 0.5	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 0.5	KM 500,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Mamboro	-	Bts.	
Kab.	Sumba	Tengah

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 5.1	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 5.1	KM 5,100,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Bealaing	-	
Mukun	-	Mbazang	(Bts.	Kab.)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 10.6	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 10.6	KM 10,600,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Pota	-	
Waeklambu	(Bts.	Kab.)

0 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Pota	-	
Waeklambu	(Bts.	Kab.)

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 7	KM 7,000,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Waiwerang	-	
Sagu

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 2.185	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 2.185	KM 2,185,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Beangonong	-	
Boloang

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 4.6	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 4.6	KM 4,600,000,000 0

Rehabilitasi	Berkala	Ruas	Jalan	Kokar	-	Tulta	-	
Mali

Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 2.8	KM Meningkatnya	Kondisi	Mantap	Jalan	Provinsi 2.8	KM 2,800,000,000 0

Review	Desain	D.I.	Nuakua	di	Desa	Soa	Kab.	
Ngada

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 1	Laporan Tersedianya	Data	Daerah	Irigasi	Kewenangan	
Provinsi

1	Laporan 348,448,750 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Obor	(1.815	Ha)	di	Kab.	Belu	(DAK)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 15,735,943,578 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Golowoi	/	Sub	D.I.	Wae	Congkang/Wae	Rem	
(1.500	Ha)	di	Kab.	Manggarai	(DAK)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 20,579,703,028 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Satar	Lenda	/	Sub	D.I.	Wae	Laja	(1.525	Ha)	
di	Kab.	Manggarai	(DAK)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 6,038,683,328 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Luwurweton	/	Sub	D.I.	Luwur	Poang	(1.000	
Ha)	di	Kab.	Ngada	(DAK)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 14,903,362,578 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Malatawa	/	Sub	D.I.	Alowulan	I	dan	II	(1.344	
Ha)	di	Kab.	Ngada	(DAK)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 19,736,861,578 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Wanokaka	(2.653	Ha)	di	Kab.	Sumba	Barat	
(DAK)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 2,822,781,578 0

Rehab./	Peningkatan	Jaringan	Irigasi	Sederhana	
D.I.	Waekeloh	Sawah	(2.500	Ha)	di	Kab.	Sumba	
Barat	Daya	(DAU)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 1,128,662,533 0

Kegiatan	Rehabilitasi	Daerah	Irigasi	D.I.	Wae	
Paku	(1.050	Ha)	di	Kab.	Manggarai	Barat	
(IPDMIP)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 3,822,781,578 0

Kegiatan	Rehabilitasi	Daerah	Irigasi	D.I.	Wae	
Ganggang	(1.281	Ha)	di	Kab.	Manggarai	Barat	
(IPDMIP)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 3,822,781,578 0

Kegiatan	Rehabilitasi	Daerah	Irigasi	D.I.	Wae	
Racang	(1.200	Ha)	di	Kab.	Manggarai	Barat	
(IPDMIP)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 1,128,662,533 0

Kegiatan	Rehabilitasi	Daerah	Irigasi	D.I.	Wae	
Rana	(	1.200	Ha)	di	Kab.	Manggarai	Timur	
(IPDMIP)

Meningkatnya	pelayanan	Jaringan	Irigasi 1	Paket Terpenuhinya	Air	pada	Daerah	Irigasi 1	Paket 96,264,533 0

Belanja	Alat	Penunjang	Kerja	di	Kota	Kupang Tersedianya	Peralatan	Penunjang	Seksi	
Pembangunan

1	Paket Meningkatkan	Kinerja	Seksi	Pembangunan	Irigasi 1	Paket 473,662,533 0

Pembangunan	Embung	Kecil	1	buah	di	
Kabupaten	Rote	Ndao

Terbangunnya	Embung	Kecil 1	Buah Tersedianya	Tampungan	Air	Melalui	pembangunan	
Embung	Kecil

1	Buah 1,570,570,000 0

Pembangunan	Embung	Kecil	2	buah	di	
Kabupaten	Sabu	Raiju

Terbangunnya	Embung	Kecil 2	Buah Tersedianya	Tampungan	Air	Melalui	pembangunan	
Embung	Kecil

2	Buah 1,570,570,000 0

Pembangunan	Embung	Kecil	1	buah	di	
Kabupaten	Sikka

Terbangunnya	Embung	Kecil 1	Buah Tersedianya	Tampungan	Air	Melalui	pembangunan	
Embung	Kecil

1	Buah 1,570,570,000 0

Pembangunan	Embung	Kecil	1	buah	di	Kb.	
Nagekeo

Terbangunnya	Embung	Kecil 1	Buah Tersedianya	Tampungan	Air	Melalui	pembangunan	
Embung	Kecil

1	Buah 1,570,570,000 0

SID	Embung	Kecil	6	buah	di	Kab.	Kupang,	Kab.	
TTS	dan	Kab.	Rote	Ndao

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 6	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 1	Laporan 148,448,750 0

Review	Desain	D.I.	Weliman	di	Desa	Laleten	
Kec.	Weliman	Kab.	Malaka

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 1	Laporan Tersedianya	Data	Daerah	Irigasi	Kewenangan	
Provinsi

1	Laporan 298,448,750 0

SID	Embung	Kecil	12	buah	Kab.	Sumba	Timur	
dan	Kab.	Sumba	Tengah

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 12	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 1	Laporan 548,448,750 0

SID	Embung	Kecil	12	buah	di	Kab.	TTU,	Kab.	
Belu	dan	Kab.	Malaka

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 1	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 12	Laporan 548,448,750 0

SID	Embung	Kecil	6	buah	Kab.	Sabu	Raijua	dan	
Kab.	Alor

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 1	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 6	Laporan 198,448,750 0

SID	Embung	Kecil	12	buah	Kab.	Ngada,	Kab.	
Ende	dan	Kab.	Nagakeo

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 12	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 1	Laporan 548,448,750 0

SID	Embung	Kecil	6	buah	Kab.	Manggarai	Timur,	
Kab.	Manggarai	dan	Kab.	Manggarai	Barat

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 6	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 1	Laporan 248,448,750 0

SID	Embung	Kecil	6	buah	Kab.	Sumba	Barat	dan	
Kab.	Sumba	Barat	Daya

Tersedianya	Data	Perencanaan	Teknis 6	Laporan Tersedianya	Data	Teknis	Embung	Kecil 1	Laporan 398,448,750 0

Pulau	Timor,Pulau	Flores,Pulau	Sumba, Tersedianya	data	perencanaan,	Terpeliharanya	
bantaran	dan	tanggul	sungai

6	sungai,	10	Das	
dan	90	St	
Hidrologi	Unit

Terjaganya	daerah	aliran	sunagi	dari	erosi 100% 2,307,649,946 0

Kab.	Belu,	Kota	Kupang,Kupang,Rote	
Ndao,Manggarai	
Barat,Ngada,Nagekeo,Ende,Sumba	
Timur,Sumba	Tengah,Sumba	Barat

Terlaksananya	Rehabilitasi/Pemeliharaan	
Embung	kecil

5	Paket	
perencanaan,	
8Buah	
Rehab/Pemelihara
an	embung	ke	
Buah

Mengembalikan	fungsi	layanan	embung	kecil	dan	
penyediaan	air	baku

100% 4,892,721,200 0

Kab.Kupang,	TTS,TTU,	
Belu,Malaka,Lembata,Flores	
Timur,SIkka,Ngada,Manggarai,Manggarai	
Timur,Sumba	Timur,Sumba	Barat,Sumba	Barat	
Daya

Terehabilitasi	dan	terpeliharannya	sistem	
jaringan	irigasi

10	DI,	5	Paket	
Perencanaan	Buah

Meningkatnya	fungsi	Pelayanan	Jaringan	Irigasi 100% 8,635,273,000 0

Provinsi	NTT Terlaksananya	kegiatan	Rapat	Koordinasi	TKPRD 1	Laporan Berita	Acara	Rekomendasi	TKPRD 1	Laporan 100,000,000 0
Honorarium	Tenaga	Kontrak tersedianya	pelayanan	tenaga	kontrak 50	Orang tersedianya	pelayanan	tenaga	kontrak 50	Orang 1,200,000,000 0

1.01 04 PERUMAHAN	RAKYAT	DAN	KAWASAN	
PERMUKIMAN

Penambahan	rumah	layak	huni	dari	aspek	
penghunian

1	Unit

Kesesuaian	fungsi	dan	pola	ruang 40%
Penambahan	rumah	layak	huni 4	Unit
Jumlah	embung	dalam	kondisi	baik 50	Unit
Persentase	ketersediaan	rumah	dengan	
sumber	air	layak

40%

Panjang	jalan	dalam	kondisi	baik 2311	KM
Jumlah	prasarana	air	baku	untuk	melayani	
rumah	tangga,	perkotaan	dan	industri	
serta	pulau-pulau	kecil

2	Unit

Jumlah	DI	dalam	kondisi	baik 34.53	Ha
Kab/kota	yang	melaksanakan	perbaikan	
perumahan	dan	permukiman	layak

22	Kab/kota

Perencanaan	Teknis/DED	Pembangunan	dan	
Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	Strategis	pada	
Kabupaten	Sumba	Timur

Terlaksananya	Perencanaan	Teknis	DED	
Pembangunan	dan	Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	
Strategis	pada	Kabupaten	Sumba	Timur

1	Keg Adanya	Dokumen	Perencanaan	Teknis/DED	
Pembangunan	SPAM	di	Kawasan	Strategis	pada	
Kabupaten	Sumba	Timur

1	Dokumen 200,000,000 0

Perencanaan	Teknis/DED	Pembangunan	dan	
Penyediaan	SPAM	d	Kawasan	Strategis	pada	
Kabupaten	Lembata

Terlaksananya	Perencanaan	Teknis	DED	
Pembangunan	dan	Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	
Strategis	pada	Kabupaten	Lembata

1	Keg Adanya	Dokumen	Perencanaan	Teknis/DED	
Pembangunan	SPAM	di	Kawasan	Strategis	pada	
Kabupaten	Lembata

1	Dokumen 200,000,000 0

Peningkatan	Database	Jaringan	Air	Bersih/Air	
Minum	(Pada	daerah	yang	sudah	dan	atu	belum	
mendapatkan	pelayanan	air	bersih/air	minum	
di	Provinsi	NTT

Terlaksananya	data	yang	terpadu	dan	terintegrasi 1	Aplikasi Adanya	sistem	informasi	yang	terupdate	dan	
sustain

1	Aplikasi 50,000,000 0

Sosialisasi	Pengelolaan	SPAM	dan	Pengolahan	
Air	Bersih	di	3	Kabupaten	(	Kabupaten	Sabu	
Raijua,	Kabupaten	Rote	Ndao,	Kabupaten	
SUmba	Barat)

Peningkatan	Kinerja	SDM	dan	Pengelolaan	SPAM 3	Keg Terlaksananya	Sosialisasi	Pengelolaan	SPAM	dan	
Pengolahan	Air	Bersih	di	3	Kabupaten	(	Kabupaten	
Sabu	Raijua,	Kabupaten	Rote	Ndao,	Kabupaten	
Sumba	Barat)

3	Keg 150,000,000 0

Pembangunan	Jalan	Lingkungan	Perkantoran	
Kawasan	Perkantoran,	Fasilitas	Umum	dan	
Sosial	di	Kota	Kupang	(3	Kawasan)

Tercapainya	pembangunan	Jalan	Lingkungan	
perkantoran,	kawasan	perkantoran,	Fasilitas	
umum	dan	Sosial

3	Kws Terlaksananya	pembangunan	Jalan	Lingkungan	
perkantoran,	kawasan	perkantoran,	Fasilitas	
umum	dan	Sosial	di	Kota	Kupang

3	Kws 1,000,000,000 0

1.01 03 15 01 Peningkatan	dan	pemeliharaan	bidang	bina	marga

1.01 03 15 05 Penataan	ruang	dan	pengembangan	infrastruktur	
wilayah

1.01 03 15 03 Pengelolaan	operasi	sumber	daya	air	dan	irigasi

1.01 03 15 02 Pembangunan	sumber	daya	air	dan	irigasi

1.01 04 15 01 Peningkatan	dan	pemeliharaan	bidang	cipta	karya

12,250,000,000 1,200,000,0001.01 04 15 PROGRAM	PENINGKATAN	INFRASTRUKTUR,	TATA	
RUANG	DAN	KAWASAN
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Pembangunan	dan	Pengembangan	Konstruksi	
Jaringan	Air	Bersih	di	Lintas	Batas	Kabupaten	
Manggarai	Timur	dan	Kabupaten	Ngada

Terlaksananya	Pembangunan	dan	Pengembangan	
Jaringan	Air	Bersih	di	Lintas	Batas	Kabupaten	
Manggarai	Timur	dan	Kabupaten	Ngada

1	Keg Terbangunnya	Jaringan	Air	Bersih	di	Lintas	Batas	
Kabupaten	Manggarai	Timur	dan	Kabupaten	Ngada

1	Paket 2,000,000,000 0

Pengawasan	Pembangunan	dan	Pengembangan	
Konstruksi	Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	
Sumba	Tengah-Kabupaten	Sumba	Barat

Terlaksananya	Kegiatan	Pengawasan	Air	Bersih	di	
Kabupaten	Sumba	Tengah-Kabupaten	Sumba	
Barat

1	Keg Dokumen	pengawasan	pekerjaan	(laporan	
mingguan	dan	bulanan)

1	Laporan 200,000,000 0

Rapat	Koordinasi	Pembinaan	Penyusunan	
RISPAM	(Kota	Kupang)

Terupdatenya	data	Produk	Rencana	Induk	SPAM	
di	setiap	Kabupaten	di	Provinsi	NTT

1	Keg Terlaksanya	Rapat	Koordinasi	Pembinaan	
Penyusunan	RI-SPAM

1	Keg 150,000,000 0

Pembangunan	dan	Pengembangan	Konstruksi	
Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	Sumba	Tengah-
Kabupaten	Sumba	Barat

Tercapainya	Pembangunan	dan	Pengembangan	
Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	Sumba	Tengah-
Kabupaten	Sumba	Barat

1	Keg Terbangunnya	Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	
Sumba	Tengah-Kabupaten	Sumba	Barat

1	Paket 2,000,000,000 0

Pengawasan	Pembangunan	dan	Pengembangan	
Konstruksi	Jaringan	Air	Bersih	di	Sabu	Raijua

Terlaksananya	Kegiatan	Pengawasan	Air	Bersih	di	
Kabupaten	Sabu	Raijua

1	Keg Terbangunnya	Sarana	dan	Prasarana	Jaringan	Air	
Bersih	di	Kabupaten	Sabu	Raijua

1	Keg 200,000,000 200,000,000

Pengawasan	Pembangunan	dan	Pengembangan	
Konstruksi	Jaringan	Air	Bersih	di	Lintas	Batas	
Manggarai	Timur	dan	Ngada

Terlaksananya	Kegiatan	Pengawasan	Air	Bersih	di	
Lintas	Batas	Manggarai	Timur	dan	Ngada

1	Keg Terbangunnya	Sarana	dan	Prasarana	Jaringan	Air	
Bersih	di	Lintas	Batas	Manggarai	Timur	dan	Ngada

1	Paket 200,000,000 200,000,000

Pengawasan	Pembangunan	dan	Pengembangan	
Konstruksi	Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	
Rote	Ndao

Terlaksananya	Kegiatan	pembangunan	dan	
Pengawasan	Air	Bersih	di	Kabupaten	Rote	Ndao

1	Keg Terbangunnya	Sarana	dan	Prasarana	Jaringan	Air	
Bersih	di	Kabupaten	Rote	Ndao

1	Keg 200,000,000 200,000,000

Perencanaan	Teknis	/	DED	Pembangunan	dan	
Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	Strategis	pada	
Kabupaten	Sumba	Barat

Terlaksananya	Perencanaan	Teknis	DED	
Pembangunan	dan	Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	
Strategis	pada	Kabupaten	Sumba	Barat

1	Keg Tersedianya	Dokumen	Perencanaan	Teknis	/	DED	
Pembangunan	dan	Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	
Strategis	pada	Kabupaten	Sumba	Barat

1	Keg 200,000,000 300,000,000

Perencanaan	Teknis	DED	Pembangunan	dan	
Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	Strategis	pada	
Kabupaten	Ende

Terlaksananya	Perencanaan	Teknis	DED	
Pembangunan	dan	Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	
Strategis	pada	Kabupaten	Ende

1	Keg Tersedianya	Dokumen	Perencanaan	Teknis	/	DED	
Pembangunan	dan	Penyediaan	SPAM	di	Kawasan	
Strategis	pada	Kabupaten	Ende

1	Keg 200,000,000 300,000,000

Pembangunan	dan	Pengembangan	Konstruksi	
Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	TTS	-	
Kabupaten	TTU

Terbangunnya	Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	
TTS	-	Kabupaten	TTU

1	Keg Pencapaian	Kegiatan	Sarana	dan	Prasarana	
Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	TTS	-	Kabupaten	
TTU

1	Paket 2,000,000,000 0

Pembangunan	dan	Pengembangan	Konstruksi	
Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	Rote	Ndao

Terbangunnya	Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	
Rote	Ndao

1	Keg Pencapaian	Kegiatan	Sarana	dan	Prasarana	
Jaringan	Air	Bersih	di	Kabupaten	Rote	Ndao

1	Keg 2,000,000,000 0

Jasa	Pengawasan	Air	Bersih	di	Kabupaten	TTS-
Kabupaten	TTU

Terlaksananya	Kegiatan	Pengawasan	Air	Bersih	di	
Kabupaten	TTS-Kabupaten	TTU

1	Keg Dokumen	pengawasan	pekerjaan	(laporan	
mingguan	dan	bulanan)

1	Dokumen 100,000,000 0

Jalan	Bundadarn	PU	arah	Tuak	Daun	Merah Normalisasi	Draenase	jalan 1	KM Pengendalian	Banjir	dan	normalisasi	draenase 1	KM 200,000,000 0
Masterplan	Taman	Tumbuhan	Endemik Tersedianya	Taman	5000	Ha 1	Dokumen Tersedianya	Taman	5000	Ha 1	Dokumen 1,000,000,000 0

925,629,810,132 3,144,000,000

SATUAN	POLISI	PAMONG	PRAJA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 873,137,120 412,387,120

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedia	Materai	dan	paket	selama	1	tahun 1	Paket Persentase	kelancaran	Adminstrsi	Surat	menyurat 100% 5,500,000 5,500,000
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kota	Kupang Terlaksananya	pembayaran	Air,Listrik,	

Telpon/Faksimil	dan	Internet
1	Tahun Prosentase	kelancaran	pembayaran	

Air,Listrik,Telpon/Faksimil	dan	Intenet
100% 40,000,000 40,000,000

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	Kesehatan	PNS	
berupa	tes	Urine	bagi	ASN

126	Orang Presentase	Pemenuhan	Jasa	Jaminan	
Pemeliharaan	Kesehatan	ASN

100% 12,600,000 12,600,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Pembayaran	pajak	Kendaraan	
Dinas/	Operasional	Satpol	PP

Roda	6	(1),	Roda	4	
(4),	Roda	2	(5)	
Unit	Tahun

Prosentase	kelancaran	pembayaran	pajak	
kendaaan	Dinas/Operasional	Satpol	PP	sesuai	
waktu	yang	ditentukan

100% 11,500,000 12,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Tersedianya	jasa	tenaga	pengelola	APBD,	Panitia	
Pengadaaan	dan	Penerima	Hasil	Pekerjaan	
Barang	dan	Jasa,	petugas	pengentrian	Aplikasi	
SIPKD,	Uang	Lembur	dan	ATK

1	Tahun Presentasi	pengelolaan	dan	pelayanan	Admintrasi	
Keuangan	dan	perencanaan

100% 30,000,000 35,000,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	jasa	cleanning	service|Tersedianya	
alat	kebersihan	dan	bahan	pembersih	kanto

12	Bulan Prosentase	Peningkatan	Pelayanan	Kebersihan	
Kantor	yang	nyaman,	rapi	dan	indah|Prosentase	
Peningkatan	Pelayanan	Kebersihan	Kantor	yang	
nyaman,	rapi	dan	indah

100% 70,000,000 70,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor SKPD Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran

1	Tahun - -	Tahun 40,000,000 0

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	kebutuhan	cetak	penggandaan	serta	
jilid	bahan	-	bahan	administrasi	perkantoran

1	Tahun Presentasi	peningkatan	kualitas	pelaporan	dan	
pelayanan	administrasi	perkantoran

100% 15,000,000 16,500,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

SKPD Tersedianya	komponen	listrik	dan	penerangan	
kantor

1	Tahun - -	Tahun 15,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	surat	kabar/majalah	buku	dan	
Peraturan	Perundang	-	Undangan

1	Tahun Prosentase	pemenuhan	buku	dan	peraturan	
perundang-undangan

100% 10,000,000 11,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	Makan	dan	Minum	Rapat	dan	Tamu 2	Paket presentase	pemenuhan	kebutuhan	Makanan	dan	
Minuman	Rapat	dan	Tamu

100% 50,000,000 60,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Pusat	&	Provinsi	Lainnya Terlaksananya	harmonisasi	kegiatan	tugas	dan	
fungsi	Sat.	Pol.	PP	Pusat	dan	Provinsi

0	Kab/kota 0 0	Kab/kota 75,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	
dan	barang	beras

1	Tahun Presentase	pemenuhan	kebutuhan	pengangkutan	
beras	dan	barang	beras

100% 12,500,000 13,750,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

- Terlaksananya	koordinasi	dan	evaluasi	
pendampingan	dan	tugas	lainnya	dalam	Daerah

22	Kab/kota - -	Kab/kota 75,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	tenaga	pengaman	asset	sarana	dan	
prasarana	bangunan	Pemerintah	Provinsi

1	Tahun Presentase	peningkatan	pengamanan	terhadpa	
asset	Pemerintah	Provinsi	NTT

100% 129,920,000 129,920,000

0.00 00 01 35 Pengadaan	pakaian	dinas	beserta	
perlengkapannya

SKPD Tersedianya	pakaian	dinas	(PDL)	dan	Baju	Olah	
Raga	bagi	anggota	SatPol	PP

126	Set - -	Set 200,000,000 0

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terpenuhinya	kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Jaminan	Ketenagakerjaan	Pegawai	
Pemerintah	dengan	perjanjian	kerja

9	Orang	Bulan Persentase	pemenuhan	kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Jaminan	Ketenagakerjaan	bagi	
Pegawai	Pemerintah	dengan	perjanjian	kerja

100% 6,117,120 6,117,120

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal SKPD Meningkatnya	Pelayanaan	Aparattur	Melalui	
Peningkatan	SDM	Aparatur	Satpol	PP	Provinsi	
NTT

1	Tahun - -	Tahun 75,000,000 0

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 210,000,000 0

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor SKPD Meningkatnya	ketersediaan	sarana	dan	
prasarana	gedung	kantor

1	Paket - -	Paket 75,000,000 0

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair SKPD - Meja	dan	kursi	
kerja	(12	set);	
Meja	rapat	(3	
buah)	Set

- -	Set 30,000,000 0

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

SKPD Meningkatkan	pelayanan	publik	melalui	sarana	
dan	prasarana	aparatur/perkantoran	yang	
memadai

1	kendaraan	roda	
6,	4	kendaraan	
roda	4,	9	
kendaraan	roda	2	
Buah

- -	Buah 75,000,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

SKPD Meningkatkan	pelayanan	publik	melalui	sarana	
dan	prasarana	aparatur/perkantoran	yang	
memadai

1	Paket - -	Paket 30,000,000 0

1.01 URUSAN	WAJIB	PELAYANAN	DASAR
1.01 05 KETENTERAMAN,	KETERTIBAN	UMUM	DAN	

PERLINDUNGAN	MASYARAKAT
Persentase	kasus	pelanggaran	perda	yang	
diselesaikan

100%

Jumlah	operasi	penegakan	Perda 88	Kali
Persentase	pengendalian	pemadam	
kebakaran

100%

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Minitoring	Evaluasi	dan	Pelaporan	
Terpadu	di	Kab/Kota

100% Prosentase	TerlaksananyaMonitoring	Evaluasi	dan	
Pelaporan	Terpadu	di	Kab/Kota

100% 188,185,000 190,000,000

Kota	Kupang peningktn	penyelenggaraan	ketenteraman	dan	
ketertiban	Umum

100	Tahun Tersedianya	aparat/	tenaga	keamanan,	ketertiban	
masyarakat	dan	kenyamanan	lingkungan

100% 1,200,000,000 1,300,000,000

NTB/Sulawesi	Selatan	dan	Sumba	Barat Terselenggaranya	HUT	ke	70	Satpol	PP	dan	HUT	
ke	58	Linmas	Tingkat	Nasional	dan	Tingkat	
Provinsi

100% Prosentase	Pelaksanaan	HUT	ke	70	Satpol	PP	dan	
HUT	ke	58	Linmas	Tingkat	Nasional	serta	Rakornas

100% 200,000,000 220,000,000

Provinsi	NTT Terlaksananya	Forum	Satpol	PP	dan	Damkar	se	
NTT

100% Presentase	Pelaksanaan	dan	Sinkronisasi	Program	
Pengembangan

100% 50,000,000 55,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	persiapan	dan	Pelaksanaan	
operasi	dan	pengendalian	dengan	OPD,	aparat	
Keamanan	dan	stekholder	terkait

1	Paket Tersedianya	aparat/	tenaga	keamanan,	ketertiban	
masyarakat	dan	kenyamanan	lingkungan

100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	persiapan	dan	pelaksanaan	
hubungan	kelembagaan	dengan	OPD,	aparat	
keamanan	dan	stekholder	terkait

1	Paket Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

22	kab	/	Kota Terlaksananya	rapat	kerja	teknis	bidang	
ketertiban	Umum	dan	ketenteraman	masyarakat	
di	tingkat	provinsi	dalam	penaganan	Tibum	dan	
Tranmas

10	Kali Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	pengamanan	hari-hari	besar	
Keagamaan	dan	Nasional

1	Paket Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

kab	TTU,Malaka,	Belu,Alor Terlaksananya	operasi	gabungan	di	wilayah	
perbatasan

4	Kali Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	pengamanan	hari	besar	dan	
keagamaan	dan	Nasional

1	Paket Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

TOTAL

1.01 04 15 01 Peningkatan	dan	pemeliharaan	bidang	cipta	karya

2,760,000,000

1.01 05 15 01 Pengelolaan	ketentraman	dan	ketertiban	umum

2,788,185,0001.01 05 15 PROGRAM	PENYELENGGARAAN	KETENTRAMAN	
DAN	KETERTIBAN	UMUM
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Kota	Kupang Terlaksananya	Operasi	Tibum	dan	Tranmas	
,reaksi	Cepat

10	Kali Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	operasi	PNS	,	SMA	Lingkup	
pemerintah	provinsi	NTT

4	Kali Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

Jakarta Terlaksannya	konsultasi	di	pusat	dan	mengikuti	
kegiatan	Nasional

1	Kali Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

22	Kab/	Kota Terlaksananyapemantauan	trantibum	di	
Kab/Kota

22	kab	/kota	Paket Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	pengamanan	Unjuk	Rasa 100% Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

10	Kali 0 0

Kota	Kupang,	TTS terlaksananya	Operasi	penertiban	Aset	penting	
Milik	Pemerintah	provinsi	NTT

1	Paket Tersedianya	aparat/tenaga	Keamanan,	Keamanan,	
Ketertiban	Masyarakat	dan	Kenyamanan	
Lingkungan

100% 0 0

Kota	Kupang	dan	Jakarta MeningkatnyaSDM	PPNS	Daerah,	Meningkatnya	
Ketaatan	terhadap	Perda	dan	Perkada,	
Meningkatnya	Pendapatan	Asli	Daerah	(	PAD	)	
Provinsi	NTT

1	Tahun Terlaksananya	Bimtek	PPNS	di	Daerah	1kali	
sebanyak	30	orang

100% 300,000,000 0

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu	dan	
Malaka

Terlaksananya	Pembinaan	dan	Pengawasan	
terhadap	pelanggaran	Peraturan	Daerah	dan	
Produk	Hukim	di	7	Kab/Kota

1	Tahun Meningkatnya	Pembinaan	dan	Pengawasan	
terhadap	Pelanggaran	Perda	dan	Produk	Hukum	
khususnya	Perda	No.	03	Tahun	2008	tentang	
Pengelolaan	Barang	Milik	Daerah

100% 50,000,000 0

Kota	Kupang Meningkatnya	Operasi	Penegakan	Perda	dan	
Peraturan	Kepala	Daerah

1	Tahun Terlaksananya	Operasi	Penegakan	Perda	dan	
Perkada	dalam	rangka	Operasi	Penertiban	aset	
bersama	Badan	Pendapatan	Pengelolaan	
Keuangan	dan	Aset	Daerah	Provinsi	NTT

100% 280,000,000 308,000,000

Kota	Kupang Meningkatnya	Operasi	Penegakan	Perda	dan	
Peraturan	Kepala	Daerah

1	Tahun Terlaksananya	Operasi	Makanan	Kadarluarsa	
bersama	BPOM	Kupang,

100% 0 0

Kota	Kupang Meningkatnya	Operasi	Penegakan	PERDA	dan	
PERKADA

1	Tahun Terlaksananya	Operasi	Tera	bersama	Dinas	
Perindustrian	Provinsi	NTT

100% 0 0

Kota	Kupang Meningkatnya	Operasi	Penegakan	Perda	dan	
Peraturan	Kepala	Daerah

1	Tahun Terlaksananya	Operasi	Tenaga	Kerja	Non	
Prosedural	Treyek	Bersama	Dinaskertrans	Provinsi	
NTT

100% 0 0

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Malaka,	Manggarai	Timur,	Sumba	Tengah,	Sabu	
Raijua	dan	Jakarta

Meningkatnya	Pemehaman	PPNS,	meningkatnya	
fungsi	sekretariat	PPNS,	dan	kinerja	Penyidik	
Pegawai	Negeri	Sipil	di	Kabupaten

1	Tahun Terlaksananya	Pembinaan/penyuluhan	
pelaksanaan	Peraturan	Daerah

100% 75,000,000 82,500,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Malaka,	Manggarai	Timur,	Sumba	Tengah,	Sabu	
Raijua	dan	Jakarta

Miningkatnya	Pemehaman	PPNS,	meningkatnya	
fungsi	sekretariat	PPNS,	dan	kinerja	Penyidik	
Pegawai	Negeri	Sipil	di	Kabupaten

1	Tahun Terlaksananya	Kunsultasi,	Koordinasidan	Evaluasi	
Pembentukan	Sekretariat	PPNS

100% 0 0

Kota	Kupang,	Kab.Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	dan	
Malaka.

Pembinaan	dan	Pengawasan	terhadap	
Pelanggaran	Peraturan	Daerah	dan	Produk	
Hukum

1	Tahun Meningkatnya	Pembinaan	dan	Pengawasan	
terhadap	Pelanggaran	Perda	dan	Produk	Hukum	
khususnya	Perda	No.03	Tahun	2008	tentang	
Pengelolaan	Barang	Milik	Daerah

100% 0 55,000,000

-	Kota	Kupang,	Kab.Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	dan	
Malaka.

Pembinaan	dan	Pengawasan	terhadap	
Pelanggaran	Peraturan	Daerah	dan	Produk	
Hukum

1	Tahun Meningkatnya	Pembinaan	dan	Pengawasan	
terhadap	Pelanggaran	Perda	dan	Produk	Hukum	
khususnya	Perda	No.03	Tahun	2008	tentang	
Pengelolaan	Barang	Milik	Daerah

100% 0 55,000,000

Kota	Kupang	dan	Jakarta Meningkatnya	SDM	PPNS	Daerah,Meningkatnya	
Ketaatan	terhadap	Perda	dan	Perkada,	
Meningkatnya	Pendapatan	Asli	Daerah	(	PAD	)	
Provinsi	NTT

1	Tahun Terlaksananya	Pelatihan	Calon	PPNS	Tingkat	Pusat 100% 0 0

Kota	Kupang	dan	Jakarta Meningkatnya	SDM	PPNS	Daerah 100% Terlaksannaya	Bimtek	PPNS	di	Daerah	1	kali	
sebanyak	30	orang

100% 100,000,000 110,000,000

Meningkatnya	Ketaatan	terhadap	Perda	dan	
Perkada

0 0

Meningkatnya	Pendapatan	Asli	Daerah	(PAD)	
Provinsi	NTT

0 0

Provinsi Meningkatnya	Kapasitas	Anggota/Aparatur	Pol	PP	
Provinsi	Kab/Kota	dalam	Memahami	Tugas	Pokok	
dan	Fungsi

100% Terlaksananya	Pelatihan/Bimtek	Bagi	Anggota	
Satpol	PP	Provinsi,	Kab/Kota	(40	orang)

100% 125,000,000 137,500,000

Provinsi Meningkatnya	Pemahaman	akan	Kesemaptaan	
dan	PBB	bagi	Pejabat	Eselon	IV

100% Terlaksananya	Pelatihan/Bimtek	Kesemaptaan	dan	
PBB	bagi	Pejabat	Eselon	IV	Lingkup	Pemerintah	
Provinsi	dan	Anggota	Satpol	PP	Provinsi

100% 50,000,000 60,000,000

Kab.	Kupang,	Kab.	Malaka	dan	Sabu	Raijua Terlaksananya	Pembinaan	dan	Penertiban	Pekat	
di	3	Kabupaten/Kota

100% Terwujudnya	situasi	ketertiban	umum	dan	
ketenteraman	masyarakat	yang	kondusif

100% 80,000,000 88,000,000

Kab.	TTU,	Ngada,	Flores	Tmur,	Sumba	Barat	dan	
Sumba	Tengah

Terlaksananya	Pembekalan,	Konsolidasi	dan	
Penyuluhan	Anggota	Linmas	Kab/Kota	se	Provinsi	
NTT

100% Prosentase	Pemahaman	Kesatlimasan	
terhadapTupoksi

100% 90,000,000 99,000,000

3,871,322,120 3,172,387,120

DINAS	SOSIAL

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,893,046,260 2,479,759,760

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Pelayanan	Jasa	Surat	Menyurat 1	Tahun Terselenggaranya	Pelayanan	kepada	Pemerintah	
dan	Masyarakat	Penyandang	Msalah	Sosial

1	Tahun 10,000,000 15,000,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Pelayanan	Telpon,	Internet,	Fax,	
Air	dan	Listrik

1	Tahun Terselenggaranya	Pelayanan	Komunikasi,	Listrik	
dan	Air

1	Tahun 550,500,000 550,500,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terselenggaranya	Kegiatan	Pemeliharaan	
Kendaraan	Dinas/Operasional

1	Tahun Terpenuhinya	Pelayanan	Terhadap	Pemerintah	dan	
Masyarakat

100% 288,030,000 100,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Pegelolaan	Keuangan	secara	tertib	
dan	lancar

1	Tahun Terlaksananya	Jaminan	atas	barang	daerah 100% 435,550,000 435,550,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Perawatan	dan	kebersihan	kantor 1	Tahun Terselenggaranya	Pemenuhan	Kebutuhan	
Penyedian	Jasa	dan	Bahan	Kenersihan	Kantor

100% 165,256,500 170,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Tersedianya	Kebutuhan	Alat	Tulis	Menulis	Kantor 1	Tahun Terelenggaranya	Pelayanan	Administrasi	Kantor 100% 50,000,000 800,000,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Cetak,	Foto	copy	dan	Jilid	bahan	
bahan	keperluan	Kantor

1	Tahun Terselenggaranya	Pelayanan	Kepada	Masyarakt	
penanganan	masalah	sosial

100% 25,000,000 30,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Tersedianya	Komponen	Alat	Listrik	dan	
Penerangan	Bangunan	Gedung	Kantor

1	Tahun Terselenggaranya	Pelayanan	kepada	masyarakat	
penanganan	masalah	sosial

100% 10,000,000 15,000,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Tersedianya	Surat	Kabar	dan	Majalah 1	Tahun Terselenggaranya	Pelaksanaan	Program	dan	
Kegiatan	melalui	media	massa

100% 10,000,000 10,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terselenggaranya	Pelayanan	Kepada	Masyarakat	
Penyandang	Masalah	Kesejahteraan	Sosial

1	Tahun Terlaksananyan	Pelayanan	Kepada	Masyarakat	
Penyandang	Masalah	Sosial

100% 30,000,000 35,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terselenggaranya	Pelayanan	Kepada	Masyarakat	
Penyandang	Masalah	Kesejahteraan	Sosial

1	Tahun Terpenuhinya	Pelayanan	Kantor	Kepada	
Masyarakat	Penyandang	masalah	kesejahteraan	
Sosial

100% 50,000,000 50,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemenuhan	
KebutuhanPenyediaan	Jasa	Pengangkutan	Beras	
dan	Barang	Dinas

1	Tahun Terpenuhinya	Pelayanan	Kantor	Kepada	
Masyarakat

100% 40,000,000 40,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terselenggaranya	Pelayanan	Kepada	Masyarakat	
Penyandang	Masalah	Kesejahteraan	Sosial

1	Tahun Terselenggaranya	Pelayanan	Kepada	Masyarakt 100% 50,000,000 50,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Terselenggaranya	Penyediaan	Jasa	Pengamanan	
Kantor

1	Tahun Terpenuhinya	Pelayanan	Kantor	Terhadap	
Pemerintah	dan	Masyarakat

100% 108,000,000 108,000,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial 1	Tahun Terpenuhinya	Jasa	Jaminan	Kesehatan	dan	
Ketenagakerjaan	bagi	tenaga	honorer	(pegawai	
tidak	tetap)

100% 70,709,760 70,709,760

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 320,000,000 400,000,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terselenggaranya	Pengadaan	Peralatan	Gedung	
Kantor

1	Tahun Terpenuhinya	Kebutuhan	Pelayanan	Terhadap	
Pemeriintah	dan	Masyarakat

100	Tahun 250,000,000 300,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Pemenuhan	Kebutuhan	
Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	Kantor

1	Tahun Terelenggaranya	Pemeliharaan	Gedung	Kantor 100% 10,000,000 15,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Pemenuhan	Kebutuhan	
Pemeliharaan	Rutin/berkala	Kendaraan	
Dinas/operasional

1	Tahun Terselenggaranya	Pemenuhan	Kebutuhan	
Pemeliharaan	Rutin/berkala	Kendaraan	
Dinas/operasional

100% 50,000,000 75,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kpta	Kupang,	Kab.	Kupang	Kab.	Lembata,	Kab.	
Sikka,	Kab.	Sumba	Barat

Terlaksananya	Pemenuhan	Kebutuhan	
Pemeliharaan	Rutin/berkala	Peralatan	Gedung	
Kantor

1	Tahun Terselenggaranya	Pemeliharaan	Rutin	/Berkala	
peralatan	gedung	kantor

100% 10,000,000 10,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 15,000,000 20,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terselenggaranya	Kegiatan	Penyusunan	Laporan	
Capaian	Kinerja	Perangkat	Daerah

1	Tahun Terlaksananya	Kegiatan	Penyusunan	Laporan	
Capaian	Kinerja	Perangkat	Daerah

100% 15,000,000 20,000,000

1.01 URUSAN	WAJIB	PELAYANAN	DASAR
1.01 06 SOSIAL

Persentase	penduduk	miskin,	KAT,	
kelompok	rentan,	dan	PMKS	lainnya	yang	
terakses	perlindungan	sosial	(data	terpilah	
gender)

80%

Persentase	pencapaian	SPM	Sosial 100%
Kota	Kupang Pemberian	Penghargaan	PSKS	teladan	tingkat	

Provinsi
4	Orang Terpilihnya	PSKS	Teladan	Tigkat	Provinsi	sebagai	

contoh	untuk	mewakili	NTT	di	Tingkat	Nasional
4	Orang 50,000,000 50,000,000

1.01 05 15 01 Pengelolaan	ketentraman	dan	ketertiban	umum

TOTAL

1.01 05 15 04 Peningkatan	perlindungan	masyarakat

1.01 05 15 03 Pengembangan	sumber	daya	aparatur	polisi	
pamong	praja

1.01 05 15 02 Penegakan	peraturan	daerah	dan	peraturan	
gubernur

21,202,949,000 23,269,300,000

1.01 06 15 01 Pemberdayaan	sosial

1.01 06 15 PROGRAM	PELAYANAN	SOSIAL
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22	Kab/Kota Terselenggaranya	seleksi	PSKS	Teladan	Tingkat	
Provinsi	(LKS,	Karang	Taruna,	Pekarja	Sosial	
Masyarakt	(PSM),	Tenaga	Kesejahteraan	Sosial	
Kecamatan	(TKSK),

440	Orang Terseksinya	Potensi	Sumber	Kesejahteraan	
Masyarakat	(PSKS	)	teladan	tingkat	Provinsi	(LKS,	
Karang	Taruna,	Pekarja	Sosial	Masyarakt	(PSM),	
Tenaga	Kesejahteraan	Sosial	Kecamatan	(TKSK),

440	Orang 100,000,000 350,000,000

Kota	Nagekeo Terpublikasinya	Kelambagaan	dan	kegiatan	
Karang	Taruna	kepada	Masyarakat

200	Orang Meningkatnya	Pemahaman	Masyarakat	terhadap	
eksistensi	Karang	Taruna

200	Orang 50,000,000 75,000,000

Kota	Kupang PemeliharaanTMPdan	TMPNTerlaksananya	
Kegiatan	Peringatan	Hari	Pahlawan	bersama	
Instansi	Terkait

1000	Orang Meningkatkan	Pemahaman	oleh	Masyarakt	
instansi	terkait	dan	Pelajar	terhadap	nilai	nilai	
Pahlawan

1000	Orang 250,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Terselenggaranya	Peringatan	Hari	
Kesetiakawanan	Sosial	Nasional	(HKSN)	dan	
Kegiatan	EXPO	HKSN

500	Orang Terlaksananya	Kegiatan	Hari	Kesetiakawanan	
Sosial	Nasional	di	Tingkat	Provinsi

500	Orang 50,000,000 100,000,000

22	Kab/	Kota Terlaksananya	Bimtek	bagi	Tenaga	Kesejateraan	
Sosial	Kecamatan

100% Meningkatnya	Pemahaman	Para	Tenaga	
Keejahteraan	sosial	Kecamatan

100% 150,000,000 325,000,000

Kab.	Manggarai,	Kab.	Manggarai	Barat,	Kab.	
Manggarai	Timur,	Kab.	Ende,	dan	Kab.	Sikka

Terlaksananya	Penyuluhan	Sosial	Keliling	kepada	
Masyarakat

300	Orang Terwujudnya	Peran	dan	Partisipasi	Masyrakat	
dalam	Pembangunan	Bidang	Kesejahteraan	Sosial

300	Orang 250,000,000 350,000,000

22	Kabupaten Terlaksannya	Verifikasi	Calon	Penerima	Bantuan	
KUBE	kepada	Masyarakat	Miskin	KUBE	
Penumbuhan	dan	KUBE	Warsosek	KUBE	Fakir	
Miskin,	dan	terlaksananya	kegiatan	rapat	
koordinasi	penangganan	fakir	miskin	lintas	sektor

325	Kelompok Terverifikasi	KUBE	Fakir	Miskin 650	
Kelompok

177,320,000 325,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Dikalat	Bagi	Pendamping	KUBE	
Fakir	Miskin

50	Orang Tersedianya	Pendamping	KUBE	yang	memahami	
kegiatan	penaganan	Fakir	Miskin

50	Orang 148,175,000 150,000,000

ngada Terpenuhinya	Pelaksaan	Kegiatan	Pemberian	
Sembako	bagi	Kelaurga	Miskin

50	KK Prosentase	terlaksananya	Kegiatan	Pemberian	
Sembako	kepada	Keluarga	Miskin

50	KK 50,000,000 50,000,000

21	Kabupaten Terlaksananya	Kegiatan	Verifikasi	dan	Falidasi	
terhadap	basis	data	terpadu	Penanganan	Fakir	
Miskin	(BDT-PFM)

4	Kali Tersedianya	data	penerima	manfaat	program	
Penangganan	Fakir	Miskin	untuk	mendampatkan	
bantuan

4	Kali 50,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Terlatihnya	Tenaga	Operator	SIKS-	NG 50	Orang Tersedianya	Tenaga	Operator	SIKS-NG 50	Orang 150,000,000 200,000,000
Kota	Kupang Terlaksananya	Kegiatan	Koordinasi	Penyaluran	

Beras	Sejahtera	(RASTRA)	dan	Bantuan	Pangan	
Non	Tunai	(BPNT)	bagi	Keluarga	Penerima	
Manfaat	(KPM)

2	Kali Tersalurnya	Beras	Sejahtera	(RASTRA)	dan	Bantuan	
Pangan	Non	Tunai	(BPNT)	bagi	Keluarga	Penerima	
Manfaat	(KPM)

2	Kali 700,000,000 700,000,000

Kota	Kupang,	Kab.	Lembata,	Kab.	Sikka,	Kab.	
Sumba	Barat

Terselenggaranya	Pelayanan	564	orang	Klien	di	7	
Panti	lingkup	Dinas	Sosial

564	Orang Para	Penghuni	panti	mendapatkan	pelayanan	yang	
layak

564	Orang 12,530,654,000 13,000,000,000

Kota	Kupang Terfasilitasinya	Penyelenggaraan	hari	lanjut	usia	
tingkat	provinsi

130	Orang Terlaksananya	kegiatan	rakor	komda	lansia 130	Orang 100,000,000 275,000,000

Kota	Kupang Tervirifikasinya	Lanjut	Usia	Penerima	Bantuan	
Sosial

100	Orang Tersedianya	Data	Lanjut	Usia	Penerima	Bantuan	
Sosial	yang	tepat	sasaran

100	Orang 25,000,000 30,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Kegiatan	Pemberian	Sembako	bagi	
lanjut	usia	di	kota	kupang

100	Paket Terpenuhinya	sebagian	kebutuhan	dasar	bagi	
lanjut	usia

100	Paket 80,000,000 150,000,000

Kota	Kupang Terfasilitasnya	operasional	RPTC 1	Tahun Terfasilitasnya	Operasional	RPTC 1	Tahun 230,000,000 2,500,000
22	Kabupaten	/Kota Terlaksananya	Kegiatan	Monitoring	PMKS	PSKS	di	

Kabupaten/Kota	di	Provinsi	NTT
1	Tahun Tersedianya	Data	PMKS	PSKS	yang	Valid 100% 50,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	kegiatan	Bimtek	bagi	Pengelola	
Panti	Swasta	Penyandang	Disabiltas

33	Orang Meningkatnya	Kapasitas	SDM	Pengelola	Panti	
Swasta	Penyandang	Disabilitas

33	Orang 250,000,000 110,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Kegiatan	Pelatihan	Keterampilan	
bagi	klien	pada	panti	swasta	penyandang	
Disabilitas

20	Orang Meningkatnya	keterampilan	klien	pada	panti	
swasta	penyandang	disabilitas

20	Orang 100,000,000 65,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyelenggaraan	Shelter	dan	
pendidikan	anak	Jalanan	serta	Pembinaan	orang	
tua

1	Paket Tersedianya	Shelter	dan	pendidikan	anak	jalanan	
serta	pembinaan	orang	tua

100% 150,000,000 200,000,000

Kota	Kupang Terkoodinasinya	Kegiatan	Penaganan	Bencana	
Sosial

39	Orang Terciptaanya	Kehidupan	Masyarakt	yang	harmonis 39	Orang 50,000,000 200,000,000

Kab.	TTS	dan	Kab.	Sikka Terlaksananya	Kegiatan	Kampung	Siaga	Bencana	
di	1	(Satu)	Desa,	Pemberian	Insentif	Tagana,,	
Posko	TAGANA,	dan	Seleksi	serta	Perekutan	
TAGANA	Muda,terlaksananya	kegiatan	jambore	
TAGANA	tingkat	Provinsi

1	Desa Terlaksananya	Pemberian	Insentif	bagi	Tagana	
Posko	TAGANA	,hasil	seleksi	TAGANA	Muda

3	Desa 1,850,000,000 2,300,000,000

Kab.	Kupang,	Kab.	Flores	Timur Terlaksananya	Penanganan	korban	
bencana/Penggunsi

100	Orang Tersedianya	TAGANA	yang	mampu	menangani	
masyarakat	akibat	bencana

100	Orang 100,000,000 150,000,000

Kab.	Malaka Terlaksananya	Kegiatan	Pemantapan	Petugas	
Layanan	Dukungan	Psikososial	dan	
Pendampingan	Sosial

50	Orang Tersedianya	SDM	TAGANA	yang	mampu	
menanggani	korban	traumatik	akibat	bencana

50	Orang 50,000,000 150,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Penanganan	dan	Pemulangan	
Orang	Terlantar	ke	Daerah	asal

100% Tertanganinya	Pemulangan	orang	terlantar	ke	
daerah	asal

100% 100,000,000 300,000,000

22	Kabupaten/Kota Tersedianya	SDM	PKH	yang	Handal 1701	Orang Terlaksannya	BIMTEK	Tatakelola	PKH	dan	Insentif	
bagi	KORWIL,KORKAB,Pendamping,	Asisten	
Pendamping,	Superv

4	Angkatan 3,361,800,000 3,361,800,000

23,430,995,260 26,169,059,760

DINAS	PEMBERDAYAAN	PEREMPUAN	DAN	PERLINDUNGAN	ANAK

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 281,506,200 313,289,500

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedianya	dana	untuk	jasa	surat	menyurat	di	
Kantor	Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	dan	
Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 2,000,000 2,200,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	dana	untuk	jasa	komunikasi,	sumber	
daya	air	dan	listrik	di	Kantor	Dinas	Pemberdayaan	
Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 111,000,000 122,100,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	dana	untuk	jasa	pemeliharaan	dan	
perizinan	kendaraan	dinas/operasional	di	Kantor	
Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	dan	
Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 26,800,000 29,480,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Tersedianya	jasa	administrasi	keuangan	di	Kantor	
Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	dan	
Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 21,260,000 23,386,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor	
Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	dan	
Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 5,335,000 5,560,500

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	alat	tulis	kantor	di	Kantor	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 13,000,000 14,300,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	barang	cetakan	dan	penggandaan	di	
Kantor	Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	dan	
Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 5,055,000 5,560,500

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	komponen	instalasi	listrik/	
penerangan	bangunan	kantor	di	Kantor	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 475,000 522,500

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang	-	undangan	di	Kantor	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 2,000,000 5,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	makanan	dan	minuman	untuk	rapat,	
tamu	di	Kantor	Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	
dan	Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 15,000,000 16,500,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kota	Kupang Terlaksananya	rapat	-	rapat	koordinasi	dan	
konsultasi	keluar	daerah	Dinas	Pemberdayaan	
Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 37,800,000 41,580,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas	di	Kantor	Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	
dan	Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 6,000,000 6,600,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	
pelaksanaan	tugas	dalam	daerah	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 35,000,000 38,500,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Tersedianya	jasa	jaminan	sosial	di	Kantor	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 781,200 2,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 32,550,000 35,805,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	mesin	finger	print	di	Kantor	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Unit Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 6,000,000 6,600,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	kendaraan	
dinas/operasional	di	Dinas	Pemberdayaan	
Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 20,350,000 22,385,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	peralatan	gedung	
kantor	di	Dinas	Pemberdayaan	Perempuan	dan	
Perlindungan	Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 6,200,000 6,820,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 9,860,000 10,846,000

1.01 06 15 01 Pemberdayaan	sosial

TOTAL

1.01 06 15 04 Perlindungan	dan	jaminan	sosial

1.01 06 15 03 Rehabilitasi	sosial

1.01 06 15 02 Penanganan	fakir	miskin
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0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	laporan	capaian	
kinerja	dan	iktisar	realisasi	kinerja	SKPD	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Provinsi

1	Tahun Meningkatnya	kualitas	manajemen	di	Dinas	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	
Provinsi

1	Laporan 9,860,000 10,846,000

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 02 PEMBERDAYAAN	PEREMPUAN	DAN	

PERLINDUNGAN	ANAK
Jumlah	Perangkat	Daerah	yang	melakukan	
pengarusutamaan	gender	dalam	
kebijakan,	program	dan	anggaran	(	tahun	
pertama:	penyusunan	instrumen	PUG)

5	PD/LK

Persentase	Jumlah	kasus	kekerasan	
terhadap	perempuan	dan	anak	yang	
ditangani	sesuai	regulasi	dibandingkan	
total	kasus

70%

Indeks	Pemberdayaan	Gender 68.76
Indeks	Pembangunan	Gender 93	Poin

Kota	Kupang Terlaksananya	Pelatihan	PPRG	bagi	TFP	OPD	dan	
tim	TAPD	Prov	dan	Kab./Kota

39	PD	dan	11	
Kab/kota

Meningkatnya	penggunaan	analisis	gender	dalam	
Dokumen	Perencanaan	dan	Penganggaran	Daerah

1	Dokumen 35,914,000 39,505,400

22	Desa	Model	di	22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Pendampingan	PPRG	bagi	desa	
model	(Kolaborasi	TP-PKK	Prov.	NTT)

22	Desa Meningkatnya	Penggunaan	ARG	di	Tingkat	Desa	
Model

22	
Dokumen

18,075,000 19,882,500

Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	POKJA	PUG	dan	FPG	
bagi	OPD	dalam	penyusunan	39	OPD

39	OPD Tersusunnya	Dokumen	GAP	dan	GBS	Perangkat	
Daerah	Lingkup	Pemprov	NTT

78	
Dokumen

16,088,000 17,696,800

Kota	Kupang Terlaksananya	Peningkatan	KIE	Gender	bagi	
Masyarakat	Umum

100	Dokumen Meningkatnya	Dukungan	Masyarakat	Terhadap	
Pentingnya	keterlibatan	Perempuan	Dalam	
Berbagai	Aspek	Kehidupan

1	Laporan 46,925,000 48,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Pencapaian	APE	dan	Pembinaan	
untuk	penyusunan	PRG	di	Desa	Model	
(Kolaborasi	TP	PKK	NTT)

22	Kab/kota Tercapainya	Komitmen	Daerah	terhadap	
pelaksanaan	PP	dan	PA	melalui	pencapaian	APE

44	
Dokumen

122,998,000 125,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	sinkronisasi	perencanaan	dan	
penganggaran	program/kegiatan	antara	Provinsi	
dan	Kab/Kota	melalui	Rapat	Koordinasi	
Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Tingkat	Provinsi	NTT	dan	Rapat	Koordinasi	
Nasional

22	Kab/kota Meningkatnya	sinergitas	dalam	program/	kegiatan	
pemberdayaan	perempuan	dan	perlindungan	anak	
antara	Pemerintah	Pusat,	Provinsi	dan	
Kabupaten/Kota

2	
Rekomend
asi

148,875,000 163,762,500

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Pengambilan	Data,	Validasi	Data	
dan	Penyusunan	Profil	Gender	dan	Anak	Provinsi	
NTT

22	Kab/kota Tersedianya	data	terpilah	yang	bisa	dijadikan	
sebagai	alat	advokasi	dalam	perencanaan	
penganggaran	responsif	gender	dan	peduli	akan	
hak	-	hak	anak

1	Dokumen 137,905,000 150,000,000

Kota	Kupang Terlatihnya	150	Kepala	Keluarga	Rumah	Tangga	
Miskin	Perempuan	(RTM-P)	untuk	
pengembangan	usaha	perempuan	dalam	
mendukung	sektor	pariwisata	di	NTT

150	Orang Meningkatnya	jumlah	Kepala	Keluarga	Rumah	
Tangga	Miskin	Perempuan	(RTM-P)	yang	
mendapatkan	akses	pelatihan,	permodalan	dan	
pemasaran	dalam	pengembangan	usaha	
perempuan	dalam	mendukung	sektor	pariwisata	di	
NTT

1	Laporan 125,000,000 135,000,000

Kabupaten	TTS,	Kabupaten	TTU,	Kabupaten	
Lembata,	Kabupaten	Flores	Timur,	dan	Kota	
Kupang

Terbentuknya	5	Kelompok	Ekonomi	Perempuan	
Marginal	(Perempuan	Korban	Kekerasan,	TPPO,	
Non	Prosedural	dan	Masalah	sosial	lainnya)	
dalam	mendukung	pemberdayaan	ekonomi	
inklusif

5	Kelompok Meningkatnya	jumlah	Kelompok	Ekonomi	
Perempuan	Marginal	(Perempuan	Korban	
Kekerasan,	TPPO,	Non	Prosedural	dan	Masalah	
sosial	lainnya)	dalam	mendukung	pemberdayaan	
ekonomi	inklusif

1	Laporan 125,000,000 135,000,000

Kabupaten	Sumba	Tengah Terlaksananya	Pembentukan	P2TP2A 1	Unit Terwujudnya	mekanisme	penanganan	korban	
kekerasan	terhadap	perempuan	dan	anak	di	
Kabupaten	Sumba	Tengah

1	Dokumen 44,109,000 47,000,000

Kota	Kupang Tersedianya	operasional	P2TP2A 1	Tahun Tersedianya	pelayanan	P2TP2A 1	Laporan 275,000,000 300,000,000
Kabupaten	TTS Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Lintas	Sektor	dan	

Kemitraan	untuk	kesepakatan	bersama	terhadap	
pencegahan	kekerasan	dan	penanganan	TPPO	di	
Kabupaten	TTS

40	Orang Terciptanya	komitmen	dan	sinergitas	dalam	rangka	
pencegahan	kekerasan	dan	TPPO	di	Kabupaten	TTS

1	Laporan 34,597,000 50,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Penanganan	
Human	Trafficking	(Gugus	Tugas	HT)	dan	
Pendataan	Kasus	TPPO	di	Bandara	Eltari	dan	
Pelabuhan	Laut	Tenau	Kupang

50	Orang Terwujudnya	koordinasi	dan	komitmen	
pencegahan	terjadinya	Human	Trafficking	dan	
menurunnya	kasus	tindak	pidana	perdagangan	
orang	di	Kabupaten/Kota	se	NTT

2	Dokumen 70,887,000 77,975,700

Kota	Kupang	dan	Kabupaten	Kupang Terlaksananya	Kampanye	Anti	Trafficking	dan	
Talk	Show	Penghapusan	Tindak	Kekerasan	
Terhadap	Perempuan	dan	Anak	serta	
Terlaksananya	Hari	Perempuan	Internasional	
Tingkat	Provinsi	NTT

385	Orang Meningkatnya	pemahaman	dan	komitmen	
masyarakat	terhadap	Human	Trafficking	dan	tindak	
kekerasan	terhadap	perempuan	dan	anak	serta	
meningkatnya	peran	perempuan	dalam	
mewujudkan	keamanan,	perdamaian,	keadilan	di	
bidang	ekonomi,politik,	sosial	dan	budaya

5	Dokumen 86,675,000 89,000,000

Kota	Kupang,	Kabupaten	Sikka,	Ende,	Lembata Adanya	komitmen	pembentukan	Desa	Layak	
Anak	menuju	Kabupaten/Kota	Layak	Anak	di	4	
(empat)	Kabupaten/Kota

4	Kab/kota Terbentuknya	Desa	Layak	Anak	menuju	
Kabupaten/Kota	Layak	Anak

60	Desa 121,852,000 125,000,000

Kota	Kupang Tersedianya	operasional	Tempat	Penitipan	Anak	
(TPA)

1	Tahun Tersedianya	pelayanan	Tempat	Penitipan	Anak	
(TPA)

1	Unit 350,000,000 350,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Konferensi	Anak	Daerah	dan	
Partisipasi	dalam	Forum	Anak	Nasional

46	Orang Adanya	perubahan	sikap,	perilaku	dan	integritas	
anak	dalam	kehidupan	bermasyarakat	sesuai	etika	
moral	dan	peradaban	bangsa

1	
Rekomend
asi

114,416,000 120,000,000

1.02 02 16 PROGRAM	NTT	SEJAHTERA Persentase	Pencegahan	Perdagangan	
Orang	/	Tenaga	Kerja	Non	Prosedural	
(Zero	Human	Trafficking)

60% 236,268,000 250,000,000

1.02 02 16 01 Penanggulangan	stunting Kab	Ende	(Kelimutu),	Kab	Kupang	(Liman,	Kab	
Rote	(Mulut	Seibu),	Kab	Lembata	(Lamahera),	
Kab	Sumba	Timur	(Gongi)	Kab	Alor	(Moru,	kab.	
TTS	(Fatumnasi),	Kab	Sumba	Barat	(Waikelo	
sawah)

Tersedianya	kader	champion	yang	telah	dilatih	
dan	siap	menjadi	agent	of	change	dalam	bidang	
ekonomi,	sosial,	politik	dan	budaya	terutama	
dalam	penanganan	stunting	di	Kecamatan	pada	
8(Delapan)	Kabupaten	Stunting	tertinggi	di	
daerah	lokasi	pariwisata	prioritas

149	Kec Meningkatnya	jumlah	kader	champion	yang	siap	
menjadi	agent	of	change	dalam	bidang	ekonomi,	
sosial,	politik	dan	budaya	terutama	dalam	
penanganan	stunting	di	Kecamatan

7	Laporan 236,268,000 250,000,000

2,434,500,200 2,602,763,400

DINAS	LINGKUNGAN	HIDUP	DAN	KEHUTANAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 6,570,000,000 6,880,000,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat 22	Kabupaten/Kota Terpenuhinya	kelancaran	surat	menyurat	dinas	
dengan	baik

24	Paket Terpenuhinya	pelayanan	administrasi	perkantoran 24	Paket 95,000,000 100,000,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	kelancaran	langganan	daya	listrik,	
air,	telepon	dan	internet

12	Bulan Terpenuhinya	pelayanan	jasa	komunikasi,	sumber	
daya	air,	internet	dan	listrik

12	Bulan 650,000,000 670,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	pemeliharaan	kendaraan	dinas	
dengan	baik

1	Tahun Terpelihranya	kendaraan	dinas	dengan	baik 1	Tahun 980,000,000 1,110,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan 22	Kabupaten/Kota Terselenggaranya	administrasi	keuangan 40	Orang Terwujudnya	administrasi	keuangan 40	Orang 650,000,000 700,000,000
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor 22	Kabupaten/Kota Tersedianya	peralatan	dan	bahan	kebersihan	

kantor
24	Paket Terpenuhiya	layanan	kebersihan	kantor 24	Paket 975,000,000 1,000,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor 22	Kabupaten/Kota Tersedianya	Ketersediaan	Alat	Tulis	Kantor 24	Paket Terpenuhinya	Ketersediaan	Alat	Tulis	Kantor 24	Paket 475,000,000 480,000,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan 22	Kabupaten/Kota Tersedianya	barang	cetakan	dan	penggandaan	

kantor
24	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	layanan	perkantoran 24	Paket 335,000,000 350,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kantor	Dinas	Lingkungan	Hidup	dan	Kehutanan Terlasananya	perbaikan	instalasi	listrik	Kantor	
dinas

1	Paket Terpenuhinya	perbaikan	instalasi	listrik	kantor	
Dinas

1	Paket 125,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

22	Kabupaten/Kota Tersedianya	bahan	bacaan	/	Majalah 12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	surat	kabar,	majalah,	
buletin	kehutanan	dan	lingkungan	hidup

100% 80,000,000 100,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman 22	Kabupaten/Kota Tersedianya	makanan	dan	minuman	untuk	
Rapat/Tamu/Kegiatan

24	Paket Terpenuhnya	layanan	makanan	dan	minuman	
Rapat/Tamu/Kegiatan

24	Paket 175,000,000 185,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

1	Paket Terlaksanannya	koordinasi	dan	konsultasi	keluar	
Provinsi	Nusa	Tenggara	Timur

1	Tahun Terlaksanannya	koordinasi	dan	konsultasi	keluar	
Provinsi	Nusa	Tenggara	Timur

1	Tahun 770,000,000 800,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	penyediaan	logistik	kantor 24	Paket Terpenuhinya	layanan	pengangkutan	beras	dan	
barang	dinas

24	Paket 150,000,000 160,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	koordinasi	dan	pembinaan	
pelaksanaan	tugas	dengan	pemerintah	Kab/Kota

22	Kab/kota Terwujudnya	koordinasi	dan	pembinaan	
pelaksanaan	tugas	dalam	pemerintah	Kab/Kota

100% 925,000,000 1,000,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor 22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	keamanan	kantor 12	Bulan Terwujudnya	pengamanan	aset	daerah	yang	
dipelihara

100% 110,000,000 125,000,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial 22	Kabupaten/Kota Terpenuhinya	Kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Iuran	Jaminan	Ketenagakerjaan	
bagi	Pegawai	Honorer/Tidak	Tetap

24	Paket Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial	Bagi	
Tenaga	Honorer/Pegawai	Tidak	Tetap

24	Paket 75,000,000 100,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 1,105,000,000 1,000,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor 5	Kabupaten/Kota Terlaksananya	kelancaran	pelaksanaan	tugas	
rutin	UPTD	KPH	Kabupaten/Kota

5	Paket Terpenuhinya	pelayanan	jasa	sewa	gedung	kantor 5	Paket 320,000,000 350,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	pemeliharaan	kendaraan	dinas	
dengan	baik

24	Paket Terpeliharanya	kendaraan	dinas	roda	2	dan	roda	4 24	Paket 365,000,000 400,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

22	Kabupaten/Kota Terpeliharanya	perlengkapan	kantor	dengan	baik 24	Paket Persentase	perlengkapan	yang	dipelihara 24	Paket 220,000,000 250,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

22	Kabupaten/Kota Terpeliharanya	peralatan	kantor	dengan	baik 24	Paket Persentase	peralatan	yang	dipelihara 24	Paket 200,000,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 575,000,000 625,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

22	Kabupaten/Kota 1.Tersusunnya	Dokumen	LAKIP,LKPJ,LPPD,	
Laporan	Bulanan,	Laporan	Tahunan	2019,	dan	
Rencana	Kerja	2021;	2.	Terlaksana	monitoring	
dan	evaluasi	pembangunan	lingkungan	hidup	dan	
kehutanan

22	Kab/kota 1.	Tersedianya	Dokumen	LAKIP,LKPJ,LPPD,	Laporan	
Bulanan,	Laporan	Tahunan	2019,	dan	Rencana	
Kerja	2021;	2.	Tersedianya	dokumen	monitoring	
dan	evaluasi	pembangunan	lingkungan	hidup	dan	
kehutanan

22	
Kab/kota

575,000,000 625,000,000

1,992,822,900

1.02 02 15 01 Pengembangan	kelembagaan	gender	dan	
kemitraan

1,874,316,0001.02 02 15 PROGRAM	PEMBERDAYAAN	PEREMPUAN	DAN	
PERLINDUNGAN	ANAK

TOTAL

1.02 02 15 04 Pemenuhan	hak	dan	perlindungan	khusus	anak

1.02 02 15 03 Perlindungan	hak	perempuan

1.02 02 15 02 Peningkatan	kualitas	hidup	perempuan	dan	
keluarga
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1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 05 LINGKUNGAN	HIDUP

Jumlah	kabupaten/	kota	yang	
melaksanakan	penanganan	limbah	bahan	
berbahaya	dan	beracun

5	Kab/kota

Jumlah	DAS	yang	dikelola 7	Das
Indeks	kualitas	air 60	Poin
Persentase	penambahan	luasan	tutupan	
hutan

20%

Persentase	ketersediaan	hutan	
pendidikan,	riset	dan	pariwisata	
(arboretum)	khusus	spesies	flora	dan	
fauna	endemik

2	Unit

Persentase	pengelolaan	hutan	dan	hasil	
hutan	yang	berkelanjutan

20%

Jumlah	izin	lingkungan	yang	diterbitkan 20	Keg
Indeks	kualitas	udara Poin
Luas	hutan	dan	lahan	yang	direhabilitasi 400	Ha

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	penyusunan	dokumen	IKPLHD	
dalam	rangka	peningkatan	mutu	informasi	
tentang	lingkungan	hidup	sebagai	bagian	dari	
sistem	pelaporan	publik	berdasarkan	analisis	
pressure,	state	dan	response	isu	lingkungan	
hidup	daerah	yang	terkait	dengan	tata	guna	
lahan,	kualitas	air,	kualitas	udara,	resiko	bencana	
dan	perkotaan

1	Dokumen Tersedianya	dokumen	IKPLHD	dalam	rangka	
peningkatan	mutu	informasi	tentang	lingkungan	
hidup	sebagai	bagian	dari	sistem	pelaporan	publik	
berdasarkan	analisis	pressure,	state	dan	response	
isu	lingkungan	hidup	daerah	yang	terkait	dengan	
tata	guna	lahan,	kualitas	air,	kualitas	udara,	resiko	
bencana	dan	perkotaan

1	Dokumen 125,000,000 125,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Dokumen	IKLH	
Provinsi	NTT

1	Dokumen Tersedianya	Dokumen	IKLH	Provinsi	NTT 1	Dokumen 35,000,000 40,000,000

Kabupaten	TTU,	Ende,	Sumba	Timur	dan	
Lembata

Terlaksananya	Pembinaan	dalam	penyusunan	
dokumen	DDDT	dan	RPPLH

5	Kabupaten 1.	Terbinanya	Kabupaten	dalam	penyusunan	DDDT	
dan	RPPLH,	2.	Tersedianya	dokumen	DDDT	dan	
RPPLH	sebagai	dasar	dalam	perencanaan	
pembangunan,	pemanfaatan	SDA	maupun	rencana	
perlindungan	dan	pengelolaan	lingkungan	hidup

5	
Kabupaten

50,000,000 60,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Pembinaan	dalam	rangka	
peningkatan	pengetahuan	dan	ketrampilan	
dalam	penyusunan	dokumen	KLHS	untuk	KRP	
tingkat	Kabupaten/Kota	sesuai	dengan	peraturan	
yang	berlaku	terkait	tata	cara	penyusunan	
dokumen	KLHS

22	Kab/kota Terintegrasiny	dokumen	KLHS	dalam	KRP	tingkat	
Kabupaten/Kota	yang	wajib	dilengkapi	dengan	
dokumen	KLHS

22	
Kab/kota

50,000,000 115,000,000

Kota	Kupang,	Kabupaten	Kupang	dan	Ende Terlaksananya	penyusunan	dokumen	KLHS	RTR	
KSP	Bolok	dan	Maurole

2	Dokumen Terintegrasinya	dokumen	KLHS	dalam	dokumen	
RTR	KSP	Bolok	dan	Maurole

2	Dokumen 500,000,000 0

Kawasan	Hutan	Nggalak	Rego Terlaksananya	pemeliharaan	batas	kawasan	
hutan

40	KM Terpelihanya	batas	kawasan	hutan 40	KM 94,600,000 200,000,000

10	Kabupaten Terlaksannya	pengesahan	dokumen	RPHJP	pada	
UPT	KPH

10	Dokumen Tersedianya	dokumen	RPHJP	pada	UPT	KPH 10	
Dokumen

100,000,000 0

5	Kabupaten Terlaksananya	inventarisasi	hutan	hak/kayu	
rakyat

5	Kabupaten Tersedianya	data	potensi	hutan	hak/kayu	rakyat 5	Kab/kota 100,000,000 175,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	identifikasi	usaha	dan/atau	
kegiatan	yang	telah	berjalan	namun	belum	
memiliki	dokumen	lingkungan	hidup	serta	
tersedianya	data	dan	dokumentasi	AMDAL,	UKL-
UPL,	DELH	dan	DPLH	se-Provinsi	NTT

22	Kab/kota Teridentifikasinya,	terkumpulnya,	tercatatnya	dan	
pelaporan	data	usaha	dn/atau	kegiatan	yang	telah	
berjalan	namun	belum	memiliki	dokumen	
lingkungan	hidup	se-Provinsi	NTT	serta	
terpublikasinya	dan	terdokumentasinya	AMDAL,	
UKL-UPL,	DPLH	dan	DELH	serta	SPPL	di	Provinsi	
NTT

22	
Kab/kota

100,000,000 110,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	penilaian	dokumen	lingkungan	
hidup	di	provinsi	NTT	dan	mendapat	rekomendasi	
kelayakan	atau	ketidak	layakan	lingkungan	hidup	
serta	izin	lingkungan

10	Dokumen 1.	tersedianya	dokumen	lingkungan	(AMDAL	dan	
UKL-UPL,	DELH	dan	DPLH)	n	final;	2.	Tersedianya	
Rekomendasi	Kelayakan	atau	ketidaklayakan	
Lingkungan	Hidup	dalam	rangka	pengendalian	
pencemaran	dan	Kerusakan	Lingkungan

10	
Dokumen

100,000,000 110,000,000

22	Kabupaten/Kota 1.	Terlaksananya	pembinaan	untuk	mendapatkan	
rekomendasi	lisensi	komisi	penilaian	AMDAL	dari	
pemerintah	Provinsi	NTT;	2.	Terlaksananya	
evaluasi	dokumen	AMDAL	dan	UKL-UPL	serta	
SPPL	Kabupaten/Kota	yang	sesuai	dengan	standar	
mutu	penilaian.

22	Kab/kota 1.	Meningkatnya	pemahaman	dan	kemampuan	
aspek	teknis	proses	penyusunan	atau	penilaian	
AMDAL	kepada	pemerintah	Kabupaten/Kota;	2.	
Tersedianya	rekomendasi	lisensi	Kabupaten/Kota;	
3.	Terlaksananya	pengawasan	serta	evaluasi	
penilaian	dan	pemeriksaan	dokumen	lingkungan	
hidup	pada	pemerintah	Kabupaten/Kota;	4.	
Tersedianya	dokumen	lingkungan	hidup	yang	
memenuhi	standar	penyusunan	dan	digunakan	
sebagai	instrumen	pengelolaan	dan	pemantauan	
lingkungan.

22	
Kab/kota

280,000,000 300,000,000

Kabupaten	Sumba	Barat,	Alor	dan	Sikka Terlaksananya	pembinaan	penggunaan	dan	
pemanfaatan	kawasan	hutn	dengan	pihak	ketiga

3	Kabupaten Meningkatnya	PNBP	melalui	kerjasama	pihak	
ketiga

3	
Kabupaten

60,000,000 110,000,000

16	Kabupaten Terlaksananya	pengendalian	pengawasan	dan	
pemanfaatan	SDA	pada	usaha	dan	atau	kegiatan	
berdokumen	lingkungan	yang	terpantau	
aktifitasnya

15	Kabupaten Tersedianya	laporan	hasil	kegiatan	pengawasan	
dan	pemanfaatan	SDA	pada	usaha	dan	atau	
kegiatan	berdokumen	lingkungan

15	
Kabupaten

140,000,000 160,000,000

Kabupaten	Lembata,	Alor	dan	Sikka	(	3	
kabupaten)

1.	Terlaksananya	Kegiatan	pemantauan	kualitas	
air	laut;	2.	Tersedianya	data	pengujian	
laboratorium	berupa	nilai	kualitas	air	laut	dalam	
bentuk	parameter	fisika,	kimia	dan	biologi	pada	
wisata	bahari	dan	biota	laut

3	Kabupaten Tersedianya	laporan	hasil	pemantauan	kualitas	air	
laut	wisata	bahari	dan	biota	laut

3	
Kabupaten

50,000,000 60,000,000

Pulau	Komodo Terlaksananya	patroli	pengaman	kawasan	pulau	
komodo

1	Paket Menurunnya	gangguan	keamanan	pulau	komodo 50% 500,000,000 1,300,000,000

Kabupaten	TTS,	Sumba	Timur,	Alor	dan	Flores	
Timur	(4	Kabupaten)

Terlaksananya	pengawsn	tingkat	kebisingan	
sarana	transportasi

4	Kabupaten Tersedianya	data	hasil	pengawasan	tingkat	
kebisingan	sarana	transportasi

4	
Kabupaten

50,000,000 60,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	pembentukan	forum	kolaborasi	
perlindungan	dan	pengamanan	pda	kawasan	
bernilai	penting

1	Dokumen tersedianya	SK	Gubernur	tentang	Forum	
Kolaborasi	KEE

1	Dokumen 48,000,000 50,000,000

Kabupaten	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu	dan	Malaka terlaksananya	identifikasi	daerah	penyangga	
kawasan	hutan/kawasan	suaka	alam/kawasan	
pelestarian	alam

5	Dokumen Tersedinya	laporan	hasil	identifikasi	daerah	
penyangga	kawasan	hutan/kawasan	suaka	
alam/kawasan	pelestarian	alam

5	Dokumen 32,000,000 40,000,000

22	Kabupaten/Kota 1.	Terlaksananya	penyusunan	perubahan	produk	
hukum	(3	produk	hukum);	2.	Terlaksananya	
penyelesaian	kasus-kasus	lingkungan	hidup	dan	
kehutanan	(7	kasus);	3.	Terlaksananya	patroli	
pangamanan	dan	operasi	pengamanan

1	Paket 1.	tersedianya	perubahan	produk	hukum	(3	produk	
hukum);	2.	Terselesaikannya	kasus-kasus	
lingkungan	hidup	dan	kehutanan	(7	kasus);	3.	
menurunnya	kasus-kasus	di	bidang	likungan	hidup	
dan	kehutanan	terutma	pada	kawasan	wisata	dan	
peredaran	hasil	hutan

1	Paket 900,000,000 1,100,000,000

Kota	Kupang	dan	Kabupaten	Manggarai	Barat Terlksananya	pembuatan	arboretrum 2	Kab/kota tersedianya	lokasi	tempat	wisata,	pendidikan	dan	
pelatihan	serta	plasma	nutfah

2	Kab/kota 600,000,000 1,000,000,000

pada	pulau	di	luar	kawasan	TN	Komodo Terlaksananya	penetapan	lokasi	KEE 1	Dokumen Tersedianya	lokasi	KEE 1	Dokumen 135,489,000 150,000,000

Kabupaten	Kupang,	Malaka	dan	Nagekeo Terlaksananya	pembinaan	dan	pembangunan	
instalasi	biogas	limbah	ternak

3	Unit Tersedianya	instalasi	biogas 3	Unit 125,000,000 150,000,000

Kabupaten	TTS,	Belu,	Nagekeo,	Manggarai	
Timur,	Manggarai	Barat,	Sumba	Tengah	dan	
Sumba	Barat	(6	Kabupaten)

Terlaksanaanya	koordinasi	upaya-upaya	
pengendalian	kerusakan	lingkungan	baik	dalam	
perencanaan	kegiatan	maupun	strategi	
penanganan

6	Kabupaten 1.	tersedianya	data	kerusakan	lingkungan	yang	
akurat	meliputi	data	sumber	kerusakan,	besaran	
dampak	kerusakan	lingkungan;	2.	terumuskannya	
langkah-langkah	penanganan	penanganan	secar	
sistemtis	dan	terkendali	baik	melalui	upaya	
pencegahan,	penanggulangan	dan	pemulihan

6	Kab/kota 60,000,000 75,000,000

Kabupaten	TTS,	Sabu	Raijua,	Rote	Ndao,	
Lembata,	dan	Manggarai	Timur	(5	Kabupaten)

1.	Terlaksananya	pemantauan	kualitas	uadara	
ambien	dalam	di	5	kabupaten;	2.	tersedianya	
data	pengujian	labortorium	berupa	nilai	udara	
ambien	dalam	bentuk	parameter	SO2,	NO2	dan	
Partikular

5	Kabupaten Tersedianya	laporan	hasil	pemantauan	kualitas	
udara	ambien

5	
Kabupaten

68,000,000 75,000,000

Kabupaten	Kupang	(sungai	
Noelmina),Kabupaten	Sumba	Timur	(Sungai	
Kadahang),	Kabupaten	Nagekeo	(Sungai	Aesesa)	
dan	Kabupaten	Malaka	(Sungai	Benanain)

Terlaksananya	restorasi	sungai	dalam	rangka	
peningkatan	kualitas	air	sungai

4	Kabupaten Peningkatan	kualitas	air	sungai 4	
Kabupaten

100,000,000 110,000,000

Kabupaten	Rote	Ndao,	Sikka,	Ende,	Lembata	
dan	Manggarai

1.	tersedianya	data	baku	kerusakan	mangrove;	2.	
terinventarisasinya	sebab	dan	dampak	kerusakan	
lingkungan	di	kawasan	mangrove

5	Kabupaten 1.	tersedianya	data	status	kerusakan	mangrove;	2.	
Merusmuskan	strategi	pengendalian	kerusakan	
lingkungan	di	kawasan	mangrove;	3.	pananaman	
anakan	mangrove

5	
Kabupaten

80,000,000 90,000,000

Kabupaten	TTS,	Ende,	Ngada,	Manggarai	Barat,	
TTU,	Sumba	Barat,	Alor	dan	Sabu	Raijua

Terlaksananya	pengendalian	kerusakan	wilayah	
pesisir	akibat	buangan	limbah	padat/sampah

8	Kabupaten Tersedianya	baseline	data	keruskan	wilayah	pesisir	
akibat	buangan	limbah	padat/sampah

8	
Kabupaten

108,000,000 110,000,000

Kabupaten	TTS,	Ende,	Ngada,	Manggarai	Barat,	
TTU,	Sumba	Barat,	Alor	dan	Sabu	Raijua

Terlaksananya	pengendalian	kerusakan	wilayah	
pesisir	akibat	buangan	limbah	padat/sampah

7	Kabupaten Tersedianya	baseline	data	keruskan	wilayah	pesisir	
akibat	buangan	limbah	padat/sampah

7	
Kabupaten

82,000,000 100,000,000

Kabupaten	Sumba	Timur,	Manggarai,	Flores	
Timur,	Manggarai	Barat	dan	Alor	(5	Kabupaten)

Terlaksananya	pembinaan/Setup	Persiapan	
Penilaian	Peringkat	Kinerja	Perusahaan	(PROPER)

5	Kabupaten Tersedianya	laporan	hasil	pembinaan	un	tuk	2	
Pertamina	dan	5	PLTD

5	
Kabupaten

77,000,000 85,000,000

Kabupaten	TTU,	TTS	dan	Belu 1.	Terlaksananya	inventarisasi	data	biomassa	
tanah;	2.	terlaksananya	inventarisasi	sebab	dan	
dampak	lingkungan	di	kawsan	tambang

3	Kabupaten 1.	Tersedianya	data	biomassa	tanah;	2.	
terumuskannya	strategi	pengendalian	kerusakan	
lingkungan	di	kawasan	tambang

3	
Kabupaten

54,000,000 60,000,000

13	Kab./Kota Tersedianya	gedung	resort	KPH	(DAK	Bidang	
Kehutanan)

13	Unit Peningkatan	kualitas	KPH 100	
Angkatan

6,300,000,000 6,500,000,000

14	Kab./Kota Tersedianya	sarpras	KPH	(	Kendaraan	Bermotor)	
(DAK	Bidang	Kehutanan)

14	Unit Peningkatan	kualitas	KPH 100% 700,000,000 800,000,000

1.02 05 15 03 Pengendalian	dan	perlindungan	lingkungan	hidup	
dan	kehutanan

12,888,652,000 14,824,500,000

1.02 05 15 01 Penataan	dan	pemanfaatan	lingkungan	dan	
kehutanan

1.02 05 15 PROGRAM	PELESTARIAN	LINGKUNGAN	HIDUP



Page	16	of	51

Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	alat	laboratorium	
(UPT	Laboratorium)

9	Buah/Unit/Roll Terpeliharanya	peralatan	laboratorium	(UPT	
Laboratorium)

9	
Buah/Unit/
Roll

40,000,000 50,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	reakreakreditasi,	survailen	dan	
registrasi	laboratorium	(UPT	Laboratorium	
Lingkungan/pengendalian	mutu)

23	Uji Terlaksananya	reakreakreditasi,	survailen	dan	
registrasi	laboratorium	(UPT	Laboratorium	
Lingkungan/Pengendalian	mutu)

23	Uji 93,027,000 100,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	kalibrasi	peralatan	laboratorium	
(UPT	Laboratorium)

17	Buah Meningkatnya	akurasi	perlatan	laboratorium	(UPT	
Laboratorium)

17	Buah 30,000,000 35,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	data	parameter	
kualitas	lingkungan	(UPT	Laboratorium	
Lingkungan/pengendalian	mutu)

30	Uji Tersedianya	data	parameter	kualitas	lingkungan	
(UPT	Laboratorium	Lingkungan/pengendalian	
mutu)

30	Uji 37,536,000 42,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyebaran	leaflet	(UPT	
Laboratorium)

2000	Eks Tersedianya	informasi	menyangkut	pelayanan	
Laboratotorium	Lingkungan	(UPT	Laboratorium)

2000	Eks 5,000,000 7,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	bahan	kimia	(UPT	
Laboratorium)

85	Jenis Tersedianya	bahan	kimia	untuk	pengujian	
laboratorium	(UPT	Laboratorium)

85	Jenis 200,000,000 250,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	bahan	penunjang	(UPT	
Laboratorium)

25	Buah Tersedianya	bahan	penunjang	pengujian	
laboratorium	(UPT	Laboratorium)

25	Buah 100,000,000 140,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Uji	Profisiensi	parameter	(UPT	
Laboratorium)

19	Uji Tersedianya	data	uji	Profisiensi	parameter	(UPT	
Laboratorium)

19	Uji 50,000,000 60,000,000

Kota	Kupang Terlaksannya	Peningkatan	kapasitas	SDM	melalui	
inhouse	training	(UPT	Laboratorium)

1	Paket Meningkatnya	Kapasitas	SDM	pengelola	
Labortorium	(UPT	Laboratorium)

1	Paket 200,000,000 320,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pembinaan	Laboratorium	
Lingkungan	Kabupaten/Kota	(UPT	Laboratorium	
Lingkungan)

18	Kab/kota Meningkatnya	pemberdayaan	laboratorium	
lingkungan	Kab./Kota	(UPT	Laboratorium	
Lingkungan)

18	
Kab/kota

79,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	peralatan	
laboraturium	berupa	Inkubator	dan	Laminar	
Airflow	(UPT	Laboratorium)

2	Unit Tersedianya	Inkubator	dan	Laminar	Airflow	(UPT	
Laboratorium)

2	Unit 250,000,000 300,000,000

Persentase	kawasan	hutan	mendukung	
pengembangan	Tourism	Estate

40%

Luas	hutan	dengan	tanaman	endemik	
lokal

1000	Ha

Kawasan	Hutan	Mutis	Timau,	Buat 1.	Terlaksananya	kerjasama	pengelolaan	lokasi	
eko	wisata;	2.	Terlasananya	pembangunan	
Gazebo

1	Paket 1.	Tersedianya	perjanjian	kerjasama	(MOU)	
pengelolaan	lokasi	eko	wisata;	2.	Tersedianya	
Gazebo	pada	lokasi	eko	wisata

1	Paket 150,000,000 200,000,000

Kabupaten	Manggarai	Barat	dan	Kabupaten	
Ende

Terlaksananya	pengembangan	lokasi	eco	green	
park

2	Paket Tersedianya	sarana	wista	eco	green	park 2	Paket 300,000,000 500,000,000

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 04 KEHUTANAN

Persentase	kawasan	hutan	mendukung	
pengembangan	Tourism	Estate

40%

Luas	hutan	dengan	tanaman	endemik	
lokal

1000	Ha

2	Kabupaten Terlaksananya	konservasi	daerah	sekitar	danau,	
waduk,	bendungan	dan	mata	air

2	Lokasi Terpeliharanya	daerah	sekitar	danau,	waduk,	
bendungan	dan	mata	air

2	Lokasi 65,000,000 75,000,000

14	Kabupaten/Kota Terlaksananya	evaluasi	pengelolaan	sampah 14	Kab/kota Tersedianya	laporan	hasil	evaluasi	kinerja	
pengelolaan	sampah

14	
Kab/kota

173,000,000 180,000,000

2	Kabupaten Terlaksananya	pilot	project	pengelolaan	sampah	
berbasis	masyarakat

2	Paket Tersedianya	model	pendekatan	pengelolaan	
sampah	dari	hulu

2	Paket 500,000,000 650,000,000

15	Kabupaten/Kota Terlaksananya	inventarisasi	data	sarana	dan	
prasrana	pengelolaan	sampah

15	Kab/kota Tersedianya	data	sarana	dan	prasrana	pengelolaan	
sampah

15	
Kab/kota

148,000,000 155,000,000

Provinsi	NTT Terlaksananya	penilaian	kantor	peduli	lingkungan	
di	lingkup	pemerintah	provinsi	NTT

39	OPD Tersedianya	rekomendasi	hasil	penilaian	kantor	
peduli	lingkungan	di	lingkup	pemerintah	provinsi	
NTT

39	OPD 150,000,000 160,000,000

5	Kabupaten/Kota Terlaksananya	identifikasi	usaha/kegiatan	
penghasil	limbah	B3	di	Provinsi	NTT

5	Kab/kota Tersedianya	data	usaha/kegiatan	pengelolaan	
limbah	B3

5	Kab/kota 60,000,000 65,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	proses	ijin	pengumpulan	limbah	
B3

5	Dokumen Tersedianya	dokumen	ijin	pengumpulan	limbah	B3 5	Dokumen 10,000,000 15,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	pembangunan	sarana	dan	
prasarana	UPT	pengelolan	limbah	B3	(TPS,	Pos	
Jaga	dan	Pagar)

1	Paket Tersedianya	sarana	dan	prasarana	UPT	pengelolan	
limbah	B3	(TPS,	Pos	Jaga	dan	Pagar)

1	Paket 500,000,000 2,000,000,000

Kabupaten	Sabu	Raijua,	Sumba	Timur,	
Manggarai	Barat,	Manggarai	dan	Ende	(5	
Kabupaten/Kota)

Terlaksananya	Usulan	Kampung	Iklim	ke	KLHK 5	Kabupaten Tersedianya	data	usulan	lokasi	kampung	iklim 5	
Kabupaten

80,000,000 90,000,000

21	Kabupaten/Kota Terlaksananya	pengembangan	hutan	dengan	
tanaman	endemik	lokal	melalui	pola	agroforestry

100	Ha Rehabilitasi	Hutan	dan	Lahan 105	Ha 800,000,000 1,200,000,000

Kabupaten	Belu	dan	Kabupaten	TTU Terlaksananya	pendistribusian	anakan	mangrove	
kepada	masyarakat

4000	Bibit Tersedianya	anakan	mangrove	yang	didistribsukan	
kepada	masyarakat

4000	Bibit 93,450,000 110,000,000

22	Kabupaten/Kota Tersedianya	dokumen	baseline	emisi	gas	rumah	
kaca	Provinsi	NTT

22	Kab/kota Tersedianya	data	baseline	emisi	gas	rumah	kaca	
Provinsi	NTT

1	Dokumen 250,000,000 275,000,000

Kota	Kupang,	persemaian	mapoli Terlaksananya	penyediaan	bibit	tanaman	
endemik	lokal	melalui	bank	pohon

75000	Bibit Tersedianya	biibit	tanaman	endemik	lokal	yang	
siap	dibagikan	kepada	masyarakat	melalui	bank	
pohon

75000	Bibit 250,000,000 270,000,000

Kabupaten	Rote	Ndao,	Malaka,	Sikka	dan	
Sumba	Timur

Terlaksananya	pembentukan	pilot	project	bank	
pohon	pada	UPK	KPH

4	Unit Tersedianya	pilot	project	bank	pohon	pada	UPK	
KPH

4	Unit 280,000,000 420,000,000

22	Kab./Kota Tersedianya	umlah	tanaman	yang	ditanam	(DAK	
bidang	Kehutanan)

24000	Bibit Luas	hutan	dan	lahan	yang	direhabilitasi 156	Ha 590,000,000 600,000,000

22	Kab./Kota Tersedianya	jumlah	tanaman	yang	ditanam	(DAK	
bidang	Kehutanan)

218000	Bibit Luas	hutan	dan	lahan	yang	direhabilitasi 545	Ha 4,500,000,000 5,000,000,000

22	Kab./Kota Tersedianya	Dam	Penahan	(DAK	Bidang	
Kehutanan)

26	Unit Jumlah	lokasi	yang	direhabilitasi	secara	teksnik	sipil 26	Unit 1,400,000,000 1,500,000,000

20	Kab./Kota Jumlah	bangunan	rehabilitasi	hutan	dan	lahan	
secara	teknik	sipil	(Gully	Plug)	(DAK	bidang	
kehutanan)

20	Unit Jumlah	lokasi	yang	direhabilitasi	secara	teksnik	sipil 20	Unit 345,000,000 400,000,000

10	Kabupaten Terlaksananya	penghijauan	lingkungan	berbasis	
masyarakat	dengan	tanaman	endemil	lokal

120000	Bibit Tersedianya	bibit	tanaman	endemik	lokal	untuk	
penghijauan	lingkungan	berbasis	masyarakat

150000	
Bibit

400,000,000 750,000,000

17	Kab./Kota Jumlah	bangunan	rehabilitasi	hutan	dan	lahan	
secara	teknik	sipil	(Sumur	Resapan)	(DAK	bidang	
kehutanan)

17	Unit Jumlah	lokasi	yang	direhabilitasi	secara	teksnik	sipil 17	Lokasi 500,000,000 600,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	kegiatan	pendukung	Rehabilitasi	
Hutan	dan	Lahan	Kegiatan	DAK	(perencanaan,	
pemetaan,	monitoring,	evaluasi,	pengawasan	dan	
pengendalian)

2	Paket Terpenuhinya	pendukung	Rehabilitasi	Hutan	dan	
Lahan	Kegiatan	DAK	(perencanaan,	pemetaan,	
monitoring,	evaluasi,	pengawasan	dan	
pengendalian)

2	Paket 300,000,000 500,000,000

Kota	Kupang,	Manggarai	Barat,ManggaraiTimur,	
Ngada,	Ende,	Alor,	Sumba	Timur,	Sumba	
Tengah,	Sumba	Barat	Daya,Sikka,	Flores	
Timur,Nagekeo,	TTS,	TTU,	Manggarai,	Lembata

Terlakananya	Rakor	Sinkronisasi	Perhutanan	
Sosial	dan	embentukan	Pokja	PPS	2020,	fasilitasi	
RKU/RKT	pemegang	IUP,	fasilitasi	usulan	
perhutanan	sosial

1	Kali Luas	Potensi	Perhutanan	Sosial	yang	
dimanfaatakan	oleh	masyarakat

6.300	Ha 300,000,000 350,000,000

TTU,	Sikka,	Ende,	Ngada Terlaksananya	pembinaan	fasilitasi	pembentukan	
Kelompok	Usaha	Perhutanan	Sosial	(KUPS)

7	Unit Terbentuknya	kelomok	Usaha	Pemanfaatan	
Perhutanan	Sosial

7	Unit 80,000,000 150,000,000

Alor,	Sumba	Barat	Daya,Sumba	Tengah,	Sumba	
Timur,TTS,TTU,Belu,	Malaka,	Kupang

Pengembangan	Hasil	Hutan	Bukan	Kayu	berupa	
pinang	dan	kelor

90	Ha Meningkatnya	jumlah	Kelompok	tani	pengelola	
dan	pemanfaatan	potensi	hasil	hutan

11	Unit	
Naskah

400,000,000 450,000,000

Alor,	Manggarai	Barat,	Manggarai,	Manggarai	
Timur,	Ngada,	Nagekeo,	Ende,	Lembata

Terlaksananya	inventarisasi	Masyarakat	Hukum	
Adat

8	Kab/kota Terlaksananya	inventarisasi	komunitas	Masyarakat	
hukum	Adat	dalammemfasilitasi	Hutan	Adat

8	Kab/kota 100,000,000 250,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	pengujian	dan	pengukuran	hasil	
hutan

22	Kab/kota Laporan	hasil	pengukuran	dan	pengujian	hasil	
hutan

1	Dokumen 300,000,000 350,000,000

Kota	Kupang,TTU,Belu,Alor,Flotim,Sikka,Ende,	
Nagekeo,Lembata,Sumba	
Timur,TTS,Malaka,Manggarai	Barat,Manggarai	
Timur	dan	Sumba	Barat	Daya

terlaksananya	pengawasan	peredaran	hasil	hutan	
dalam	rangka	penerimaan	pendapatan	daerah	
(PAD)	di	pelabuhan

15	Kab/kota Peningkatan	Pendapatan	Asli	Daerah 15	
Kab/kota

290,000,000 400,000,000

TTS,TTU,Alor,Sikka,	Flores	Timur,	Manggarai Terlaksananya	pembinaan	penyuluhan,	penilaian	
DUPAK	Penyuluh	kehutanan

6	Unit Peningkatan	Kualitas	penyuluh 142	Orang 90,000,000 100,000,000

Kupang,	Malaka,Nagekeo,Matim,	Sabu	Raijua,	
Sumba	Barat	Daya	dan	Sumba	Tengah

Terlaksananya	pembinaan	dan	penilaian	kota	
bersih,	teduh	dan	berkelanjutan

7	Kab/kota Terbentuknya	kota	bersih	dan	berkelanjutan	untuk	
peningkatan	indeks	kualitas	air,	udara	dan	
penyelesaian	limbah	B3	serta	mendkung	
pariwisata

7	Kab/kota 50,000,000 60,000,000

TTS,TTU,Alor,Flores	Timur,Sumba	Barat	Daya,	
dan	Sumba	Tengah

Terlaksananya	pembinaan	dan	penilaian	
kalpataru

4	Orang Meningkatnya	peran	serta	masyarakat	mengurangi	
lahan	kritis	dan	partisipasi	masyarakat	dalam	
pengelolaan	lingkungan	hidup

6	Kab/kota 85,000,000 100,000,000

20	Kab./Kota Terlaksananya	fasilitasi	sarana	dan	prasarana	
ekonomi	usaha	produktif	pada	KTH	(DAK	
Kehutanan)

20	Kelompok Peningkatan	kualitas	HHBK 100% 1,600,000,000 1,700,000,000

36,278,102,000 42,954,500,000

DINAS	PEMBERDAYAAN	MASYARAKAT	DAN	DESA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 675,419,200 797,337,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Provinsi Terlaksananya	Kegiatan	Surat	Menyurat	Dinas 12	Bulan Terdistribusinya	surat	Dinas 100% 10,000,000 10,000,000
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Provinsi Tersedianya	Jasa	Komunikasi,	Sumber	Daya	Air	

dan	Listrik
12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	jasa	komunikasi,	sumber	

daya	air	dan	listrik
100% 97,300,000 97,300,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Provinsi Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	dan	perizinan	
Kendaraan	Dinas	/	Operasional

12	Bulan Terpenuhinya	Jasa	Pemeliharaan	dan	perizinan	
Kendaraan	Dinas	/	Operasional

100% 56,755,000 56,755,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Provinsi Tersedianya	Jasa	administrasi	Keuangan 12	Bulan Terselesaikannya	administrasi	Keuangan 100% 70,000,000 70,000,000
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Dinas	PMD	Provinsi	NTT Tersedianya	dana	untuk	jasa	bahan	dan	

kebersihan	kantor
12	Bulan Terpeliharanya	kebersihan	kantor 100% 2,500,000 2,750,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Dinas	PMD	Provinsi	NTT Terlaksananya	penyediaan	alat	tulis	kantor 12	Bulan Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 100% 30,000,000 33,000,000

1.02 05 15 03 Pengendalian	dan	perlindungan	lingkungan	hidup	
dan	kehutanan

2.00 04 15 PROGRAM	PELESTARIAN	LINGKUNGAN	HIDUP

450,000,000 700,000,000

1.02 05 16 01 Pengembangan	hutan	wisata

1.02 05 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT

TOTAL

2.00 04 15 02 Peningkatan	kapasitas	pengelolaan	lingkungan	
dan	perhutanan	sosial

18,925,000,000

2.00 04 15 01 Pembinaan	lingkungan	hidup	dan	kehutanan

14,689,450,000



Page	17	of	51

Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Provinsi Tersedianya	barang	cetakan	dan	penggandaan 12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

100% 10,000,000 15,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Dinas	PMD	Provinsi	NTT Terlaksananya	penyediaan	komponen	instalasi	
listrik/penerangan	bangunan	kantor

12	Bulan Terpeliharanya	instalasi	listrik/penerangan	
bangunan	kantor

100% 1,500,000 1,650,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Dinas	PMD	Provinsi	NTT Terlaksananya	penyediaan	bahan	bacaan	dan	
peraturan	peundang-undangan

12	Bulan Tersedianya	bahan	bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

100% 5,744,200 0

Provinsi Tersedianya	makanan	dan	minuman	rapat 12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	makanan	dan	minuman	
rapat

100% 10,000,000 24,000,000

Dinas	PMD	Provinsi	NTT Terlaksananya	penyediaan	makanan	dan	
minuman

12	Bulan Tersedianya	makanan	dan	minuman 100% 20,000,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah Terlaksananya	Rapat-Rapat	Koordinasi	dan	
Konsultasi	ke	Luar	Daerah

1	Paket Terwujudnya	sinkronisasi	dan	keselaran	progran	
dan	kegiatan	Dinas	PMD

100% 50,000,000 100,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Provinsi Tersedianya	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

12	Bulan Terangkutnya	beras	dan	barang	dinas 100% 9,000,000 9,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terlaksananya	Koordinasi	dan	konsultasi	
pelaksanaan	tugas	dalam	daerah

1	Paket Terwujudnya	sinkronisasi	dan	keselaran	progran	
dan	kegiatan	Dinas	PMD

100% 50,000,000 100,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Provinsi Terlaksananya	pengamanan	kantor	dinas	PMD	
dan	Balai	TTG	Noelbaki	dan	Sukabitetek

14	Orang Tersedinya	jasa	pengamanan	kantor	dinas	PMD	
dan	Balai	TTG	Noelbaki	dan	Sukabitetek

100% 216,550,000 238,205,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Provinsi Terlaksananya	jasa	jaminan	sosial	bagi	14	orang	
P3K

14	Orang Tercapainya	Jasa	Jaminan	Sosial	bagi	14	Orang	P3K 12	Bulan 16,070,000 17,677,000

0.00 00 01 58 Pameran	pembangunan Provinsi Terlaksananya	keikutsertaan	Dinas	PMD	dalam	
Pameran	Pembangunan

1	Paket Tersebarnya	Informasi	Pembangunan	terkait	
Pemberdayaan	Masyarakat	dan	Desa	di	Provinsi	
NTT

100% 20,000,000 22,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 138,300,000 190,300,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Dinas	PMD	Provinsi	NTT Terlaksananya	pemeliharaan	gedung	kantor	dinas	
PMD	Provinsi	NTT	dan	Balai	TTG	Noelbaki

12	Bulan Terpeliharanya	pemeliharaan	gedung	kantor	dinas	
PMD	Provinsi	NTT	dan	Balai	TTG	Noelbaki

100% 20,000,000 22,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Provinsi Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
kendaraan	dinas/operasional

2	Unit Terpeliharanya	kendaraan	dinas/operasional 100% 60,000,000 60,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Provinsi Terlaksananya	pemeliharaan	peralatan	gedung	
kantor

1	Paket Terpeliharanya	peralatan	gedung	kantor 100% 8,300,000 8,300,000

0.00 00 02 51 Pengadaan	komputer/pc	note	book	dan	
kelengkapannya

Dinas	PMD	Provinsi	NTT Terlaksananya	pengadaan	komputer/PC	dan	
notebook	dan	kelengkapannya

3	Paket Tersedianya	komputer/PC	dan	notebook	dan	
kelengkapannya

100% 50,000,000 100,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 5,000,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Dinas	PMD	Provinsi Terlaksananya	penyusunan	laporan	capaian	
kinerja	dan	ikhtisar	realisasi	kinerja	Dinas	PMD	
Provinsi	NTT

1	Kali Terwujudnya	akuntabilitas	pertanggungjawaban	
kinerja	Dinas	PMD	Provinsi	NTT

1	Dokumen 5,000,000 0

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 07 PEMBERDAYAAN	MASYARAKAT	DAN	DESA

Persentase	warga	extransmigrasi	yang	
tertangani

100%

Jumlah	alat	TTG	yang	diberikan	kepada	
Desa

723	Unit

Sumba	Barat	Daya	/	TTS Terlaksananya	Peringatan	Bulan	Bhakti	Gotong	
Royong	(BBGRM)

3000	Orang Terpeliharanya	Budaya	Gotong	Royong	di	
masyarakat

22	
Kab/kota

250,000,000 275,000,000

21	Kab/Kota Pendampingan	dan	Peningkatan	Kapasitas	Kader	
Posyandu

309	Kec Adanya	Bantuan	Insetif	Kader	Posyandu	dan	
peningkatan	kapasitas	kader

100% 600,000,000 625,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Lomba	Posyandu	untuk	tiap	Strata	
(Pratama,	Madya,	Purnama	dan	Mandiri)

22	Kab/kota Juara	Lomba	Posyandu	untuk	tiap	Strata	(Pratama,	
Madya,	Purnama	dan	Mandiri)

12	
Kelompok

250,000,000 275,000,000

Provinsi Terlaksananya	Kegiatan	Jambore	Posyandu 1	Kali Meningkatnya	kapasitas	pengelola	Posyandu 100% 150,000,000 120,000,000
Provinsi Terlaksananya	kegiatan	Rakerda	Pokjanal	

Posyandu
1	Kali Adanya	laporan	Rakerda	Pokjanal	Posyandu 1	Laporan 150,000,000 175,000,000

Kab.	Lembata,	Kupang,	TTS,	7	lokasi	BUM	Desa Terlaksananya	Kegiatan	Pelatihan	Manajemen	
Pengelolaan	dan	administrasi	BUM	Desa	di	Kab.	
Lembata,	Kupang,	TTS,	7	Lokasi	BUM	Desa

80	Orang Terlatihnya	Pengelola	BUM	Desa	dalam	
pengelolaan	dan	pengadministrasian	BUM	Desa

100% 400,000,000 425,000,000

Kota	Kupang TOT	Pengembangan	BUM	Desa 20	Orang Tersedianya	Tenaga	Trainer	BUM	Desa	di	Tingkat	
Provinsi

100% 200,000,000 210,000,000

5	Desa Kajian	Pembangunan	BUM	Desa 18	Kali Adanya	hasil	Kajian	Pembangunan	Bumdes 18	
Dokumen

900,000,000 0

21	Kabupaten/Kota Fasilitasi	dan	Sosialisasi	Penyertaaan	Modal	
Kepada	BUM	Desa	aktif

21	Kabupaten Adanya	hasil	fasilitasi	dan	sosialisasi	Penyertaaan	
Modal	Kepada	BUM	Desa	aktif

100% 105,000,000 125,000,000

Sumba	Barat	Daya Terlaksananya	Kegiatan	Pelatihan	Pengembangan	
Usaha	Ekonomi	Produktif

120	Orang Terlatihnya	pengelola	usaha	ekonomi	produktif 100% 150,000,000 150,000,000

Malaka,	TTS,	Sumba Terlaksanyan	Pelatihan	Pengembangan	Kapasitas	
dan	pemberdayaan	Usaha	Ekonomi	Perempuan	
Desa

80	Orang Terlatihnya	Perempuan	Desa	dalam	
Pengembangan	Kapasitas	dan	pemberdayaan	
Usaha	Ekonomi

100% 150,000,000 175,000,000

Alor	(10	Desa) Terfasilitasinya	Pembangunan	Pasar	Desa	dan	
Jejaring	Pemasaran	ke	Luar	Desa

1	Kabupaten Fasilitasi	Pembangunan	Pasar	Desa	dan	Jejaring	
Pemasaran	ke	Luar	Desa

100% 150,000,000 160,000,000

Jawa	Barat	dan	Sumba	Barat	daya Terlaksananya	Gelar	Teknologi	Tepat	Guna	dan	
IPTEK	Tingkat	Provinsi	dan	Nasional

21	Kabupaten Adanya	tukar	menukar	informasi	tentang	Gelar	
Teknologi	Tepat	Guna	antar	Kabupaten	dan	IPTEK	
antar	Provinsi

1	Laporan 250,000,000 260,000,000

21	Kabupaten Terlaksananya	Pengkajian	Pengembangan	Produk	
Unggulan	dan	Kebutuhan	Peralatan	TTG

21	Kabupaten Adanya	hasil	kajian	tentang	Pengembangan	Produk	
Unggulan	dan	Kebutuhan	Peralatan	TTG

1	Laporan 150,000,000 160,000,000

Kabupaten Terlaksananya	Pelatihan	Tenun	Ikat	dan	
Pengolahan	Pasca	Panen	Bagi	Kelompok	UKM

105	Kelompok Terlatihnya	kelompok	UKM	Tenun	Ikat	dan	
Pengolahan	Pasca	Panen

100% 150,000,000 225,000,000

4	Kabupaten,	12	Desa Terlaksananya	Pelatihan	Pemasangan	Sarana	
energi	alternatif	Biogas

4	Kabupaten Terlatihnya	Petugas	PosyantekKab	dalam	
Pemasangan	Sarana	energi	alternatif	Biogas	dan	
terpasangnya	sarana	energi	alternatif	biogas	di	12	
desa

100% 150,000,000 250,000,000

Kabupaten Terlaksananya	Pengembangan/Inovasi	Peralatan	
TTG

50	Buah Terlaksananya	hasil	Pengembangan/Inovasi	
Peralatan	TTG	sebanyak	50	alat	TTG

100% 251,000,000 260,000,000

Jakarta Terlaksananya	Kegiatan	Peningkatan	Kualitas	
SDM	Balai	TTG	melalui	Magang/Pelatihan

3	Orang Meningkatnya	Kualitas	SDM	Balai	TTG	melalui	
Magang/Pelatihan

100% 50,000,000 120,000,000

Provinsi Terlaksananya	kegiatan	Pengembangan	Jejaring	
Kerjasama	Antara	Pemerintah,	UKM,	Lembaga	
Pendidikan	Tinggi	dan	Menengah	Kejuruan,	Dunia	
Usaha

2	Kali Adanya	Dokumen	kerjasama	dan	Jejaring	
Kerjasama	Antara	Pemerintah,	UKM,	Lembaga	
Pendidikan	Tinggi	dan	Menengah	Kejuruan,	Dunia	
Usaha

1	Dokumen 25,000,000 0

Kabupaten Terlaksananya	Fasilitasi	Penetapan	PerBup	
Tentang	Kewenangan	Desa

18	Kabupaten Terbentuknya	PerBup	Tentang	Kewenangan	Desa 1	Laporan 144,000,000 150,000,000

Kabupaten Terlaksananya	Kegiatan	Rapat	Koordinasi	
Program	Pemberdayaan	Masyarakat	Desa	Tingkat	
Provinsi

21	Kab/kota Adanya	Hasil	Kesepakatan	Rapat	antara	Provinsi	
dan	Kabupaten	tentang	Program	Pemberdayaan	
Masyarakat	Desa

1	Dokumen 160,000,000 160,000,000

1.02 07 15 05 Peningkatan	Partisipasi	Keluarga	Melalui	
Pemberdayaan	dan	Kesejahteraan	Keluarga

Kabupaten/Kota Terlaksananya	Kegiatan	Peningkatan	Partisipasi	
Keluarga	Melalui	Pemberdayaan	dan	
Kesejaheraan	Keluarga

22	Kab/kota Tercapainya	pembentukan	watak	masyarakat	yang	
berdaya	melalui	TP-PKK	dalam	upaya	peningkatan	
kesejahteraan	keluarga	dan	upaya	penurunan	
angka	stunting

1	Laporan 3,000,000,000 3,500,000,000

Persentase	BUMDes	Aktif	di	22	Tourism	
Estate

64	Unit

Jumlah	BUMDES	aktif 960	Unit
8	Kabupaten Teradvokasi	Pendirian	BUM	Desa 7	Kabupaten Adanya	laporan	advokasi	Pendirian	BUM	Desa 100% 400,000,000 840,000,000
21	Kabupaten Terlaksananya	penyertaan	modal	daerah	bagi	

BUM	Desa	aktif	di	21	Kabupaten
21	Unit Tersedianya	modal	usaha	bagi	BUM	Desa	aktif 100% 2,100,000,000 500,000,000

11,103,719,200 10,127,637,000

DINAS	PERHUBUNGAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 3,093,150,199 3,247,807,709

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	penyediaan	jasa	surat	
menyurat

100% Terpenuhinya	kebutuhan	bahan	untuk	jasa	surat	
menyurat

100% 35,466,264 37,239,577

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Meningkatnya	pelayanan	perkantoran	melalui	
penyediaan	kebutuhan	jasa	komunikasi,	Air	dan	
listrik

100% Terpenuhinya	Kebutuhan	Komunikasi,	Air,	Listrik,	
Internet	&	Faksimile

100% 295,950,000 310,747,500

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	&	Perijinan	Kend.	
Dinas	Ops

100% Terpenuhinya	penyediaan	Jasa	Pemeliharaan	&	
Perijinan	Kend.	Dinas	Ops

100% 30,925,000 32,471,250

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terwujudnya	pelayanan	administrasi	keuangan	
perkantoran

100% Terpenuhinya	kebutuhan	pelayanan	jasa	
adminstrasi	keuangan	perkantoran

100% 575,705,000 604,490,250

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Kebersihan	
Kantor

100% Tersedianya	Jasa	Kebersihan	Kantor 100% 383,005,000 402,155,250

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 100% Terpenuhinya	kebutuhan	alat	tulis	perkantoran 100% 79,257,000 83,219,850

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	barang	cetakan	dan	penggandaan 100% Terpenuhinya	kebutuhan	barang	cetakan	dan	
penggandaan	perkantoran

100% 27,808,000 29,198,400

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	komponen	Instalasi	listrik,	Peralatan	
dan	Bahan	Penerangan	kantor

100% Terwudnya	kelancaran	pelaksanaan	kegiatan	
perkantoran

100% 16,405,000 17,225,250

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang	-	Undangan

100% Terpenuhinya	kebutuhan	bahan	bacaan	dan	
peraturan	perundang-undangan

100% 20,000,000 21,000,000

7,800,000,000

1.02 07 15 01 Pengembangan	kelembagaan	dan	partisipasi	
masyarakat

7,785,000,0001.02 07 15 PROGRAM	PEMBERDAYAAN	MASYARAKAT	DESA

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman

1.02 07 15 04 Pembinaan	pemerintahan	desa

1.02 07 15 03 Pengembangan	potensi	desa

1.02 07 15 02 Pemberdayaan	usaha	ekonomi	masyarakat

TOTAL

1.02 07 16 01 Pengembangan	bumdes	di	pariwisata	estate

2,500,000,000 1,340,000,0001.02 07 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT
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0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	Makan	Minum	kegiatan	rapat-rapat	
perkantoran

100% Terpenuhinya	kebutuhan	Makan	Minum	kegiatan	
rapat-rapat	perkantoran

100% 47,400,000 49,770,000

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Keikutsertaan	dalam	rapat-rapat	koordinasi	dan	
konsultasi	teknis	di	luar	daerah

1	Tahun Terwujudnya	peningkatan	pelayanan	dan	
penyelenggaraan	jasa	transportasi

1	Tahun 50,000,000 52,500,000

Jakarta Terlaksananya	Pembahasan	Perencanaan	
Program/Kegiatan	di	Kementerian	Perhubungan	
(Sektor	Perhubungan	Darat,	Laut	dan	Udara)

3	Dokumen Terwujudnya	Pembahasan	Perencanaan	
Program/Kegiatan	di	Kementerian	Perhubungan	
(Sektor	Perhubungan	Darat,	Laut	dan	Udara)

100% 98,824,000 103,765,200

Jakarta Terlaksananya	Konsultasi	Pelaksanaan	Diklat	dan	
Penerimaan	Calon	Taruna	di	BPSDM	
Perhubungan

1	Keg Terwujudnya	Konsultasi	Pelaksanaan	Diklat	dan	
Penerimaan	Calon	Taruna	di	BPSDM	Perhubungan

100% 21,384,000 22,453,200

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	kebutuhan	Beras	&	Barang	ASN	
Dinas

1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	beras	dan	barang	ASN	
Dinas

1	Tahun 12,500,000 13,125,000

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

1	Tahun Terwujudnya	koordinasi,	integrasi	dan	sinkronisasi	
pelaksanaan	pembangunan

1	Tahun 100,000,000 105,000,000

Kab.	Rote	Ndao Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Teknis	
Perhubungan	se-Provinsi	NTT

1	Dokumen Terwujudnya	Rapat	Koordinasi	Teknis	
Perhubungan	se-Provinsi	NTT

100% 273,093,000 286,747,650

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	Alor,	
Flotim,	Sikka,	Ende,	Manggarai,	Manggarai	
Barat,	SBD,	Sumba	Barat,	Sumba	Timur,	Rote	
Ndao,	Ngada,	Nagekeo

Terlaksananya	Inventarisasi	Sarana	dan	Prasarana	
Transportasi	di	Provinsi	NTT

1	Dokumen Tersedianya	data	Sarana	dan	Prasarana	
Transportasi	di	Provinsi	NTT

100% 95,688,815 100,473,256

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	Alor,	
Flotim,	Sikka,	Ende,	Nagekeo,	Ngada,	
Manggarai,	Manggarai	Barat,	Sumba	Barat,	SBD,	
Sumba	Timur

Terlaksananya	Penyusunan	Profil	Perhubungan	
dalam	Angka	Tahun	2020	dan	Updating	
Geodatabase

1	Dokumen Tersedianya	Profil	Perhubungan	dalam	Angka	
Tahun	2020	dan	Updating	Geodatabase

100% 106,704,000 112,039,200

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	Alor,	
Lembata,	Flotim,	Sikka,	Ende,	Nagekeo,	Ngada,	
Manggarai,	Manggarai	Barat,	Sumba	Barat,	
SBD,	Sumba	Timur,	Rote	Ndao

Terlaksananya	Monev	Terpadu	dan	Pelaporan	
Pembangunan	Sarana	dan	Prasarana	
Perhubungan

1	Dokumen Terwujudnya	Monev	Terpadu	dan	Pelaporan	
Pembangunan	Sarana	dan	Prasarana	Perhubungan

100% 74,782,000 78,521,100

Kab.	Sumba	Timur,	Kab.	Manggarai,	Kab.	Sikka,	
Kab.	Belu	dan	Kota	Kupang

Terlaksananya	Monev	Keuangan	dan	Aset 1	Keg Terwujudnya	Monev	Keuangan	dan	Aset 100% 19,080,000 20,034,000

Kab.	Sumba	Timur,	Kab.	Manggarai,	Kab.	Sikka,	
Kab.	Belu	dan	Kota	Kupang

Terlaksananya	Monev	Kepegawaian 1	Dokumen Terwujudnya	Monev	Kepegawaian 100% 19,080,000 20,034,000

5	UPT	Perhubungan Terlaksananya	Pembinaan	Teknis	kepada	UPT	
Perijinan	&	Pengawasan

1	Keg Terwujudnya	Pembinaan	Teknis	kepada	UPT	
Perijinan	&	Pengawasan

100% 35,176,000 36,934,800

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Tersedianya	Jasa	Pengamanan	Kantor 15	Orang Terpenuhinya	kebutuhan	Petugas	Pengamanan	
Kantor

15	Orang 326,000,000 342,300,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terpenuhinya	kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Iuran	Jaminan	Ketenagakerjaan	
Bagi	Tenaga	Honorer	Pegawai	Tidak	Tetap

46	Orang Terlaksananya	kebutuhan	Iuran	Jaminan	Kesehatan	
dan	Iuran	Jaminan	Ketenagakerjaan	Bagi	Tenaga	
Honorer	Pegawai	Tidak	Tetap

46	Orang 44,997,120 47,246,976

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terpenuhinya	kebutuhan	ASN	yang	memiliki	
kualifikasi	bidang	perhubungan

10	Orang Tersedianya	kebutuhan	ASN	yang	memiliki	
kualifikasi	bidang	perhubungan

10	Orang 303,920,000 319,116,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 200,532,500 210,559,125

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terpenuhinya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	Kantor

100% Tersedianya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	
Kantor

100% 90,800,000 95,340,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas	Operasional

100% Tersedianya	fasilitas	kendaraan	operasional	yang	
memadai

Roda	4	(5)	
dan	Roda	2	
(5)	Unit

46,650,000 48,982,500

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Peralatan	Gedung	Kantor

100% Tersedianya	peralatan	gedung	kantor	yang	
memadai	untuk	kelancaran	pelaksanaan	tugas

100% 21,500,000 22,575,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

UPTD	Pengelola	Prasarana	Teknis	Wilayah	I	
Kupang,	Wilayah	II	Belu,	Wilayah	III	Sikka,	
Wilayah	IV	Sumba

Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Peralatan	Gedung	Kantor

Mesin	Tik	3,	
komputer	9,	AC	
12,	printer	12,	
Laptop	5	Unit

Peralatan	gedung	kantor	yang	memadai	untuk	
kelancaran	pelaksanaan	tugas

Mesin	Tik	
3,	
komputer	
9,	AC	12,	
printer	12,	
Laptop	5	
Unit

8,250,000 8,662,500

0.00 00 02 51 Pengadaan	komputer/pc	note	book	dan	
kelengkapannya

Dinas	Perhubungan	Provinsi	NTT Terpenuhinya	peralatan	gedung	kantor	sesuai	
kebutuhan

6	Unit Tersedianya	peralatan	gedung	kantor	sesuai	
kebutuhan	(Komputer,	Printer,	UPS)

6	Unit 33,332,500 34,999,125

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 15,284,000 16,048,200

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Dinas	Perhubungan	Provinsi	NTT Tersusunnya	LAKIP,	LKPJ,	LPPD	TA.	2019,	Laporan	
Bulanan,	Triwulan	dan	Tahunan	2019

1	Tahun Tersedianya	LAKIP,	LKPJ,	LPPD	TA.	2019,	Laporan	
Bulanan,	Triwulan	dan	Tahunan	2019

1	Tahun 15,284,000 16,048,200

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 09 PERHUBUNGAN

Persentase	pelabuhan	penyebrangan	yang	
dalam	kondisi	baik

50%

Persentase	ketersediaan	fasilitas	
perlengkapan	jalan	provinsi

50%

Persentase	terminal	tipe	B	yang	baik 7	Unit
Jumlah	terminal	tipe	B	yang	baik 9.86	Unit

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Kab.	Flores	Timur,	
Kab.	Manggarai	Barat

Terlaksananya	Identifikasi	Bengkel	Karoseri	untuk	
modifikasi	kendaraan	bermotor	di	Provinsi	NTT

4	Dokumen Terwujudnya	Identifikasi	Bengkel	Karoseri	untuk	
modifikasi	kendaraan	bermotor	di	Provinsi	NTT

100% 22,536,000 23,662,800

Kec.	Kota	Soe,	Kabupaten	TTS Terlaksananya	Pengadaan	dan	Pemasangan	Pagar	
Pengaman	Jalan	di	Ruas	Jalan	Provinsi	di	Kab.	TTS

336	m2 Tersedianya	Pengadaan	dan	Pemasangan	Pagar	
Pengaman	Jalan	di	Ruas	Jalan	Provinsi	di	Kab.	TTS

100% 728,144,500 764,551,725

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemantauan	dan	Pengawasan	Lalu	
Lintas	Hari-hari	Besar	Kenegaraan	dan	
Keagamaan

1	Dokumen Terwujudnya	Pemantauan	dan	Pengawasan	Lalu	
Lintas	Hari-hari	Besar	Kenegaraan	dan	Keagamaan

100% 25,517,000 26,792,850

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemilihan	Pelajar	Pelopor	
Keselamatan	LLAJ

1	Dokumen Terwujudnya	Pemilihan	Pelajar	Pelopor	
Keselamatan	LLAJ

100% 39,938,000 41,934,900

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Flores	Timur,	Ngada,	Manggarai	Barat

Terlaksananya	Ramp	Check	Keselamatan	dan	
Kelaikan	Kendaraan	di	Jalan	dan	Terminal

8	Dokumen Terwujudnya	Ramp	Check	Keselamatan	dan	
Kelaikan	Kendaraan	di	Jalan	dan	Terminal

100% 37,971,000 39,869,550

Labuan	Bajo Terlaksananya	Forum	Lalu	Lintas	Angkutan	Jalan	
Provinsi	NTT	(Hibah	PHJD)

1	Dokumen Terwujudnya	Forum	Lalu	Lintas	Angkutan	Jalan	
Provinsi	NTT	(Hibah	PHJD)

100% 250,000,000 1,176,000,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Rote	Ndao,	Sabu	
Raijua,	Alor

UPT	Kupang	:	Terlaksananya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

1	Keg UPT	Kupang	:	Terwujudnya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

100% 132,128,000 138,734,400

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang UPT	Kupang	:	Terlaksananya	Pemantauan	dan	
Penertiban	Lalu	Lintas	Harian	(di	Terminal	Tipe	B	
dan	Terminal	Bayangan)

1	Keg UPT	Kupang	:	Terwujudnya	Pemantauan	dan	
Penertiban	Lalu	Lintas	Harian	(di	Terminal	Tipe	B	
dan	Terminal	Bayangan)

100% 72,000,000 75,600,000

Kab.	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka UPT	Belu	:	Terlaksananya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

1	Keg UPT	Belu	:	Terwujudnya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

100% 132,150,400 138,757,920

Kab.	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka UPT	Belu	:	Terlaksananya	Pengawasan	
Pelaksanaan	Perizinan	LLAJ

1	Keg UPT	Belu	:	Terwujudnya	Pengawasan	Pelaksanaan	
Perizinan	LLAJ

100% 121,526,400 127,602,720

Kab.	Lembata,	Flotim,	Sikka,	Ende,	Nagekeo UPT	Sikka	:	Terlaksananya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

1	Keg UPT	Sikka	:	Terwujudnya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

100% 206,911,000 217,256,550

Kab.	Sikka UPT	Sikka	:	Terlaksananya	Pemantauan	Lalu	
Lintas	Harian	&	Penertiban	LLAJ	pada	Hari-Hari	
Besar	Keagamaan

1	Keg UPT	Sikka	:	Terwujudnya	Pemantauan	Lalu	Lintas	
Harian	&	Penertiban	LLAJ	pada	Hari-Hari	Besar	
Keagamaan

100% 12,000,000 12,600,000

Kab.	Sumba	Timur,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Barat,	SBD

UPT	Sumba	:	Terlaksananya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

1	Keg UPT	Sumba	:	Terwujudnya	Operasi	Pemeriksaan	
Kendaraan	Bermotor	Bersama	Instansi	Terkait

100% 96,250,000 101,062,500

Kab.	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

UPT	Manggarai	:	Terlaksananya	Operasi	
Pemeriksaan	Kendaraan	Bermotor	Bersama	
Instansi	Terkait

1	Keg UPT	Manggarai	:	Terwujudnya	Operasi	
Pemeriksaan	Kendaraan	Bermotor	Bersama	
Instansi	Terkait

100% 105,539,000 110,815,950

Kab.	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

UPT	Manggarai	:	Terlaksananya	Pengawasan	dan	
Peningkatan	Pelayanan	Perijinan	LLAJ

1	Keg UPT	Manggarai	:	Terwujudnya	Pengawasan	dan	
Peningkatan	Pelayanan	Perijinan	LLAJ

100% 48,895,000 51,339,750

Kab.	Manggarai UPT	Manggarai	:	Terlaksananya	Pengawasan	Lalu	
Lintas	Harian	(Hari	Besar	Kenegaraan	dan	
Keagamaan)

1	Keg UPT	Manggarai	:	Terwujudnya	Pengawasan	Lalu	
Lintas	Harian	(Hari	Besar	Kenegaraan	dan	
Keagamaan)

100% 12,500,000 13,125,000

Kab.	Manggarai	Barat Terlaksananya	Manajemen	Lalu	Lintas	pada	Ruas	
Jalan	Provinsi	di	Provinsi	NTT

1	Dokumen Terwujudnya	Manajemen	Lalu	Lintas	pada	Ruas	
Jalan	Provinsi	di	Provinsi	NTT

100% 22,628,000 23,759,400

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Sabu	Raijua,	
Manggarai,	Manggarai	Timur,	Sumba	Tengah,	
Lembata,	Alor,	Ngada

Terlaksananya	Survey	Kebutuhan	Fasilitas	
Keselamatan	dan	Pemantauan	serta	Evaluasi	
Kelayakan	Faskes	Lalu	Lintas	Angkutan	Jalan	pada	
Ruas	Jalan	Provinsi

9	Dokumen Terwujudnya	Survey	Kebutuhan	Fasilitas	
Keselamatan	dan	Pemantauan	serta	Evaluasi	
Kelayakan	Faskes	Lalu	Lintas	Angkutan	Jalan	pada	
Ruas	Jalan	Provinsi

100% 70,582,000 74,111,100

Kab.	Lembata,	Flotim,	Sikka,	Ende,	Nagekeo UPT	Sikka	:	Terlaksananya	Inventarisasi	dan	
Pendataan	Subyek	Retribusi

1	Keg UPT	Sikka	:	Terwujudnya	Inventarisasi	dan	
Pendataan	Subyek	Retribusi

100% 35,068,000 36,821,400

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Rote	Ndao,	Sabu	
Raijua,	Alor

UPT	Kupang	:	Terlaksananya	Pendataan	Subyek	
Retribusi

1	Keg UPT	Kupang	:	Terwujudnya	Pendataan	Subyek	
Retribusi

100% 54,443,000 57,165,150

Kab.	Sumba	Timur,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Barat,	SBD

UPT	Sumba	:	Terlaksananya	Pendekatan	
Pelayanan	Perizinan	(Izin	Trayek	dan	Izin	
Insidentil)

1	Keg UPT	Sumba	:	Terwujudnya	Pendekatan	Pelayanan	
Perizinan	(Izin	Trayek	dan	Izin	Insidentil)

100% 59,200,000 62,160,000

Kab.	Sumba	Timur,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Barat,	SBD

UPT	Sumba	:	Terlaksananya	Pengawasan	dan	
Penertiban	Operasional	Angkutan	Umum	pada	
Saat	Kedatangan	Kapal	Laut

1	Keg UPT	Sumba	:	Terwujudnya	Pengawasan	dan	
Penertiban	Operasional	Angkutan	Umum	pada	
Saat	Kedatangan	Kapal	Laut

100% 9,400,000 9,870,000

Kab.	Sumba	Timur,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Barat,	SBD

UPT	Sumba	:	Terlaksananya	Pendataan	Subyek	
Retribusi

1	Keg UPT	Sumba	:	Terwujudnya	Pendataan	Subyek	
Retribusi

100% 24,289,000 25,503,450

Kab.	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

UPT	Manggarai	:	Terlaksananya	Pengawasan	dan	
Pelayanan	Perijinan	Kendaraan	Bermotor	di	
Pelabuhan

1	Keg UPT	Manggarai	:	Terwujudnya	Pengawasan	dan	
Pelayanan	Perijinan	Kendaraan	Bermotor	di	
Pelabuhan

100% 26,515,000 27,840,750

4,967,401,301 4,110,289,2001.02 09 15 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	PERHUBUNGAN

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

1.02 09 15 02 Pengelolaan	angkutan	jalan

1.02 09 15 01 Pengelolaan	lalu	lintas	jalan
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Kab.	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

UPT	Manggarai	:	Terlaksananya	Inventarisasi	
Pendataan	Subyek	dan	Obyek	Retribusi

1	Keg UPT	Manggarai	:	Terwujudnya	Inventarisasi	
Pendataan	Subyek	dan	Obyek	Retribusi

100% 19,565,000 20,543,250

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Malaka,	Flotim,	Sikka,	Ende,	Nagekeo,	Ngada,	
Manggarai	Timur,	Manggarai,	Manggarai	Barat,	
Sumba	Barat,	SBD,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Timur

Terlaksananya	Survey	dan	Evaluasi	Penetapan	
Tarif	AKDP

1	Dokumen Terwujudnya	Pemantauan	Pelaksanaan	Tarif	yang	
ditetapkan	dengan	yang	berlaku	di	lapangan

100% 73,787,000 77,476,350

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Malaka,	Flotim,	Sikka,	Ende,	Nagekeo,	Ngada,	
Manggarai	Timur,	Manggarai,	Manggarai	Barat,	
Sumba	Barat,	SBD,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Timur

Terlaksananya	Survey	Load	Faktor	(LF)	Angkutan	
Antar	Kota	Dalam	Provinsi	NTT

1	Dokumen Terwujudnya	Survey	Load	Faktor	(LF)	Angkutan	
Antar	Kota	Dalam	Provinsi	NTT

100% 153,658,000 161,340,900

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Flores	Timur,	Ngada,	Manggarai	Barat

Terlaksananya	Pemantauan	Angkutan	hari	Besar	
Keagamaan

8	Dokumen Terwujudnya	Pemantauan	Angkutan	hari	Besar	
Keagamaan

100% 24,145,000 25,352,250

Kota	Kupang,	Kab.	TTU,	Ende,	Sumba	Timur Terlaksananya	Evaluasi	Angkutan	Perintis	Provinsi	
NTT

1	Dokumen Terwujudnya	Penataan	Regulasi	dan	Perumusan	
Kebijakan	Angkutan	Perintis	Provinsi	NTT

100% 30,503,000 32,028,150

Kota	Kupang,	Kabupaten	Belu,	Kabupaten	Sikka,	
Kabupaten	Manggarai	dan	Kabupaten	Sumba	
Timur

Terlaksananya	Penertiban	Angkutan	Orang	Tidak	
Dalam	Trayek	(Angkutan	Taxi/Angkutan	Sewa)

1	Kali Terwujudnya	Penertiban	Angkutan	Orang	Tidak	
Dalam	Trayek	(Angkutan	Taxi/Angkutan	Sewa)

100% 48,619,000 51,049,950

Terminal	Oebobo Revitalisasi	fasilitas	pelayanan	dan	informasi	
terminal

1	Paket Tersediannya	layanan	terminal	moderen	sebagai	
pusat	layanan	transportasi	darat

100% 1,925,697,301 0

KABUPATEN	KUPANG	(PELABUHAN	BOLOK),	
KABUPATEN	ALOR	(PELABUHAN	KALABAHI),	
KABUPATEN	SUMBA	BARAT	DAYA	(PELABUHAN	
WAIKELO),	KABUPATEN	MANGGARAI	BARAT	
(PELABUHAN	LABUHAN	BAJO),	KABUPATEN	
FLORES	TIMUR	(PELABUHAN	WAIBALUN),	KA

Terlaksananya	Pemeriksaan	Alat-Alat	
keselamatan	di	atas	Kapal	Motor	Penyeberangan

1	Dokumen Terwujudnya	Pemeriksaan	Alat-Alat	keselamatan	
di	atas	Kapal	Motor	Penyeberangan

100% 33,967,000 35,665,350

Pelabuhan	Penyeberangan	Bolok-Kab.Kupang,	
Pelabuhan	Penyeberangan	-	Flores	Timur,	
Pelabuhan	Penyeberangan	-	Lewoleba,	
Pelabuhan	Penyeberangan	Bolok-Kab.Kupang,	
Pelabuhan	Penyeberangan	-	Kalabahi,	
Pelabuhan	Penyeberangan	Bolok

terlaksananya	Pengawasan	Pelayaran	Kapal	
Angkutan	Penyeberangan	pada	saat	hari	besar	
keagamaan

1	Dokumen terwujudnya	Pengawasan	Pelayaran	Kapal	
Angkutan	Penyeberangan	pada	saat	hari	besar	
keagamaan

100% 28,972,000 30,420,600

Lintas	Kupang	-	Rote,	Lintas	Kupang	-Larantuka	
PP,	Lintas	Kupang	-	Aimere	PP,	Lintas	Kupang	-
Kalabahi	PP,	Lintas	Kupang	-	Waingapu	PP,	
Lintas	Kupang	-	Sabu,	Lintas	Kupang	-	Lewoleba

Terlaksananya	Pengawasan	SAR	Di	Atas	Kapal	
Motor	Penyeberangan

1	Dokumen Terwujudnya	Pengawasan	SAR	Di	Atas	Kapal	Motor	
Penyeberangan

100% 28,240,000 29,652,000

Lintasan	R-23	Kupang	-	Waingapu,	Lintasan	R-24	
Kupang	-	Wini,	Lintasan	R-25	Kupang	-	Atapupu,	
Lintasan	R-26	Kupang	-	Labuan	Bajo,	Lintasan	R-
27	Maumere	-	Kupang,	Lintasan	R-28	Maumere	-	
Labuan	Bajo,

Terlaksananya	Pemantauan	Prosedur	
Penyelamatan	Jiwa	di	Laut/SAR

1	Laporan Terlatihnya	Crew	Kapal	dan	Penumpang	serta	
mengetahui	langkah-langkah	yang	harus	dilakukan	
apabila	terjadi	keadaan	emergency	di	Laut

100% 48,546,600 50,973,930

Lintasan	R-23	Kupang	-	Waingapu,	Lintasan	R-24	
Kupang	-	Wini,	Lintasan	R-25	Kupang	-	Atapupu,	
Lintasan	R-26	Kupang	-	Labuan	Bajo,	Lintasan	R-
27	Maumere	-	Kupang,	Lintasan	R-28	Maumere	-	
Labuan	Bajo

Terlaksananya	Pendatataan	Data	Load	Factor/	
Data	Muatan	kapal	angkutan	laut	perintis

1	Laporan Terwujudnya	Data	Muatan	Kapal	Perintis	Akurat	
dan	Kepatuhan	Operator	Menyinggahi	Pelabuhan	
Penugasan

100% 48,568,100 50,996,505

Kota	Kupang,	Kabupaten	Alor,	Kabupaten	Flores	
Timur,	Kabupaten	Sikka,	Kabupaten	Ende,	
Kabupaten	Manggarai,	Kabupaten	Manggarai	
Barat,	Kabupaten	Sumba	Barat	Daya,	
Kabupaten	Sumba	Timur,	Kabupaten	Rote	Ndao

Terlaksananya	Verifikasi	Lapangan	Terkait	
Pemberian	Ijin	dan	Rekomendasi	pada	PBM,	JPT	
dan	PELRA

1	Dokumen Terwujudnya	Verifikasi	Lapangan	Terkait	
Pemberian	Ijin	dan	Rekomendasi	pada	PBM,	JPT	
dan	PELRA

100% 41,778,000 46,866,900

Kab.	Ngada,	Manggarai	Timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat

UPT	Manggarai	:	Terlaksananya	Pengawasan	dan	
Monitoring	Pelayanan	Kapal	di	Pelabuhan

1	Keg UPT	Manggarai	:	Terwujudnya	Pengawasan	dan	
Monitoring	Pelayanan	Kapal	di	Pelabuhan

100% 50,195,000 52,704,750

Kab.	Sumba	Timur,	Sumba	Tengah,	Sumba	
Barat,	SBD

UPT	Sumba	:	Terlaksananya	Pengawasan	dan	
Monitoring	Pelayanan	Kapal	di	Pelabuhan

1	Keg UPT	Sumba	:	Terwujudnya	Pengawasan	dan	
Monitoring	Pelayanan	Kapal	di	Pelabuhan

100% 65,029,000 68,280,450

1.02 09 16 PROGRAM	NTT	SEJAHTERA Persentase	ketersediaan	fasilitas 85% 2,475,343,000 718,333,750
Provinsi	NTT Terlaksananya	Master	Plan	Jaringan	Transportasi	

Antar	Moda	mendukung	Ring	of	Beuty	di	Provinsi	
NTT

1	Dokumen Tersedianya	Master	Plan	Jaringan	Transportasi	
Antar	Moda	dalam	mendukung	Ring	of	Beauty	di	
Provinsi	NTT

100% 1,072,168,000 0

Kab.	TTS Terlaksananya	Pengadaan	dan	Pemasangan	RPPJ	
di	Ruas	Jalan	Provinsi	di	Kab.	TTS

1	Paket Terwujudnya	Pengadaan	dan	Pemasangan	RPPJ	di	
Ruas	Jalan	Provinsi	Soe-Kpana,Kapan-Nenas,	Nenas-
Sutual,Sutual-Noelelo	di	Kab.	TTS

100% 303,175,000 318,333,750

22	Ruas	jalan	provinsi	menuju	ke	22	lokasi	
destinasi	pariwisata

Tersedianya	Informasi	Destinasi	Wisata	
Pariwisata	Estate	pada	jalan	provinsi

22	Unit Terpasang	Informasi	Destinasi	pada	jalan	provinsi 22	Unit 1,000,000,000 200,000,000

22	kabupaten/kota Terlaksana	monitoring	dan	evaluasi	kegiatan	
perhubungan

22	Kali laporan	monitoring	dan	evaluasi	terkait	kegiatan	
perhubungan

22	Laporan 100,000,000 200,000,000

10,751,711,000 8,303,037,984

DINAS	KOMUNIKASI	DAN	INFORMATIKA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 787,625,200 200,000,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedianya	perangko	dan	Meterai 2000	Lembar Terwujudnya	Pelayanan	Administrasi	Surat	
Menyurat

1	Tahun 15,000,000 15,000,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Terlaksananya	pelayanan	jasa	listrik,	air	,	telepon	
dan	internet

1	Tahun Kalancaran	pelayanan	adminitrasi	perkantoran 100% 100,000,000 110,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaaksananya	pelayanan	kendaraan	operasional	
dan	Mobil	siaran	keliling

7	Unit Terwujudnya	kelancaran	pelayanan	operasional	
kendaraan	dinas	dan	mobil	siaran	keliling

100	Bag 75,000,000 75,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	pertanggungjawaban	keuangan	
yang	efektif	dan	efisien

100% Tercapainya	peningkatan	kinerja	Dinas	KOMINFO	
ProV.NTT

100% 150,000,000 0

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	peralatan	dan	bahan	kebersihan 100% Ruang	kerja	yang	bersih	dan	nyaman 100% 35,000,000 0
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	

perkantoran	melalui	penyediaan	alat	tulis	Kantor
100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	

melalui	penyediaan	alat	tulis	Kantor
100% 60,000,000 0

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	penyediaan	barang	cetakan	
dan	penggandaan

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	penyediaan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

100% 41,000,000 0

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	penyediaan	komponen	
instalasi	listrik

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	penyediaan	komponen	instalasi	listrik

100% 100,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	penyediaan	bahan	bacaan	
dan	peraturan	perundang-undangan

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

100% 6,000,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	makan	dan	minum

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	makan	dan	minum

100% 60,000,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	NTT Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	koordinasi	dan	konsultasi	
pelaksanaan	tugas	keluar	daerah

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	
tugas	keluar	daerah

100% 50,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	penyediaan	jasa	angkut	
beras

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	penyediaan	jasa	angkut	beras	dan	sound	
sistim

100% 15,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kabupaten/	Kota Meningkatnya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	koordinasi	dan	
pendampingan	pelaksanaan	tugas	dengan	
pemerintah	kabupaten/Kota

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	koordinasi	dan	pendampingan	pelaksanaan	
tugas	dengan	pemerintah	kabupaten/Kota

100% 50,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	keamanan	kantor 100% Meningkatnya	pelayanan	keamanan	kantor 100% 25,000,000 0
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Meningkatnya	pelayanan	administrasi	

perkantoran	melalui	penyediaan	jasa	jaminan	
sosial

100% Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	penyediaan	jasa	jaminan	sosial

100% 5,625,200 0

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 928,000,000 752,300,000

Kota	Kupang Tersedia	Perlengkapan	Gedung	Kantor	:	AC,	
Genset,	CCTV,	Konstruksi	Bak	Penampung	Air,	
Taplak	meja,	bunga	meja,	handycam,	kamera

10	Unit terwujudnya	sarana	dan	prasarana	kantor	yang	
memadai

75% 200,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

1	Tahun Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 93,000,000 102,300,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedia	Peralatan	Gedung	Kantor	:	Komputer	PC,	
Laptop,	Printer,	Server,	UPS/Stabiliizer,	Monitor	
Touch	Screen,

30	Unit terwujudnya	sarana	dan	prasarana	kantor	yang	
memadai

75% 200,000,000 100,000,000

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Kota	Kupang Tersedia	kebutuhan	mebeleir	:	Lemari,	Filling	
kabinet,	Rak	Aluminium

5	Unit terwujudnya	sarana	dan	prasarana	kantor	yang	
memadai

75	Unit 55,000,000 50,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedia	Pemeliharaan	Rutin/berkala	Gedung	
Kantor;	Penataan	Ruang	Rapat/Aula	Kominfo

1	Tahun terwujudnya	sarana	dan	prasarana	kantor	yang	
memadai

100% 100,000,000 100,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksanaya	Jasa	Service,	Pergantian	suku	
cadang,	penyediaan	BBM

7	Unit Tersedia	pemeliharaan	rutin/berkala	kandaraan	
bermotor

1	Tahun 150,000,000 150,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Perlengkapan	
Gedung	Kantor

1	Tahun Terpelihara	Peralatan	gedung	kantor	siap	pakai 95% 50,000,000 50,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	peralatan	gedung	
kantor

1	Tahun Berfungsi	dengan	baik	peralatan	gedung	kantor 95% 80,000,000 100,000,000

0.00 00 03 Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 30,000,000 0

0.00 00 03 01 Pengadaan	pakaian	khusus	hari-hari	tertentu Kota	Kupang Jumlah	Pakaian	Olahraga	ASN	lingkup	Dinas	
Kominfo

100	Set Tersedia	Pakaian	Olahraga	bagi	ASN	Lingkup	Dinas	
Kominfo

100% 30,000,000 0

1.02 09 15 04 Pengelolaan	angkutan	pelayaran

1.02 09 15 02 Pengelolaan	angkutan	jalan

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor

TOTAL

1.02 09 16 01 Pengembangan	perhubungan	ke	pariwisata	estate
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Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 30,000,000 10,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Jenis	Laporan	Kinerja	:	LAKIP,	LKPJ 2	Jenis Tersedia	Laporan	Kinerja	Dinas	Komunikasi	dan	
Informatika

100% 10,000,000 10,000,000

0.00 00 06 03 Penyusunan	laporan-laporan KOta	Kupang Terlaksanaya	pembangunan	Zona	Integritas	di	
Lingkup	Dinas	Kominfo	Provinsi	NTT

1	Tahun Terwujudnya	pembangunan	zona	integritas	
menuju	wilayah	bebas	korupsi

75	
Angkatan

20,000,000 0

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 10 KOMUNIKASI	DAN	INFORMATIKA

Persentase	penyediaan	struktur	e-gov	
lingkup	Pemerintah	Provinsi	(Data	Center	
yang	terkoneksi	dengan	TIK	dari	masing-
masing	Perangkat	Daerah)

45%

Persentase	ketersediaan	layanan	Sistem	
Pemerintahan	Berbasis	Elektronik	(SPBE)	
lingkup	Pemerintah	Provinsi

1.53%

Kota	Kupang 1.	Meningkatnya	Peran	lembaga	Pengelola	PPID,	
2.	Peningkatan	peran	Komisi	Informasi	Provinsi	
NTT

1	Tahun Terlaksananya	Kegiatan	Bimtek	dan	PPID 100	%	
Dokumen

950,000,000 0

Kota	Kupang 1.	Pembinaan	dan	pengembangan	data	statistik	
sektoral	lingkup	pemerintah	Provinsi	NTT.	2.	
Pencetakan	buku	provinsi	NTT	dalam	angka.

1	Paket Tersebarluasnya	informasi	pembangunan	melalui	
buku	NTT	dalam	angka

100	%	
Dokumen

210,000,000 0

Kota	Kupang Penyusunan	regulasi	pengamanan	informasi 3	Pergub Tersusunnya	Regulasi	Pengamanan	informa.si	
komunikasi	sandi

100	%	
Dokumen

25,000,000 0

Kota	Kupang,	Kab.	TTS,	Kab.	TTU,	Kab.	Belu,	
Kab.	Malaka

Meningkatnya	keamanan	informasi	berklasifikasi	
milik	Pemerintah	Provinsi	NTT

100% Terwujudnya	pelayanan	perlindungan	informasi	
pada	kegiatan	strategis	Pimpinan	Daerah	Provinsi	
NTT	Tahun	2020

24	Keg 50,663,000 62,500,000

Kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	bimbingan	teknis	sistem	
manajemen	keamanan	informasi

50	Orang Terwujudnya	kesadaran	aparaturtentang	
keamanan	data	dan	informasi	berklasifikasi	milik	
pemerintah	dan	peningkatan	kompetensi	SDM	
pengelola	persandian	dan	keamanan	informasi	
untuk	pengamanan	jaringan	dan	pengamanan	
siber

100% 76,884,000 0

Kota	Kupang,	Kab.	TTS,	Kab.	TTU,	Kab.	Belu,	
Kab.	Malaka

Tersedianya	dukungan	data	dan	informasi	yang	
membantu	Pemerintah	Kab/Kota	dalam	
melaksanakan	penyelenggaraan	persandian	
untuk	peningkatan	pengamanan	informasi

100% Tersedianya	data	dan	informasi	perkembangan	
pelaksanaan	dan	tingkat	efektivitas	atau	
keberhasilan	pengelolaan	sumber	daya	persandian	
dalam	pemanfaatan	jaringan	komunikasi	sandi	
pada	22	Kab/Kota	Tahun	2020

22	
Kab/kota

102,356,500 0

Kota	Kupang Manajemen	band	with 1	Paket Tersusunnya	manajemen	band	with 100	%	
Lokasi

250,000,000 0
Kota	Kupang Pengadaan	peralatan	pemantauan	jaringan	dan	

pengendalian	operasional	layanan
1	Tahun Tersedianya	alat	perangkat	internet 100	%	

Tahun
250,000,000 0

Kota	Kupang 1.	Pembangunan	Infrastruktur	jaringan	internet	
yang	terintegrasi	lingkup	pemprov	NTT.	2.	
Pemeliharaan	jaringan	fiber	optic.	3.	Pengadaan	
layanan	akses	internet	dedicated	400	Mbps	
lingkup	pemprov	NTT.

1	Tahun 1.	Terbangunnya	infrastruktur	fiber	optic	lingkup	
pelayanan	jaringan.	2.	Lancarnya	akes	jaringan	
ketersediaan	stok	internet.	3.	tersedianya	akses	
internet	untuk	mendukung	pelayanan	e-goverment	
lingkup	Pemprov.	NTT.

100	%	
Dokumen

1,000,000,000 0

Kota	Kupang 1.	Pengembangan	proses	bisnis	SPBESPBE.	2.	
Monitoring	dan	Evaluasi.	3.	Pemantauan	dan	
Pengendalian	pengelolaan	informasi	terpadu	
penyelenggaraan	pemerintahan.

1	Paket Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	SPBE 100	%	
Dokumen

350,000,000 0

Kota	Kupang 1.	Penyediaan	sarana	dan	prasarana	aplikasi	
smartprov.	2.	Pembinaan	dan	pendampingan	
penyelenggaraan	SPBE.

1	Paket Terlaksnananya	Kegiatan	Aplikasi	Smarprov	dan	
SPBE

100	%	
Dokumen

500,000,000 0

Kota	Kupang 1.	pengelolaan	sub	domain	pemprov.NTT.	2.	
Pengembangan	aplikasi	umum	dan	khusus	
terintegrasi.	3.	Pengembangan	website	
nttprov.go.id

50% Indeks	SPBE 1,9	poin	
Paket

250,000,000 0

5,790,528,700 1,024,800,000

DINAS	KOPERASI,	TENAGA	KERJA	DAN	TRANSMIGRASI

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,954,908,000 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Kabutuhan	penyediaan	surat	menyurat	kantor 1	Tahun terpenuhinya	Kabutuhan	penyediaan	surat	
menyurat	kantor

100% 30,000,000 0

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Kebutuhan	Jasa	Komunikasi,	Sumber	Daya	Air	
dan	Listrik

2	Unit Terpenuhinya	Kebutuhan	Jasa	Komunikasi,	Sumber	
Daya	Air	dan	Listrik

100% 370,400,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Kebutuhan	jasa	pemeliharaan	dan	perijinan	
kendaraan	Dinas	/Operasional

51	Unit Terpenuhinya	Kebutuhan	jasa	pemeliharaan	dan	
perijinan	kendaraan	Dinas	/Operasional

100% 65,000,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Kebutuhan	Jasa	Administrasi	keuangan 12	Bulan Terpenuhinya	Jasa	Administrasi	keuangan 100% 286,075,000 0
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	penyediaan	jasa	dan	bahan	

kebersihan	kantor
1	Tahun Terpenuhinya	Kebutuhan	penyediaan	jasa	dan	

bahan	kebersihan	kantor
100% 175,933,000 0

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	alat	tulis	kantor 3	Unit Terpenuhinya	Kebutuhan	alat	tulis	kantor 100% 75,000,000 0
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Kebutuhan	barang	cetakan	dan	penggandaan 12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	barang	cetakan	dan	

penggandaan
100% 60,000,000 0

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Kebutuhan	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor

3	Unit Tetpenuhinya	Kebutuhan	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor

100% 22,500,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Kebutuhan	Bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	Bahan	bacaan	dan	
peraturan	perundang-undangan

100% 15,000,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Kebutuhan	makanan	dan	minuman 12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	makanan	dan	minuman 100% 65,000,000 0
0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	

daerah
Luar	Daerah Kebutuhan	rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	

keluar	daerah
12	Bulan Terpenuhinya	Kabutuhan	Rapat-rapat	koordinasi	

dan	konsultasi	keluar	daerah
100% 75,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Kebutuhan	Jasa	Pengangkutan	Beras	dan	Barang	
Dinas

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	Jasa	Pengangkutan	Beras	
dan	Barang	Dinas

100% 35,900,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Kebutuhan	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	Koordinasi	dan	
Konsultasi	Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

100% 100,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	penyediaan	jasa	pengamanan	kantor 1	(17	orang)	
Tahun

Terpenuhinya	Kebutuhan	penyediaan	jasa	
pengamanan	kantor

100% 399,600,000 0

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Kebutuhan	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial 1	Tahun Terpenuhinya	Kebutuhan	Penyediaan	Jasa	Jaminan	
Sosial

100% 104,500,000 0

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Provinsi	NTT Kebutuhan	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 12	Bulan Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 100% 25,000,000 0
0.00 00 01 52 Penyediaan	pameran	pembangunan Provinsi	NTT Kebutuhan	Biaya	Pameran	Pembangunan 1	Paket Tersedianya	Biaya	Pameran	Pembangunan 100% 50,000,000 0
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 764,521,500 0

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	Perlengkapan	Gedung	Kantor 1	Paket Terpenuhinnya	Kebutuhan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

100% 112,500,000 0

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	Peralatan	Gedung	Kantor 1	Paket Terpenuhinya	Kebutuhan	Peralatan	Gedung	Kantor 100% 95,921,500 0

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Kota	Kupang Kebutuhan	Meubelair 1	Paket Terpenuhinya	Kebutuhan	Meubelair 100% 53,400,000 0
0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	

Kantor
3	Unit Terpenuhinya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	

Kantor
100% 145,000,000 0

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Kebutuhan	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas/Operasional

51	Unit Terpenuhinya	Kebutuhan	Pemeliharaan	
Rutin/Berkala	Kendaraan	Dinas/Operasional

100% 130,000,000 0

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Kebutuhan	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Perlengkapan	Gedung	Kantor

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	Pemeliharaan	
Rutin/Berkala	Perlengapan	Gedung	Kantor

100% 18,700,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Kebutuhan	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	
Kantor

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	Pemeliharaan	
Rutin/Berkala	Gedung	Kantor

100% 34,000,000 0

0.00 00 02 42 Rehabilitasi	sedang/berat	gedung	kantor Kota	Kupang Kebutuhan	Rehabilitasi	sedang/Berat	Rumah	
Jabatan

3	Unit Terpenuhinya	Kbutuhan	Rehabilitasi	sedang/Berat	
Rumah	Jabatan

100% 75,000,000 0

0.00 00 02 51 Pengadaan	komputer/pc	note	book	dan	
kelengkapannya

Kota	Kupang Kebutuhan	Pembangunan	gedung	kantor 1	Paket Terlaksanannya	Kebutuhan	Pembangunan	gedung	
kantor

100% 100,000,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 50,000,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Kebutuhan	laporan	capaian	kinerja	dan	iktisar	
realisasi	kinerja	SKPD

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	laporan	capaian	kinerja	
dan	iktisar	realisasi	kinerja	SKPD

100% 50,000,000 0

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 01 TENAGA	KERJA
1.02 01 15 PROGRAM	PEMBINAAN	KOPERASI,	UKM,	TENAGA	

KERJA	DAN	TRANSMIGRASI
Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 5,101,419,950 0

Kota	Kupang Sidang	Dewan	Pengupahan 50	Orang Terlaksananya	Sidang	Dewan	Pengupahan 100% 80,000,000 0
22	Kab/Kota Bimtek	Petugas	Pengelola	Informasi	Pasar	Kerja	

(IPK)
22	Kab/kota Terlaksananya	Informasi	Pasar	Kerja	(IPK) 100% 140,000,000 0

Kota	Kupang Pameran	Bursa	Kerja	(Job	Fair) 50	Perusahaan Terlaksananya	Pameran	Bursa	Kerja	(Job	Fair) 5000	Orang 95,000,000 0

Kota	Kupang Sidang	Lembaga	Kerja	SamaTripartit 50	Orang Terlaksananya	Sidang	Lembaga	Kerja	SamaTripartit 100% 125,000,000 0

Kota	Kupang Bimtek	akreditasi	lembaga	pelatihan	kerja 22	Kab/kota Terlaksanya	Bimtek	akreditasi	lembaga	pelatihan	
kerja

100% 110,000,000 0

22	Kabupaten/Kota Pemeriksaan	Norma	Ketenaga	Kerjaan 22	Kab/kota Terlaksananya	Pemeriksaan	Norma	Ketenaga	
Kerjaan

100% 150,000,000 0

22	Kab/Kota Penyelesaian	kasus	ketenagakerjaan 22	Kab/kota terlaksananya	Penyelesaian	kasus	ketenagakerjaan 100% 150,000,000 0

Dalam	dan	Luar	NTT Penanganan	Calon	TKI/TKI	Non	prosedural	dan	
bermasalah

22	Kab/kota Terlaksananya	Penanganan	Calon	TKI/TKI	Non	
prosedural	dan	bermasalah

100% 100,000,000 0

22	Kab/Kota Rakor	dan	evaluasi	Pokja	pencegahan	terpadu	
PMI	non	prosedural	di	Kab/Kota

1	Paket Terlaksanannya	Rakor	dan	evaluasi	Pokja	
pencegahan	terpadu	PMI	non	prosedural	di	
Kab/Kota

100% 114,000,000 0

1.02 10 15 PROGRAM	PENGEMBANGAN	KOMUNIKASI	DAN	
INFORMATIKA

1.02 10 15 02 Pengelolaan	persandian	dan	pengamanan	
informasi

62,500,000

1.02 10 15 01 Pengelolaan	informasi	dan	komunikasi	publik

4,014,903,500

1.02 01 15 01 Pengembangan	ketenagakerjaan

TOTAL

1.02 10 15 04 Pengembangan	layanan	e-government

1.02 10 15 03 Pengembangan	infrastruktur	teknologi	informasi	
dan	komunikasi
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Kab.	Sumba	Tengah,	Lembata,	Sabu	dan	Alor Pendataan	PMI	di	Kabupaten 4	Paket Terlaksananya	Pendataan	PMI	di	Kabupaten 100% 75,000,000 0
Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Malaka	
dan	Belu

Pengembangan	Desmigratif	di	Kabupaten/kota 6	Kab/kota Terlaksanannya	Pengembangan	Desmigratif	di	
Kabupaten/kota

100% 600,000,000 0

Kota	Kupang Fasilitasi	pengiriman	Pelatihan	Tenaga	Kerja	Ke	
Luar	NTT

1	Paket Terlaksannya	Fasilitasi	pengiriman	Pelatihan	
Tenaga	Kerja	Ke	Luar	NTT

100% 580,000,000 0

Provinsi Pelatihan	Teknologi	tepat	guna 30	Orang Terlaksananya	Pengembangan	Desmigratif	di	
Kab/Kota

100% 125,000,000 0

Kota	Kupang,	Rote	Ndao,	Alor,TTS,	TTU,	Belu.	
Malaka,	Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	
Nagekeo,	Ngada,	Manggarai,	Mangarai	Barat,	
Sumba	Timur,	Sumba	Barat,	Sumba	Barat	Daya

Identifikasi	dan	monitoring	LPK	ke	
Kabupaten/Kota

18	Kab/kota Terlaksananya	Identifikasi	dan	monitoring	LPK	ke	
Kabupaten/Kota

100% 90,000,000 0

Kab.	TTU,	Kota	Kupang,	Belu,	Malaka,	TTS Pelatihan	Keterampilan	bagi	pencari	kerja	di	UPT	
BLK

5	Paket Terlaksananya	Pelatihan	Menjahit	Dasar;	Pakaian	
kerja	dan	seragam;Kecantikan	Kuli	&	Rambut;	
Kerajinan	tangan;	Pangkas	Rambut;

5	Paket 999,999,950 0

Kabupaten	TTU,	Malaka,	Rote	Ndao,	Ende,	
Sumba	Timur

Kewirausahaan	bagi	wirausaha	baru 4	Paket Terlaksananya	Kewirausahaan	bagi	wirausaha	baru 500	Orang 1,000,000,000 0

10	Kabupaten Inventatarisasi	sarana	dan	prasarana	
ketransmigrasian

10	Kabupaten Terlaksanannya	Inventatarisasi	sarana	dan	
prasarana	ketransmigrasian

100% 170,000,000 0

Sumba	Barat	(UPT	Hobajngi) Pengadaan	dan	Pemasangan	PLTS 35	Unit Terlaksanannya	Pengadaan	dan	Pemasangan	PLTS 100% 272,420,000 0
Kab.	Belu	dan	Malaka Bimtek	Integrasi	Sosial	Budaya 2	Kabupaten Terlaksanannya	Bimtek	Integrasi	Sosial	Budaya 100% 125,000,000 0

1.02 11 KOPERASI,	USAHA	KECIL	DAN	MENENGAH
Persentase	kenaikan	upah	minimum 7%
Persentase	calon	tenaga	kerja	yang	
kompeten	dan	bersertifikat	kompetensi	
(data	terpilah	gender

50%

Persentase	tenaga	kerja	yang	bersertifikat	
kompetensi	(data	terpilah	gender)

60%

Proporsi	UKM	Mandiri	dibandingkan	
seluruh	UKM

55%

Persentase	besaran	bencari	kerja	terdaftar	
yang	ditempatkan

40%

Persentase	koperasi	aktif 11,68	5	%
Manggarai	dan	Sumba	Barat	Daya Pelatihan	Penilaian	kesehatan	bagi	pengelola	

KSP/USP	dan	KSPPS/USPPS	(DAK)
70	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	Penilaian	kesehatan	bagi	

pengelola	KSP/USP	dan	KSPPS/USPPS	(DAK)
100% 180,000,000 0

Kab.	Rote	Ndao	dan	Ngada Sertifikasi	Hak	atas	Tanah/Sosialisasi	kegiatan	
Hak	atas	Tanah

50	Orang Terlaksanannya	Sertifikasi	Hak	atas	
Tanah/Sosialisasi	kegiatan	Hak	atas	Tanah

100% 149,999,000 0

Kab.	Belu Pelatihan	Teknis	penerapan	kepatuhan	dan	
sanksi	bagi	pengurus	pengelola	KSP/USP,	
KSPPS/USPPS	di	Daratan	Timor	di	Belu	(DAK)

40	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	Teknis	penerapan	
kepatuhan	dan	sanksi	bagi	pengurus	pengelola	
KSP/USP,	KSPPS/USPPS	di	Daratan	Timor	di	Belu	
(DAK)

100% 98,366,000 0

kab.	Rote	Ndao Dukungan	Apresiasi	gerakan	koperasi	se	NTT 500	Orang Terlaksanannya	Dukungan	Apresiasi	gerakan	
koperasi	se	NTT

100% 125,000,000 0

22	Kab/Kota Pembinaan	RAT	(DAK) 35	Orang Terlaksanannya	Pembinaan	RAT	(DAK) 100% 95,000,000 0
Provinsi	dan	22	Kab/Kota Fasilitasi	akte	Koperasi 25	koperasi Terlaksanannya	Fasilitasi	akte	Koperasi 100% 50,000,000 0
Kota	Kupang	dan	34	tenaga	pendamping	
koperasi

Pelatihan	manajemen	pengelolaan	koperasi/KUD	
(DAK)

35	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	manajemen	pengelolaan	
koperasi/KUD	(DAK)

100% 680,000,000 0

Rote	Ndao,	Sabu	Raijua,	Lembata,	Flores	Timur,	
Manggarai	Barat,	SBD,	Kota	Kupang

Pelatihan	manajemen	pengelolaan	koperasi	
(DAK)

314	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	manajemen	pengelolaan	
koperasi	(DAK)

100% 610,000,000 0

Sikka	dan	Lembata Pelatihan	penerapan	sistem	informasi	teknologi	
(IT)	dalam	layanan	simpan	pinjam	(DAK)

80	Orang Terlaksanannay	Pelatihan	penerapan	sistem	
informasi	teknologi	(IT)	dalam	layanan	simpan	
pinjam	(DAK)

100% 197,000,000 0

Kota	Kupang	dan	9	tenaga	pendamping	anggur	
merah

Pelatihan	manajemen	pengawasan	koperasi	
(DAK)

30	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	manajemen	pengawasan	
koperasi	(DAK)

100% 275,295,000 0

Malaka	dan	Rote	Ndao Bimtek	pengawasan	KSP/USP	dan	LKM	(DAK) 60	koperasi Terlaksananya	Bimtek	pengawasan	KSP/USP	dan	
LKM	(DAK)

100% 175,000,000 0

sedaratan	sumba	di	Sumba	Timur Bimtek	penerapan	kepatuhan	dan	sanksi	bagi	
KSP/USP	dan	KSPPS/USPPS	(DAK)

40	Orang Terlaksanannya	Bimtek	penerapan	kepatuhan	dan	
sanksi	bagi	KSP/USP	dan	KSPPS/USPPS	(DAK)

100% 125,000,000 0

22	KAb/Kota Pembinaan	penilaian	kesehatan	KSP/USP	
Koperasi	Anggur	Merah	(DAK)

114	koperasi Terlaksanannya	Pembinaan	penilaian	kesehatan	
KSP/USP	Koperasi	Anggur	Merah	(DAK)

100% 95,000,000 0

Kota	Kupang Pelatihan	pembekalan	pendamping	koperasi	
(DAK)

34	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	pembekalan	
pendamping	koperasi	(DAK)

100% 97,489,000 0

Kota	Kupang publikasi	Informasi,	Koperasi,	Ketenagakerjaan	
dan	Ketransmigrasian	(PDE)

1	Keg Terlaksanannya	publikasi	Informasi,	Koperasi,	
Ketenagakerjaan	dan	Ketransmigrasian	(PDE)

100% 97,400,000 0

22	Kab/Kota	di	Kab.Belu Rapat	Koordinasi	Ketenagakerjaan	dan	
Ketransmigrasian

74	Orang Terlaksanannya	Rapat	Koordinasi	Ketenagakerjaan	
dan	Ketransmigrasian

100% 309,615,000 0

Kota	Kupang Penyusunan	Profil	dan	Penyusunan	Booklet	
Informasi,	Koperasi,	Ketenagakerjaan	dan	
Ketransmigrasian

1	Paket Terlaksanannya	Penyusunan	Profil	dan	
Penyusunan	Booklet	Informasi,	Koperasi,	
Ketenagakerjaan	dan	Ketransmigrasian

100% 225,000,000 0

Jogya,	Surabaya	dan	Bandung Pameran	Produk	UMKM	pada	Cooperative	Fair	
Bandung,	Jogja	dan	Surabaya

1	Paket Terlaksanannya	Pameran	Produk	UMKM	pada	
Cooperative	Fair	Bandung,	Jogja	dan	Surabaya

100% 225,000,000 0

22	kabupaten/Kota Monitoring	dan	evaluasi	hasil	kegiatan	input	data	
dan	pendaftaran	online	melalui	SI	DONAl

22	Kab/kota Hasil	evaluasi	dan	data	base	koperasi	primer	
provinsi

100% 95,000,000 0

Jakarta Pameran	Indonesia	Fashion	week,	Jakarta	food	
and	fashion	festival

1	Paket Terlaksanannya	Pameran	Indonesia	Fashion	week,	
Jakarta	food	and	fashion	festival

100% 150,000,000 0

Kota	kupang Pengembangan	Aplikasi	Si	DONAL	sistem	Aplikasi	
Data	online

1	Paket Terlaksanannya	Pengembangan	Aplikasi	Si	DONAL	
sistem	Aplikasi	Data	online

100% 225,000,000 0

Kota	Kupang Pelatihan	Kewirausahan	bagi	calon	wirausaha	
baru	tamatan	SMK	dan	wirausaha	pemula	(DAK)

40	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	Kewirausahan	bagi	calon	
wirausaha	baru	tamatan	SMK	dan	wirausaha	
pemula	(DAK)

100% 90,000,000 0

Kab.	Kupang,	Rote	Ndao,	Sabu	Raiju	,	Alor	dan	
Kota	Kupang

Pelatihan	Teknis	peningkatan	hasil	pengolahan	
kelor/marungga	bagi	anggota	koperasi	dan	UKM	
(DAK)

40	Orang Terlaksananya	Pelatihan	Teknis	Peningkatan	Hasil	
Pengolahan	Kelor/	Marungga	Bagi	Anggota	
Koperasi	dan	UKM	(DAK)

100% 103,783,000 0

Kabupaten	Flores	Timur Pelatihan	peningkatan	kapasitas	usaha	bagi	
pengurus	Koperasi	Produsen	Bidang	Kelautan	dan	
Perikanan	di	Kabupaten	Alor	(DAK)

40	Orang Terlaksananya	Pelatihan	peningkatan	kapasitas	
usaha	bagi	pengurus	Koperasi	Produsen	Bidang	
Kelautan	dan	Perikanan	di	Kabupaten	Alor	(DAK)

100% 115,000,000 0

Kota	Kupang Pelatihan	Design	produk	tenun	ikat	menjadi	
usaha	konveksi	(Pakaian	jadi	bagi	anggota	
Koperasi	/UKM)	untuk	Kota	Kupang,	Kab.	TTU,	
Alor,	Sikka	,	Manggarai,	dan	Sumba	Timur	(DAK)

40	Orang Terlaksananya	Pelatihan	Design	produk	tenun	ikat	
menjadi	usaha	konveksi	(Pakaian	jadi	bagi	anggota	
Koperasi	/UKM)	untuk	Kota	Kupang,	Kab.	TTU,	
Alor,	Sikka	,	Manggarai,	dan	Sumba	Timur	(DAK)

100% 125,000,000 0

Kota	Kupang	dan	Kabupaten	Kupang Pasar	Rakyat	dalam	Memperingati	Hari	
Keagamaan

1	Paket Terlaksananya	Pasar	Rakyat	dalam	Memperingati	
Hari	Keagamaan

100% 75,000,000 0

Kab.	Belu,	TTU	dan	Malaka Pelatihan	Teknis	Peningkatan	Pengolahan	daging	
sapi	menjadi	Abon	dan	Dendeng	(DAK)

40	Orang Terlaksananya	Pelatihan	Teknis	Peningkatan	
Pengolahan	daging	sapi	menjadi	Abon	dan	
Dendeng	(DAK

100% 107,000,000 0

22	kab/kota Pelatihan	input	Data	ON	line	SI-DONAL	(Sistem	
Data	On	Line)	bagi	pelaku	UKM

5	Paket Meningkatnya	pengetahuan	bagi	Pelaku	UKM	agar	
dapat	mendata	dan	mendaftar	secara	on	line	ijin	
UKM

100% 320,000,000 0

Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	Ngada,	
Nagekeo,	Manggarai	timur,	Manggarai,	
Manggarai	Barat,	Alor,	Sabu	Raijua	dan	Rote	
Ndao

Bantuan	Sosial	modal	Usaha	bagi	wirausaha	
pemula	dan	pelatihan	wirausaha	pemula	
penerima	bantuan	sosial	modal	usaha	di	12	
kabupaten

12	Kabupaten Terlaksanannya	Bantuan	Sosial	modal	Usaha	bagi	
wirausaha	pemula	dan	pelatihan	wirausaha	
pemula	penerima	bantuan	sosial	modal	usaha	di	
12	kab	upaten

100% 2,591,508,000 0

22	Kabupaten/Kota Monitoring,	Evaluasi	dan	Pelaporan	Terpadu	
(PDE)

22	Kab/kota Terlaksananya	Monitoring,	Evaluasi	dan	Pelaporan	
Terpadu	(PDE)

100% 294,858,000 0

Lembata,	Flores	Timur,	Sikka,	Ende,	Ngada,	
Nagekeo,	Manggarai	Timur,	
Manggarai,Manggarai	Barat	,	Alor	Sabu	Raijua	
dan	Rote	Ndao

Identifikasi	dan	Sosialisasi	bantuan	modal	usaha	
bagi	wirausaha	pemula

12	Kab/kota Terlaksanannya	Identifikasi	dan	Sosialisasi	bantuan	
modal	usaha	bagi	wirausaha	pemula

100% 650,000,000 0

22	Kab/Kota Rekonsiliasi	dana	bergulir	APBD	Provinsi	NTT	dan	
dana	bergulir	kementerian	koperasi	RI	(DAK)

22	Kab/kota Terlaksanannya	Rekonsiliasi	dana	bergulir	APBD	
Provinsi	NTT	dan	dana	bergulir	kementerian	
koperasi	RI	(DAK)

100% 105,000,000 0

Kab.	Flores	Timur,	Sikka,	Nagekeo Fasilitasi	Sarana	Pemasaran	bagi	PKL/UMKM	
Kuliner	(DAK)

1	Paket Terlaksananya	Fasilitasi	Sarana	Pemasaran	bagi	
PKL/UMKM	Kuliner	(DAK)

100% 150,000,000 0

TTU,	Belu	dan	Malaka	(di	Wini) Pelatihan	design	produk	kemasan	bagi	
koperasi/UKM	di	daerah	perbatasan	(DAK)

40	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	design	produk	kemasan	
bagi	koperasi/UKM	di	daerah	perbatasan	(DAK)

100% 102,265,000 0

Kab.	Alor Pelatihan	design	kemasan	produk	(DAK) 35	Orang Terlaksananya	Pelatihan	design	kemasan	produk	
(DAK)

100% 100,000,000 0

22	Kab/Kota Rekrutmen	Tenaga	Pendamping	dan	Seleksi	
Peserta	Pelatihan	(DAK)	(PDE)

22	Kab/kota Terlaksananya	Rekrutmen	Tenaga	Pendamping	dan	
Seleksi	Peserta	Pelatihan	(DAK)	(PDE)

100% 97,000,000 0

Sumba	Timur	dan	Sumba	Tengah Pelatihan	Teknis	penyediaan	pakan	ternak	bagi	
koperasi/UKM	(DAK)

40	Orang Terlaksanannya	Pelatihan	Teknis	penyediaan	pakan	
ternak	bagi	koperasi/UKM	(DAK)

100% 98,600,000 0

Persentase	UMKM	baru	di	Tourism	Estate 50%
Persentase	peneyerapan	eks	peserta	
pelatihan	di	pasar	kerja

45%

Persentase	pertumbuhan	UKM %
Persentase	pertumbuhan	UKM	baru	di	
Pariwisata	Estate

%

1.02 11 16 01 Peningkatan	UKM	baru	di	pariwisata	estate Kab.	Sabu	Raijua,	Rote	Ndao,	Lembata,	Sumba	
Timur,	Alor	,	TTS,	SBD

Pemberdayaan	dan	pertumbuhan	ekonomi	baru	
UKM	dan	kuliner	di	lokasi	pariwisata	estate	(DAK)

7	Lokasi Terlaksananya	Pemberdayaan	dan	pertumbuhan	
ekonomi	baru	UKM	dankuliner	di	lokasi	pariwisata	
estate	(DAK)

100% 700,000,000 0

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 08 TRANSMIGRASI

Persentase	UMKM	baru	di	Tourism	Estate 50%
Persentase	peneyerapan	eks	peserta	
pelatihan	di	pasar	kerja

45%

Persentase	pertumbuhan	UKM %
Persentase	pertumbuhan	UKM	baru	di	
Pariwisata	Estate

%

Kabupaten	Mamuju	Tengah Monitoring	pasca	Penempatan	Transmigrans	Asal	
NTT

1	Keg Terlaksananya	Monitoring	pasca	Penempatan	
Transmigrans	Asal	NTT

100% 46,000,000 0

1.02 11 15 PROGRAM	PEMBINAAN	KOPERASI,	UKM,	TENAGA	
KERJA	DAN	TRANSMIGRASI

1.02 01 15 01 Pengembangan	ketenagakerjaan

1.02 11 15 02 Pemberdayaan	dan	koperasi	usaha	kecil	
menengah

0

1.02 11 15 01 Pengembangan	kelembagaan	dan	pengawasan	
koperasi

9,405,178,000

2.00 08 15 01 Pengembangan	ketransmigrasian

1,721,000,000 0

0

2.00 08 15 PROGRAM	PEMBINAAN	KOPERASI,	UKM,	TENAGA	
KERJA	DAN	TRANSMIGRASI

700,000,0001.02 11 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT
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Kab.	Sumba	Timur	dan	Kab.	Belu,	Alor	dan	
Malaka

Pelatihan	Imposma	dan	pelatihan	Integrasi	sosial 2	Paket Terlaksananya	Pelatihan	Imposma	dan	pelatihan	
Integrasi	sosial

100% 400,000,000 0

Kabupaten	Sumba	Timur,	Sumba	Barat,	Sumba	
Tengah	,	Sumba	Barat	Daya,	Belu,	Malaka,	TTS,	
TTU

Inventarisasi	Pemanfaatan	HPL 1	Dokumen Terlaksananya	Inventarisasi	Pemanfaatan	HPL 100% 150,000,000 0

Kabupaten	Sumba	Tengah Penyusunan	Rencana	Kawasan	Transmigrasi	(RKT) 1	Lokasi Terlaksananya	Penyusunan	Rencana	Kawasan	
Transmigrasi	(RKT)

100% 400,000,000 0

Kalimantan	Barat,	Kalimantan	Tengah,	Sulawesi	
Barat

Penjajakan	Peluang	Kerjasama	Ketransmigrasian 1	Keg Terlaksananya	Penjajakan	Peluang	Kerjasama	
Ketransmigrasian

100% 175,000,000 0

Kabupaten	kupang	(Sulamu) Identifikasi	Potensi	Lokasi	Transmigrasi 1	Lokasi Terlaksananya	Identifikasi	Potensi	Lokasi	
Transmigrasi

100% 100,000,000 0

Kabupaten	TTS	(	Bena) penyusunan	Rencana	Satuan	pengawasan	
Pengembangan	(RSKP)	TTS

1	Dokumen Tersusunnya	Dokumen	Rencana	Satuan	
pengawasan	Pengembangan	(RSKP)	TTS

100% 450,000,000 0

19,697,027,450 0

DINAS	PENANAMAN	MODAL	DAN	PELAYANAN	TERPADU	SATU	PINTU

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,185,539,000 1,222,692,900

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	perangko	dan	meterai 12	Bulan Tersedianya	perangko	dan	meterai 12	Bulan 5,200,000 5,720,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Terlaksananya	Jasa	komunikasi,	sumberdaya	air	
dan	listrik

12	Bulan Tersedianya	Jasa	komunikasi,	sumberdaya	air	dan	
listrik

12	Bulan 298,800,000 247,280,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas/operasional	dan	sopir

12	Bulan Tersediaanya	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas/operasional	dan	sopir

12	Bulan 65,000,000 71,500,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksannya	pengelolaan	barang,	keuangan	dan	
SIPKD	kantor

12	Bulan Tersedianya	pengelola	barang,	keuangan	dan	
SIPKD	kantor

12	Bulan 232,207,000 255,427,700

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pembersihan	kantor 12	Bulan Terlaksananya	pemersihan	kantor 12	Bulan 110,584,400 121,642,840
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	ATK	ktr 12	Bulan Tersedianya	ATK	ktr 12	Bulan 57,850,000 63,635,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	brg	cetakan	&	

penggandaan
12	Bulan Tersedianya	brg	cetakan	&	penggandaan	ktr 12	Bulan 60,000,000 66,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Terlaksannya	penyediaan	komponen	listrik	&	
penerangan	ktr

12	Bulan Tersedianya	komponen	listrik	&	penerangan	ktr 12	Bulan 7,600,000 8,360,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	bacaan	dan	
peraturan

12	Bulan Tersedianya	Bahan	bacaan	dan	peraturan 12	Bulan 10,692,000 11,761,200

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Makanan	&	minum	
rapat	&	tamu

12	Bulan Tersedianya	Makanan	&	minum	rapat	&	tamu 12	Bulan 39,000,000 42,900,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Jakarta	dan	Luar	Daerah Keikutsertaan	dalam	rapat,	pertemuan	dan	
konsultasi	tugas	tingkat	nasional

12	Bulan Jumlah	rapat	dan	pertemuan	serta	konsultasi	
pelaksanaan	tugas	di	tingkat	Nasional	yang	diikuti

12	Bulan 50,000,000 55,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	jasa	pengangkutan	beras	dan	
barang	dinas

12	Bulan Tersedianya	dana	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

12	Bulan 10,000,000 11,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

21	Kabupaten	dan	1	Kota Terlaksananya	koordinasi	dan	tugas	
pendampingan	lainnya	ke	kabupaten/kota

12	Bulan Terlaksananya	koordinasi	dan	tugas	pendampingan	
serta	fasilitasi	pelaksanaan	kegiatan	investasi	dan	
pelayanan	perizinan	di	kab/kota

12	Bulan 75,000,000 82,500,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Telaksananya	pengamanan	kantor 12	Bulan Adanya	pengamanan	kantor 12	Bulan 147,600,000 162,360,000
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	jasa	jaminan	sosial	tenaga	kontrak 12	Bulan Adanya	jasa	jaminan	sosial	tenaga	kontrak 12	Bulan 16,005,600 17,606,160

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 95,000,000 104,500,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Gedung	Kantor

12	Bulan Adanya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	
Kantor

12	Bulan 16,500,000 18,150,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas/	Operasional

12	Bulan Adanya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Kendaraan	
Dinas/	Operasional

12	Bulan 33,000,000 36,300,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Perlengkapan	Gedung	kantor

12	Bulan Adanya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Perlengkapan	
Gedung	kantor

12	Bulan 5,500,000 6,050,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Peralatan	Gedung	kantor

12	Bulan Adanya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Peralatan	
Gedung	kantor

12	Bulan 20,000,000 22,000,000

0.00 00 02 30 Pemeliharaan	rutin/berkala	jaringan Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Jaringan

12	Bulan Terpeliharanya	jaringan	internet	dan	website	
kantor

12	Bulan 20,000,000 22,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 25,784,000 28,362,400

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Ikhtisar	Realisasi	Kinerja	SKPD

1	Tahun Tersusunnya	laporan	capaian	kinerja	dan	iktiar	
realisasi	kinerja	:	LKIP,	LKPJ,	LPPD,	Laporan	
Tahunan	Bulanan,	Triwulanan,	Semesteran	dan	
Laporat	Aset,	Waskat	dan	Budaya	Kerja

1	Tahun 25,784,000 28,362,400

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 12 PENANAMAN	MODAL

Jumlah	investor	(PMDN) 125	PMDN
Tersedianya	aplikasi	Geodatabase	
perizinan	investasi

1	Aplikasi

Jumlah	kemitraan	investor	dengan	UMKM 10	
Perusahaan

Jumlah	calon	investor	(PMA	dan	PMDN)	
yang	menyatakan	minat	dan	mengurus	
izin	penanaman	modal

16	
Perusahaan

Jumlah	kajian	kelayakan	investasi	potensi	
sector	unggulan	daerah

2

Jumlah	perusahaan	yang	menyediakan	
dana	CSR	untuk	masyarakat

20%

Prosentase	penyerapan	tenaga	kerja	lokal	
pada	kegiatan	investasi	(data	terpilah	
gender)

5%

Jumlah	investor	(PMA) 128	PMA
Penambahan	Nilai	realisasi	investasi	
(PMDN)

2,69	Triliun	
Rp

21	Kabupaten	dan	1	Kota Tersedianya	data	potensi	investasi	daerah 1	Dokumen Tersedianya	data	potensi	investasi	daerah	dlm	
bentuk	buku	potensi	daerah

1	Dokumen 96,734,000 106,407,400

Kabupaten	TTS,	Rote	Ndao,	Alor,	TTU,	Belu,	
Ende	dan	Sumba	Barat	Daya

Terlaksananya	Pemetaan	Potensi	dan	Peluang	
Investasi	Produk	Unggulan	Daerah

2	Lokasi Adanya	Pemetaan	Potensi	dan	Peluang	Investasi	
untuk	ditawarkan	kepada	para	investor

1	Dokumen 385,150,000 93,665,000

Jakarta	dan	Kota	Kupang Terlaksananya	rapat	koordinasi	teknis	bidang	
penanaman	modal	dan	pelayanan	terpadu	satu	
pintu	tahun	2020	serta	keikutsertaan	dalam	rapat	
koordinasi

2	Dokumen Terwujudnya	sinkronisasi	perencanaan	dan	
pelaksanaan	program	dan	kegiatan	antar	pusat,	
Provinsi	dan	Kab/Kota

2	Dokumen 187,891,000 151,680,000

21	Kabupaten	dan	1	Kota Terlaksananya	Monitoing,	Evaluasi	dan	Pelaporan	
Terpadu	Pengelolaan	PM	dan	Pelayanan	
Perizinan	Terpadu	di	kab/kota

1	Dokumen Tersedianya	rekomendasi	hasil	evaluasi	
penyelenggaraan	PTSP	dan	kegiatan	investasi	di	
daerah	(Standar	Permendagri	138	Tahun	2017)

1	Dokumen 96,575,000 105,846,400

Kabupaten	Kupang,	Sumba	Tengah,	Malaka	dan	
TTU

Terlaksananya	studi	kelayakan	(FS)	potensi	dan	
peluang	investasi	produk	unggulan	daerah

1	Dokumen Tersedianya	dokumen	studi	kelayakan	potensi	dan	
peluang	investasi	produk	unggulan	daerah

1	Dokumen 230,857,000 198,942,700

Jakarta Terlaksananya	pelatihan	teknis	penanaman	
modal	dan	PTSP	dan	keikutsertaan	pada	
pelatihan	teknis	tingkat	pusat	(dasar	dan	
Lanjutan)

4	Orang Tersedianya	SDM	aparatur	yang	berkualitas,	
memiliki	kemampuan	dan	ketrampilan	teknis.

4	Orang 95,968,000 50,564,800

Kota	Kupang	dan	Jakarta Terjalinnya	kemitraan	investasi	antara	Pengusaha	
Daerah,	Pemerintah	dan	UMKM	di	NTT

3	Kali Adanya	kesepakatan	antara	Pemerintah,	
Pengusaha	Daerah	dan	UMKM	di	NTT

3	Dokumen 230,859,000 96,644,900

Jakarta,	NTB	dan	Kota	Kupang Ikut	serta	dalam	kegiatan	Pameran/Expo	Dalam	
dan	Luar	Negeri	dan	Forum	Investasi

11	Perusahaan Pernyataan	minat	investasi	terhadap	potensi	
unggulan	dan	tersosialisasinya	Perkembangan	
Investasi	di	NTT

11	
Perusahaan

488,326,000 207,158,600

21	Kabupaten	dan	1	Kota	Kupang Terlaksananya	pemeriksaan	lapangan	oleh	tim	
teknis	dalam	kaitan	pemberian	rekomendasi/	
pertimbangan	teknis

100	Rekomendasi Tersedianya	rekomendasi/	pertimbangan	teknis	
untuk	penerbitan	dokumen	izin

100	
Rekomend
asi

350,000,000 165,000,000

Kota	Kupang	dan	Jakarta Terlaksananya	penyusunan	SP	dan	SOP	pelayanan	
perizinan

2	Dokumen Tersedianya	SP	dan	SOP	untuk	ijin	yang	
dilimpahkan	guna	terwujudnya	pelayanan	yang	
efektif

2	Dokumen 118,167,000 19,983,700

Kab.	Belu,	Sikka	dan	Flores	Timur,	Kota	Kupang,	
Sumba	Timur

Terlaksananya	pendekatan	pemberian	pelayanan	
kepada	stakeholders	dan	masyarakat

4	Dokumen Jumlah	izin	yang	diterbitkan	melalui	kegiatan	
pendekatan	pelayanan

4	Dokumen 270,778,000 77,855,800

Jakarta,	21	Kabupaten	dan	1	Kota Terlaksananya	pemantauan	terhadap	
PMA/PMDN	di	NTT

22	Kab/kota Terkendalinya	kegiatan	PMA/PMDN	di	NTT	dan	
terpantaunya	realisasi	investasi,	CSR	dan	tenaga	
kerja

100	
Perusahaan

256,384,000 104,922,400

Kota	Kupang Terlaksanya	Sosialisasi	Kebijakan	Penanaman	
Modal	bagi	Aparatur	dan	Investor

1	Dokumen Adanya	pemahaman	Aparatur	dan	Investor	
tentang	LPKM	Online	dan	Spipise

1	Dokumen 55,566,000 39,122,600

21	Kabupaten	dan	1	Kota Terfasilitasinya	para	investor	yang	bermasalah	di	
kab/kota	(Satgas	Provinsi)

1	Dokumen Adanya	penyelesaian	masalah	dan	hambatan	
investasi	secara	bertahap	(Satgas	Provinsi)

1	Dokumen 148,251,000 53,076,100

Kota	Kupang Terlaksanya	survey	kepuasan	masyarakat	(SKM)	
terhadap	pelayanan	publik

4	Kali Adanya	nilai	tingkat	kepuasan	masyarakat	
terhadap	penyelenggaraan	pelayanan	publik

95% 50,522,000 28,074,200

4,368,351,000 2,854,499,900

DINAS	KEPEMUDAAN	DAN	OLAHRAGA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,524,236,760 1,749,753,760

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersediana	kebutuhan	prangko,	materai	dan	
benda	pos

12	Bulan Meningkatnya	pelayanan	surat	menyurat 100% 14,000,000 15,000,000

TOTAL

2.00 08 15 01 Pengembangan	ketransmigrasian

1.02 12 15 02 Promosi	penanaman	modal

1,498,944,600

1.02 12 15 01 Pengembangan	iklim	penanaman	modal

3,062,028,0001.02 12 15 PROGRAM	PENINGKATAN	INVESTASI	DAN	
PERIZINAN	DAERAH

TOTAL

1.02 12 15 04 Pengendalian	penanaman	modal

1.02 12 15 03 Pengelolaan	pelayanan	terpadu
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Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	penyediaan	air,	Telpon	dan	jasa	
Listrik

12	Bulan Meningkatnya	Pelayanan	Kebutuhan	Jasa	Air,	
Telepon	dan	Listrik

100% 189,692,000 200,000,000

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

KOTA	KUPANG Peningkatan	Pelayanan	Administrasi	Perkantoran 12	Bulan Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	Kesehatan	PNS 100	Bulan 13,100,000 15,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

KOTA	KUPANG Tersedianya	kendaraan	Dinas/	Operasional	yang	
siap	dipakai

12	Bulan Terpenuhinya	jasa	pelayanan	kendaraan	
Dinas/Operasional

100	Bulan 32,500,000 40,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan KOTA	KUPANG Terselenggaranya	Jasa	Administrasi	Keuangan 12	Bulan Tercapainya	peningkatan	pelayanan	Kegiatan	Rutin	
Dinas	Pemuda	dan	Olahraga	serta	UPT.	PSPO

12	Bulan 252,820,000 252,820,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor KOTA	KUPANG Tersedianya	tenaga	Kebersihan	Kantor 12	Bulan Tercapainya	Kebersihan	Lingkungan	Kantor 100	Bulan 505,200,000 600,000,000
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor KOTA	KUPANG Tersediaanya	Alat	Tulis	kantor 12	Bulan Terlaksananya	Kegiatan	Kantor 100	Bulan 25,000,000 30,000,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan KOTA	KUPANG Terlaksananya	kegiatan	Cetak,	Penggandaan	jilid	

bahan	Kantor
12	Bulan Meningkatnya	Penyediaan	barang	cetakan	dan	

penggandaan
100% 25,000,000 30,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

KOTA	KUPANG Terlaksananya	Penyediaan	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan	bangunan	Kantor

12	Bulan Tersedianya	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan	bangunan	kantor

100% 10,000,000 15,000,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

KOTA	KUPANG Tersediaanya	bahan	Bacaan	dan	Berbagai	
Ketentuan

12	Bulan Meningkatnya	Wawasan	Pegawai 100% 5,000,000 6,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman KOTA	KUPANG Tersedianya	makan	minum	rapat	dan	makan	
minum	tamu

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	makan	minum	rapat	dan	
makan	minum	tamu

100% 29,000,000 40,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

KOTA	KUPANG Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	program	
administrasi	perkantoran

12	Bulan Terciptanya	koordinasi	program	Dinas	
Kepemudaan	dan	Olahraga

100% 50,000,000 100,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

KOTA	KUPANG Tersedianya	penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	
dan	barang	dinas	pada	Dinas	Kepemudaan	dan	
Olahraga

12	Bulan Terpenuhinya	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas	pada	Dinas	Kepemudaan	dan	Olahraga

100% 12,000,000 12,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

KOTA	KUPANG Terlaksananya	koordinasi,	konsultasi,	
evaluasi,pendampingan	dan	tugas	lainnya	dalam	
daerah	bagi	aparatur	Dinas	Kepemudaan	dan	
Olahraga

12	Bulan Meningkatnya	koordinasi,	konsultasi,	
evaluasi,pendampingan	dan	tugas	lainnya	dalam	
daerah	bagi	aparatur	Dinas	Kepemudaan	dan	
Olahraga

100% 101,991,000 130,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor KOTA	KUPANG Tersedianya	tenaga	pengamanan	
Kantor/SATPAM	8	orang

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	tenaga	pengamanan	
kantor/SATPAM

100% 153,400,000 153,400,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial KOTA	KUPANG Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial	melalui	premi	
asuransi	Iuran	Jaminan	Kesehatan	dan	
Ketenagakerjaan

12	Bulan Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial	melalui	premi	
asuransi	Iuran	Jaminan	Kesehatan	dan	
Ketenagakerjaan

100% 30,533,760 30,533,760

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal KOTA	KUPANG Terlaksananya	pelatihan	peningkatan	SDM	ASN	
DISPORA	NTT

30	Orang Meningkatnya	kualitas	SDM	ASN	DISPORA	NTT 30	Orang 75,000,000 80,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 667,000,000 667,000,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor KOTA	KUPANG Terpenuhinya	Perlengkapan	Gedung	Kantor	:	1.	
Lemari	Arsip	Jati,	2.	Meja	Rapat,3.	Meja	Rapat,	4.	
Gorden

12	Bulan Meningkatnya	perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 100,000,000 100,000,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor KOTA	KUPANG "Tersedianya	Peralatan	Gedung	Kantor	Program	
Peningkatan	sarana	dan	Prasana	Aparatur	:	1.	
Peralatan	Olahraga	2.	Komputer/PC	4	unit	3.	
Kamera	DSLR	Komplit	1	unit	4.	Kamera	Mike	
Lepas	1	paket	5.	Laptop	2	unit	6.	Printer	3	unit"

12	Bulan Meningkatnya	pelayanan	kantor 100% 255,000,000 255,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor KOTA	KUPANG Tersedianya	Dana	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	kantor

12	Bulan Terlaksananya	pemeliharaan	gedung	kantor 100% 100,000,000 100,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

KOTA	KUPANG Tersedianya	Dana	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	kantor

12	Bulan "Tersedianya	Dana	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas	Operasional"

100% 120,000,000 120,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

KOTA	KUPANG Tersedianya	Dana	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	kantor

12	Bulan Terlaksananya	pemeliharaan	gedung	kantor 100% 24,000,000 24,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

KOTA	KUPANG Tersedianya	Dana	Pemeliharaan	Gedung	kantor 12	Bulan Terlaksananya	pemeliharaan	gedung	kantor 100% 68,000,000 68,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 130,000,000 150,000,000

KOTA	KUPANG Tersedianya	Dana	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Iktisar	Realisasi	Kinerja	SKPD

12	Bulan "Tersedianya	Dana	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Iktisar	Realisasi	Kinerja	SKPD"

100% 30,000,000 40,000,000

KOTA	KUPANG Terlaksananya	analisis	data	kepemudaan	dan	
olahraga	Provinsi	NTT

1	Dokumen Tersedianya	data	kepemudaan	dan	olahraga	
Provinsi	NTT

100% 100,000,000 110,000,000

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 13 KEPEMUDAAN	DAN	OLAH	RAGA

Jumlah	cabang	olahraga	pendidikan	yang	
berprestasi	pada	level	nasional/	
internasional

7	Cabang	
olahraga	
(cabor)

Jumlah	prestasi	olahraga	level	nasional/	
internasional

7	Cabang	
olahraga	
(cabor)

Persentasi	wirausaha	muda 0%
Persentase	organisasi	Kepemudaan	yang	
aktif

45	
Organisasi

Jumlah	olahraga	tradisional	yang	dibina	
untuk	mendukung	tourism	estate

5	Unit

Jumlah	wirausaha	muda	dengan	data	
terpilah	gender

1075	
wirausaha

Jumlah	olahraga	rekreasi 3	Unit	
Olahraga	
Tradisional

KOTA	KUPANG Terlaksanaya	Kegiatan	Seleksi	Peserta	Jambore	
Pemuda	Indonesia	(JPI),	Seleksi	Peserta	Kapal	
pemuda	Nusantara	(KPN),	Seleksi	Peserta	
Pertukaran	pemuda	Antar	Negara	(PPAN),	Seleksi	
Peserta	Pemuda	pedui	ingkungan	(Pepeingah)

50	Orang Terkirimnya	Peserta	Jambore	Pemuda	Indonesia	
(JPI),	Seleksi	Peserta	Kapal	pemuda	Nusantara	
(KPN),	Seleksi	Peserta	Pertukaran	pemuda	Antar	
Negara	(PPAN),	Seleksi	Peserta	Pemuda	Peduli	
Lingkungan	(Pepeingah)

100% 158,424,000 300,000,000

BELU Terlaksanaya	Rapat	koordinasi	Bidang	
Kepemudaan	dan	Olahraga	Provinsi	Nusa	
Tenggara	Timur

70	Orang Tersediaanya	Laporan	Rapat	koordinasi	Bidang	
Kepemudaan	dan	Olahraga	Provinsi	Nusa	Tenggara	
Timur

100	
Kab/kota

150,000,000 200,000,000

KABUPATEN	ALOR Terlaksananya	pelatihan	pemuda,	di	bidang	
pengelolaan	hasil	perikanan

25	Orang Tersedianya	pemuda	di	bidang	pengelolaan	hasil	
perikanan

100% 55,608,500 60,000,000

TIMOR	TENGAH	UTARA Terlaksananya	penyiapan	calon	wirausaha	
pemuda	yang	berusaha	di	bidang	perbengkelan	
las

25	Orang Tersedianya	calon	wira	usaha	pemuda	yang	
berusaha	dibidang	perbengkelan	las

100% 45,076,000 300,000,000

KABUPATEN	KUPANG Terlaksananya	kegiatan	penyiapan	calon	
wirausaha	Pemuda	dibidang	usaha	tatarias

30	Orang Tersedianya	calon	wirausaha	pemuda	pemula	yang	
berusaha	dibidang	usaha	tata	rias

100% 37,638,500 250,000,000

KABUPATEN	SIKKA Terlaksananya	kegiatan	penyiapan	calon	
wirausaha	pemuda	di	bidang	anyaman	dan	ukiran	
(kriya)

25	Orang Tersedianya	wirausaha	pemuda	pemula	yang	
kreatif	di	bidang	anyaman	dan	ukiran

100% 72,563,500 250,000,000

22	KABUPATEN/KOTA Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	di	
kabupaten/Kota

22	Kab/kota Tersediaanya	Data	Base	dan	Profil	Dinas	
Kepemudaan	dan	Olahraga

2	Dokumen 180,689,500 250,000,000

KOTA	KUPANG Terlaksananya	pendidikan	dan	pelatihan	bagi	
utusan	pemuda	pelajar	-paskibraka	dari	22	
kab/kota

44	Orang Meningkatnya	kemampuan	50	orang	pelajar	SLTA	
dalam	pelaksanaan	Pengibaran	Bendera	Merah	
Putih	tanggal	17	Agustus

100% 1,625,000,000 1,700,000,000

Flores	Timur Tersinkronnya	program	kegiatan	organisasi	
kepemudaan	dengan	program	pembangunan	
daerah	dan	nasional.

75	Orang Terlibatnya	75	orang	pemuda	dalam	proses	
pembangunan	daerah	melalui	keterlibatan	dalam	
setiap	rangkaian.

100% 200,000,000 250,000,000

KABUPATEN	Lembata Terlaksananya	pelatihan	kewirausahaan	dan	
bantuan	permodalan	bagi	kelompok	pemuda	
dalam	berwirausaha

50	Orang Meningkatnya	jumlah	kelompok	pemuda	yang	
mengikuti	pelatihan	kewirausahaaan

100% 175,000,000 300,000,000

Kota	Kupang Terlaksanannya	Pemberian	Bonus	bagi	Atlet	dan	
Pelatih	PPLP,	PPLD/M

85	Orang Termotifasinya	Atlet	Untuk	Lebih	Berprestasi	
Maksimal

100% 100,000,000 500,000,000

Lokasi	Tuan	Rumah	Pekan	Olahraga	Tradisional	
Tingkat	Nasional	di	Tentukan	Oleh	KEMENPORA	
RI

Telaksanannya	TC	serta	Pengiriman	Atlet	pada	
Pekan	Olahraga	Tradisional	TK.	Nasional.

33	Orang Mendukung	dan	Melaksanakan	Program	
Pemerintah	Pusat	dalam	upaya	membudayakan	
olahraga	Tradisonal

100% 301,094,000 400,000,000

NASIONAL Meningkatnya	kemampuan	Atlet	-	Atlet	Potensial	
berprestasi	melalui	TC	POPWIL

35	Orang Terwakilinya	Atlet	untuk	mengikuti	POPWIL 100% 691,770,800 1,500,000,000

KOTA	KUPANG	DAN	NASIONAL Terfasiltasinya	atlit	PPLD,	PPLMD	yang	
berprestasi	untuk	mengikuti	kejurnas,	
Internasional

80	Orang Terwakilinya	kontingen	NTT	dalam	mengikuti	Event	
Nasional	dan	Internasional

100% 4,549,840,000 6,000,000,000

KOTA	KUPANG Terlaksananya	POPDA	Tahun	2020 750	Orang Tersediaanya	Atlet	yang	direkrut	untuk	
melaksanakan	program	PPLD,PPLMD

100% 758,389,200 800,000,000

1.02 13 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT Jumlah	cabang	olaharaga	Paralympic	yang	
berprestasi	level	nasional/	internasional

7	Cabang	
olahraga	
(cabor

598,906,000 1,000,000,000

KABUPATEN	KUPANG,	KABUPATEN	SUMBA	
BARAT,	KABUPATEN	ALOR

Terlaksananya	Kegiatan	3	Cabang	Olahraga	
Tradisional	di	3	Kab.	(	Kab.	Kupang,	Kab.	Sumba	
Barat,	Kab.	Alor.

750	Orang Terlestarinya	Olahraga	Budaya	Daerah	yang	sudah	
hampir	hilang	yang	merupakan	daya	tarik	
Pariwisata

100% 437,264,000 500,000,000

KABUPATEN	TTS Terlaksanannya	Kegiatan	Olahraga	Rekreasi	
Pendukung	Pariwisata

1000	Orang Masyarakat	sehat	secara	Jasmani	dan	Rohani,	
tarjalinnya	rasa	persaudaraan	dan	terlbih	lagi	
memilki	rasa	persatuan	dan	kesatuan

100% 161,642,000 500,000,000

12,021,236,760 16,626,753,760

DINAS	KEARSIPAN	DAN	PERPUSTAKAAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,196,560,860 1,267,515,476

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Jumlah	perangko	dan	materai 500	Lembar Lancarnya	administrasi	surat	menyurat 100% 5,000,000 5,500,000
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kota	Kupang Tersedianya	sarana	komunikasi,	kebutuhan	air,	

sarana	penerangan	listrik,	sarana	kawat	/	
faksimili	/	internet

1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	jasa	komunikasi,	air,	
penerangan	gedung	kantor,	internet

1	Tahun 455,000,000 460,000,000

1.02 13 15 PROGRAM	PENINGKATAN	KUALITAS	PEMUDA	
DAN	OLAHRAGA

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

1.02 13 15 02 Pengembangan	pemuda

13,060,000,000

1.02 13 15 01 Pemberdayaan	pemuda

9,101,094,000

TOTAL

1.02 13 16 01 Pengembangan	olahraga	tradisional	dan	olahraga	
rekreasi

1.02 13 15 04 Peningkatan	prestasi	olahraga

1.02 13 15 03 Pembudayaan	olahraga
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Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	
perizinan	kendaraan	bermotor,	penyediaan	jasa	
pengemudi	kendaraan	dinas

1	Tahun Terawat	dan	terpeliharanya	kendaraan	dinas	
operasional	roda	4,	tersedianya	jasa	pengemudi	
kendaraan	dinas/operasional

100% 48,600,000 52,800,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	administrasi	
keuangan

27	Orang Tersedia	dan	tertatanya	administrasi	keuangan 100% 77,000,000 78,000,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	dan	bahan	
kebersihan	kantor

1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	untuk	kebersihan	kantor 100% 52,390,000 55,641,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksana	dan	tersedianya	penyediaan	alat	tulis	
kantor

1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	penyediaan	alat	tulis	
kantor

100% 80,000,000 85,000,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	barang	cetak,penggandaan	dan	
penjilidan

1	Paket Terpenuhinya	barang	cetak,penggandaan	dan	
penjilidan

100% 20,000,000 25,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	komponen	instalasi	
listrik/penerangan	bangunan	kantor

1	Paket Tersedianya	komponen	instalasi	listrik/penerangan	
bangunan	kantor

100% 3,713,450 5,307,625

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	bahan	bacaan	dan	
perundang-undangan

4	Eks Tersedianya	bahan	bacaan	dan	perundang-
undangan

1	Tahun 4,000,000 5,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	makanan	dan	
minuman

1	Paket Tersedianya	makanan	dan	minuman	rapat	tamu	
dan	harian

1	Tahun 25,000,000 26,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

1	Paket Peningkatan	pengetahuan,kemampuan	dan	
koordinasi	kerja

1	Tahun 130,000,000 135,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	pengangkutan	beras	pegawai	dan	
barang	dinas

1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	beras	pegawai 1	Tahun 20,000,000 21,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Dalam	Daerah Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	
pelaksanaan	tugas	dalam	daerah

1	Paket Peningkatan	pengetahuan,kemampuan	dan	
koordinasi	kerja

1	Tahun 108,000,000 115,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pengamanan	
kantor

4	Orang Tersedianya	layanan	keamanan	kantor 1	Tahun 87,232,000 91,939,775

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	jaminan	sosial	
bagi	pegawai	pemerintah	dengan	perjanjian	
kontrak

7	Orang Tersedianya	jaminan	kesehatan	dan	
ketenagakerjaan	bagi	pegawai	pemerintah	dengan	
perjanjian	kontrak

100% 5,625,410 6,327,076

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Dalam	dan	Luar	Daerah Terlaksananya	pendidikan	dan	pelatihan	formal	
bagi	aparatur

15	Orang Meningkatnya	pengetahuan	aparatur	dalam	
pelaksanaan	tugas

100% 75,000,000 100,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 271,500,000 294,640,870

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pengadaan	peralatan	gedung	
kantor	(AC)

2	Unit Tersedianya	peralatan	kantor	untuk	menunjang	
pekerjaan	kantor	(komputer,keyboard,printer,UPS)

100% 25,000,000 30,440,870

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
gedung	kantor

1	Paket Terawat	/	terpeliharanya	gedung	kantor	untuk	
menunjang	pekerjaan	kantor

1	Tahun 30,000,000 35,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin	/	berkala	
kendaraan	dinas	/	operasional

4	Unit Terawat	/	terpeliharanya	kendaraan	dinas	/	
operasional

1	Tahun 175,000,000 180,200,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	perlengkapan	
gedung	kantor

1	Tahun Terawat	/	terpeliharanya	perlengkapan	gedung	
kantor

100% 25,000,000 30,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	peralatan	gedung	
kantor

1	Tahun Terawat	/	terpeliharanya	peralatan	gedung	kantor	
untuk	menunjang	pekerjaan	kantor

100% 16,500,000 19,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 35,000,000 40,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	laporan	capaian	
kinerja	dan	ikhtisar	realisasi	kinerja	perangkat	
daerah

9	Dokumen Tersusunnya	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja

100% 35,000,000 40,000,000

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 17 PERPUSTAKAAN
1.02 17 15 PROGRAM	PENYELENGGARAAN	KEARSIPAN	DAN	

PERPUSTAKAAN
Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 2,553,000,000 4,305,000,000

Provinsi Terlaksananya	kerjasama	dan	eksistensi	
perpustakaan

100% Tercapainya	kerjasama	dan	eksistensi	
perpustakaan

100% 0 0

Provinsi Terlaksananya	layanan	perpustakaan	di	luar	jam	
kerja

12	Bulan Meningkatnya	minat	dan	budaya	kerja	bagi	
pemustaka

12	Bulan 100,000,000 180,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	layanan	terpadu	perpustakaan	
sekolah	(LTPS)

10	Sekolah Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 10	Sekolah 40,000,000 64,000,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Malaka

Terlaksananya	layanan	mobil	perpustakaan	
keliling	(MPK)

12	Desa Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 12	Desa 30,000,000 60,000,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	
Malaka

Terlaksananya	kerjasama	jejaring	perpustakaan	
antara	Dinas	Kearsipan	dan	Perpustakaan	
Provinsi	NTT	dengan	22	perpustakaan/lembaga

10	PD/LK Terbentuknya	kerjasama	jejaring	perpustakaan	
antara	Dinas	Kearsipan	dan	Perpustakaan	Provinsi	
NTT	dengan	22	perpustakaan/lembaga

10	PD/LK 120,000,000 140,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	layanan	perpustakaan	kunjung	
bagi	KK	miskin	di	kota	Kupang

50	KK Meningkatnya	kegemaran	dan	budaya	baca	
masyarakat

50	KK 50,000,000 55,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	jejaring	otomasi	perpustakaan	
perguruan	tinggi

9	Buah Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 9	Buah 40,000,000 75,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	layanan	silang	layan	bagi	rumah	
ibadah

50	Rumah Meningkatnya	kegemaran	dan	budaya	baca	
masyarakat

50	Rumah 50,000,000 55,000,000

Provinsi Terlaksananya	koordinasi	kearsipan	dan	
perpustakaan	tingkat	Provinsi	NTT

60	Orang Sinkronisasi	perencanaan	antara	provinsi	dan	
kab/kota

60	Orang 200,000,000 250,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	layanan	perpustakaan 100% Tercapainya	layanan	perpustakaan 100% 0 0
Disesuaikan	hasil	Rapat	Kerja	IPI	Tahun	2019 Terlaksananya	kongres	dan	rapat	kerja	pusat	

ikatan	pustakawan	Indonesia	(IPI)
2	Orang Tersedianya	SDM	pustakawan	yang	berkualitas 2	Orang 30,000,000 100,000,000

Provinsi Terlaksananya	operasional	sistem	layanan	
otomasi

3	Orang Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 3	Orang 3,000,000 12,000,000

Provinsi Terlaksananya	layanan	internet	gratis,	server	dan	
e-book

3	Orang Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 3	Orang 3,000,000 12,000,000

Jakarta Terlaksananya	evaluasi	layanan	otomasi	
perpustakaan	di	tingkat	nasional

2	Orang Tersedianya	SDM	pustakawan	yang	berkualitas	
dalam	melakukan	kegiatan	layanan	otomasi	
perpustakaan

2	Orang 20,000,000 23,000,000

Disesuaikan	hasil	Konferensi	Perpustakaan	
Digital	Indonesia	Tahun	2019

Terlaksananya	konferensi	perpustakaan	digital	
Indonesia	tahun	2020

1	Orang Tersedianya	SDM	pustakawan	yang	berkualitas	
dalam	melakukan	kegiatan	layanan	otomasi	
perpustakaan

1	Orang 15,000,000 43,000,000

Provinsi Terlaksananya	pemeliharaan	sistem/instalasi,	
server	dan	aplikasi	perpustakaan,	internet	
gratis/hotspot,	layanan	aplikasi	berbasis	MARC,	
aplikasi	executive	information	system	(EIS)	dan	
aplikasi	konversi	data	serta	pemeliharaan	website

12	Bulan Tersedianya	pemeliharaan	sistem/instalasi,	server	
dan	aplikasi	perpustakaan,	internet	gratis/hotspot,	
layanan	aplikasi	berbasis	MARC,	aplikasi	executive	
information	system	(EIS)	dan	aplikasi	konversi	data	
serta	pemeliharaan	website

12	Bulan 45,000,000 50,000,000

Jakarta Terlaksananya	magang	dan	pembelajaran 2	Paket Terwujudnya	SDM	pustakawan	yang	berkualitas	
dalam	melakukan	layanan	otomasi	perpustakaan

2	Paket 20,000,000 900,000,000

Alor,	Flores	Timur,	Lembata,	Manggarai	Timur,	
Sumba	Barat

Terlaksananya	penyempurnaan	aplikasi	
perpustakaan	umum	di	22	kab/kota

5	Kab/kota Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 5	Kab/kota 50,000,000 52,000,000

Jakarta,	Kab.	Kupang,	TTU,Belu,	Lembata,	Ende,	
Sikka,	Sumba

Terlaksananya	layanan	perpustakaan	umum	
berbasis	inklusi	sosial

8	Kab/kota Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 8	Kab/kota 25,000,000 30,000,000

12	Kelurahan Terlaksananya	penagihan	buku	yang	terlambat	
dikembalikan	oleh	peminjam

12	Kel Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 12	Kel 50,000,000 55,000,000

Provinsi Tersedianya	kartu	anggota	perpustakaan 435	Orang Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 435	Orang 12,000,000 15,000,000
8	Lokasi	Destinasi	Pariwisata Tersedianya	koleksi	bahan	pustaka	yang	siap	

dipinjamkan
1000	Eks Meningkatnya	kualitas	layanan	perpustakaan 1750	Eks 600,000,000 20,000,000

Provinsi Tereksposnya	koleksi	bahan	pustaka 1	Kali Mrningkatnya	kegemaran	dan	budaya	baca 1	Kali 150,000,000 200,000,000
22	Kab/Kota Terlaksananya	kegiatan	pengembangan	

perpustakaan	dan	kegemaran	membaca
100% Terwujudnya	kegiatan	pengembangan	

perpustakaan	dan	kegemaran	membaca
100% 0 0

Provinsi Terlaksananya	bimtek	tenaga	pengelola	
perpustakaan	negeri	dan	swasta

50	Orang Tenaga	pengelola	perpustakaan	negeri	dan	swasta 50	Orang 125,000,000 126,000,000

Provinsi Terlaksananya	penilaian	angka	kredit	jabatan	
fungsional	pustakawan

2	Laporan Tersedianya	PAK	jabatan	fungsional	pustakawan 2	Laporan 20,000,000 21,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	akreditasi	4	jenis	perpustakaan 4	Jenis Terakreditasinya	4	jenis	perpustakaan 4	Jenis 55,000,000 60,000,000
Provinsi Terlaksananya	kajian	kegemaran	membaca	bagi	

masyarakat	NTT
22	Kab/kota Tersedianya	data	tentang	tingkat	kesukaan	

membaca	masyarakat	NTT
22	
Kab/kota

0 120,000,000

22	Kab/Kota,	Jakarta Terlaksananya	kegiatan	deposit 100% Terwujudnya	kegiatan	deposit 100% 0 0
4	Kab/Kota Terhimpunnya	koleksi	daerah	NTT	sebanyak	20	

judul	20	eks
20	Judul Pemustaka	memiliki	banyak	pilihan	tentang	koleksi 20	Judul 35,000,000 38,500,000

Provinsi Tersedianya	tambahan	buku	deposit	sebanyak	50	
judul	50	eks

50	Judul Pemustaka	memiliki	banyak	pilihan	tentang	koleksi 50	Judul 5,000,000 5,500,000

Kabupaten	Alor Teridentifikasi	5	cerita	lokal 5	Cerita Bertambahnya	pengetahuan	pemustaka	tentang 5	Cerita 20,000,000 22,000,000
Kabupaten	Sikka Tersosialisasinya	pendaftaran	dan	pemberian	

penghargaan	naskah	kuno	di	Kab.	Sikka
1	Kab/kota Bertambahnya	kesadaran	masyarakat	untuk	

mendaftarkan	naskah	kuno	yang	dimilikinya
1	Kab/kota 35,000,000 38,500,000

Provinsi Terentrynya	100	judul	100	eks	buku	deposit	
dalam	data	base

100	Eks Penelusuran	buku	deposit	melalui	OPAC 100	Eks 10,000,000 11,000,000

Provinsi Terbitnya	bibliografi	daerah	NTT 100	Buah Diketahuinya	buku-buku	baru	hasil	UU	No.13	
Tahun	2018

100	Buah 10,000,000 11,000,000

Jakarta Terlatihnya	2	orang	pengelola	karya	cetak	dan	
karya	rekam

2	Orang Pengelolaan	karya	cetak	dan	karya	rekam	lebih	
optimal

2	Orang 25,000,000 27,500,000

Jakarta Terlaksananya	pameran	koleksi	deposit 1	Kali Dikenalnya	NTT	secara	nasional,regional	dan	
internasional

1	Kali 90,000,000 187,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	preservasi	dan	alih	media	bahan	
pustaka

100% Tercapainya	preservasi	dan	alih	media	bahan	
pustaka

100% 0 0

Kabupaten	Timor	Tengah	Utara Terwujudnya	kegiatan	job	training	perbaikan	
bahan	pustaka

20	Orang Tersedianya	20	tenaga	pengelola	perpustakaan	
yang	mampu	memperbaiki	buku	rusak

20	Orang 25,000,000 55,000,000

Kota	Kupang Terwujudnya	kegiatan	perbaikan	bahan	pustaka	
(buku-buku)	yang	rusak

1500	Koleksi Koleksi	bahan	pustaka	lebih	lama	digunakan	dan	
dimanfaatkan

1500	
Koleksi

20,000,000 25,000,000

Kota	Kupang Terwujudnya	kegiatan	fumigasi	bahan	pustaka 2000	Koleksi Tersedianya	bahan	pustaka	yang	bebas	dari	
kerusakan

2000	
Koleksi

5,000,000 5,500,000

Kota	Kupang Terwujudnya	kegiatan	penjilidan	koran	dan	
majalah	daerah

48	Buah Tersedianya	koran	dan	majalah	daerah	yang	dapat	
digunakan	oleh	pemustaka

48	Buah 5,000,000 6,000,000

Kota	Kupang Terwujudnya	kegiatan	penjilidan	koran	dan	
majalah	nasional

4	Buah Tersedianya	koran	dan	majalah	nasional	yang	
dapat	digunakan	oleh	pemustaka

4	Buah 5,000,000 6,000,000

1.02 17 15 02 Pengembangan	dan	pelestarian	bahan	pustaka

1.02 17 15 01 Peningkatan	layanan	dan	pembinaan	
perpustakaan
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12	Kab/Kota Terwujudnya	kegiatan	pengumpulan	bahan	alih	
media	non	buku

12	Kab/kota Bertambahnya	koleksi	non	buku/koleksi	alih	media 12	
Kab/kota

90,000,000 120,000,000

Jakarta Terwujudnya	kegiatan	magang	dan	pembelajaran	
preservasi	dan	konservasi	bahan	pustaka	
(pelatihan	teknik	transformasi	digital/alih	media	
koleksi	perpustakaan)

6	Orang Tersedianya	tenaga	pengelola	preservasi	bahan	
pustaka	dan	alih	media	yang	terampil,kreatif	dan	
berkompeten

6	Orang 120,000,000 140,000,000

Kota	Kupang Terwujudnya	kegiatan	pengelolaan	alih	media	
koleksi	perpustakaan

50	Buah Tersedianya	50	obyek	koleksi	alih	media	yang	
dapat	dimanfaatkan	oleh	pemustaka

50	Buah 15,000,000 15,500,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	kegiatan	akuisisi	dan	pengelolaan	
bahan	pustaka

100% Tercapainya	kegiatan	akuisisi	dan	pengelolaan	
bahan	pustaka

100% 0 0

Kota	Kupang Tersedianya	koleksi	bahan	pustaka 2500	Eks Tersedianya	2500	eks	buku	ilmu	pengetahuan 2500	Eks 30,000,000 500,000,000
Kota	Kupang Tersedianya	koleksi	untuk	dihibahkan	ke	SLTA	

swasta	dan	komunitas
600	Eks Tersedianya	1200	eks	buku	untuk	dihibahkan	ke	

SLTA	swasta	dan	komunitas
600	Eks 50,000,000 250,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	terbitan	katalog	induk	daerah 1	Buah Terbitnya	katalog	induk	daerah 1	Buah 10,000,000 15,000,000
Kota	Kupang Terentrynya	buku-buku	ke	pangkalan	data 3000	Eks Tersedianya	buku-buku	di	pangkalan	data 3000	Eks 5,000,000 8,000,000
22	Kab/Kota Terlaksananya	pembinaan	akuisisi	bahan	pustaka 22	Kab/kota Meningkatnya	akuisisi	bahan	pustaka 22	

Kab/kota
90,000,000 100,000,000

1.02 17 16 PROGRAM	NTT	SEJAHTERA Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 397,000,000 700,000,000

8	Kab	Destinasi	Pariwisata Tersedianya	buku	bacaan	untuk	dihibahkan	ke	
lokasi	pariwisata

1600	Eks Tersedianya	koleksi	buku	bacaan	untuk	dihibahkan	
ke	lokasi	pariwisata	estate

1600	Eks 120,000,000 300,000,000

8	Kab	Destinasi	Pariwisata Terlaksananya	pembinaan	dan	penataan	
perpustakaan	di	daerah	pariwisata	estate

8	Buah Tersedianya	perpustakaan	umum	di	daerah	
pariwisata	estate

8	Buah 277,000,000 400,000,000

1.02 18 KEARSIPAN
1.02 18 15 PROGRAM	PENYELENGGARAAN	KEARSIPAN	DAN	

PERPUSTAKAAN
Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 1,138,000,000 1,337,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	kegiatan	layanan	dan	
pemanfaatan	arsip

100% Terpenuhinya	kegiatan	layanan	dan	pemanfaatan	
arsip

100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	bimtek	aparatur	pengelola	JIKN	
SIKD	dan	SIKN

2	Lokasi Tercapainya	peningkatan	SDM	aparat	pengelola	
JIKN	SIKD	dan	SIKN

2	Lokasi 50,000,000 99,000,000

8	Kab/Kota Terlaksananya	sosialisasi	SIKD 5	Kab/kota Tercapainya	sosialisasi	SIKD	I	Kab/Kota 5	Kab/kota 45,000,000 105,000,000

Provinsi Terlaksananya	implementasi	pengelolaan	arsip	
dinamis

1	Paket Tersedianya	layanan	kearsipan	dinamis	melalui	
aplikasi	SIKD

1	Paket 30,000,000 35,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	dialog	interaktif 1	Kali Tercapainya	layanan	kearsipan	melalui	dialog	
interaktif

1	Kali 7,000,000 7,200,000

Kota	Kupang Terlaksananya	arsip	pameran	citra	budaya	daerah	
dan	pameran	internal	kearsipan

2	Kali Tercapainya	layanan	kearsipan	melalui	pameran	
citra	budaya	daerah	dan	pameran	internal	
kearsipan

2	Kali 64,000,000 65,000,000

5	Kab/Kota Terlaksananya	pemutaran	film	dokumenter	
perjuangan	bangsa

4	Kab/kota Tercapainya	layanan	kearsipan	melalui	pemutaran	
film	dokumenter	perjuangan	bangsa

4	Kab/kota 70,650,000 77,000,000

Provinsi Terlaksananya	kegiatan	pengelolaan	arsip	
dinamis

100% Tercapainya	kegiatan	pengelolaan	arsip	dinamis 100% 0 0

Kota	Kupang Terlaksananya	penataan	dan	penilaian	arsip	
inaktif	pada	OPD

2	PD/LK Tercapainya	penataan	dan	penilaian	arsip	untuk	
pemusnahan	pada	OPD

2	PD/LK 35,000,000 40,000,000

Provinsi Terlaksananya	survey	dan	pemusnahan	arsip 3	PD/LK Terwujudnya	survei	dan	pemusnahan	arsip 3	PD/LK 35,350,000 0
Provinsi Terlaksananya	pengelolaan	arsip	statis 100% Tercapainya	pengelolaan	arsip	statis 100% 0 0
5	Kab/Kota Terlaksananya	penelusuran	citra	budaya	daerah 5	Kab/kota Tercapainya	penambahan	khazanah	arsip	melalui	

penelusuran	citra	budaya	daerah
5	Kab/kota 190,000,000 198,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	akuisisi	arsip	statis 10	PD/LK Tercapainya	penambahan	arsip	statis	dari	10	OPD 10	PD/LK 53,000,000 55,000,000
Kota	Kupang Terlaksananya	preservasi	arsip 12	Bulan Tercapainya	pelestarian	dan	penyelamatan	arsip	

melalui	preservasi	arsip
12	Bulan 20,000,000 22,500,000

22	Kab/Kota,	Jakarta Terlaksananya	pembinaan	dan	pengawasan	
kearsipan

100% Terwujudnya	pembinaan	dan	pengawasan	
kearsipan

100% 0 0

4	Kab/Kota Terlaksananya	pengelolaan	
data/ormas/orpol/perusahaan	dan	lembaga	
pendidikan

3	Kab/kota Terpenuhinya	pengelolaan	
data/ormas/orpol/perusahaan	dan	lembaga	
pendidikan

3	Kab/kota 33,297,000 45,000,000

Jakarta Terlaksananya	rujukan	teknis	pengelolaan	arsip	
ormas	orpol	perusahaan	dan	lembaga	pendidikan

2	Orang Terwujudnya	rujukan	teknis	pengelolaan	arsip	
ormas	orpol	perusahaan	dan	lembaga	pendidikan

2	Orang 18,700,000 22,600,000

Provinsi Terlaksananya	pembinaan	sistem	kearsipan	di	
perangkat	daerah	lingkup	Provinsi	NTT	dan	7	LKD	
Kab/Kota

5	PD/LK Terwujudnya	penyelenggaraan	kearsipan	secara	
baik	sesuai	dengan	ketentuan	perundang-
undangan	yang	berlaku

5	PD/LK 101,939,000 110,000,000

Provinsi,	Jakarta Terlaksananya	pembinaan	sumber	daya	manusia	
kearsipan

100% Terwujudnya	pembinaan	sumber	daya	manusia	
kearsipan

100% 0 0

Provinsi Terpilihnya	3	OPD	sebagai	pemenang 39	PD/LK Terwujudnya	penyelenggaraan	kearsipan	secara	
baik	sesuai	dengan	ketentuan	udang-undang	yang	
berlaku

39	PD/LK 28,819,000 30,000,000

Kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	kegiatan	pemilihan	arsiparis	
teladan	tingkat	Provinsi	NTT

4	Orang Terpilihnya	2	orang	arsiparis	tingkat	ahli	dan	
terampil	sebagai	juara	lomba	untuk	dilombakan	
tingkat	nasional

4	Orang 63,255,000 87,800,000

Kab.	Alor Terciptanya	pemahaman	yang	sama	tentang	
mekanisme	kerja	dan	kearsipan	di	
kabupaten/kota

25	Orang Terwujudnya	penyelenggaraan	kearsipan	secara	
baik	sesuai	dengan	ketentuan	perundang-undang	
yang	berlaku

25	Orang 80,890,500 97,900,000

Provinsi Terlaksananya	temu	teknis	jabatan	fungsional	
arsiparis/calon	arsiparis

25	Orang Terwujudnya	penyelenggaraan	temu	teknis	
jabatan	fungsional	arsiparis

25	Orang 80,472,500 85,000,000

Provinsi Terlaksananya	pengawasan	kearsipan 100% Terwujudnya	pengawasan	kearsipan 100% 0 0
Provinsi Terlaksananya	bimbingan	teknis	pengawasan	

kearsipan
25	Orang Terwujudnya	penyelengaraan	kearsipan	secara	

baik	sesuai	dengan	ketentuan	perundang-
undangan	yang	berlaku

25	Orang 37,744,500 40,000,000

Kota	Kupang Terlaksanya	bimbingan	teknis	instruktur	tim	
pengawasan	kearsipan

25	Orang Terwujudnya	penyelenggaraan	kearsipan	secara	
baik	sesuai	dengan	ketentuan	perundang-undang	
yang	berlaku

25	Orang 25,140,000 30,000,000

Provinsi Tersedianya	laporan	hasil	monitoring	kearsipan	
internal	dan	eksternal

32	PD/LK Terwujudnya	penyelenggaraan	kearsipan	secara	
baik	sesuai	dengan	ketentuan	perundang-undang	
yang	berlaku

32	PD/LK 40,242,500 50,000,000

Provinsi Terlaksananya	rapat	evaluasi	pengawasan	
kearsipan	lembaga	kearsipan	daerah

1	Keg Terwujudnya	penyelenggaraan	kearsipan	secara	
baik	sesuai	dengan	ketentuan	perundang-undang	
yang	berlaku

1	Keg 27,500,000 35,000,000

5,591,060,860 7,944,156,346

DINAS	KELAUTAN	DAN	PERIKANAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 2,752,305,000 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Surat	Menyurat 1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	surat	menyurat	
perkantoran

1	Tahun 22,533,000 0

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Komunikasi,	
Sumber	Daya	Air	dan	Listrik

1	Tahun Terpenuhinya	kebuthan	komunikasi,	listrik	dan	air 12	Bulan 1,205,531,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Provinsi	dan	7	Cabang	dinas Terlaksananya	Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	
perizinan	kendaraan	dinas	/	operasional

1	Tahun 1).	Terpenuhinya	kebutuhan	perawatan	dan	
perijinan	kendaraan	Dinas	2).	Tersedianya	Tenaga	
sopir

1	Tahun 123,360,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Administrasi	
Keuangan

1	Tahun 1)	Tersedianya	dana	operasional	untuk	
pembayaran	honor	pengelola	keuangan	dan	
tenaga	honor	pada	kantor	dinas	dan	UPT	2).	
Tersedianya	Biaya	ATK,	cetak	dan	penggandaan	
untuk	menunjang	penyediaan	jasa	keuangan

12	Bulan 410,926,000 0

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	dan	Bahan	
Kebersihan	kantor

1	Tahun 1).	Tersedianya	bahan	dan	alat	kebersihan	ruangan	
2).	Tersedianya	tenaga	cleaning	service

12	Bulan 112,055,000 0

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Penyediaan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

1	Tahun Tersedianya	bahan	cetak,	penggandaan	dan	Jilid	
Kantor

1	Bulan 40,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	
Peraturan	Perundang-undang

1	Tahun Tersedianya	bahan	bacaan	untuk	menunjang	tugas	
dan	fungsi	OPD

12	Bulan 19,400,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Penyediaan	makanan	dan	
minuman

1	Tahun Tersedianya	makanan	dan	minuman	bagi	tamu	dan	
rapat-rapat	rutin	OPD	Dan	Cabang	Dinas

1	Tahun 85,500,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Pusat	(Jakarta) Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	dan	konsultasi	
keluar	daerah

1	Tahun Terlaksananya	sinergitas	program	dan	kegiatan	
bidang	Kelautan	dan	Perikanan	antara	pemerintah	
Pusat	dan	Pemerintah	Daerah

1	Tahun 100,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pengangkutan	
Beras	dan	Barang	Dinas

1	Tahun Tersedianya	beras	jatah/hak	pegawai	dan	
keluarganya

12	Bulan 40,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

1	Tahun Terlaksananya	sinergitas	program	dan	kegiatan	
bidang	Kelautan	dan	Perikanan	antara	pemerintah	
Provinsi	dan	Pemerintah	Kabupaten/Kota

1	Tahun 85,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pengamanan	
Kantor

1	Tahun Tersedianya	Jasa	Keamanan	Kantor. 12	Bulan 333,000,000 0

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kupang Terlaksaanya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial 1	Tahun Terpenuhinya	Kebutuhan	Iuran	Jaminan	Kesehatan	
dan	Jaminanan	Ketenagakerjaan

12	Bulan 75,000,000 0

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kupang,	Pusat	Pelatihan Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 1	Tahun Tersedianya	Tenaga	ASN	yang	Terampil 2	Orang 50,000,000 0
0.00 00 01 59 Penyediaan	jasa	siaran	media	massa Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Siaran	Media	

Massa
1	Tahun Tersedianya	Informasi	Kelautan	dan	Perikanan	bagi	

masyarakat
`1	Tahun 50,000,000 0

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 1,441,198,000 0

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

8	Paket Terlaksananya	Perlengkapan	Gedung	kantor 8	Paket 123,500,000 0

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Pengadaan	Peralatan	Gedung	
Kantor

1	Tahun Tersedianya	Peralatan	Gedung 1	Tahun 109,500,000 0

1.02 18 15 01 Pengelolaan	arsip

1.02 17 16 01 Pengembangan	perpustakaan	umum	di	pariwisata	
estate

1.02 17 15 02 Pengembangan	dan	pelestarian	bahan	pustaka

TOTAL

1.02 18 15 02 Pembinaan	dan	pengawasan	kearsipan
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0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Dinas	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Pengadaan	Peralatan	Meubelair	
Kantor

1	Tahun Terpenuhi	meubelai	kantor 1	Tahun 85,000,000 0

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Provinsi	dan	7	Cabang	Dinas Terpeliharanya	bangunan	gedung	kantor	/UPT 1	Tahun Terpeliharanya	bangunan	gedung	kantor	/UPT 1	Tahun 832,198,000 0
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	

Kendaraan	Dinas/Operasional
1	Tahun Terpeliharaanya	kendaraan	dinas/operasional	

perkantoran
12	Bulan 250,000,000 0

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kupang Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Perlengkapan	
Gedung	Kantor

1	Tahun Terpeliharanya	Perlengkapan	Penunjang	Kegiatan	
Kantor

12	Bulan 15,000,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Perlalatan	Gedung	Kantor

1	Tahun Terpeliharanya	Perlalatan	Penunjang	Kegiatan	
Kantor

1	Tahun 26,000,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 1,195,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Terpadu	
bidang	KP

1	Laporan Tersedianya	data	bidang	KP 1	Laporan 300,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Laporana	Capaian	
Kinerja	dan	Ikhtisar	Realisasi	Kinerja	OPD

1	Tahun 1).Tersusunnya	Renja,	2)Tersusunnya	LKPJ,	
3)Tersusunnya	LPPD,	4)Tersusunnya	LAKIP,	
5)Tersusunnya	laporan	tahunan	,6)	Tersusunnya	
laporan	semester	,7)Tersusunnya	laporan	
triwulanan

12	Bulan 45,000,000 0

0.00 00 06 03 Penyusunan	laporan-laporan 22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengelolaan	data	dan	Informasi	
bidang	kelautan	dan	perikanan

1	Laporan Tersedianya	data	statistik	bidang	KP 1	Laporan 600,000,000 0

0.00 00 06 06 Penyusunan	rencana	kerja	(RENJA)	pemerintah	
daerah

Kupang Terlaksananya	Rapat	Kerja	Daerah	sektor	
kelautan	dan	perikanan

1	Laporan Tersinkronisasinya	program	dan	kegiatan	sektor	KP	
antara	Provinsi	dengan	Kab/Kota

1	Laporan 250,000,000 0

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 01 KELAUTAN	DAN	PERIKANAN
2.00 01 15 PROGRAM	PENINGKATAN	PRODUKSI,	DAYA	SAING	

DAN	NILAI	TAMBAH	KELAUTAN	DAN	PERIKANAN
Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 35,548,616,000 0

BBIS	Noekele Meningkatnya	Produksi	benih	ikan	air	tawar 500000	Ekor Meningkatnya	Produksi	benih	ikan	air	tawar 500000	
Ekor

1,000,000,000 0

BBIP	Tablolong Terlaksananya	produksi	budidaya	air	laut 200000	Ekor tersedianya	produksi	benih	air	laut 200000	
Ekor

750,000,000 0

BBIP	Tablolong Terlaksananya	peningkatan	SDM	Lab	Kuljar	
rumput	laut

1	Keg Tersedianya	SDM	Lab	kuljar	Rumput	laut 1	Keg 50,000,000 0

Alor Penandaan	Kawasan	dan	Tata	Batas	(kawasan) 1	Lokasi Terlaksananya	Penandaan	Kawasan	dan	Tata	Batas 1	Lokasi 250,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	rekomendasi	perijinan	budidaya 1	Paket Tersedianya	rekomendasi	perijinan	budidaya 1	Paket 20,000,000 0
Alor,	Flores	Timur Daya	Dukung	Daya	Tampung 2	Paket Terlaksananya	Daya	dan	daya	tampung 2	Paket 250,000,000 0
Oesapa Terlaksananya	produksi	garam 0,5	Ha Tersedianya	produksi	garam 0,5	Ha 200,000,000 0
Manggarai	Barat Zonasi	Rinci	di	Kawasan	Konservasi 1	Paket Terlaksananya	Zonasi	Rinci	di	Kawasan	Konservasi 1	Paket 400,000,000 0
Kota	Kupang,	Sumba	barat	dan	Kab.	Kupang Terlaksananya	temu	lapang	rumput	laut	dan	

Diklat	auditor	CPIB
2	Keg Adanya	temu	lapang	rumput	laut	dan	diklat	auditor	

CBIB
2	Keg 200,000,000 0

Alor Kajian	valuasi	Ekonomi	Magrove	dan	Terumbu	
Karang

1	Paket Terlaksananya	Kajian	valuasi	ekonomi	mangrove	
dan	terumbu	karang

1	Paket 50,000,000 0

22	Kab/Kota Rekomendasi	izin	lokasi	dan	Pengelolaan 22	Kab/kota Rekomendasi	izin	lokasi	dan	Pengelolaan 22	
Kab/kota

50,000,000 0

Mulut	Seribu	(Rote	NDao)	dan	Labuan	Kelambu	
(Ngada)

Tersedianya	sarpras	budidaya	fin	fish 2	Paket Tersedianya	sarpras	budidaya	fin	fish 1	Paket 7,189,908,000 0

Sikka Penetapan	Kawasan 1	Paket Terlaksananya	Penetapan	Kawasan 1	Paket 150,000,000 0
Sumba	Barat	dan	Kab.	Kupang terlaksananya	pengembangan	kebun	bibit	

rumput	laut
2	Paket tersedianya	kebun	bibit	rumput	laut 2	Paket 300,000,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	bantuan	paket	lele	pekarangan 1	Keg Tersedianya	bantuan	lele	pekarangan 1	Keg 250,000,000 0
Alor,	Lembata,	Flores	Timur,	Sikka	dan	Sabu	
Raijua

Terlaksananya	pengembangan	produksi	rumput	
laut

5	Paket tersedianya	sarpras	rumput	laut	dan	tersedianya	
data	potensi	rumput	laut

5	Paket 3,750,000,000 0

Alor,Sikka,	Lembata Rehabilitasi	Mangrove	dilokasi	yang	berpotensi	
Eko	Wisata	Mangrove

1	Paket Terlaksananya	Rehabilitasi	Mangrove	dilokasi	yang	
berpotensi	Eko	Wisata	Mangrove

2	Paket 100,000,000 0

22	Kab/KOta Terlaksananya	Pelayanan	perizinan	bidang	
perikanan	tangkap

1	Tahun Terbitnya	Rekomendasi	teknis	BPKP,	SIPI,SIKPI	dan	
SIUP

800	
Rekomend
asi

200,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pelayanan	Asuransi	Nelayan 1	Tahun Tersedianya	Asuransi	Bagi	Nelayan 1	Paket 50,000,000 0
4	Cabang	Dinas	(	Sumba	Timur,	Manggarai	
Barat,	Flores	Timur,	Kupang)

Terlaksananya	Peningkatan	Kapasitas	
kelembagaan	KUB/koperasi	Nelayan

1	Tahun Meningkatnya	Kelembagaan	KUB 5	koperasi 200,000,000 0

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang Terlaksananya	Fasilitasi	Permodalan	bagi	usaha	
Nelayan

40	Orang Tersedianya	modal	usaha	bagi	Nelayan 40	Orang 50,000,000 0

Kota	Kupang Terlaksananya	Peningkatan	SDM	Perikanan	
tangkap

3	Keg Tersedianya	SDM	Perikanan	yang	terampil	
(Ankapin/Atkapin,	kesyahbandaran,	cek	fisik	kapal)

35	Orang 300,000,000 0

Kota	Kupang	(PPP	Tenau	Kupang) Terlaksananya	Pengadaan	Sarpras	Pelabuhan	,	
Perbengkelan	untuk	Nelayan	dan	Operasional	
Pelabuhan

1	Paket Terlaksanya	Operasional	Pelabuhan	Perikanan	
Pantai	Kupang

1	Tahun 1,000,000,000 0

Kota	Kupang	(PPI	Oeba) Terlaksananya	Pengadaan	Sarpras	Pelabuhan	,	
Perbengkelan	untuk	Nelayan	dan	Operasional	PPI	
Oeba

1	Paket Operasional	PPI	Oeba 1	Tahun 1,500,000,000 0

Sumba	Timur,	Rote	Ndao Terlaksananya	Pengadaan	Sarpras	Pelabuhan	dan	
Operasional	Pelabuhan

1	Paket Operasional	PPI	Tulandale	dan	PPI	Sumba	Timur 1	Tahun 1,500,000,000 0

Kupang Terlaksananya	kegiatan	DAK	2020 1	Keg Tersedianya	dana	DAK	2020 1	Keg 7,788,708,000 0
22	Kab/KOta Terlaksananya	pengadaan	sarana	Produksi	:	Kapal	

Perikanan	skala	kecil	<	10	GT
11	Unit Tersedianya	Kapal	ukuran	3	GT 22	Unit 3,500,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	Sarana	Produksi	:	Alat	
Penangkapan	Ikan	Ramah	Lingkungan

41	Unit Tersedianya	Sarana	Produksi	:	Alat	Penangkapan	
Ikan	Ramah	Lingkungan

41	Unit 200,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	Sarana	Produksi	:	Alat	
Bantu	Penangkapan	ikan

34	Unit Tersedianya	Sarana	Produksi	:	Alat	Bantu	
Penangkapan	ikan

34	Unit 200,000,000 0

WPP	573,	713	dan	714 Terlaksananya	Pengawasan	dan	Pemantauan	
pelaku	usaha	perikanan

1	Tahun Terpantaunya	Pelaku	Usaha	Perikanan 1	Tahun 100,000,000 0

22	Kab	Kota Terlaksananya	Operasi	Kapal	Pengawas	Perikanan	
pada	WPP-NRI	573,	713	dan	714	0-12	mil	di	
Perairan	NTT

1	Paket Terawasinya	Perairan	NTT 1	Tahun 750,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Penanganan	dan	penyelesaian	
tindak	pidana	kelautan	dan	perikanan

2	Keg Penanganan	dan	penyelesaian	tindak	pidana	serta	
koordinasi	dan	temu	evaluasi	penanganan	tindak	
pidana	perikanan

2	Keg 250,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Diklat	Pengawas	Perikanan 40	Orang Tersedianya	Pengawas	Perikanan 40	Orang 400,000,000 0
Manggarai	Barat,	Flores	Timur	dan	Sumba	Barat	
Daya

Terlaksananya	Pengawasan	dan	Pemanatauan	
pada	ruang	laut

2	Keg Terlaksananya	pengawasan	dan	pemantauan	
terhadap	pengelolaan	ruang	laut,	pengawasan	dan	
pemantauan	pada	lokasi	destructive	fishing

2	Keg 150,000,000 0

22	Kab/kota Terlaksananya	Pengawasan	dan	pemantauan	
wilayah	pesisir	dan	pulau-pulau	kecil	dan	
Pembinaan	Pokmaswas

2	Keg Adanya	pengawasan	dan	pemantauan	wilayah	
pesisir	dan	pulau-pulau	kecil	dan	pembinaan	
Pokmaswas

2	Keg 150,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Penyusunan	data	base	dan	peta	
lokasi	Destructive	fishing

1	Laporan Tersedianya	data	base	dan	peta	lokasi	Destructive	
fishing

1	Laporan 100,000,000 0

Rote	Ndao	dan	Belu Terlaksananya	fasilitas	nelayan	pelintas	batas	dan	
konflik	nelayan

2	Keg Terfasilitasinya	pemulangan	nelayan	pelintas	batas	
dan	sosialisasi	nelayan	perbatasan

2	Keg 100,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Penyebarluasan	peraturan	
perundang-undangan	pengawasan	sumber	daya	
kelautan	dan	perikanan

1	Keg Tersosialisasinya	peraturan	perundang-undangan	
PSDKP

1	Keg 100,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pelayanan	perizinan	usaha	
pengolahan	dan	pemasaran	produk	KP

1	Paket Tersedianya	Jumlahrekomendasi	izin	usaha	
pengolah	dan	pemasar

1	Paket 50,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pelayanan	dan	pembinaan	
Sertifikasi	Kelayakan	Pengolahan	(SKP)	pada	UPI

1	Paket Tersedianya	UPI	yang	memiliki	SKP	dan	produk	
olahan	dari	UPI/UMKM	yang	tersertifikasi

1	Paket 200,000,000 0

Kupang	(Lab.	Perikanan) Terlaksananya	pengujian	mutu	hasil	perikanan 1	Paket Tersedianya	pengujian	mutu	dan	operasional	Lab.	
Perikanan

1	Paket 350,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Rakor	Forikan 1	Keg Tersedianya	rekomendasi	pengurus	Forikan 1	Keg 100,000,000 0
22	Kab/Kota Terlaksananya	sistem	informasi	dan	promosi	

produk	olahan	perikanan
1	Paket Tersedinaya	informasi	dan	promosi	produk	olahan	

perikanan
1	Paket 500,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	pembinaan	dan	pemantauan	SLIN 1	Keg Distribusi	ikan	ke	konsumen 1	Keg 150,000,000 0
22	Kab/Kota Terlaksanya	kajian	dan	penghitungan	angka	

konsumsi	ikan
1	Keg Tersedianya	data	angka	konsumsi	ikan 1	Keg 300,000,000 0

Kupang Terlaksananya	penguatan	kapasitas	UMKM	
Perikanan

1	Paket Pelatihan	pengolahan	bagi	UMKM 1	Paket 150,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	bantuan	sarana	pengolahan	dan	
pemasaran	(rantai	dingin)

1	Paket Tersedianya	sarpras	pengolahan	dan	pemasaran	
(rantai	dingin)

1	Paket 200,000,000 0

40,937,119,000 0

DINAS	PARIWISATA	DAN	EKONOMI	KREATIF

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,711,000,000 1,676,700,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	surat	menyurat 1	Tahun Lancarnya	pelayanan	administrasi	Dinas 100% 19,000,000 20,000,000
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pembayaran	

komunikasi	sumber	daya	air	dan	listrik
1	Tahun Tersedianya	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
100% 215,000,000 236,500,000

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	jaminan	
pemeliharaan	kesehatan	BPJS

1	Tahun Tersedianya	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
BPJS

100% 9,000,000 9,900,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	
perizinan	kendaraan	dinas/operasional

5	Unit Tersedianya	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
lendaraan	dinas/operasional

100% 45,000,000 49,500,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	administrasi	
keuangan

1	Tahun Tersedianya	jasa	administrasi	keuangan 100% 275,000,000 302,500,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	kebersihan	dan	
bahan	kebersihan	kantor

1	Tahun Terciptanya	kantor	yang	bersih 100% 285,000,000 76,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	alat	tulis	kantor 1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	alat	tulis	kantor 100% 45,000,000 49,500,000

2.00 01 15 01 Pengelolaan	ruang	laut	dan	perikanan	budidaya

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

TOTAL

2.00 01 15 04 Pengolahan	dan	pemasaran	produk	kelautan	dan	
perikanan

2.00 01 15 03 Pengawasan	sumber	daya	kelautan	dan	perikanan

2.00 01 15 02 Pengelolaan	perikanan	tangkap
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0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

1	Tahun Tersedianya	barang	cetakan	dan	penggandaan 100% 85,000,000 93,500,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	komponen	instalasi	
listrik/penerangan	bangunan	kantor

1	Tahun Tersedianya	komponen	instalasi	listrik/penerangan	
bangunan	kantor

100% 25,000,000 27,500,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	bahan	bacaan	dan	
peraturan	perundang-undangan

1	Tahun Tersedianya	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

100% 15,000,000 16,500,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	makanan	dan	
minuman	rapat	maupun	makanan	dan	minuman	
tamu

1	Tahun Tersedianya	makanan	dan	minuman	rapat	maupun	
makanan	dan	minuman	tamu

100% 55,000,000 60,500,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	NTT Terlaksananya	konsultasi	dan	koordinasi	dengan	
pemerintah	pusat	dan	provinsi	lainnya	di	luar	NTT

1	Tahun Meningkatnya	konsultasi	dan	koordinasi	ke	luar	
daerah	NTT

100% 50,000,000 82,500,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pengangkutan	
beras	dan	barang	dinas

1	Tahun Tersedianya	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

100% 11,000,000 12,100,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	dengan	
pemerintah	kabupaten/kota	se-NTT

1	Tahun Meningkatnya	koordinasi	dan	konsultasi	
pelaksanaan	tugas	dalam	daerah	NTT

100% 75,000,000 88,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pengamanan	
kantor

1	Tahun Terciptanya	lingkungan	kantor	yang	aman	dan	
tertib

100% 300,000,000 330,000,000

0.00 00 01 40 Bimbingan	teknis	implementasi	peraturan	
perundang-undangan

Jakarta Terlaksananya	bimbingan	teknis	implementasi	
peraturan	perundang-undangan	bagi	aparatur

1	Tahun Meningkatnya	pengetahuan	dan	keterampilan	
serta	kemampuan	SDM	aparatur	dinas

100% 180,000,000 198,000,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	jaminan	sosial 1	Tahun Tersedianya	jasa	jaminan	sosial 100% 22,000,000 24,200,000
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 300,000,000 371,500,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	perlengkapan	gedung	kantor PC	3,	AC	2,	Printer	
2	Buah

Meningkatnya	Kineja	Dinas 1	Tahun 45,000,000 50,000,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	pengadaan	peralatan	
gedung	kantor

10	meja	biro,	2	
lemari	dan	10	
kursi	kerja	Unit

Meningkatnya	penyediaan	peralatan	gedung	
kantor

1	Tahun 45,000,000 49,500,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
gedung	kantor

3	rumah	dinas	
Rumah

Meningkatnya	kualitas	gedung	kantor 1	Tahun 150,000,000 195,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
kendaraan	dinas/operasional

3	unit	roda	4	dan	1	
unit	roda	3	Unit

Meningkatnya	kualitas	kendaraan	
dinas/operasional

1	Tahun 40,000,000 55,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
peralatan	gedung	kantor

5	unit	komputer	
dan	meubelir	Unit

Meningkatnya	kualitas	peralatan	gedung	kantor 1	Tahun 20,000,000 22,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 35,000,000 38,500,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	laporan	capaian	
kinerja	dan	ikhtisar	realisasi	kinerja	SKPD

8	laporan/	2	
dokumen	
perencanaan	
Laporan

Meningkatnya	kinerja	pelayanan	sebagai	hasil	
evaluasi	kinerja	tahunan

1	Tahun 35,000,000 38,500,000

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 02 PARIWISATA

Jumlah	obyek	wisata	yang	memiliki	digital	
literasi

14

Jumlah	TIC	(Tourism	Information	Centre)	
di	setiap	kab/kota	yang	terintegrasi	
dengan	Rumah	NTT	dan	Perpustakaan	
Umum	ramah	pengunjung

14	Unit

7	Destinasi	Baru	(Alor,	Kab.	Kupang,	Timor	
Tengah	Selatan,	Ende,	Sumba	Timur,	Rote	
Ndao,	Lembata)

Terlaksananya	7	kerjasama	paket	wisata 7	Paket Tersedianya	7	paket	wisata	kerjasama	pelaku	
industri	pariwisata

7	Paket 750,000,000 825,000,000

7	destinasi	baru Tersedianya	produk	Usaha	Kecil	Menengah	di	
Lokasi	destinasi	pariwisata	dengan	kemasan	yang	
baik

7	Lokasi Tersedianya	14	jenis	usaha	masyarakat	yang	
dipasarkan	di	7	destinasi

14	Jenis 1,000,000,000 1,100,000,000

7	destinasi	baru 14	Jenis	alat	pendukung	usaha	dan	pengemasan 14	Jenis Tersedianya	alat	pendukung	pengolahan	dan	
pengemasan

7	
Kelompok

1,000,000,000 0

22	Destinasi	Pariwisata	Estate Terlaksananya	Digitalisasi	Literasi	Destinasi 22	Lokasi Tersedianya	literasi	destinasi	baru	dalam	bentuk	
digital

1	Aplikasi 300,000,000 310,000,000

7	Destinasi	baru	(Alor,	Kab.	kupang,	Timor	
Tengah	Selatan,	Ende,	Sumba	Timur,	Rote	Ndao	
dan	Lembata)

Terlaksananya	Analisa	Pasar 1	Dokumen Terpetakannya	kecenderungan	minat	wisatawan	
dan	segmen	pasar	pariwisata	dari	7	destinasi	baru

50	Buku 307,083,500 338,000,000

7	Destinasi	baru	(Rote	Ndao,	Sumba	Timur,	
Alor,	Lembata,	Timor	Tengah	Selatan,	Ende	dan	
Kab.	Kupang)

Terlaksananya	pengambilan	data	TIC 1	Keg Terpromosinya	Kekuatan	Informasi	Pariwisata	(5A)	
di	7	Destinasi	Baru

7	Lokasi 150,000,000 160,000,000

4	Provinsi	MPU	(DKI	Jakarta,	Bali,	Jawa	Barat,	
Jogjakarta)

Terlaksananya	Partisipasi	Promosi	Potensi	
Pariwisata

4	Keg Dikenalnya	Potensi	Destinasi	Baru	di	Pasar	
Potensial	Nasional

4	Lokasi 750,000,000 760,000,000

3	Prov.	Industri	(DKI	Jakarta,	Jawa	Barat,	Jawa	
Timur)

Terlaksananya	Temu	Pengembangan	Pasar	
Pariwisata	Regional

3	Keg Meningkatnya	Kunjungan	Pelaku	Industri	di	7	
destinasi	Baru	Pariwisata	Estate

90	Orang 0 0

1	Negara	Eropa Terlaksananya	Peningkatan	Promosi	Pariwisata 1	Keg Dikenalnya	Potensi	Destinasi	Baru	di	Pasar	
Potensial	Internasional

1	Keg 1,250,000,000 1,300,000,000

Jumlah	tenaga	terampil	bersertifikat 397	Orang
Jumlah	usaha	di	bidang	Pariwisata	yang	
dikelola	Masyarakat

2206	Unit

Jumlah	Tourism	Estate 14	Kws
Jumlah	UMKM	yang	berbasis	ekonomi	
kreatif

55	Unit

7	Destinasi	Baru	(Sumba	Barat	Daya,	Sumba	
Tengah,	Sabu	Raijua,	Belu,	Sikka,	Flores	Timur,	
Ngada/Riung)	dan	Kota	Kupang	(DAK	Gua	
Monyet)	dan	7	destinasi	baru	2019	(Alor,	Kab.	
Kupang,	TTS,	Lembata,	Sumba	Timur,	Rote	
Ndao,	Ende)

Terlaksananya	Penataan	Pariwisata	Estate,	dan	
Gua	Monyet

1	Paket Tersedianya	7	Destinasi	Pariwisata	Estate	yang	
representatif	sesuai	standard	kebutuhan	
wisatawaan	dan	1	Kawasan	Wisata	Kota	Gua	
Monyet

8	Lokasi 20,963,044,000 10,200,000,000

3	Destinasi	Baru	(Alor,	Kab.	Kupang,	Lembata) Terlaksananya	Pengembangan	Atraksi	Wisata	
Alam/Tracking

3	Lokasi Bertumbuhnya	Minat	Wisatawan	Minat	Khusus	
yang	berkunjung	ke	3	Destinasi	Baru

300	Orang 350,000,000 360,000,000

Atraksi	Seni	Kota	Kupang	(Lasiana	Sunday	
Beach)

Terlaksananya	Pengembangan	Atraksi	Wisata	
Alam

22	Sanggar	Etnis	
Kelompok

Meningkatnya	Daya	Tarik	Kawasan	Wisata	Lasiana 1	Keg 250,000,000 280,000,000

7	Destinasi	Baru	(Alor,	Kab.	Kupang,	Timor	
Tengah	Selatan,	Ende,	Sumba	Timur,	Rote	Ndao	
dan	Lembata)	dan	7	destinasi	2020

Terlaksananya	Pengembangan	Atraksi	Wisata	
Budaya	dan	Buatan

14	event	Keg Meningkatnya	Daya	Tarik	Destinasi	dan	berdampak	
pada	lama	kunjungan	dan	lama	tinggal

1	Tahun 2,590,116,000 1,700,000,000

7	Destinasi	Baru	(Sumba	Barat,	Timor	Tengah	
Utara,	Malaka,	Manggarai,	Manggarai	Timur,	
Manggarai	Barat	dan	Nagekeo)

Terlaksananya	Rencana	Detail	7	Kawasan	
Destinasi	Baru

7	Lokasi Detail	kawasan	7	destinasi	baru 7	Dokumen 450,000,000 495,000,000

7	Destinasi	Baru	(Alor,	Kab.	Kupang,	TTS,	Ende,	
Sumba	Timur,	Rote	Ndao	dan	Lembata)

Terlaksananya	Pengembangan	Jaringan	
Pemasaran

Meningkatnya	
mutu	kemasan	
produk	pariwisata	
Lokasi

Meningkatnya	Jumlah	usaha	di	bidang	Pariwisata	
yang	dikelola	Masyarakat

7	Lokasi 0 0

7	Destinasi	2019 Terlaksananya	Monev	terpadu	di	7	destinasi	2019 1	Keg Tersedianya	Data/Informasi	dan	evaluasi	dampak	
pembangunan	destinasi	di	7	destinasi	2019

1	Dokumen 238,406,000 300,000,000

7	Destinasi	Baru	(Alor,	Kab.	Kupang,	TTS,	Ende,	
Sumba	Timur,	Rote	Ndao	dan	Lembata)

Terlaksananya	Pengembangan	Usaha	Ekraf	
melalui	Festival	Kuliner	lokal

7	Keg Meningkatnya	Kemasan	dan	jumlah	usaha	kuliner	
yang	dikelola	masyarakat

30	UKM 500,000,000 550,000,000

Rote	Ndao,	Kota	Kupang	dan	Jakarta Terlaksananya	Jambore	Pariwisata	dan	Pemilihan	
Puteri	Pariwisata

2	Keg Meningkatnya	kemasan	atraksi	budaya,	dan	peran	
remaja	puteri	dalam	pembanguna	pariwisata

2	Keg 500,000,000 550,000,000

1	Negara	Asia	Pasifik Terlaksananya	Pengembangan	Jaringan	
Pemasaran	Usaha	Ekraf

1	Keg Menigkatnya	kemasan	usaha	ekraf,	jumlah	usaha	
yang	dikelola	masyarakat,	dan	jaringan	pasar	
industri	ekraf

1	Keg 1,250,000,000 1,300,000,000

7	Destinasi	baru	(	Sumba	Barat	Daya,	Sumba	
Tengah,	Sabu	Raijua,	Belu,	Sikka,	Flores	Timur,	
Ngada)	dan	7	destinasi	baru	2019

Terlaksananya	Pemberdayaan	Masyarakat	
Pariwisata	melalui	Penguatan	Pengelola	Usaha	
Pariwisata	dan	Pokdarwis

1	Keg Meningkatnya	Kapasitas	Pengelola	Usaha	
Pariwisata	dan	POKDARWIS

450	Orang 1,936,696,500 950,000,000

Kabupaten	Nagekeo Terlaksananya	Rakor	Program	Kepariwisataan 1	Keg Sinergi	Program/Kegiatan	antara	Provinsi	dan	
Kab/Kota

1	Dokumen 200,000,000 0

36,781,346,000 23,564,700,000

DINAS	PERTANIAN	DAN	KETAHANAN	PANGAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,978,612,000 2,410,425,450

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Provinsi Terpenuhinya	kebutuhan	surat	menyurat	
perkantoran

440	Materai	
Lembar

Persentase	terlayaninya	dan	tertatanya	pelayanan	
jasa	surat	menyurat

100% 7,480,000 7,854,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Provinsi Terpenuhinya	kebutuhan	komunikasi,	listrik	dan	
air	dalam	1	tahun

5	Paket Persentase	pemenuhan	kebutuhan	komunikasi,	air	
dan	listrik

100% 559,000,000 586,950,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Provinsi "1).	Terpenuhinya	kebutuhan	perawatan	dan	
perijinan	kendaraan	dinas	2).	Tersedianya	tenaga	
sopir"

"1).	88	Unit	
Kendaraan	Roda	2	
dan	21	Unit	
Kendaraan	Roda	4	
Unit

"Persentasi	pemenuhan	kebutuhan	pemeliharaan	
dan	Perizinan	Kendaraan	Dinas	/	Operasional	
Kantor"

100% 97,640,000 102,522,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Provinsi """1)	Tersedianya	dana	operasional	untk	
pembayaran	honor	Pengelola	Keuangan	dan	
tenaga	honor;	2)	Tersedianya	ATK	untuk	
menunjang	pelaksanaan	kegiatan"""

"""1)	33	orang	
Pengelola	
keuangan	dan	120	
orang	tenaga	
honor;"	Orang

Persentasi	pengelolaan	dan	pelayanan	administrasi	
keuangan

100% 351,797,000 369,386,850

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Provinsi "1)	Tersedianya	bahan	dan	alat	kebersihan	
ruangan	2)	Tersedianya	tenaga	Cleaning	Service"

5	paket,	10	Orang Persentasi	pemenuhan	kebutuhan	kebersihan	
kantor

100% 254,388,900 267,108,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Provinsi Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 1	Tahun,	5	Paket Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Alat	Tulis	
Kantor

100% 46,928,000 49,274,000

2.00 02 15 03 Pengelolaan	pemasaran	pariwisata

4,793,000,000

2.00 02 15 02 Pengelolaan	industri	pariwisata	dan	ekonomi	
kreatif

5,507,083,5002.00 02 15 PROGRAM	PENGEMBANGAN	PARIWISATA	DAN	
EKONOMI	KREATIF

TOTAL

2.00 02 16 02 Penguatan	kapasitas	kelembagaan	pariwisata	dan	
ekonomi	kreatif

16,685,000,000

2.00 02 16 01 Penyediaan	destinasi	pariwisata	estate

29,228,262,5002.00 02 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT
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0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Provinsi Tersedianya	Bahan	Cetakan,	Penggandaan	dan	
Jilid	Kantor

10	Paket	Bahan	
Cetakan,	5	Paket	
Bahan	
Penggandaan	dan	
6	Paket	Bahan	Jilid	
Kantor	Paket

"Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Cetak,	
Penggandaan	dan	Jilid	Administrasi	Perkantoran"

100% 41,501,000 43,576,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Provinsi Tersedianya	Komponen	Listrik/Alat	Penerangan	
Kantor

7	Paket "Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Penerangan	
Bangunan	Kantor"

100% 18,550,000 19,477,500

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Provinsi Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	bagi	Tamu	
dan	Rapat	-	Rapat	Rutin	SKPD

5	Paket	Makanan	
dan	Minuman	bagi	
Tamu	dan	5	Paket	
Makanan	dan	
Minuman	Rapat	
Rutin	Paket

Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Makanan	dan	
Minuman	untuk	Rapat	dan	Tamu

100% 45,000,000 47,250,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Provinsi Terlaksananya	Sinergitas	Program	dan	Kegiatan	
Bidang	Pertanian	dan	Perkebunan	antara	
Pemerintah	Pusat	dan	Pemerintah	Daerah

1	Tahun "Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Konsultasi	dan	
Koordinasi	Bidang	Pertanian	dan	Perkebunan."

100% 100,000,000 125,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Provinsi "Tersedianya	Beras	Jatah/Hak	Pegawai	dan	
Keluarganya	serta	Biaya	Angkutan	Barang	Dinas."

2	Paket "Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Pengangkutan	
Beras	PNS	dan	Barang	Dinas"

100% 32,000,000 336,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Provinsi Terlaksananya	Sinergitas	Program	dan	Kegiatan	
Bidang	Pertanian	dan	Perkebunan	antara	
Pemerintah	Provinsi	dan	Pemerintah	
Kabupaten/Kota

22	Kab/kota Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Koordinasi,	
Konsultasi,	Evaluasi,	Pendampingan	dan	Tugas	
lainnya	dalam	Daerah

100% 100,000,000 125,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Provinsi "1).	Tersedianya	tenaga	pengaman	kantor.	2).	
Tersedianya	makan	dan	minum	untuk	menunjang	
pengamanan	kantor."

"1).	2	Orang.	2).	1	
Paket

Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Pengamanan	
Kantor

95% 116,300,000 118,000,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Provinsi Terpenuhnya	Kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Jaminan	Ketenagakerjaan	Pegawai	
Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja

177	Orang Persentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	Iuran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Jaminan	Ketenagakerjaan	bagi	
Pegawai	Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja

100% 143,027,100 143,027,100

0.00 00 01 52 Penyediaan	pameran	pembangunan Provinsi "Terpublikasinya	Tugas,	Fungsi	dan	Peran	SKPD	
dalam	Pembangunan	Daerah"

1	kali	pameran	
Kali

"Persentasi	Pemahaman	akan	Tugas,	Fungsi	dan	
Peran	SKPD	dalam	Pembangunan	Daerah"

95% 65,000,000 70,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 370,829,000 408,500,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Provinsi Tersedianya	peralatan	gedung	kantor 3	unit	PC	2	unit	
Printer	2	uni	meja	
2	unit	kursi	2	unit	
lemari	arsip	Paket

Terdatanya	peralatan	gedung	kantor 100% 75,000,000 80,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Provinsi "Terpeliharanya	bangunan	gedung	kantor	berupa	
Perbaikan	dan	Perawatan	MCK"

1	Tahun Persentasi	pemenuhan	kebutuhan	perawatan	
gedung	kantor

100% 50,000,000 75,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Provinsi """1)	Terpeliharanya	kendaraan	
dinas/operasional	perkantoran	2)	Tersedianya	
BBM	bagi	kendaraan	dinas	/	kendaraan	pengganti	
kendaraan	Dinas"""

1)	119	Unit	
Kendaraan	Roda	2,	
16	Unit	Kendaraan	
Roda	4	dan	2	Unit	
Traktor	2)	1	Tahun	
untuk	129	Unit	
Kendaraan	Roda	2,	
17	Unit	Kendaraan	
Roda	4	dan	2	unit	
Traktor"	Unit

Persentasi	pemenuhan	Jasa	Service,	Penggantian	
suku	cadang	dan	bahan	bakar,	serta	pelumas	
kendaraan	secara	berkala	bagi	kendaraan	
dinas/operasional

85% 195,669,000 200,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Provinsi Terpeliharanya	perlengkapan	kantor 7	Paket Persentasi	Perlengkapan	kantor	yang	dapat	
terpelihara	dengan	baik

75% 30,160,000 31,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Provinsi Tersedianya	Biaya	Pemeliharaan	AC,	Komputer,	-	
Mesin	Ketik,	Internet	dan	Peralatan	lainnya

12	Bulan Terlaksananya	Pelayanan	Organisasi	Perangkat	-	
Daerah

100% 20,000,000 22,500,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 13,715,000 15,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Provinsi Tersusunnya	LAKIP,	LKPJ,	Perencanaan	Anggaran,	
Laporan	Tahunan,	Laporan	Keuangan	serta	
Pengelolaan	Informasi	Publik	(PPID)

6	Dokumen Tersedianya	LAKIP,	LKPJ,	Perencanaan	Anggaran,	
LAporan	Tahunan,	Laporan	Keuangan	serta	
Pengelolaan	Informasi	Publik	(PPID)

6	Dokumen 13,715,000 15,000,000

1.02 URUSAN	WAJIB	NON	PELAYANAN	DASAR
1.02 03 PANGAN
1.02 03 15 PROGRAM	PENINGKATAN	PRODUKSI,	NILAI	

TAMBAH,	DAYA	SAING	PERTANIAN	DAN	
KETAHANAN	PANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 7,422,600,000 9,529,665,750

22	Kab/Kota Bantuan	pemerintah	untuk	penyediaan	cadangan	
pangan	masyarakat

30	Kelompok Tersedianya	cadangan	pangan	di	lumbung	pangan 30	
Kelompok

700,000,000 862,500,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	pembinaan	dan	evaluasi	cadangan	
pangan	Tkt.	Provinsi	NTT

1	Kali Tersedianya	laporan	pembinaan	dan	evaluasi	
cadangan	pangan

1	Dokumen 110,000,000 172,500,000

22	Kab/Kota Penyusunan	Neraca	Bahan	Makanan	(NBM)	dan	
Prognosa	Situasi	Pangan

1	Dokumen Tersedianya	Data	Neraca	Bahan	Makanan	(NBM)	
dan	Prognosa	Situasi	Pangan

13	Laporan 150,000,000 172,500,000

7	Kabupaten Pembinaan	dan	Pengembangan	Usaha	Pangan	
Masyarakat	(PUPM)/	Toko	Tani	Indonesia	(TTI)

1	Kali Meningkatnya	pengembangan	usaha	pangan	
masyarakat

7	Unit 250,000,000 575,000,000

22	Kab/Kota Pemantauan	Panel	Harga	Pangan	Pokok 1	Kali Tersedianya	informasi	harga	pangan	pokok 2	Dokumen 110,000,000 207,000,000

Provinsi Pertemuan	Evaluasi	Kegiatan	Distribusi	dan	Harga 1	Kali Tersedianya	laporan	evaluasi 1	
Rekomend
asi

50,000,000 57,500,000

Provinsi Penyusunan	Analisis	dan	Kajian	Peta	Potensi	
Pengembangan	sumber	daya	pangan	lokal

1	Keg Tersedianya	data	Peta	Pengembangan	potensi	
sumber	daya	pangan	lokal

1	Dokumen 50,000,000 115,000,000

22	Kab/Kota Analisa	Sistem	Kewaspadaan	Pangan	dan	Gizi 1	Keg Tersedianya	data	kondisi	kerawanan	pangan	
wilayah

1	Dokumen 50,000,000 115,000,000

13	Kab/Kota Pembinaan	Desa	dan	Kawasan	Mandiri	Pangan 13	Kelompok Meningkatnya	ketahanan	pangan	masyarakat	desa 13	Desa 110,000,000 172,500,000

Provinsi Analisis	Situasi	Pangan	(PPH) 1	Keg Tersedianya	laporan	Analisis	Situasi	Pangan	(PPH)	
tingkat	provinsi	NTT

1	Dokumen 30,000,000 34,500,000

Provinsi	dan	pusat Peringatan	Hari	Pangan	Sedunia 2	Keg Keikutsertaan	pada	peringatan	Hari	Pangan	
Sedunia	tingkat	provinsi	dan	nasional

2	Dokumen 200,000,000 253,000,000

Provinsi Pemilihan	Duta	Pangan	Lokal	Nusa	Tenggara	
Timur

1	Keg Terpilihnya	duta	pangan	lokal	tingkat	provinsi	NTT 1	Orang 60,000,000 69,000,000

22	Kab/kota Pengawasan	Pangan	segar	di	produsen	pangan	
segar	asal	tumbuhan	(PSAT)

3	Lokasi Tersedianya	laporan	pengawasan	pangan	segar	di	
produsen	pangan	segar	asal	tumbuhan	(PSAT)

1	Dokumen 150,000,000 365,501,000

18	Kabupaten Surveilance	bagi	pelaku	usaha,	
sertifikasi/Registrasi	dan	penyusunan	dokumen	
sistem	mutu	(doksistu)	pangan	segar	asal	
tumbuhan

10	Lokasi Tersedianya	Laporan	Surveilance	bagi	pelaku	
usaha,	sertifikasi/registrasi	dan	penyusunan	
dokumen	sistem	mutu	(doksistu)	pangan	segar	di	
pelaku	usaha	pangan	segar	asal	tumbuhan	(PSAT)

1	Dokumen 150,000,000 517,500,000

Kab.	manggarai	barat,	manggarai	timur	,	Kab.	
Kupang	dan	Belu

Terlaksananya	Penyuluhan	di	daerah	sentra	
irigasi	mendukung	kegiatan	IPPDMIP	Dan	READ-SI

4	Kabupaten Terbinanya	kelompok	tani	binaan	di	daerah	irigasi	
penyelenggara	kegiatan	IPPDMIP	dan	READ-SI

4	Gapoktan 2,200,000,000 2,589,874,750

22	Kab/Kota Peningkatan	Kapasitas	penyuluh	,	petani	dan	
kelompok	wirausaha	di	daerah	pengembangan	
pertanian	lahan	kering

3	Keg Meningkatnya	kapasitas	tenaga	penyuluh,	petani	
dan	kelompok	wirausaha	yang	berwawasan	
agrobisnis

300	Orang 250,000,000 750,790,000

Kab.	Belu	dan	Provinsi	Sumatera	Barat Terlaksananya	PEDA	KTNA	Tingkat	Provinsi	di	
Kab.	Belu	dan	PENAS	KTNA	tingkat	Nasional	di	
Provinsi	Sumatera	Barat

2	Kali Terbina	hubungan	yang	terkoordinasi	antara	
sesama	anggota	KTNA	tingkat	Provinsi	dan	
Nasional

2	Kali 500,000,000 0

Kab.	TTS	dan	Sumba	Timur Terlaksananya	Pelatihan	Pertanian	Terpadu	di	
Pusat	Pelatihan	Misi	Terpadu	(PPMT)

400	Orang Meningkatnya	kapasitas	petani/kelompok	petani	
tentang	teknis	budidaya	pertanian

400	Orang 2,302,600,000 2,500,000,000

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 03 PERTANIAN

Ketersediaan	pangan	Utama,	yakni	
persentase	produksi	pangan	utama	
dibandingkan	jumlah	penduduk

97%

Jumlah	produksi	perikanan	tangkap 216.948	
Ton/Tahun

Jumlah	produksi	rumput	laut 2,619,000	
Ton/Tahun

Persentase	pertumbuhan	produksi	
marungga

20%

Persentase	pertumbuhan	produksi	
tanaman	pangan

20%

Persentase	pertumbuhan	produksi	
hortikultura

20%

Persentase	pertumbuhan	produksi	
perkebunan

20%

Skor	Pola	Pangan	Harapan	(SPPH) 84	Poin
Luas	lahan	perikanan	budidaya 15	Ha
Persentase	produksi	pangan	utama	
terhadap	jumlah	penduduk

96%

Jumlah	produksi	perikanan	budidaya 2,228,677	
ton/tahun

Persentase	pertumbuhan	produksi	
tanaman	pangan

1.15%

Kab.	Kupang,	TTS,	Belu,	Rote	Ndao,	Sumtim,	
Sumbar,	SBD,	Sikka,	Ende,	Nagekeo,	Manggarai,	
Matim,	Mabar.

Terlaksananya	Intensifikasi	Padi 1500	Ha Tersedianya	produksi	padi	5	ton/ha	(GKP) 7500	Ton 1,186,762,000 1,364,776,300

Kab.	Kupang,	,	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka,	Alor,	
Sumtim,	Sumteng,	Sumbar,	SBD,

Terlaksananya	Intensifikasi	jagung	pola	Kawasan	
(Ha)

1000	Ha Tersedianya	Produksi	Jagung	4,5	ton/ha	(pipil	
kering)	kawasan

9000	Ton 400,000,000 905,625,000

40,476,314,050

2.00 03 15 01 Pengembangan	tanaman	pangan	dan	hortikultura

34,438,064,0002.00 03 15 PROGRAM	PENINGKATAN	PRODUKSI,	NILAI	
TAMBAH,	DAYA	SAING	PERTANIAN	DAN	
KETAHANAN	PANGAN

1.02 03 15 01 Peningkatan	ketahanan	pangan	dan	penyuluhan
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Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka,	Rote	
Ndao,	Alor,

Terlaksananya	Intensifikasi	jagung	pola	Non	
Kawasan	(Ha)

1000	Ha Tersedianya	Produksi	Jagung	3	ton/ha	(pipil	kering)	
non	kawasan

9000	Ton 557,500,000 905,625,000

Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	Malaka,	Sumtim,	
SBD

Terlaksananya	Penanaman	Jagung	dengan	pola	
integrasi	(Pertanian	dan	Peternakan)

2200	Ha Tersedianya	produksi	jagung	pipilan	kering 10800	Ton 9,067,000,000 11,117,998,175

Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Belu,	Sikka,	Ende,	
Ngada,	Nagekeo,	Sumtim,	Matim

Terlaksananya	Perbanyakan	Benih	Jagung	di	
Penangkar

300	Ha Tersedianya	Produksi	Benih	Jagung	2	ton/ha	: 600	Ha 578,347,000 665,099,050

Kab.	Kupang,	TTS,	Belu,	Malaka,	Rote	Ndao,	
Sikka,	Ende,	Nagekeo,	Ngada,	Matim,	Mabar,	
Sumtim,	Sumbar

Terlaksananya	Perbanyakan	Benih	Padi	di	
Penangkar

180	Ha Tersedianya	Produksi	Benih	Padi	: 567	Ton 391,937,000 450,727,550

BBU/BBI Terlaksananya	Perbanyakan	benih	sumber	padi	di	
Balai	Benih	(Ha)

20	Ha Tersedianya	benih	sumber	padi 40	Ton 630,649,000 725,246,350

BBU/BBI Terlaksananya	Perbanyakan	benih	sumber	jagung	
di	Balai	Benih	(Ha)

14	Ha Tersedianya	benih	sumber	jagung	di	Balai	Benih	
(ha(

21	Ton 427,106,000 491,171,900

Ngada,	Manggarai,	Manggarai	Barat Terlaksananya	Perbanyakan	Benih	Kedelai	dan	
kacang	hijau	di	Penangkar

50	Ha Tersedianya	Produksi	Benih	2,3	ton/ha: 115	Ton 268,550,000 182,332,500

Ende Terlaksananya	Pengembangan	tanaman	apel	(Ha) 10	Ha Tertanamnya	anakan	apel 4000	Bibit 127,350,000 146,452,500

Kab.	Kupang,	Belu,	Malaka,	Sabu	Raijua Terlaksananya	Pengembangan	bawang	merah	
(Ha)

5	Ha Tertanamnya	tanaman	bawang	merah 4000	
Kilogram

147,650,000 169,797,500

Kab.	TTS,	Belu,	Malaka Terlaksananya	Pengembangan	tanaman	mangga	
(Ha)

150	Ha Tertanamnya	anakan	mangga 13500	Bibit 304,500,000 350,175,000

Kab.	TTS,	TTU Terlaksananya	Pengembangan	tanaman	jeruk	
(Ha)

50	Ha Tertanamnya	nanakan	jeruk 20000	Bibit 419,053,500 481,911,525

Kota	Kupang Tersedianya	Cadangan	stok	benih	sayur	dan	buah	
(jenis)

16	Jenis Tersalurnya	cadangan	stok	benih	sayutan	dan	
sayuran

100% 21,122,000 24,290,300

Balai	Benih	Hortikultura	di	:	Kab.	Kupang,	
Nagekeo,	Manggarai,	Mabar

Terlaksananya	Perbanyakan	benih	tanaman	
sayuran	Bawang	Merah)	di	Balai	Benih

25	Ha Tersedianya	benih	sumber	tanaman	sayuran	
bawang	merah

16000	
Kilogram

1,123,714,000 1,292,271,100

Balai	Benih	Hortikultura	(Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	
Nagekeo,	Mabar,	Ende,	Sumba	Timur)

Terlaksananya	Perbanyakan	benih	tanaman	buah-
buahan	(jeruk,	Mangga,	durian)	di	Balai	Benih

19700	Bibit Tersedianya	bibit	jeruk	untuk	pengembangan 19700	Bibit 721,865,500 830,145,325

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengembangan	tanaman	
Marungga	secara	monokultur	untuk	mendukung	
industri	(Ha)

22	Kab/kota Meningkatnya	perluasan	areal	tanam	
marungga/kelor	dan	pengoptimalisasi	lahan	kering

135	Ha 1,360,843,000 1,564,969,450

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengawasan	dan	sertifikasi	benih	
unggul	bermutu	tanaman	pangan	dan	
hortikultura

22	Kab/kota Terawasinya	dan	tersertifikasinya	tanaman	padi,	
jagung,Kacang	Kedele,	kacang	hijau,	mangga,	jeruk

6	Jenis 404,416,500 465,078,975

Provinsi Terlaksananya	Penyusunan	data	statistik	
tanaman	pangan,	hortikultura	dan	perkebunan

1	Keg Tersedianya	data	statistik	pertanian	dan	ketahanan	
pangan

1	Dokumen 100,560,000 115,644,000

Provinsi	dan	22	Kab/Kota Terlaksananya	Rapat	Sinkronisasi	program	dan	
kegiatan	pertanian	dan	ketahanan	pangan	(pusat,	
provinsi	dan	Kab/	kota)

1	Keg Tersinkronisasinya	program	dan	kegiatan	pusat,	
provinsi	dan	Kab/	kota

1	
Rekomend
asi

150,000,000 379,731,150

22	Kab/Kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	program/	
kegiatan	pertanian	dan	ketahanan	pangan

22	Kab/kota Meningkatnya	kualitas	perencanaan	pembangunan	
pertanian	dan	ketahanan	pangan

1	Dokumen 300,000,000 366,760,300

Kab.	Alor,	Manggarai	Timur,	Ngada Terlaksananya	Pengadaan	Bibit	Tanaman	Kopi	
dan	Kakao

20000	Bibit Bertambahnya	luas	areal	tanaman	kopi 20	Ha 3,352,096,000 371,803,625

Kab.	Alor,	Sikka,	Manggarai Terlaksananya	Pengadaan	Bibit	Tanaman	Vanili 5500	Bibit Bertambahnya	luas	areal	tanaman	vanili 5	Ha 128,022,500 147,202,875
Kab.	Kupang,	Sumba	barat,	SBD Terlaksananya	Pengadaan	Bibit	Tanaman	Pinang 6000	Bibit Bertambahnya	luas	areal	tanaman	pinang 30	Ha 170,280,500 195,822,575
Kab.	Ngada,	Nagekeo,	Ende,	Alor Terlaksananya	Pengadaan	Bibit	Tanaman	

Cengkeh
10000	Bibit Bertambahnya	luas	areal	tanaman	cengkeh 100	Ha 332,273,000 382,107,625

Kab.	Kupang,	Sumbar,	Sumtim,	Flotim,	Sikka Terlaksananya	Pengadaan	Bibit	Tanaman	Jambu	
Mete

50000	Bibit Bertambahnya	luas	areal	tanaman	jambu	mete 500	Ha 739,273,000 850,163,950

Kab.	Kupang,	Sumtim,	Sumbar,	Sumteng,	SBD,	
TTS,	Belu,	Malaka,	Rote	Ndao,	Sabu	Raijua,	
Lembata.

Pengelolaan	Dana	Bagi	Hasil	Cukai	Hasil	
Tembakau	(DBHCHT)

12	Kabupaten Tertanamnya	tanaman	tembakau 220	Ha 1,870,994,500 2,736,643,675

Kebun	Dinas Terlaksananya	Perbanyakan	benih	Cengkeh	di	
Kebun	Dinas

5	Lokasi Tersedianya	benih	cengkeh	di	kebun	dinas	untuk	
pengembangan

52500	Bibit 200,000,000 210,000,000

Kebun	Dinas Terlaksananya	Perbanyakan	benih	Jambu	Mete	di	
Kebun	Dinas

1	Lokasi Tersedianya	benih	Jambu	Mente	untuk	
pengembangan

52500	Bibit 200,000,000 210,000,000

Kebun	Dinas Terlaksananya	Perbanyakan	benih	Kelapa	di	
Kebun	Dinas

3	Lokasi Tersedianya	benih	kelapa	untuk	pengembangan 25000	Bibit 300,000,000 350,000,000

Kebun	Dinas Terlaksananya	Perbanyakan	benih	pinang	di	
Kebun	Dinas

1	Lokasi Tersedianya	benih	pinang	di	kebun	dinas	untuk	
pengembangan

5000	Bibit 30,000,000 30,000,000

Kebun	Dinas Terlaksananya	Perbanyakan	benih	Kakao	di	
Kebun	Dinas

3	Lokasi Tersedianya	benih	kakao	di	kebun	dinas	untuk	
pengembangan

52500	Bibit 210,000,000 210,000,000

Kab.	Manggarai Terlaksananya	Bimtek	jaminan	mutu	dan	
keamanan	produk	komoditi	hortikultura

25	Orang Meningkatnya	pengetahuan	dan	keterampilan	
pelaku	usaha	dalam	penerapan	sistim	jaminan	
mutu	dan	keamanan	produk	komoditi	hortikultura

100% 75,000,000 172,000,000

Kantor	Dinas/	22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	hand	traktor	roda	2 130	Unit Meningkatnya	luas	areal	garapan	berteknologi 1300	Ha 3,250,000,000 4,410,250,000
22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	dan	pemeliharaan	

alsintan	di	Kantor	Dinas
1	Paket Meningkatnya	kualitas	dan	kuantitas	alsintan	di	

kantor	dinas
1	Tahun 200,000,000 460,000,000

Provinsi Terlaksananya	DAK	Fisik	Bidang	Pertanian 1	Paket Tersedianya	Sarana	Prasarana	DAK	Fisik	Bidang	
Pertanian

100% 4,000,000,000 5,750,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pendataan,	pengawasan	dan	
pengendalian	Rencana	Kebutuhan	Pupuk	
Bersubsidi

3	Kali Tersedianya	data	rencana	kebutuhan	pupuk	
bersubsidi

3	Laporan 250,000,000 400,000,000

Kab.	Mabar,	Nagekeo,	Sikka,	TTS,	Rote	Ndao Terlaksananya	Sekolah	Lapang	Pengendalian	
Hama	Terpadu	(SL-PHT)	Tanaman	Pangan	dan	
Hortikultura

1	Paket Meningkatnya	SDM	bagi	Petani	dan	Petugas,	
Sekolah	Lapang	Pengendalian	Hama	dan	penyakit

110	Orang 170,967,000 196,612,050

Kupang,	Alor,	Sikka,	Nagekeo,	Ngada,	
Manggarai	Timur	dan	Manggarai

Terlaksananya	Pengawalan	dan	Pembinaan	Mutu	
Hasil	Tanaman	Pertanian	dan	Perkebunan

1	Kali Terlaksananya	pemanfaatan	agensi	pengendalian	
hayati

90	Ha 50,000,000 101,397,800

Daratan	Flores Terlaksananya	Pembentukan	dan	pembinaan	
kelompok	P3A/GP3A	dalam	pengelolaan	
administrasi	legalitas	dan	pemanfaatan	usaha	
tani

14	Kelompok Meningkatnya	pengetahuan	kelompok	P3A/GP3A	
dalam	pengelolaan	administrasi	legalitas	dan	
pemanfaatan	usaha	tani

1	Dokumen 76,187,500 87,615,625

Daratan	Flores	(Nagekeo	dan	Ngada) Terlaksananya	Pembinaan	lanjutan	dan	
surveylance	sertifikasi	pertanian	organik	sub	
sektor	tanaman	pangan	dan	hortikultura

1	Keg Meningkatnya	pemahaman	petani	dan	
meningkatnya	penerapan	sistim	pangan	organik

60	Orang 50,000,000 100,714,125

Provinsi Terlaksananya	Festival	Kopi 1	Kali Memperluas	pemasaran	hasil	produksi	kopi	
unggulan	NTT	melalui	festival	kopi	di	tingkat	
provinsi

1	Laporan 36,750,000 42,262,500

Provinsi Terlaksananya	Promosi	produk	unggulan	NTT	di	
NTT	Expo

1	Keg Terjalinnya	kerjasama	antara	petani	dan	konsumen 1	Laporan 57,294,500 65,888,675

Persentase	pertumbuhan	produksi	
perkebunan	di	Tourism	Estate

1.50%

Persentase	pertumbuhan	produksi	
hortikultura	di	Tourism	Estate

1.25%

Persentase	pertumbuhan	produksi	
tanaman	pangan	di	Tourism	Estate

1.15%

Persentase	ketersediasan	pangan	berbasis	
perikanan	di	Tourism	Estate

64%

Luas	kawasan	konservasi	perairan	daerah	
bagi	pemijahan	dan	cadangan	potensi	
kelautan	perikanan

183,389.98	
Ha

Persentase	pertumbuhan	produksi	
hortikultura

1.25%

7	daerah	destinasi	wisata Terlaksananya	Pengembangan	Tanaman	
Agrowisata	Perkebunan

50	Ha Tersedianya	Produksi	Perkebunan 10	Ton 400,000,000 575,000,000

7	kawasan	destinasi	wisata Terlaksananya	Pengembangan	Tanaman	
Hortikultura	di	Wilayah	Destinasi	Wisata

170	Ha Tersedianya	Produksi	Buah	dan	Sayuran	Segar 30	Ton 1,000,000,000 1,498,022,775

2.00 03 17 PROGRAM	NTT	SEJAHTERA Persentase	pertumbuhan	produksi	
perkebunan

1.50% 1,682,900,000 2,559,210,000

7	Kab/Kota Bantuan	Pemerintah	untuk	pemenuhan	Akses	
Pangan

1	Paket Meningkatnya	daya	akses 7	Kab/kota 200,000,000 276,000,000

22	Kab/Kota Percepatan	Diversifikasi	Pangan	Lokal 1	Keg Meningkatnya	menu	pangan	lokal	yang	beragam,	
bergizi,	seimbang	dan	aman	dikunsumsi

1	Dokumen 100,000,000 172,500,000

5	Kabupaten Demplot	Pengembangan	Pangan	Lokal 5	Lokasi Berkembangnya	varetas	pangan	lokal	unggulan	
spesifik	lokal

5	Lokasi 132,900,000 103,960,000

5	Kabupaten Pengembangan	marungga,	sayuran	untuk	
pemenuhan	gizi	keluarga	(daerah	stanting)

5	Kec Adanya	pemenuhan	gizi	keluarga	di	daerah	
stanting

5	Kec 400,000,000 575,000,000

5	lokasi Analisis	Aksebilitas	Pangan	Masyarakat,	Bantuan	
Langsung	Pangan	(Daerah	Stanting)

5	Kec Tersedianya	data	informasi	akses	pangan	lokal	bagi	
masyarakat

1	Dokumen 100,000,000 115,000,000

22	Kab/Kota Pembinaan	Kelompok	Kawasan	Rumah	Pangan	
Lestari	(KRPL)

88	Kelompok Meningkatnya	keterampilan	Kelompok	Kawasan	
Rumah	Pangan	Lestari

100% 750,000,000 1,316,750,000

47,306,720,000 57,472,138,025

DINAS	PETERNAKAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,231,410,000 1,354,550,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Perangko,	Material	
dan	Benda	Pos	lainnya	untuk	menunjang	kegiatan	
Administrasi	Surat	Menyurat

1	Tahun Tersedianya	Perangko,	Material	dan	Benda	Pos	
lainnya	untuk	menunjang	kegiatan	Administrasi	
Surat	Menyurat

100% 4,900,500 5,390,550

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	komunikasi,	air,	
listrik	dan	faksimili	kantor

1	Tahun Tersedianya	Jasa	komunikasi,	air,	listrik	dan	
faksimili	kantor

100% 334,171,660 367,588,826

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	
pemeliharaan	kesehatan	PNS

1	Tahun Tersedianya	Jasa	Jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

100% 19,690,000 21,659,000

2.00 03 15 01 Pengembangan	tanaman	pangan	dan	hortikultura

1,400,000,000 2,073,022,7752.00 03 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT

2.00 03 15 04 Pengembangan	prasarana	sarana,	pengolahan	dan	
pemasaran	hasil	pertanian

2.00 03 15 02 Pengembangan	perkebunan

TOTAL

2.00 03 17 01 Penanggulangan	gizi	buruk

2.00 03 16 01 Peningkatan	produksi	hasil	pertanian	di	pariwisata	
estate
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0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	kendaraan	yang	layak	
dan	memenuhi	syarat	serta	STNK	Kendaraan	
Roda	2,	3,	4,	dan	6

1	Tahun Tersedianya	kendaraan	yang	layak	dan	memenuhi	
syarat	serta	STNK	Kendaraan	Roda	2,	3,	4,	dan	6

100% 65,000,000 71,500,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Honor	Tim	Pengadaan	
dan	Pemeriksa	Barang	dan	Jasa,	Honor	Pengelola	
APBD,	Honor	Lembur,	Honor	Pegawai	Honorer	
dan	Alat	Tulis	Kantor

1	Tahun Tersedianya	Honor	Tim	Pengadaan	dan	Pemeriksa	
Barang	dan	Jasa,	Honor	Pengelola	APBD,	Honor	
Lembur,	Honor	Pegawai	Honorer	dan	Alat	Tulis	
Kantor

100% 285,000,000 313,500,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Pengadaan	Peralatan	Kebersihan	
Kantor	dan	Penyediaan	Jasa	Kebersihan

1	Tahun Terwujudnya	Kebersihan	Kantor 100% 220,000,000 242,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Pelayanan	
Administrasi	Kantor

1	Tahun Terwujudnya	Pelayanan	Administrasi	Kantor 100% 17,442,958 19,003,139

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Barang	Cetak	dan	
Penggandaan

1	Tahun Tersedianya	Barang	Cetak	dan	Penggandaan 100% 20,367,782 22,587,675

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Lampu	Pijar,	Battery	
kering	dan	Kabel	Listrik

1	Tahun Tersedianya	Lampu	Pijar,	Battery	kering	dan	Kabel	
Listrik

100% 13,749,780 15,124,758

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	
Peraturan	Perundang-undangan

1	Tahun Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

100% 9,900,000 10,890,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Makanan	dan	
Minuman	Untuk	Rapat	dan	Tamu

1	Tahun Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	Untuk	Rapat	
dan	Tamu

100% 14,300,000 15,730,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Koordinasi,	Konsultasi	dan	
Pendampingan	Luar	Daerah

1	Tahun Terwujudnya	Pelaksanaan	Program	dan	Kegiatan	
antara	Pusat	dan	Daerah

100% 55,000,000 60,500,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	jasa	Pengangkutan	
Beras

1	Tahun Tersedianya	Jasa	Pengangkutan	Beras 100% 15,950,000 17,545,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Program/Kegiatan	Dinas	dengan	22	Kab/Kota

1	Tahun Terwujudnya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Program/Kegiatan	Dinas	dengan	22	Kab/Kota

100% 55,000,000 60,500,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Keamanan	Kantor 1	Tahun Terwujudnya	Keamanan	Kantor 100% 47,905,000 52,695,500

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial	
Bagi	Tenaga	Honorer/Pegawai	Tidak	Tetap

60	Orang Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial	Bagi	Tenaga	
Honorer/Pegawai	Tidak	Tetap

100% 53,032,320 58,335,552

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 280,038,000 308,042,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	perlengkapan	gedung	
kantor	untuk	menunjang	pelaksanaan	tugas

1	Tahun Tersedianya	perlengkapan	gedung	kantor	untuk	
menunjang	pelaksanaan	tugas

100% 29,908,000 32,899,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyediaan	peralatan	gedung	
kantor	untuk	menunjang	pelaksanaan	tugas

1	Tahun Tersedianya	peralatan	gedung	kantor	untuk	
menunjang	pelaksanaan	tugas

100% 20,000,000 22,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Perawatan	gedung	kantor 1	Tahun Perawatan	gedung	kantor 100% 48,250,000 53,075,000
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Pemeliharaan	kendaraan	dinas	/	

operasional
1	Tahun Terpeliharanya	kendaraan	dinas	/	operasional 100% 160,000,000 176,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Pemeliharaan	Perlengkapan	
Gedung	Kantor

1	Tahun Terpeliharannya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 10,400,000 11,440,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Pemeliharaan	Peralatan	Kantor	
yang	Baik	dan	Siap	dipakai

1	Tahun Tersedianya	Peralatan	Kantor	yang	Baik	dan	Siap	
dipakai

100% 11,480,000 12,628,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 12,272,000 13,499,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kel.	Kelapa	Lima	-	Kota	Kupang,	NTT Terlaksananya	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Keuangan

1	Laporan Tersusunnya	Laporan	Capaian	Kinerja	dan	
Keuangan

1	Laporan 12,272,000 13,499,000

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 03 PERTANIAN

Persentase	pertumbuhan	produksi	pakan	
ternak

6%

Persentase	pertumbuhan	bibit	ternak	
unggas

6%

Persentase	pertumbuhan	bibit	ternak	kecil 20%

Persentase	pertumbuhan	bibit	ternak	
besar

20%

21	kabupaten	1	Kota	se	NTT Terlaksananya	Sosialisasi	Penerapan	teknologi	
tepat	guna	di	kelompok	tani	ternak

66	Kelompok Tersosialisasinya	teknologi	tepat	guna	di	kelompok	
tani	ternak

66	
Kelompok

140,000,000 140,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Dialog	Interaktif	melalui	Radio	dan	
Televisi

1	Keg Dialog	Interaktif	melalui	Radio	dan	Televisi 1	Keg 50,000,000 25,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	informasi	peternakan	
melalui	media	elektrolik

150	Naskah Tersiarnya	informasi	peternakan	melalui	media	
elektrolik

150	Naskah 75,000,000 75,000,000

Luar	NTT Terlaksananya	Pelatihan,	Bimtek,	Magang	Tenaga	
Operator	Alsintan

2	Orang Peningkatan	SDM	Tenaga	Operator	Alsintan 2	Orang 20,000,000 90,000,000

7	Kabupaten Terlaksananya	Sosialisasi	pengembangan	
kawasan	peternakan

7	Lokasi Adanya	Pengembangan	Lokasi	Kawasan	
Peternakan

7	Lokasi 80,000,000 50,000,000

Daratan	Timor	dan	Sumba Terlaksananya	Survey,	analisa	dan	desain	potensi	
wilayah	&	pemetaan	pengembangan	kawasan	
Peternakan

10	Keg Survey,	analisa	dan	desain	potensi	wilayah	&	
pemetaan	pengembangan	kawasan	Peternakan

10	Keg 142,360,000 142,360,000

21	kabupaten	1	Kota	se	NTT Terlaksananya	Lomba	kelompok	petani	peternak	
dan	petugas	berprestasi

44	Kelompok Kelompok	petani	peternak	terbaik	dan	petugas	
berprestasi

44	
Kelompok

160,000,000 150,000,000

Disnak	NTT Terlaksananya	Pengadaan	Surat	Keterangan	
Layak	Bibit	(SKLB)

340	Surat Tersedianya	Surat	Keterangan	Layak	Bibit	(SKLB) 340	Surat 68,000,000 162,500,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Pengadaan	ternak	Sapi	bali	dan	
ongole	untuk	kelompok	tani	ternak

200	Ekor Tersedianya	ternak	Sapi	bali	dan	ongole	untuk	
kelompok	tani	ternak

200	Ekor 1,600,000,000 1,820,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Pembinaan	dan	Pengembangan	
Verifikasi	/	Klarifikasi	dan	Distribusi	Ternak

8	Kabupaten Pembinaan	dan	Pengembangan	Verifikasi	/	
Klarifikasi	dan	Distribusi	Ternak

8	
Kabupaten

65,000,000 100,000,000

Kab.	Kupang	dan	TTS Terlaksananya	Pembukaan	dan	Pengembangan	
Pusat	Perbibitan	Ternak	Sapi	di	2	Kabupaten	
Berbasis	Desa

2	Kelompok Pembukaan	dan	Pengembangan	Pusat	Perbibitan	
Ternak	Sapi	di	2	Kabupaten	Berbasis	Desa

2	
Kelompok

120,000,000 150,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengadaan	Hormon	PGF2a 1	Paket Tersedianya	Hormon	PGF2a 1	Paket 25,000,000 50,000,000
Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	Tim	Teknis	Reproduksi	

di	Provinsi
1	Paket Pertemuan	Tim	Teknis	Reproduksi	di	Provinsi 1	Paket 25,000,000 35,000,000

Luar	NTT Terlaksananya	Pelatihan	untuk	Peningkatan	SDM	
Teknis	ATR,	PKB	dan	IB

4	Orang Peningkatan	SDM	Teknis	ATR,	PKB	dan	IB 4	Orang 50,000,000 60,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Bimtek	Pengolahan	Pakan	
Berkualitas	bagi	Kelompok	Peternak	Ruminansia

16	Orang Peningkatan	SDM	Kelompok	Peternak	Ruminansia	
dalam	Pengolahan	Pakan	Berkualitas

16	Orang 50,000,000 65,000,000

22	Kabupaten	Kota	se-NTT Terlaksananya	Pembinaan	Kelompok	Peternak	
Penerima	Ternak	Kambing	PE

65	Kelompok Terbinanya	Kelompok	Peternak	Penerima	Ternak	
Kambing	PE

65	
Kelompok

100,000,000 100,000,000

Instalasi	Lili,	waihibur,	Boawae,	Laura	dan	
Kabaru

Terlaksananya	Pengadaan	pakan	ternak	mineral	
untuk	ternak	sapi	dan	kerbau

27000	Kilogram Tersedianya	pakan	ternak	mineral	untuk	ternak	
sapi	dan	kerbau

27000	
Kilogram

127,575,000 133,954,000

Kota	Kupang,	Kab.Kupang,	Nagekeo,	Sumba	
Timur,	Sumba	Tengah,	Sumba	Barat	Daya.

Terlaksananya	Penyediaan	Sarana	dan	prasarana	
pembibitan	ternak	di	Instalasi	Peternakan	(DAK)

3	Paket Tersedianya	Sarana	dan	prasarana	pembibitan	
ternak	di	Instalasi	Peternakan	(DAK)

3	Paket 573,723,500 573,723,500

Kab.Kupang,	Nagekeo,	Sumba	Timur,	Sumba	
Tengah,	Sumba	Barat	Daya.

Terlaksananya	Penyediaan	Infrastruktur	
pengadaan	konstruksi/	bangunan	dan	sarana	
penunjang	di	Instalasi	Peternakan

19	Unit Tersedianya	Infrastruktur	pengadaan	konstruksi/	
bangunan	dan	sarana	penunjang	di	Instalasi	
Peternakan

19	Unit 3,312,640,800 3,312,640,800

Instalasi	Lili,	Kabupaten	Kupang Terlaksananya	Pengolahan	pupuk	kompos 15	Ton Tersedianya	pupuk	kompos 15	Ton 15,500,000 15,500,000
Instalasi	Peternakan	UPT.	PT	dan	PPT Terlaksananya	Pengadaan	Vitamin,	Obat-obatan	

ternak	dan	perlengkapan	medik	untuk	8	Instalasi	
Peternakan

1	Paket Tersedianya	Vitamin,	Obat-obatan	ternak	dan	
perlengkapan	medik	untuk	8	Instalasi	Peternakan

1	Paket 153,224,000 253,224,000

Instalasi	Tarus,	Lili,	Sumlili,	Boawae,	Kabaru,	
Waihibur	dan	Laura

Terlaksananya	Pembinaan,	pengawasan	ke	
Instalasi	ternak	untuk	peningkatan	populasi	dan	
produktifitas	ternak	serta	penjualan	ternak	untuk	
PAD

1	Paket Peningkatan	Populasi	dan	Produktifitas	Ternak	
yang	menunjang	Penjualan	ternak	untuk	PAD

1	Paket 49,860,000 49,860,000

7	Instalasi	Peternakan Terlaksananya	Penyediaan	Tenaga	pemelihara	
ternak	di	Instalasi	peternakan

29	Orang Tersedianya	Jasa	Tenaga	pemelihara	ternak	di	
Instalasi	peternakan

29	Orang 626,400,000 716,621,000

Instalasi	Sumlili Terlaksananya	Pengadaan	pakan	konsentrat	
ternak	kambing

15000	Kilogram Tersedianya	pakan	konsentrat	ternak	kambing 15000	
Kilogram

70,875,000 70,875,000

Dinas	peternakan/yang	menangani	fungsi	
peternakan	di	22	Kabupaten/Kota	dan	BPS	
Kab/KotaSe-	NTT

Terlaksananya	Pengumpulan,	Analisis	dan	
Penyajian	Data	Statistik	Peternakan	dan	data	
fungsi	peternakan

2	Buku Tersedianya	Buku	Statistik	Peternakan	dan	Buku	
Data	Fungsi	Peternakan

2	Buku 185,340,000 185,340,000

7	Kabupaten Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	
Pelaksanaan	Kegiatan

1	Laporan Monitoring	dan	Evaluasi	Pelaksanaan	Kegiatan 1	Laporan 50,000,000 98,645,200

22	kabupaten	/	Kota	se-Provinsi	NTT Terlaksananya	Pengumpulan	data	aset	dan	
sertifikasi	lahan	milik	/	kekayaan	daerah

1	Dokumen Tersedianya	data	aset	dan	sertifikasi	lahan	milik	/	
kekayaan	daerah

1	Dokumen 89,576,000 89,576,000

Kab.	Manggarai	Barat,	TTS	dan	Ende Terlaksananya	Pembinaan	dan	Pengembangan	
Kelompok	Peternak	dan	Pengadaan	Ternak	Ayam	
KUB	Petelur	untuk	Kelompok	Peternak

3	Kelompok Tersedianya	Ternak	Ayam	KUB	Petelur	untuk	
Kelompok	Peternak

3	
Kelompok

50,000,000 65,000,000

Kab.	Manggarai	Barat,	TTS	dan	Ende Terlaksananya	Pengadaan	Pakan	untuk	Ternak	
Ayam	KUB	Petelur

450	Kilogram Tersedianya	Pakan	untuk	Ternak	Ayam	KUB	Petelur 450	
Kilogram

75,000,000 75,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Bimtek	Pengolahan	Pakan	Ternak	
Ayam	KUB	Petelur	Lanjutan

1	Paket Peningkatan	SDM	Pengolahan	Pakan	Ternak	Ayam	
KUB	Petelur	Lanjutan

1	Paket 15,000,000 15,000,000

Kabupaten	Kupang Terlaksananya	Pengadaan	ternak	babi	di	instalasi	
Tarus	35	ekor

35	Ekor Tersedianya	Ternak	babi	di	Instalasi	Tarus 15	Ekor 170,000,000 1,000,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Pengadaan	ternak	Babi	untuk	
kelompok	tani	ternak

90	Ekor Tersedianya	ternak	Babi	untuk	kelompok	tani	
ternak

90	Ekor 190,000,000 1,300,000,000

Instalasi	Tarus	dan	Boawae Terlaksananya	pengadaan	pakan	pelet	ternak	
babi	330000	kilogram

330000	Kilogram Tersedianya	pakan	pelet	ternak	babi 330000	
Kilogram

3,300,000,000 4,000,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Pengadaan	pakan	ternak	Babi	
untuk	kelompok	tani	ternak

800	Kilogram Tersedianya	pakan	ternak	Babi	untuk	kelompok	
tani	ternak

800	
Kilogram

6,400,000 52,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Pengadaan	ternak	kambing	lokal	
untuk	kelompok	tani	ternak

80	Ekor Tersedianya	ternak	kambing	lokal	untuk	kelompok	
tani	ternak

80	Ekor 120,000,000 975,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Bantuan	bibit	HPT	ke	masyarakat 2040	Kilogram Tersedianya	bibit	HPT	ke	masyarakat 2040	
Kilogram

190,000,000 190,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Penanaman	HPT	di	kelompok	tani	
(kebun	HPT)

320	Ha Tersedianya	Kebun	HPT	di	kelompok	tani	(kebun	
HPT)

320	Ha 320,000,000 500,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Bantuan	unit	sarana/	prasarana	
pengolahan	pakan	skala	kecil	kepada	masyarakat

16	Unit Tersedianya	sarana/	prasarana	pengolahan	pakan	
skala	kecil	kepada	masyarakat

16	Unit 160,000,000 980,000,000

27,564,612,400

2.00 03 18 01 Peningkatan	prasarana,	sarana	dan	
pengembangan	sumber	daya	peternakan

20,117,568,0002.00 03 18 PROGRAM	PENINGKATAN	PRODUKSI	
PETERNAKAN

2.00 03 18 02 Pengembangan	perbibitan	dan	produksi	ternak
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Instalasi	Lili,	Sumlili,	Boawae,	Kabaru,	Laura	dan	
Waihibur	Kondamaloba

Terlaksananya	Panen	benih	dan	pengawetan	
pakan

100	Ton Tersedianya	benih	dan	pengawetan	pakan 100	Ton 100,000,000 350,000,000

Instalasi	Lili,	Boawae	dan	Kondamaloba Terlaksananya	Perluasan	kebun	HPT	di	Instalasi 10	Ha Perluasan	kebun	HPT	di	Instalasi 10	Ha 43,205,000 24,365,000
Disnak	Prov.	NTT Terlaksananya	Pengadaan	bahan	obat-obatan	

dan	vaksin	ternak
1	Paket Tersedianya	bahan	obat-obatan	dan	vaksin	ternak 1	Paket 750,000,000 2,105,581,000

22	kabupaten	/	Kota	se-Provinsi	NTT Terlaksananya	Pendistribusian	vaksin	dan	obat-
obatan	ternak

1	Paket Terdistribusinya	vaksin	dan	obat-obatan	ternak 1	Paket 94,386,000 94,386,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Pelatihan	kader	kesehatan	hewan	
dan	kesmavet

100	Orang Peningkatan	SDM	kader	kesehatan	hewan	dan	
kesmavet

100	Orang 81,228,000 100,000,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Pengadaan	bahan	kimia	diagnosa	
laboratorium

1	Paket Tersedianya	bahan	kimia	diagnosa	laboratorium 1	Paket 6,000,000 6,600,000

22	kabupaten	/	Kota	se-Provinsi	NTT Terlaksananya	Sosialisasi	peternakan,	vaksinasi	
dan	inseminasi	buatan	(IB)	oleh	Tenaga	lapangan

152	Orang Tersedianya	Jasa	Tenaga	lapangan	untuk	Sosialisasi	
peternakan,	vaksinasi	dan	inseminasi	buatan	(IB)

152	Orang 2,280,000,000 2,280,000,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Pengadaan	bahan	dan	peralatan	
diagnosa	laboratorium	keswan	dan	kesmavet

1	Paket Tersedianya	bahan	dan	peralatan	diagnosa	
laboratorium	keswan	dan	kesmavet

1	Paket 175,000,000 175,000,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Pengujian	laboratorium	keswan	
dan	kesmavet

1	Paket Pengujian	laboratorium	keswan	dan	kesmavet 1	Paket 15,000,000 20,000,000

22	kabupaten Terlaksananya	Survei	dan	diagnosa	penyakit	
hewan

20000 Tersedianya	Data	Hasil	Survei	dan	diagnosa	
penyakit	hewan

20000	Uji 400,000,000 275,000,000

Jakarta Terlaksananya	Pembinaan	laboratorium	keswan	
dan	kesmavet

6	Orang Terbinanya	laboratorium	keswan	dan	kesmavet 6	Orang 55,536,000 100,000,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Sertifikasi,	kalibrasi	dan	sistem	
jaminan	mutu	lab

1	Paket Sertifikasi,	kalibrasi	dan	sistem	jaminan	mutu	lab 1	Paket 127,672,000 140,439,200

UPT	Veteriner Terlaksananya	Pengadaan	alat	laboratorium	
keswan	dan	kesmavet

1	Paket Tersedianya	alat	laboratorium	keswan	dan	
kesmavet

1	Paket 31,500,000 34,650,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pembangunan/	penguatan	
puskeswan,	Rumah	Sakit	Hewan,	klinik	hewan,	
laboratorium	keswan	dan	kesmavet	di	UPT	
Veteriner	(DAK)

6	Unit Tersedianya	puskeswan,	Rumah	Sakit	Hewan,	klinik	
hewan,	laboratorium	keswan	dan	kesmavet	di	UPT	
Veteriner	(DAK)

6	Unit 1,295,453,700 1,295,453,700

Luar	NTT Terlaksananya	Pelatihan	Auditor	dan	Pengawas	
Kesehatan	masyarakat	veteriner

1	Orang Peningkatan	SDM	Auditor	dan	Pengawas	
Kesehatan	masyarakat	veteriner

25	Orang 10,000,000 20,000,000

RS	Hewan Terlaksananya	Pengadaan	bahan	obat-obatan	
hewan	dan	kedokteran	hewan

1	Paket Tersedianya	bahan	obat-obatan	hewan	dan	
kedokteran	hewan

1	Paket 200,000,000 275,000,000

22	kabupaten	/	Kota	se-Provinsi	NTT Terlaksananya	Vaksinasi	dan	pengobatan	ternak	
besar	ternak	kecil	dan	unggas	dan	monitoring	pos	
vaksinasi

1	Paket Tervaksin	dan	terobatinya	ternak	besar	ternak	kecil	
dan	unggas	dan	monitoring	pos	vaksinasi

1	Paket 78,966,000 400,000,000

Kota	Kupang,	Manggarai	Barat,	Ende,	TTS,	TTU	
dan	Belu

Terlaksananya	Pengawasan	higiene	dan	sanitasi	
lingkungan	Usaha	Peternakan	dan	Usaha	
Penjualan	Hasil	Ternak

1	Paket Terwujudnya	higiene	dan	sanitasi	lingkungan	
Usaha	Peternakan	dan	Usaha	Penjualan	Hasil	
Ternak

1	Dokumen 259,708,000 85,000,000

Luar	NTT Terlaksananya	Pelatihan	bedah	di	rumah	sakit	
hewan	di	pusat

2	Orang Peningkatan	SDM	Petugas	bedah	di	RSH	Veteriner 2	Orang 16,980,000 50,000,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Pengadaan	alat	kedokteran	hewan	
dan	rumah	sakit	hewan

1	Paket Tersedianya	alat	kedokteran	hewan	dan	rumah	
sakit	hewan

1	Paket 165,000,000 250,000,000

UPT	Veteriner Terlaksananya	Peyediaan	Petugas	pemelihara	
hewan	percobaan	dan	petugas	rumah	sakit	
hewan

11	Orang Tersedianya	Jasa	Petugas	pemelihara	hewan	
percobaan	dan	petugas	rumah	sakit	hewan

11	Orang 237,600,000 237,600,000

2	Kabupaten Terlaksananya	Focus	group	discussion	tentang	
pengendalian	dan	pengawasan	Penyakit	Hewan	
Menular	Strategis

2	Keg Focus	group	discussion	tentang	pengendalian	dan	
pengawasan	Penyakit	Hewan	Menular	Strategis

2	Keg 50,000,000 75,000,000

21	kabupaten	1	Kota	se-Provinsi	NTT Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	
Pelaksanaan	Kegiatan

1	Keg Monitoring	dan	Evaluasi	Pelaksanaan	Kegiatan 1	Dokumen 50,000,000 50,000,000

21	kabupaten	1	Kota	se	NTT	dan	Luar	NTT Terlaksananya	Pengawasan	lalu	lintas	ternak,	
hewan	dan	produk	hasil	ternak

70000	Ekor Meningkatnya	pengawasan	lalu	lintas	antar	pulau	
setiap	tahun.

70000	Ekor 250,000,000 275,000,000

8	Kabupaten Terlaksananya	Bimtek	pengolahan	hasil	ternak 8	Keg Peningkatan	SDM	pengolahan	hasil	ternak 8	Keg 100,360,000 150,000,000
8	Kabupaten Terlaksananya	Pengadaan	sarana	prasarana	

penunjang	pengolahan	hasil
8	Paket Tersedianya	sarana	prasarana	penunjang	

pengolahan	hasil
8	Paket 100,000,000 200,000,000

Kota	Kupang	dan	Kabupaten	Kupang Terlaksananya	Pengumpulan,	pengolahan	dan	
penyebaran	informasi	harga	komoditi	peternakan	
melalui	radio	kepada	peternak	dan	stakeholders	
12	kali	setiap	minggu.

96	Kali Tersebarnya	informasi	pasar	komoditi	peternakan	
melalu	radio

96	Kali 14,640,000 48,875,000

Surabaya	dan	Jakarta Terlaksananya	Promosinya	produk	unggulan	dan	
jasa	unggulan

2	Keg Terpromosinya	produk	unggulan	dan	jasa	unggulan 2	Keg 127,859,000 129,843,000

NTT Terlaksananya	Kontes	ternak	dan	pameran	
pembangunan	peternakan

1	Keg Peningkatan	kapasitas	SDM	penyuluh	dan	peternak 1	Keg 380,000,000 450,000,000

21,641,288,000 29,240,703,400

DINAS	ENERGI	DAN	SUMBER	DAYA	MINERAL

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,177,220,000 1,105,111,875

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas -	Terlaksananya	pengiriman	Surat/Barang	Dinas;	-	
Tersedianya	Perangko,	Materai

12	Bulan Lancarnya	pelayanan	administrasi	Dinas 100% 80,000,000 121,170,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksanannya	Pembayaran	Listrik,	Air	dan	
Rekening	telpon

12	Bulan Tercapainya	Kinerja	Aparatur 100% 125,900,000 132,195,000

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terpeliharanya	jasa	jaminan	pemeliharaan	
kesehatan	PNS

12	Bulan Terjaminnan	kesehatan	PNS 100% 12,400,000 13,020,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	jasa	pemeliharaan	perijinan	
kendaraan	dinas	operasional

12	Bulan Terpenuhinya	jasa	pemelioharaan	dan	perijinan	
kendaraan	dinas	operasional

100% 15,500,000 16,275,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	penyediaan	jasa	administrasi	
keuangan

12	Bulan Tersedianya	dan	tertatanya	administrasi	keuangan 100% 86,910,000 91,255,500

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	petugas	kebersihan	dan	tersedianya	
bahan	dan	peralatan	kebersihan	kantor

12	Bulan Terciptanya	suasana	kerja	yang	baik	dan	bersih 100% 272,220,000 285,831,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	alat	tulis	kantor 12	Bulan Terpenuhinya	pelayanan	administrasi	perkantoran 100% 65,000,000 68,250,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	penyediaan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

12	Bulan Terpenuhinya	penyediaan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

100% 27,600,000 28,980,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	komponenen	instalasi	listrik	dan	
penerangan	bangunan	kantor

12	Bulan Terpenuhinya	komponenen	instalasi	listrik	dan	
penerangan	bangunan	kantor

100% 16,250,000 17,062,500

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	bahan	bacaan	dan	
peraturan	perundang-undangan

100% 19,740,000 20,727,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	Makanan	dan	Minuman 12	Bulan Terpenuhinya	makanan	dan	minuman	kantor 100% 60,000,000 63,000,000
0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	

daerah
Luar	Daerah Terlaksananya	Konsultasi	dan	Koordinasi	dengan	

Pemerintah	Pusat	dan	Provinsi	lainnya	di	luar	NTT
12	Bulan Meningkatnya	Kelancaran	Pelaksanaan	Bidang	

Tugas
100% 100,000,000 63,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	jasa	layanan	angkutan	barang	dinas 12	Bulan Terpenuhinya	jasa	angkut	barang	yang	memadai 100% 18,500,000 19,425,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	koordinasi	dan	pembinaan	
pelaksanan	tugas	dengan	Pemerintah	
Kabupaten/Kota

12	Bulan Meningkatnya	koordinasi	pelaksanaan	tugas	dalam	
daerah

100% 50,000,000 52,500,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	jasa	pengamanan	kantor 12	Bulan Meningkatnya	keamanan	kantor 100% 52,200,000 17,640,000
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersedianya	jasa	jaminan	sosial 12	Bulan Meningkatnya	penyediaan	jasa	jaminan	sosial	bagi	

pegawai	honorer/tidak	tetap
100% 75,000,000 16,030,875

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang	dan	7	Cabang	ESDM Terlaksananaya	pendidikan	dan	pelatihan	formal	
di	dalam	dan	luar	NTT

12	Bulan Meningkatnya	kemampuan	SDM	di	bidang	teknis 100% 100,000,000 78,750,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 274,000,000 455,700,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas 1.	AC;	2.	Komputer;	3.	Printer;	4.	Scanner;	5.	UPS;	
6.	Hardisk	External;	7.	Speaker;	8.	Kamera.

12	Bulan Meningkatnya	penyediaan	peralatan	gedung	
kantor

100% 69,000,000 177,450,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang	dan	7	cabang	dinas Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
gedung	kantor

12	Bulan Meningkatnya	pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	
kantor

100% 160,000,000 231,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
kendaraan	dinas/operasional

12	Bulan Meningkatnya	pemeliharaan	rutin/berkala	
kendaraan	dinas/operasional

100% 30,000,000 31,500,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Terlaksanya	pemeliharaan	rutin/berkala	
peralatan	gedung	kantor

12	Bulan Terpeliharanya	peralatan	gedung	kantor 100% 15,000,000 15,750,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 20,000,000 21,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang	dan	7	Cabang	Dinas Tersusunnya	LAKIP,LKPJ,	LPPD	Laporan	Bulanan,	
Triwulan	dan	Tahunan

12	Bulan Meningkatnya	kinerja	pelayanan	sebagai	hasil	
evaluasi	kinerja	tahunan

100% 20,000,000 21,000,000

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 05 ENERGI	DAN	SUMBER	DAYA	MINERAL

Persentase	penambahan	bauran	sumber	
enerji	terbarukan	dalam	elektrifikasi	
(termasuk	biomassa	dan	gas	bumi)

15%

Persentase	penambahan	rumah	dengan	
penerangan	dari	listrik

2500	Unit

Potensi	sumber	daya	mineral	yang	
terkelola

13	Jenis

15	Kabupaten/Kota Penyediaan	Data/informasi	potensi	sumber	daya	
geologi	dan	air	tanah	serta	pengelolaannya

15	Laporan Tersedianya	Data/informasi	potensi	sumber	daya	
geologi	dan	air	tanah	serta	pengelolaannya

100% 298,000,000 310,500,000

22	Kab/kota Terlaksananya	pergub	pemanfaatan	air	tanah	dan	
pergub	pengeboran	dan	penggalian	air	tanah

1	Pergub Tersedianya	pergub	pemanfaatan	air	tanah	dan	
pergub	pengeboran	dan	penggalian	air	tanah

100% 50,000,000 350,000,000

17	Lokasi Terlaksananya	Survey	Perencanaan	
Pembangunan	Sumur	Bor

17	Dokumen Tersedianya	Survey	Perencanaan	Pembangunan	
Sumur	Bor

100% 493,000,000 1,480,000,000

10	Kabupaten/Kota Pembangunan	Sumur	Bor	Eksplorasi 10	Lokasi Terbangunnya	Sumur	Bor	Eksplorasi 100% 1,860,000,000 1,488,000,000
5	Kabupaten/	Kota Pembangunan	Sumur	Bor	Optimalisasi 5	Lokasi Terbangunnya	Sumur	Bor	Optimalisasi 100% 920,000,000 2,392,000,000

TOTAL

2.00 03 18 04 Pengembangan	agribisnis	dan	kelembagaan	
peternakan

2.00 03 18 03 Pengembangan	kesehatan	hewan	dan	kesehatan	
masyarakat	veteriner

2.00 03 18 02 Pengembangan	perbibitan	dan	produksi	ternak

19,409,608,900 18,211,738,125

2.00 05 15 01 Pengelolaan	geologi	dan	air	tanah

2.00 05 15 PROGRAM	PENINGKATAN	ENERGI	DAN	
SUMBERDAYA	MINERAL



Page	32	of	51

Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

3	Cekungan	AirTanah Penyediaan	Dokumen	Zona	Konservasi	pada	
Wilayah	Cekungan	Air	Tanah	(CAT)

3	Lokasi Tersedianya	Dokumen	Zona	Konservasi	pada	
Wilayah	Cekungan	Air	Tanah	(CAT)

100% 1,500,000,000 500,000,000

1	Cekungan	Air	Tanah Pembangunan	Unit	Sumur	Pantau 1	Lokasi Terbangunnya	Sumur	Pantau 100% 150,000,000 150,000,000
1	Kabupaten/Kota PembangunanSumur	Resapan 1	Lokasi Terbangunnya	Sumur	Resapan 100% 150,000,000 150,000,000
22	Kabupaten/Kota Penertiban,	Pengawasan	dan	Pengendalian	

pengambilan	dan	pengusahaan	air	tanah
22	Kab/kota Terlaksananya	Penertiban,	Pengawasan	dan	

Pengendalian	pengambilan	dan	pengusahaan	air	
tanah

100% 298,000,000 0

Jakarta	/	Bandung Pendidikan	dan	Pelatihan/Bimbingan	Teknis	
kepada	aparatur	Pengelola	Sumber	daya	Geologi	
dan	Air	Tanah

5	Orang Terlaksananya	Pendidikan	dan	
Pelatihan/Bimbingan	Teknis	kepada	aparatur	
Pengelola	Sumber	daya	Geologi	dan	Air	Tanah

100% 50,000,000 0

5	Kabupaten/	Kota Pembangunan	Sumur	Bor	Produksi 5	Lokasi Terbangunnya	Sumur	Bor	Produksi 100% 1,815,000,000 363,000,000
22	Kabupaten	Kota Rekomendasi	Teknis	untuk	Penerbitan	Izin	di	

Bidang	Air	Tanah
19	Rekomendasi Terlaksananya	pembuatan	Rekomendasi	Teknis	

untuk	Penerbitan	Izin	di	Bidang	Air	Tanah
100% 50,000,000 80,000,000

22	Kabupaten/Kota Pendampingan	pemberian	rekomendasi	teknis	
usaha	pertambangan

22	Kab/kota Terlaksananya	Pendampingan	pemberian	
rekomendasi	teknis	usaha	pertambangan

100% 50,000,000 0

22	Kab/Kota 1)	Pertemuan	Koordinasi/	Sinkronisasi	2)	
Penataan	data	WIUP

22	Kab/kota Tersedianya	data	WIUP 22	
Kab/kota

50,000,000 183,750,000

22	Kab/Kota Penetapan	WPR	Oleh	Gubernur 22	Kab/kota 1)Terbitnya	Ijin	Pertambangan	Rakyat;	
2)Berkurangnya	Pertambangan	Tanpa	Ijin	(PETI)

22	
Kab/kota

180,000,000 182,000,000

22	Kab/Kota Pembinaan	Pengelolaan	Usaha	Pertambangan	
mineral	dan	batubara

22	Kab/kota '1)	Sosialisasi	Regulasi	Pertambangan	di	7	wilayah	
2)	Penyusunan	PERDA	Pertambangan	Mineral	dan	
Batubara	3)	Pembinaan	Teknis	Kegiatan	Usaha	
Pertambangan	di	22	kab/kota	4)	Pembinaan	dan	
Pengawasan	Reklamasi	dan	Pascatambang	
kab/kota	5)	Pembinaan	dan	pengawasan	
pelaksanaan	tata	kelola	pengusahaan	
pertambangan	mineral	dan	batubara	kab/kota

22	
Kab/kota

300,000,000 682,000,000

Dinas	ESDM	Propinsi	NTT '1)	Rakor	Penetapan	Harga	Patokan	2)	Bimbingan	
Teknis	Penyusunan	RKAB	3)	Bimbingan	Teknis	
penyusunan	Rencana	Reklamasi	4)	Bimbingan	
Teknis	Evaluasi	RKAB	dan	Laporan	Berkala	5)	
Bimbingan	Teknis	Penyusunan	Laporan	Berkala

22	Kab/kota Terlaksananya	kegiatan	'1)	Rakor	Penetapan	Harga	
Patokan	2)	Bimbingan	Teknis	Penyusunan	RKAB	3)	
Bimbingan	Teknis	penyusunan	Rencana	Reklamasi	
4)	Bimbingan	Teknis	Evaluasi	RKAB	dan	Laporan	
Berkala	5)	Bimbingan	Teknis	Penyusunan	Laporan	
Berkala

12	
Kab/kota

100,000,000 420,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	pembinaan	dan	pengendalian	
bidang	energi	dan	sumber	daya	mineral

22	Kab/kota Tersedianya	laporan	pembinaan	dan	pengendalian	
bidang	energi	dan	sumber	daya	mineral

22	
Kab/kota

275,000,000 288,750,000

20	Kab/Kota Terlaksananya	Pengawasan	pada	Ijin	Usaha	
Pertambangan	(	IUP)	oleh	Inspektur	Tambang	
sebanyak	98	IUP

98	Lokasi Tersedianya	data	dan	laporan	Pengawasan	pada	
Ijin	Usaha	Pertambangan	(	IUP)	oleh	Inspektur	
Tambang	sebanyak	70	IUP

70	Lokasi 570,608,900 424,738,125

22	Kab/kota Pendampingan	pemeberian	rekomendasi	teknis	
perijinan	usaha	tambang

22	Kab/kota Tertibnya	perijinan 22	
Kab/kota

70,000,000 0

3	Kabupaten Terlaksananya	FS	dan	DED	PLTS	Terpusat 3	Unit Tersedianya	data	FS	dan	DED	PLTS	Terpusat 100% 500,000,000 312,000,000
5	Kabupaten Terlaksananya	Inventarisasi	potensi	dan	Instalasi	

EBT
15	Lokasi Tersedianya	data	Instalasi	EBT 100% 250,000,000 0

3	Kabupaten Terlaksananya	Pembangunan	Instalasi	Biogas 9	Unit Tersedianya	Instalasi	Biogas 100% 360,000,000 378,000,000
5	Kabupaten Terlaksananya	FS	dan	DED	PLTMH 5	Lokasi Tersedianya	data	FS	dan	DED	PLTMH 100% 400,000,000 420,000,000
8	Kabupaten Terlaksananya	Pemasangan	PLTS/SEHEN 2000	Unit Tersedianya	PLTS/SEHEN	bagi	masyarakat 100% 1,500,000,000 3,675,000,000
21	Kabupaten Terlaksananya	Pendampingan	Kegiatan	Bidang	

EBT
21	Lokasi Tersedianya	data	pendampingan	Bidang	EBT 100% 100,000,000 0

8	kabupaten Terbangunnya	lampu	jalan	umum	di	2	kabupaten	
pada	kawasan	masyarakat	tidak	mampu

8	kabupaten Terpasangnya	lampu	jalan	umum	di	2	kabupaten	
pada	kawasan	masyarakat	tidak	mampu

100% 450,000,000 157,500,000

22	kab/kota tersedianya	rekomendasi	teknis	bagi	badan	usaha	
di	bidang	ketenagalistrikan

40	Dokumen tersedianya	dokumen	rekomendasi	teknis	bagi	
badan	usaha	di	bidang	ketenagalistrikan

100% 150,000,000 157,500,000

22	kab/kota Terbangunnya	Instalasi	Sambungan	Rumah	
Masyarakat	di	22	kab/kota	di	kawasan	
masyarakat	tidak	mampu

3990	Rumah Terbangunnya	Instalasi	Sambungan	Rumah	
Masyarakat	di	22	kab/kota	di	kawasan	masyarakat	
tidak	mampu

100% 5,050,000,000 2,310,000,000

7	kabupaten	destinasi	pariwisata Terlaksananya	Survey	dan	pembangunan	Instalasi	
Sambungan	Rumah	di	7	kab	pada	destinasi	
pariwisata

500	unit Tersedianya	data	calon	penerima	kWh	meter	dan	
tersambungnya	instalasi	listrik

100% 1,050,000,000 1,000,000,000

2	kabupaten Terbangunnya	lampu	jalan	umum	di	2	kabupaten	
pada	destinasi	pariwisata

20	Unit Terpasangnya	lampu	jalan	umum	di	2	kabupaten	
pada	destinasi	pariwisata

100% 150,000,000 157,500,000

Jakarta terlatihnya	aparatur	di	bidang	ketenagalistrikan 4	Orang tersedianya	aparatur	yang	terlatih	di	bidang	
ketenagalistrikan

100% 20,000,000 42,000,000

Kupang tersedianya	dokumen	RUKD 1	Dokumen tersedianya	dokumen	naskah	akademis	RUKD 100% 150,000,000 157,500,000
22	kab/kota terlaksananya	pendampingan	pemberian	

rekomendasi	teknis	di	bidang	ketenagalistrikan
22	Kab/kota tersedianya	dokumen	pendampingan	pemberian	

rekomendasi	teknis	di	bidang	ketenagalistrikan
100% 50,000,000 0

20,880,828,900 19,793,550,000

DINAS	PERINDUSTRIAN	DAN	PERDAGANGAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,567,650,366 1,649,911,502

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Surat	Menyurat 12	Bulan Rasio	Penyediaan	Jasa	Surat	Menyurat 12	Bulan 7,300,000 7,665,000
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Komunikasi,	

Sumber	Daya	Air	dan	Listrik
12	Bulan Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Komunikasi,	

Sumber	Daya	Air	dan	Listrik
12	Bulan 171,600,000 180,180,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pemeliharaan	dan	
Perizinan	Kendaraan	Dinas/Operasional

12	Bulan Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	dan	Perizinan	
Kendaraan	Dinas/Operasional	Roda	6,	Roda	4,	
Roda	2

12	Bulan 53,440,000 56,112,000

Kota	Kupang Tersedianya	tenaga	supir 3	Orang Tersedianya	tenaga	supir 3	Orang 64,800,000 68,000,000
Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Administrasi	

Keuangan
12	Bulan Tersedianya	Jasa	Administrasi	Keuangan 12	Bulan 15,380,000 16,149,000

Kota	Kupang Tersedianya	dana	operasional	pembayaran	honor	
pengelola	keuanga

22	Orang Tersedianya	dana	operasional	pembayaran	honor	
pengelola	keuanga

22	Orang 65,790,000 69,000,000

Kota	Kupang Tersedianya	Tenaga	honor	administrasi	keuangan 11	Orang Tersedianya	Tenaga	honor	administrasi	keuangan 11	Orang 237,600,000 249,480,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	dan	alat	
Kebersihan	Kantor

12	Bulan Tersedianya	Bahan	dan	alat	Kebersihan	Kantor 12	Bulan 7,133,000 7,489,000

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	cleaning	service 11	Orang Tersedianya	jasa	cleaning	service 11	Orang 237,600,000 249,480,000
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Alat	Tulis	Kantor 12	Bulan Terlaksananya	Penyediaan	Alat	Tulis	Kantor 12	Bulan 62,226,126 65,337,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Barang	Cetakan	dan	

Penggandaan
12	Bulan Terlaksananya	Penyediaan	Barang	Cetakan	dan	

Penggandaan
12	Bulan 33,000,000 34,650,000

Kota	Kupang Tersedianya	tenaga	honor 2	Orang Tersedianya	tenaga	honor 2	Orang 43,200,000 45,360,000
Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Komponen	Instalasi	

Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor
1	Paket Tersedianya	Komponen	Instalasi	

Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor
1	Paket 12,000,000 12,600,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	
Peraturan	Perundang-undangan

12	Bulan Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

12	Bulan 8,000,000 8,400,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Makanan	dan	
Minuman

12	Bulan Tersedianya	Makanan	dan	Minuman 12	Bulan 60,000,000 63,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah Terlaksananya	Rapat-rapat	Koordinasi	dan	
Konsultasi	ke	Luar	Daerah

12	Bulan Terlaksananya	Rapat-rapat	Koordinasi	dan	
Konsultasi	ke	Luar	Daerah

12	Bulan 60,000,000 63,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pengangkutan	
Beras	dan	Barang	Dinas

12	Bulan Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Pengangkutan	
Beras	dan	Barang	Dinas

12	Bulan 31,200,000 32,760,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

12	Bulan Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

12	Bulan 60,000,000 63,000,000

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pengamanan	kantor 12	Orang Tersedianya	Jasa	Pengamanan	Kantor 12	Orang 259,200,000 276,160,000
Kota	Kupang Tersedianya	Makan	dan	Minum	untuk	

Menunjang	Pengamanan	Kantor
1	Paket Tersedianya	Makan	dan	Minum	untuk	Menunjang	

Pengamanan	Kantor
1	Paket 5,236,000 5,497,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Sosial 12	Bulan Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial 12	Bulan 32,945,240 34,592,502
0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 12	Bulan Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 12	Bulan 40,000,000 42,000,000
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 261,750,000 274,837,500

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

3	Jenis Terlaksananya	pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

3	Jenis 130,000,000 136,500,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	Kantor

1	Paket Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Gedung	
Kantor

1	Paket 25,000,000 26,250,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Kendaraan	Dinas/	Operasional

6	Unit Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Kendaraan	Dinas/	Operasional

6	Unit 57,400,000 60,270,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Perlengkapan	Gedung	Kantor

1	Paket Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Perlengkapan	Gedung	Kantor

1	Paket 19,350,000 20,317,500

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Peralatan	Gedung	Kantor

1	Paket Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/	Berkala	
Peralatan	Gedung	Kantor

1	Paket 30,000,000 31,500,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 30,000,000 31,500,000

Kota	Kupang Tersusunnya	RKA 1	Dokumen Tersusunnya	RKA 1	Dokumen 7,500,000 7,875,000
Kota	Kupang Tersusunnya	Laporan	Keuangan 1	Laporan Tersusunnya	Laporan	Keuangan 1	Laporan 7,500,000 7,875,000
Kota	Kupang Tersusunnya	Laporan	Penyelenggaraan	

Pemerintahan	Daerah
1	Laporan Tersusunnya	Laporan	Penyelenggaraan	

Pemerintahan	Daerah
1	Laporan 7,500,000 7,875,000

Kota	Kupang Tersusunnya	Laporan	Kinerja	Instansi	Pemerintah 1	Laporan Tersusunnya	Laporan	Kinerja	Instansi	Pemerintah 1	Laporan 7,500,000 7,875,000

2.00 URUSAN	PILIHAN
2.00 06 PERDAGANGAN

Volume	Ekspor 113.248	Ton

Nilai	Ekspor 27,446,739	
US	$

Cakupan	wilayah	pengambilan	data	harga	
komoditi	dalam	info	pasar	real	time

10	kab/kota

2.00 05 15 01 Pengelolaan	geologi	dan	air	tanah

TOTAL

2.00 05 15 04 Pengelolaan	ketenagalistrikan

2.00 05 15 03 Pengelolaan	energi	baru	terbarukan

2.00 05 15 02 Pengelolaan	mineral	dan	batubara

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

2,705,863,500 2,841,651,5002.00 06 15 PROGRAM	PENGEMBANGAN	PERDAGANGAN	DAN	
PERIDUSTRIAN

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor
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Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

Jumlah	kelompok	industri	garam 102	unit
10	Kab/Kota Terlaksananya	Pengambilan	Data	Harga	

Kebutuhan	Pokok	Masyarakat	di	Pasar	Tradisional
10	Kab/kota Tersedianya	Data	Harga	Kebutuhan	Pokok	

Masyarakat	di	Pasar	Tradisional
10	
Kab/kota

102,560,000 107,688,000

kota	Kupang Tersedianya	Sistem	Informasi	Perdagangan 1	Aplikasi Tersedianya	Data	Harga	Kebutuhan	Pokok	secara	
real	time

1	Aplikasi 110,933,000 116,479,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengambilan	Data	Stock	Barang	
Kebutuhan	Pokok	untuk	Prognosa	secara	Periodik

1	Laporan Terlaksananya	Penyusunan	Prognosa	Kebutuhan	
Pokok	Masyarakat

1	Laporan 96,475,000 101,298,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengambilan	Data	Indag 1	Laporan Terlaksananya	Pengambilan	Data	Indag 1	Laporan 125,000,000 131,250,000
Kota	Kupang,	Kab.	Sikka Terlaksananya	Pasar	Murah	Bersubsidi	di	

Kabupaten/Kota
9000	Paket Terlaksananya	Pasar	Murah	Bersubsidi	di	2	

Kab/Kota
9000	Paket 518,166,000 544,574,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Antar	Instansi	
terkait	Perdagangan	Antar	Pulau

4	Laporan Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Antar	Instansi	
terkait	Perdagangan	Antar	Pulau

4	Laporan 66,282,000 69,596,000

Kab.	TTS Terlaksananya	Fasilitasi	Pengembangan	Produk	
Ekspor	Daerah

2	UKM Terlaksananya	Fasilitasi	Pengembangan	Produk	
Ekspor	Daerah

2	UKM 52,192,000 54,801,000

Kab.	Rote	Ndao,	Sumba	Barat	dan	Ende Terlaksananya	Diseminasi	Kebijakan	Perdagangan	
Luar	Negeri	di	Daerah

150	Orang Terlaksananya	Diseminasi	Kebijakan	Perdagangan	
Luar	Negeri	di	Daerah

150	Orang 109,041,000 114,493,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Koordinasi	Antar	Stakeholder	
dalam	rangka	Peningkatan	Ekspor	dan	
Pengendalian	Impor

4	Laporan Adanya	Koordinasi	Antar	Stakeholder	dalam	
rangka	Peningkatan	Ekspor	dan	Pengendalian	
Impor

4	Laporan 82,840,000 86,982,000

Kab.	TTU	dan	Lembata Terlaksananya	Pelatihan	Standardisasi	Produk	
Orientasi	Ekspor

40	Orang Terlaksananya	Pelatihan	Standardisasi	Produk	
Orientasi	Ekspor

40	Orang 72,910,000 76,555,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Temu	Bisnis 100	UKM Terlaksananya	Temu	Bisnis 100	UKM 71,805,000 75,395,000
Jakarta Terlaksananya	Pameran	Jakarta	Fashion	and	Food	

Festival
1	Keg Terlaksananya	Pameran	Jakarta	Fashion	and	Food	

Festival
1	Keg 228,224,000 239,635,000

Jakarta Terlaksananya	Pameran	Inacraft 1	Keg Terlaksananya	Pameran	Inacraft 1	Keg 81,880,000 85,974,000
Kota	Kupang Terlaksananya	Pelatihan	Pemasaran	Online 20	UKM Terlaksananya	Pelatihan	Pemasaran	Online 20	UKM 40,000,000 42,000,000
22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengawasan	Makanan,	Minuman	

dan	Obat-obatan	Kedaluarsa
660	UKM Terlaksananya	Pengawasan	Makanan,	Minuman	

dan	Obat-obatan	Kedaluarsa
660	UKM 262,762,000 275,900,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengawasan	Barang	Wajib	SNI,	
Label	Petunjuk	Manual	dan	Kartu	Garansi

330	UKM Terlaksananya	Pengawasan	Barang	Wajib	SNI,	
Label	Petunjuk	Manual	dan	Kartu	Garansi

330	UKM 106,028,000 111,329,000

Kota	Kupang,	Kab.	Sikka,	Ende,	Manggarai	
Barat,	Sumba	Timur

Terlaksananya	Pengawasan	Jasa 30	UKM Terlaksananya	Pengawasan	Jasa 30	UKM 25,618,500 26,899,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengawasan	Distribusi	
Perdagangan	dan	Gudang	Penyimpanan

660	UKM Terlaksananya	Pengawasan	Distribusi	Perdagangan	
dan	Gudang	Penyimpanan

660	UKM 207,430,000 217,801,500

Kota	Kupang Terlaksananya	Penegakan	Hukum	Bidang	
Perdagangan

4	Paket Terlaksananya	Penegakan	Hukum	Bidang	
Perdagangan

4	Paket 56,172,000 58,980,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Belu,	Manggarai	
Timur,	Nagekeo,	Ende,	Lembata,	Sumba	Barat	
Daya

Terlaksananya	Pendataan,	Pembinaan	dan	
Pengawasan	Pasar	Tertib	Ukur

8	Lokasi Terlaksananya	Pendataan,	Pembinaan	dan	
Pengawasan	Pasar	Tertib	Ukur

8	Lokal 83,841,000 88,033,000

Kota	Kupang Tersedianya	Tenaga	Laboratorium 2	Orang Tersedianya	Tenaga	Laboratorium 2	Orang 43,200,000 45,360,000
Kab.	Belu,	Manggarai	Barat,	Sumba	Timur Terlaksananya	Sosialisasi	Pembentukan	BPSK 150	Orang Terlaksananya	Sosialisasi	Pembentukan	BPSK 150	Orang 112,504,000 118,129,000
Kota	Kupang,	Kab.	Sikka Terlaksananya	Edukasi	Konsumen 100	Orang Terlaksananya	Edukasi	Konsumen 100	Orang 50,000,000 52,500,000

2.00 07 PERINDUSTRIAN
Volume	Ekspor 113.248	Ton

Nilai	Ekspor 27,446,739	
US	$

Cakupan	wilayah	pengambilan	data	harga	
komoditi	dalam	info	pasar	real	time

10	kab/kota

Jumlah	kelompok	industri	garam 102	unit
Kab.	Kupang,	Sikka,	Ngada Terlaksananya	Standardisasi	Pengolahan	

Minuman	Tradisional	Beralkohol	bagi	IKM
30	Orang Terlaksananya	Standardisasi	Pengolahan	Minuman	

Tradisional	Beralkohol	bagi	IKM
30	Orang 160,379,000 250,396,000

Kab.	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Bengkel	Logam	
Bolok

12	Bulan Terlaksananya	Pemeliharaan	Bengkel	Logam	Bolok 12	Bulan 38,151,500 40,059,000

Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Lembata Terlaksananya	Fasilitasi	Legalitas	Usaha	dan	
Legalitas	Produk	Kelor

40	Sertifikat Terlaksananya	Fasilitasi	Legalitas	Usaha	dan	
Legalitas	Produk	Kelor

40	
Sertifikat

159,720,000 167,706,000

Kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	Penyusunan	Rancangan	Perda	
Rencana	Pembangunan	Industri	Provinsi	(RPIP)	
NTT

1	Perda Terlaksananya	Penyusunan	Rancangan	Perda	
Rencana	Pembangunan	Industri	Provinsi	(RPIP)	NTT

1	Perda 0 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengawasan	dan	Pengendalian	
Legalitas	Usaha	Industri

44	UKM Terlaksananya	Pengawasan	dan	Pengendalian	
Legalitas	Usaha	Industri

44	UKM 126,198,000 132,507,000

Jakarta Terlaksananya	Diklat	PPNS	Industri	bagi	Pembina	
Industri

2	Orang Terlaksananya	Diklat	PPNS	Industri	bagi	Pembina	
Industri

2	Orang 25,960,000 27,258,000

Jawa	Timur Terlaksananya	Diklat	Garam	bagi	Pembina	
Industri

2	Orang Terlaksananya	Diklat	Garam	bagi	Pembina	Industri 2	Orang 33,788,000 35,477,000

Jakarta Terlaksananya	Diklat	Fungsional	Dasar	bagi	
Penyuluh	Perindustrian

2	Orang Terlaksananya	Diklat	Fungsional	Dasar	bagi	
Penyuluh	Perindustrian

2	Orang 25,960,000 27,258,000

Jawa	Timur Terlaksananya	Diklat	Desain	Kemasan	bagi	
Pembina	Industri

2	Orang Terlaksananya	Diklat	Desain	Kemasan	bagi	
Pembina	Industri

2	Orang 25,960,000 27,258,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang Tersedianya	Dokumen	Feasibility	Study	(FS)	dan	
Detail	Engineering	Design	(DED)	Pembangunan	
Pabrik	Pengolahan	Garam	Beryodium

2	Dokumen Tersedianya	Dokumen	Feasibility	Study	(FS)	dan	
Detail	Engineering	Design	(DED)	Pembangunan	
Pabrik	Pengolahan	Garam	Beryodium

2	Dokumen 0 0

Kab.	Kupang Terlaksananya	Pembangunan	Pabrik	Pengolahan	
Garam	Beryodium

1	Gedung Terlaksananya	Pembangunan	Pabrik	Pengolahan	
Garam	Beryodium

1	Gedung 2,122,066,234 0

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang Terlaksananya	Bimtek	Fortifikasi	Garam	
Beryodium

2	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Fortifikasi	Garam	Beryodium 2	
Kelompok

91,688,000 96,272,400

Kab.	Kupang,	TTS,	TTU,	Lembata Terlaksananya	Bimtek	Pengolahan	Aneka	Produk	
dari	Kelor	bagi	IKM

4	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Pengolahan	Aneka	Produk	
dari	Kelor	bagi	IKM

4	
Kelompok

139,877,000 146,870,850

Kota	Kupang,	Sikka,	Ngada,	Manggarai,	Sumba	
Barat,	Sumba	Tengah,	Sabu	Raijua,	Jakarta

Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pembangunan	Industri	Garam,	Kelor	dan	
Minuman	Tradisional	Beralkohol

3	Dokumen Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pembangunan	Industri	Garam,	Kelor	dan	Minuman	
Tradisional	Beralkohol

3	Dokumen 97,352,000 102,219,600

Kab.	Ngada,	Manggarai,	Manggarai	Timur,	
Manggarai	Barat,	Sumba	Barat	Daya,	Sumba	
Barat,	Sumba	Tengah,	Sumba	Timur

Terlaksananya	Layanan	Alsintan 8	Kabupaten Terlaksananya	Layanan	Alsintan 8	
Kabupaten

108,027,000 113,428,000

Kab.	Sikka,	Flores	Timur Terlaksananya	Bimtek	Konstruksi	Logam 2	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Konstruksi	Logam 2	
Kelompok

136,031,000 142,832,500

Jakarta Terlaksananya	Fasilitasi	Pemasaran	Produk	
melalui	Pameran	Industri

3	Keg Terlaksananya	Fasilitasi	Pemasaran	Produk	melalui	
Pameran	Industri

3	Keg 500,000,000 940,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Bimtek	Desain	Kemasan	Kreatif	
dan	Inovatif

1	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Desain	Kemasan	Kreatif	dan	
Inovatif

1	
Kelompok

46,541,000 48,868,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pembangunan	Industri	Pakan	Ternak	dan	
Pengolahan	Ikan

2	Dokumen Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pembangunan	Industri	Pakan	Ternak	dan	
Pengolahan	Ikan

2	Dokumen 145,306,500 205,071,825

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	DED	Pembangunan	
Pabrik	Pengolahan	Pakan	Ternak

1	Dokumen Terlaksananya	Penyusunan	DED	Pembangunan	
Pabrik	Pengolahan	Pakan	Ternak

1	Dosis 82,391,000 86,510,550

Kab.	Kupang,	TTS,	TTU Terlaksananya	Bimtek	Industri	Pengolahan	Pakan	
Ternak

4	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Industri	Pengolahan	Pakan	
Ternak

4	
Kelompok

112,359,000 117,976,950

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	Belu Terlaksananya	Fasilitasi	Sertifikasi	PKP,	PIRT,	
Halal,	SNI	dan	MD

30	Sertifikat Terlaksananya	Fasilitasi	Sertifikasi	PKP,	PIRT,	Halal,	
SNI	dan	MD

30	
Sertifikat

174,394,000 130,613,700

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang Terlaksananya	Fasilitasi	Repacking	dan	re-
branding	Industri	Pengolahan	Ikan

4	Kelompok Terlaksananya	Fasilitasi	Repacking	dan	re-branding	
Industri	Pengolahan	Ikan

4	
Kelompok

211,579,000 222,157,950

Kota	Kupang Terlaksananya	Sosialiasi	Penerapan	Standardisasi	
Produk	Industri

40	Orang Terlaksananya	Sosialiasi	Penerapan	Standardisasi	
Produk	Industri

40	Orang 66,338,000 69,654,900

Kota	Kupang Terlaksananya	Workshop	Kemitraan	Industri	
Kecil,	Industri	Menengah,	Industri	Besar	dan	
Sektor	Ekonomi	Lainnya

3	Kali Terlaksananya	Workshop	Kemitraan	Industri	Kecil,	
Industri	Menengah,	Industri	Besar	dan	Sektor	
Ekonomi	Lainnya

3	Kali 49,312,000 51,777,600

22	Kab/Kota Terlaksananya	Penyusunan	Data	Industri	NTT 1	Dokumen Terlaksananya	Penyusunan	Data	Industri	NTT 1	Dokumen 163,792,000 171,981,600

Kab.	Sikka,	Jakarta Terlaksananya	Rapat-rapat	Koordinasi	Bidang	
Perindustrian	dan	Perdagangan

2	Keg Terlaksananya	Rapat-rapat	Koordinasi	Bidang	
Perindustrian	dan	Perdagangan

2	Keg 50,000,000 78,750,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Pelaksanaan	Kegiatan	Pemberdayaan	Industri

1	Laporan Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Pelaksanaan	Kegiatan	Pemberdayaan	Industri

1	Laporan 70,000,000 126,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Promosi	Produk	Industri	pada	
Pameran	Pembangunan	HUT	Kemerdekaan	RI

1	Keg Terlaksananya	Promosi	Produk	Industri	pada	
Pameran	Pembangunan	HUT	Kemerdekaan	RI

1	Keg 61,395,000 64,464,750

2.00 07 16 PROGRAM	NTT	BANGKIT Persentase	pertumbuhan	produksi	garam 20% 1,587,939,900 1,588,586,895
Kab.	Belu,	Kab.	Flores	Timur,	Sikka,	Ngada,	
Sumba	Barat	Daya,	Sumba	Tengah,	Sabu	Raijua

Terlaksananya	Pelatihan	Kewirausahaan 140	Orang Terlaksananya	Pelatihan	Kewirausahaan 140	Orang 381,160,000 400,218,000

Kab.	Belu,	Kab.	Flores	Timur,	Sikka,	Ngada,	
Sumba	Barat	Daya,	Sumba	Tengah,	Sabu	Raijua

Terlaksananya	FGD	Pariwisata	Estate 1	Dokumen Terlaksananya	FGD	Pariwisata	Estate 1	Dokumen 75,000,000 0

Kab.	Kupang,	TTS,	Ende,	Sumba	Timur,	Flores	
Timur

Terlaksananya	Bimtek	Industri	Pengolahan	TTG	di	
Lokasi	Pariwisata	Estate

5	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Industri	Pengolahan	TTG	di	
Lokasi	Pariwisata	Estate

5	
Kelompok

456,262,500 479,075,625

Kab.	TTS,	Flores	Timur,	Sumba	Barat,	Rote	Ndao Terlaksananya	Fasilitasi	Pembangunan	Sentra	
Industri	Kecil	dan	Industri	Menengah	(SIKIM)

1	Dokumen Terlaksananya	Fasilitasi	Pembangunan	Sentra	
Industri	Kecil	dan	Industri	Menengah	(SIKIM)

1	Dokumen 295,440,000 310,212,000

Kab.	TTS,	Ende,	Sumba	timur Terlaksananya	Bimtek	Industri	Kreatif	di	Lokasi	
Pariwisata	Estate

3	Kelompok Terlaksananya	Bimtek	Industri	Kreatif	di	Lokasi	
Pariwisata	Estate

3	
Kelompok

236,294,400 248,109,120

Kab.	Ende,	Sumba	Timur Terlaksananya	Fasilitasi	HAKI	untuk	Produk	Tenun	
Ikat

2	Sertifikat Terlaksananya	Fasilitasi	HAKI	untuk	Produk	Tenun	
Ikat

2	Sertifikat 143,783,000 150,972,150

11,177,769,000 10,009,857,572

INSPEKTORAT	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 641,854,000 624,290,415

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kupang Jumlah	surat	yang	terkirim	dalam	1	tahun 110	Buah Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 5,500,000 6,050,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kupang Tersedianya	komponen	instalasi	listrik	dan	
penerangan	bangunan	kantor

7	Unit Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 133,000,000 146,300,000

2,705,863,500 2,841,651,5002.00 06 15 PROGRAM	PENGEMBANGAN	PERDAGANGAN	DAN	
PERIDUSTRIAN

5,024,565,234 3,623,370,1752.00 07 15 PROGRAM	PENGEMBANGAN	PERDAGANGAN	DAN	
PERIDUSTRIAN

2.00 06 15 02 Perlindungan	konsumen	dan	tertib	niaga

2.00 06 15 01 Pengembangan	perdagangan

2.00 07 16 01 Pengembangan	perdagangan	di	pariwisata	estate

2.00 07 15 02 Pengembangan	sarana	prasarana	dan	
pemberdayaan	industri

2.00 07 15 01 Pembangunan	sumber	daya	industri

TOTAL

2.00 07 16 02 Pengembangan	perindustrian	di	pariwisata	estate
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Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas

9	Unit Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 22,000,000 24,200,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	administrasi	Penatausahaan	
Keuangan

12	Orang Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 66,000,000 72,600,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	jasa	dan	tenaga	kebersihan	kantor 1	Paket Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 39,036,741 42,940,415

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 1	Paket Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 49,000,000 53,900,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	Barang	cetak	dan	Penggandaan	: 1	Paket Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 23,000,000 25,300,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	komponen	instalasi	listrik	dan	
penerangan	bangunan	kantor

1	Set Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 3,000,000 3,300,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Jumlah	buletin	surat	kabar	yang	dibutuhkan	: 2	Jenis Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 2,000,000 2,200,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	Makan	dan	Minum	rapat,tamu	dan	
harian

12	Bulan Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 68,317,259 48,400,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Pusat Terlaksananya	kegiatan	Rapat	koordinasi	dan	
konsultasi

12	Kali Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 100,000,000 55,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	Layanan	angkutan	beras	dan	barang	
dinas

12	Bulan Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 8,000,000 8,800,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kabupaten/	Kota Terlaksananya	koordinasi	dankonsultasi	dalam	
daerah

22	Wilayah Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 50,000,000 55,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	layanan	keamanan	kantor 3	Orang Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 68,000,000 74,800,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Tersedianya	jaminan	kesehatan	dan	
ketenagakerjaan	bagi	tenaga	honor

6	Orang Terlaksananya	Peningkatan	pelaksanaan	
operasional	perkantoran

100% 5,000,000 5,500,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 288,600,000 193,050,000

Kota	Kupang Tersedianya	Printer 6	Unit Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 18,000,000 6,600,000

Kota	Kupang Tersedianya	Rak	Arsip 2	Unit Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 2,600,000 0

Kota	Kupang Tersedianya	kursi	rapat 100	Buah Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 45,000,000 24,750,000

Kota	Kupang Tersedianya	CCTV 1	Paket Pelaksanaan	operasional	unit	yang	baik	dan	efektif 100% 35,000,000 0

Kota	Kupang Tersedianya	fasilitas	SIM	HP 1	Paket Pelaksanaan	operasioal	kantor	bejalan	baik	dan	
efektif

100% 30,000,000 0

Kota	Kupang Tersedianya	pagar	belakang	dan	areal	parkir 1	Paket Pelaksanaan	operasional	kantor	yang	baik	dan	
efektif

100% 25,000,000 27,500,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	prasarana	kantor 1	Paket Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 22,000,000 12,100,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terawatnya	Kendaraan	Dinas	Roda	2	dan	Roda	4 9	Unit Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 90,000,000 99,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terawatnya	peralatan	kantor 1	Unit Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 10,000,000 11,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terawatnya	Peralatan	Kantor 12	Unit Pelaksanaan	operasional	unit	berjalan	baik	dan	
efektif

100% 11,000,000 12,100,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 25,000,000 27,500,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersusunnya	LAKIP	Inspektorat	TA.2018,	Laporan	
Bulanan	dan	laporan	Triwulan	2018

3	Laporan Terukurnya	tingkat	keberhasilan	pelaksanaan	
kegiatan	Inspektorat	Provinsi	NTT

100% 21,000,000 23,100,000

0.00 00 06 06 Penyusunan	rencana	kerja	(RENJA)	pemerintah	
daerah

Kota	Kupang Tersedianya	Rencana	Kerja	Inspektorat	Daerah	
Provinsi	NTT

1	Dokumen Meningkatnya	kinerja	aparatur 100% 4,000,000 4,400,000

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 01 PENGAWASAN

Opini	BPK WTP	
Predikat

Indeks	Perilaku	Anti	Korupsi 2
Jumlah	Perangkat	Daerah	Provinsi	yang	
dilakukan	pembinaan	dan	pengawasan

38	Laporan

22	Kabupaten/	Kota Terlaksananya	Pengawasan	SMA/	SMK/	SLB	di	22	
Kabupaten/	Kota

176	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 2,060,000,000 2,156,000,000

Provinsi Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Kepegawaian	
Tingkat	Provisi

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Provinsi Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	
Percepatan	TLHP	temuan	BPK	dan	APIP	pada	PD	
Prov.NTT	semester	1	dan	2

2	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	Efektif	dan	
Efisien

100	
Laporan

300,000,000 220,000,000

Provinsi Terlaksananya	Peningkatan	Kapabilitas	APIP	level	
3

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Provinsi Terlaksananya	Penilaian	Zona	Integritas	pada	PD	
Provinsi

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintah	daerah	yang	efektif	
dan	efisien

100% 30,000,000 33,000,000

Provinsi Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	SPIP	pada	
PD	Prov.NTT

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Provinsi Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	LHKPN	
Lingkup	Pemda	Provinsi

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Jakarta Terlaksananya	Pemeriksaan	pada	Kantor	
Penghubung	NTT	di	Jakarta

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 50,000,000 55,000,000

Provinsi Terlaksananya	Pemeriksaan	Kinerja	Tingkat	
Provinsi

78	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	Efektif	dan	
Efisien

100% 350,000,000 330,000,000

22	Kabupaten/	Kota Terlaksananya	Pemeriksaan	Kinerja	Tingkat	
Kabupate/	Kota

110	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 2,500,000,000 2,750,000,000

21	Kabupaten Terlaksananya	Pemeriksaan	Fisik	APBD	Provinsi	di	
Kabupaten

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintah	daerah	yang	efektif	
dan	efisien

100% 929,500,000 1,022,450,000

Provinsi Terlaksananya	Fasilitasi	Penyusunan	Neraca,	LRA	
dan	CaLK	serta	penutupan	BKU	pada	PD	Prov.NTT

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 40,000,000 44,000,000

22	Kabupaten/	Kota Terlaksananya	distribusi	LHP	Inspektorat	
Prov.NTT	pada	22	Kabupate/	Kota

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 70,000,000 77,000,000

Kabupaten/	Kota Terlaksananya	Rapat	pemutakhiran	data	TLHP	
Inspektorat	Daerah	Prov.NTT	semester	1	dan	2

2	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 170,000,000 165,000,000

Jakarta Terlaksananya	Rapat	Pra	Pemutakhiran	Data	
TLHP	Itjen	Kemendagri	dan	Kementerian	Teknis	di	
Jakarta

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	Efektif	dan	
Efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Jakarta Terlaksananya	Rapat	Pemutakhiran	data	TLHP	
Itjen	Kemendagri	dan	Kementerian	Teknis	di	
Jakarta

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Jakarta Terlaksananya	Koordinasi	Pengawasan	Tingkat	
Nasional	di	Jakarta

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 30,000,000 33,000,000

Jakarta Terlaksananya	koordinasi	dalam	rangka	
Penyusunan	PKPT/Pra	Rakorwas	dengan	Itjen	
Kemendagri

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 30,000,000 33,000,000

Provinsi Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Pengawasan	
Tingkat	Provinsi

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	Efektif	dan	
Efisien

100% 93,000,000 102,300,000

Provinsi AdanyaLaporan	atas	Hasil	Pemeriksaan	atas	
kasus/khusus	pengaduan	masyarakat/pejabat	
berwenang	tingkat	provinsi	dan	kabupaten/kota

66	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 450,000,000 495,000,000

Kabupaten/	Kota Terlaksananya	pelaksanaan	Pemeriksaan	atas	
kasus/	khusus	pengaduan	masyarakat/	pejabat	
berwenang	tingkat	kabupaten/	kota

3	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 100,000,000 110,000,000

22	Kabupaten/	kota Terlaksananya	Pengawasan	Penanganan	Kasus	
Pengaduan	Masyarakat	(Kegiatan	Saber	Pungli)

25	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	Efektif	dan	
Efisien

100% 250,000,000 275,000,000

Provinsi Terlaksananya	Reviu	Dokumen	LKPPD	Provinsi 1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 20,000,000 22,000,000

Provinsi Adanya	Reviu	Laporan	Keuangan	Pemda	Prov.	
NTT

1	Laporan Meningkatnya	kinerja	aparatur 100% 30,000,000 22,000,000

Provinsi Adanya	Laporan	Reviu	RKA	pada	PD	Prov.NTT 1	Laporan Meningkatnya	kinerja	aparatur 100% 30,000,000 22,000,000
Provinsi Terlaksananya	Reviu	Dokumen	Perencanaan	

Pembangunan	Daerah	(RPJMD,	PKPD,	KUAPPAS,	
RENJA,	RENSTRA)

5	Laporan Meningkatnya	kinerja	aparatur 100	
Laporan

80,000,000 88,000,000

Provinsi Tersedianya	Laporan	Verifikasi	Output	
Penyelesaian	Kegiatan	DAK	Fisik

3	Laporan Meningkatnya	Kinerja	Aparatur 100	
Laporan

45,000,000 22,000,000

Provinsi Terlaksananya	Reviu	Laporan	Kinerja	Instansi	
Pemerintah

1	Laporan Meningkatnya	Kinerja	Aparatur 100% 20,000,000 22,000,000

22	Kabupaten/	Kota Terlaksananya	Evaluasi	atas	Penyelenggaraan	
Pemerintahan	Daerah	di	Kabupaten/Kota

22	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 1,000,000,000 1,100,000,000

Kabupaten/	Kota Terlaksananya	PemeriksaanAkhir	Masa	Jabatan	
Kepala	Daerah

3	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 324,000,000 356,400,000

Provinsi Terlaksananya	Evaluasi	SAKIP	pada	PD	Prov.	NTT 39	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	Efektif	dan	
Efisien

100% 150,000,000 165,000,000

Kabupaten/	Kota Terlaksananya	Evaluasi	SAKIP	pada	
Kabupaten/Kota

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 60,000,000 66,000,000

Provinsi Terlaksananya	Penilaian	Mandiri	Reformasi	
Birokrasi

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintah	daerah	yang	efektif	
dan	efisien

100% 20,000,000 22,000,000

22	Kabupaten/	Kota Terlaksananya	Survei	Penilaian	Integritas	Komisi	
Pemberantasan	Korupsi

1	Laporan Penyelenggaraan	Pemerintahan	yang	efektif	dan	
efisien

100% 250,000,000 275,000,000

Pusat/	Provinsi Terlaksananya	Diklat	Penjenjangan	dan	Substantif	
Pejabat	Fungsional	Auditor	dan	P2UPD

10	Orang Meningkatnya	Kompetensi	dan	Jumlah	Tenaga	
Fungsional	Auditor	dan	P2UPD

100% 100,000,000 110,000,000

Pusat Terlaksananya	Diklat	Pembentukan	Pejabat	
Fungsional	Auditor	dan	P2UPD

2	Orang Meningkatnya	jumlah	Tenaga	Fungsional	Auditor	
dan	P2UPD

100% 50,000,000 55,000,000

3.00 01 15 PROGRAM	PENINGKATAN	SISTEM	PENGAWASAN	
INTERNAL

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor

3.00 01 15 02 Pemeriksaan	dengan	tujuan	tertentu

10,380,150,000

3.00 01 15 01 Peningkatan	kualitas	pengawasan	internal

9,751,500,000

3.00 01 15 05 Peningkatan	kapasitas	pemeriksaan	dan	aparatur	
pengawas

3.00 01 15 04 Pengendalian	manajemen	pelaksanaan	kebijakan	
kepala	daerah

3.00 01 15 03 Reviu	dokumen	perencanaan	dan	penganggaran
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10,706,954,000 11,224,990,415

BADAN	PERENCANAAN	PEMBANGUNAN,	PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 2,060,493,200 2,070,517,983

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedianya	administrasi	surat	menyurat 12	Bulan Terlaksananya	Pelayanan	Administrasi	Perkantoran 100% 26,967,000 28,315,350

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	sarana	komunikasi,	sumber	daya	air	
dan	listrik

12	Bulan Terlaksananya	Operasional	Perkantoran	Yang	Baik	
dan	Efektif

100% 432,260,000 353,873,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	tenaga	sopir/pengemudi 8	Unit Terlaksananya	Operasional	Perkantoran	Yang	Baik	
dan	Efektif

100% 98,900,000 103,845,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terselenggaranya	administrasi	keuangan 12	Bulan Terlaksananya	Operasional	Perkantoran	Yang	Baik	
dan	Efektif

100% 392,580,000 412,209,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	petugas	kebrsihan	gedung	kantor,	
tersedianya	peralatan	gedung	kantor	dan	
tersedianya	bahan	pemberish

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 125,630,600 131,912,130

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	kebutuhan	alat	tulis	kantor 12	Bulan Terwujudnya	Kelancaran	Pelayanan	dan	
Penyelesaian	Administrasi	Perkantoran

100% 49,944,000 52,441,200

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	barang	centakan	dan	pengandaan 2	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 55,084,000 57,838,200

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	komponen	instalasi	
listrik/penerangan

1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 15,600,000 16,380,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-Undangan

2	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 26,716,000 28,051,923

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	makanan	dan	minuman	rapat	dan	
tamu

2	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 62,000,000 65,100,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kota	Kupang Terlaksananya	kegiatan	rapat	koordinasi	dan	
konsultasi

1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 125,000,000 131,250,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	layanan	angkutan	beras	dan	barang	
dinas

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 31,720,000 33,306,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kupang Terlaksananya	sinergitas	program	dan	kegiatan 1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 375,000,000 393,750,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	tenaga	pengamanan	kantor 12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 62,200,000 65,310,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Tersedianya	iuran	jaminan	kesehatan	dan	iuran	
jaminan	ketenagakerjaan

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 20,891,600 21,936,180

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang,Jakarta,Yogyakarta,	Bogor,	
Bandung	dan	Makassar

Terselenggaranya	pendidikan	dan	pelatihan	
formal

1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	adminstrasi	perkantoran	
selama	12	bulan

100% 160,000,000 175,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 527,575,000 695,263,800

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Peralatan	Kantor	yang	Memadai 1	Paket Terlaksananya	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Aparatur

100% 46,719,000 271,215,000

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Kota	Kupang Tersedianya	Meubelair	Kantor	yang	Memadai 1	Paket Terlaksananya	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Aparatur

100% 97,000,000 21,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terpeliharanya	gedung	kantor 1	Paket Tercapainya	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Aparatur

100% 115,000,000 120,750,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terpeliharanya	kendaraan	dinas	operasional 1	Paket Tercapainya	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Aparatur

100% 133,556,000 140,233,800

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terpeliharanya	peralatan	gedung	kantor 1	Paket Tercapainya	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Aparatur

100% 79,300,000 83,265,000

0.00 00 02 30 Pemeliharaan	rutin/berkala	jaringan Kota	Kupang Terpeliharanya	sisitem	aplikasi	e-planning 1	Paket Tercapainya	Peningkatan	Sarana	dan	Prasarana	
Aparatur

100% 56,000,000 58,800,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 151,339,000 122,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersusunnya	Lakip,	LPPD	&	LKPJ	PD,	Waskat,	
Budaya	Kerja,	Laporan	Bulanan,	Laporan	Triwulan	
dan	Laporan	Tahunan	serta	Renja	dan	Renja	
Perubahan

1	Paket Terciptanya	Laporan	KInerja	Keuangan	yang	baik 100% 151,339,000 122,000,000

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 02 PERENCANAAN	PEMBANGUNAN

Persentase	hasil	penelitian	yang	dipakai	
dalam	pembangunan	daerah

100%

Persentase	ketersediaan	data	dan	
informasi	perencanaan	pembangunan	
daerah

70%

Persentase	kesesuaian	program-program	
strategis	antara	dokumen	perencanaan	
kab/kota,	provinsi	dan	nasional

65%

Persentase	partisipasi	publik	dalam	
perencanaan	pembangunan	daerah	(data	
terpilah	gender)

60%

Persentase	pencapaian	pelaksanaan	
program/kegia	tan	tahunan	dengan	
sasaran	RPJMD

75%

Kota	Kupang Terlaksananya	Asistensi,	Sinkronisasi	dan	
Koordinasi	Perencanaan	subbidang	pemerintahan	
dan	Politik

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Capaian	Kinerja	Perangkat	Daerah	Lingkup	
Subbidang	pemerintah	dan	politik

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 10,000,000 11,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Konsultasi	dan	koordinasi	
Perencanaan	Pembangunan	Bidang	
Pemerintahan	dan	Politik	dengan	Pusat	dan	
Kab/Kota

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 100,000,000 110,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Evaluasi	Penerapan	E-gov	di	
lingkup	pemerintahan	Provinsi	NTT

39	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 12,500,000 13,125,000

Kota	Kupang Terlaksananya	evaluasi	Pemenuhan	standar	
pelayanan	minimal	(SPM)	Ketentraman,	
ketertiban	umum	dan	perlindungan	masyarakat

1	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Asistensi,	Sinkronisasi	dan	
Koordinasi	Perencanaan	subbidang	
Kesejahteraan	Sosial	dan	Budaya

8	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Capaian	Kinerja	Perangkat	Daerah	Lingkup	
Subbidang	Kesejahteraan	Sosial	dan	Budaya

8	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 10,000,000 11,000,000

22	Kab/	Kota Terlaksananya	konsultasi	dan	koordinasi	
perencanaan	pembangunan	lingkup	sub	bidang	
pemerintahan	dan	politik	dengan	pusat	dan	
kab/kota

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 100,000,000 110,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Evaluasi	Pemenuhan	Standar	
Pelayanan	Minimal	lingkup	Sosial	(5	SPM)

2	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 20,000,000 25,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Dokumen	Rencana	
Aksi	Daerah	Percepatan	Penunggalangan	
Kemismikinan	Provinsi	NTT

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 50,000,000 52,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Laporan	Kondisi	
Kemiskinan	Semester	dan	Tahunan

3	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 5,000,000 5,250,000

22	Kab/	Kota Terlaksananya	Evaluasi	Rencana	aksi	
Penanggulangan	kemiskinan	22	kabupaten	/	kota

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 100,000,000 150,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	laporan	Triwulanan	
Sekretariat	TKPKD

20	Buku Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 10,000,000 10,500,000

Kota	Kupang Tersedianya	Dokumen	Kesesuaian	Sasaran	
Penerima	Program	Pemberdayaan	Masyarakat,	
bansos	dan	Penanggulangan	Kemiskinan	dengan	
Basis	Data	Terpadu	(BDT)	Program	
Penanggulangan	Kemiskinan

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 25,000,000 26,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Kelompok	Kerja	dan	
kelompok	Program	TKPK	Provinsi

4	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 8,000,000 8,400,000

Kota	Kupang Tersedianya	Laporan	pelaksanaan	
penanggulangan	kemiskinan	daerah	(LP2KD)	
Provinsi	NTT

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 25,000,000 26,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	dan	Rapat	Pokja	
/	Sekretariat	SDGs	Tingkat	Provinsi	NTT

6	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 20,000,000 21,000,000

Kota	Kupang Tersedianya	Dokumen	Persebaran	fasilitas	
kesehatan	berbasis	desa/	kelurahan

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 40,000,000 42,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Asistensi	dan	Koordinasi	
Perencanaan	subbidang	Pengembangan	Sumber	
Daya	Manusia

7	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Capaian	Kinerja	perangkat	daerah	lingkup	
subbidang	Pengembangan	Sumber	Daya	Manusia

7	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 10,000,000 11,000,000

22	Kab/	Kota Terlaksananya	Konsultasi	dan	koordinasi	
perencanaan	pembangunan	lingkup	Sub	Bidang	
Pengembangan	Sumberdaya	dengan	pusat	dan	
kab/kota

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 100,000,000 110,000,000

TOTAL

11,824,655,470

3.00 02 15 01 Perencanaan	pembangunan	bidang	pemerintahan	
dan	sosial	budaya

12,661,561,4003.00 02 15 PROGRAM	PERENCANAAN	DAN	PENELITIAN	
PEMBANGUNAN	DAERAH
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Kota	Kupang Terlaksananya	Implementasi	RAD	SDGs	Provinsi	
NTT	tahun	2019-2023	dan	Road	Map	SDGs	
Provinsi	NTT	2023-2030

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 425,000,000 393,750,000

Kota	Kupang Tersedianya	dokumen	pelaksanaan	SDGs	
Semester	dan	tahunan

3	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 50,000,000 52,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Evaluasi	Pemenuhan	Standar	
Pelayanan	Minimal	lingkup	Pendidikan	(2	SPM)	
dan	Kesehatan	(2	SPM)

2	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Implementasi	dan	evaluasi	
penerapan	Tunjangan	Kinerja	bagi	ASN	Provinsi	
NTT

1	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 10,000,000 10,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Roadmap	
Penanganan	stunting	Provinsi	NTT

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 50,000,000 52,500,000

22	Kab/	Kota Terlaksananya	Evaluasi	dan	Penilaian	Kinerja	Aksi	
Konvergensi	Penanganan	Stunting	22	Kab/kota

1	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 250,000,000 262,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	RAD	Pangan	dan	Gizi	
Tingkat	Provinsi	NTT

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 50,000,000 52,500,000

Terlaksananya	Operasional	Sekretariat	Tim	
Koordinasi	Penanggulangan	Kemiskinan	(TKPK)	
Provinsi	NTT

4	Laporan Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Pemerintahan	dan	dan	Sosial	Budaya

100% 30,000,000 32,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Asistensi,	Sinkronisasi	dan	
Koordinasi	Perencanaan	Sub	Bidang	Infrastruktur	
dan	Pengembangan	Wilayah

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Asistensi,	Sinkronisasi	dan	
Koordinasi	Perencanaan	Bidang	Pertanian	dan	
SDA

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 5,000,000 5,250,000

Jakarta,	22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Capaian	Kinerja	Perangkat	Daerah	Bidang	
Pertanian	dan	SDA

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 10,000,000 11,000,000

22	Kabupaten	/	Kota	dan	Jakarta Terlaksananya	konsultasi	dan	koordinasi	
perencanaan	pembangunan	sektor	pertanian	dan	
SDA	dengan	pusat	dan	Kab/kota

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 150,000,000 110,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Sosialisasi	Peraturan	Gubernur	
NTT	Nomor	30	Tentang	Pedoman	Integrasi	
Pembangunan	Ekonomi	Ke	Dalam	Perencanaan	
Reguler	Desa

1	Laporan Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 100,000,000 52,500,000

22	Kabupaten	Kota Terlaksananya	pendampingan	perencanaan	
ekonomi	yang	terintegratif	dengan	perencanaan	
desa

2	Keg Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 50,000,000 52,500,000

Kabupaten/	Kota	dan	Jakarta Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	serta	
penyusunan	potret	Perencanaan	pembangunan	
rendah	karbon/Perencanaan	pembangunan	
ramah	Lingkungan

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 250,000,000 105,000,000

22	Kabupaten	Kota	dan	Jakarta Terlaksananya	penyusunan	dokumen	potret	
perencanaan	pembangunan	ekonomi	produktif	
yang	sesuai	dgn	RPJMD

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 50,000,000 52,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	asistensi,	sinkronisasi	dan	
koordinasi	perencanaan	bidang	pariwisata	,	
keuangan	dan	jasa

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 5,000,000 5,250,000

Kota	Kupang Terlaksananya	pengendalian	dan	evaluasi	capaian	
kinerja	perangkat	daerah	bidang	pariwisata,	
keuangan	dan	jasa

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 10,000,000 11,000,000

Jakarta	dan	22	Kab/Kota Terlaksananya	konsultasi	dan	koordinasi	
perencanaan	pembangunan	bidang	pariwisata,	
keuangan	dan	jasa	dengan	pusat	dan	
kabupaten/kota

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 100,000,000 110,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Dialog	publik	ekonomi	dan	bisnis	
antara	pemerintah	dan	swast

2	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 40,000,000 44,000,000

Kota	Kupang	dan	Jakarta Terlaksananya	forum	ekonomi	bisnis	antara	
pemerintah	dan	para	pelaku	bisnis

2	Kali Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 60,000,000 66,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	buku	panduan	
perencanaan	pembangunan	pariwisata	
terintegrasi

1	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 50,000,000 55,000,000

22	Kab/kota,	Jakarta Terlaksananya	Keterpaduan	pelaksanaan	
pembangunan	bidang	air	minum	dan	penyehatan	
lingkungan

2	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 800,000,000 840,000,000

Jakarta,	Manggarai	Barat Terlaksananya	koordinasi	peningkatan	dan	
Pemeliharaan	Jalan	melalui	Program	Hibah	Jalan	
Daerah	(PHJD)

4	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 2,000,000,000 2,100,000,000

Kabupaten	Manggarai	Barat	dan	Kab.Manggarai	
Timur,	Jakarta

Terlaksananya	Koordinasi	dan	Perencanaan	
Pengelolaan	Irigasi	Partisipatif

2	Dokumen Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 2,500,000,000 2,100,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengendalian	dan	Evaluasi	
Capaian	Kinerja	Perangkat	Daerah	Sub	Bidang	
Infrastruktur	dan	Pengembangan	Wilayah

6	OPD Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 10,000,000 11,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Konsultasi	dan	Koordinasi	
Perencanaan	Pembangunan	Sub	Bidang	
Infrastruktur	dan	Pengembangan	Wilayah

1	Paket Terlaksananya	Perencanaan	Pembangunan	
Ekonomi,	Infrastruktur	dan	Pengembangan	
Wilayah

100% 100,000,000 110,000,000

Jakarta Terlaksananya	Sinkronisasi	dan	Penyelarasan	DAK 2	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 53,559,000 56,236,950

Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Staf	Khusus	Gubernur	Bidang	
Kebijakan	Untuk	Percepatan	Pencapaian	Target	
RPJMD	Provinsi	NTT	2018-2023

12	Bulan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 1,500,000,000 1,575,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Analisis	Struktur	Penganggaran	
Terhadap	Dokumen	Penganggaran	2020

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 25,000,000 26,250,000

Kota	Kupang Terlaksanannya	Pedoman	Penyusunan	Renja	PD 1	Dokumen Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 5,560,000 5,838,000

Kota	Kupang Terlaksana	nya	penyusunan	Pergub	RKPD	dan	
Pergub	Perubahan	RKPD

2	Dokumen Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 51,896,000 54,490,800

22	Kabupaten	Kota Terlaksananya	keikutsertaan	dalam	Musrenbang	
RKPD	Kab/Kota

22	Kab/kota Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 282,658,000 296,790,900

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Forum	PD 1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 39,550,000 41,527,500

Kota	Kupang Terlaksananya	Pra	Musrenbang	Prov	dan	
Musrenbang	Prov

2	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 545,000,000 520,275,000

Jakarta Terlaksananya	Keikutsertaan	pada	Musrenbang	
Nasional

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 159,400,000 167,370,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Soinkronisasi	Usulan	Dokumen	
Tahunan	dengan	RPJMD

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 50,000,000 52,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Sosialisasi	dan	Verivikasi	Usulan	
DAK	2021

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 10,000,000 10,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	SIPPD 2	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 10,000,000 10,500,000

Jakarta Terlaksananya	Keikutsertaan	Musrenbang	Pusat 1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 23,152,000 24,309,600

Kota	Kupang Terlaksananya	Analisis	Hasil	Pengendalian	dan	
Evaluasi	Terkait	Sasaran	Pembangunan	Daerah	
Kabupaten/Kota

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 32,174,200 33,782,910

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Laporan	
Pengendalian	dan	Evaluasi	terhadap	Pelaksanaan	
RPJMD	Kabupaten/Kota

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 51,828,000 54,419,400

Kota	Kupang Terlaksananya	Sinkronisasi	Sasaran	
Pembangunan	Pemerintah	Provinsi	dengan	
Lembaga	Internasional	di	Provinsi

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 39,283,200 41,247,360

Kota	Kupang Terlaksananya	penyusunan	Dokumen	
Penyelarasan/Konsistensi	RPJMD,	Renstra/RKPD,	
APBD	22	Kabupaten/Kota

1	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 81,805,000 85,895,250

Kota	Kupang Terlaksananya	Simgkronisasi	hasil	RKPD	Provinsi	
dengan	RKPD	Kabupaten/Kota

4	Laporan Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 191,904,000 201,499,200

Kota	Kupang Terlaksananya	Sosialisasi	Pergub	tentang	
Pedoman	Pengendalian	dan	Evaluasi	Provinsi,	
Pusat	dan	Lembaga	Internasional

100	Orang Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 17,638,000 18,519,900

Kota	Kupang Terlaksananya	Pelatihan	Operator	Pelaporan	
Dana	APBN	Melalui	Aplikasi	e-monev	PP	39	Thun	
2006

2	Orang Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 47,744,000 50,131,200

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Dokumen	Buku	
Pengendalian	dan	Evaluasi	Provinsi	dan	Pusat

6	Dokumen Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 337,818,000 354,708,900

22	Kabupaten	Kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	
Pelaksanaan	Perencanaan	Provinsi	dan	Pusat	
Tengah	Tahun	dan	Akhir	Tahun

22	Kab/kota Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 383,168,000 402,326,400

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Pemantauan	dan	
Evaluasi	Pelaksanaan	DAK	Fisik

4	Kali Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 90,392,000 94,911,600

Jakarta Terlaksananya	Konsultasi	dan	Koordinasi	
Penyelenggaraan	Kegiatan	DK,TP,KD,	KP	dan	
Urusan	Bersama

4	Orang Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 67,976,000 71,374,800

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Pengendalian,	
Penyusunan,	Penyampaian	dan	Penilaian	Usulan	
DAK

120	Orang Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 22,338,000 23,454,900

3.00 02 15 02 Perencanaan	pembangunan	bidang	ekonomi,	
infrastruktur	dan	pengembangan	wilayah

3.00 02 15 01 Perencanaan	pembangunan	bidang	pemerintahan	
dan	sosial	budaya

3.00 02 15 03 Monitoring	dan	evaluasi	perencanaan	
pembangunan	daerah



Page	37	of	51

Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

Kota	Kupang Tersedianya	web	base/dashboard	dan	updating	
data	perencanaan	pembangunan	daerah	melalui	
NTT	Satu	Data

1 Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 641,218,000 13,269,900

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Bulettin	Barita	
Bappelitbangda

2	Edisi Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 20,000,000 22,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penerbitan	Jurnal	Perencanaan	
Pembangunan

2	Edisi Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100	Edisi 35,000,000 37,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Tim	Evaluasi	Rancangan	
Perda	tentang	RPJMD	dan	Pergub	RKPD	Kab/Kota

1	Paket Telaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	Perencaan	
Pembangunan	Daerah

100% 15,000,000 6,500,000

3.00 06 PENELITIAN	DAN	PENGEMBANGAN
Persentase	hasil	penelitian	yang	dipakai	
dalam	pembangunan	daerah

100%

Persentase	ketersediaan	data	dan	
informasi	perencanaan	pembangunan	
daerah

70%

Persentase	kesesuaian	program-program	
strategis	antara	dokumen	perencanaan	
kab/kota,	provinsi	dan	nasional

65%

Persentase	partisipasi	publik	dalam	
perencanaan	pembangunan	daerah	(data	
terpilah	gender)

60%

Persentase	pencapaian	pelaksanaan	
program/kegia	tan	tahunan	dengan	
sasaran	RPJMD

75%

kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	Fasilitasi	Kegiatan	Majelis	
Pertimbangan	(MP)

1	Tahun Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 119,570,000 125,548,500

Luar	Darah Terlaksananya	Keikutsertaan	Rapat	Koordinasi	
Kelitbangan	Level	Regional	Indonesia	Timur	dan	
Nasional

2	Kali Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 46,128,000 50,000,000

Jakarta Terlaksananya	Penyelarasan	Regulasi	Kelitbangan	
dan	Hasil-Hasil	Kelitbangan

6	Laporan Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 63,012,000 66,162,600

Kota	Kupang Terlaksananya	Fasilitasi	(Konsultasi,	Koordinasi	
dan	Desiminasi)	Hasil-Hasil	Kelitbangan	pada	
Perangkat	Daerah	Terkait

10	Laporan Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 20,000,000 22,000,000

Kab.	Rote	Ndao;	TTS,	Lembata,	Ende;	Alor;	Kab.	
Kupang;	Sumba	Timur;	Manggarai	Barat

Terlaksananya	Advokasi	Peningkatan	Kapasitas	
Kelembagaan	Kelitbangan	dan	Fasilitas	
(Diseminasi)	Hasil-Hasil	Kelitbangan	di	
Kabupaten/Kota

8	Kab/kota Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 66,876,000 70,219,800

Kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	Penerbitan	Jurnal	Flobamora 2	Edisi Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 106,424,000 110,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Edukasi	Kelitbangan 1	Laporan Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 50,709,000 53,244,450

22	Kab/Kota	dan	Luar	Daerah Terlaksananya	Inkubator	Inovasi	Daerah 1	Laporan Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 417,402,000 438,272,100

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pembuatan	Media	untuk	Research	
Inventory	terintegrasi	dalam	Portal	NTT	Satu	Data

1	Dokumen Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 38,925,000 40,871,250

Kota	Kupang Terlaksananya	Fasilitasi	Pusat	Peragaan	IPTEK	
Daerah

1	Dokumen Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 237,456,000 249,328,800

22	kab/kota Terlaksananya	Kelitbangan	
Penelitian/Pengembangan/Pengkajian

5	Dokumen Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 750,000,000 695,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	NTT	Development	Forum 1	Laporan Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 193,344,000 205,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Buku	Ilmiah 5	Buku Terlaksananya	Pembangunan	Penelitian,	
Pengembangan	dan	Inovasi	Daerah

100% 48,650,000 50,000,000

17,559,464,600 16,888,084,753

BADAN	PENDAPATAN	DAN	ASET	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 10,112,484,500 9,435,066,612

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat 22	Kab/Kota Terlaksananya	Pelayanan	Administrasi	
Perkantoran	melalui	Tersedianya	Jasa	Surat	
Menyurat

12	Bulan Terfasilitasinya	Pelayanan	Administrasi	
Perkantoran

100% 76,773,000 0

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

22	Kab/Kota Terlaskananya	Penyediaan	Jasa	Komunikasi,	
Sumber	Daya	Air,	LIstrik	dan	Internet

12	Bulan Terfasilitasinya	Penyediaan	Jasa	Komunikasi,	
Sumber	Daya	Air	,	Listrik	dan	Internet

100% 3,990,141,500 3,449,817,800

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

22	Kab/Kota Terlaksananya	Administrasi	Perkantoran	berupa	
Honorarium	non	PNS	dan	STNK	Kendaraan	Dinas	
/Operasional

12	Bulan Terbayarnya	Jasa	Sopir	dan	Pengurusan	STNK	
Kendaraan	Dinas/Operasional

12	Bulan 622,600,000 684,860,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan 22	Kab/Kota Tersedianya	Jasa	Administrasi	Keuangan 12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	Administrasi	Perkantoran	
secara	Efektif,	Efesien,	dan	Akuntabel

100% 506,050,000 474,760,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor 22	Kab/	Kota Tersedianya	Jasa	dan	Bahan	Kebersihan	Kantor	
Pada	Kantor	Badan	dan	22	UPTD	Pendapatan	
Daerah	Wilayah	Kab/	Kota

12	Bulan Terwujudnya	Lingkungan	Kantor	yang	Sehat,	Bersih	
dan	Nyaman

100% 190,834,300 187,917,700

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor 22	Kab/	Kota Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor	Pada	Kantor	Badan	
dan	22	UPTD	Pendapatan	Daerah	Wilayah	Kab/	
Kota

12	Bulan Terwujudnya	Pelayanan	Administrasi 100% 795,000,000 731,500,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan 22	Kab/	Kota Tersedianya	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan	
Pada	Kantor	Badan	dan	22	UPTD	Pendapatan	
Daerah	Wilayah	Kab/	Kota

12	Bulan Tercapainya	Pelayanan	Administrasi	Perkantoran 100% 1,238,750,000 1,025,475,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

22	Kab/Kota Tersedianya	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor

12	Bulan Tersedianya	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor

100% 45,500,000 50,050,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

22	Kab/Kota Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

12	Bulan Meningkatnya	Pemahaman	Aparatur 100% 49,800,000 54,780,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman 22	Kab/Kota Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	untuk	Rapat	
dan	Tamu

12	Bulan Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	untuk	Rapat	
dan	Tamu

100% 250,000,000 275,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah Terlaksananya	Rapat-Rapat	Koordinasi	dan	
Konsultasi	ke	Luar	Daerah

12	Bulan Terfasilitasinya	Rapat-Rapat	Koordinasi	dan	
Konsultasi	ke	Luar	Daerah

100% 100,000,000 110,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

22	Kab/Kota Tersediannya	Jasa	Pengangkutan	Beras	dan	
Barang	Dinas

12	Bulan Tersediannya	Jasa	Pengangkutan	Beras	dan	Barang	
Dinas

12	Bulan 206,700,000 227,270,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	dalam	Daerah

12	Bulan Terfasilitasinya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	dalam	Daerah

12	Bulan 150,000,000 110,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor 22	Kab/Kota Tersedianya	Jasa	Keamanan	pada	Kantor	Badan	
dan	22	UPTD	Pendapatan	Daerah	Wilayah	
Kab/Kota

68	Orang Terbayarnya	Jasa	Pengaman	Kantor 100% 1,579,100,000 1,737,010,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial 22	Kab/	Kota Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial	Bagi	Pegawai	
Pemerintah	Dengan	Perjanjian	Kerja

322	Orang Tersedianya	Jasa	Jaminan	Kesehatan	dan	Jasa	
Jaminan	Ketenagakerjaan	Bagi	Pegawai	
Pemerintah

322	Orang 236,235,700 261,626,112

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal 22	Kab/	Kota Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	bagi	
Aparatur	Sipil	Negara

1	Paket Tersedianya	Sumber	Daya	Manusia	yang	Memadai	
Sesuai	Keahlian	Bidang	Tugas

100% 75,000,000 55,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 4,523,993,500 8,195,056,650

0.00 00 02 03 Pembangunan	gedung	kantor Kab.	Flores	Timur	dan	Kab.	Malaka Terlaksananya	Pembangunan	Sarana	dan	
Prasarana	Gedung	Kantor	UPTD	Pendapatan	
Daerah	Wilayah	Kab/Kota

2	Paket Tersedianya	Sarana	Prasarana	Gedung	Kantor	
UPTD	Pendapatan	Daerah	Wilayah	Kab/Kota

100% 0 3,151,830,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor 22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

100% Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 28,000,000 30,800,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor 22	Kab/Kota Tersedianya	Sarana	dan	Prasarana	Peralatan	
Gedung	Kantor

100% Tersedianya	Peralatan	gedung	kantor 100% 40,000,000 35,200,000

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair 22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	Meubeler 2	Paket Tersedianya	Meubeler 100% 100,000,000 22,000,000
0.00 00 02 11 Pengadaan	sistem	jaringan 22	Kab/Kota Terlaksananya	Pengadaan	Sistem	Jaringan 12	Bulan Tersedianya	Sistem	Jaringan 1	Paket 2,791,751,500 3,070,926,650
0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor 22	Kab/Kota Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	

Gedung/Kantor
100% Terpeliharanya	Gedung/Kantor	secara	Rutin 12	Bulan 135,000,000 160,600,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

22	Kab./Kota Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas/	Operasional

12	Bulan Terpeliharanya	Kendaraan	Dinas/	Operasional	
secara	berkala

126	Unit 896,492,000 1,059,300,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

22	Kab.	/Kota Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Peralatan	Gedung/Kantor

12	Bulan Terpeliharanya	Peralatan	Gedung/Kantor 12	Bulan 90,000,000 110,000,000

0.00 00 02 30 Pemeliharaan	rutin/berkala	jaringan 22	Kab./	Kota Terpeliharanya	Software	dan	Hardware	SAMSAT	
On	LIne

12	Bulan Terpeliharanya	jaringan	secara	ruin/	berkala 12	Bulan 302,950,000 334,400,000

0.00 00 02 42 Rehabilitasi	sedang/berat	gedung	kantor 22	Kab./	Kota Tersedianya	Sarana	dan	Prasarana	Gedung	
Kantor	berupa	Pembangunan/	Rehab	Gedung	
Kantor	UPT

1	Paket Terlaksananya	Pembangunan	Sarana	dan	
Prasarana	Gedung	Kantor

100% 139,800,000 220,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 283,680,720 200,750,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	dalam	
rangka	Evaluasi	dan	Pelaporan	Terpadu	di	22	
UPTD	Pendapatan	Wilayah	Kab/Kota

22	UPTD	Kab/kota Terlaksananya	Kegiatan	Evaluasi	dan	Pelaporan	
Terpadu	di	22	UPTD	Pendapatan	Wilayah	Kab/Kota

100% 50,000,000 55,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Kegiatan	Monitoring	dan	Evaluasi	
dalam	rangka	Pembinaan	Kepegawaian	di	22	
UPTD	Pendapatan	Wilayah	kab/Kota

22	UPTD	Kab/kota Terlaksananya	Pembinaan	Kepegawaian	di	22	
UPTD	Pendapatan	Wilayah	Kab/Kota

100% 50,000,000 49,500,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Monitoring	dan	Evaluasi	dalam	
rangka	Penyampaian	dan	Verifikasi	Laporan	SPJ	
Penerimaan	dan	Pengeluaran	di	22	UPTD	
Pendapatan	Wilayah	Kab/Kota

22	UPTD	Kab/kota Terlaksananya	Penyampaian	dan	Verifikasi	Laporan	
SPJ	Penerimaan	dan	Pengeluaran	di	UPTD	
Pendapatan	Wilayah	Kab/Kota

100% 100,000,000 82,500,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Iktisar	Realisasi	Kinerja	SKPD

10	Dokumen Tersusunnya	Laporan	Capaian	Kinerja	dan	Iktisar	
Realisasi	Kinerja	SKPD

10	
Dokumen

83,680,720 13,750,000

3.00 PENUNJANG	URUSAN

2,158,496,000 2,175,647,5003.00 06 15 PROGRAM	PERENCANAAN	DAN	PENELITIAN	
PEMBANGUNAN	DAERAH

3.00 02 15 03 Monitoring	dan	evaluasi	perencanaan	
pembangunan	daerah

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

TOTAL

3.00 06 15 01 Penelitian,	pengembangan	dan	inovasi	daerah
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Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

3.00 03 KEUANGAN
Jumlah	PAD 1.5	Rp.	(M)
Persentase	pemanfaatan	dan	
pengoptimalisasian	aset	daerah

60%

Jumlah	Aset-aset	Pemda	yang	di-
rekonsiliasi	dan	di-rasionalisasi

100%

22	Kab/Kota Terlaksananya	Penyusunan	Rencana	Kebutuhan	
Barang	Milik	Daerah	(RKBMD)	Tahun	Anggaran	
2021

1	Dokumen Tersusunnya	RKBMD	Pemerintah	Provinsi	NTT	
Tahun	Anggaran	2021

100% 250,000,000 320,856,250

22	Kab/Kota Terlaksananya	Penyusunan	Neraca	Aset	Tetap	
Tahun	2019

1	Dokumen Tersusunnya	Neraca	Aset	Tetap	Pemerintah	
Provinsi	NTT	Tahun	2019

100% 49,644,000 54,608,400

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeriksaan	Fisik	Barang	Milik	
Daerah	berdasarkan	Hasil	Pengadaan	Tahun	
Anggaran	2019

39 Teridentifikasi	dan	Tersedianya	Dokumen	
Pendukung	Pengadaan	untuk	Perhitungan	Nilai	
Perolehan	Aset/Barang	Milik	Daerah

100% 200,000,000 280,161,200

22	Kab/Kota Terlaksananya	Rekonsiliasi	Nilai	Aset	Tetap	pada	
Perangkat	Daerah	Lingkup	Pemerintah	Provinsi	
NTT

4	Kali Terverifikasi	dan	Terkoreksinya	Nilai	Perolehan	
Aset	Tetap

100% 120,000,000 160,006,550

22	Kab/Kota Terlaksananya	Inventarisasi	Aset	Tetap	P2D	yang	
tersebar	di	22	Kab/Kota

39	SKP;	22	
Kab/kota

Terdatanya	Aset	Tetap	P2D 100% 573,415,500 521,909,300

22	Kab/Kota Terlaksananya	Koordinasi,	Sosialisasi,	Bimtek	dan	
Diklat	tentang	Pengelolaan	Aset

1	Paket Peningkatan	Kapasitas	Aparatur	Pengelola	Aset 100% 50,491,000 55,540,100

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengembangan	dan	Pemeliharaan	
Aplikasi	SIPKD	Modul	Aset

1	Paket Terlaksananya	Pengembangan	dan	Pemeliharaan	
Aplikasi	SIPKD	Modul	Aset

100% 131,965,500 199,347,000

Jakarta Terlaksananya	Bimbingan	Teknis	Pengelolaan	
Barang	Milik	Daerah	untuk	Pengurus	Barang	
Pengguna	dan	Pengurus	Barang	Pembantu	
Lingkup	Pemerintah	Provinsi	NTT

1	Kali Meningkatnya	Kompetensi	Pengurus	Barang	
Pengguna	dan	Pengurus	Barang	Pembantu	Lingkup	
Pemerintah	Provinsi	NTT

100% 37,803,000 41,583,300

22	Kab/Kota Terlaksananya	Sensus	Barang	Milik	Daerah	
Pemerintah	Provinsi	NTT	Tahun	2020

1	Kali Tersedianya	Data	Barang	Milik	Daerah	Pemerintah	
Provinsi	NTT	Tahun	2020	yang	memadai

100% 1,150,465,500 1,395,531,500

22	Kab/Kota Terlaksananya	Penilaian	atas	Aset/Barang	Milik	
Daerah	Pemerintahan	Provinsi

12	Bulan Terlaksananya	Penilaian	Aset	untuk	Rencanan	
Pemanfaatan	maupun	Penghapusan	Barang	Milik	
Daerah

100% 293,535,500 322,889,050

Kota	Kupang Terlaksananya	Penetapan	Status	Aset/Barang	
Milik	Daerah	Pemerintah	Provinsi	NTT

1	Kali Tersedianya	Dokumen	Penetapan	Status	Barang	
Milik	Daerah	berdasarkan	Hasil	Pengadaan	
maupun	Perolehan	Lainnya

100% 3,957,000 4,352,700

Kota	Kupang,	Jakarta	dan	Sumatera Terlaksananya	Pemanfaatan	Barang	Milik	Daerah 100% Terkelolanya	Aset/barang	milik	Daerah	secara	
tertib	dan	Akuntabel

100% 596,454,000 457,574,700

Kota	Kupang,	Jakarta	dan	Sumatera Terlaksananya	Pemindahtanganan	dan	
Penghapuasan	Barang	Milik	Daerah

100% Terkelolanya	Aset/barang	milik	Daerah	secara	
tertib	dan	Akuntabel

100% 292,540,000 156,794,000

Kota	Kupang,	Jakarta,	Bandung	dan	Jogjakarta Terlaksananya	Pengamanan	Aset	Daerah 100% Terkelolanya	Aset/barang	milik	Daerah	secara	
tertib	dan	Akuntabel

100% 3,150,667,500 3,201,378,400

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pemungutan	Pajak	Daerah 12	Bulan Meningkatnya	Penerimaan	Pendapatan	Asli	
Daerah	dari	sektor	PKB,	BBN-KB,	PBBKB	dan	Pajak	
Rokok

100% 21,861,369,780 20,130,845,900

Kota	Kupang Terlaksananya	Bimtek	PKB	dab	BBN-KB	bagi	
Aparatur	Pajak	di	22	UPT	Kab/Kota

1	Kali Tersedianya	Aparatur	Pemungut	Pajak	yang	Handal 100% 113,262,000 124,588,200

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	Sistem	
Administrasi	Manunggal	Satu	Atap	(SAMSAT)

1	Kali Terselenggaranya	Koordinasi	Pemungutan	PKB	dan	
BBN-KB	melalui	Wadah	SAMSAT

100% 252,135,000 277,348,500

Kota	Kupang Terlaksananya	Sosialisasi	Peraturan	Perpajakan 1	Kali Tersedianya	Informasi	Publik	Pajak	Daerah 100% 86,480,000 95,128,000
22	Kab/Kota Terlaksananya	Evaluasi	Penerimaan	PKB	dan	BBN-

KB	di	UPTD	Kab/Kota
1	Dokumen Tersedianya	Pelaporan	Penerimaan	PKB	dan	BBN-

KB	untuk	22	UPTD	Pendapatan	Wilayah	Kab/Kota
100% 200,000,000 220,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Optimalisasi	Pemungutan	
Penerimaan	Lain-lain	PAD	yang	Sah

4	Kali Terlaksananya	Pemungutan	Penerimaan	Lain-lain	
PAD	yang	Sah

100% 186,798,000 95,477,800

22	Kab/Kota Terlaksananya	Optimalisasi	Pemungutan	dan	
Penataan	Obyek	Retribusi	Daerah

4	Kali Terkelolanya	Penerimaan	Daerah	dari	Sektor	
Retribusi	Daerah

100% 543,977,000 598,374,700

Kota	Kupang Terlaksananya	Rekonsiliasi	Pelaksanaan	Dana	
Perimbangan

2	Kali Terkoordinasinya	Penerimaan	dari	Dana	
Perimbangan

100% 350,887,000 385,975,700

45,416,006,000 46,931,144,512

BADAN	KEUANGAN	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 5,608,861,740 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat kupang Tercapainya	administrasi	pemerintahan 1	Paket Tercapainya	administrasi	pemerintahan 100% 50,000,000 0
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
kupang tersedianya	Jasa	Komunikasi,	Sumber	Daya	Air	

dan	Listrik
1	Tahun tersedianya	Jasa	Komunikasi,	Sumber	Daya	Air	dan	

Listrik
100% 1,700,000,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

kupang Terlaksananya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	berupa	STNK

6	Unit Terlaksananya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
berupa	STNK

100% 125,000,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan kupang Terbayarnya	honorarium	pengelola	APBD 9	Orang Terbayarnya	honorarium	pengelola	APBD 100% 2,407,040,000 0
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor kupang Tersedianya	kebersihan	Kantor	pada	Badan	

Keuangan	Daerah
1	Tahun Tersedianya	kebersihan	Kantor	pada	Badan	

Keuangan	Daerah
100% 106,377,980 0

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor kupang Terlaksananya	pelayanan	administrasi	
pemerintah

1	Tahun Terlaksananya	pelayanan	administrasi	pemerintah 100% 75,000,000 0

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan kupang Terlaksananya	pelayanan	administrasi	
perkantoran	melalui	tersedianya	barang	cetakan	
dan	penggandaan

1	Paket Terlaksananya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
melalui	tersedianya	barang	cetakan	dan	
penggandaan

100% 90,000,000 0

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

kupang Tersedianya	Instalasi	Listrik	/	Penerangan	
Bangunan	Kantor

1	Paket Tersedianya	Instalasi	Listrik	/	Penerangan	
Bangunan	Kantor

100	
Angkatan

35,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

kupang Tersedianya	bahan	bacaan	:	harian	pos	kupang,	
harian	Timor	Express,	harian	victory	news	dan	
kompas

1	Paket Tersedianya	bahan	bacaan	:	harian	pos	kupang,	
harian	Timor	Express,	harian	victory	news	dan	
kompas

100% 39,000,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman kupang Tersedianya	Makanan	dan	Minuman 1	Paket Tersedianya	Makanan	dan	Minuman 100% 225,000,000 0
0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	

daerah
kupang Terlaksananya	rapat-rapat	koordinasi	dan	

konsultasi	keluar	daerah
1	Paket Terlaksananya	rapat-rapat	koordinasi	dan	

konsultasi	keluar	daerah
100% 300,000,000 0

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

kupang Tersedianya	Jasa	Pengangkutan	Beras	dan	Barang	
Dinas

1	Paket Tersedianya	Jasa	Pengangkutan	Beras	dan	Barang	
Dinas

100% 23,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

kupang Terbangunnya	sinegritas	dengan	Pemerintah	
Kab./Kota	dan	Instansi	Teknis	lainnya	dalam	
daerah

1	Paket Terbangunnya	sinegritas	dengan	Pemerintah	
Kab./Kota	dan	Instansi	Teknis	lainnya	dalam	
daerah

100% 250,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor kupang Tersedianya	Jasa	Pengaman	Kantor 1	Paket Tersedianya	Jasa	Pengaman	Kantor 100% 2,910,000 0
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial kupang Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial 1	Paket Tersedianya	Jasa	Jaminan	Sosial 100% 30,533,760 0
0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal kupang Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 1	Paket Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal 100% 150,000,000 0
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 1,222,750,000 0

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor kupang Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 1	Paket Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 250,250,000 0
0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor kupang Tersedianya	Peralatan	Gedung	Kantor 1	Paket Tersedianya	Peralatan	Gedung	Kantor 100% 500,000,000 0
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
kupang Tersedianya	jasa	pemeliharaan	rutin/berkala	

kendaraan	dinas	operasional
6	Unit Tersedianya	jasa	pemeliharaan	rutin/berkala	

kendaraan	dinas	operasional
100% 250,000,000 0

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

kupang Terpeliharanya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 1	Paket Terpeliharanya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 100% 100,000,000 0

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

kupang Terpeliharanya	Peralatan	Gedung	Kantor 1	Paket Terpeliharanya	Peralatan	Gedung	Kantor 100% 122,500,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 225,000,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

kupang Tersedianya	LKIP,	Laporan	Tahunan,	RKT,	PK,	
LPPD,	LKPJ,	laporan	kegiatan	PPID

7	Dokumen Tersedianya	LKIP,	Laporan	Tahunan,	RKT,	PK,	LPPD,	
LKPJ,	laporan	kegiatan	PPID

100% 225,000,000 0

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 03 KEUANGAN
3.00 03 16 PROGRAM	PENGELOLAAN	KEUANGAN	DAERAH Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	

pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 12,771,600,000 0

Kupang Tersusunnya	Dokumen	KUA	PPAS,	Perubahan	
KUA	PPAS	dan	keterkaitan	RKPD-KUA	dan	PPAS	
APBD

106	Dokumen Tersedianya	Dokumen	KUA	PPAS,	Perubahan	KUA	
PPAS	dan	keterkaitan	RKPD-KUA	dan	PPAS	APBD

100% 450,000,000 0

Kupang Tersusunnya	Analisis	Standar	Biaya	Pemerintah	
Provinsi	NTT

600	Buku Tesedianya	Analisis	Standar	Biaya	Pemerintah	
Provinsi	NTT

100% 525,000,000 0

Kupang Tersusunnya	dokumen	pelaksanaan	anggaran	
dan	dokumen	perubahan	pelaksanaan	anggaran	
SKPD

750	Buku Tersedianya	dokumen	pelaksanaan	anggaran	dan	
dokumen	perubahan	pelaksanaan	anggaran	SKPD

100% 450,000,000 0

Kupang Tersusunnya	Standar	Biaya	Masukan	Pemerintah	
Provinsi	NTT	TA.2020,	Standar	Harga	Barang	dan	
Jasa	Pemerintah	Provinsi	NTT	TA.2020	dan	
Standar	Biaya	Kegiatan	Provinsi	TA.2020.

225	Buku Tersedianya	Standar	Biaya	Masukan	Pemerintah	
Provinsi	NTT	TA.2020,	Standar	Harga	Barang	dan	
Jasa	Pemerintah	Provinsi	NTT	TA.2020	dan	Standar	
Biaya	Kegiatan	Provinsi	TA.2020.

100% 450,000,000 0

Kupang Tersusunnya	rancangan	Perda	dan	Perkada	
tentang	APBD

450	Buku Tersedianya	rancangan	Perda	dan	Perkada	tentang	
APBD

100% 2,150,000,000 0

Kupang Tersusunnya	rancangan	Perda	dan	Perkada	
tentang	penjabaran	Perubahan	APBD

450	Buku Tersedianya	rancangan	Perda	dan	Perkada	tentang	
penjabaran	Perubahan	APBD

100% 1,450,000,000 0

Kupang Terkelolanya	Pembayaran	Belanja	Pegawai 1	Tahun Terbayarnya	Belanja	Pegawai	yg	tepat	waktu,	tepat	
sasaran	dan	sesuai	peraturan	perundang-
undangan

100	
Angkatan

900,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Pengendalian	dan	Pengawasan	
Pengelolaan	Keuangan	Daerah

1	Tahun Terwujudnya	Pengendalian	dan	Pengawasan	
Pengelolaan	Keuangan	Daerah

100% 325,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Pembinaan	Penatausahaan	
Keuangan	Daerah	dan	Pengelolaan	Kas	Daerah

1	Dokumen Terlaksananya	Bimtek	Pengelolaan	Keuangan	dan	
DAK

100% 900,000,000 0

Kupang Tersusunnya	paket	regulasi	tentang	pengelolaan	
keuangan	daerah

75	Buku Tersedianya	paket	regulasi	tentang	pengelolaan	
keuangan	daerah

100% 150,500,000 0

3.00 03 15 PROGRAM	PENINGKATAN	PENDAPATAN	DAN	
PENGELOLAAN	ASET	DAERAH

3.00 03 15 03 Pemanfaatan,	pemindahtanganan	dan	
pengamanan	aset

29,100,271,250

3.00 03 15 02 Analisa	kebutuhan	dan	penatausahaan	aset

30,495,847,280

3.00 03 16 02 Pengelolaan	perbendaharaan	daerah

3.00 03 16 01 Pengelolaan	anggaran	daerah

TOTAL

3.00 03 15 05 Intensifikasi	dan	Ekstensifikasi	Sumber-
sumberRetiribusi	dan	lain-lain	pendapatan	yang	
sah

3.00 03 15 04 Intensifikasi	dan	Ekstensifikasi	Sumber-sumber	
pajak	daerah

3.00 03 16 03 Pengelolaan	akuntansi	dan	pelaporan
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Kupang Terlayaninya	Penerimaan	Belanja	Hibah,	Bansos,	
Bagi	Hasil	dan	Bantuan	Keuangan

5	Dokumen Terealisasinya	Penerimaan	Belanja	Hibah,	Bansos,	
Bagi	Hasil	dan	Bantuan	Keuangan

100	
Aplikasi

350,000,000 0

Kupang Terimplementasinya	Sistem	Informasi	
Pengelolaan	Keuangan	Daerah	(SIPKD)

39	OPD Tercapainya	Penggunaan	Sistem	Informasi	
Pengelolaan	Keuangan	Daerah	(SIPKD)

100% 475,000,000 0

Kupang Tersusunnya	Laporan	Keuangan	Pemerintah	
Daerah	atas	Pelaksanaan	APBD

450	Buku Tersedianya	Laporan	Keuangan	Pemerintah	Daerah	
atas	Pelaksanaan	APBD

100% 1,050,000,000 0

Kupang Tersusunnya	Rancangan	Perda	dan	Perkada	
tentang	Pertanggungjawaban	Pelaksanaan	APBD

450	Buku Tersedianya	Rancangan	Perda	dan	Perkada	tentang	
Pertanggungjawaban	Pelaksanaan	APBD

100% 975,000,000 0

Kupang Terevaluasinya	Rancangan	Perda	dan	Perkada	
tentang	APBD	Kab/Kota	dan	Rancangan	Perda	
dan	Perkada	tentang	Perubahan	penjabaran	
APBD	Kab/Kota

44	Buku Tersedianya	Rancangan	Perda	dan	Perkada	tentang	
APBD	Kab/Kota	dan	Rancangan	Perda	dan	Perkada	
tentang	Perubahan	penjabaran	APBD	Kab/Kota

100% 725,000,000 0

Kupang Terevaluasinya	Rancangan	Perda	APBD	Kab/Kota	
dan	Rancangan	Perkada	tentang	
Pertanggungjawaban	Pelaksanaan	APBD	
Kab/Kota

44	Buku Tersedianya	Rancangan	Perda	APBD	Kab/Kota	dan	
Rancangan	Perkada	tentang	Pertanggungjawaban	
Pelaksanaan	APBD	Kab/Kota

100% 350,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Pembinaan	dan	Fasilitasi	
Peningkatan	Kualitas	Pengelolaan	Keuangan	
Kab/Kota

22	Kab/kota Terbina	dan	Meningkatnya	Kualitas	Pengelolaan	
Keuangan	Kab/Kota

100% 213,100,000 0

Kupang Tersusunnya	Statistik	Keuangan	Daerah	Provinsi	
dan	Kabupaten/Kota

6	Buku Tersedianyanya	Buku	Statistik	Keuangan	Daerah	
Provinsi	dan	Kabupaten/Kota

100% 168,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Pembinaaan	Pengelolaan	
Keuangan	Daerah	dan	Pengelolaan	Dana	Alokasi	
Khusus	(DAK)	Kabupaten/Kota

22	Kab/kota Terlaksananya	Pembinaan	Pengelolaan	Keuangan	
Kab/Kota	dan	Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	
Pengelolaan	Keuangan	Daerah	dan	DAK

100% 715,000,000 0

19,828,211,740 0

BADAN	KEPEGAWAIAN	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,152,427,800 1,205,632,870

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedianya	Administrasi	Surat	Menyurat 10000,5000	Surat Surat	Terdistribusi	dan	Ketersediaan	Materai 10000,500
0	Surat

18,000,000 18,200,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	pelayanan	telepon,	fax,	internet,	air	
dan	listrik

100%	
Buah/Unit/Roll

Terpenuhinya	pelayanan	kantor	terhadap	
pemerintah	dan	masyarakat

100%	
Buah/Unit/
Roll

186,932,100 190,250,000

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	
Pemeliaharan	Kesehatan	PNS

95	Orang Terjaminnya	Pemeliharaan	Kesehatan	PNS 95	Orang 8,500,000 9,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	dan	Perijinan	
Kendaraan	Dinas/Operasional

4	unit	Kendaraan	
roda	4	Unit

Pelunasan	Jasa	Perijinan	Kendaraan	
Dinas/Operasional

4	unit	
Kendaraan	
roda	4	Unit

4,500,000 3,500,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terselenggaranya	Jasa	Administrasi	Keuangan 100%	Dokumen Tersedianya	Jasa	Admistrasi	Keuangan 100%	
Dokumen

94,880,000 99,624,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	jasa	Kebersihan	
Kantor

100%	Buah Tersedianya	alat	Kebersihan	Kantor 100%	Buah 69,049,700 75,964,570

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	Alat	Tulis	Kantor 100%	Buah Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 100%	Buah 50,606,000 53,136,300

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan	
bahan	Administrasi	Perkantoran

1	paket	cetak	
buku,	1	paket	
penggandaan	
administrasi	
perkantoran	dan	1	
paket	jilid	laporan	
dan	8000	lembar	
cetak	kartu	
kendali	Buah

Tersedianya	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan	
bahan	Administrasi	Perkantoran

1	paket	
cetak	buku,	
1	paket	
pengganda
an	
administras
i	
perkantora
n	dan	1	
paket	jilid	
laporan	
dan	8000	
lembar	
cetak	kartu	
kendali	
Buah

138,500,000 145,425,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	Komponen	Instalasi	Listrik	dan	
Penerangan	bangunan	Kantor

12	buah	betree	
kering,	4	buah	
stavol,	2	kabel	dan	
kabel	roll	
Buah/Unit/Roll

Tersedianya	Komponen	Instalasi	
Listrik/Penerangan

12	buah	
betree	
kering,	4	
buah	
stavol,	2	
kabel	dan	
kabel	roll	
Buah/Unit/
Roll

8,000,000 8,400,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang	-	undangan

100	Buah Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang	-	undangan

100	Buah 7,500,000 7,875,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	Rapat	dan	
Tamu

12	Keg Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	Rapat	dan	
Tamu

12	Keg 60,960,000 64,008,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Jakarta	dan	Luar	Daerah	lainnya Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	dan	Konsultasi 12	Keg Adanya	Koordinasi,	Konsultasi	dan	Sinkronisasi	
Data

12	Keg 125,000,000 131,250,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	pelayanan	beras	kepada	pegawai 12	Bulan Terpenuhinya	pelayanan	kantor	terhadap	aparatur 12	Bulan 35,000,000 36,750,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kota	Kupang	dan	21	Kabupaten Terlaksananya	koordinasi,	konsultasi,	dan	tugas	
pendampingan	lainnya	dalam	daerah

12	Bulan Kesepahaman	Tugas,	kewenangan	dan	program 12	Bulan 120,000,000 126,000,000

0.00 00 01 39 Pemindahan	tugas	PNS Kab/Kota	dan	Luar	Daerah Tersedianya	biaya	pindah	bagi	PNS	yang	
dimutasikan	ke	Kab/Kota	se-NTT	dan	ke	kantor	
Penghubung	di	Jakarta

50	Orang Terpenuhinya	kebutuhan	PNS	di	UPT	dan	Kantor	
Penghubung	Jakarta

50	Orang 150,000,000 157,500,000

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Jakarta	dan	Luar	Daerah	lainnya Terlaksananya	Pendidikan	dan	Pelatihan	Formal	
bagi	PNS

10	Orang Tersedianya	PNS	yang	Profesional 10	Orang 75,000,000 78,750,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 1,638,953,100 974,361,750

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang :	Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor Tersedianya	5	unit	
Lemari	kantor,	,	1	
unit	lemari	arsip,	
Buah/Unit/Roll

:	Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor Tersediany
a	5	unit	
Lemari	
kantor,	,	1	
unit	lemari	
arsip,	
Buah/Unit/
Roll

122,500,000 128,625,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang :	Penyediaan	Peralatan	Gedung	Kantor 1	paket	Belanja	
Aplikasi	Sistem	
Informasi	
Pegawai,	1	
Aplikasi	CAT,	50	
PC	all	in	one,	7	
unit	Printer	Canon	
Pixma,	2	unit	
scanner	Fujitsu	f1,	
2	unit	printer	laser	
jet	Buah/Unit/Roll

Tersedianya	Peralatan	Gedung	kantor 1	paket	
Belanja	
Aplikasi	
Sistem	
Informasi	
Pegawai,	1	
Aplikasi	
CAT,	50	PC	
all	in	one,	7	
unit	Printer	
Canon	
Pixma,	2	
unit	
scanner	
Fujitsu	f1,	2	
unit	printer	
laser	jet	
Buah

1,282,418,100 600,000,000

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair KOta	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Meubleir	untuk	CAT 100	meja	dan	
kursi	Buah

Tersedianya	Mebelair 100	meja	
dan	kursi	
Buah

77,100,000 80,955,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	pemeliharaan	
kendaraan	dinas/operasional

4	unit	Kendaraan	
roda	4	Unit

Terpeliharanya	kendaraan	dinas	/	operasional 4	unit	
Kendaraan	
roda	4	Unit

66,935,000 70,281,750

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
peralatan	gedung	kantor

Komputer/laptop,	
printer,	Infocus	
dan	Gorden	
kantor	dan	server,	
Scanner	
Buah/Unit/Roll

Terpeliharanya	peralatan	gedung	kantor Komputer/l
aptop,	
printer,	
Infocus	dan	
Gorden	
kantor	dan	
server,	
Scanner	
Buah/Unit/
Roll

50,000,000 52,500,000

TOTAL

3.00 03 16 04 Pembinaan	keuangan	kabupaten/kota

3.00 03 16 03 Pengelolaan	akuntansi	dan	pelaporan
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0.00 00 02 30 Pemeliharaan	rutin/berkala	jaringan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	pemeliharaan	
rutin/berkala	jaringan

1	Aplikasi	SIMPEG,	
1	Aplikasi	SLKS,	
Website	BKD	Prov.	
NTT	&	Jaringan	
SAPK	dan	1	
Aplikasi	PPK	
Online,	aplikasi	
CAT	
Buah/Unit/Roll

Terpeliharanya	sistem	jaringan	secara	
rutin/berkala

1	Aplikasi	
SIMPEG,	1	
Aplikasi	
SLKS,	
Website	
BKD	Prov.	
NTT	&	
Jaringan	
SAPK	dan	1	
Aplikasi	
PPK	Online,	
aplikasi	
CAT	
Buah/Unit/
Roll

40,000,000 42,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 20,000,000 20,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersedianya	laporan	Capaian	Kinerja	dan	Ikhtisar	
Capaiann	KInerja	SKPD,LAKIP,WASKAT,LPPD,LKPJ,	
Laporan	Bulanan,	Laporan	Triwulan	dan	Laporan	
Tahunan,	Laporan	Budaya	Kerja,	RKA,DPA,	dan	
Laporan-laporan	Hasil	Survey	BKD

35	Dokumen Tersedianya	laporan	Capaian	Kinerja	dan	Ikhtisar	
Capaiann	KInerja	SKPD,LAKIP,WASKAT,LPPD,LKPJ,	
Laporan	Bulanan,	Laporan	Triwulan	dan	Laporan	
Tahunan,	Laporan	Budaya	Kerja,	RKA,DPA,	dan	
Laporan-laporan	Hasil	Survey	BKDTersedianya	
laporan	Capaian	Kinerja	dan	Ikhtisar	Capaiann	
KInerja	SKPD,LAKIP,WASKAT,LPPD,LKPJTersedianya	
Laporan

35	
Dokumen

20,000,000 20,000,000

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 04 KEPEGAWAIAN
3.00 04 15 PROGRAM	PENGEMBANGAN	KEPEGAWAIAN	DAN	

KOPRI
Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 17,780,889,000 19,553,401,782

Kota	Kupang,	21	Kabupaten,	Jakarta,	Bandung,	
Denpasar

Terlaksananya	Prose	Seleksi	Calon	Praja	IPD	dan	
Sekolah	Kedinasan

1320	Orang Tersedianya	Calon	Praja	IPDN	dan	Siswa	Sekolah	
Kedinasan

1320	Orang 460,011,600 483,012,180

Kota	Kupang,	21	Kabupaten,	Jakarta,	Denpasar Terlaksananya	Proses	Penerimaan	CPNS	dan	P3K 9619	Orang Tersedianya	Pelamar	yang	Lulus	Seleksi	ASN	(PNS	
dan	P3K)

9619	Orang 1,741,169,700 2,078,022,177

Kota	Kupang,	21	Kabupaten,	Jakarta,	Denpasar Terlaksananya	Sumpah/	Janji	PNS 676	Orang Tersedianya	PNS	yang	telah	mengangkat	sumpah/	
Janji

676	Orang 175,375,000 181,500,000

22	KAB/KOTA Terlaksananya	ujian	dinas	dan	penyesuaian	ijasah	
di	Provinsi	dan	Kab/Kota	se-	NTT

660	Orang Tersedianya	sertifikat	kelulusan	bagi	peserta	yang	
lulus	ujian	dinas	dan	ujian	kenaikan	pangkat	
penyesuaian	ijasah

660	Orang 250,000,000 649,408,210

Kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	pemberian	bantuan	bagi	PNS	yang	
sedang	tugas	belajar	dan	penerima	beasiswa	dari	
pihak	ketiga

59	Orang Tersedianya	bantuan	bagi	PNS	yang	sedang	tugas	
belajar	dan	penerima	beasiswa	dari	pihak	ketiga

49	Orang 3,051,139,700 2,413,940,804

Kota	Kupang,	21	Kabupaten,	Jakarta,	Denpasar,	
Bandung

1.	Terlaksnanya	pengumpulan/	pemukthiran	data	
PNS	Pemprov	NTT	dan	Kabupaten/Kota;	2.	
Terlaksananya	rekonsiliasi	data	base	PNS	Provinsi	
dengan	BKN	X	Denpasar	dan	BKN	Pusat	Jakarta;	
3.	Terlaksananya	penataan	file	arsip	bagi	PNS	
Provinsi	NTT

3399	Orang 1.	Tersedianya	data	PNS	Provinsi	dan	
Kabupaten/Kota-	NTT;	2.	Terupdatenya	data	PNS	
Provinsi	di	data	base	BKN;	3.	Tersedianya	file	arsip	
PNS	Provinsi	NTT

3399	Orang 391,008,400 928,483,820

Kota	Kupang,21	Kab,	denpasar,	jakarta terlaksananya	Rapat	Koordinasi	bidang	
Kepegawaian

1	Keg terlaksananya	Rapat	Koordinasi	bidang	
Kepegawaian

1	Keg 389,615,400 409,096,170

Kota	Kupang,	Jakarta,	Jawa	Tengah, Pelaksanaan	seleksi/	lelang	terbuka,	pemetaan	
dan	pelantikan	pejabat

4	Keg Ditetapkannya	pejabat	hasil	pemetaan/	seleksi	
terbuka/	lelang	jabatan

4	Keg 2,094,836,000 2,195,560,000

Kota	Kupang,	Sumba	Barat	Daya,	Jakarta Terlaksananya	Bimtek	PAK	bagi	Guru	SMA/SMK 60	Orang Meningkatnya	pemahaman	dan	kemampuan	Guru	
SMA/SMK	dalam	penyusunan	DUPAK	untuk	proses	
penetapan	angka	kredit

60	Orang 185,945,500 649,408,210

Kota	Kupang,	Bandung Terlaksananya	pengembangan	sistem	
assesement	center	secara	berkala	sesuai	dengan	
jumlah	dana	yang	tersedia

4	Keg 1.	Tersedianya	aplikasi	CAT	Provinsi	NTT	;	2.	
Tersedianya	tenaga	pengelolah	CAT	yang	handal	
dan	profesional

4	Keg 601,302,000 287,791,240

Kota	Kupang,	Jakarta,	Jawa	Tengah,	Bandung Terlaksananya	Uji	kompetensi	bagi	pejabat	
pengawas	dan	pejabat	pelaksana	(3	bagian)

180	Orang Meningkatnya	jumlah	pejabat	pengawas	dan	
pejabat	pelaksana	yang	telah	mengikuti	uji	
kompetensi

180	Orang 374,728,000 550,000,000

22	Kab/Kota	se-NTT,	Jakarta Terlaksananya	pelantikan	bagi	pejabat	fungsional	
yang	baru	diangkat	dan	yang	mengalami	
penyesuaian	/	peningkatan	jabatan

600	Orang Tersedianya	pejabat	fungsional	yang	telah	dilantik	
sesuai	aturan

600	Orang 190,110,000 191,379,650

Kota	Kupang,	21	Kabupaten,	Jakarta,	Denpasar Terlaksananya	pembinaan	dan	pengawasan	
terhadap	pejabat

22	Kab/kota Tersedianya	pejabat	fungsional	yang	profesional	
dan	berkualitas

22	
Kab/kota

492,489,500 619,712,027

Kabupaten	Ende,	Jakarta,	Kota	Kupang Terlaksananya	Bimtek	Karya	Tulis	Ilmiah	bagi	
Guru	SMA/SMK

1	Keg Meningkatnya	pemahaman	dan	kemampuan	Guru	
SMA/SMK	dalam	penyusunan	Karya	Tulis	Ilmiah

1	Keg 178,675,500 471,434,634

Kota	Kupang,	21	Kabupaten Terlaksanya	kegiatan	pendampingan	dan	
pelatihan	aplikasi	SKP	Online	bagi	ASN	pada	
UPTD,	SMA/SMK/SLB	lingkup	Pemprov	NTT	di	22	
Kab/Kota

22	Kab/kota Meningkatnya	jumlah	PNS	(pendidik	dan	tenaga	
kependidikan)	pada	UPT	lingkup	Peprov	NTT	yang	
terlatih	mengisi	SKP	secara	Online

22	
Kab/kota

849,324,000 406,192,765

Kota	Kupang,	21	Kab,	Jakarta,	Jawa	Tengah,	
Bandung,	Denpasar

1.	Pelaksanaan	kegiatan	pembinaan	karier;	2.	
Pengiriman	peserta	Diklat	PIM	Tk.	II

22	Kab/kota 1.	terlaksananya	kegiatan	pembinaan	karier;	2.	
Terlaksananya	DIklat	PIM	Tk.	II

22	
Kab/kota

895,430,900 950,000,000

Kota	Kupang,	21	Kabupaten,	Jakarta,	Denpasar Terlaksananya	proses	penyelesaian	administrasi	
kenaikan	pangkat	PNS	Provinsi	dan	PNS	Kab/Kota	
se-	NTT	yang	menjadi	kewenangan	Provinsi.

5512	SK Keputusan	kenaikan	pangkat	PNS	pemerintah	
Provinsi	NTT	dan	Kab/Kota	se-NTT

5512	SK 1,215,239,000 1,276,000,950

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar Terlaksananya	pensiun	PNS,	Janda/Duda	dan	
anak	se-NTT	yang	menjadi	kewenangan	Provinsi

528	SK Keputusan	pensiun	PNS,	Janda/Duda	dan	Anak	PNS	
Provinsi	NTT	dan	Kab/Kota	se	NTT

528	SK 410,241,000 430,753,050

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabupaten Penempatan	PNS	Provinsi	dan	Kab/Kota	se-NTT	
yang	menjadi	kewenangan	Provinsi	dan	Alih	
status	PNS

1650	Orang Keputusan	penempatan	PNS	Pemprov	NTT	dan	
Kab/Kota	se-NTT

1650	Orang 378,112,000 397,017,600

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Dewan	Kepegawaian 4	Keg Penjatuhan	hukuman	disiplin	berat	bagi	PNS	
bermasalah

4	Keg 13,798,000 75,760,000

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabupaten Terlaksananya	musyawarah	provinsi	dan	
pengukuhan	dewan	pengurus	KORPRI	Provinsi	
NTT

1	Keg Terbentuknya	dan	tersedianya	keputusan	dewan	
pengurus	KORPRIProvinsi	NTT	5	Tahun	kedepan

1	Keg 200,373,000 210,391,650

Kota	Kupang Terlaksananya	pembinaan	rohani	gabungan	
KORPRI

12	Keg Meningkatnya	iman	dan	ketaqwaan	anggota	
KORPRI	Provinsi	NTT

12	Keg 115,725,500 270,127,660

Kota	Kupang,	Jakarta Terlaksananya	BIMTEK	Kewirausahaan	bagi	PNS	
Anggota	KORPRI	yang	akan	memasuki	masa	
persiapan	pensiun

2	Keg Meningkatnya	wawasan	pengetahuan	serta	
kemampuan	untuk	menumbuh	kembangkan	jiwa	
dan	semangat	para	PNS	dalam	wirausaha

2	Kab/kota 121,346,000 200,000,000

Kota	Kupang,	22	Kab/Kota,	Jakarta Terlaksananya	pelayanan	konsultasi	dan	bantuan	
hukum	bagi	anggota	KORPRI	melalui	LKBH	
KORPRI

5	Paket Meningkatnya	pelayanan	bantuan	hukum	bagi	
anggota	KORPRI	melalui	LKBH	KORPRI

5	Orang 100,800,000 100,800,000

Kota	Kupang,	22	Kab/Kota Terlaksananya	penyelenggaraan	HUT	KORPRI	
tingkat	Provinsi	NTT

1	Keg Terbangunnya	rasa	kebersamaan	bagi	sesama	
anggota	KORPRI	dilingkup	Pemprov.	NTT

1	Keg 80,749,000 80,000,000

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabupaten Terlaksananya	kegiatan	pemberian	penghargaan	
SLKS	X,	XX,	XXX	Tahun	dan	pemberian	
penghargaan	bagi	PNS	yang	telah	memasuki	
purna	Tugas	/	Purna	Bhakti

990	Orang Meningkatnya	kinerja	dan	disiplin	PNS 990	Orang 763,009,100 801,159,555

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabuapten Terlaksananya	kegiatan	rekonsiliasi	setoran	
Tabungan

2	Keg Tersebarluasnya	informasi	pemanfaatan	TAPERUM	
bagi	PNS

2	Keg 296,261,200 348,966,420

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabupaten Terlaksananya	penyelesaian	proses	administrasi	
rekomendasi	CLTN

6	Orang Tersedianya	CLTN	PNS	Lingkup	|Pemprov	NTT 6	Orang 50,364,000 52,882,200

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabupaten Terlaksnanya	penyelesaian	prose	administrasi	
Karis	/Karsu

330	Orang Tersedianya	data	usulan	dan	Karis/Karsu	bagi	PNS	
Lingkup	Pemprov	NTT

330	Orang 57,220,000 60,081,000

Kota	Kupang,	21	Kabuapten Terbentuknya	paduan	suara	KORPRI	Pemerintah	
Provinsi	NTT

22	Kab/kota Terwujudnya	partisipasi	paduan	suara	KORPRI	
pada	acara	kedinasan

22	
Kab/kota

316,800,000 332,640,000

Kota	Kupang,	21	Kabupaten Terlaksananya	updeting	dan	validasi	data	anggota	
KORPRI	se-NTT

1	Keg Tersedianya	data	anggota	KORPRI	se-NTT	yang	
aktual	dan	akurat

1	Keg 110,673,000 115,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	PORSENI	tingkat	Provinsi	NTT 1	Keg Meningkatnya	kreatifitas	anggota	KORPRI	Provinsi	
NTT

1	Keg 911,865,000 915,000,000

Kota	Kupang,	Jakarta	Denpasar,	21	Kabupaten Pelaksanaan	proses	penanganan	PNS	yang	
bermasalah

47	Kasus Menurunnya	angka	PNS	yang	terjerat	Hukum 37	Kasus 317,152,000 421,879,810

20,592,269,900 21,753,396,402

BADAN	PENGEMBANGAN	SUMBER	DAYA	MANUSIA	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,477,415,460 1,672,069,423

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	komunikasi	dan	koordinasi	dalam	
rangka	mendukung	pelaksanaan	tugas	pokok	dan	
fungsi

100% Meningkatnya	pelayanan	pengiriman	dan	
penerimaan	surat	menyurat

100% 21,555,000 33,940,500

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	listrik,	air,	jaringan	telefon,	faximili	
serta	Internet

100% Meningkatnya	dukungan	bagi	penyelenggaraan	
pelayanan	administrasi	pelayanan	umum	dan	
Diklat

100% 435,200,000 513,887,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Dukungan	mobilitas	bagi	Kepala	BPSDMD	Provinsi	
Nusa	Tenggara	Timur,	Dukungan	mobilitas	bagi	
pejabat	Struktural	dan	Staff	yang	akan	
melaksanakan	tugas	administrasi,	Dukungan	
mobilitas	lainnya	seperti	pengakutan	peserta	
Diklat	dan	Mobil	Tangki	Air

100% erlaksananya	dukungan	pelaksanaan	tugas	pokok	
dan	fungsi	BPSDMD	Prov.NTT

100% 36,740,000 40,414,000

TOTAL

3.00 04 15 04 Peningkatan	disiplin	dan	korpri

3.00 04 15 03 Mutasi	pegawai	dan	pensiun	pegawai

3.00 04 15 02 Pengembangan	pegawai

3.00 04 15 01 Perencanaan,	pendidikan	dan	sistem	informasi	
pegawai
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Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	Penyelenggaraan	dan	Pelayanan	
Administrasi	Keuangan	dan	Pengadaan	Barang	
Jasa	di	BPSDMD	sesuai	dengan	ketentuan

22	Orang Berjalannya	pelaksanaan	Tupoksi	BPSDMD 100% 164,082,500 185,713,825

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Dukungan	bagi	tenaga	kebersihan	kantor	dan	
asrama

100% Terciptanya	kebersihan	di	lingkungan	kantor	dan	
asrama

100% 296,690,000 326,361,200

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	alat	tulis	kantor	sesuai	kebutuhan 100% Terpenuhinya	unsur	ATK	dalam	Pelayanan	
Administrasi	Perkantoran

100% 31,940,000 36,300,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	Hasil	Cetak,	Penggandaan	dan	Jilid	
sesuai	Kebutuhan	Kantor

100% Meningkatnya	Pelayanan	Administrasi	Perkantoran 100% 11,003,000 12,100,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang 1.	Tersedianya	Bohlam	Listrik	pengganti	untuk	
Bohlam	yang	putus	di	lingkungan	kantor	dan	
asrama	BPSDMD	Prov.	NTT	2.	Tersedianya	
Battery	Kering	untuk	Remote	AC,	mike	wireless,	
wireless	3.	Tersedianya	MCB	Pengganti	untuk	
MCB	yang	rusak

100% Tersedianya	dukungan	bagi	pelaksanaan	fungsi	
kediklatan	dan	pelatihan	di	Lingkungan	BPSDMD	
Provinsi	NTT

100	
Angkatan

27,500,000 30,250,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	layanan	administrasi	perkantoran 1	Paket Tersedianya	berita	harian	cetak	di	BPSDMD	
Provinsi	NTT	(2)	Pengadaan	Buku	Peraturan	
Perundangan	Terkait	Pendidikan	dan	Pelatihan.

100% 11,000,000 12,100,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Penyediaan	Makan	Minum 250	Orang Tersedianya	Makan	Minum	dan	Snack	untuk	Rapat	
dan	Tamu	Badan	Pengembangan	SDM	Daerah	
Provinsi	NTT

100% 33,000,000 36,300,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kota	Kupang Tersedianya	fasilitas	untuk	melakukan	koordinasi	
dan	konsultasi	diluar	Provinsi	Nusa	Tenggara	
Timur

1	Paket Terpeliharanya	jaringan	koordinasi	antara	
Pemerintah	Provinsi	NTT	dengan	Pemangku	
Kepentingan	Kediklatan	lainnya	dari	luar	Provinsi	
NTT

100% 50,000,000 60,500,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	beras	bagi	PNS	di	Badan	
Pengembangan	SDM	Daerah	Provinsi	NTT	setiap	
awal	bulan

111	Orang Meningkatnya	pelayanan	kepada	SDM	Aparatur	
Kediklatan

100% 17,000,000 16,940,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kota	Kupang Data	Hasil	Koordinasi	dan	Konsultasi	Kediklatan 22	Kab/kota Terkoordinirnya	fungsi	Pelaksanaan	Fungsi	
Pengembangan	SDM	di	Kabupaten	/	Kota	se-NTT

100% 50,000,000 60,500,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Pengamanan	Kantor,	Kelas,	
Asrama,	Ruang	Makan	dan	Asset	milik	
Pemerintah	Provinsi	NTT	lainnya	yang	berada	
pada	kompleks	Badan	Pengembangan	SDM	
Daerah	Provinsi	NTT

1	Paket Lingkungan	kantor	menjadi	aman	sehingga	
mendukung	pelaksanaan	tugas	pokok	dan	fungsi	
Badan	Pengembangan	SDM	Daerah	Provinsi	NTT

100% 70,000,000 81,429,370

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Tersedianya	jaminan	kesehatan	bagi	pegawai	
Pegawai	Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja

14	Orang Meningkatkan	jaminan	sosial	bagi	Pegawai	
Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja

100% 10,704,960 13,233,528

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Luar	Daerah Terlatihnya	ASN	Pengelola,	Penyelenggara	dan	
Widyaiswara	pada	BPSDMD	dalam	
menyelenggarakan	pengembangan	kompetensi	
ASN

50	Orang Meningkatnya	pengetahuan	dan	kompetensi	ASN	
untuk	mendukung	pelaksanaan	tugas	pokok	dan	
fungsinya

50	Orang 200,000,000 200,000,000

0.00 00 01 52 Penyediaan	pameran	pembangunan Kota	Kupang Tersedianya	dana	Pameran	Pembangunan 1	Kali Terlaksananya	pameran	inovasi	dan	aktualisasi	
peserta	diklat	pada	pameran	pembangunan	
Provinsi	NTT

100% 11,000,000 12,100,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 660,294,566 447,700,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Pemeliharaan	aula	dan	kantor	utama,	
Pemeliharaan	ruang	kelas

3	Paket Gedung	Kantor,	Aula	dan	Kelas	dapat	berfungsi	
dengan	baik	dan	siap	untuk	digunakan

100% 360,294,566 242,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Tersedianya	Pemeliharaan	Kendaraan	Dinas	
Operasional

10	Unit Kendaraan	Operasional	BPSDMD	berfungsi	dengan	
baik	dan	siap	digunakan

100% 70,000,000 84,700,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Pemeliharaan	Rutin	/	Berkala	Perlengkapan	
Gedung	Kantor

100% Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor	yang	
memadai

100% 110,000,000 0

0.00 00 02 49 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	asrama Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	gedung	asrama,	
gedung	widyaiswara,	ruang	makan

1	Paket Gedung	Asrama	dapat	berfungsi	dengan	baik	dan	
siap	untuk	digunakan

100% 120,000,000 121,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 31,595,000 40,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersedianya	LKPJ,	LPPD	dan	LKIP	BPSDMD	TA	
2019,	Tersedianya	Dokumen	Usulan	Anggaran	
Tahun	Anggaran	2021,	Tersedianya	Dokumen	
Rencana	Kinerja	Tahunan	BPSDMD	Prov.	NTT	
Tahun	Anggaran	2020,	Tesedianya	Dokumen	
Perubahan	Anggaran	2020,	Tersedianya	Renja	
BPSDMD	TA.	2021

7	Dokumen Tersedianya	Dokumen	Laporan,	Dokumen	
Perencanaan	dan	Informasi	Kinerja	OPD	serta	
Sistem	Informasi	Pengembangan	Kompetensi	ASN	
di	NTT

100% 31,595,000 40,000,000

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 05 PENGEMBANGAN	SUMBERDAYA	MANUSIA	

DAERAH
3.00 05 15 PROGRAM	PENINGKATAN	KOMPETENSI	PEGAWAI Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	

pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 17,773,987,700 20,119,962,599

Kota	Kupang Pelatihan	Dasar	CPNS 520	Orang Terlatihnya	CPNS	yang	memiliki	kompetensi	yang	
disyaratkan	untuk	diangkat	menjadi	PNS	dan	
mendukung	pelaksanaan	tugas	dan	fungsinya

100% 5,515,120,000 9,366,426,000

22	Kabupaten/Kota Evaluasi	Pasca	Diklat	Prajabatan/latsar	CPNS 230	Orang Tersedianya	Hasil	Evaluasi	Pasca	Diklat	dari	Alumni	
dan	Mentor	di	Instansi	Provinsi	NTT	dan	22	
Kab/kota	sebagai	acuan	untuk	pengembangan	atau	
perbaikan	pelaksanaan	Pelatihan	Dasar	CPNS

100% 235,409,000 200,000,000

Kota	Kupang Diklat	Peningkatan	Kapasitas	camat 30	Orang Terlatihnya	ASN	sesuai	dengan	persyaratan	
kompetensinya	untuk	mendukung	pelaksanaan	
tugas	pokok	dan	fungsinya.

100% 215,221,000 100,000,000

Kota	Kupang Diklat	Peningkatan	Kapasitas	Kepala	Desa/Lurah 30	Orang Terlatihnya	ASN	sesuai	dengan	persyaratan	
kompetensinya	untuk	mendukung	pelaksanaan	
tugas	pokok	dan	fungsinya.

100% 215,221,000 0

Kota	Kupang Diklat	SAKIP 40	Orang Terlatihnya	ASN	sesuai	dengan	persyaratan	
kompetensinya	untuk	mendukung	pelaksanaan	
tugas	pokok	dan	fungsinya.

100% 159,321,000 0

Kota	Kupang Diklat	Pemerintahan	dalam	Negeri 30	Orang Terlatihnya	ASN	sesuai	dengan	persyaratan	
kompetensinya	untuk	mendukung	pelaksanaan	
tugas	pokok	dan	fungsinya.

100% 200,378,500 440,000,000

Kota	Kupang Diklat	Manajemen	Konflik	dan	Integrasi 30	Orang Terlatihnya	ASN	sesuai	dengan	persyaratan	
kompetensinya	untuk	mendukung	pelaksanaan	
tugas	pokok	dan	fungsinya.

100% 133,661,000 0

Kota	Kupang Diklatpim	Tk.	III	Provinsi 40	Orang Terlatihnya	Pejabat	III	dan	IV	yang	memiliki	
kompetensi	yang	disyaratkan	untuk	mendukung	
pelaksanaan	tugas	dan	fungsinya

100% 1,178,360,000 1,293,006,000

Kota	Kupang Diklatpim	Tk.	III	Kab./Kota	se	NTT 80	Orang Terlatihnya	Pejabat	III	dan	IV	yang	memiliki	
kompetensi	yang	disyaratkan	untuk	mendukung	
pelaksanaan	tugas	dan	fungsinya

100% 2,116,720,000 2,018,321,499

Kota	Kupang Diklatpim	Tk.	IV	Provinsi 40	Orang Terlatihnya	Pejabat	III	dan	IV	yang	memiliki	
kompetensi	yang	disyaratkan	untuk	mendukung	
pelaksanaan	tugas	dan	fungsinya

100% 1,250,640,000 1,371,998,100

Kota	Kupang Diklatpim	Tk.	IV	Kab.Kota	se	NTT 80	Orang Terlatihnya	Pejabat	III	dan	IV	yang	memiliki	
kompetensi	yang	disyaratkan	untuk	mendukung	
pelaksanaan	tugas	dan	fungsinya

100% 2,261,280,000 3,617,900,000

Kota	Kupang Evaluasi	Pasca	Diklatpim 230	Orang Tersedianya	Hasil	Evaluasi	Pasca	Diklat	dari	Alumni	
dan	Mentor	di	Instansi	Provinsi	NTT	dan	22	
Kab/kota	sebagai	acuan	untuk	pengembangan	atau	
perbaikan	pelaksanaan	Diklatpim	Tk.	III	dan	IV

100% 205,569,000 220,000,000

Kota	Kupang Analisis	Kebutuhan	Diklat 1	Dokumen Terbentuknya	ASN,	pejabat	struktural	esselon	III	
dan	IV,	serta	pejabat	fungsional	yang	memiliki	
kompetensi	sesuai	dengan	persyaratan	jabatannya

100% 89,830,600 0

Kota	Kupang Diklat	MOT 30	Orang Terbentuknya	ASN,	pejabat	struktural	esselon	III	
dan	IV,	serta	pejabat	fungsional	yang	memiliki	
kompetensi	sesuai	dengan	persyaratan	jabatannya

100% 602,388,500 0

Kota	Kupang Diklat	Kewidyaiswaraan 40	Orang Terbentuknya	ASN	widyaiswara	yang	memiliki	
kompetensi	sesuai	dengan	persyaratan	jabatannya

100% 157,557,500 0

Kota	Kupang Diklat	Bendahara	Pengeluaran 40	Orang Terbentuknya	ASN	bendahara	pengeluaran	yang	
memiliki	kompetensi	sesuai	dengan	persyaratan	
jabatannya

100% 149,820,000 100,000,000

Kota	Kupang Penyusunan	Kurikulum	Diklat	Teknis	dan	
Fungsional

3	Dokumen Tersedianya	kurikulum	bagi	penyelenggaraan	
Diklat	Teknis	dan	Fungsional

100% 136,474,600 0

Kota	Kupang Diklat	Keahlian	Panitia	Pemeriksa	Hasil	Pekerjaan 30	Orang Terciptanya	peningkatan	keahlian	bagi	pemeriksa	
hasil	pekerjaan

100% 157,807,500 89,661,000

22	Kab/Kota Evaluasi	Paskah	Diklat	Teknis 1	Dokumen Terbentuknya	ASN,	pejabat	struktural	esselon	III	
dan	IV,	serta	pejabat	fungsional	yang	memiliki	
kompetensi	sesuai	dengan	persyaratan	jabatannya

100% 123,372,500 0

Kota	Kupang Komite	Penjamin	Mutu	Diklat 1	Dokumen Terbentuknya	Komite	Penjamin	Mutu	Diklat	dalam	
pelaksanaan	penjaminan	mutu	kualitas	
penyelenggaraan	diklat

100% 134,709,100 136,650,000

Kota	Kupang Penyusunan	dan	Sosialisasi	NSPK 1	Dokumen Tersedianya	NSPK 1	Dokumen 50,286,700 45,000,000

Kota	Kupang Kelembagaan	BLUD 1	Dokumen Terwujudnya	lembaga	diklat	yang	kompeten	dan	
bermutu	serta	tersertifikasinya	kompetensi	ASN

100% 70,428,100 150,000,000

Kota	Kupang Kerja	Sama	Kediklatan 3	Naskah Terwujudnya	kerja	sama	kediklatan 100% 61,379,000 100,000,000
Kota	Kupang Uji	dan	Sertifikasi	Kompetensi	Widyaiswara 30	Orang Terwujudnya	Widyaisawara	yang	tersertifikasi	dan	

memiliki	kompetensi
100% 48,151,100 150,000,000

Kota	Kupang Pembekalan	dan	Uji	Kompetensi	bagi	Polisi	PP 100	Orang Terciptanya	Polisi	PP	yang	memiliki	kompetensi 100% 49,967,100 100,000,000

3.00 05 15 03 Pengelolaan	sertifikasi	dan	kelembagaan	sumber	
daya	manusia

3.00 05 15 02 Pengembangan	kompetensi	teknis	dan	fungsional

3.00 05 15 01 Pengembangan	kompetensi	manajerial,	
pemerintahan	dan	sosial
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Kota	Kupang Pembekalan	dan	Uji	Kompetensi	bagi	P2UPD 100	Orang Terciptanya	pejabat	fungsional	P2UPD	yang	
memiliki	kompetensi	sesuai	dengan	persyaratan	
jabatannya

100% 49,967,100 100,000,000

Kota	Kupang e-Learning 3	Aplikasi Terwujudnya	sistem	pendidikan	yang	
memanfaatkan	teknologi	informasi

100% 60,000,000 0

Kota	Kupang Pengembangan	Sistem	Informasi	Pengembangan	
Kompetensi

3	Aplikasi Terwujudnya	lembaga	diklat	yang	kompeten	dan	
bermutu	serta	tersertifikasinya	kompetensi	ASN

100% 98,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Buletin/Majalah	Ilmiah 4	Edisi Terciptanya	media	publikasi 100% 104,840,000 50,000,000
Kota	Kupang Diklat	Keahlian	Pengadaan	Barang/Jasa	Tingkat	

Dasar	dan	Ujian	Sertifikasi	PBJ	Pemerintah
40	Orang Terwujudnya	peningkatan	keahlian	ASN	dalam	

pengadaan	barang	jasa
100% 141,370,100 100,000,000

Kota	Kupang Workshop	Manajemen	BLUD 30	Orang Terwujudnya	lembaga	diklat	yang	kompeten	dan	
bermutu	serta	tersertifikasinya	kompetensi	ASN

100% 113,401,000 0

Kota	Kupang Finishing	Pembangunan	Gedung	Asrama 100% Terwujudnya	lembaga	diklat	yang	kompeten	dan	
bermutu	serta	tersertifikasinya	kompetensi	ASN

100% 1,027,000,000 0

Kota	Kupang Pengadaan	Perlengkapan	kantor 100% Terwujudnya	lembaga	diklat	yang	kompeten	dan	
bermutu	serta	tersertifikasinya	kompetensi	ASN

100% 269,000,000 0

Kota	Kupang Akreditasi	Program	Diklat 3	Dokumen Terwujudnya	lembaga	diklat	yang	kompeten	dan	
bermutu	serta	tersertifikasinya	kompetensi	ASN

100% 121,137,700 0

Kab.	Sikka Rapat	Koordinasi	Pengembangan	SDM	ASN	
Provinsi	NTT

1	Kali Terciptanya	Sinkronisasi	Program/Kegiatan	antar	
Institusi	Kediklatan	se-	Provinsi	NTT	dan	lembaga	
pembina	kediklatan

100% 270,199,000 271,000,000

19,943,292,726 22,279,732,022

BADAN	PENGHUBUNG	PROVINSI	NTT	DI	JAKARTA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 2,952,330,000 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat JAKARTA Tersedianya	jasa	surat	menyurat 100% Terlaksananya	jasa	surat	menyurat 100% 32,250,000 0
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
JAKARTA Tersedianya	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	

dan	listrik
100% Terlaksananya	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	

dan	listrik
100% 213,180,000 0

0.00 00 01 05 Penyediaan	jasa	jaminan	barang	milik	daerah JAKARTA Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	Barang	
Milik	Daerah

100% Adanya	Jaminan	Pengamanan	Barang	Milik	Daerah 100% 15,000,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

JAKARTA Tersedianya	Jasa	Pemeliharaan	dan	Perijinan	
Kendaraan	Dinas

100% Terlaksananya	Jasa	Pemeliharaan	dan	Perijinan	
Kendaraan	Dinas

100% 249,030,000 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan JAKARTA Tersedianya	Jasa	Administrasi	Keuangan 100% Terlaksananya	Jasa	Administrasi	Keuangan 100% 27,920,000 0
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor JAKARTA Tersedianya	Jasa	Kebersihan	Kantor 100% Terlaksananya	Jasa	Kebersihan	Kantor 100% 183,792,800 0
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor JAKARTA Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 100% Terlaksananya	Penyediaan	Alat	Tulis	Kantor 100% 29,590,000 0
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan JAKARTA Penyediaan	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan 100% Penyediaan	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan 100% 13,000,000 0
0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	

penerangan	bangunan	kantor
JAKARTA Tersedianya	Komponen	Instalasi	

Listrik/Penerangan	Bangunan	Kantor
100% Terlaksananya	Penyediaan	Komponen	Instalasi	

Listrik	/	Penerangan	Bangunan	Kantor
100% 30,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

JAKARTA Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

100% Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	
Peraturan	Perundang-undangan

100% 137,500,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman JAKARTA Tersedianya	suguhan	makanan	dan	minuman	
untuk	rapat	dan	tamu	kantor

100% Terpenuhinya	penyediaan	suguhan	makanan	dan	
minuman	untuk	rapat	dan	tamu	kantor

100% 319,600,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

LUAR	JAKARTA Terlaksananya	koordinasi	dan	konsultasi	ke	Luar	
Daerah

100% Pelaksanaan	rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	
Luar	Daerah

100% 150,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

JAKARTA Terlaksananya	Koordinasi,	Konsultasi,	Evaluasi,	
Pendampingan	dan	Tugas	lainnya	Dalam	Daerah	
Dalam	Rangka	:	-	Koordiansi,	Fasilitasi	dan	
Konsultasi	Hubungan	Antar	Lembaga	dengan	
Kementerian/Lembaga	Pemerintah	non	
Kementerian,	Lembaga	Tinggi	Negara,	
Pemerintah	Daerah	lainnya,	NGO,	Kedubes,	
Swasta	dan	Perorangan	dalam	bidang	
POLHUKAM,	Perekonomian	dan	Kesra	-	
Pendampingan	dan	Keprotokoleran	Tamu	dari	
NTT

100% Meningkatnya	Koordinasi,	Konsultasi,	Evaluasi,	
Pendampingan	dan	Tugas	lainnya	Dalam	Daerah	
Dalam	Rangka	:	-	Koordiansi,	Fasilitasi	dan	
Konsultasi	Hubungan	Antar	Lembaga	dengan	
Kementerian/Lembaga	Pemerintah	non	
Kementerian,	Lembaga	Tinggi	Negara,	Pemerintah	
Daerah	lainnya,	NGO,	Kedubes,	Swasta	dan	
Perorangan	dalam	bidang	POLHUKAM,	
Perekonomian	dan	Kesra	-	Pendampingan	dan	
Keprotokoleran	Tamu	dari	NTT

100% 225,000,000 0

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor JAKARTA Tersedianya	Jasa	Pengamanan	Kantor 100% Adanya	Tenaga	Keamanan	Kantor 100% 192,100,000 0
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial JAKARTA 1.	Tersedianya	Jaminan	Kesehatan	bagi	Pegawai	

Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja	2.	
Tersedianya	Jaminan	Ketenagakerjaan	bagi	
Pegawai	Pemerintah	dengan	Perjanjian	Kerja

100% Meningkatnya	Jaminan	Sosial	bagi	Pegawai	
Pemerintah	dengan	Kerja

100% 16,567,200 0

0.00 00 01 51 Peningkatan	promosi	dan	kerjasama	investasi JABODETABEK	DAN	LUAR	JABODETABEK MENINGKATNYA	KEGIATAN	PROMOSI	DAN	
KERJASAMA	INVESTASI

100% Adanya	Peningkatan	Promosi	dan	Kerjasama	
Investasi

100% 1,117,800,000 0

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 1,144,500,000 0

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor JAKARTA Tersedianya	Pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kanto

100% Terlaksananya	Pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

100% 287,000,000 0

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Bandung Adanya	Pagar	keliling	Asrama	Bandung 100% Adanya	Pengamanan	Aset	Pemda 100% 80,000,000 0
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
JAKARTA Tersedianya	pemeliharaan	rutin/berkala	

kendaraan	dinas/operasional
100% Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	

Kendaraan	Dinas/Operasional
100% 727,500,000 0

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

JAKARTA Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Perlengkapan	Gedung	Kantor

100% Adanya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	Perlengkapan	
Gedung	Kantor

100% 50,000,000 0

0.00 00 03 Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 0 0

0.00 00 03 01 Pengadaan	pakaian	khusus	hari-hari	tertentu JAKARTA Terlaksananya	Pengadaan	Pakaian	Khusus	Hari-
hari	Tertentu

100% Adanya	Pakaian	Khusus	Hari-hari	Tertentu 100% 0 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 15,000,000 0

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Jakarta Tersedianya	Laporan	Capaian	Kinerja	dan	Ikhtisar	
Realisasi	Kinerja	SKPD

100% Terlaksananya	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja	dan	Ikhtisar	Realisasi	Kinerja	SKPD

100% 15,000,000 0

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 07 KOORDINASI	PELAKSANAAN	URUSAN	

PEMERINTAH	DAN	PEMBANGUNAN	DENGAN	
PEMERINTAH	PUSAT

Program	Layanan	Pemerintahan	Daerah 40
Persentase	pemenuhan	pelayanan	
terhadap	pemerintah	daerah

80%

Luar	Jakarta Adanya	Fasilitasi	dan	Koordinasi 100% Meningkatnya	Fasilitasi	Koordinasi	Pemerintah	
Daerah	dengan	Kemeterian/Lembaga	dan	
Pemerintah	Daerah	lainnya

100% 110,000,000 0

Jabodetabek,	Bandung,	Jogjakarta,	Semarang,	
Surabaya	dan	Batam

Adanya	Dialog	Pimpinan	Daerah	dengan	Tokoh	
Masyarakat,	Pimpinan	/Anggota	Ormas	
Orsos/media	dan	Mahasiswa

100% Terlaksananya	dialog	Pimpinan	Daerah	dengan	
Tokoh	Masyarakat	Pimpinan/Anggota	Ormas	
Orsos/media	dan	Mahasiswa

100% 240,000,000 0

Jabodetabek Adanya	Sosialisasi	Program	Kerja	Gubernur	
dengan	Tokoh	Masyarakat,	Tokoh	Agama,	Tokoh	
Pemuda	dan	Tokoh	Pers	asal	NTT	se	Jabodetabek

100% Terlaksananya	Sosialisasi	Program	Kerja	Gubernur	
dengan	Tokoh	Masyarakat,	Tokoh	Agama,	Tokoh	
Pemuda	dan	Tokoh	Pers	asal	NTT	se	Jabodetabek

100% 55,000,000 0

Luar	Jakarta Terlaksananya	pendampingan	Kegiatan	
Kedinasan	dan	Kunjungan	Kerja	Kepala	
Daerah/Wakil	Kepala	Daerah

100% Kelancaran	Pelaksanaan	Tugas	Pelayanan	dan	
Pendampingan

100% 230,000,000 0

Jabodetabek Terlaksananya	Peningkatan	Komunikasi	Tokoh	
Masyarakat,	Pimpinan	Organisasi	
Sosial/Keagamaan	dengan	Pemerintah

100% Adanya	Sinergitas	Antar	Pemerintah	Provinsi	
dengan	Tokoh	Masyarakat	asal	NTT	se	
Jabodetabek

100% 97,000,000 0

Jawa	Timur	dan	Sulawesi Telaksananya	Rapat	Koordinasi 100% Meningkatnya	Kerjasama	antar	Badan	Penghubung	
dengan	Pemerintah	Daerah	lainnya

100% 35,000,000 0

4,878,830,000 0

BADAN	PENGELOLA	PERBATASAN	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 830,506,500 901,692,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	Pelayanan	Jasa	Surat	Menyurat Perangko	50,	
Materai	850,	250	
paket	pengiriman	
surat-menyurat	
Buah

Terlayaninya	Surat-menyurat	kedinasan	di	tingkat	
Pusat,	Provinsi,	Kabupaten/Kota	dan	Instansi	
Vertikal

Perangko	
50,	Materai	
850	dan	
250	paket	
pengiriman	
surat-
menyurat	
Bulan

5,200,000 5,720,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang 1.	Terlayaninya	Informasi	Kedinasan	dan	
Informasinya	melalui	internet,	2.	Terpenuhinya	
air	bersih	di	lingkungan	kantor,	3.	Terlaksananya	
pelayanan	listrik	untuk	kebutuhan	kantor

12	Bulan Terbayarnya	Jasa	Komunikasi,	Sumber	Daya	Air	
dan	Listrik	Kantor

12	Bulan 53,400,000 58,740,000

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang Terwujudnya	Pemeriksaan	Kesehatan	ASN 60	Orang Tercapainya	ASN	dan	Tenaga	Kontrak	BPP	yang	
bersih	dari	Narkoba

60	Orang 6,000,000 6,600,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	tertib	pembayaran	pajak	
kendaraan	dinas	dan	pembayaran	jasa	tenaga	
sopir

3	kendaraan	dinas	
Roda	4	dan	2	roda	
dua,	2	tenaga	
kontrak	Bulan

Kendaraan	Dinas/Operasional	yang	bebas	dari	
layanan	operasi	Lalu	Lintas	dan	terlayaninya	
Pimpinan	dan	Operasional	Kantor

12	Bulan 49,200,000 54,120,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Tersedianya	Penyusunan	Laporan	Adminstrasi	
Keuangan	dan	Kinerja	Badan	Serta	Jasa	Tenaga	
Kontrak

12	Bulan Terlaksananya	Laporan	Kinerja	Badan	dan	
Pembayaran	Honor	Tenaga	Kontrak

12	Bulan 170,000,000 187,000,000

TOTAL

3.00 05 15 03 Pengelolaan	sertifikasi	dan	kelembagaan	sumber	
daya	manusia

TOTAL

767,000,000 0

3.00 07 15 01 Pemenuhan	pelayanan	terhadap	pemerintah	
daerah

3.00 07 15 PROGRAM	LAYANAN	PEMERINTAHAN	DAERAH
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0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Pelayanan	Kebersihan	Lingkungan	
Kantor	dan	Jasa	Kebersihan

12	Bulan Tercapainya	Kebersihan	didalam	dan	luar	
lingkungan	kantor	serat	terbayarnya	3	orang	
tenaga	kontrak

12	Bulan 72,000,000 79,200,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Alat	Tulis	Kantor 12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	Alat	Tulis	Kantor	bagi	1	
Sekretariat	dan	4	Bidang	pada	BPP	Prov.	NTT

12	Bulan 70,000,000 71,500,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan 10	Dokumen Terlaksananya	Bahan	Cetakan,	Penggandaan	dan	
Jilid	Laporan	serta	administrasi	perkantoran

10	
Dokumen

25,000,000 27,500,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	Alat	Listrik	untuk	Kebutuhan	Kantor 12	Bulan Tercapainya	Penerangan	Gedung	Kantor	BPP	Prov.	
NTT

12	Bulan 10,250,000 11,275,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	bagi	ASN	dan	
Informasi	Publik

12	Bulan Terlaksananya	Informasi	Publik	melalui	Media	
Cetak:	Pos	Kupang,	Timor	Expres,	Victory	News,	
Kompas	dan	Media	Mingguan

12	Bulan 24,750,000 27,225,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	Pelayanan	Makan	Minum	Tamu,	
Rapat	Internal	Kantor

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	Jamuan	Tamu	Pimpinan	
dan	Rapat	Internal

12	Bulan 25,786,500 22,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah	NTT Tercapainya	Koordinasi	dan	Konsultasi	dengan	
Pemerintah	Pusat

12	Bulan Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	Tingkat	
Pusat

12	Bulan 100,000,000 110,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terangkutnya	Kebutuhan	Beras/Barang	Dinas	
Bagi	ASN

12	Bulan Terlaksananya	Pengangkutan	Beras	dan	Barang	
Dinas

12	Bulan 9,500,000 10,450,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Tercapainya	Rapat	Koordinasi	Dalam	Daerah 12	Bulan Terlaksananya	Koordinasi	di	22	Kabupaten/Kota 12	Bulan 100,000,000 110,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Tercapainya	Keamanan	dan	Ketertiban	
Lingkungan	Kantor

12	Bulan Terkendalinya	Keamanan	dan	Ketertiban	Dalam	
Lingkungan	Kantor

12	Bulan 49,770,000 54,747,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terfasiltasinya	Jaminan	Kesehatan	dan	
Ketenagakerjaan	Bagi	12	Tenaga	Kontrak

12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	Tenaga	Kontrak	BPP	
sebanyak	12	Orang

12	Bulan 9,650,000 10,615,000

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang	dan	Luar	Dearah Tersedianya	SDM	BPP	Prov.	NTT	yang	terampil 12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	dan	SDM	Pada	BPP	Prov.	
NTT

12	Bulan 50,000,000 55,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 283,400,000 311,740,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor 1	Buah Terlaksananya	Pemasangan	Papan	Nama	Kantor 1	Buah 52,000,000 57,200,000
0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Peralatan	Gedung	Kantor 10	Buah/Unit/Roll Terlaksananya	Kebutuhan	Peralatan	BPP	Prov.	NTT 10	

Buah/Unit/
Roll

85,000,000 93,500,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Gedung	Kantor

12	Bulan Terpeliharanya	Gedung	Kantor 12	Bulan 40,000,000 44,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Kendaraan	Dinas/Operasional	bagi	3	unit	
kendaraan	Roda	4	dan	2	unit	kendaraan	roda	2

12	Bulan Teroperasinya	Kendaraan	Dinas 12	Bulan 75,000,000 82,500,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Peralatan	Perkantoran

12	Bulan Terpeliharanya	Peralatan	Perkantoran 12	Bulan 31,400,000 34,540,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 9,430,000 10,373,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Penyusunan	Laporan	Capaian	Kinerja	dan	
Informasi	Publik

12	Bulan Terselesaikannya	Laporan	Informasi	Publik	Cecara	
Baik	dan	Benar

12	Bulan 9,430,000 10,373,000

3.00 PENUNJANG	URUSAN
3.00 08 PERBATASAN
3.00 08 15 PROGRAM	PENGELOLAAN	PERBATASAN Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	

pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 1,620,000,000 1,834,000,000

Kota	Kupang,	Kab.	Kupang,	TTU,	Belu,	Malaka	
dan	Alor	serta	RDTL

-	Pelatihan	Managemen	Garda	Batas,	-	Dialog	
Gubernur	Dengan	Masyarakat	Perbatasan	Antar	
Negara,	-	Pertemuan	Pemerintah	Indonesia	dan	
Timor	Leste	di	Kawasan	Perbatasan,	-	Joint	Survey	
Sosial,-	Koordinasi	ke	PLBN

50	tokoh	pemuda,	
tokoh	masyarakat,	
aparatur	desa,	
Dokumen	Tahun

Terlatihnya	Tokoh	Pemuda,	Tokoh	Masyarakat,	
Aparat	Desa,	Terlaksananya	Dialog	Gubernur	
dengan	Masyarakat	Perbatasan	guna	terserapnya	
aspirasi	masyarakat	perbatasan,	Terbangunnya	
Kerjasama	antara	Pemerintah	RI	dan	RDTL,	serta	
terhimpunya	permasalahan	di	sekitar	PLBN

50	tokoh	
pemuda,	
tokoh	
masyarakat
,	aparatur	
desa,	
Dokumen	
Tahun

300,000,000 319,000,000

12	Kabupaten	Perbatasan -	Rapat	Koordinasi	Perbatasan,	-	Monitoring	dan	
Evaluasi	Terpadu

2	Dokumen Tersedianya	Dokumen	Perencanaan	Pembangunan	
di	Kawasan	Perbatasan,	Terhimpunya	Data	
Pembangunan	Kawasan	Perbatasan

2	Dokumen 300,000,000 400,000,000

3.00 08 15 02 Identifikasi	dan	pemetaan	struktur	ruang	pusat-
pusat	pengembangan	potensi	unggulan	di	
kawasan	perbatasan	darat	dan	laut

Kabupaten	Kupang,	Rote	Ndao,	Sabu	Raijua,	TTS	
dan	Kota	Kupang

Teridentifikasinya	Potensi	Unggulan	di	
Kecamatan	Perbatasan,	Terlaksananya	Pemetaan	
Struktur	Ruang	Pusat-Pusat	Pengembangan	
Potensi	Kawasan	Perbatasan	Darat	dan	Laut,	
RAKOR	Potensi	Unggulan	dan	Pemetaan	Struktur	
Ruang	Kawasan	Perbatasan

3	Dokumen Teridentifikasinya	Potensi	Unggulan	di	Kecamatan	
Perbatasan,	Tersedianya	Rencana	Struktur	Ruang	
Pusat-pusat	Pengembangan	Potensi	perbatasan	
Darat	dan	Laut,	serta	Terlaksananya	RAKOR	
Potensi	Unggulan	dan	Pemetaan	Struktur	Ruang	
Kawasan	Perbatasan

3	Dokumen 300,000,000 400,000,000

3.00 08 15 03 Koordinasi	infrastruktur	fisik,	pemerintahan,	
ekonomi	dan	kesra	di	kawasan	perbatasan	antar	
negara

7	Kabupaten	Perbatasan	Antar	Negara Terlaksananya	Koordinasi	Pengelolaan	
Infrastruktur	Fisik,	Pemerintahan,	Ekonomi	dan	
Kesra	di	Kawasan	Perbatasan	Antar	Negara

7	Kabupaten Meningkatnya	Koordinasi	Infrastruktur	Fisik,	
Pemerintahan,	Ekonomi	dan	Kesra	di	Kawasan	
Perbatasan	Antar	Negara

7	
Kabupaten

300,000,000 330,000,000

3.00 08 15 05 Fasilitasi	penyelesaian	persilisihan	dan	identifikasi	
pengembangan	batas	daerah	kabupaten/kota

6	Segmen	Batas	Daerah	yang	Bermasalah,	Kab.	
Sumba	Barat-Sumba	Tengah,	Kab	Kupang-Kota	
Kupang,	Kab.	Malaka-TTU,	Kab.	Sumba	Timur-
Sumba	Tengah,	Kab.	Sikka-Flotim

Terfasilitasinya	Penyelesaian	Perselisihan	Batas	
Daerah,	Pelacakan	Titik	Koordinat	dan	Pilar	Batas	
Daerah	Bermasalah,	Sosialisasi	Peraturan	
Perundang-undangan	dan	Identifikasi	
Pengembangan	Kawasan	Perbatasan	Daerah

6	Dokumen Terwujudnya	Perdamaian	dan	terselesaikannya	
sengketa	batas	daerah	Kab/Kota,	Teridentifikasinya	
Titik	Koordinat	dan	Pilar	Batas	Daerah	Kab/Kota,	
Meningkatnya	Pemahaman	masyarakat	tentang	
batas	wilayah,	Teridentifikasinya	Pengembangan	
Infrastruktur	dan	Potensi	Kawasan	Perbatasan	
Daerah

4	Dokumen 420,000,000 385,000,000

2,743,336,500 3,057,805,000

BIRO	UMUM

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 33,511,498,500 28,817,201,602

Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	paket	pengiriman	pada	Biro	
Umum

100% Terjaminnya	keamanan	dan	kenyamanan	dalam	
pengiriman	barang	dinas

100% 200,000,000 291,375,000

Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	dan	lembur	Tata	Usaha	
Pimpinan	serta	belanja	bahan	pakai	habis

100% Terjaminnya	kelengkapan	barang	perangko	dan	
pos	lainnya	dalam	kelancaran	pelaksanaan	tugas

100% 418,934,000 439,880,700

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Terbayarnya	rekening	telepon,	air,	listrik	dan	
internet

100% Terjaminnya	kelancaran	administrasi 100% 7,219,527,700 7,580,504,085

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	tenaga	medis,	
honorarium	non	PNS	dan	tersedianya	obat-
obatan	pada	Klinik	Kantor	Gubernur	NTT

100% Terjaminnya	pemeliharaan	kesehatan	PNS	dan	
terbayarnya	honorarium	non	PNS

100% 217,660,000 228,543,000

kota	kupang Terbayarnya	Pajak	Kendaraan	Dinas	Kepala	
Daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% Terjaminnya	Keamanan	dan	Kenyamanan	
Kendaraan	Dinas	Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah

100% 49,880,000 52,374,000

Kota	Kupang Terbayarnya	Pajak	Kendaraan	Dinas	pada	Biro	
Umum

100% Terjaminnya	Keamanan	dan	Kenyamanan	
Kendaraan	Dinas	pada	Biro	Umum

100% 22,440,000 22,552,200

Kota	Kupang Terbayarnya	Honorarium	Teknisi,	Supir,	PNS	dan	
Non	PNS	pada	Biro	Umum

100% Terjaminnya	Honorarium	Teknisi,	Supir,	PNS	dan	
Non	PNS	pada	Biro	Umum

100% 633,600,000 665,280,000

Kota	Kupang Terbayarnya	STNK	Kendaraan	Dinas	Kepala	
Daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% Terjaminnya	Keamanan	dan	Kenyamanan	
Kendaraan	Dinas	Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	
Daerah

100% 20,000,000 21,000,000

Kota	Kupang Terbayarnya	STNK	Kendaraan	Dinas	pada	Biro	
Umum

100% Terjaminnya	Keamanan	dan	Kenyamanan	
Kendaraan	Dinas	pada	Biro	Umum

100% 20,000,000 21,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	pengelola	keuangan,	
pejabat	pengadaan,	honor	tenaga	non	PNS	dan	
lembur	PNS

100% Terciptanya	administrasi	keuangan	daerah	tertib	
dan	teratur

100% 981,750,000 1,030,837,500

Kota	Kupang Terbayarnya	tenaga	cleaning	service	dan	
pengadaan	peralatan	kebersihan	dan	bahan	
pembersih	pada	Biro	Umum

100% Terjaminnnya	kebersihan	dan	kenyamanan	
pelaksanaan	tugas	pada	Biro	Umum

100% 1,387,713,500 1,457,099,175

Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	pelayan,	cleaning	
service	dan	belanja	peralatan	kebersihan	pada	
rumah	jabatan	pimpinan

100% Terjaminnya	kelengkapan	peralatan	kebersihan	
dan	tenaga	cleaning	service	serta	pelayanan	yang	
profesional

100% 1,713,528,500 1,799,204,925

Kota	Kupang Terbayarnya	tenaga	cleaning	service	luar	dan	
dalam	pada	Biro	Umum

100% Terciptanya	lingkungan	kerja	yang	berdih	dan	
nyaman

100% 1,576,800,000 1,655,640,000

Kota	Kupang Terbayarnya	alat	tulis	kantor	dalam	rangka	
pelaksanaan	tugas

100% Terjaminnya	alat	tulis	kantor	yang	layak	pakai 100% 100,000,000 141,399,877

Kota	Kupang Terbayarnya	alat	tulis	kantor	pada	ruangan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% Terjaminnya	alat	tulis	kantor	yang	layak	pakai	pada	
ruangan	Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% 163,325,800 171,492,090

Kota	Kupang Tersedianya	barang	cetak	dan	penggandaan	pada	
Biro	Umum

100% Terjaminnya	pelaksanaan	tigas	berjalan	dengan	
lancar

100% 575,481,500 604,255,575

Kota	Kupang Tersedianya	barang	cetak	dan	penggandaan	pada	
ruangan	Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% Terjaminnya	pelaksanaan	tugas	berjalan	dengan	
lancar

100% 374,637,500 393,369,375

Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	bahan	alat	listrik	dan	
elektronik	pada	Biro	Umum

100% Terjaminnya	alat	dan	bahan	elektronik	yang	layak	
pakai

100% 446,078,000 468,381,900

Kota	Kupang Tersedianya	alat	litrik	dan	elektronik	pada	ruang	
pimpinan

100% Terjaminnya	alat	listrik	dan	bahan	elektronik	yang	
layak	pakai

100% 343,562,000 360,740,100

Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	teknisi	listrik	dan	
elektronik	pada	Biro	Umum

100% Terjaminnya	keamanan	dan	kenyamanan	dalam	
pelaksanaan	tugas

100% 7,200,000 7,560,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	koran,	majalah	pada	ruang	pimpinan	
dan	Biro	Umum

100% Terciptanya	peningkatan	wawasan	dan	
pemahaman

100% 243,940,000 256,137,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	snack,	makanan	dan	minuman	untuk	
kegiatan	dinas

100% Terciptanya	rapt	dan	kegiatan	dinas	berjalan	lancar 100% 2,328,089,000 2,444,493,450

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kota	Kupang Terbayarnya	biaya	perjalanan	dinas	keluar	daerah	
bagi	pimpinan	dan	staf

100% terlaksananya	tugas	tepat	waktu	dan	tepat	sasaran 100% 1,256,000,000 1,328,250,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terbayarnya	Paket	Pengiriman/Pengepakan	dan	
pengangkutan	beras

100% Terjaminnya	Pengiriman/Pengepakan	dan	
pengangkutan	beras

100% 53,058,000 55,710,900

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat

TOTAL

3.00 08 15 01 Koordinasi	peningkatan	peran	serta	masyarakat	
dalam	pembangunan	di	kawasan	perbatasan	antar	
negara

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor
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0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kota	Kupang Terbayarnya	biaya	perjalanan	dinas	ke	kabupaten	
kota	bagi	pimpinan	dan	staf

100% terlaksananya	tugas	tepat	waktu	dan	tepat	sasaran 100% 1,250,000,000 1,312,500,000

Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	pengaman	kantor	
Gubernur	NTT

100% Terjaminnya	keamanan	dan	kenyamanan	
lingkungan	kantor

100% 864,000,000 907,200,000

Kota	Kupang Terbayarnya	jasa	administrasi	pungutan	PBB 100% Terjaminnya	kelengkapan	administrasi	pungutan	
PBB

100% 20,000,000 21,000,000

0.00 00 01 35 Pengadaan	pakaian	dinas	beserta	
perlengkapannya

Kota	Kupang Tersedianya	pakaian	dinas	bagi	Gubernur	dan	
Wakil	Gubernur

100% Terciptanya	disiplin	pakaian	dinas	Gubernur	dan	
Wakil	Gubernur

100% 156,000,000 163,800,000

0.00 00 01 46 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
kepala	daerah	dan	wakil	kepala	daerah

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pemeliharaan	kesehatan	bagi	
Kepala	daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% Terjaminnya	kesehatan	bagi	Kepala	daerah	dan	
Wakil	Kepala	Daerah

100% 150,000,000 157,500,000

Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	opersional	komputer	
dan	lembur	pegawai	Biro	Umum

100% Terjaminnya	peralatan	dan	perlengkapan	kantor	
yang	layak	pakai

100% 693,400,000 728,070,000

Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	dekorasi,	sewa	
perlengkapan	dan	peralatan	kantor	dan	belanja	
sewa	peralatan	sound	system

100% Terjaminnya	kelancaran	dalam	pelaksanaan	
kegiatan

100% 754,549,000 792,277,000

Kota	Kupang Terbayarnya	Sewa	Perlengkapan,	Peralatan	dan	
Sound	System

100% Terjaminnya	pembayaran	Sewa	Perlengkapan,	
Peralatan	dan	Sound	System

100% 549,419,000 576,890,000

0.00 00 01 56 Layanan	tamu	pemerintah	daerah	provinsi	NTT Kota	Kupang Terlasananya	pelyanan	tamu	Pemerintah	Provinsi	
NTT

100% Terciptanya	pelyanan	dan	kepuasan	tamu	
Pemerintah	Provinsi	NTT

100% 8,000,000,000 1,903,912,500

0.00 00 01 57 Perayaan	hari-hari	besar	nasional	dan	HUT	NTT Kota	Kupang Terbayarnya	Belanja	Dekorasi,	Sewa	
Perlengkapan	dan	Peralatan,	Belanja	Makan	
Minum	dan	Sound	System

100% Terjaminnya	Pembyaran	Dekorasi,	Sewa	
Perlengkapan	dan	Peralatan,	Belanja	Makan	
Minum	dan	Sound	System

100% 720,925,000 756,971,250

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 14,381,525,000 15,242,419,500

0.00 00 02 06 Pengadaan	perlengkapan	rumah	jabatan/dinas Kota	Kupang Terbayarnya	Pengadaan	Perlengkapan	Kantor,	
Meubeler	dan	Peralatan	Dapur

100% Terjaminnya	Pembayaran	Perlengkapan	Kantor,	
Meubeler	dan	Peralatan	Dapur

100% 68,000,000 71,400,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Terbayarnya	Pengadaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor	pada	Biro	Umum

100% Terjaminnya	pembayaran	Perlengkapan	Gedung	
Kantor	pada	Biro	Umum

100% 22,500,000 23,625,000

Kota	Kupang Terbayarnya	peralatan	keamanan	pada	VIP	
Bandara	El	Tari

100% Terjaminnya	kemanan	pejabat	pada	VIP	Bandara	El	
Tari	Kupang

100% 2,500,000,000 2,625,000,000

Kota	Kupang Terbayarnya	peralatan	komputer	dan	printer	
pada	ruang	pimpinan

100% Terjaminnya	perlengkapan	kantor	yang	memadai 100% 10,300,000 10,815,000

0.00 00 02 20 Pemeliharaan	rutin/berkala	rumah	jabatan Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	barang	dan	jasa	pada	rumah	
jabatan	pimpinan

100% Terjaminnya	kelengkapan	barang	dan	jasa	pada	
rumah	jabatan	pimpinan

100% 400,000,000 561,818,250

Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	bahan	baku	bangunan	dan	
peningkatan	daya	listrik

100% Terjaminnya	gedung	kantor	yang	layak	pakai 100% 1,975,000,000 2,073,750,000

Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	bibit	tanaman	dan	obat-
obatan	pada	kantor	Gibernur	NTT	dan	VIP	
Bandara	El	Tari	Kupang

100% Terciptanya	keindahan	lingkungan	kantor	dan	VIP	
Bandara

100% 175,000,000 183,750,000

0.00 00 02 23 Pemeliharaan	rutin/berkala	mobil	jabatan Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	perawatan	kendaraan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	Daerah

100% Terjaminnya	pemeliharaan	kendaraan	demi	
terciptanya	kemanan	dan	kencamanan	pimpinan	
dalam	melaksanakan	tugas

100% 704,650,000 739,882,500

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terbayarnya	belanja	perawatan	kendaraan	dinas	
pada	Biro	Umum

100% Terjaminnya	kemanan	dan	kenyamanan	dalam	
melaksankan	tugas

100% 531,100,000 557,655,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terbayarnya	pemeliharaan	instalasi	listrik	pada	
aula	Ben	Boi	Jln.	Basuki	Rahmat	Kupang

100% Terjaminnya	kemanan	dan	penerangan	pada	aula	
Ben	Boi	Jln.	Basuki	Rahmat	Kupang

100% 100,000,000 105,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terbayarnya	pemeliharaan	perlatan	dan	mesin	
pada	Biro	Umum

100% Terjaminnya	peralatan	dan	perlengkapan	kantor	
yang	layak	pakai

100% 203,575,000 213,753,750

0.00 00 02 42 Rehabilitasi	sedang/berat	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	rehabilitasi	sedang/berat	gedung	
aula	El	Tari

100% Terciptanya	gedung	aula	utama	eltari	yang	layak	
pakai

100% 5,500,000,000 5,775,000,000

0.00 00 02 45 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	rumah	
jabatan/dinas

Kota	Kupang Terbayarnya	pemeliharaan	perlatan	dan	mesin	
pada	rumah	jabatan

100% Terciptanya	peralatan	dan	mesin	pada	rumah	
jabatan	yang	layak	pakai

100% 266,400,000 279,720,000

0.00 00 02 46 Pembangunan	sarana	olahraga Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pembuatan	kolam	renang	serta	
sarana	dan	prasarana	olah	raga	pada	rumah	
jabatan

100% Terciptanya	sarana	dan	prasarana	olah	raga	dan	
kolam	renang	pada	rumah	jabatan

100% 1,925,000,000 2,021,250,000

0.00 00 03 Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 70,000,000 73,500,000

0.00 00 03 01 Pengadaan	pakaian	khusus	hari-hari	tertentu Kota	Kupang Tersedianya	pakaian	motif	daerah	Gubernur	dan	
Wakil	Gubernur

100% Terciptanya	disiplin	pakaian	motif	daerah	
Gubernur	dan	Wakil	Gubernur

100% 70,000,000 73,500,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 16,400,000 17,220,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersedianya	ATK	dan	terbayarnya	makan	dan	
minuman	untuk	pembuatan	laporan	Biro	Umum

100% Terjaminnya	laporan-laporan	pada	Biro	Umum 100% 16,400,000 17,220,000

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH
4.00 01 19 PROGRAM	PENINGKATAN	PELAYANAN	

PERDINASAN	KEPALA	DAERAH/WAKIL	KEPALA	
DAERAH

Persentase	pemenuhan	pelayanan	
terhadap	Kepala	Daerah/Wakil	Kepala	
Daerah

100% 13,602,750,000 14,282,887,500

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	forum	komunikasi	Pimpinan	
Daerah	dalam	menyerap	informasi	pembangunan

12	Bulan Terwujudnya	forum	komunikasi	Pimpinan	Daerah	
dalam	menyerap	informasi	pembangunan

12	Bulan 6,431,000,000 6,752,550,000

Kota	Kupang Terlaksananya	koordinasi	dengan	Pemerintah	
Pusat	dan	Pemerintah	Daerah	lainnya

24	Kali Terwujudnya	kerjasama	dengan	Pemerintah	Pusat	
dan	Pemerintah	Daerah	lainnya

24	Kali 3,641,750,000 3,823,837,500

Kota	Kupang Terlaksananya	dialog/audiens	dengan	tokoh-
tokoh	masyarakat,	pimpinan/anggota	organisasi	
sosial	dan	keagamaan

48	Kali Terwujudnya	Hubungan	yang	harmonis	dalam	
rangka	pelaksanaan	pembangunan	daerah

48	Kali 2,150,000,000 2,257,500,000

22	kabupaten/kota Terlaksananya	kunjungan	kerja	inspeksi	Kepala	
Daerah/Wakil	Kepala	Daerah

96	Kali Terwujudnya	koordinasi/evaluasi	pelaksanaan	
tugas	pemerintah

96	Kali 1,380,000,000 1,449,000,000

61,582,173,500 58,433,228,602

BIRO	HUKUM

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 226,430,379 237,751,897

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kupang Tercapainya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
untuk	Rapat	Koordinasi	ke	Luar	Daerah

1	Paket Peningkatan	Kemampuan	dan	Koordinasi	Kerja	
melalui	Rapat,	Koordinasi	dan	Konsultasi

1	Tahun 2,000,000 2,100,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kupang Terlaksananya	Pembayaran	Langganan	Telepon 1	Paket Lancarnya	Pelaksanaan	Pembayaran	Telepon,	
Pulsa	Internet	dan	Jasa	Hosting	Website

1	Tahun 2,000,000 2,100,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kupang Lancarnya	pelaksanaan	tugas	kantor 2	Unit Terlaksananya	pembayaran	pajak	kendaraan 1	Tahun 2,800,000 2,940,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kupang Terpenuhinya	Honorarium	Pengelola	Keuangan	:	-	
Honorarium	Bendahara	-	Honorarium	Pembantu	
Bendahara	-	Honorarium	Pengurus	Barang	Unit	-	
Honorarium	Petugas	Verifikasi	SPJ	-	Honorarium	
Penyiap	SPP	dan	SPM	-	Honorarium	Pejabat

7	Orang Terselesaikannya	Honorarium	PNS	pengelola	
keuangan

1	Tahun 19,720,000 20,706,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kupang Terpenuhinya	Peralatan	Kebersihan 1	Paket Terwujudnya	Lingkungan	Kerja	yang	Bersih 1	Tahun 5,410,379 5,680,897
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kupang Terpenuhinya	Kebutuhan	Administrasi	Kantor 1	Paket Lancarnya	Administrasi	Perkantoran 1	Tahun 37,000,000 38,850,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kupang Terpenuhinya	kebutuhan	untuk	cetak,	

penggandaan	dan	jilid
2	Paket Meningkatnya	kulitas	admistrasi	perkantoran 100% 15,000,000 15,750,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kupang Terpenuhinya	kebutuhan	bacaan	dan	perundang-
undangan

1	Paket Terpenuhinya	kebutuhan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

1	Tahun 2,500,000 2,625,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kupang Tersedianya	makanan	dan	minuman 2	Paket Tersedianya	makanan	dan	minuman	Peserta	Rapat	
dan	Tamu

1	Tahun 30,000,000 31,500,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Kupang Tercapainya	pelayanan	administrasi	perkantoran	
untuk	Rapat-Rapat	Koordinasi	ke	Luar	Daerah

1	Paket Peningkatan	Kemampuan	dan	Koordinasi	Kerja	
melalui	Rapat,	Koordinasi	dan	Konsultasi

1	Tahun 60,000,000 63,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Provinsi	dan	Kab/Kota Lancarnya	pelaksanaan	tugas	Koordinasi,	
Konsultasi	dan	Tugas	Kantor

1	Paket Peningkatan	Kemampuan	dan	Koordinasi	Kerja 100% 50,000,000 52,500,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 30,600,000 32,130,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kupang Pemeliharaan	kendaraan	dinas	berupa	service	
kendaraan,	BBM	dan	pelumas

2	Unit Terpeliharanya	kendaraan	dinas/operasional 100% 20,600,000 21,630,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kupang Pemeliharaan	Komputer,	Pemeliharaan	Printer	
dan	Pemeliharaan	Projektor

23	Unit Terlaksananya	pemeliharaan	Peralatan	Gedung	
Kantor

100% 10,000,000 10,500,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 10,000,000 10,500,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kupang Terlaksananya	Pelaporan	:	Penyusunan	DPA	
2021,	Penyusunan	DPPA	2020,	Penyusunan	Lap.	
Tahunan,	Penyusunan	Lap.	Neraca	Keuangan	dan	
Penyusunan	Renja	Renstra

6	Laporan Tersusunnya	Capaian	Kinerja	dan	Realisasi 100% 10,000,000 10,500,000

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH

Presentasi	produk	hukum	daerah	yang	
efektif

50%

Persentase	ketercapaian	penataan	produk	
hukum	daerah

100%

Kupang Terlaksananya	penataan	peraturan	perundang-
undangan	melalui	kegiatan	kaji	ulang	perda

1	Kali Terwujudnya	penataan	peraturan	perundang-
undangan	melalui	kegiatan	kaji	ulang	perda

1	Kali 7,801,625 8,191,706

Pusat,	Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Terselanggaranya	pengelolaan	JDIH	yang	baik	di	
Tingkat	Provinsi	dan	Kabupaten/Kota

OPD	Kab/kota JDIH	terintegrasi	antara	Pusat,	Provinsi	dan	
Kabupaten/Kota

1	Kali	
Laporan

52,621,000 55,252,050

Pusat,	Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Terlaksananya	advokasi	pengisian	LHKPN OPD	Kab/kota Tercapainya	Penyampaian	LHKPN 1	Kali	
Laporan

71,892,000 75,486,600

Pusat,	Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Meningkatnya	jumlah	Perda	yang	disusun	
dilingkup	Provinsi

1	Paket Terwujudnya	penataan	peraturan	perundang-
undangan	melalui	kegiatan	legislasi	daerah.

1	Paket 159,958,750 167,956,688

Pusat Meningkatnya	jumlah	Perda	yang	disusun	
dilingkup	Provinsi

1	Paket Terwujudnya	penataan	peraturan	perundang-
undangan	melalui	kegiatan	legislasi	daerah

1	Paket 150,000,000 157,500,000

0.00 00 01 48 Penyediaan	jasa	peralatan	dan	perlengkapan

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor

TOTAL

4.00 01 19 01 Peningkatan	kualitas	pelayanan	kedinasan	kepala	
daerah	dan	wakil	kepala	daerah

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor

2,219,333,780

4.00 01 16 01 Pengelolaan	peraturan	perundang-	undangan

4.00 01 16 PROGRAM	PENATAAN	PERATURAN	PERUNDANG-
UNDANGAN

1,708,651,219
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Pusat Terlaksananya	legislasi	melalui	legal	drafting 1	Paket tersedianya	perancang	peraturan	perundang-
undangan

1	Paket 50,000,000 52,500,000

Kupang Meningkatnya	jumlah	Pergub/Kepgub	yang	
disusun	dilingkup	Provinsi

100% Meningkatnya	jumlah	Pergub/Kepgub	yang	
disusun	dilingkup	Provinsi

100% 100,000,000 105,000,000

Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Meningkatnya	jumlah	Pergub/Kepgub	yang	
disusun	dilingkup	Provinsi

1	Paket Meningkatnya	jumlah	Pergub/Kepgub	yang	
disusun	dilingkup	Provinsi

1	Paket 79,601,625 83,581,706

Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Rakor	Bidang	Hukum 1	Kali Tersusunnya	rekomendasi	hasil	Rakor	Bidang	
Hukum

1	Laporan 49,284,000 51,748,200

Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Terfasilitasi/terevaluasinya	Ranperda,	pemberian	
nomor	register	Perda	dan	pengkajian	Perda	
kab/kota	Wilayah	I

1	Paket Meningkatnya	jumlah	Ranperda	yang	
difasilitasi/evaluasi,	pemberian	nomor	Register	
Perda	dan	Perda	yang	dikaji

1	Paket 45,000,000 472,500,000

Provinsi	dan	Kabupaten/Kota Terfasilitasi/terevaluasinya	Ranperda,	pemberian	
Nomor	Register	Perda	dan	Pengkajian	Perda	
Kab/Kota	Wilayah	II.

1	Paket Meningkatnya	jumlah	Ranperda	yang	
difasilitasi/evaluasi,	pemberian	nomor	register	
Perda	dan	Perda	yang	dikaji.

1	Paket 74,866,219 78,609,530

Provinsi	dan	22	Kab/Kota Terlaksananya	Sosialisasi	secara	langsung	tingkat	
Provinsi	tentang	Perundang-Undangan	Pusat	dan	
Daerah,	Terlaksananya	Sosialisasi	secara	langsung	
tingkat	Kab/Kota	tentang	Perundang-Undangan	
Pusat	dan	Daerah,	Terlaksananya	Sosialisasi	
secara	tidak	langsung	dan	Advokasi	Peraturan	
perundang-undangan	pusat	dan	daerah

15	Dokumen Terwujudnya	Sosialisasi	Advokasi	PerUUan 100% 90,000,000 94,500,000

Pusat,	Provinsi	dan	Kab/Kota Terlaksananya	Penanganan	Perkara	Perdata	dan	
Tata	Usaha	Negara	di	Pengadilan	dan	Pengaduan	
masyarakat	di	Luar	Pengadilan

1	Paket Laporan	Penyelesaian	Penanganan	Perkara	Perdata	
dan	Tata	Usaha	Negara	di	Pengadilan	dan	
Pengaduan	masyarakat	di	Luar	Pengadilan

1	Paket 431,183,000 452,742,150

Pusat,	Provinsi	dan	Kab/Kota Terlaksananya	Penanganan	Perkara	Perdata	dan	
Tata	Usaha	Negara	di	Pengadilan	dan	Pengaduan	
masyarakat	di	Luar	Pengadilan

1	Paket Laporan	Penyelesaian	Penanganan	Perkara	Perdata	
dan	Tata	Usaha	Negara	di	Pengadilan	dan	
Pengaduan	masyarakat	di	Luar	Pengadilan

1	Paket 65,795,000 69,084,750

Pusat,	Provinsi	dan	5	Kab/Kota a.	Terlaksananya	Diseminasi	PPK	di	Provinsi	b.	
Terlaksanannya	Pembinaan	PPK

1	Paket Laporan	Diseminasi	PPK	dan	Meningkatnya	PPK	di	
Kab/Kota

1	Paket 80,640,000 84,672,000

Pusat,	Provinsi	dan	4	Kab/Kota a.	Terlaksananya	Diseminasi	PPK	di	Provinsi	b.	
Terlaksanannya	Pembinaan	PPK

1	Paket Laporan	Diseminasi	PPK	dan	Meningkatnya	PPK	di	
Kab/Kota

1	Paket 40,000,000 42,000,000

Jakarta,	Kota	Kupang	dan	3	Kabupaten Terlaksananya	Rapat	RANHAM 1	Paket -	Terlaksananya	Harmonisasi	Perda	yg	
berperspektif	HAM	-	Terlaksananya	YANKOMAS	-
Terlaksananya	Bimtek	HAM	-	Terlaksananya	
Penerapan	Norma	&	Standart	HAM

1	Paket 60,008,000 63,008,400

Kab/Kota Terlaksananya	Diseminasi	Kab/Kota	Peduli	HAM 1	Paket Terwujudnya	Diseminasi	Kab/Kota	Peduli	HAM 1	Paket 100,000,000 105,000,000
1,975,681,598 2,499,715,677

BIRO	ORGANISASI

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 419,751,000 535,500,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	KUpang Jumlah	surat	keluar 1000	Lembar Terpenuhinya	Kebutuhan	Surat-menyurat	
Perkantoran

100% 2,000,000 5,000,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Terlaksananya	Pembayaran	Telepon	dan	Internet	
tepat	waktu

12	Buku Jumlah	Pembayaran	Telepon	dan	Internet 100% 15,000,000 30,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas

2	Buah/Unit/Roll Terlaksananya	Jasa	pemeliharaan	dan	perijinan	
kendaraan	dinas

100% 6,000,000 6,500,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terbayarnya	honorarium	pengelola	APBD 12	Bulan Pengelolaan	keuangan	yang	baik 100% 23,000,000 25,000,000
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Kebersihan	lingkungan	kerja 1	Tahun Tersedianya	lingkungan	kerja	yang	bersih 100% 3,012,000 5,000,000
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	alat	tulis	kantor 12	Bulan Kelancaran	administrasi	Perkantoran 100% 22,379,000 30,000,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	KupangTersedianya	hasil	pencetakan	dan	

penggandaan
Tersedianya	hasil	pencetakan	dan	penggandaan 12	Bulan Kelancaran	Administrasi	Perkantoran 100% 15,000,000 20,000,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	: 12	Bulan Meningkatnya	Pengetahuan	Aparatur 100% 3,360,000 4,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	makanan	dan	minuman	untuk	
kegiatan	rutin	Biro

12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	Pelayanan	Administrasi	
Perkantoran

100% 30,000,000 50,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Provinsi	NTT Terlaksananya	Koordinasi	Bidang	Organisasi 12	Bulan tercapainya	rencana	Kinerja	Biro	Organisasi 100% 100,000,000 120,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Koordinasi	Bidang	Organisasi 12	Bulan Tercapainya	rencana	Kinerja	Biro	Organisasi 100% 100,000,000 120,000,000

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Luar	daerah	dan	kota	Kupang Tersedianya	tenaga	terampil	di	bidang	organisasi 1	Tahun Meningkatnya	Pemahaman	Aparatur	di	bidang	
organisasi

100% 100,000,000 120,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 185,000,000 255,000,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Perlatan	Gedung	Kantor 5	Jenis Kelancaran	pelaksanaan	tugas 100% 100,000,000 150,000,000
0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Kota	Kupang Tersedianya	Mebeleur	pada	Biro	Organisasi	pada	

Biro	Organisasi	Setda	Prov.	NTT	:	meja	dan	kursi	
rapat

1	Paket Kelancaran	Pelaksanaan	Tugas 100% 20,000,000 30,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	KUpang Terpeliharanya	kendaraan	Dinas 2	Buah Kelancaran	mobilitas	pelaksanaan	tugas 100% 30,000,000 35,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Jumlah	Peralatan	Kantor	yang	menunjang	
aktifitas

1	Tahun kelancaran	pelaksanaan	tugas 100% 35,000,000 40,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 150,000,000 150,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersedianya	LAKIP,	Laporan	Tahunan,	RKT	dan	PK,	
LPPD,	LKPJ,	Lap	Kegiatan	PPID

7	dokumen	&	22	
Kab/kota

Terevaluasinya	Kinerja	Aparatur 100% 150,000,000 150,000,000

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH

Jumlah	inovasi	pelayanan	publik	yang	
dilaksanakan

4	Inovasi	
pelayanan	
Publik

Persentase	penerapan	SOP	dan	SPM	pada	
seluruh	OPD

100%

Jumlah	Perangkat	Daerah	yang	memenuhi	
SPP	dan	SPM

75%

Penerapan	Kontrak	Kinerja	(Perjanjian	
Kinerja)	Berjenjang	(Eselon)

100

Nilai	Akuntabilitas	Kinerja A	Poin
Persentasi	Perangkat	Daerah	yang	
menerapkan	Sistem	manajemen	kinerja	
daerah

100%

Proporsi	perangkat	daerah	yang	tepat	
guna	dan	tepat	fungsi	(right	sizing)

100%

Indeks	Reformasi	Borokrasi 68%
22	Kabupaten/Kota	dan	Jakarta Tersedianya	dokumen	Analisis	Jabatan	dan	

Analisis	Beban	Kerja	Perangkat	Daerah	Provinsi	
NTT

1	Laporan Terciptanya	Perangkat	Daerah	Provinsi	NTT	yang	
sesuai	Analisis	Jabatan	dan	Analisis	Beban	Kerja

100% 500,000,000 500,000,000

22	Kabupaten/Kota	dan	Jakarta Tersedianya	Peraturan	Daerah	tentang	Perangkat	
Daerah	Provinsi	NTT,	Tersedianya	Peraturan	
Gubernur	tentang	Uraian	Tugas	Jabatan	
Struktural	Perangkat	Daerah	Provinsi	
NTT,Tersedianya	rekomendasi	penataan	
perangkat	daerah	Kabupaten/Kota	se	NTT,	
Terlaksananya	Kesepakatan	antara	Pemprov	dan	
Pemerintah	Kab/Kota	se	NTT

2	Laporan,	1	perda	
&	1	Pergub

Terciptanya	sinkronisasi	program	dan	kegiatan	
antar	Pemerintah	Provinsi	NTT	dan	Pemerintah	
Kabupaten/Kota	se	NTT,

100% 500,000,000 500,000,000

Kupang	dan	Jakarta Terlaksananya	Bimtek	Penyusunan	Standar	
Pelayanan	Publik	bagi	Perangkat	Daerah	pada	
UPT	lingkup	Pemerintah	Provinsi	NTT	dan	
Kab/Kota	se-NTT,	Terlaksananya	Survey	Kepuasan	
Masyarakat	(SKM)	dan	Rapat	Evaluasi	Hasil	Survei	
Kepuasan	Masyarakat

6	PD	Provinsi	NTT	
&	82	Orang

'Terlatihnya	Perangkat	Daerah	Lingkup	Pemerintah	
Provinsi	dalam	Penyusunan	Standar	Pelayanan	
Publik,	Tersedianya	Data	Hasil	Survey	Kepuasan	
Masyarakat	(SKM)	singkatnya	serta	meningkatnya	
pemahaman	tentang	survei	kepuasan	masyarakat

100% 500,000,000 500,000,000

Kupang	dan	Jakata Terlaksananya	Bimtek	SOP	AP	bagi	ASN	pad	
Cabang	Dinas	di	Lingkungan	Pemerintah	Provinsi	
NTT.,Terlaksananya	Bimtek	SOP	AP	bagi	ASN	pad	
Cabang	Dinas	di	Lingkungan	Pemerintah	Provinsi	
NTT.,Terlaksananya	Bimtek	Penyusunan	Peta	
Bisnis	Proses,Terlaksananya	Fasilitasi	dan	
Pendampingan	Penyusunan	Peta	Bisnis	proses

65	Orang	ASN	
pada	Cabang	
Dinas,100	orang	
ASN	pada	39	PD	&	
100	%

Meningkatnya	persentase	Perangkat	Daerah	pada	
UPT	Cabang	Dinas	di	Lingkungan	Pemerintah	
Provinsi	NTT	yang	memiliki	SOP	AP,Terwujudnya	
Tatalaksana	Organisasi	yang	efektif	dan	efisien.

100% 500,000,000 500,000,000

22	Kabupaten	Kota	dan	Jakarta Tersusunnya	LKIP	Gubernur	NTT	Tahun	2019,	
Tersusunnya	RKT	Gubernur	NTT	Tahun	2020,	
Tersusunnya	PK	Gubernur	NTT	Tahun	
2020,Terlaksananya	kegiatan	penguatan	dan	
pemahaman	implementasi	SAKIP,	Terlaksananya	
Monitoring	dan	fasilitasi	SAKIP	ke	Kab/Kota,	
Terlaksananya	Penilaian	Kinerja	Perangkat	
Daerah,	tersedianya	data	E-SAKIP	Reviu	
KemenPAN	RB

3	dokumen	1	
kegiatan,9	
Kab/kota,2	
triwulan	&	39	OPD

Terwujudnya	Sistem	Akuntabilitas	Kinerja	
Pemerintah	Provinsi	NTT

predikat	BB	
70	%

500,000,000 500,000,000

4.00 01 16 01 Pengelolaan	peraturan	perundang-	undangan

TOTAL

4.00 01 16 03 Pengelolaan	bantuan	hukum

4.00 01 16 02 Pembinaan	dan	pengawasan	produk	hukum	
kabupaten/kota

3,000,000,000

4.00 01 20 01 Pengelolaan	kelembagaan	dan	analisis	jabatan

4.00 01 20 PROGRAM	PEMBINAAN	DAN	TATA	LAKSANA	
ORGANISASI

4.00 01 20 03 Pengembangan	kinerja	organisasi

4.00 01 20 02 Pengelolaan	tatalaksana	dan	pelayanan	publik

3,000,000,000
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22	Kabupaten/Kota	dan	Jakarta Terlaksananya	Bimtek	Penyusunan	RMRB	dan	
PMPRB,Terlaksananya	Pembinaan	dan	evaluasi	
terhadap	pelaksanaan	Reformasi	Birokrasi	
Lingkup	Pemerintah	Provinsi	NTT	dan	Kab/Kota	
se-NTT,Tersedianya	
pembangunan/pengembangan	Sistim	Informasi	
Tatalaksana	Reformasi	Birokrasi,	Terlaksananya	
Bimtek	Role	Model	dan	agent	perubahan	lingkup	
Pemerintah	Provinsi

44	orang	kab/kota	
l	54	orang,12	PD	
Prov.	NTT	&	12	
kab/kota	,48	
orang	l	68	orang	&	
38	OPD

Terlatihnya	Perangkat	Daerah	dalam	menyusun	
dokumen	RMRB	dan	PMPRB	di	
kab/kota,Tersusunnya	Laporan	pelaksanaan	RB	di	
12	PD	Prov	.NTT	&	12	Kabupaten/Kota	se-NTT	
melalui	kegiatan	Pembinaan	dan	Evaluasi	
Pelaksanaan	RB	,Terlaksananya	penyusunan	Sistim	
Informasi	Tatalaksana	Reformasi	Birokrasi,	
Terlatihnya	Role	Model	dan	agent	pembinaan	
lingkup	pemerintah	provinsi

44	orang	
kab/kota	l	
54	
orang,12	
PD	Prov.	
NTT	&	12	
kab/kota	
,48	orang	l	
68	orang	&	
38	PD,	100	
%

500,000,000 500,000,000

3,754,751,000 3,940,500,000

BIRO	EKONOMI	DAN	KERJASAMA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 354,250,255 402,100,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terpenuhunya	kebutuhuan	prangko	dan	meterai 12	Bulan aktifitas	surat	menyurat	dapat	berjalan	dengan	
baik

100% 4,000,000 5,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

kota	Kupang Terpenuhinya	kebutuhan	tenaga	sopir	
|Terlaksananya	service	rutin	kendaraan	
dinas/operasional	|Terlaksananya	pengurusan	
perpanjangan	STNK/pajak	Kendaraan	
dinas/operasional

12	Bulan 'Prosentase	pemenuhan	kebutuhan	tenaga	sopir	
selama	12	bulan	terpemenuhinya	kebutuhan	
service	untuk	3	(tiga)	unit	kendaraan	dinas/	
operasional|terlaksananya	perpanjangan	
STNK/Pajak	untuk	3	(tiga)	unit	kendaraan	
dinas/operasional

100% 40,000,000 50,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Tersedianya	Dana	Operasional	dan	Pembayaran	
Honor	Pengelola	Keuangan

12	Bulan Presentasi	Pengelola	dan	Pelayanan	Administrasi	
Keuangan	dan	barang	serta	pelaksanaan	tugas-
tugas	dinas	lainnya

100% 28,000,000 35,000,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor kota	Kupang Tersedianya	Bahan	dan	Alat	Kebersihan	Kantor 12	Bulan Terlaksananya	aktivitas	kebersihan	kantor 100% 7,500,000 10,000,000
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor kota	Kupang Tersedianya	alat	tulis	kantor	sesuai	kebutuhan 12	Bulan Presentasi	Pemenuhan	Kebutuhan	alat	tulis	kantor 100% 24,745,000 30,000,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan kota	Kupang Tersedianya	Bahan	cetakan,	pengandaan	dan	jilid	
kantor

12	Bulan terpenuhinya	Kebutuhan	Cetak,	Penggandaan	dan	
jilid	administrasi	perkantoran

100% 20,946,215 25,000,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
perundang-undangan

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	informasi	dari	bahan	
bacaan	dan	peraturan	perundang-undangan	untuk	
menunjang	Tugas	dan	Fungsi	SKPD

100% 5,000,000 6,000,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman kota	Kupang Tersedianya	Makan	dan	Minum	rapat	dan	tamu 12	Bulan Prosentasi	pemenuhan	kebutuhan	akan	makanan	
dan	minuman	rapat	dan	tamu	Biro	kerjasama

100% 50,000,000 55,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Jakarta,	Jawa	Barat,	Jawa	Timur,	Bali,	Lampung, Terlaksananya	Rapat-rapat	koordinasi	dan	
konsultasi	ke	luar	daerah

12	Bulan Persentase	partisipasi	dalam	rapat	koordinasi	dan	
konsultasi	ke	luar	daerah	sesuai	tugas	dan	fungsi

100% 75,000,000 80,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terlaksananya	koordinasi,	konsultasi,	evaluasi,	
pendampingan	dan	tugas	lainnya	dalam	daerah

12	Bulan Terwujudnya	sinergitas	program	dan	kegiatan	
bidang	perekonomian	antara	pemerintah	provinsi	
dan	pemerintah	Kab/Kota

100% 75,000,000 80,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor kota	kupang,	Kab	Kupang Tersedianya	tenaga	Pengaman	Kantor	KI.	Bolok 12	Bulan Terjaminnya	keamanan	kantor	KI.	Bolok 100% 23,100,000 25,000,000
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial kota	Kupang Tersedianya	Jaminan	Sosial	bagi	tenaga	

Pengaman	Kantor	KI.	Bolok
12	Bulan Terjaminnya	Jaminan	Sosial	bagi	tenaga	keamanan	

kantor	KI.	Bolok
100% 959,040 1,100,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 161,000,000 168,000,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor kota	Kupang Tersedianya	peralatan	gedung	kantor	berupa	
Komputer	(PC)	dan	printer

12	Bulan Prosentasi	peningkatan	sarana	prasarana	peralatan	
kantor	serta	kinerja	dan	produktifitas	pegawai

100% 96,000,000 96,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

kota	Kupang Terpeliharanya	3	(tiga)	unit	Kendaraan	
Dinas/Operasional

12	Bulan Terpeliharanya	kendaraan	dinas/operasional 100% 55,000,000 60,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

kota	Kupang Terpeliharanya	Peralatan	Gedung	Kantor 12	Bulan Tersedianya	peralatan	gedung	penunjang	aktivitas	
yang	terawat	dan	siap	pakai

100% 10,000,000 12,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 18,000,000 20,000,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

kota	Kupang Tersedianya	dokumen	lakip,	LPPD,	LKPJ,	
Penyusunan	Laporan	Keuangan	Triwulan,	RKA	
Perubahan,	RKA	Murni	dam	Laporan	Akhir	Tahun

12	Bulan Prosentasi	Pemenuhan	kebutuhan	laporan	Capaian	
kinerja	dan	Ikhtisar	Realisasi	kinerja	OPD

100% 18,000,000 20,000,000

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH
4.00 01 17 PROGRAM	KOORDINASI	PEREKONOMIAN	DAN	

KERJA	SAMA	DAERAH
Jumlah	sektor	kerjasama 3	PKS 2,923,560,745 2,210,000,000

22	kab/kota,	Jakarta,	Surabaya,	Bandung,	
Denpasar

Koordinasi	Fasilitasi	Kerjasama	MPU,	APPSI,	
Badan	Kerjasama	Provinsi	Kepulauan	dalam	
rangka	Pengembangan	Produk	Unggulan	Daerah.

3	Dokumen Meningkatnya	koordinasi	dan	fasilitasi	Kerjasama	
MPU,	APPSI,	Badan	Kerjasama	Provinsi	Kepulauan	
dalam	rangka	Pengembangan	Produk	Unggulan	
Daerah.

100% 250,000,000 285,000,000

22	Kab/Kota,	Jakarta,	Surabaya,	Denpasar Fasilitasi	dan	koordinasi	Kerja	Sama	Antara	
Pemerintahan	Daerah	dan	Pemerintah	Daerah

1	Dokumen Jumlah	kerjasama	yang	direalisasikan	dari	konsep	
ME	NTT

22	Naskah 409,286,915 100,000,000

22	Kab/Kota Fasilitasi	dan	Koordinasi	Kerja	Sama	dalam	rangka	
Peningkatan	Kualitas	SDM	di	NTT	melalui	
Pendidikan

1	Dokumen Meningkatnya	Kerja	Sama	dalam	rangka	
Peningkatan	Kualitas	SDM	di	NTT	melalui	
Pendidikan

100% 0 0

22	Kab/Kota,	Jakarta Kerja	Sama	dengan	BUMDES	dalam	rangka	
penerimaaan	Retribusi	Jasa	Usaha	tanaman	
marungga

1	Dokumen Meningkatnya	Kerja	Sama	dengan	BUMDES	dalam	
rangka	penerimaaan	Retribusi	Jasa	Usaha	tanaman	
marungga

100% 0 0

22	kab/Kota,	Jakarta Fasilitasi	dan	Koordinasi	Kerjasama	dalam	rangka	
bedah	rumah	tidak	Layak	Huni	sesuai	standar

1	Dokumen Meningkatnya	kerjasama	dalam	rangka	bedah	
rumah	tidak	Layak	Huni	sesuai	standar

100% 0 0

Kota	Kupang Fasiltasi	dan	koordinasi	Kerja	Sama	dalam	rangka	
Penyediaan	data	dan	informasi

1	Dokumen Meningkatnya	Kerja	Sama	dalam	rangka	
Penyediaan	data	dan	informasi

100% 0 0

Kota	Kupang Kajian	potensi	kerjasama	dalam	negeri 1	Keg Dokumen	kerjasama	antar	kabupaten,	antar	
provinsi

1	Dokumen 150,000,000 0

22	Kab/Kota,	Jakarta,	Australia,	Timor	Leste,	
Selandia	Baru

Fasilitasi	dan	Koordinasi	kerja	sama	Luar	Negeri	
Selatan-selatan	(Timor	Leste,	Australia,	New	
Zeland)

1	Dokumen Meningkatnya	kerja	sama	Luar	Negeri	Selatan	
(Timor	Leste,	Australia,	New	Zeland)

100% 388,700,000 450,000,000

Jakarta,	Surabaya,	Denpasar Fasilitasi	dan	Koordinasi	kerja	sama	Luar	Negeri	
Asia	Pasifik	(21	Negara)	dalam	rangka	Pemulihan	
Perekonomian	dengan	Prioritas	pada	Anggota	
Organisasi	TPP,	ARF,	SCO,	EAS,	dan	EAMT

1	Dokumen Meningkatnya	kerja	sama	Luar	Negeri	Asia	Pasifik	
(21	Negara)	dalam	rangka	Pemulihan	
Perekonomian	dengan	Prioritas	pada	Anggota	
Organisasi	TPP,	ARF,	SCO,	EAS,	dan	EAMT

100% 200,000,000 100,000,000

Kota	Kupang Tersedianya	Dokumen	Kajian	Potensi	Kerjasama	
Luar	Negeri

1	Keg Tersedianya	profil	kerjasama	potensi	daerah	
dengan	negara	luar

1	Dokumen 209,286,915 0

22	Kab/Kota,	Surabaya,	Jakarta Fasilitasi	dan	Koordinasi	TPID 2	Laporan Meningkatnya	Koordinasi	TPID 100% 207,000,000 250,000,000
22	Kab/Kota,	Jakarta,	Surabaya,	Denpasar,	
Bandung

Fasilitasi	dan	koordinasi	Pengendalian	Produksi	
dan	Produkstivitas	SDA	dan	Energi

2	Laporan Meningkatnya	Pengendalian	Produksi	dan	
Produkstivitas	SDA	dan	Energi

100% 225,000,000 250,000,000

22	Kab/Kota,	Jakarta,	Jawa	Barat,	Jawa	Timur Fasilitasi	dan	koordinasi	Pembinaan	dan	
Pengembangan	Kelembagaan	Ekonomi	Daerah	
dan	Akses	permodalan	KUR

2	Laporan Meningkatnya	Pembinaan	dan	Pengembangan	
Kelembagaan	Ekonomi	Daerah	dan	Akses	
permodalan	KUR

100% 200,000,000 125,000,000

Jakarta,	22	Kab/Kota,	8	kabupaten Forum	Koordinasi	ME	NTT 3	Keg Meningkatnya	Koordinasi	dengan	22	
Kabupaten/Kota

3	Laporan 500,000,000 500,000,000

Jakarta,	22	Kab/Kota Fasilitasi	dan	Koordinasi	Pengembangan	Kawasan	
Ekonomi

2	Laporan Meningkatnya	Koordinasi	Pengembangan	Kawasan	
Ekonomi

100% 184,286,915 150,000,000

3,456,811,000 2,800,100,000

BIRO	PEMERINTAHAN

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 281,769,500 322,911,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Provinsi	NTT Tersedinya	Pelayanan	Administrasi	perkantoran 100% Terfasilitasinya	Surat	Menyurat	Kedinasan	Biro	
Pemerintahan

100% 20,000,000 8,150,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Terfasilitasinya	Penyediaan	Jasa	Komunikasi	
Kedinasan	pada	Biro	pemerintahan

12	Bulan Peningkatan	Kinerja	Biro 100% 27,000,000 12,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	Kendaraan	Dinas	/operasional	yang	
siap	Pakai

13	Unit Terpenuhinya	Pembayaran	Pajak	Kendaraan	Dinas	
Biro	Pemerintahan

100% 10,000,000 12,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	Pembayaran	Honorarium	PNS 12	Bulan Terlaksananya	Pelayanan	Administrasi	Perkantoran	
dan	Keuangan	SKPD

100% 19,050,000 15,587,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terpenuhinya	Kebutuhan	Kebersihan	Kantor	dan	
Jasa	Kenbersihan

12	Bulan Terlaksananya	Pelayanan	Kebersihan	Lingkungan 100% 1,000,000 1,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	kupang Terpenuhinya	kaebutuhan	Alat	Tulis	Kantor 12	Bulan Terlaksananya	Pelayanan	Administrasi	perkantoran 100% 33,119,500 29,176,000

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Terpenuhinya	Kebutuhan	Cetakan	dan	
Penggandaan	Kantor

12	Bulan Tersedinya	Bahan	Cetakan	dan	penggandaan	
Administrasi	Keuangan

100% 27,000,000 15,000,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Perundang-
undangan	Biro

12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	Biro 100% 4,600,000 4,998,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	Makanan	dan	Minuman	Rapat,	Tamu	
dan	Harian	pada	Biro	Pemerintahan

12	Bulan terpenuhinya	kebutuhan	Jamuan	makanan	dan	
Minuman	Biro

100% 40,000,000 25,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah	(Jakarta) Terfasilitasinya	Rapat	Koordinasi	dan	Konsultasi	
dengan	Pemerintah	Pusat

12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	Biro 100% 50,000,000 100,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	kab/kota	se	NTT terfasilitasinya	rapat	koordinasi	dengan	
Pemerintah	Kab/Kota

12	Bulan Meningkatnya	Kinerja	Biro 100% 50,000,000 100,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 90,000,000 71,500,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Mesin	Sidik	Jari	dan	Komputer 4	Unit adanya	mesin	Sidik	Jari	dan	komputer 100% 50,000,000 20,000,000

TOTAL

4.00 01 20 03 Pengembangan	kinerja	organisasi

TOTAL

4.00 01 17 03 Pengembangan	ekonomi	daerah

4.00 01 17 02 Pengembangan	kerjasama	luar	negeri

4.00 01 17 01 Pengembangan	kerjasama	dalam	negeri
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Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target Tolok	Ukur Target

Pagu	Indikatif	Th.	2020 Prakiraan	Maju	Th.	
2021Hasil	Program Keluaran	Kegiatan Hasil	Kegiatan

Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Meningkatnya	Pelayanan	Bahan	Bakar	Minyak	
(BBM),	Suku	Cadang,	Service	pada	Mobil	
Pimpinan

12	Bulan terpenuhinya	kebutuhan	BBM,	Suku	Cadang,	
Service	Mobil	Pimpinan

100% 35,000,000 45,000,000

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Tersedinya	Pemeliharaan	Perlengkapan	Gedung	
Kantor

12	Bulan terpenuhinya	Pemeliharaan	Perlengkapan	Gedung	
kantor

100% 5,000,000 6,500,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 10,000,000 10,000,000

0.00 00 06 04 Penyusunan	laporan	bulanan,	triwulanan,	
semesteran	dan	laporan	tahunan

Kota	Kupang Tersedianya	Penyusunan	Laporan	Bulanan,	
Triwulan,	Semesteran	dan	Tahunan

4	Dokumen selesainya	Penyusunan	Laporan	Bulanan,	Triwulan,	
Semesteran	dan	Tahunan

100% 10,000,000 10,000,000

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH

Persentasi	kerjasama	antar	pemerintah	
daerah

%

Peringkat	LPPD 25	
Peringkat

Luar	Daerah	(Jakarta)	dan	Dalam	Daerah	yakni	
22	Kabupaten	Kota	se	-	Provinsi	Nusa	Tenggara	
Timur

1.	Meningkatnya	Peringkat	LPPD 100% Peringkat	25 100% 1,950,000,000 985,000,000

Kabupaten	Kota	se	Provinsi	NTT terlaksananya	Koordinasi	Penyelenggaraan	
Pemerintahan	Gubernur	dan	Bupati,	Camat	dan	
Lurah/Kepala	Desa

100% adanya	Laporan	Hasil	Kegiatan 100% 0 0

Jakarta	dan	22	Kabupaten	Kota	se	Provinsi	NTT Tersedianya	Kesamaan	Presepsi	antara	
Pemerintah	Provinsi	dengan	pemerintah	
Kabupaten	Kota	se	Provinsi	NTT	dalam	
Penanganan	Masalah	pemerintahan	Umum	di	
Provinsi	NTT

1	Laporan Terwujudnya	Koordinasi	dan	Kerjasama	antara	
Pemerintah	Provinsi	dengan	Pemerintah	
Kabupaten	Kota	se	Provinsi	NTT	dalam	
Menghadapi	masalah-masalah	Pemerintahan	
Umum	di	Daerah

100% 0 0

Provinsi	Nusa	Tenggara	Timur	dan	Jakarta 1.	Terlaksananya	Koordinasi,	fasilitasi	dan	
Evaluasi	Usulan	pemekaran	di	Kab/Kota,	
kecamatan	dan	kelurahan	se	Provinsi	NTT,	2.	
Terlaksananya	Fasilitasi	Proses	Administrasi	
Penggantian	Antar	Waktu	(PAW)	Anggota	DPR,	
DPRD	Asal	NTT	dan	DPRD	Provinsi	dan	Kab/Kota

47	Dokumen 1.	Adanya	Koordinasi,	fasilitasi	dan	Evaluasi	Usulan	
pemekaran	di	Kab/Kota,	Kecamatan	dan	kelurahan	
se	Provinsi	NTT,	2.	Terlaksananya	Fasilitasi	Proses	
PAW	DPR,	DPRD	Provinsi	dan	DPRD	Kab/Kota

47	
Dokumen

1,398,030,500 625,000,000

Terlaksananya	Proses	Administrasi	PAW	ANggota	
DPR,	DPD	RI	asal	Provinsi	NTT	dan	DPRD	Prov.	
NTT	dan	DPRD	KAb/Kota	serta	Konsultasi	terkait	
Persoalan	DPRD	serta	Verifikasi	Administrasi	
Anggota	DPRD	Provinsi	dan	DPRD	Kab/Kota	
terpilih	hasil	Pemilihan	Legislatif	2019

25	Dokumen Adanya	Pengesahan,	Pemberhentian	dan	PAW	
Anggota	DPRD	Provinsi	NTT	dan	DPRD	Kab.Kota	
serta	Persoalan	terkait	Persoalan	DPRD

25	SK 0 0

22	Kabupaten	/	Kota	se	Provinsi	Nusa	Tenggara	
Timur

1.	Terlaksananya	Kegiatan	Fasilitasi	hari	besar	
dan	Peningkatan	Kerukunan	Hidup	Umat	
Beragama,	2.	Terlaksananya	Kegiatan	Fasilitasi	
Bidang	Pendidikan,	Kebudayaan	Pemuda	dan	
Olahraga,	3.	Terlaksananya	Kegiatan	Fasilitasi	
Bidang	Keseajhteraan	Sosial	dan	Kesehatan.

17	Keg 1.	tersedianya	Dokumen	hasil	Kegiatan	Fasilitasi	
Hari	Besar	Keagamaan	dan	Peningkatan	Kerukunan	
Hidup	Beragama,	2.	Tersedianya	Dokumen	Hasil	
Kegiatan	Fasilitasi	Bidang	pendidikan,	Kebudayaan	
Pemuda	dan	Olahraga,	2.	Tersedianya	Dokumen	
Hasil	Kegiatan	Fasilitasi	bidang	Kesejahteraan	
Sosial	dan	Kesehatan

17	
Dokumen

2,937,043,000 800,000,000

Terlaksananya	Pesparani	Nasional	II	di	Kota	
Kupang	Provinsi	Nusa	Tenggara	Timur

1	Keg Tersedianya	Dokumen	Hasil	Kegiatan	Fasilitasi	
Pesparani	Nasional	II	di	Kota	Kupang	Provinsi	Nusa	
Tenggara	Timur

100% 0 0

6,666,843,000 2,814,411,000

BIRO	HUBUNGAN	MASYARAKAT	DAN	PROTOKOL

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 1,056,535,941 784,027,960

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pelayanan	surat	menyurat,	
kearsipan	dan	lain-lain	secara	tepat	waktu	dan	
tepat	sasaran	sesuai	Tupoksi

12	Bulan Terlaksananya	pengiriman	dan	aktivitas	surat	
menyurat,	kearsipan	dan	lain-lain

100% 3,300,000 5,115,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa/sarana	
komunikasi	sesuai	kebutuhan

12	Bulan Tersedianya	jasa/sarana	komunikasi 100% 6,000,000 9,300,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Meningkatnya	kelancaran	tugas	Biro	tepat	waktu,	
tepat	aturan	dan	tepat	sasaran	dalam	
pengurusan	STNK

12	Bulan Terlaksananya	pengurusan	perijinan	Kendaraan	
Dinas/operasional	tepat	waktu

100% 12,000,000 18,600,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	pembukuan	dan	pelaporan	kas	
yang	dibutuhkan	sesuai	Tupoksi

1	BKU,	1	Laporan	
Keuangan,	12	
Bulan

Meningkatnya	kinerja	pengelolaan	administrasi	
keuangan	secara	efektif,	eisien	dan	akuntabel

100% 95,587,500 109,410,625

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	peralatan	kebersihan	dan	bahan	
pembersih	sesuai	kebutuhan

12	Bulan Tersedianya	peralatan	kebersihan	dan	bahan	
pembersih	sesuai	kebutuhanMeningkatnya	
kebersihan	ruangan	Biro	Hubungan	Masyarakat	
dan	Protokol

100% 6,234,690 9,663,770

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	alat	tulis	kantor	sesuai	kebutuhan 12	Bulan Meningkatnya	pelayanan	administrasi	kantor	pada	
biro	Hubungan	Masyarakat	dan	Protokol

100% 44,606,751 63,056,015

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	barang	cetakan	dan	penggandaan	
untuk	administrasi	perkantoran

12	Bulan Terlaksananya	penyediaan	barang	cetakan	dan	
penggandaan

100% 52,425,000 42,508,750

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

12	Bulan Meningkatnya	data	dan	informasi	dalam	
mendukung	kelancaran	pelaksanaan	tugas	Biro	
Hubungan	Masyarakat	dan	Protokol

100% 43,000,000 51,150,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	makanan	dan	minuman	untuk	
jamuan	rapat	dan	jamuan	tamu	sesuai	kebutuhan

12	Bulan Terlaksanananya	kelancaran	kegiatan	rapat	dan	
jamuan	tamu

100% 85,000,000 46,500,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Provinsi	NTT Tersedianya	perjalanan	dinas	untuk	Rapat	
Koordinasi	dan	Konsultasi	ke	luar	daerah

12	Bulan Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	dan	Konsultasi	ke	
luar	daerah

100% 250,000,000 155,000,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Tersedianya	perjalanan	dinas	dalam	rangka	
koordinasi,	konsultasi,	evaluasi	dan	tugas	lainnya	
dalam	daerah	sesuai	tupoksi

12	Bulan Terlaksananya	koordinasi,	konsultasi,	evaluasi	dan	
tugas	lainnya	dalam	daerah	sesuai	tupoksi

100% 250,000,000 155,000,000

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Jakarta Terlaksananya	keikutsertaan	pegawai	pada	
Bimtek	Kehumasan	dan	Bimtek	Protokoler

2	Orang Bertambahnya	kualitas	dan	kuantitas	SDM	pada	
Biro	Humas	dan	Protokol

100% 150,182,000 51,763,800

0.00 00 01 52 Penyediaan	pameran	pembangunan Kota	Kupang Terlaksananya	Pameran	Pembangunan	pada	HUT	
RI	ke-75	dan	HUT	NTT	ke-63

1000	Pengunjung	
Orang,	2	Kali

Tersebarnya	informasi	pembangunan	kehumasan	
dan	Keprotokolan	kepada	seluruh	masyarakat

100% 58,200,000 66,960,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 348,640,000 185,078,400

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pengadaan	peralatan	gedung	
kantor

12	Bulan Tersedianya	peralatan	gedung	kantor 100% 42,500,000 30,420,000

0.00 00 02 11 Pengadaan	sistem	jaringan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	internet 12	Bulan Tersedianya	jasa	internet 100% 85,000,000 23,400,000
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin	berkala	

kendaraan	dinas/operasional
12	Bulan Tersedianya	pemeliharaan	rutin	berkala	kendaraan	

dinas/operasional
100% 203,000,000 102,960,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Tersedianya	dukungan	pemeliharaan	
rutin/berkala	peralatan	gedung	kantor

12	Bulan Terpeliharanya	peralatan	gedung	kantor 100% 18,140,000 28,298,400

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 12,540,000 19,562,400

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersusunnya	Dokumen	SOP,	ENJAB,	ANJAB,	
RENJA	Tahun	2020,	,	Budaya	Kerja	Tahun	2019,	
12	Laporan	Bulanan,	4	Laporan	Triwulan	Tahun	
2020,	Laporan	Tahunan	TA.	2019	serta	LKIP	TA.	
2019

23	Dokumen Tersedianya	SOP,	ENJAB,	ANJAB,	RENJA,	,	Budaya	
Kerja,	Laporan	Bulanan	dan	Laporan	Triwulan	
Tahun	2019	dan	2020,	Laporan	Tahunan	TA.	2019	
serta	tersusunnya	LKIP	TA.	2019

100% 12,540,000 19,562,400

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH
4.00 01 21 PROGRAM	PELAYANAN	HUBUNGAN	

MASYARAKAT	DAN	PROTOKOL
Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 3,160,550,059 3,895,331,240

Kota	Kupang Terlaksananya	Kegiatan	Badan	Koordinasi	
Kehumasan	(Bakohumas)

4	Kali Terpenuhinya	Pelayanan	Masyarakat	dan	
Hubungan	Kelembagaan

100% 72,349,500 112,865,220

Kabupaten	Manggarai Terlaksananya	Kegiatan	Rapat	Kerja	(Raker)	
Kehumasan

1	Kali Terpenuhinya	Pelayanan	Masyarakat	dan	
Hubungan	Kelembagaan

100% 101,460,000 158,277,600

Kota	Kupang Terlaksananya	Pembuatan	Sambutan	Kepala	
Daerah/Wakil	Kepala	Daerah

500	Naskah Terpenuhinya	Pelayanan	Masyarakat	dan	
Hubungan	Kelembagaan

100% 14,252,000 22,233,120

Kota	Kupang Tersedianya	Data	dan	Informasi	Kehumasan 1	Paket Terpenuhinya	Pelayanan	Masyarakat	dan	
Hubungan	Kelembagaan

100% 19,209,500 29,966,820

22	Kab/Kota,	Luar	Daerah Terlaksananya	Peliputan	Gubernur	dan	Wakil	
Gubernur	dalam	pelaksanaan	tugas	baik	dalam	
daerah	maupun	luar	daerah

1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 500,000,000 503,880,000

Kota	Kupang Terdokumentasikannya	Pelaksanaan	kegiatan	
Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	dalam	
pelaksanaan	tugas	baik	dalam	daerah	maupun	
luar	daerah

12	Album	Foto/12	
Bulan

Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 35,517,000 54,559,668

Kota	Kupang Terdigitalisasinya	dokumentasi	kegiatan	
Gubernur	dan	Wakil	Gubernur	dalam	
pelaksanaan	tugas	baik	dalam	daerah	maupun	
luar	daerah

1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 30,000,000 46,800,000

22	Kab/Kota,	Luar	Daerah Terlaksananya	Peliputan	Kegiatan	Gubernur	dan	
Wakil	Gubernur	untuk	Forkompinda,	Wartawan	
dan	Pihak	Lainnya

1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 200,000,000 312,000,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Peliputan	Kunjungan	Kerja	Pejabat	
Kementerian/Lembaga	di	Kabupaten/Kota

1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 35,000,000 53,040,000

4.00 01 15 02 Pengembangan	daerah,	pejabat	daerah	dan	
pejabat	politik

6,285,073,500 2,410,000,000

4.00 01 15 01 Pengelolaan	pemerintahan	umum	dan	otonomi	
daerah

4.00 01 15 PROGRAM	PENGELOLAAN	PERBATASAN,	TATA	
KELOLA	PEMERINTAHAN,	KEPENDUDUKAN	DAN	
OTONOMI	DAERAH

4.00 01 21 02 Pers,	dokumentasi,	pengelolaan	pendapat	umum	
dan	perpustakaan

4.00 01 21 01 Pengelolaan	pelayanan	masyarakat	dan	hubungan	
kelembagaan

TOTAL

4.00 01 15 03 Peningkatan	kesejahteraan	rakyat
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Kota	Kupang Terlaksananya	Pertemuan	Jumpa	Pers 14	Kali Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 240,033,000 374,451,480

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengelolaan	Website	Biro	Humas 1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 75,906,659 118,414,388

Kota	Kupang Terlaksananya	Publikasi	Media	Lokal 1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 581,000,000 906,360,000

Luar	Daerah	NTT Terselenggaranya	Publikasi	Media	Nasional 1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 394,458,000 615,354,480

Kota	Kupang Terlaksananya	Pembuatan	Materi	Pidato	
Kenegaraan	dan	Pidato	Radio	Peringatan	HUT	RI	
ke-75	dan	HUT	NTT	ke-62

1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 5,000,000 7,800,000

Kabupaten	Ende Terlaksananya	Pameran	Buku	dalam	rangka	Hari	
Kunjung	Perpustakaan

1	Kali Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 22,401,000 34,945,560

Kota	Kupang Terlaksananya	Pengelolaan	Perpustakaan	Setda	
sesuai	dengan	kaidah	Perpustakaan

1	Paket Meningkatnya	Publikasi	dan	Pelayanan	Kedinasan	
Kepala	Daerah	dan	Wakil	Kepala	serta	Pengelolaan	
Perpustakaan	Setda

100% 5,934,000 9,257,040

22	Kab/Kota,	Luar	NTT Terlaksananya	pendampingan	kunjungan	
kerja/inspeksi	Gubernur	dan	Wakil	Gubernur

1	Paket Terpenuhinya	pelayanan	keprotokolan 100% 600,000,000 390,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	fasilitasi	kegiatan/acara	Gubernur	
dan	Wakil	Gubernur

1	Paket Terpenuhinya	pelayanan	keprotokolan 100% 128,029,400 121,725,864

Kota	Kupang Terlaksananya	pelayanan	Tamu	Gubernur	dan	
Wakil	Gubernur

1	Paket 'Terpenuhinya	pelayanan	keprotokolan 100% 100,000,000 23,400,000

4,578,266,000 4,884,000,000

BIRO	PENGADAAN	BARANG	DAN	JASA

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 868,789,057 0

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat kupang Terlaksananya	kegiatan	surat	menyurat 1	Tahun Meningkatnya	pelayanan	Surat	menyurat 100% 4,000,000 0
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kupang Terlaksananya	kegiatan	jasa	komunikasi,	sumber	

daya	air	dan	listrik
1	Tahun Meningkatnya	pelkayanan	jasa	komunikasi,	

sumber	daya	air	dan	listrik
100% 484,500,000 0

0.00 00 01 04 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
PNS

Kupang Penyediaan	jaminan	pemeliharaan	kesehatan 12	Bulan Meningkatnya	jaminan	pemeliharaan	Kesehatan 100% 5,000,000 0

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kupang Tersedianya	jasa	pemeliharaan	dan	perijinan	
kendaraan	dinas/operasional

2	Unit Meningkatkanya	jasa	pemeliharaan	dan	perijinan	
kendaraan	dinas/operasional

100% 2,289,057 0

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kupang Tersedianya	jasa	administrasi	keuangan 12	Bulan Tersedia	jasa	administrasi	keuangan 100% 123,000,000 0
0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kupang Tersedianya	Jasa	dan	Bahan	Keberhasilan 12	Bulan Meningkatnya	pelayanan	jasa	keberhasilan 100% 10,000,000 0
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kupangh Tersesianya	Alat	Tulis	Kantor 12	Bulan Tersedianya	alat	Tulis	kantor 100% 25,000,000 0
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kupang Tersedianya	Barang	Cetakan	dan	Penggandaan 12	Bulan Meningkatnya	persediaaan	barang	cetakan	dan	

penggandaan
100% 20,000,000 0

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kupang Penyediaan	Komponen	Instalasi	listrik	
/penerangan	bangunan	kantor

12	Bulan Meningkatnya	Penyediaan	komponen	Instalasi	
listrik/penerangan	bangunan	kantor

100% 5,000,000 0

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kupang Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

12	Bulan Meningkatnya	Persediaan	Bahan	Bacaan	dan	
Peraturan	Peundang-undangan

100% 15,000,000 0

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kupang Terlaksananya	Kelancaran	Rapat	dan	Jamuan	
Tamu

12	Bulan Meningkatnya	Peyananan	Rapat	dan	Jamuan	Tamu 100% 75,000,000 0

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Jakarta Terlaksananya	Rapat	Koordinasi	dan	Konsultasi	ke	
Luar	Daerah

12	Bulan Meningkatnya	Koordinasi	dan	Konsultasi	ke	luar	
Daerah

100% 50,000,000 0

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Nusa	Tenggara	Timur Terlaksananya	Koordinasi	dan	konsultasi	ke	
Dalam	Daerah

12	Bulan Meningkatnya	Koordinasi	dan	Konsultasi	ke	Dalam	
Daerah

100% 50,000,000 0

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 140,000,000 0

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
peralatan	gedung	kantor

12	Bulan Meningkatnya	pemeliharaan	rutin/berkala	
peralatan	gedung	kantor

100% 45,000,000 0

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kupang Terlaksana	pemeliharaan	rutin/berkala	
kendaraan	dinas/operasional

2	Unit Meningkatnya	Pemeliharaan	rutin/berkala	
kendaraan	dinas/operasional

100% 95,000,000 0

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 15,000,000 0

0.00 00 06 03 Penyusunan	laporan-laporan Kupang Terlaksananya	penyusunan	laporan	capaian	
kinerja	keuangan

12	Bulan Meningkatnya	pembuatan	laporan	capaian	kinerja	
dan	keuangan	yang	berkualitas

100% 15,000,000 0

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 01 SEKRETARIAT	DAERAH
4.00 01 18 PROGRAM	PENINGKATAN	ADMINISTRASI	

PEMBANGUNAN	DAN	PELAYANAN	PENGADAAN	
BARANG	DAN	JASA	PEMERINTAH

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 1,826,493,134 0

22	Kab/kota Terlaksananya	Kegiatan	Monitoring,	Evaluasi	dan	
Pelaporan	Terpadu	PBJ

100% Meningkatnya	pemahaman	Pelaksanaan	
Pengadaan	Barang/Jasa

22	
Kab/kota

200,000,000 0

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pelaksanaan	Pengadaan	
Barang/Jasa

100	Paket Memingkatnya	Pelaksanaan	Pengadaan	
Barang/Jasa

100% 125,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Pembinaan	dan	Pengawasan	
Proses	Pengadaan	Barang/Jasa

39	OPD Meningkatnya	Pembinaan	dan	PengawasanProses	
Pengadaan	Barang/Jasa

100% 150,000,000 0

Kupang Adanya	Peningkatan	Kapasitas	dan	Bimbingan	
Kelompok	Kerja	Pemilihan

21	Kelompok Adanya	Peningkatan	kapasitas	Kelompok	kerja	dan	
Pengelola	Pengadaan	Barang/Jasa

100% 159,000,000 0

22	kab/kota Terlaksananya	Bimtek	SPSE	bagi	Pengelola	PBJ	
(PPK,	PP)	dan	Penyedia

100	Orang Meningkatnya	pemahaman	Pengelola	PBJ	(PPK,	PP)	
dan	Penyedia	tentang	SPSE

100% 290,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Sosialisasi	Petunjuk	Teknis	PBJ	dan	
Administrasi	Pembangunan

75	Orang Meningkatnya	pemahaman	tentang	petunjuk	
teknis

100% 150,000,000 0

Kupang Terlaksananya	Kegiatan	Pembinaan	Rencana	
Umum	Pengadaan	Perangkat	Daerah

39	OPD Meningkatnya	pemahaman	Rencana	Umum	
Pengadaan	Perangkat	Daerah

100% 127,493,134 0

Kab/Kota Terlaksananya	Pembinaan	Jasa	konstruksi	Lintas	
kabupaten/Kota

22	Kab/kota Menikatnya	Pembinaan	Jasa	konstruksi	Lintas	
Kabupaten/Kota

100% 175,000,000 0

Kabupaten Terlaksanya	Pendampingan	modernisasi	
Pengadaan	Barang/Jasa

5	Kab/kota Meningkatnya	pemahaman	tentang	modernisasi	
Pengadaan	Barang/Jasa

100% 50,000,000 0

Kupang Terlaksana	Pembinaan,	pengedalian	dan	Evaluasi	
APBD	Provinsi

39	OPD Meningkatnya	Pembinaan,	Pengendalian	dan	
Evaluasi	APBD	Provinsi

100% 150,000,000 0

22	Kab/kota Terlaksana	Pembinaan,	Pengendalian	dan	
Evaluasi	APBN

22	Kab/kota Meningkatkanya	Pembinaan,	Pengendalian	dan	
Evaluasi	APBN

100% 150,000,000 0

Kupang Terlaksanya	Pembinaan	Jabatan	Fungsional	
Pengedfaan	Barang/Jas

10	Orang Meningkatnya	Pembinaan	Jabatan	Fungsional	
Pengadaan	Barang/Jasa

100% 100,000,000 0

2,850,282,191 0

SEKRETARIAT	DEWAN	PERWAKILAN	RAKYAT	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 7,195,893,700 7,915,483,070

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	Administrasi	Surat	Menyurat 12	Bulan Operasional	Kantor	yang	baik	dan	efektif 100% 16,146,700 17,761,370
0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	

listrik
Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Komunikasi,	Internet,	Sumber	

Daya	Air	dan	Listrik
12	Bulan Lancarnya	kegiatan	perkantoran	melalui	

penggunaan	pemakaian	sarana	telepon,	air,	listrik	
dan	internet

100% 679,848,000 747,832,800

0.00 00 01 05 Penyediaan	jasa	jaminan	barang	milik	daerah Kota	Kupang Penyelesaian	Pembayaran	PBB	Rumah	Jabatan	
Pimpinan	DPRD	Provinsi	NTT

1	Tahun Legalitas	Barang	Milik	Daerah 100% 4,400,000 4,840,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	kelengkapan	surat	perijinan	
kendaraan	dinas	pimpinan/operasional

30	Unit Terjaminnya	kelayakan	berlalu	lintas	kendaraan	
dinas	Pimpinan/operasional

100% 97,458,800 107,204,680

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terselenggaranya	administrasi	keuangan 12	Bulan Tersedianya	perencanaan	anggaran,	administrasi	
serta	laporan	keuangan	DPRD	dan	Sekretariat	
DPRD	yang	memadai	sesuai	ketentuan	yang	
berlaku

100% 719,875,000 791,862,500

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	jasa	kebersihan	kantor 12	Bulan Terciptanya	kebersihan	dan	kenyamanan	kantor 100% 711,802,500 782,982,750
0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	kebutuhan	Alat	Tulis	Kantor 60	Jenis Terwujudnya	kelancaran	pelayanan	dan	

penyelesaian	administrasi	Perkantoran	DPRD	dan	
Set	DPRD

100% 197,858,500 217,644,350

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	barang	cetak	dan	pengandaan	untuk	
kebutuhan	Sekretariat	DPRD	Provinsi	NTT

12	Bulan Terwujudnya	kelancaran	administrasi	masing-
masing	bagian	dan	Sub	Bagian	sesuai	bidang	tugas

100% 279,792,900 307,772,190

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	komponen	peralatan	Listrik	dan	
Penerangan	Gedung	Kantor	DPRD	dan	Rumah	
Jabatan	Pimpinan	DPRD

35	Jenis Terjaminnya	instalasi	jaringan	listrik	dan	
penerangan	Gedung	Kantor	dan	4	Unit	Rumah	
Jabatan	Pimpinan	DPRD

100% 60,933,000 67,026,300

0.00 00 01 14 Penyediaan	peralatan	rumah	tangga Kota	Kupang Tersedianya	peralatan	dan	keperluan	rumah	
tangga	untuk	4	unit	rumah	jabatan	pimpinan	
DPRD

12	Bulan Terfasilitasi	dan	lancarnya	kegiatan	rumah	tangga	
di	rumah	jabatan	Pimpinan	DPRD	NTT

100% 108,250,000 119,075,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	Bahan	Bacaan	dan	Peraturan	
Perundang-undangan

12	Bulan Diketahuinya	kegiatan	sosial	kemasyarakatan,	
Barang	dan	Jasa	dan	Pemerintahan	serta	
meningkatnya	pemahaman	akan	
regulasi/peraturan

100% 490,656,500 539,722,150

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	makanan	dan	minuman	untuk	
kegiatan	rapat-rapat	alat	kelengkapan	DPRD	dan	
Sekretariat	DPRD

12	Bulan Lancarnya	kegiatan	rapat-rapat	alat	kelengkapan	
DPRD	dan	penyiapan	materi	rapat	oleh	Sekretariat	
DPRD

100% 2,019,300,000 2,221,230,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah Terlaksananya	Rapat-Rapat	Koordinasi	dan	
Konsultasi	ke	Luar	Daerah

3	Kali Terciptanya	kesamaan	presepsi	dalam	tugas	dan	
pelayanan	sesuai	peraturan	perundang-undangan

100% 70,000,000 77,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pengangkutan	beras	PNS	
Setwan	setiap	bulan

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	beras	untuk	PNS	
Sekretariat	DPRD	setiap	bulan	sesuai	hak	setiap	
PNS

100% 18,000,000 19,800,000

4.00 01 21 02 Pers,	dokumentasi,	pengelolaan	pendapat	umum	
dan	perpustakaan

4.00 01 18 02 Pengelolaan	layanan	pengadaan	secara	elektronik

4.00 01 18 01 Pengelolaan	pengadaan	barang/jasa

TOTAL

4.00 01 21 03 Penguatan	Fungsi	keprotokolan

TOTAL

4.00 01 18 03 Pembinaan,	advokasi	pengadaan	barang/jasa	dan	
administrasi	pembangunan
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0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kab/Kota Terlaksananya	Koordinasi	evaluasi	pendampingan	
lainnya	dalam	daerah	sesuai	bidang	tugas	
Sekretariat	DPRD

1	Paket Terciptanya	komunikasi	yang	cepat	dan	tepat	
dalam	daerah	melalui	koordinasi	dan	evaluasi	
sesuai	tugas	dan	fungsi	melalui	rapat-rapat	
koordinasi	dan	evaluasi

100% 70,000,000 77,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	petugas	pengaman	gedung	kantor	
dan	rumah	jabatan	Pimpinan

12	Orang Terjaminnya	keamanan	kantor	dan	rumah	jabatan	
pimpinan	DPRD	Provinsi	NTT

100% 259,800,000 285,780,000

0.00 00 01 35 Pengadaan	pakaian	dinas	beserta	
perlengkapannya

Kota	Kupang Tersedianya	Pakaian	DInas	&	perlengkapannya	
bagi	Pimpinan	dan	Anggota	DPRD

390	Set Terselenggaranya	tata	berpakaian	dinas	DPRD	dan	
PNS	dalam	pelaksanaan	tugas	sesuai	ketentuan	
yang	ditetapkan

100% 806,050,000 886,655,000

0.00 00 01 40 Bimbingan	teknis	implementasi	peraturan	
perundang-undangan

Dalam	dan	Luar	Daerah Terlaksananya	Peningkatan	Kualitas	SDM	melalui	
Bimtek	Implementasi	Peraturan	Perundang-
undangan	sesuai	bidang	tugas	Sekretariat	DPRD	
PRov.	NTT

12	Bulan Meningkatnya	kemampuan	PNS	dalam	
melaksanakan	Tugas	dan	Fungsi	sesuai	bidang	
tugas

100% 176,914,000 194,605,400

0.00 00 01 47 Penyediaan	jasa	jaminan	pemeliharaan	kesehatan	
pimpinn	dan	anggota	DPRD

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Jasa	Jaminan	
Pemeliharaan	Kesehatan	Pimpinan	dan	Anggota	
DPRD	melalui	Medical	Check	Up

65	Orang Terjaminnya	pemeliharaan	Kesehatan	Pimpinan	
dan	Anggota	DPRD

100% 361,400,000 397,540,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	Jaminan	Kesehatan	dan	Jaminan	
Ketenagakerjaan	bagi	Tenaga	Kontrak/Non	PNS

12	Bulan Terjaminnya	pemeliharaan	kesehatan	dan	jaminan	
ketenagakerjaan	Non	PNS

100% 47,407,800 52,148,580

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 2,483,042,000 2,731,346,200

0.00 00 02 06 Pengadaan	perlengkapan	rumah	jabatan/dinas Kota	Kupang Tersedianya	Perlengkapan	4	unit	Rumah	
Jabatan/Dinas	DPRD

3	Paket Ditunjangnya	pelaksanaan	kegiatan	dirumah	
jabatan/dinas	4	pimpinan	DPRD

100% 209,070,500 229,977,550

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Perlengkapan	Gedung	Kantor	yang	
memadai

4	Jenis Terwujudnya	kegiatan	perkantoran	Sekretariat	
DPRD	NTT	yang	tertib	dan	teratur

100% 155,050,000 170,555,000

0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Peralatan	Gedung	Kantor	yang	
memadai

1	Unit Lancarnya	pelaksanaan	tugas-tugas	
kesekretariatan	dalam	mendukung	pelaksanaan	
tugas/kegiatan	DPRD

100% 5,000,000 5,500,000

0.00 00 02 10 Pengadaan	meublair Kota	Kupang Tersedianya	meubelair	untuk	Gedung	Kantor	
DPRD	dan	Setwan

8	Unit Terwujudnya	kenyamanan	dan	kelancaran	kerja 100% 24,000,000 26,400,000

0.00 00 02 20 Pemeliharaan	rutin/berkala	rumah	jabatan Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	Rutin/Berkala	
Rumah	Jabatan

4	Paket Terwujudnya	kelayakan	Gedung	Kantor	melalui	
Pemeliharaan	secara	rutin	dan	berkala

100% 437,600,000 481,360,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	Gedung	Kantor	
DPRD	secara	rutin/berkala

6	Paket Terwujudnya	kelayakan	Gedung	Kantor	melalui	
Pemeliharaan	secara	Rutin	dan	Berkala

100% 175,000,000 192,500,000

0.00 00 02 23 Pemeliharaan	rutin/berkala	mobil	jabatan Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	Mobil	Jabatan	
secara	rutin/berkala

5	Unit Terjaminnya	kelayakan	berlalu	lintas	Mobil	Jabatan	
Pimpinan	melalui	pemeliharaan,	penggantian	suku	
cadang	dan	BBM/Pelumas

100% 283,500,000 311,850,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	rutin	berkala	
Kendaraan	dinas/operasional

25	Unit terjaminnya	kelayakan	berlalu	lintas	kendaraan	
operasional	melalui	pemeliharaan,	penggantian	
suku	cadang	dan	BBM/Pelumas

100% 512,959,000 564,254,900

0.00 00 02 26 Pemeliharaan	rutin/berkala	perlengkapan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	rutin/berkala	
perlengkapan	Gedung	Kantor

47	Unit Terjaminnya	operasional	perlengkapan	kantor	
untuk	dimanfaatkan	atau	didayagunakan	sesuai	
fungsinya	secara	optimal

100% 50,862,500 55,948,750

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksanannya	Pemeliharaan	rutin/berkala	
peralatan	gedung	kantor

1	Paket Terjaminnya	kesiapan	peralatan	kantor	untuk	
dapat	didayagunakan	sesuai	fungsinya	secara	
optimal

100% 30,000,000 33,000,000

0.00 00 02 40 Rehabilitasi	sedang/berat	rumah	jabatan Kota	Kupang Terlaksananya	Rehabilitasi	sedang/berat	rumah	
jabatan	secara	rutin/berkala

1	Paket Terjaminnya	kelayakan	huni	rumah	jabatan	bagi	
Pimpinan	DPRD	Provinsi	NTT

100% 200,000,000 220,000,000

0.00 00 02 42 Rehabilitasi	sedang/berat	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Rehabilitasi	sedang/berat	gedung	
kantor	secara	rutin/berkala

1	Paket terwujudnya	kelayakan	gedung	kantor	melalui	
rehabilitasi	secara	rutin/berkala

100% 400,000,000 440,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 10,200,000 11,200,000

Kota	Kupang Tersedianya	RKT,	PK,	Renja	TA.	2021 3	Dokumen Terukur	dan	terevaluasinya	kinerja	pelaksanaan	
program	dan	kegiatan

100% 5,100,000 5,600,000

Kota	Kupang Tersedianya	LAKIP	TA.	2019,	LKPJ	TA.	2019,	dan	
Laporan	Keuangan	2019

3	Dokumen Terukur	dan	terevaluasinya	kinerja	pelaksanaan	
program	dan	kegiatan

100% 5,100,000 5,600,000

4.00 PENDUKUNG	URUSAN
4.00 02 SEKRETARIAT	DPRD
4.00 02 15 PROGRAM	PENINGKATAN	KAPASITAS	LEMBAGA	

PERWAKILAN	RAKYAT	DAERAH
Jumlah	Penetapan	Peraturan	Daera 7	Perda 52,973,360,000 58,270,496,000

Dalam	dan	Luar	Daerah Terlaksananya	rapat	kerja	yang	diselenggarakan	
oleh	Mitra	Kerja	di	22	kab/Kota	di	NTT	dan	Luar	
Daerah

9	Kali Terjalinnya	hubungan	kemitraan	yang	baik	antara	
Pemerintah	dan	DPRD	di	dalam	dan	Luar	daerah

100% 961,932,000 1,058,125,200

Kota	KUpang Terfasilitasinya	kegiatan	9	fraksi 12	Bulan lancarnya	pelaksanaan	kegiatan	Sekretariat	Fraksi	
DPRD	dalam	rapat-rapat	fraksi

100% 594,000,000 653,400,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Rapat	Paripurna,	rapat	kerja	dan	
rapat	lainnya	sesuai	jadwal

45	Kali Tersedianya	Keputusan,	Perda,	dan	Kebijakan	
Politik	DPRD	sebagai	Pedoman/Petunjuk	dalam	
pelaksanaan	Penyelenggaraan	Pemerintahan,	
Pembangunan,	Sosial,	dan	Kemasyarakatan

100% 420,725,000 462,797,500

Kota	Kupang Terlaksananya	pembahasan	dan	pembentukan	
Ranperda	usul	prakarsa	serta	Ranperda	yang	
diajukan	Pemerintah

7	Perda Ditetapkanya	Ranperda	usul	Prakarsa	dan	
Ranperda	yang	diajukan	Pemerintah	menjadi	Perda

100% 381,992,000 420,191,200

Luar	Daerah Terlaksananya	konsultasi	Ranperda	hasil	
pembahasan	Badan	Pembentukan	Perda	di	
Kemendagri,	Kementerian	Lainnya,	dan	Daerah	
Lainnya

6	Kali Terwujudnya	pembentukan	Peraturan	Daerah	
sesuai	ketentuan	perundang-undangan	yang	
berlaku

100% 3,839,992,000 4,223,991,200

Dalam	dan	Luar	Daerah Terdokumentasinya	dan	terpublikasinya	kegiatan	
DPRD	melalui	media	massa,	media	cetak,	buletin	
legislatif,	dan	media	elektronik	lainnya

36	Kali Diketahuinya	kegiatan-kegiatan	DPRD	oleh	
masyarakat	melalui	media	massa,	media	cetak,	
buletin	legislatif,	dan	media	elektronik

100% 1,266,159,000 1,392,774,900

22	Kab/Kota Terlaksananya	Kunjungan	Kerja	Kelembagaan	
bagi	Pimpinan	dan	Anggota	DPRD	di	22	kab/Kota

3	Kali Terwujudnya	fungsi	pengawasan/kontrol	DPRD	
terhadap	pelaksanaan	kegiatan	APBD	Provinsi	NTT

100% 3,611,470,000 3,972,617,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Kunjunangan	Kerja	Alat	
kelengkapan	bagi	Pimpinan	dan	Anggota	DPRD	di	
22	Kab/Kota

4	Kali Terwujudnya	fungsi	pengawasan/kontrol	DPRD	
terhadapa	pelaksanaan	kegiatan	Pemerintahan,	
Pembangunan,	dan	Sosial	Kemasyarakatan

100% 3,947,600,000 4,342,360,000

22	Kab/Kota Terlaksananya	Hearing/Dialog	dengan	Pejabat	
Pemda,	Tokoh	Masyarakat,	dan	Tokoh	Agama	di	
22	Kab/Kota

1	Kali Terjaringnya	pendapat,	saran,	masukan	demi	
penyempurnaan	naskah	Ranperda	Prakarsa

100% 1,330,974,000 1,464,071,400

Kota	Kupang Terlaksananya	rapat	Alat	Kelengkapan	DPRD	
sesuai	jadwal

158	Kali Terakomodirnya	aspirasi	masyarakat	dalam	bentuk	
perumusan	rekomendasi	dari	hasil	rapat

100% 1,475,460,000 1,623,006,000

Jakarta	dan	Daerah	Lainnya Terlaksananya	Konsultasi	Alat	Kelengkapan	DPRD	
ke	Kemendagri,	Kementerian	Lainnya,	Daerah	
Lainnya,	dan	DPR	RI

32	Kali Meningkatnya	pemahaman	terhadap	bidang	tugas	
dan	terjalinnya	hubungan	kemitraan	dengan	
Pemerintah	Pusat	dan	Daerah	Lainnya

100% 7,400,156,000 8,140,171,600

22	Kab/Kota Terlaksananya	Kegiatan	Sosialisasi	Peraturan	
Daerah	yang	ditetapkan

2	Kali Terwujudnya	pemahaman	bersama	untuk	
mengimplementasikan	secara	baik	dan	
bertanggung	jawab	terhadap	Peraturan	Daerah	
yang	telah	ditetapkan

100% 2,140,108,000 2,354,118,800

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pemantauan	di	Lapangan	terhadap	
masalah-masalah	yang	timbul	oelh	Pimpinan	dan	
Anggota	DPRD	di	22	Kab/Kota

5	Kali Teridentifikasinya	masalah-masalah	yang	timbul	
untuk	dibahas	guna	pengambilan	
keputusan/kebijakan	politik

100% 4,236,000,000 4,659,600,000

Jakarta	dan	Daerah	Lainnya Terlaksananya	Konsultasi	Badan	Anggaran	ke	
Kementerian	Dalam	Negeri,	Kementerian	
Lainnya,	DPR-RI,	dan	Daerah	Lainnya

3	Kali Terwujudnya	APBD	sesuai	dengan	ketentuan	
perundang-undangan	yang	berlaku

100% 1,778,664,000 1,956,530,400

Jakarta Terlaksananya	evaluasi/Konsultasi	Badan	
Anggaran	ke	Kementerian	Dalam	Negeri

3	Kali Terakomodirnya	hasil	evaluasi/konsultasi	Badan	
Anggaran	di	Kementerian	Dalam	Negeri

100% 1,872,582,000 2,059,840,200

Jakarta Terlaksananya	Bimbingan	Teknis	peningkatan	
Kapasitas	Pimpinan	dan	Anggota	DPRD	berkaitan	
dengan	Tupoksi	DPRD

1	Kali Meningkatnya	pemahaman	dalam	pelaksanaan	
fungsi	dan	peran	DPRD	sesuai	bidang	tugas

100% 1,322,388,000 1,454,626,800

22	Kab/Kota Terlaksananya	Kegiatan	Reses	bagi	Pimpinan	dan	
Anggota	DPRD	di	22	Kab/Kota

3	Kali Terakomodirnya	aspirasi	masyarakat	melalui	
kegiatan	reses	untuk	dibahas	dalam	sidang-sidang	
DPRD

100% 16,393,158,000 18,032,273,800

62,662,495,700 68,928,525,270

BADAN	KESATUAN	BANGSA	DAN	POLITIK

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 493,271,900 510,275,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Tersedianya	kebutuhan	perangko,	materai	serta	
benda	Pos	lainnya	maupun	
paket/pengiriman/pengepakan	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

451	Buah Meningkatnya	penyediaan	jasa	surat	menyurat 100% 1,550,000 1,627,500

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	komunikasi	dan	sumber	daya	air	
pada	Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	pelayanan	jasa	
komunikasi	dan	sumber	daya	air	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 121,200,000 107,200,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Tenaga	Sopir	Kendaraaan	
Dinas/Operasional	serta	Pemeliharaan	dan	
Perijinan	Kendaraan	dinas/operasional	Badan	
Kesbangpol	Prov.NTT

12	Bulan Meningkatnya	Pemeliharaan	dan	Perijinan	
Kendaraan	Dinas/Operasional

100% 47,200,000 49,560,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Tersedianya	honor	bagi	tenaga	pengelola	APBD	
maupun	tenaga	lembur	administrasi	keuangan	
serta	honor	bagi	tenaga	operator	komputer/	
tenaga	tidak	tetap	pada	Badan	Kesbangpol	
Provinsi	NTT

12	Bulan Meningkaatnya	pengelolaan	administrasi	
keuangan	pada	Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 101,700,000 106,785,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Tersedianya	Tenaga	kebersihan/cleaning	service	
serta	alat-alat	kebersihan	kantor	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	tenaga	
kebersihan/cleaning	service	serta	alat-alat	
kebersihan	pada	Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 25,536,400 26,813,200

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Tersedianya	alat	tulis	kantor	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Meningkatnya	pelayanan	administrasi	perkantoran 100% 23,745,500 29,932,300

4.00 02 15 01 Pengembangan	sistem	keanggotaan	Dewan,	
kerumahtanggaan	dan	protokol

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

TOTAL

4.00 02 15 03 Perencanaan	Anggaran,	Pengelolaan	Keuangan,	
Verifikasi	dan	Akuntansi,

4.00 02 15 02 Pengelolaan	persidangan,	humas	dan	produk	
hukum	daerah
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Kode Urusan/Bidang/Program/Kegiatan Lokasi Indikator	Kinerja

0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Tersedianya	kebutuhan	cetak,	penggandaan	serta	
jilid	bahan-bahan	maupun	laporan	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Tersedianya	kebutuhan	cetak,	penggandaan	serta	
jilid	bahan-bahan	maupun	laporan	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 24,000,000 25,200,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Tersedianya	komponen	instalasi	
listrik/penerangan	bangunan	kantor	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	komponen	instalasi	
listrik/penerangan	bangunan	kantor	pada	Badan	
Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 2,500,000 2,625,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Tersedianya	bahan	bacaan/surat	kabar	pada	
Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	bahan	bacaan/surat	
kabar	serta	publikasi	berbagai	masalah	politik	dan	
sosial	masyarakat

100% 12,840,000 13,482,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	Makan	dan	Minum	rapat	dan	makan	
dan	minum	Tamu	Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	Kebutuhan	makan	dan	minum	rapat	
Pejabat	Struktural,	maupun	rapat	Staf,	Rapat	
Penyusunan	Program/Kegiatan	serta	tamu	pada	
Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 17,000,000 17,850,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Jakarta Tersedianya	perjalanan	dinas	bagi	Pejabat	
Kesbangpol	Provinsi	NTT	dalam	rangka	koordinasi	
danun	konsultasi	ke	luar	daerah

12	Bulan Meningkatnya	rapat	koordinasi	dan	konsultasi	
Aparatur	Kesbangpol	keluar	daerah

100% 50,000,000 55,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Tersedianya	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas	pada	badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas	pada	Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

100% 6,600,000 7,200,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

Kabupaten/Kota Terlaksananya	koordinasi,	konsultasi,	evaluasi,	
pendampingan	dan	tugas	lainnya	dalam	daerah

12	Bulan Meningkatnya	koordinasi,	konsultasi,	evaluasi,	
pendampingan	dan	tugas	lainnya	dalam	daerah	
bagi	aparatur	terkait	Kesbangpol	Provinsi	dan	
Kab./Kota	se-NTT

100% 50,000,000 55,000,000

0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial kota	Kupang Terpenuhinya	kebutuhan	Iuaran	Jaminan	
Kesehatan	dan	Jaminan	Ketenaga	kerjaan	Tenaga	
Honorer	/	Pegawai	Tidak	Tetap

12	Bulan Terpenuhinya	kebutuhan	iuran	Jamaian	kesahatan	
dan	Jaminan	ketenagakerjaan	Tenaga	Honorer/	
Pegawai	Tidak	Tetap

100% 4,400,000 5,000,000

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang Tercapainya	keikutsertaan	aparatur	Kesbangpol	
berbagai	pelatihan	formal	dalam	daerah

12	Bulan Terwujudnya	peningkatan	kapasitas	sumber	daya	
aparatur

100% 5,000,000 7,000,000

0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	
PRASARANA	APARATUR

Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 279,000,000 46,000,000

0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	
dinas/operasional

Kota	Kupang Tersedianya	kendaraan	dinas/operasional	yang	
memadai	dalam	mendukung	serta	membantu	
kelancaran	operasional	Badan	Kesbangpol	
Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhi	Penggantian	suku	cadang,	bahan	bakar,	
serta	pelumas	kendaraan	secara	berkala	bagi	
kendaraan	dinas/operasional	Badan	Kesbangpol	
Provinsi	NTT

100% 34,000,000 38,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terpeliharanya	Peralatan	Komputer	Kantor	yang	
ada	pada	Badan	Kesbangpol	Provinsi	NTT

12	Bulan Terpenuhinya	perawatan	kondisi	sarana	dan	
prasarana	kantor	pada	Badan	Kesbangpol	Provinsi	
NTT

100% 245,000,000 8,000,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 26,800,000 18,800,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Penyusunan	Laporan	Capaian	
Kinerja

12	Bulan Menunjang	Kinerja	Tugas-tugas	Badan	Kesbangpol	
Prov.	NTT

100% 26,800,000 18,800,000

6.01 URUSAN	KESATUAN	BANGSA	DAN	POLITIK
6.01 01 KESATUAN	BANGSA	DAN	POLITIK
6.01 01 15 PROGRAM	PENGELOLAAN	PERBATASAN,	

PEMBINAAN	POLITIK	DAN	PERLINDUNGAN	
MASYARAKAT

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 1,644,418,100 1,508,675,000

6.01 01 15 01 Pembinaan	ideologi	dan	wawasan	kebangsaan Kab/Kota Terlaksananya	perumusan	kebijakan	dan	fasilitasi	
pengembangan	wawasan	kebangsaan

1	Paket Terinternalisasinya	nilai-nilai	4	konsensus	
kebangsaan	dalam	kehidupan	berbangsa	dan	
bernegara

100% 341,500,000 350,000,000

6.01 01 15 02 Peningkatan	kewaspadaan	nasional 21	Kabupaten	dan	1	Kota Terlaksananya	koordinasi	kewaspadaan	dini,	
pengawasan	orang	asing	dan	lembaga	asing	serta	
Pendataan,	Evaluasi,	Koordinasi	dan	sinkronisasi	
sektoral	antar	susunan	pemerintahan	
Kabupaten/Kota

1	Paket Terlaksananya	koordinasi	penanganan	konflik	di	
wilayah	Provinsi	NTT	serta	Pendataan,	Evaluasi,	
Koordinasi	dan	sinkronisasi	sektoral	antar	susunan	
pemerintahan	Kabupaten/Kota

100% 569,918,100 546,525,000

6.01 01 15 03 Peningkatan	ketahanan	seni,	budaya,	agama,	
kemasyarakatan	dan	ekonomi

22	Kab/Kota Terlaksananya	Pembinaan	Seni	dan	Budaya	
Daerah;	Sosialisasi	Ketahanan	Seni	dan	Budaya;	
Pendataan	Kelompok	Seni	dan	Budaya

1	Paket Tersedianya	informasi	dan	data	terpadu	di	bidang	
Seni,	Budaya,	Agama,	Kemasyarakatan	dan	
Ekonomi

100% 341,500,000 306,075,000

6.01 01 15 04 Pembinaan	bidang	politik 22	Kab/Kota Meningkatnya	Pengendalian	dan	evaluasi	
implementasi	kebijakan	publik	dan	pendidikan	
politik

1	Paket Terlaksananya	Pendidikan	Politik	dan	Pilkada	yang	
Demokratis	dan	Berkualitas

100% 391,500,000 306,075,000

2,443,490,000 2,083,750,000

BADAN	PENANGGULANGAN	BENCANA	DAERAH

0.00 NON	URUSAN
0.00 00 PROGRAM	SETIAP	OPD
0.00 00 01 PROGRAM	PELAYANAN	ADMINISTRASI	

PERKANTORAN
Persentase	ketercapaian	pelayanan	
administrasi	perkantoran

100% 799,600,400 860,600,000

0.00 00 01 01 Penyediaan	jasa	surat	menyurat Kota	Kupang Terlaksananya	pelayanan	surat	menyurat	
(Penyediaan	Materai)

1200	Lembar Tersedianya	pelayanan	surat	menyurat	
(penyediaan	materai)

1200	
Lembar

6,000,000 6,600,000

0.00 00 01 02 Penyediaan	jasa	komunikasi,	sumber	daya	air	dan	
listrik

Kota	Kupang Tersedianya	Jasa	Komunikasi,	Sumber	daya	Air	
dan	Listrik

1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	komunikasi,	listrik	dan	air	
selama	satu	tahun

1	Tahun 102,000,000 110,000,000

0.00 00 01 06 Penyediaan	jasa	pemeliharaan	dan	perizinan	
kendaraan	dinas	/	operasional

Kota	Kupang Terlaksananya	Biaya	Pemeliharaan	dan	
Perijinanan	Kendaraan	Dinas/Operasional

1	Tahun Tersedianya	Tenaga	Honorer	dan	pemeliharaan	
Kendaraan	Dinas/Operasional

100% 133,100,000 146,000,000

0.00 00 01 07 Penyediaan	jasa	administrasi	keuangan Kota	Kupang Terlaksananya	Jasa	Administrasi	Keuangan 1	Tahun tersedianya	tenaga	honorer	dan	optimalnya	
Administrasi	Keuangan	yang	benar

100% 116,780,000 132,000,000

0.00 00 01 08 Penyediaan	jasa	dan	bahan	kebersihan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	kebersihan	kantor	yang	asri	dan	
sehat

1	Tahun Tersedianya	Tenaga	Honorer	dan	perlengkapan	
Kebersihan	Kantor

100% 120,500,000 132,000,000

0.00 00 01 10 Penyediaan	alat	tulis	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	Alat	Tulis	Kantor 1	Tahun Tersedianya	Alat	tulis	kantor 100% 30,000,000 33,000,000
0.00 00 01 11 Penyediaan	barang	cetakan	dan	penggandaan Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	barang	cetakan	dan	

penggandaan
1	Tahun Tersedianya	biaya	cetak	dan	penggandaan 100% 21,500,000 23,000,000

0.00 00 01 12 Penyediaan	komponen	instalasi	listrik	/	
penerangan	bangunan	kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	komponen	alat-alat	
istalasi	listrik	dan	penerangan	bangunan

1	Tahun Tersedianya	bahan	dan	peralatan	Komponen	
Listrik/penerangan	bangunan	kantor

100% 9,750,000 1,100,000

0.00 00 01 15 Penyediaan	bahan	bacaan	dan	peraturan	
perundang-undangan

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyediaan	Bahan	Bacaan	dan	
peraturan	perundang-undangan

1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	bahan	bacaan	dan	
peraturan	perundang-undangan

100% 8,100,000 8,900,000

0.00 00 01 17 Penyediaan	makanan	dan	minuman Kota	Kupang Tersedianya	makanan	dan	minum	kantor 1	Tahun Terpenuhinya	kebutuhan	akan	makan	dan	minum	
Kantor

100% 30,000,000 33,000,000

0.00 00 01 18 Rapat-rapat	koordinasi	dan	konsultasi	ke	luar	
daerah

Luar	Daerah Terlaksananya	rapat-rapat	koordinasi	dan	
konsultasi	ke	luar	daerah

1	Tahun Pelaksanaan	Rakor	dan	konsultasi	tepat	waktu 100% 40,000,000 44,000,000

0.00 00 01 19 Penyediaan	jasa	pengangkutan	beras	dan	barang	
dinas

Kota	Kupang Terlaksananya	Jasa	Pengiriman/	Pengepakan	
Barang	Dinas

1	Tahun Tersalurnya	pengiriman	beras	dan	barang	dinas 100% 10,800,000 11,800,000

0.00 00 01 21 Koordinasi	dan	konsultasi	pelaksanaan	tugas	
dalam	daerah

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Koordinasi	dan	Konsultasi	
Pelaksanaan	Tugas	Dalam	Daerah

1	Tahun Terlaksananya	koordinasi,	pengawasan	dan	
pengendalian	di	Kab/Kota	se-	NTT

100% 40,000,000 44,000,000

0.00 00 01 31 Penyediaan	jasa	pengamanan	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pengamanan	kantor 1	Tahun Tersedianya	tenaga	honorer	pengaman	kantor 100% 108,000,000 110,000,000
0.00 00 01 49 Penyediaan	jasa	jaminan	sosial Kota	Kupang Terlaksananya	penyediaan	jasa	jaminan	sosial 1	Tahun Meningkatnya	pelayanan	jaminan	sosial	bagi	

tenaga	honorer
20	Orang 16,070,400 17,500,000

0.00 00 01 50 Pendidikan	dan	pelatihan	formal Kota	Kupang Terlatihnya	Pegawai	Negeri	Sipil 1	Tahun Meningkatnya	kualitas	SDM	Aparatur 100% 7,000,000 7,700,000
0.00 00 02 PROGRAM	PENINGKATAN	SARANA	DAN	

PRASARANA	APARATUR
Persentase	ketercapaian	peningkatan	
sarana	dan	prasarana	aparatur

100% 143,000,000 156,500,000

0.00 00 02 07 Pengadaan	perlengkapan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pengadaan	Perlengkapan	Kantor 1	Tahun Tersedianya	perlengkapan	gedung	Kantor 100% 41,000,000 45,000,000
0.00 00 02 09 Pengadaan	peralatan	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	Pengadaan	peralatan	gedung	

kantor
1	Tahun Adanya	peralatan	gedung	kantor	(printer) 2	Unit 11,000,000 12,000,000

0.00 00 02 22 Pemeliharaan	rutin/berkala	gedung	kantor Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharan	Gedung	Kantor 1	Tahun Terpeliharanya	Gedung	Kantor 100% 36,000,000 39,000,000
0.00 00 02 24 Pemeliharaan	rutin/berkala	kendaraan	

dinas/operasional
Kota	Kupang Terlaksananya	Pemeliharaan	Kendaraan	Dinas 1	Tahun Terpeliharanya	kendaraan	dinas	pada	BPBD	

Provinsi	NTT
100% 50,000,000 55,000,000

0.00 00 02 28 Pemeliharaan	rutin/berkala	peralatan	gedung	
kantor

Kota	Kupang Terlaksananya	pemeliharaan	peralatan	kantor 1	Tahun Terpeliharanya	peralatan	kantor	BPBD	Provinsi	NTT 100% 5,000,000 5,500,000

0.00 00 06 PROGRAM	PENINGKATAN	PENGEMBANGAN	
SISTEM	PELAPORAN	CAPAIAN	KINERJA	DAN	
KEUANGAN

Prsentasi	ketercapaian	peningkatan	
pengembangan	sistem	pelaporan	capaian	
kinerja	dan	keuangan

100% 5,000,000 5,500,000

0.00 00 06 01 Penyusunan	laporan	capaian	kinerja	dan	ikhtisar	
realisasi	kinerja	skpd

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyusunan	laporan	capaian	
kinerja	dan	ikhtisar	realisasi	kinerja	skpd

1	Tahun Tersusunnya	draft	laporan	Keuangan,	
LKPJ,LPPD,LAKIP,RKT	dan	PK	tahun	2020

14	
Dokumen

5,000,000 5,500,000

6.02 URUSAN	PENANGGULANGAN	BENCANA
6.02 01 PENANGGULANGAN	BENCANA

Persentase	desa/	kelurahan	tangguh	
bencana

100	Desa

Kabupaten	yang	memiliki	RPB	dan	RAD-PB-
API

16	
Dokumen

Penambahan	rencana	kontinjensi	dan	
sistem	peringatan	dini	bencana

2	Sistem

Peningkatan	jumlah	desa/	kelurahan	
tangguh	bencana

100	
Desa/kelura
han

Sumba	Tengah,	Manggarai	Barat	dan	Jakarta Terlaksananya	advokasi	Forum	Pengurangan	
Risiko	Bencana	(PRB)

2	Dokumen Adanya	dokumen	pendukung	guna	penyusunan	
Rencana	Penanggulangan	Bencana	(RPB),	Rencana	
Aksi	Daerah	-	Penanggulangan	Bencana	-	Adaptasi	
Perubahan	Iklim	(RAD-PB-API)

2	Dokumen 100,678,000 110,000,000

Ende,	Alor	dan	Jakarta Terlaksananya	Mitigasi	Dalam	Rangka	
Pengurangan	Perlindungan	Lokasi	Rawan	
Bencana

2	Dokumen Adanya	dokumen	Mitigasi	Daerah	Rawan	Bencana 2	Dokumen 147,994,000 160,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Penyebarluasan	Informasi	
pencegahan	bencana	melalui	media	informasi

1	Tahun Meningkatnya	penyebarluasan	informasi	yang	
edukatif	kemasyarakat	dalam	upaya	Pengurangan	
risiko	bencana

1	Tahun 34,003,000 37,000,000

Kota	Kupang	dan	Luar	daerah Terlaksananya	Rapat	Penguatan	Kelembagaan	
BPBD	Tk.	Provinsi	NTT	,	RAKERNAS,	Rakortek	
serta	Rakortekbang	bersama	BNPB

1	Dokumen Meningkatnya	sinergitas	perencanaan	dari	tingkat	
Pemerintah	Pusat,	Pemerintah	Provinsi	dan	
Kabupaten/Kota

4	Dokumen 121,590,000 133,000,000

Sikka	dan	Nagekeo Terlaksananya	Pembentukan	dan	Pengembangan	
Desa	/	Kelurahan	Tangguh	Bencana

4	Desa Terbentuknya	desa/kelurahan	tangguh	bencana 4	Desa 172,979,000 180,000,000

01 15 PROGRAM	PENINGKATAN	DAN	PENGEMBANGAN	
PENANGULANGAN	BENCANA

TOTAL

2,036,361,185 2,199,000,000

6.02 01 15 01 Pencegahan	dan	kesiapsiagaan	bencana

6.02
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TTS,	Alor Terlaksananya	Pembuatan	dan	Pemasangan	
Rambu-Rambu	Peringatan	Dini	di	lokasi	Rawan	
Bencana

30	Unit Meningkatnya	kewaspadaan	masyarakat	saat	
memasuki	daerah	rawan	bencana

30	Unit 122,350,000 134,000,000

Kota	Kupang,	Luar	daerah Terlaksananya	Penyelenggaraan	Hari	Bencana	
dan	Hari	Pengurangan	Resiko	Bencana

200	Orang Meningkatkan	kapasitas	masyarakat	melalui	gladi	
simulasi

200	Orang 90,886,000 99,000,000

Sikka,	Nagekeo Terlaksananya	Peningkatan	Peran	Serta	
Masyarakat	dalam	Pencegahan	dan	
Penanggulangan	Masalah	Bencana

90	Orang Meningkatnya	kapasitas	dan	peran	serta	
masyarakat	dalam	penanggulangan	bencana

90	Orang 91,160,000 100,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Posko	penanggulangan	Bencana	
BPBD	NTT	dan	Optimalisasi	PUSDALOP

12	Laporan Tersedianya	laporan	rutin	terkait	saat	tidak	terjadi	
bencana,	tanggap	darurat

12	Laporan 205,836,000 222,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Operasional	Kendaraan	
Penanggulangan	Bencana

19	Unit Terpeliharanya	kondisi	kendaraan	dan	peralatan	
penanggulangan	bencana

19	Unit 50,000,000 55,000,000

22	Kab/Kota,	Lokasi	Bencana Terlaksananya	Fasilitasi	Pendampingan	
Pendistribusian	bantuan	logistik/peralatan	
penanggulangan	bencana

1	Dokumen Meningkatnya	pelayanan	pendropingan	logistik	
kebencanaan	di	kabupaten/kota	dan	lokasi	
bencana

1	Dokumen 42,718,000 46,000,000

Kota	Kupang Pengadaan	Dukungan	Stok	Logistik/Peralatan	
Penanggulangan	Bencana

1	Paket Tersedianya	stok	logistik	dalam	rangka	pelayanan	
logistik	saat	tanggap	darurat	di	kabupaten/Kota

1	Paket 224,253,000 240,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Workshop	Pelatihan	Sarana	dan	
Prasarana	Peralatan	dan	Logistik	Penanggulangan	
Bencana

70	Orang Terlatihnya	tenaga	reaksi	cepat	penanggulangan	
bencana

70	Orang 71,188,000 78,000,000

Kota	Kupang Terlaksananya	Gladi/Simulasi	Pemanfaatan	
Sarana	Prasarana	Peralatan	dan	Logistik	
Penanggulangan	Bencana

70	Orang Meningkatnya	ketrampilan	aparatur	dalam	
pengoperasian	sarana	dan	prasarana	
penanggulangan	bencana

70	Orang 69,165,000 75,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Kaji	Cepat	dalam	Situasi	Tanggap	
Darurat

1	Dokumen Optimalnya	pendampingan/Koordinasi	
penanggulangan	bencana	di	Kabupaten/Kota

1	Dokumen 65,069,185 70,000,000

Manggarai	Barat Terlaksananya	Pemulihan	Sosial	Ekonomi	Pasca	
bencana	(hand	Tracktor)

10	Unit Tersedianya	alat	pertanian	dalam	rangka	
pemulihan	ekonomi	masyarakat	di	daerah	pasca	
bencana	(hand	traktor)

10	Unit 240,477,000 260,000,000

Sabu	Raijua Peningkatan	Kapasitas	Aparatur	Dalam	Rangka	
Rehabilitasi	Rekonstruksi	(JITU-PB)

35	Orang Terlatihnya	aparatur	dalam	perhitungan	kerugian	
dan	kebutuhan	pasca	bencana

35	Orang 135,415,000 145,000,000

22	Kabupaten/Kota Terlaksananya	Pengkajian	Kebutuhan	Pasca	
Bencana	(JITU	_	PASNA)

2	Dokumen Tersedianya	dokumen	kaji	perhitungan	dampak	
bencana	guna	tindak	lanjut	proposal	Rehabilitasi	
dan	rekonstruksi

2	Dokumen 50,600,000 55,000,000

2,983,961,585 3,221,600,000TOTAL

6.02 01 15 03 Rehabilitasi	dan	rekonstruksi	bencana

6.02 01 15 02 Peningkatan	dan	pengembangan	kedaruratan	dan	
logistik	bencana

6.02 01 15 01 Pencegahan	dan	kesiapsiagaan	bencana
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